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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai
dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta
menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ
Tahun 2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 25 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat  RPJMD

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi,
Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah  dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu
1 (satu) tahun.

3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1
Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaan Tahun 2017 serta prakiraan maju Tahun 2018.



(4) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai :
a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017; dan

b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2017.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I         : PENDAHULUAN;
b. BAB II        : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
c. BAB III       : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH;
d. BAB IV       : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; dan
f. BAB VI : PENUTUP.

(2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan dan pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah
kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan
RKA-SKPD Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2017.
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PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangkamelakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan,pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspekpembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai padaperkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalampembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambunganserta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umummerupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkanberbagai stakeholder pembangunan , guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatudaerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yangmemenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapatmenumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagisetiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untukberpartisipasi dalam pembangunan.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua prosesperubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untukmelaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahapsesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empatpendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumenperencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaanpartisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPDKota Yogyakarta Tahun 2016 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan programkewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridorpembangunan tahun 2017 diarahkan pada tema: : “Meningkatnya Sumberdaya

Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas menuju Kota Yogyakarta

yang sejahtera, mandiri, nyaman dan berbudaya”.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017
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1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang BerkualitasDimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yangunggul dan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saingdaerah.2. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjagakekuatan dan kearifan budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budayalokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif3. Mandiri dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dantantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan,dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapanhidup tinggi.4. Nyaman dimaknai sebagai kondisi di mana kualitas hidup masyarakat meningkatdengan kemampuan mengakses infrastruktur, makanan, udara bersih, perumahanyang terjangkau, lapangan kerja, dan ruang/taman hijau.5. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhanhidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator :- Pertumbuhan ekonomi,- Pengangguran,- Penduduk miskin,- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan- Indeks Pengembangan Gender (IPG).
1.2. Dasar Hukum PenyusunanPenyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 mendasarkan pada peraturanyang mengkait yaitu:1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKota  Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat danDaerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019;8) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Tahun 2017;9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2017;
11)Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang TindakLanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;12) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;13) Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/09859tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2017;14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan PelaksanaanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota YogyakartaTahun 2006 Nomor 48 Seri D);15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007Nomor 5);
1.3. Hubungan antar Dokumen
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RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017, dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Selainitu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini jugaberpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 dan PeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan ZonasiKota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035.
1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:BAB I PENDAHULUANBAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHANBAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAHBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHBAB VI PENUTUP
1.5. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah untukmengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatankesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakartauntuk Tahun 2017 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.Adapun tujuannya adalah:1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017 dalam rangkapenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2017;3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
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BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi DaerahFilosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kratonNgayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota danmembangun ’image’ Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, KotaPendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsipelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnyapembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakartamemperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dandemografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek dayasaing daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Letak WilayahKota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km2 atau 1,02% dari luaswilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatankurang lebih 7,5 km dan dai Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis,kota ini terletak antara 110o24’1”-110o28’53” Bujur Timur dan antara 07o15’24”-07o49’26” Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14Kecamatan, 45 Kelurahan, 615 Rukun Warga (RW) dan 2.529 Rukun Tetangga (RT).Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu812  Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yangwilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63 Ha atausebesar 1,94% luas Kota Yogyakarta. Berikut luas masing-masing kecamatan di KotaYogyakarta.
Tabel 2.1

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No Kecamatan Kelurahan Luas Area
(km2)

Jumlah
RW Jumlah RT1. Mantrijeron Gedongkiwo 0,90 18 86Suryodiningratan 0,85 17 70Mantrijeron 0,86 20 75

2,61 55 2312. Kraton Patehan 0,40 10 44Panembahan 0,66 18 78Kadipaten 0,34 15 53
1,40 43 175
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No Kecamatan Kelurahan Luas Area
(km2)

Jumlah
RW Jumlah RT3. Mergangsan Brontokusuman 0,93 23 84Keparakan 0,53 13 58Wirogunan 0,85 24 76

2,31 60 2184. Umbulharjo Giwangan 1,26 13 42Sorosutan 1,68 17 67Pandean 1,38 13 51Warungboto 0,83 9 38Tahunan 0,78 11 48Muja-muju 1,53 12 55Semaki 0,66 10 34
8,12 85 3355. Kotagede Prenggan 0,99 13 57Purbayan 0,83 14 58Rejowinangun 1,25 13 49
3,07 40 1646. Gondokusuman Baciro 1,06 21 87Demangan 0,74 12 44Klitren 0,68 16 63Kotabaru 0,71 4 20Terban 0,80 12 58
3,99 65 2727. Danurejan Suryatmajan 0,28 15 45Tegalpanggung 0,35 16 66Bausasran 0,47 12 49
1,10 43 1608. Pakualaman Purwokinanti 0,33 10 47Gunungketur 0,30 9 36
0,63 19 839. Gondomanan Prawirodirjan 0,67 18 61Ngupasan 0,45 13 49
1,12 31 11010. Ngampilan Notoprajan 0,37 8 50Ngampilan 0,45 13 70
0,82 21 12011. Wirobrajan Patangpuluhan 0,44 10 51Wirobrajan 0,67 12 58Pakuncen 0,65 12 56
1,76 34 16512. Gedongtengen Pringgokusuman 0,46 22 87Sosromenduran 0,50 14 54
0,96 36 14113. Jetis Bumijo 0,58 13 56Gowongan 0,46 13 52Cokrodiningratan 0,66 11 59
1,70 37 16714. Tegalrejo Tegalrejo 0,82 12 46Bener 0,57 7 25Kricak 0,82 13 61
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No Kecamatan Kelurahan Luas Area
(km2)

Jumlah
RW Jumlah RTKarangwaru 0,70 14 56

2,91 46 188Jumlah 45 32,50 615 2.529
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2014)

Secara administratif, KotaYogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:Batas sebelah Utara : Kabupaten SlemanBatas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten BantulBatas sebelah Selatan : Kabupaten BantulBatas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten BantulSecara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagaiibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan DaerahIstimewa Yogyakarta dan Jawa bagian Selatan.
B. Kondisi TopografiKondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untukmengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi poladan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringanlereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahuikondisi topografi daerah tersebut. Berikut ini merupakan kondisi kemiringan lahandi Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta (Ha)

No Kecamatan
Luas Kemiringan Lahan (Ha)

0-2% 2-15% 15-40% >401 Mantrijeron 244,43 12,18 4,38 02 Kraton 140,00 0 0 03 Mergangsan 105,05 25,94 0 04 Umbulharjo 764,54 45,04 1,66 0,735 Kotagede 277,80 23,26 2,52 3,946 Gondokusuman 328,58 67,76 2,66 07 Danurejan 75,86 27,64 5,94 0,568 Pakualaman 63,00 0 0 09 Gondomanan 105,92 6,08 0 010 Ngampilan 50,92 31,08 0 011 Wirobrajan 147,44 21,26 6,06 1,3312 Gedongtengen 84,44 8,32 2,82 0,4213 Jetis 148,32 20,74 0,48 0,46
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No Kecamatan
Luas Kemiringan Lahan (Ha)

0-2% 2-15% 15-40% >4014 Tegalrejo 254,66 24,02 8,82 3,50
Jumlah 2.890,38 313,32 35,34 10,94

Persentase (%) 88,92 9,63 1,07 0,33
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakartasebagian besar memiliki kemiringan lahan 0-2% dengan persentase mencapai88,92% dari luas wilayah. Sementara 9,63% berada pada kemiringan 2-15%, dan1,07 berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,33% berada pada kemiringandi atas 40%. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam berada di bantaransungai.
Tabel 2.3

Kelas Ketinggian di Kota Yogyakarta (Ha)

No Kecamatan
Luas Ketinggian (Ha)

Jumlah
<100m 100-

199m >200m1 Mantrijeron 261 0 0 2612 Kraton 140 0 0 1403 Mergangsan 202 29 0 2314 Umbulharjo 607 206 0 8135 Kotagede 302 5 0 3076 Gondokusuman 0 399 0 3997 Danurejan 0 110 0 1108 Pakualaman 0 63 0 639 Gondomanan 42 70 0 11210 Ngampilan 31 51 0 8211 Wirobrajan 72 103 0 17512 Gedongtengen 0 96 0 9613 Jetis 0 170 0 17014 Tegalrejo 0 291 0 292
Jumlah 1.657 1.593 0 3.250

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2015)

Kondisi ketinggian wilayah di Kota Yogyakarta berada pada ketinggiankurang dari 200 mdpl. Kondisi ketinggiannya dapat dibagi menjadi dua kelasketinggian, yaitu 1.657 Ha wilayah berada pada ketinggian <100 mdpl dan 1.593 Haberada pada ketinggian 100-199 m dpl. Ketinggian <100 mdpl berada di KecamatanMantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Ngampilan, Wirobrajandan Gondomanan. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian 100-199 mdplberada di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman,Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Jetis, Gedongtengen,dan Tegalrejo.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 5

C. Kondisi KlimatologiKondisi klimatologi di Kota Yogyakarta dilihat dari suhu udara, kelembabanudara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan hari hujan. Pada tahun2013, suhu udara di Kota Yogyakarta berada pada kisaran 18,4-34,2oC, sedangkankelembaban udara mencapai 44-98%. Sementara kondisi tekanan udara mencapai1.012,9-1.017,2 Mbs. Untuk kecepatan angin berada pada kisaran 2-9 Knot. Curahhujan tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Januari yang mencapai 384 Mmdan terendah 0 Mm pada bulan Juli hingga September. Begitu pula dengan kondisihari hujan, tertinggi ada di bulan Januari yang mencapai 16 hari hujan.
Tabel 2.4

Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2014

No Bulan
Suhu

Udara
(oC)

Kelembaban
Udara (%)

Tekanan
Udara
(Mbs)

Curah
Hujan
(Mm)

Hari
Hujan1 Januari 23,1-30,5 54-100 996.5 254 162 Februari 23,1-31,3 56-100 995.6 311 133 Maret 23,5-32,1 75-98 996.0 200 144 April 23,6-31,6 60-98 996.6 184 125 Mei 23,5-32,6 52-98 996.5 62 86 Juni 23,0-32,1 50-98 996.2 18 67 Juli 22,1-30,2 59-98 998.2 33 08 Agustus 21,1-31,2 42-87 998.9 0 09 September 21,7-31,3 43-87 999.7 0 010 Oktober 23,5-32,7 37-93 998.8 0 411 November 23,8-31,8 50-100 997.3 304 812 Desember 23,6-30,2 60-100 996.2 289 9

Sumber : Kota Yogyakarta dalam angka 2015

D. Kondisi GeologiKota Yogyakarta yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi mempunyaijenis tanah regosol atau vulkanis muda. Formasi Geologi yang terdapat di KotaYogyakarta adalah batuan sedimen old andesit. Sebagian besar tanahnya adalahregosol. Terdapat tiga sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu Sungai GajahWong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengahdan Sungai Winongo di bagian Barat kota.
E. Kondisi HidrologiKota Yogyakarta dialiri oleh 3 sungai. Sungai tersebut antara lain SungaiGajahwong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagiantengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Daerah Alirang Sungai (DAS) yang
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ada di Kota Yogyakarta adalah DAS Opak Oyo. DAS Opak Oyo terdiri dari 3 Sub DASantara lain Sub DAS Opak, Sub DAS Oyo I, dan Sub DAS Winongo.
F. Penggunaan LahanPenggunaan lahan dominan di Kota Yogyakarta pada tahun 2009-2014adalah lahan perumahan. Namun jika dilihat dari grafiknya, luas lahan perumahanmenunjukkan kecenderungan menurun. Luas lahan perumahan dari 2104,36 Hapada tahun 2009, cenderung menurun tapi naik lagi menjadi 2102,12 Ha tahun2014. Guna lahan pertanian mengalami penurunan, dari 124,17 Ha di tahun 2009menjadi 105,6 Ha di tahun 2014.

Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta

Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2009-2014

No
Jenis

Penggunaan
Lahan

Luas Penggunaan Lahan (Ha)

2009 2010 2011 2012 2013 20141. Perumahan 2105,11 2105,39 2104,31 2105,07 2100,72 2102,122. Jasa 275,71 279,37 279,64 279,59 280,57 281,063. Perusahaan 284,49 286,14 289,58 294,19 300,73 303,254. Industri 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,235. Pertanian 124,17 118,59 115,96 111,81 109,15 105,606. Non Produktif 20,11 20,11 20,11 18,94 18,43 17,597. Lain-lain 388,12 388,16 388,16 388,16 388,16 388,16
Jumlah 3250 3250 3250 3250 3250 3250

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka 2010-2015)

Sementara untuk penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalahsektor jasa seperti kegiatan perdagangan. Peningkatan dari luas guna lahan 275,71Ha pada tahun 2009, menjadi 281,06 Ha pada tahun 2014. Peningkatan inimenggambarkan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang ditopang olehsektor jasa. Berikut grafik perkembangan guna lahan di Kota Yogyakarta tahun2009-2014.

Gambar 2.1
Grafik Luas Penggunaan Lahan Perumahan

Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014
Sumber: Hasil Olahan, 2016
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Gambar 2.2
Grafik Luas Penggunaan Lahan berdasarkan Status Peruntukan Lahan

Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014
Sumber: Hasil Olahan, 2016

G. Potensi Pengembangan WilayahPotensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudansistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun2010-2019 antara lain:1. Perwujudan Sistem Perkotaana. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi :1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan,Gedongtengen, dan Gondomanan.2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di KecamatanUmbulharjo.b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi :1) Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi diSeluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.2. Perwujudan Sistem Transportasia. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi :1) Jaringan arteri primerPemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yang terdiri atasJaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ringroad lintas selatan.2) Jaringan jalan arteri sekundera) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yangterdiri atas :
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i. Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni,Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan MenteriSupeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo.ii. Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor JalanRE Martadinata.b) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yangmenghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota,yang terdiri atas :i. Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yangberlokasi di Jalan Patangpuluhan.3) JembatanPembangunan jembatan fly over pada persimpangan dengan jalur KA,yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.
3. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnyaa. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta.2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah KotaYogyakarta.2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.3) Jaringan pelayanan feeder, yang berlokasi di seluruh wilayah KotaYogyakarta.c. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), meliputi :1) Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusakair, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.d. Jaringan persampahan, meliputi :1) Penambahan lahan TPA Piyungan, yang berlokasi di Kabupaten Bantul.2) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.e. Air limbah, meliputi :1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta.
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3) Pengadaan toilet mobile, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.f. Air Minum, melalui :1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.3) Pembelian truk tangki air minum.
H. Wilayah Rawan BencanaKota Yogyakarta merupakan wilayah yang mempunyai kerentanan bencanacukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi alam seperti geografis, geologis, daniklim di Kota Yogyakarta yang dapat menjadi ancaman bencana. Beberapa ancamanbencana tersebut antara lain:a. Gempa Bumi (Gempa Tektonik)Di bawah bumi Kota Yogyakarta dan sekitarnya terdapat gerakan sesaraktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga mengakibatkangempa bumi. Seperti pada tanggal 27 Mei 2006 Kota Yogyakarta diguncanggempa dengan kekuatan 5,8-6,2 SR (BMG dan Pusat Vulkanologi dan MitigasiBencana Geologi) yang disebabkan adanya gerakan sesar aktif di ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut sebagai Sesar Kali Opak.Pusat gempa diperkirakan dipinggir pantai selatan Yogyakarta atau bagianselatan Kabupaten Bantul dengan kedalaman 17 km -33 km di bawahpermukaan tanah. Gempa tersebut dirasakan tidak hanya di wilayah ProvinsiDIV tetapi juga beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan.Akibat gempa tersebut, beberapa wilayah khususnya di Kota Yogyakarta bagianSelatan yaitu Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron, danGondokusuman mengalami kerusakan yang cukup parah baik kerusakanbangunan maupun infrastruktur lainnya.b. Letusan Gunung Berapi (Gempa Vulkanik)Kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi yang terletak diKabupaten Sleman menjadi faktor kerentanan penyebab bencana yangdiklasifikasikan menjadi bencana ikutan. Karena dampak gempa leusan gunungtersebut bisa dirasakan dan menimbulkan korban di Kota Yogykarta. GunungMerapi merupakan gunung api aktif, bahkan teraktif di dunia karenaperiodisitas letusannya relatif pendek (3-7 tahun). Dalam kegiatannya, GunungMerapi menunjukkan terjadinya guguran kubah lava yang terjadi setiap hari.Jumlah dan letusannya bertambah sesuai tingkat kegiatannya. Volume guguran
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kubah lava biasa disebut dengan “wedhus gembel” atau awan panas.Pengalaman letusan 6 periode waktu yaitu tahun 1994, 1997, 1998, 2001, 2006,dan 2010 telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia.Bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan bahayasekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa pendudukketika letusan berlangsung (awan panas). Sedangkan bahaya sekunder terjadisecara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan (lahar,kerusakan lahan pertanian/rumah). Tingkat bahaya dari suatu gunung apisangat tergantung dari kerapatan dari suatu letusan dan kepadatan pendudukyang bermukim di sekitar gunung api tersebut. Sehingga ancaman letusanGunung Merapi menjadi konsekuensi masyarakat Kota Yogyakarta untuk tetapwaspada akan bahaya Merapi.c. BanjirBanjir terjadi karena faktor alam maupun ulah tangan manusia. Faktoralam yang menjadi penyebab contohnya curah hujan yang tinggi dan tanahtidak mampu meresap air sehingga luncuran air sangat deras, selain itukurangnya daya serap tanah disebabkan banyaknya penebangan pohon.Sedangkan faktor ulah manusia contohnya banyak masyarakat yang masihbuang sampah sembarangan di saluran air maupun sungai, selain itu juga bisadisebabkan kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telahtertutup oleh aspal jalan raya, bangunan-bangunan yang tidak tembus air,sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang.Sementara itu, penyebab banjir di Kota Yogyakarta pada umumnyakarena buruknya saluran drainase di beberapa lokasi. Menurut data surveiDinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ada 32 titik/lokasi genangan air terjadi dibeberapa jalan kota dan daerah permukiman. Analisisnya mengingat KotaYogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong danSungai Winongo serta Sungai Belik yang mengalir di tengah kota, hal tersebutmenjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Seperti yangterjadi beberapa tahun belakangan ini, setiap terjadi hujan dengan intensitasyang tinggi dalam waktu cukup lama, bisa dipastikan permukiman di bantaransungai dilanda banjir. Contohnya yang terjadi pada 22 April 2015, telah terjadibanjir mencapai tinggi 1,5 meter di Kampung Bintaran Kidul dan Bintaran Loryang menyebabkan sedikitnya 200 keluarga mengungsi akibat dari luapan dariSungai Code yang disebabkan hujan deras dengan waktu yang cukup lama.Selain banjir karena hujan deras, sejak Gunung Merapi meletus tahun2010, Sungai Code sebagai sungai yang berhulu di Sungai Boyong sudahbeberapa kali dialiri lahar dingin jika terjadi hujan deras di puncak merapi.
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Banjir lahar dingin juga kerap membanjiri permukiman dibantaran sungai jikahujan di punjak Merapi terjadi cukup deras dalam waktu yang lama.d. Tanah LongsorBencana tanah longsor di Kota Yogyakarta terjadi pada titik rawandengan kondisi tanah curam yang biasa berada pada dinding sungai. MengingatKota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wongdan Sungai Winongo. Ketiga sungai tersebut ditumbuhi kegiatan-kegiatanperumahan, sehingga dibutuhkan kewaspadaan masyarakat dan pemerintahuntuk mengantisipasi potensi bahaya tanah longsor. Terjadinya musibah banjirdan tanah longsor di Sungai Belik dan Sungai Gajah Wong pada tanggal 13Desember 2006 dikarenakan oleh kondisi tanah yang labilm kelerengan yangcuram, beban peruntukan lahan dan hujan lebat.e. KebakaranBencana kebakaran terjadi karena faktor alam berupa cuaca yang keringdan ulah manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Bencana kebakaran diKota Yogyakarta terjadi umumnya di lokasi-lokasi permukiman yang padatpenduduk. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak49 kejadian, sedangkan di tahun 2014 tercatat ada 55 kejadian. Penyebabkebakaran lebih banyak dikarenakan kelalaian manusia, sedangkan penyebablainnya dikarenakan faktor teknis/listrik. Titik rawan kebakaran terjadi padabangunan-bangunan perumahan warga dan bangunan industri, karena padalokasi-lokasi tersebut mobilitas aktivitas manusia lebih tinggi dan tingkatkelalaiannya juga lebih tinggi.f. Angin Puting BeliungAngin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udarayang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan, sehingga terbentukangin disertai putaran yang kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan.Pada hari Minggu, 18 Februari 2007 telah terjadi angin puting beliung dengankategori kecepatan angin antara Strong Gale dengan kecepatan 74-85 km/jamdan Storm dengan kecepatan 87-100 km/jam yang melanda KecamatanGondokusuman, Danurejan, Umbulharjo dan Pakualaman dengan radiusbencana sekitar 1 km mengalami kerusakan yang cukup parah. Bencanatersebut telah mengakibatkan 1.182 orang mengalami luka ringan danmenjalani rawat jalan, sedangkan sebanyak 51 orang harus dibawa ke rumahsakit dengan rincian 44 orang menjalani rawat jalan dan 7 orang harus rawatinap. Selain itu, angin puting beliung juga merusak 1.255 rumah penduduk.
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g. Epidemi, Wabah Penyakit, dan Kejadian Luar BiasaEpidemi, wabah penyakit dan kejadian luar biasa merupakan ancamanbencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkitdi suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar, epidemi,wabah penyakit maupun kejadian luar biasa dapat mengakibatkanmeningkatnya jumlah penderita dan korban jiwa. Beberapa penyebaranpenyakit dengan status kejadian luar biasa yang pernah terjadi di KotaYogyakarta dan sampai sekarang masih terus diwaspadai antara lain demamberdarah, campak, diare dan keracunan makanan.
2.1.1.2. Aspek Demografi

A. Struktur Penduduk

1. Perkembangan Jumlah PendudukPertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatuwilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya.Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksijumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar pendudukseperti kualitas pelayanan publik dan sebagainya.Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 mencapai413.936 jiwa yang terdiri dari 202.296 laki-laki dan 211.640 perempuan. Tahun2014 mengalami peningkatan jumlah penduduk 0,02% dibandingkan tahun2013 yang berjumlah 406.660 jiwa. Jika dilihat dari perkembangan jumlahpenduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2009 sampai 2014, jumlah penduduktertinggi ada pada tahun 2010 yang mencapai 457.568 jiwa, sedangkan yangterendah ada di tahun 2013. Berikut ini data perkembangan jumlah pendudukKota Yogyakarta tahun 2009-2014.
Tabel 2.6

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2009-2014

No Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah
Laju

Pertumbuhan
(%)1. 2009 227.079 228.867 455.946 0,032. 2010 227.766 229.902 457.568 0,003. 2011 217.378 222.765 440.143 -0,044. 2012 210.468 217.123 427.591 -0,035. 2013 198.892 207.768 406.660 -0,056. 2014 202.296 211.640 413.936 0,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015
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2. KepadatanKepadatan penduduk dihitung untuk mengetahui rata-rata jumlahpenduduk dalam 1 km. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun2009-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009, kepadatanpenduduk mencapai 14.029 jiwa/km2, kemudian mengalami peningkatanhingga 14.079 jiwa/km2 pada tahun 2010. Namun kembali mengalamipenurunan hingga 12.513 jiwa/km2 pada tahun 2013 dan kembali meningkatpada tahun 2014 menjadi 12.736 jiwa/km2.
Tabel 2.7

Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014

No Tahun Luas Wilayah
(km2)

Jumlah Penduduk
(jiwa)

Kepadatan
Penduduk
(jiwa/km2)1. 2009 32,5 455.946 14.0292. 2010 32,5 457.568 14.0793. 2011 32,5 440.143 13.5434. 2012 32,5 427.591 13.1575. 2013 32,5 406.660 12.5136. 2014 32,5 413.936 12.736

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

3. Distribusi (kepadatan penduduk per kecamatan)Distribusi penduduk di Kota Yogyakarta tersebar ke dalam 14kecamatan. Pada tahun 2014, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggiyaitu Kecamatan Ngampilan dengan kepadatan mencapai 22.977 jiwa/km2. Jikadibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk di KecamatanNgampilan telah mengalami banyak penurunan, kepadatan penduduk tahun2009 mencapai 26.343 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatanpenduduk terendah yaitu Kecamatan Umbulharjo dengan kepadatan pendudukhanya 8.329 jiwa/km2. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan inisudah mengalami fluktuasi, pada tahun 2009 kepadatan penduduk mencapai3.457 jiwa/km2. Berikut data kepadatan penduduk per kecamatan di KotaYogyakarta tahun 2009-2014.
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Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014

No Kecamatan
Luas

Wilayah
(km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

2009 2010 2011 2012 2013 20141 Tegalrejo 2,91 14.017 14.133 13.800 13.222 12.481 12.7032 Jetis 1,70 18.755 18.641 17.809 16.810 16.318 16.4353 Gondokusuman 3,99 13.169 13.179 11.922 11.638 10.607 10.7754 Danurejan 1,10 21.922 22.115 21.488 21.202 19.191 19.5805 Gedongtengen 0,96 24.146 24.147 23.001 22.394 21.644 21.9356 Ngampilan 0,82 26.343 26.210 24.771 23.268 22.706 22.9777 Wirobrajan 1,76 17.337 17.289 16.605 15.995 15.468 15.7738 Mantrijeron 2,61 14.673 14.698 14.402 14.431 13.392 13.6479 Kraton 1,40 17.576 17.716 17.243 16.599 15.824 16.07310 Gondomanan 1,12 15.285 15.229 15.036 14.472 13.563 13.75811 Pakualaman 0,63 19.556 19.171 18.667 17.919 17.113 17.21912 Mergangsan 2,31 16.061 15.965 14.660 14.244 13.639 13.85913 Umbulharjo 8,12 8.457 8.576 8.532 8.381 8.121 8.32914 Kotagede 3,07 10.815 11.082 10.884 10.650 10.447 10.689
Kota Yogyakarta 32,5 13.360 14.029 14.082 13.543 13.157 12.513

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok UmurPengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin bergunadalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagipenduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baikkebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lainsebagainya. Hal ini dikarenakan setiap kelompok umur memiliki kebutuhanyang berbeda-besa. Berikut komposisi penduduk menurut usia tahun 2014.
Tabel 2.9

Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014

No Kelompok
Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah1. 0-4 13.872 13.337 27.2092. 5-9 15.841 14.965 30.8063. 10-14 17.660 16.899 34.5594. 15-19 17.108 17.092 34.2005. 20-24 15.045 14.516 29.5616. 25-29 14.501 14.812 29.3137. 30-34 16.894 17.159 34.053
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No Kelompok
Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah8. 35-39 15.958 16.695 32.6539. 40-44 15.390 16.265 31.65510. 45-49 14.968 16.509 31.47711. 50-54 13.309 14.672 27.98112. 55-59 11.462 12.405 23.86713. 60-64 8.165 8.693 16.85814. 65-69 4.453 5.574 10.02715. 70-74 3.374 4.786 8.16016. 75+ 4.296 7.261 11.557

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

Berdasarkan data yang ada, penduduk dengan kelompok usia 10-14tahun dan 15-19 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi di KotaYogyakarta. Jumlah menurut kelompok usia 10-14 tahun mencapai 34.559 jiwadan usia 15-19 tahun mencapai 34.200 jiwa. Apabila dilihat dari komposisi usiaproduktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahunkeatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio)Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah 41,94%. Itu artinya setiap 100 orangyang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 2.3
Grafik Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014

Sumber: Hasil Analisis, 2014
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B. MigrasiMigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yanglain dalam waktu tertentu. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakahsuatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya.Berdasarkan data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Yogyakarta, mengalamikenaikan maupun penurunan, baik di migrasi masuk maupun migrasi keluar. Padatahun 2014, terdapat 9.293 jiwa yang masuk ke Kota Yogyakarta, dan 8.798 jiwameninggalkan Kota Yogyakarta.
Tabel 2.10

Migrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2014

No Jenis Mutasi 2010 2011 2012 2013 20141. Migrasi Masuk 9.341 10.591 5.318 5.165 9.2932. Migrasi Keluar 10.258 9.231 8.003 8.814 8.798
Sumber:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015
2) * Basis Data BAPPEDA Kota Yogyakarta 2009 dan 2012

C. Penduduk Menurut Lapangan PekerjaanLapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang silakukanperusahaan/usaha.lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyailebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaanutamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usahadapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektortertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah.
Tabel 2.11

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

No Lapangan Pekerjaan Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 20141 Agriculture(Pertanian) Jiwa 698 696 1.062 756 471 1.3142 Manufacture(Pertambangan,Industri, Listrik, Gas,air dan Bangunan/Kontruksi)
Jiwa 10.153 10.153 55.881 30.897 31.753 40.462

3 Service (Perdagangan,Angkutan, Keuangan,Jasa Perusahaan danJasa Perorangan)
Jiwa 174.804 174.804 154.450 169.987 162.512 174.212

Jumlah Jiwa 185.655 185.653 211.393 201.640 194.736 216.168
Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2007-2015

Berdasarkan data di atas, lapangan pekerjaan bidang perdagangan, jasa dankeuangan mendominasi jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk Kota Yogyakartadari tahun 2009 hingga 2014. Pada tahun 2008, jumlah penduduk yang bekerja pada
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bidang pelayanan ada 185.655 jiwa, jumlah ini menurun pada tahun-tahunberikutnya hingga mencapai 216.168 jiwa pada tahun 2014. Begitu pula pada sektorpertanian, juga mengalami kenaikan, dari 698 jiwa pada tahun 2009 menjadi 1.314jiwa pada tahun 2014.
D. Penduduk Menurut AgamaKomposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untukmerencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakanprogram pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.Berdasarkan data yang ada, terdapat 7 (tujuh) agama yang tercatat di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diantaranya Islam, Kristen,Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan. Pada tahun 2014, mayoritaspenduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama islam, yaitu sebesar 82,51%penduduk, kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sebesar 10,49% dan pemelukKristen sebesar 6,52%. Berikut data jumlah penduduk menurut agama di KotaYogyakarta Tahun 2014.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2014

No Agama Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase1. Islam 168.020 173.528 341.548 82,5122. Kristen 12.782 14.213 26.995 6,5223. Katholik 20.513 22.911 43.424 10,4914. Hindu 299 266 565 0,1365. Budha 656 706 1.362 0,3296. Khonghucu 16 10 26 0,0067. Kepercayaan 10 6 16 0,004Jumlah 202.296 211.640 413.936 100
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015
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2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pertumbuhan PDRBAnalisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yangdapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat darisudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yangada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dankelemahan yang memperlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakinbaik di masa mendatang.Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 menunjukkan bahwanilai PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah sebesar 21.312.143,5 jutarupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,30% ataumeningkat sebesar 1,07 trilian rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentangtahun 2010-2014, PDRB Kota Yogyakarta secara konsisten selalu menunjukkanpeningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,30%. Namun,pertumbuhan PDRB di tahun 2014 tidak sebesar pertumbuhan PDRB padatahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan yang positif inidapat menjadi sebuah tanda baik bagi perekonomian Kota Yogyakarta.
Tabel 2.13

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010
Kota YogyakartaTahun 2010-2014

No Lapangan Usaha
Nilai PDRB (Juta Rupiah)

2010 2011 2012 2013* 2014**A Pertanian, Kehutanandan Perikanan 35.167,9 35.476,3 35.709,1 36.100,1 35.733,8B Pertambangan danPenggalian 790,9 831,2 837,1 839,0 850,0C Industri Pengolahan 2.545.388,3 2.708.581,4 2.630.976,5 2.813.952,6 2.943.834,4D Pengadaan Listrik danGas 38.593,2 40.841,2 45.056,6 47.599,0 49.150,7
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang 29.157,8 29.241,9 30.166,8 30.712,0 31.963,4F Konstruksi 1.392.993,6 1.458.032,3 1.526.571,8 1.600.097,5 1.674.189,0G Perdagangan Besar danEceran; Reparasi MobildanSepeda Motor 1.215.273,8 1.247.376,9 1.326.260,7 1.407.238,6 1.468.894,0
H Transportasi danPergudangan 768.351,3 771.849,8 785.335,1 815.841,3 838.086,9I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 1.921.791,3 2.036.971,2 2.183.269,6 2.320.365,5 2.450.064,8J Informasi danKomunikasi 2.212.871,2 2.393.738,0 2.654.507,8 2.779.291,4 2.900.953,3
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No Lapangan Usaha
Nilai PDRB (Juta Rupiah)

2010 2011 2012 2013* 2014**K Jasa Keuangan danAsuransi 940.635,8 1.034.826,8 1.077.853,6 1.196.258,9 1.275.249,9L Real Estate 1.586.689,1 1.659.929,6 1.782.655,3 1.848.546,3 1.973.548,8M,N Jasa Perusahaan 205.918,4 218.718,3 238.288,9 245.485,7 259.521,0
O AdministrasiPemerintahan,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib 1.539.693,0 1.612.448,2 1.729.732,9 1.813.729,6 1.921.203,7
P Jasa Pendidikan 1.658.807,9 1.785.435,5 1.889.249,1 1.960.166,2 2.088.605,8Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 628.473,6 667.109,6 721.038,9 766.206,6 818.611,5S,T,U Jasa Lainnya 481.556,9 504.681,6 531.565,1 557.127,4 581.682,5

PDRB Kota Yogyakarta ADHK 17.202.154,0 18.206.089,8 19.189.074,9 20.239.557,7 21.312.143,5
PDRB Provinsi DIY ADHK 64.678.087,8 68.049.824,2 71.702.449,2 75.637.007,5 79.557.248,0

Keterangan:
*) sementara
**) sangat sementara
Sumber:
1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (BPS Kota

Yogyakarta, 2015)
2. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015 (BPS DIY, 2015)Berdasarkan nilai PDRB ADHK tahun 2010, sektor industri pengolahan;informasi dan komunikasi; serta penyediaan akomodadasi dan makan minummerupakan sektor-sektor dengan nilai PDRB yang relatif dominandibandingkan dengan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakartauntuk rentang waktu tahun 2010-2014. Nilai PDRB yang dihasilkan dari sektorIndustri Pengolahan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 2,95 triliun rupiahatau sebesar 13,81% dari total PDRB yang ada. Meskipun begitu, nilai PDRBdari sektor ini mengalami pergeseran negatif terbesar dari tahun 2010-2014.Sektor komunikasi menyumbang PDRB sebesar 2,90 triliun rupiah atau sebesar13,61%. Sedangkan sektor Penyediaan Akomodadasi dan Makan Minummenghasilkan PDRB sebesar 2,45 triliun rupiah atau 11,5% dari total PDRB.Kedua sektor tersebut menunjukkan pergeseran yang positif dari tahun 2010-2014. Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan peregeseran positif yangpaling besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Kota Yogyakarta.Berdasarkan perkembangan nilai PDRB tersebut, secara keseluruhanstruktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 didominasi olehsektor-sektor tersier. Sementara untuk sektor primer memiliki nilai kontribusiyang sangat kecil yaitu hanya sebesar 36,58 milyar atau 0,17% dari total PDRBpada tahun 2014. Sektor primer ini terus memberikan kontibusi menurun daritahun 2010-2014. Hal ini menjadi wajar apabila dikaitkan dengankarakterinstik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan danmenjadi pusat perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Tabel 2.14
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010

Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Lapangan Usaha
Pertumbuhan PDRB (%) Rata-rata

pertumbuhan
PDRB per

Tahun (%)

Pertumbuhan
PDRB selama
5 tahun (%)2011 2012 2013* 2014**

A Pertanian, KehutanandanPerikanan 0,88 0,66 1,09 -1,01 0,40 0,40B Pertambangan danPenggalian 5,10 0,71 0,23 1,31 1,84 1,82C Industri Pengolahan 6,41 -2,87 6,95 4,62 3,78 3,70D Pengadaan Listrik dan Gas 5,82 10,32 5,64 3,26 6,26 6,23
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang 0,29 3,16 1,81 4,07 2,33 2,32
F Konstruksi 4,67 4,70 4,82 4,63 4,70 4,70
G Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor 2,64 6,32 6,11 4,38 4,86 4,85
H Transportasi danPergudangan 0,46 1,75 3,88 2,73 2,20 2,20I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 5,99 7,18 6,28 5,59 6,26 6,26J Informasi dan Komunikasi 8,17 10,89 4,70 4,38 7,04 7,00K Jasa Keuangan danAsuransi 10,01 4,16 10,99 6,60 7,94 7,91L Real Estate 4,62 7,39 3,70 6,76 5,62 5,61M,N Jasa Perusahaan 6,22 8,95 3,02 5,72 5,98 5,95
O AdministrasiPemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib 4,73 7,27 4,86 5,93 5,70 5,69P Jasa Pendiidkan 7,63 5,81 3,75 6,55 5,94 5,93Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 6,15 8,08 6,26 6,84 6,83 6,83S,T,U Jasa Lainnya 4,80 5,33 4,81 4,41 4,84 4,84

Pertumbuhan PDRB Kota
Yogyakarta 5,84 5,40 5,47 5,30 5,50 5,50

Pertumbuhan PDRB Provinsi
DIY 5,21 5,37 5,49 5,18 5,21 5,31

Keterangan:
*) sementara
**) sangat sementara
Sumber:
1. ProdukDomestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (BPS Kota

Yogyakarta, 2015, diolah)
2. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015 (BPS DIY, 2015, diolah)

Sementara itu, berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor Pertanian,Kehutanan, dan perikanan adalah satu-satunya sektor yang memilikipertumbuhan negatif di tahun 2014. Sejak tahun 2010-2014, pertumbuhansektor ini cenderung lambat yang pada akhirnya mengalami penurunan nilaiPDRB pada tahun 2014. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya konversi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 21

lahan pertanian/kehutanan /perikanan menjadi lahan terbangun untukkegiatan ekonomi lain sehingga luas lahan dan produktivitas sektorpertanian/kehutanan/perikanan tersebut mengalami penurunan.

Gambar 2.4
Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 Berdasarkan PDRB ADHK

2010
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Meskipun ditinjau dari kontribusinya, sektor industri pengolahanmemiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2010 hingga 2014, namunpertumbuhannya cenderung dinamis, bahkan pada tahun 2012, pertumbuhansektor industri pengolahan bernilai negatif atau mengalami penurunan daritahun 2011. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar dalamperekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yangrata-rata pertumbuhannya mendapai 7,94 setiap tahunnya.Secara keseluruhan, PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2014menyumbang sekitar 26,79% dari PDRB Provinsi DIY, sedangkan 73,21%sisanya disumbang oleh empat kabupaten lainnya di DIY. Pertumbuhan rata-rata nilai PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 adalah sebesar sebesar5,50%. Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta tersebut lebih pesat biladibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi DIY, yaitu sebesar 5,21setiap tahunnya.
2. Laju Inflasi Kota YogyakartaInflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilaibarang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang danjasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barangdan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasiini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh

17,202,154.0
18,206,089.8

19,189,074.9
20,239,557.7

21,312,143.5

5.52 5.84
5.4 5.47 5.3

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014
0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

Tahun

PD
R

B
 A

D
H

K
( j

ut
a 

ru
pi

ah
)

Pe
rt

um
bu

ha
n 

(%
)

PDRB ADHK Pertumbuhan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 22

penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemapuan dayabeli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai lajuinflasi. Pada periode tahun 2011-2014, laju inflasi di Kota Yogyakartamenunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,19% dengan tren fluktuatif dankecenderungan meningkat. Inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013, yaitusebesar 7,32%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalan dengan fluktuasiinflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional, inflasi tertinggi adalahpada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2011.
Tabel 2.15

Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2010-2015

No Kelompok
Pengeluaran Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 Bahan Makanan % 1,82 8,10 12,31 7,70 4,95 28,42
2 Makanan Jadi,Minuman danRokok % 7,07 6,90 8,15 2,95 5,18 -7,48
3 Perumahan, Air,Listrik, Gas danBahan Bakar % 3,01 2,99 5,18 8,92 4,26 9,07
4 Sandang % 9,40 3,56 0,00 3,61 6,22 -9,815 Kesehatan % 5,64 1,93 3,08 5,49 4,65 -4,71
6 Pendidikan,RekreasidanOlahraga % 1,73 1,43 3,17 2,37 1,13 -10,10
7 Transport,Komunikasi danJasa Keuangan % 2,40 1,30 10,45 9,36 1,53 10,64

Inflasi Kota
Yogyakarta % 3,88 4,31 7,32 6,59 3,91 0,19

Inflasi Nasional % 3,79 4,30 8,38 8,36 4,89 6,58

Inflasi Jawa Tengah % 2,68 4,24 7,99 8,22 4,02 10,67

Sumber : Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2011, 2014,
dan November 2015 (Bank Indonesia 2013, 2014, 2015)Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2011-2015,maka didapatkan kesimpulan bahwa rerata kelompok pengeluaran bahanmakanan mengalami pertumbuhan rata-rata inflasi tertinggi, yaitu sebesar28,42%/tahun. Meskipun demikian, penyumbang nilai inflasi tertinggi padasetiap tahun berbeda-beda. Kelompok pengeluaran bahan makananmenyumbang nilai inflasi terbesar pada tahun 2012 dan 2013. Kelompokpengeluaran sandang adalah penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakartapada tahun 2011 dan 2015. Sedangkan pada tahun 2014, penyumbang nilai



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 23

inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, danjasa keuangan.
3. PDRB Per Kapita Kota YogyakartaPDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untukmengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayahsehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untukmenunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB per kapita KotaYogyakarta selama rentang tahun 2010-2014 menunjukkan perkembanganpositif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,21%/tahun. Pada tahun 2010,PDRB per kapita Kota Yogyakarta adalah sebesar 44,17 juta rupiah danmeningkat menjadi 60,57 juta rupiah pada tahun 2014.

Tabel 2.16
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010

Kota Yogyakarta Tahun2010-2014

No Lapangan Usaha
PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)2010 2011 2012 2013 2014A Pertanian, KehutanandanPerikanan 0,0903 0,096 0,1008 0,1076 0,1088 4,77B Pertambangan danPenggalian 0,002 0,0022 0,0022 0,0023 0,0025 5,74C Industri Pengolahan 6,5363 7,2773 7,1065 7,8542 8,5944 7,08D Pengadaan Listrik danGas 0,0991 0,0932 0,0916 0,0867 0,0892 -2,60

E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang 0,0749 0,0776 0,0804 0,0859 0,0967 6,59
F Konstruksi 3,5771 3,9161 4,2365 4,613 4,9222 8,31
G Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor 3,1207 3,3515 3,6849 4,0285 4,3617 8,73
H Transportasi danPergudangan 1,9731 2,0168 2,0755 2,2309 2,4812 5,90I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 4,935 5,573 6,1551 7,0553 7,7936 12,10J Informasi danKomunikasi 5,6825 6,0959 6,5029 6,6017 6,562 3,66K Jasa Keuangan danAsuransi 2,4155 2,8158 3,1101 3,5916 3,9744 13,26L Real Estate 4,0745 4,3883 4,8535 5,1597 5,6537 8,53M,N Jasa Perusahaan 0,5288 0,5841 0,6165 0,6123 0,6637 5,84
O AdministrasiPemerintahan,Pertahanan danJaminan Sosial Wajib 3,9538 4,2973 4,8146 5,366 5,9089 10,57
P Jasa Pendiidkan 4,2597 4,6937 4,8761 5,0129 5,5227 6,71Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 1,6139 1,8124 1,9503 2,0645 2,2173 8,26



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 24

No Lapangan Usaha
PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)2010 2011 2012 2013 2014S,T,U Jasa Lainnya 1,2366 1,3076 1,3919 1,4967 1,6144 6,89

PDRB per Kapita Kota
Yogyakarta ADHK 44,174 48,399 51,650 55,970 60,567 8,21

PDRB per Kapita Provinsi
DIY ADHK 18,653 20,333 21,745 23,624 25,693 8,33

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut lapangan Usaha 2010-2014
(BPS Kota Yogyakarta, 2015)Apabila dibandingkan dengan DIY, besaran PDRB per kapita KotaYogyakarta jauh lebih besar. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita KotaYogyakarta mencapai 2 kali lipat lebih dari PDRB per kapita DIY yang hanyasebesar 25,70 juta rupiah. Meskipun demikian, pertumbuhan PDRB per kapitaProvinsi DIY sedikit lebih besar dibandingkan Kota Yogyakarta, yaitu sebesar8,33%/tahun. Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta dibandingkandengan Provinsi DIY disebabkan karena karakteristik wilayah Kota Yogyakartayang merupakan pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya juga jauhlebih beragam dan kompleks. Sedangkan PDRB per kapita Provinsi DIYdibentuk oleh kelima kabupaten yang pertumbuhan ekonomi keempatkabupatennya tidak semuanya lebih baik dari Kota Yogyakarta.

4. Indeks GiniDari sudut pandang ekonomi, ketimpangan perekonomian pendudukdapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya adalah IndeksGini. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untukmenggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompokpengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalamIndeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapatdiartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Ginisemakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpanganpendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagianklasifikasi ketimpangan secara lebih mendetil:1. Indeks Gini < 3 = Ketimpangan rendah2. 3=< Indeks Gini <=5 = Ketimpangan moderat3. Indeks Gini >5 = Ketimpangan tinggiPada tahun 2007, Gini Rasio Kota Yogyakarta adalah sebesar 0,29 lalumeningkat menjadi 0,437 pada tahun 2014. Namun yang perlu menjadi catatanadalah perhitungan  gini rasio pada tahun 2007 hingga 2010 sedikit berbedadengan tahun-tahun setelahnya sehingga sulit untuk dijadikan dasarperbandingan. Oleh karena itu, analisis tren perkembangan dilakukan mulai
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tahun 2011. Perkembangan Indeks Gini pada rentang tahun 2011-2013perkembangan negatif dengan terus bertambahnya nilai gini rasio. Hal inimenunjukkan bahwa terdapat peningkatan gap/kesenjangan yang meluasdalam perekonomian penduduk di Kota Yogyakarta yang harus diperhatikan.
Tabel 2.17

Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

No Indikator 2007* 2008* 2009* 2010* 2011 2012 2013 20141 Gini Rasio 0,290 0,280 0,277 0,2717 0,3509 0,3603 0,4366 0.4151
2 KriteriaKetimpangan Rendah Rendah Rendah Rendah Moderat Moderat Moderat ModeratSumber : Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2011, 2012 dan 2013, BPS Kota Yogyakarta, 2015Keterangan: (*) perhitungan data menggunakan klasifikasi data dasar yang berbeda,

(BPS Kota Yogyakarta)Secara umum, indeks gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2011-2014 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar0,37%/tahun. Semakin meningkatnya indeks gini Kota Yogyakartamenunjukkan bahwa semakin terjadi ketimpangan pendapatan penduduk,dimana peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratastidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah.Meskipun demikian, kategori ketimpangan pendapatan Kota Yogyakarta masihtergolong dalam kategori moderat.

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Sumber: Hasil Olahan, 2016

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank DuniaSelain Indeks Gini, terdapat indikator lain yang digunakan untuk melihatgambaran ketimpangan pendapatan penduduk, indikator tersebut adalahpemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Dalam versi Bank Dunia, pendapatanpenduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok
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40% berpendapatan terendah, 40% berpendapatan menengah, dan 20%berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaranbagian pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40 persen pendudukberpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:1. Ketimpangan rendah  40% penduduk berpendapatan terendahmenerima lebih dari 17% jumlah pendapatan2. Ketimpangan moderat  40% penduduk berpendapatan terendahmenerima 12-17% jumlah pendapatan3. Ketimpangan tinggi 40% penduduk berpendapatan terendah menerimakurang dari 12% jumlah pendapatan.Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan berdasar KriteriaBank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah.Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebutmenunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpanganrendah dapat dicapai apabila 40% penduduk dengan pendapatan terendahmenikmati lebih dari sama dengan 17% dari total pendapatan yang ada.
Tabel 2.18

Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

No Kelompok
Penduduk

Persentase Pendapatan (%) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/Tahun)2011 2012 2013 2014

1 40 % PendudukBerpendapatanTerendah 18,2 17,97 15,57 15,18 -5,71
2 40% PendudukBerpendapatanMenengah 38,34 38,34 32,16 35,97 -1,42
3 20% PendudukBerpendapatanTertinggi 42,36 43,68 52,27 48,85 5,41

Kriteria
Ketimpangan Rendah Rendah Moderat Moderat

Sumber : Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013, dan 2014
(BPS Kota Yogyakarta, 2013, 2014, 2015 diolah)

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memilikipersentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnya denganpertumbuhan rata-rata adalah -5,71%/tahun. Pada tahun 2011 dan 2012,persentase pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah adapada kategori ketimpangan rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwapersentase pendapatan mereka masih wajar dan belum menunjukkanketimpangan dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun,pada tahun 2013 persentase tersebut menurun menjadi 15,57%. Jumlahtersebut terus menurun sampai pada tahun 2014 menjadi 15,18%. Pada kedua
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tahun tersebut persentase pendapatan penduduk dengan penghasilan 40%terbawah termasuk dalam kategori ketimpangan moderat.

Gambar 2.6
Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta

Tahun 2011-2014
Sumber: Hasil Olahan, 2016Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhanpendapatan antara penduduk dengan pendapatan 40% terbawah denganpenduduk yang berpendapatan 20% teratas tidak sebanding, dimanapertumbuhan penduduk dengan penghasilan 20% teratas lebih cepat. Ituartinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikandampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, halini patut menjadi perhatian karena besarnya perbedaan pendapatan olehkelompok-kelompok penduduk yang ada mengakibatkan kesenjanganpendapatan yang semakin besar.

6. Indeks Ketimpangan WilliamsonIndeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakanuntuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamsondidasarkan pada data PDRB per kapita masing-masing daerah dan jumlahpenduduknya. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson dikelompokkanke dalam tiga kategori, yaitu:a. IW <0,4 artinya tingkat ketimpangan rendah.b. 0,4 < IW< 0,5 artinya tingkat ketimpangan moderat.c. IW > 0,5 artinya tingkat ketimpangan tinggi.Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 itu artinya semakinkecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakinmendekati  angka  1  maka  semakin  melebar ketimpangan pembangunanekonomi.
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Tabel 2.19
PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Kecamatan
Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (juta rupiah)

2011 2012 2013 2014Mantrijeron 8905,90 9217,40 9590,70 10055,20Kraton 8530,10 8973,40 9407,00 10053,40Mergangsan 9448,20 9985,40 10448,10 11089,90Umbulharjo 16649,40 17096,20 17751,40 18111,30Kotagede 8067,40 8212,80 8443,20 8501,30Gondokusuman 22173,10 23468,80 24518,80 25946,20Danurejan 29248,60 32028,70 34358,50 36559,80Pakualaman 7733,00 8116,30 8509,10 9089,80Gondomanan 38717,80 40621,30 42747,40 44766,20Ngampilan 7718,20 8011,60 8392,10 8778,60Wirobrajan 13261,20 13930,00 14545,20 15338,60Gedongtengen 13409,30 14468,60 15401,10 16077,70Jetis 18977,60 20304,00 21444,80 23065,00Tegalrejo 8765,90 8986,10 9305,10 9782,10
Rata-Rata PDRB
per Kapita Kota
yogyakarta

14892,40 15610,90 16335,80 17099,94

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan kota YogyakartaTahun 2010-2014
(BPS Kota Yogyakarta, 2015)

Tabel 2.20
Jumlah  Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2011-2014

No Kecamatan
Jumlah penduduk (jiwa)

2011 2012 2013 20141 Mantrijeron 31.421 31.695 32.383 31.9012 Kraton 17.557 17.561 17.874 17.2173 Mergangsan 29.437 29.448 29.965 29.5374 Umbulharjo 77.127 78.831 81.073 83.0315 Kotagede 31.308 32.052 32.986 33.8116 Gondokusuman 45.517 45.526 46.335 45.6977 Danurejan 18.433 18.433 18.764 18.4548 Pakualaman 9.362 9.366 9.533 9.1649 Gondomanan 13.093 13.097 13.327 13.17110 Ngampilan 16.401 16.402 16.696 16.42911 Wirobrajan 24.962 24.969 25.411 25.03912 Gedongtengen 17.270 17.273 17.583 17.549
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No Kecamatan
Jumlah penduduk (jiwa)

2011 2012 2013 201413 Jetis 23.570 23.570 23.992 23.33114 Tegalrejo 35.096 35.789 36.757 36.136
Jumlah 390.554 394.012 402.679 400,467

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012 dan 2014
(BPS Kota Yogyakarta, 2013, 2015)

Sama halnya dengan pemerataan pendapatan versi bank dunia,ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks williamson juga semakin meningkatdari tahun 2011-2014. Pertumbuhan rata-rata indeks williamson selamarentang waktu 2011-2014 adalah sebesar 0,861. Meskipun pertumbuhantersebut masih tergolong kecil, namun menyebabkan pergeseran ketimpanganpembangunan ekonomi di Kota Yogyakarta. Indeks williamson Kota Yogyakartapada tahun 2011 adalah sebesar 0,495, dimana pada tahun tersebutketimpangan Kota Yogyakarta masih berada pada kategori moderat. Namun,pada tahun 2012-2014 terjadi peningkatan nilai indeks williamson sehinggaketimpangan Kota Yogyakarta mulai bergeser pada kategori tinggi.
Tabel 2.21

Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Indikator
Indeks Williamson (%) Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/Tahun)2011 2012 2013 2014Indeks Williamson 0,495 0,506 0,513 0,517 0,861Kategori Ketimpangan Moderat Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber: Hasil Olahan, 2016Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaranpada lokasi dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Hal ini perlu menjadiperhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang majusecara ekonomi, namun ternyata masih terdapat daerah-daerah yang relatiftertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi sehingga ketimpanganantar daerah tidak semakin melebar.
7. KemiskinanIndikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakanlangkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan.Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat pendudukdengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong
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ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah gariskemiskinan.Selama rentang tahun 2011-2014, perkembangan persentase pendudukmiskin di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif yang ditandai denganberkurangnya jumlah penduduk miskin setiap tahun serta peningkatanpersentase penduduk di atas garis kemiskinan. Pada tahun 2011, pendudukyang berada di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 38 ribu jiwa atau sebesar9,62% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2014,persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tersebut mengalamipenurunan menjadi 8,60% atau setara 34 ribu jiwa.
Tabel 2.22

Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014

Kota YogyakartaGaris Kemiskinan Rupiah 314.311 333.232 353.602 -Jumlah penduduk miskin 000Jiwa 38 37 34 34Persentase JumlahPenduduk Miskin (%) 9,62 9,38 8,61 8,60
Persentase Penduduk di
Atas Garis Kemiskinan (%) 90,38 90,62 91,39 91,40

Provinsi DIYGaris Kemiskinan Rupiah 257.909 270.110 303.843 321.056Jumlah penduduk miskin 000 jiwa 564 566 542 533Persentase JumlahPenduduk Miskin (%) 16,14 15,88 15,03 14,55
Persentase Penduduk Di
Atas Garis Kemiskinan (%) 83,86 84,12 84,97 85,45

Sumber :
1.DIY dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015)
2.Bappeda Kota Yogyakarta, 2016

Dibandingkan dengan Provinsi DIY, persentase jumlah penduduk miskindi Kota Yogyakarta relatif lebih kecil meksipun keduanya menunjukkanpertumbuhan yang negatif dari tahun 2011-2014. Pada tahun 2011, persentasependuduk miskin Provinsi DIY mencapai 16,14% sementara pada tahun 2014adalah sebesar 14,55%. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin diKota Yogyakarta tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah untukmenanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta sudah banyak berhasil, namunmasih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang kehendaki.
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Gambar 2.7
Grafik Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2011-2014

Sumber: Hasil Olahan, 2016

8. Angka Kriminalitas yang TertanganiKriminalitas sebagai variabel yang penting untuk diperhatikan. Di satusisi kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkaitdalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapatjuga menjadi visualisasi tidak sejahteranya masyarakat. Jadi ada hubungan
reciprocal antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angkakejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanandi Kota Yogyakarta. Angka tersebut harus ditekan dengan mengaktifkan banyakpihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Berikut adalah angkakriminalitas Kota Yogyakarta pada tahun 2010 hingga 2015.

Tabel 2.23
Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah TindakKriminal Kasus 995 764 457 2.078 1.956 2.002Jumlah Penduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487AngkaKriminalitas per10.000 penduduk Kasus 21,74 17,36 10,69 51,1 47,25 48,89
Sumber : Poltabes kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016

Data di atas merupakan jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta yangdicatat oleh Polresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas tersebut meliputikejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM,dan gangguan Kamtibnas. Angka angka yang tertera menunjukkan tindakkriminalitas yang fluktuatif sejak tahun 2010 hingga 2015, pernah menurundrastis pada tahun 2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara
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itu menurun lagi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkatkembali padaangka 2002 kasus. Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajamdalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan cara perhitungan,perhitungan angka kriminalitas di tahun 2010 hingga 2012 berbeda dengancara perhitungan di tahun 2013,2014, dan 2015. Kendati demikian dilihat dariangka mutlak jumlah kriminalitas pada tiga tahun terakhir dibandingkandengan jumlah penduduk terlihat sangat tinggi, artinya perlu diwaspadai secaraterus menerus. Angka ini perlu ditekan dengan melakukan kegiatan-kegiatanyang bersifat preventif atau pencegahan.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

1. Angka Melek HurufAngka melek huruf menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakanpersentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulisserta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angkaini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu sajaberkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin besar nilai angkamelek huruf suatu kabupaten/kota maka, semakin banyak pula masyarakatyang mampu membaca dan menulis. Berikut adalah tabel Angka Melek Huruf diKota Yogyakarta tahun 2010-2015.
Tabel 2.24

Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. AngkaMelekHuruf Persen 98 97,38 98,04 98,2 98,27 99,75 0,35

Sumber :
1) 2010-2012 : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013
2) 2013-2015 : LAKIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2013-2015
3) Hasil Olahan, 2016Dapat dilihat pada tabel di atas, pertumbuhan rerata angka melek hurufdari tahun 2010-2015 adalah sebesar 0,35%. Persentase angka melek huruf diKota Yogyakarta sudah berada dalam kategori baik karena dalam kurun waktu2010-2015 grafik persentase cenderung mengalami peningkatan, walaupun adapenurunan persentase pada tahun 2011 yang lalu. Sebagaimana yangdipaparkan pada paragraf sebelumnya, bahwa Angka Melek Hurufmenggambarkan kemampuan warga dalam membaca dan menulis, sehingga



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 33

dari data yang didapat pada tahun 2015 hampir seluruh warga kota Yogyakartamampu membaca dan menulis. Persentase angka melek huruf yang meningkattersebut diiringi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikanyang lebih baik.

Gambar 2.8
Grafik Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Angka Rata-Rata Lama SekolahAngka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yangdibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenispendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolahmenunjukan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangkusekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuklulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut sudahcukup baik. Berikut ini merupakan tabel angka rata-rata lama sekolah di KotaYogyakarta tahun 2010-2015.
Tabel 2.25

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI tahun 6,13 6,18 6,14 6,15 6,13 6,03 -0,3252. SMP/MTs tahun 3,03 3,03 3,01 3,02 3,02 3,00 -0,1983. SMA/MA/SMK tahun 3,01 3,01 3 3,01 3,02 3,03 0,133

Sumber :
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2014
2) Hasil Olahan 2016
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Apabila melihat tabel di atas, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2010-2015 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidakterlalu signifikan. Untuk kenjang pendidikan SD/MI yang ditempuh selama 6tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan angka 6,03 padatahun 2015, menurun sekitar 0,1 tahun dibanding tahun 2014. Sedangkanuntuk jenjang pendidikan SMP/MTs sudah menunjukkan angka ideal padatahun 2015. Selanjutnya untuk jenjang SMA/MA/SMK yang normalnyaditempuh selama 3 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah pada tahun2015 menunjukkan angka 3,03 tahun, terjadi peningkatan sebanyak 0,01 tahundibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dilihat secara keseluruhan, angkarata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta berada dalam kategori yang baikkarena mendekati angka ideal yang biasa dibutuhkan untuk menyelesaikanjenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK tersebut.

Gambar 2.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2015

3. Angka Partisipasi KasarAngka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistikmerupakan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yangsedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah pendudukkelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APKdigunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatutingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untukmengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjangpendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikanapapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatujenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang
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bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah tabel APK di KotaYogyakarta tahun 2010-2015.
Tabel 2.26

Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 137 153 149 146 148 146 1,4142. SMP/MTs persen 120 131 136 147 148 147 4,2153. SMA/SMK/MA persen 109 150 150 170 161 170 10,256

Sumber :
1) Profil Pendidikan 2012-2015
2)Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel berikut, bahwa nilai persentase APK darimasing masing jenjang pendidikan cenderung naik dari tahun ke tahun. Hanyasaja, pada tahun 2014-2015 terdapat penurunan angka partisipasi kasar SD/MIdan SMP/MTs, selain itu terdapat juga peningkatan APK SMA/SMK/MA. APKSD/MI pada tahun 2010 adalah sebesar 137% dan kemudian mengalamipeningkatan hingga menjadi 146% pada tahun 2015. APK SMP/MTs mengalamipeningkatan pula, dari 120% dari tahun 2010 menjadi 147% pada tahun 2015.Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pun mengalami hal yang serupadimana, pada tahun 2010 APK SMA/SMK/MA adalah sebesar 109% danmeningkat menjadi 170% pada tahun 2015.

Gambar 2.10
Grafik Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016Apabila diperhatikan, APK seluruh jenjang pendidikan selalumenunjukkan angka di atas 100% dari tahun ke tahun. Nilai tersebutdipengaruhi oleh adanya siswa dari daerah luar kota/daerah yang bersekolah
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di wilayah Kota Yogyakarta karena kualitas yang dianggap lebih baik daripadadi daerah-daerah sekitarnya. Ditambah lagi, disebabkan karena terdapatnyapenduduk di luar batasan usia sekolah pada suatu jenjang, yang justrubersekolah pada jenjang yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan karenasiswa terlalu dini masuk jenjang sekolah tertentu, atau pun disebabkan karenatidak berhasil melanjutkan ke kelas selanjutnya.
4. Angka Pendidikan yang DitamatkanAngka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yangmengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yangberada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkanberbeda dengan angka rata-rata lama sekolah, jika angka rata-rata lama sekolahmenunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatukabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadibeberapa jenjang pendidikan. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikantertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi danpendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut, dengan demikiandapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan angka ini,apabila kondisi yang terjadi sangat buruk. Angka rata-rata pendidikan tertinggiyang ditamatkan ini terbagi menjadi tujuh kategori.

Tabel 2.27
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No Indikator
Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013

Pertumbuhan
Rata-rata

(%/Tahun)1 Tidak/BelumTamat SD (%) 13,96 11,3 9,92 9,55 -0,122 SD/MI/Sederajat (%) 13,4 14,26 12,26 14 0,023 SLTP/MTs/Sederajat (%) 15,03 16 16,81 16,89 0,044 SLTA/Sederajat (%) 38,51 38,86 41,47 40,75 0,025 DI/II (%) 1 1,06 0,88 0,84 -0,056 AKADEMI/DIII (%) 4,89 5,02 4,91 4,19 -0,057 PT/D-IV/S1/S2/S3 (%) 13,21 13,5 13,75 13,78 0,01
Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka (2011-2015),  dengan Hasil Olahan, 2016Terlihat dari Tabel tersebut bahwa terdapat penurunan persentasependuduk yang tidak/belum tamat SD, hal tersebut merupakan kondisi positifdimana dapat terlihat bahwa semakin sedikitnya warga kota Yogyakarta yangtidak menamatkan SD. Kondisi positif juga terlihat pada jenjang jenjangpendidikan lain, seperti SD/MI/Sederajat, SLTP/MTS/Sederajat, dan
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SLTA/Sederajat yang menunjukan pertumbuhan rata-rata yang positif.Sedangkan kondisi kurang baik ditunjukkan pada jenjang pendidikan DI/DIIdan Akademi/DIII yang menunjukan pertumbuhan rata-rata yang negatif danpenurunan persentase dari Tahun 2010-2013. Hal tersebut diduga disebabkankurangnya minat warga kota Yogyakarta untuk menempuh pendidikan jenjangDiploma.Sebaliknya, minat untuk menempuh pendidikan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3 justru menunjukan pertumbuhan rata-rata yang positif danpeningkatan persentase dari tahun 2010-2013. Hal ini diduga akibat adanyapergeseran minat warga Kota Yogyakarta untuk menempuh jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3 dibanding jenjang Diploma (DI/DII dan Akademi/DIII).
Tabel 2.28

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No Indikator Satuan 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Tidak/Belum Sekolah (%) 16,01 16,64 12,63 -10,102. Belum Tamat SD/Sederajat (%) 11,28 11,09 11,21 -0,283. Tamat SD/Sederajat (%) 9,63 9,57 10,68 5,504. SLTP/Sederajat (%) 13,24 13,13 12,83 -1,555. SLTA/Sederajat (%) 29,03 28,86 30,41 2,396. Diploma I/II (%) 0,73 0,72 0,84 7,687. Diploma III/Akademi/SarjanaMuda (%) 4,77 4,73 4,96 1,968. Diploma IV/Strata I (%) 13,95 13,90 14,76 2,919. Strata II (%) 1,24 1,25 1,50 10,4510. Strata III (%) 0,11 0,11 0,17 24,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016 dengan Hasil Olahan, 2016Berbeda dengan pendataan dari BPS, data Angka Pendidikan yangDitamatkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebihterklasifikasi ke tiap-tiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada tabel di atas,bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pada kategori SD/Sederajat danSLTA/Sederajat. Walaupun pada kategori SMP/Sederajat terdapat sedikitpenurunan pada tahun 2014 dan 2015, namun meningkatnya persentase padakategori SD/Sederajat, dan SLTA/Sederajat menandakan kondisi baik dimanakesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan dasar 12 sudahsemakin meningkat. Hal tersebut juga didorong dengan maraknya lowongan-lowongan pekerjaan yang umumnya mensyaratkan pelamar harus menamatkanjenjang pendidikan SLTA/Sederajat, sehingga terjadi peningkatan pada angkapendidikan yang ditamatkan pada level SLTA/Sederajat.
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Untuk kategori pendidikan tinggi, yaitu pendidikan pascaSLTA/Sederajat, seperti Diploma I/II, Diploma III/Akademi/Sarjana Muda,Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III cenderung mengalami peningkatan.Pada jenjang Diploma I/II mengalami peningkatan sebesar 0,12%, sedangkanpada jenjang iploma III/Akademi/Sarjana Muda terdapat peningkatan sebesar0,23%, peningkatan juga terlihat pada jenjang Diploma IV/Strata I, Strata II,serta Strata III. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya kemudahan-kemudahan memperoleh beasiswa, serta didukung oleh kesadaran masyarakatakan pentingnya menempuh pendidikan tinggi yang meningkat.

Gambar 2.11
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

5. Angka Partisipasi MurniAngka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yangmenunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikantertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APMdianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi pendudukkelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu.Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlahsiswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatujenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat)dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%.
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Berikut adalah tabel angka partisipasi murni di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015:
Tabel 2.29

Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 119 133 131 129 133,2 129 1,77

2. SMP/MTs persen 89 103 98 106 101,54 106 3,85
3. SMA/MA/SMK persen 78 102 107 117 118,51 117 9,00
Sumber :

1) Profil Pendidikan 2012-2015
2) Hasil Olahan, 2016Dapat  dilihat pada tabel berikut bahwa terdapat penurunan APM padajenjang SD/MI dari tahun 2014-2015, penurunan tersebut sebesar 4%,.Sedangkan APM pada SMP/MTS mengalami peningkatan persentasi sebesarkurang lebih 5%. Dan pengurangan sebesar 1,51% terjadi pada APM jenjangSMA/MA/SMK. Nilai-nilai APM tersebut kesemuanya berada di atas angka100%. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serappendidikan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat yang lebih besar daripenduduk usia sekolah setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut juga dirasa lebihtepat sasaran karena menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolahSD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta yang menikmatijenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016
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B. Kesehatan

1. Angka Kematian BayiKematian perinatal menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakartamerupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yanglahir dalam keadaan meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan. Secaragaris besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogendan eksogen.Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian
neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelahdilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejaklahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selamakehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal adalahkematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satutahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruhlingkungan luar.Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayiberusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahuntertentu. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaansosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB inidapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanankesehatan ibu hamil dan bayi.

Tabel 2.30
Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Angkakematian bayiper 1000kelahiranhidup 8,77 9,5 10,9 11,57 14 8,5 2,18

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun  2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun2010-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dankemudian menurun pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata per tahun adalah1,89% dengan peningkatan dari 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran hiduppada tahun 2010 menjadi 14 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup padatahun 2014 dan kemudian kembali menjadi 8 kematian bayi per 1.000kelahiran hidup pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikankualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi.
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Gambar 2.13
Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2015

Meningkatnya angka kematian bayi di Kota Yogyakarta disebabkan olehbanyak faktor, diantaranya masalah sosial maupun ekonomi yang berdampakpada kurangnya pengetahuan atau kepedulian ibu tentang kehamilan,kesehatan serta gizi yang dibutuhkan oleh bayi selama dalam kandungan. Haltersebut berdampak pada kesadaran akan pemeriksaan kehamilan pun rendah.Selain itu juga adanya masalah sejak remaja dan kehamilan terkait persepsi diritentang bentuk tubuh yang ideal sehingga menyebabkan anemia padakelompok rawan tersebut yang bisa mempengaruhi kondisi janin dalamkandungan.Faktor dari pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang memadaiseperti sarana darurat untuk bayi juga masih kurang. Berdasarkan pemaparandari pihak Dinas kesehatan, seringnya bayi meninggal karena 3T (terlambatdeteksi, terlambat rujukan, dan terlambat penanganan). Sebab lain kematianbayi adalah adanya keracunan kehamilan, namun masalah ini sulit untukdiprediksi karena terjadi pada detik-detik menjelang persalinan. Oleh sebab itu,Pemerintah Kota Yogyakarta membangun NICU di Rumah Sakit Umum Daerahdi Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatankhusus bayi di Yogyakarta.Apabila dibandingkan dengan target, AKB di Kota Yogyakartasebenarnya sudah dibawah angka tersebut. akan tetapi pemerintahmenginginkan jika angka kematian bayi ini bisa mencapai 0%. Padakenyataannya, program yang ada di tahun-tahun sebelumnya sudah mengarahuntuk mengurangi angka ini, namun fakta yang ada menunjukkan angka yangjustru semakin meningkat. Menurut pihak Dinas Kesehatan, angka yang
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meningkat ini sebenarnya terjadi karena kurang baiknya sistem administrasiyang ada, yaitu terkait pendataan dan asal-usul bayi tersebut, apakah sesuaidomisili atau KTP. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untukmenyamakan dan melengkapi data-data administrasi bayi meninggal tersebutagar bisa jelas dibedakan asal usulnya sehingga pemerintah juga dapatmelakukan evaluasi terhadap program yang ada secara efisien dan tidakmenimbulkan bias.
2. Angka Kematian BalitaAngka Kematian Balita (AKABA) adalah kematian yang terjadi padaanak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematian Balita menunjukkanbanyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatuwilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan data angkakematian balita di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.31
Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1.
Angkakematianbalita per1000kelahiranhidup

1,1 2,09 1,5 2,3 1,6 1,5 15,68
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, angka kematian balita diYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan kecenderungan yangcukup fluktuatif. Pada tahun 2010, AKABA sebesar 1,1 kematian balita setiap1.000 kelahiran hidup, lalu meningkat menjadi 2,09 kematian balita setiap1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011, dan turun di tahun 2012 menjadi 1,5kematian balita, kemudian naik menjadi 2,3 kematian balita tahun 2013, danmengalami penurunan menjadi 1,6 kematian balita setiap 1.000 kelahiranhidup di tahun 2014, hingga akhirnya mengalami penurunan kembali menjadi1,5 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Angkakematian balita yang mengalami penurunan pada dua tahun terakhirmenunjukkan kondisi yang baik di Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkanpelaksanaan program yang berhasil dalam mengendalikan angka kematianbalita.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 43

Gambar 2.14
Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Angka kematian balita yang cenderung mengalami kenaikan inidisebabkan beberapa faktor diantaranya masih adanya ibu yang kurangmemperhatikan kualitas gizi dari makanan yang dikonsumsi anak, kebersihanlingkungan sekitar dan kebiasaan hidup sehat, selain karena keterbatasankemampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya untuk menurunkan angkakematian balita dapat dilakukan melalui sosialisasi arti pentingnya hidup sehatbagi ibu pada saat kegiatan posyandu balita. Selain itu, banyak kematian balitayang disebabkan karena kasus penyakit infeksi. Balita yang kurang atau tidakmendapatkan gizi yang baik akan mudah terserang penyakit khususnyapenyakit infeksi. Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk imunisasi jugamasih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit.
3. Angka Kematian Ibu MelahirkanAngka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian yang terjadi pada ibu karenaperistiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu dihitungper 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalammenentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalampemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator inidapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayananselama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan.
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Tabel 2.32
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)

1. Angka
kematian
ibu
melahirkan
per
100.000
kelahiran
hidup

153,54 155 150,3 204,3 46 125 25,62

Sumber : Profil Kesehatan Tahun  2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)Pada tabel di atas terlihat bahwa AKI cenderung mengalami fluktuasidari tahun ke tahun. Tahun dengan AKI tertinggi adalah pada tahun 2013 dantahun dengan AKI terendah adalah tahun 2014. AKI cenderung mengalamipeningkatan dari tahun 2010-2011, kemudian menurun pada tahun 2011-2012,dan meningkat mencapai 204,3 pada tahun 2013. Penurunan yang drastisberada pada kurun waktu 2013-2014, dan kemudian meningkat kembali padakurun waktu 2014-2015.

Gambar 2.15
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Angka kematian ibu yang cenderung mengalami peningkatan dalamkurun waktu 2010 hingga 2013 disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ibuhamil tidak pernah ANC rutin di Puskesmas, pemeriksaan kehamilan didugahanya dilakukan pada saat menjelang melahirkan saja sehingga meningkatkanresiko bagi ibu dan bayi, selain itu adanya penyakit menular juga menyebabkanmenurunnya kesehatan ibu, serta Program Perencanaan Pertolongan danPenanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal
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sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantaukesehatannya. Pada tahun 2014 jumlah kematian ibu melahirkan menuruncukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanyamanual rujukan untuk periksa kehamilan maupun melahirkan, selain itu jugaterdapat dukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanankesehatan serta kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatanlainnya. Kenaikan AKI pada tahun 2015, kemungkinan disebabkan tidakdisiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehinggaterdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilanberlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian. Selainitu, ditemukan pula penyebab kematian Ibu pada tahun 2015, yaitu terdapatnyapenyakit TBC Milier, TBC HIV, pendarahan, dan sepsis. Penyakit yangmenyebabkan kematian ibu tersebut dominan dialami oleh ibu yang berdomisilidi luar Kota Yogyakarta.
4. Angka Usia Harapan HidupAngka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lamahidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitasmenurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasikinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk padaumumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikutmerupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.33
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Angkausiaharapanhidup tahun 74 74,02 74,04 74,05 74,05 0,221
Sumber :
1) Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2014 (BPS Kota Yogyakarta)
2) Hasil Olahan, 2016

Pada tahun 2015, dihitung angka usia harapan hidup pada tahun 2014.Angka usia harapan hidup penduduk Yogyakarta pada tahun 2014 masihcenderung sama dibanding tahun sebelumnya yaitu 74,05. Hal tersebutmenandakan bahwa kualitas penduduk Kota Yogyakarta cenderung masih baik.Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yangcenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaranpenduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaranmasyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh
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berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda (jaminan kesehatan khususpemegang KTP Yogyakarta), jamkesmas (jaminan kesehatan dari pemerintahpusat dimana keanggotaannya ditentukan melalui TNP2K), dan BPJS Kesehatan.Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaranmasyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupunrumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena fasilitas kesehatanyang selalu ramai dikunjungi masyarakat dan tingkat okupansi ruang inap diberbagai rumah sakit yang meningkat tajam (BPS, 2015)

Gambar 2.16
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang eratkaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itulah untukmeningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal-hal sepertijumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisigeografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap saranakesehatan, hingga latar belakang pendidikan masyarakat. Perlu menjadiperhatian bahwa dengan peningkatan usia harapan hidup, berarti harusmeningkat pula pelayanan dan penjaminan hidup yang layak untuk lansia,seperti akses terhadap pelayanan kesehatan untuk para lansia maupun tempattinggal yang layak, serta pelayanan dan fasilitas umum lainnya yangmemungkinkan para lansia masih untuk tetap dapat beraktivitas dengan baik.Dengan demikian dapat tercipta kota yang ramah lansia.
5. Prevalensi Balita Gizi BurukPrevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balitagizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur (BB/U) dan jumlah balitayang ditimbang. Jadi belum mencakup seluruh balita yang ada di Kota
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Yogyakarta, hanya berupa survei terhadap sebagian balita (yang ditimbang).Perhitungan ini untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di KotaYogyakarta, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan programpenanganan masalah gizi buruk di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan dataprevalensi balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.34

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)1. JumlahBalita GiziBurukberdasarkankriteriaberat badanper umur

Anak 178 244 113 90 73 109 -1,308
2. JumlahBalita yangditimbang Anak 17.676 18.069 15.967 15.270 10.845 15.832 0,6463. Prevalensibalita giziburuk persen 1,01 1,35 0,71 0,59 0,67 0,69 -2,866

Sumber : Profil Kesehatan Tahun  2012-2015(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2015)

Berdasarkan data di atas, prevalensi balita gizi buruk cenderungmengalami penurunan dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2010-2011 terdapatpeningkatan angka prevalensi balita gizi buruk, kemudian angka tersebutmenurun dari tahun 2011-2013 hingga menyentuh angka 0,59. Setelah ituterdapat peningkatan prevalensi balita gizi buruk menjadi 0,67 di tahun 2014dan 0,69 di tahun 2015.

.
Gambar 2.17

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016
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Berdasarkan analisis dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Kota Yogyakarta tahun 2015, terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan gizikurang yang disebabkan adanya kesulitan pemantauan status gizi karenabeberapa orang tua/keluarga tidak membawa anaknya ke posyandu/puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak dapat terpantau oleh kaderpendamping maupun oleh tenaga kesehatan. Selain itu, angka prevalensi balitagizi buruk juga dipengaruhi oleh tingkat mobilitas penduduk yang tinggi,sehingga terdapatnya pendatang yang memiliki balita gizi buruk punmenambah hitungan pada indikator ini.
6. PenyakitData tentang penyakit penting diketahui untuk melihat derajatkesehatan di masyarakat tersebut. Informasi mengenai penyakit juga bergunauntuk melihat pola penyakit, kejadian luar biasa, atau gaya hidup masyarakatsetempat. Berikut merupakan data penyakit yang bersumber dari RSUD KotaYogyakarta.

Tabel 2.35
Data 10 Besar DiagnosaPenyakit Penyebab Kematian

di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

No 2014 Jumlah 2013 Jumlah1 Stroke, not specified ashaemorrhage or infarction 65 Stroke, not specified ashaemorrhage or infarction 312 Non-insulin-dependent diabetesmellitus without complications 25 Congestive heart failure 143 Congestive heart failure 19 Chronic ischaemic heartdisease, unspecified 114 Chronic renal failure,unspecified 19 Chirrosis of Liver 7
5 Non-insulin-dependent diabetesmellitus With renalcomplication 19 Leptospirosis, unspecified 6
6 Septicaemia, unspecified 18 Septicaemia, unspecified 67 Chronic ischaemic heartdisease, unspecified 16 Tuberculosis of Lung 5
8 Unspecified diabetes mellituswithout complications 13 Non-insulin-dependentdiabetes mellitus With renalcomplication 5
9 Cerebral infarction 11 Acute myocardial infarction,unspecified 510 Tuberculosis of lung 10 Heart disease, unspecified 4

Berdasarkan data penyakit penyebab kematian di atas, dapat kita lihatbahwa sebagian besar penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta adalahpenyakit tidak menular atau sering dikenal dengan sebutan penyakitdegenerative. Penyakit-penyakit tersebut erat hubungannya dengan pola
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makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Pada dua tahun terakhir pun stroketetap menajdi yang teratas sebagai penyebab kematian di RSUD KotaYogyakarta. Sedangkan jika melihat data 10 besar penyakit  rawat jalan di RSUDpenyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan stroke juga selalumenempati posisi 5 besar sejak tahun 2012 hingga 2014. Selain data di atas,berikut data penyakit yang juga perlu menjadi perhatian karena kasusnyacenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Tabel 2.36

Jumlah Kasus baru HIV/AIDS
di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014

Indikator Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014HIV Orang 39 62 59 13 43 34 81 96AIDS Orang 11 5 78 10 12 47 30 29HIV/AIDS Orang 50 67 137 23 55 81 111 125
Kasus HIV/AIDS tidak bisa dibiarkan begitu saja, hal ini harus menjadiperhatian pemerintah, apalagi melihat trend yang semakin naik dari tahun-ketahun. Namun perlu diperhatikan juga, peningkatan penemuan jumlahpenderita karena didukung sistem pencatatan dan pelaporan semakin akurat.Kemampuan petugas, jumlah saran pelayanan dan kelengkapan alat untukmendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan semakin baik. Usahapemerintah untuk mengatasi permaslaahan ini bisa dibilang cukup baik, sepertimembuat program One stop service (Pelayanan satu atap untuk penanggulanganHIV-AIDS), dan Layanan Komperehesif Berkelanjutan untuk IMS dan HIV-AIDS.Untuk melaksanakan tersebut Pemerintah menetapkan 2 puskesmas di KotaYogyakarta sebagai tempat rujukan untuk penanggulangan masalah HIV/AIDSini yaitu di Umbulharjo dan Gedongtengen.Kasus lain yang juga harus mulai diperhatikan adalah masalah gangguanjiwa dan emosi. Berdasarkan data dari RISKESDAS (riset kesehatan dasar)2013, prevalensi gangguan jiwa berat menurut provinsi di Indonesia tahun2013, Provinsi DIY menempati peringkat teratas yaitu 2,7‰. Sedangkan untukprevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur ≥ 15 tahunberdasarkan self reporting questionnaire-20 menurut provinsi tahun 2013, DIYmenempati peringkat 4 di Indonesia. Meskipun data tersebut merupakan angkadalam satu provinsi, namun harus tetap menjadi perhatian di tingkat kota.
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C. Ketenagakerjaan

1. Rasio Penduduk yang BekerjaRasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah pendudukyang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasiomenggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserapdalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selamarentang tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitumencapai 0,94 di tahun 2015.
Tabel 2.37

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

N
o

Indikato
r

Satua
n 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuha
n Rata-Rata
(%/tahun)1 Penduduk yangBekerja Jiwa 195.445 149.189 171.108 132.713 177.895 -2,32

2 AngkatanKerja Jiwa 213.686 166.406 187.205 145.850 188.555 -3,08
3 RasiopendudukyangBekerja 0,91 0,90 0,91 0,91 0,94 0,77
Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013 dan 2014, diolah

Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapantenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat daritren perkembangannya, diketahui bahwa rasio yang ada menunjukkan trenpositif yang ditandai dengan semakin besarnya nilai rasio, meskipunpertumbuhan tersebut berjalan dengan lambat. Pada tahun 2015, rasiopenduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,94. Itu artinya 94% atausebesar 145.850 jiwa dari total angkatan kerja yang ada telah memperolehkesempatan untuk bekerja sementara untuk 6% yang lainnya masih dalamproses mencari pekerjaan atau menganggur.
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Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta

Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup KesenianPembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidupmanusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah grupkesenian di suatu daerah. Jumlah grup kesenian menunjukkan jumlah grupkesenian dibandingkan dengan 10.000 penduduk. Berikut merupakan jumlahgrup kesenian di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.38

Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah grupkesenian Unit 594 658 698 681 920 905 4,8062. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 45,77 44,01 42,76 40,67 41,39 40,95 -2,4473. Jumlah grupkesenianper 10.000penduduk Unit 12,98 14,95 16,32 16,75 22,23 22,10 8,988

Sumber :
1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2011,
2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2016
3) Hasil Olahan, 2016
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Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami peningkatandari tahun 2010-2014. Meningkatnya jumlah grup kesenian merupakandampak positif dari ikon Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya. KotaYogyakarta mempunyai banyak warisan budaya yang sangat kental, oleh karenaitu terdapat banyak seniman di kota ini dengan bakat seni yang beragam.Namun, terjadi penurunan jumlah grup kesenian pada tahun 2015, dari yangberjumlah 22,23 menjadi 22,10.

Gambar 2.19
Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Jumlah Gedung KesenianPembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidupmanusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan denganadanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya keseniansuatu daerah. Berikut merupakan data jumlah kesenian di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.39

Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahgedungkesenian Unit 1 2 2 2 2 2 25,002. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 45,77 44,01 42,76 40,67 41,39 40,95 -2,173. Jumlahgedungkesenianper 10.000penduduk Unit 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 23,08

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2016
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah gedung kesenian diYogyakarta selama tahun 2010-2015 tidak terdapat peningkatan jumlah gedungkesenian, hanya terdapat 2 unit, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Namunperlu diperhatikan bahwa, penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harusselalu diadakan di gedung kesenian, melainkan ruang terbuka publik lainnyadapat menjadi wadah untuk berekspresi bagi para seniman. Ini mungkin yangmenjadi salah satu penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapatpeningkatan jumlah gedung kesenian. Kedua gedung kesenian tersebut dikelolaoleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Gedung kesenian di Kota Yogyakartaseringkali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik.Gedung kesenian juga merupakan tempat publik yang bisa dimanfaatkanmasyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan biaya yangbesar

Gambar 2.20
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub OlahragaJumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolokukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidang olahraga.Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber daya manusiamelalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung dalam satuan 10.000penduduk. Berikut ini merupakan jumlah klub olahraga di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.40
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuha
n Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah klubolah raga Unit 77 125 79 79 20 57 27,17

2. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 45,77 44,01 42,76 40,67 41,39 40,95 -2,17
3. Jumlah klubolah ragaper 10.000penduduk Unit 1,68 2,84 1,85 1,94 0,48 1, 39 30,39

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2016

Pada tabel diatas terlihat bahwa, jumlah klub olahraga di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalami penurunan.Pada tahun 2010 terdapat 77 klub olahraga dan meningkat menjadi 125 klubpada tahun 2011. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2012-2013menjadi 79 klub dan kembali turun menjadi 20 klub pada tahun 2014. Padatahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi 57 klub. Penambahan ini terjadiakibat adanya pendataan ulang dan pedefinisian ulang klub olahraga, sehinggakini terdapat perbedaan jumlah yang signifikan.

Gambar 2.21
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Jumlah Gedung OlahragaGedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga disuatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensipendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlahgedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut merupakandata jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.41
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah gedungolah raga Unit 16 16 16 16 16 16 0,0002. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 45,77 44,01 42,76 40,67 41,39 40,95 -2,173. Jumlah gedungolah raga per10.000 penduduk Unit 0,35 0,36 0,37 0,39 0,39 0,39 2,28

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2016

Pada data yang tertera di atas terlihat jumlah gedung olahraga di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 mempunyai jumlah yangtetap yaitu 16 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, makamengalami peningkatan dari tahun 2010-2015, yaitu dari 0,35 unit per 10.000penduduk menjadi 0,39 unit per 10.000 penduduk. Jumlah gedung olahragayang tidak berkurang ini menunjukkan adanya pemanfaatan sarana olahragasecara baik, sehingga tidak adanya perubahan fungsi/pemanfaatan bangunan.Namun, perlu diperhatikan pula bahwa jumlah gedung olahraga tersebut tidakserta merta menggambarkan stagnannya kegiatan olahraga yang dilakukanwarga kota, karena warga kota Yogyakarta pun kerapkali memanfaatkan RuangTerbuka Hijau (RTH) sebagai sarana berolahraga.

Gambar 2.22
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016
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2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTsAngka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serapsistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS SD/MI di KotaYogyakarta dihitung berdasarkan jumlah siswa SD/MI yang berusia 7-12tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlah penduduk kotausia 7-12 tahun. Begitu juga dengan APS SMP/MTs disesuaikan denganperhitungan usia SMP/MTs (13-15 tahun). Berikut merupakan tabel angkapartisipasi sekolah di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.42

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 100 100 98,66 99,11 98 96,45 -0.72. SMP/MTs persen 90,15 92,31 96,35 100 97 96,50 1,4

Sumber :
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016
2) Hasil Olahan, 2016Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalamipenurunan. Pada tahun 2010-2011 APS SD/MI persentasenya tetap yaitu100%, namun tahun 2012 mengalami penurunan dan kembali naik padatahun 2013. APS SD/MI juga kembali mengalami penurunan pada tahuntahun berikutnya. Pada tahun 2014, APS SD/MI berada pada angka 98%dan menurun lagi menjadi 96,45% pada tahun 2015.

Gambar 2.23
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016
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Dilihat dari data di atas, APS SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu tahun 2010-2015 cenderung mengalami fluktuasi pula.Kecenderungan persentase APS meningkat ditemukan pada tahun 2010hingga tahun 2013. Pada tahun 2010 APS untuk jenjang pendidikanSMP/MTs adalah sebesar 90,15%. Angka persentase tersebut terusmeningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2013. Namun kemudian,ditemukan kecenderungan persentase yang menurun pada tahun 2013-2015. APS SMP/MTs pada tahun 2013 yang sebesar 100% mengalamipenurunan hingga 96,50% pada tahun 2015.Apabila diamati, APS SD/MI maupun SMP/MTs berada di bawahangka 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak semua pendudukusia SD/MI dan SMP/MTs bersekolah di sekolah wilayah Kota Yogyakarta.Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena adanya persaingan yangcukup kuat antara siswa dari dalam kota dan dari luar kota untukmendapatkan kursi di instansi pendudukan di wilayah kota. Selain itu,kondisi tersebut bisa juga disebabkan adanya preferensi siswa, khususnyayang bertempat tinggal di wilayah pinggir kota, yang cenderung memilihuntuk bersekolah di dekat tempat tinggalnya, yangmana sekolah tersebutmasuk ke dalam wilayah luar Kota Yogyakarta.
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan

SMP/MTsRasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolahmerupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usiasekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yangdigunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTsdibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.Berikut ini merupakan data rasio ketersediaan sekolah terhaap pendudukusia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.43

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah sekolahSD/MI danSMP/MTs Unit 239 239 234 227 235 234 1,262. Jumlahpenduduk usia7-12 dan 13-15tahun Orang 54.229 48.185 48.424 45.756 47.197 47.838 -2,81
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No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)3. Rasioketersediaansekolah SD/MIdan SMP/MTs 44 50 48 50 50 49 7,14

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2015),
2) LPPD 2010-2014
3) Hasil Olahan, 2016Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 bersifat fluktuatif. Pada tahun2010 tersedia 44 SD/MI dan SMP/MTs dalam setiap 10.000 penduduk,namun terjadi peningkatan menjadi 50 sekolah pada tahun 2011disebabkan karena menurunnya jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahundan 13-15 tahun dengan jumlah sekolah yang tetap yaitu 239 unit. Padatahun 2012 terjadi penurunan menjadi 48 sekolah pendidikan dasar setiap10.000 penduduk oleh karena menurunnya jumlah sekolah menjadi 234unit. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah kembali naik menjadi 50sekolah namun dengan kondisi jumlah sekolah yang berkurang danmenurunnya jumlah penduduk usia sekolah. Pada tahun 2014, rasioketersediaan sekolah kembali naik dengan jumlah sekolah meningkatmenjadi 235 unit sedangkan rasio ketersediaan sekolah masih tetap 50unit sekolah dalam setiap 10.000 penduduk dikarenakan jumlah pendudukusia sekolah mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2015, terdapatpenurunan rasio ketersediaan sekolah karena terdapatnya peningkatanpada penduduk usia sekolah dan berkurangnya jumlah sekolah SD/MI danSMP/MTs.

Gambar 2.24
Grafik Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota

Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016
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Pada tahun 2014, rasio ketersediaan sekolah kembali naik denganjumlah sekolah meningkat menjadi 235 unit sedangkan rasio ketersediaansekolah masih tetap 50 unit sekolah dalam setiap 10.000 pendudukdikarenakan jumlah penduduk usia sekolah mengalami peningkatan.Meningkatnya jumlah sekolah disebabkan adanya beberapa pembangunansekolah baru khususnya swasta yang menawarkan fasilitas yang cenderunglebih baik dan lebih berkualitas.
c. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTsRasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah gurudengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio inimengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio inidigunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agartercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SD/MI danSMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.44
Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI 15,91 15,77 15,76 16,81 16,82 16,29 0,532. SMP/MTs 12,29 12,42 12,06 13,29 13,66 13,64 2,20

Sumber:
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)
Flyer Dinas Pendidkkan Kota Yogyakarta 2016
Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid SD/MI di KotaYogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2014 cenderung fluktuatif.Pada tahun 2010, rasio guru/murid SD/MI sebesar 15,91, yang berartibahwa 1 orang guru mengajar 15 sampai 16 murid. Angka rasio inikemudian mengalami perkembangan yang naik turun hingga mencapaiangka 16,29 pada tahun 2015, yang berarti 1 orang guru mengajar 16sampai 17 murid. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya jumlahguru. Padahal, semakin menurunnya rasio guru terhadap murid, akanberpengaruh terhadap semakin besarnya perhatian guru terhadap muridyang diasuhnya, pada akhirnya diharapkan kualitas murid akan semakinlebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajardengan lebih efektif.
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Gambar 2.25
Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Rasio guru/murid SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu5 tahun terakhir juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010, rasio gurumurid SMP/MTs sebesar 12,29, yang artinya 1 orang guru mengajar 12hingga 13 siswa. Angka rasio ini kemudian di tahun-tahun selanjutnyamengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2015 mencapai13,64, yang artinya 1 orang guru mengajar 13 hingga 14 siswa. Guru yangdiperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guruSD/MI yang cenderung merupakan guru kelas, namun mereka merupakanguru mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam 1kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda.
d. Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTsIndikator rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta digunakanuntuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Idealnya, dalam satukelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajarmenempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelasper rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.45
Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)1. Jumlah kelasSD/ MI unit 1.622 1.543 1.702 1.707 1.765 1.733 3,052. Jumlahrombonganbelajar SD/MI kelompok 1.573 1.575 1.606 1.508 1.736 2,78

3. Rasio jumlahkelas perrombonganbelajar SD/MI
orang 0,98 1,08 1,06 1,17 1,00 0,98

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)
2) Flyer Dinas Penddikan 2016
3) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajarSD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2014 cenderungmengalami peningkatan, namun terdapat sedikit penurunan pada tahun2015. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombonganbelajar yang diimbangi dengan peningkatan jumlah kelas. Pada tahun 2011,rasio jumlah kelas per kelompok belajar hanya sebesar 0,98, ini berartimasih ada beberapa kelompok belajar yang tidak mempunyaikelas/kekurangan kelas. Namun, pada tahun 2012-2015 rasio jumlah kelasper rombongan belajar sudah mengalami peningkatan menjadi lebih dari 1atau pas pada angka 1, yang artinya seluruh rombongan belajar sudahmempunyai kelas masing-masing / kebutuhan kelas sudah tercukupi.

Gambar 2.26
Grafik Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta

Tahun 2011-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016
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rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta. Idealnya, dalam satukelas SMP/MTs terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombonganbelajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlahkelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.46

Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuha
n Rata-Rata
(% Tahun)1. Jumlah kelasSMP/MTs unit 703 690 769 769 808 849 5,402. JumlahrombonganbelajarSMP/MTs

kelompok 747 769 746 807 823 2,53
3. Rasio jumlahkelas perrombonganbelajarSMP/MTs

orang 0,92 1,00 1,03 1,00 1,03 2,88
Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)
2) Flyer Dinas Pendidikan 2016
3) SIPD Numerik 2014
4) Hasil Olahan, 2015Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajarSMP/MTs di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan.Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajaryang diimbangi dengan meningkatnya jumlah kelas SMP/MTs. Pada tahun2011, rasio jumlah kelas per rombongan belajar sebesar 0,92, itu berartimasih ada kekurangan beberapa kelas. Namun, pada tahun 2012-2015rasio jumlah kelas per rombongan belajar mengalami peningkatan hingga1-1,03, itu berarti kekurangan kebutuhan kelas sudah tercukupi.

Gambar 2.27
Grafik Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta

Tahun 2011-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016
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2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MAAngka partisipasi sekolah merupkan ukuran daya serap sistempendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolahSMA/SMK/MA dihitung berdasarkan jumlah siswa SMA/SMK/MA yangberusia 16-18 tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlahpenduduk kota usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data angkapartisipasi sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.47

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. APS SMA Persen 76,87 84,69 76,48 91,53 82 90,26 4,0

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2015)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah jenjangSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014mengalami kecenderungan naik turun. Pada tahun 2010, APSSMA/SMK/MA hanya sebesar 76,87%, kemudian naik turun hinggamencapai angka 90,26% pada tahun 2015. APS SMA/SMK/MA yang cukupfluktuatif disebabkan oleh karena banyaknya penduduk kota yangbersekolah SMA tidak bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Hal inidisebabkan adanya persaingan dengan calon pelajar dari daerah lain untukmemperebutkan bangku sekolah di Kota Yogyakarta. Diharapkan kelak,penduduk kota yang bersekolah dapat bersekolah di wilayah KotaYogyakarta saja sehingga APS dapat mencapai 100%.

Gambar 2.28
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016
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b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/
SMK/MARasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolahmerupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usiasekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yangdigunakan adalah jumlah sekolah SMA/SMK/MA dibagi jumlah pendudukusia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data ketersediaan sekolahterhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.48
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Kota

Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah sekolahSMA/SMK/MA Unit 80 84 86 83 83 85 1,262. Jumlahpenduduk usia16-18 tahun Orang 32.431 23.819 23.938 21.040 22.263 19.765 -8,71

3. RasioketersediaansekolahSMA/SMK/MA 24,67 35,27 35,93 39,45 37,28 43,01 12,90
Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014),
2) LPPD 2010-2014
3) Hasil Olahan, 2015
4) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usiasekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014mengalami kecenderungan cukup fluktuatif. Pada tahun 2010, rasioketersediaan sekolah hanya 24 hingga 25 sekolah dalam 10.000 pendudukdisebabkan oleh tingginya jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada saatitu, sedangkan jumlah sekolah mencapai 80 unit. Kemudian di tahun-tahunselanjutnya mengalami peningkatan dan penurunan rasio ketersediaansekolah hingga mencapai 43 sekolah dalam 10.000 penduduk pada tahun2015.
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Gambar 2.29
Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Jumlah sekolah mengalami penurunan pada tahun 2012-2013, dari86 sekolah menjadi 83 sekolah. Penurunan jumlah sekolah merupakandampak dari program pemerintah mengenai sekolah gratis (khususnyanegeri). Sekolah gratis memberikan dampak pada sekolah sulitberkembang, dana yang digunakan untuk program belajar mengajar danperlengkapan fasilitas lainnya hanya dari pemerintah, sekolah tidak dapatmemungut biaya yang tinggi pada orang tua/wali siswa, akibatnyabeberapa orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke swasta yangdianggap mempunyai kualitas fasilitas pendidikan yang lebih baikwalaupun dengan konsekuensi membayar biaya sekolah yang cukup tinggi.Selain itu, beberapa sekolah tutup karena kekurangan siswa, jadi siswayang ada digabungkan ke sekolah lain. Oleh karena itu, jumlah sekolahsemakin berkurang dan gedung sekolah dialih fungsikan untuk saranalainnya.
c. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MARasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah gurudengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio inimengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio inidigunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agartercapai mutu pengajarannya. Berikut ini merupakan rasio guru/muridSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.49
Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%Tahun)1. Jumlah guruSMA/SMK/MA Orang 3.639 3.624 3.473 3.251 2.968 3445 -0,722. Jumlah muridSMA/SMK/MA Orang 35.318 35.622 35.863 33.534 35.734 35.734 0,323. Rasio guru muridSMA/SMK/MA 9,71 9,83 10,33 10,31 12,04 10,37 1,82

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)
2) Hasil Olahan, 2015Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid SMA/SMK/MA di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalamipeningkatan dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yangmenunjukkan angka positif. Pada tahun 2010, rasio guru terhadap muridSMA/SMK/MA sebesar 9,71, yang artinya 1 orang guru mengajar lebih dari9 siswa. Kemudian mengalami peningkatan hingga besaran rasio bernilai10,37 yang artinya 1 orang guru mengajar lebih dari 10 siswa. Hal tersebutmenggambarkan bahwa jumlah guru yang dibutuhkan untuk mengajarsiswa SMA/SMK/MA memang cukup banyak karena guru berperan sebagaiguru mata pelajaran, bukan guru kelas seperti jenjang pendidikan SD/MI.

Gambar 2.30
Grafik Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2015

d. Rombongan Belajar SMA/SMK/MAIndikator rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakartadigunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada.Perhitungan rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MAdihitung berdasarkan jumlah kelas dibagi jumlah rombongan belajar.Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu
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rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan datarasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA di KotaYogyakarta.
Tabel 2.50

Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. JumlahkelasSMA/SMK/MA unit 587 601 682 677 698 1.208 22,23
2. JumlahrombonganbelajarSMA/SMK/MA kelompok 1.110 1.180 1.183 1.163 1.221 2,46

3.
Rasiojumlahkelas perrombonganbelajarSMA/SMK/MA

orang 0,54 0,58 0,57 0,60 0,99 18,96
Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)
2) Flyer Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016
3) SIPD Numerik 2014
4) Hasil Olahan, 2016Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajarSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015 cenderung mengalamipeningkatan, namun seluruhnya belum mencapai angka ideal (satu). Peningkatan inidipengaruhi oleh meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbagimeningkatnya jumlah kelas SMA/SMA/MA. Pada tahun 2011 hingga 2015, rasio jumlahkelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA dalam kisaran 0,54 hingga 0,99, ini berartiketersediaan kelas sudah cukup untuk menampung rombongan belajar karenarasionya yang berada pada angka 0,99 (mendekati 1).

Gambar 2.31
Grafik Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2015
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3. Fasilitas Pendidikan

a. Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan BaikSekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakanperbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengantotal seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisibangunan yang baik tidak didapatkan. Data pada indikator ini digantidengan data kelas dalam kondisi baik. Data tersebut didapatkan dari DinasPendidikan Kota Yogyakarta, berikut adalah Data Kelas dalam Kondisi Baikdi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015.
Tabel 2.51

Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015No IndikatorKinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhanrata-rata(%/tahun)Jumlah Kelas Kondisi Baik1 SD/MI (unit) 1.573 1.573 1.575 1.606 1.508 -1,342 SMP/MTs (unit) 752 747 769 803 807 2,403 SMA/SMK/MA (unit) 1.104 1.112 1.180 1.185 1.091 -0,22Jumlah Seluruh Kelas1 SD/MI (unit) 1.671 1.714 1.699 1.711 1.643 -0,522 SMP/MTs (unit) 763 775 800 837 845 3,463 SMA/SMK/MA (unit) 1.108 1.117 1.187 1.197 1.100 -0,06Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik1 SD/MI (%) 94,14 91,77 92,70 93,86 91,78 -0,822 SMP/MTs (%) 98,56 96,39 96,13 95,94 95,50 -1,043 SMA/SMK/MA (%) 99,64 99,55 99,41 99,00 99,18 -0,15
Sumber: Dinas Pendidikan, 2016, Hasil Olahan, 2016

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir keseluruhanruang kelas pada semua jenjang pendidikan sudah berada pada kondisibaik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisibaik yang semuanya menunjukkan angka di atas 90%. Hasil dari indikatorini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkanhingga mencapai angka 100% agar para pelajar di Kota Yogyakarta dapatterfasilitasi dengan baik khususnya dalam kegiatan belajar mengajar.
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Gambar 2.32
Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yangbelajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnyapersentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang mendapatkanpendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUDdi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015. Berdasarkan data di atas, rasioPAUD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014cenderung mengalami peningkatan kecuali di tahun 2015. Tahun 2010,rasio PAUD sebesar 66% dan meningkat hingga mencapai 78% pada tahun2013. Namun, pada tahun 2014 terjadi penurunan hingga menjadi 72%,dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 70%.
Tabel 2.52

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahsiswa padajenjang TK anak 11.684 11.374 11.584 11.918 11.675 12.069 1,21

2. Jumlahanak usia4-6 tahun anak 17.596 15.101 15.101 15.321 16.257 17.358 2,87
3. Pendidikananak usiadini persen 66 75 77 78 72 70 -1,52

Sumber:
1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2014)
2. LPPD Kota Yogyakarta 2010-2015
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016
4. Hasil Olahan, 2015
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Gambar 2.33
Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

5. Angka Putus SekolahIndikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putussekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu.Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yangputus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angkaputus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Berikut inimerupakan data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.
Tabel 2.53

Angka Putus Sekolah  di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 0,02 0,02 0,013 0,01 0,01 0,01 -11,622. SMP/MTs persen 0,05 0,03 0,03 0,03 0,021 0,021 -14,003. SMA/MA/SMK persen 0,07 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 -3,57

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2014)
2) Flyer Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016
3) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah SD/MI di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalamipenurunan. Pada tahun 2010, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,02%dan terus mengalami penurunan hingga 0,01% pada tahun 2015. Begitupula dengan kondisi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs, dari 0,05%pada tahun 2010 turun menjadi 0,02% pada tahun 2015. Angka putussekolah jenjang SMA/SMK/MA juga cenderung mengalami penurunandalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, angka putus
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sekolah SMA/SMK/MA mencapai 0,07% dan menurun pada tahunselanjutnya hingga mencapai 0,05% pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata pada tiap jenjang pun menunjukkan angka negatif, yangmengisyarakatkan adanya rata-rata penurunan angka putus sekolah. Haltersebut mengisyaratkan kondisi yang baik ditiap jenjang pendidikan diKota Yogyakarta.

Gambar 2.34
Grafik Angka Putus Sekolah  di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Sebagaimana yang terlihat dalam kolom pertumbuhan rata-ratapertahun, pertumbuhan rata-rata Angka Putus sekolah menunjukkanbilangan negatif yang menggambarkan kondisi yang baik. Hal tersebutmenjadi sebuah prestasi bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telahmelakukan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah.Adanya, program wajib belajar 12 tahun dianggap berkontribusi dalammenurunnya angka putus sekolah. Meningkatnya kesadaran masyarakatuntuk memperoleh pendidikan yang lebih baik menjadi modal utama untukmeningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu di masa yang akan datangdiharapkan upaya yang terus menerus dari Dinas Pendidikan untukmendorong masyarakat untuk semakin tertarik bersekolah ke jenjang yangsemakin tinggi sehingga mampu untuk menekan angka putus sekolahhingga 0%. Pada tahun berikutnya, angka putus sekolah tidak lagidinyatakan dalam persentase, melainkan dalam jumlah siswa. Sehinggadiharapkan jumlah siswa yang putus sekolah dapat diketahui secara lebihriil.
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6. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MAAngka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yanglulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikutiujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasidari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusandi Kota Yogyakarta. Berikut merupakan data angka kelulusan di KotaYogyakarta Tahun 2010-2015
Tabel 2.54

Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 100 100 100 100 100 100 0,002. SMP/MTs persen 91,13 99,65 99,6 98,68 99,99 99,83 0,043. SMA/MA/SMK persen 95,66 99,27 99,74 99,53 99,98 99,88 0,12

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2015 (Profil Pendidikan 2012-2014)
2) Flyer Dinas Pendidikan 2016
3) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, sertaSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015cenderung mengalami kenaikan walalupun sedikit, kenaikan dapat terlihatdari nilai pertumbuhan rata rata pertahun yang bernilai positif. Angkakelulusan jenjang SD/MI selama 5 tahun ter akhir telah mencapai 100%.Selanjutnya untuk angka kelulusan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikandari tahun ke tahun, namun sayangnya ada sedikit penurunan yangterdapat di tahun 2015. Pada tahun 2010, angka kelulusan SMP/MTssebesar 91,13% dan terus meningkat hingga mencapai 99,99% pada tahun2014, dan kemudian menurun menjadi 99,83% pada tahun 2015. Angkakelulusan jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan pada tahun2010-2014, dan sedikit penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2010,angka kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 95,66% dan terus meningkatsetiap tahunnya hingga mencapai 99,98% pada tahun 2014, dan menurunmenjadi 99,88% pada tahun 2015.Kondisi angka kelulusan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 untukjenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami sedikit penurunan,namun apabila dilihat secara keseluruhan terdapat pertumbuhan rata-ratapertahun yang positif. Kecenderungan tersebut mengindikasikan kualitaspendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru, murid,
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orang tua dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikantelah mampu meningkatkan angka kelulusan.

Gambar 2.35
Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

b. Angka MelanjutkanAngka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antarajumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya denganjumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikansebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minatmasyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta. Berikutini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Tabel 2.55

Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. AngkaMelanjutkan(AM) dariSD/MI keSMP/MTs

persen 110,91 110,54 114,14 113,29 108,64 108,64 -0,32
2. AngkaMelanjutkan(AM) dariSMP/MTs keSMA/MA/SMK

persen 158,21 158,98 162,87 155,56 158,3 158,3 -0,06
Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016 (Profil Pendidikan 2012-2015)
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI keSMP/MTs dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 bersifat fluktuatif dengan
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kecenderungan menurun. Pada tahun 2010, angka melanjutkan dari SD/MIke SMP/MTs sebesar 110,91% dan meningkat menjadi 114,14% padatahun 2012, sementara tahun 2103 menurun menjadi 113,29% dan tahun2014 menjadi 108,64%. Pada tahun 2015, angka melanjutkan dari SD/MIke SMP/MTs juga masih berada pada angka yang sama yaitu 108,64%.Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dalam kurunwaktu 5 tahun terakhir juga bersifat fluktuatif dengan kecenderungansedikit menurun. Pada tahun 2010, angka melanjutkan dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA sebesar 158,21%, meningkat menjadi 162,87% pada tahun2012 dan kembali turun menjadi 158,3% tahun 2014. Pada tahun 2015pun angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA masih beradapada angka yang sama yaitu 158,3%. Angka melanjutkan sekolah yangcukup tinggi dan melebihi dari 100% ini disebabkan banyaknya pelajardari luar kota yang melanjutkan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan jenjang SMA/SMK/MA diKota Yogyakarta masih dianggap lebih baik jika dibandingkan daerah disekitarnya.

Gambar 2.36
Grafik Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

c. Guru yang` Memenuhi Kualifikasi S1/D-IVIndikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guruyang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada.Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yangmemenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikanminimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentangmateri yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambahseiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan
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pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikanakan menjadi lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.
Tabel 2.56

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah guruberijazahS1/D-IV persen 6.011 7.665 7.620 7.463 6.726 6.224 -4,0

2. Jumlah seluruhguru SD/MI,dan SMP/MTs persen 7.564 9.563 9.030 8.506 7.312 7.578 -4,4
3. Persentaseguru berijazahS1/D-IV persen 79,47 80,15 84,39 87,74 91,99 82,13 0,7

Sumber :
1) LPPD Kota Yogyakarta 2010-2015
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, persentasi guru berijazah S1/D-IV di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalami fluktuasidengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2010, persentase guruberijazah S1/D-IV hanya 79,47%, kemudian meningkat pada tahun 2011hingga tahun 2014 mencapai 91,99%. Kenaikan ini disebabkan semakinbanyaknya lulusan S1/D-IV yang menjadi guru, selain itu juga sudahmenjadi syarat wajib bahwa untuk menjadi guru harus minimal lulusanS1/D-IV. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan-kemudahan yangdiberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang menawarkanbeasiswa bagi para guru. Guru yang belum S1/D-IV semakin berkurangjuga karena banyak yang telah menjalani pensiun di setiap tahunnya.Namun pada tahun 2015, terdapat penurunan jumlah guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta menjadi 91,22%
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Gambar 2.37
Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Pada tahun 2017 kelak, kewenangan pengelolaan pendidikan padajenjang SMA/SMK/MA akan berada di bawah pemerintah pusat. Sehingga,Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya akan mengelola pada jenjangpendidikan SD/MI dan SMP/MTs saja. Terkait hal tersebut, persentasi guruyang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang nantinya akan di proyeksikanpada Bab IX, hanyalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IVpada jenjang SD/MI dan SMP/MTs saja (tanpa mengikutsertakan jumlahdan persentase guru pada jenjang SMA/SMK/MA).
B. Kesehatan

1. Rasio Posyandu Per Satuan BalitaPosyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untukmenyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehinggadiharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatankesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiapposyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat denganpuskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakatlebih tercapai.Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi 4 macam, yaituposyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Posyandu merupakansalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersamamasyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan,guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepadamasyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk
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mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut inimerupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta.Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di KotaYogyakarta Tahun 2010-2015
Tabel 2.57

Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahPosyandu Unit 622 622 622 625 625 625 0,102. JumlahBalita Anak 27.733 27.649 27.701 26.671 27.209 15.832 -0,36

3. Rasioposyanduper satuanbalita 22,43 22,5 22,45 23,43 22,97 39,48 0,5
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalamipeningkatan, kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2010, rasio posyanduper satuan balita sebesar 22,43, yang artinya setiap 1.000 balita dilayanioleh 22 posyandu atau 23 posyandu. Angka tersebut masih meningkathingga 23,43 pada tahun 2013, kecenderungan rasio yang meningkatmenunjukkan adanya peningkatan pada layanan kesehatan bagi balita diposyandu yang tersebar di 45 kelurahan, namun angka tersebut kembaliturun menjadi 22,97 pada tahun 2014. Penurunan dipengaruhi denganberkurangnya jumlah posyandu, sedangkan jumlah balita mengalamipeningkatan. Angka rasio posyandu per satuan balita kemudian mengalamipeningkatan kembali pada tahun 2015 menjadi 39,48 posyandu per 1000balita. Peningkatan ini terjadi karena jumlah balita yang berkurangwalaupun jumlah posyandu tetap sama.
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Gambar 2.38
Grafik Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

2. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan PendudukPuskesmas, klinik dan puskesmas pembantu (pustu) merupakansalah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkanderajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya,maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanankesehatan.Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepandalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagaipusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaanmasyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusatpelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untukmengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.
Tabel 2.58

Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-
2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)1. Puskesmas Unit 18 18 18 18 18 18 0,00PuskesmasPembantu Unit 11 11 11 10 8 9 -3,32Klinik Unit 21 23 23 65 46 74 44,75

Jumlah
puskesmas,
pustu, dan
klinik

Unit 50 52 52 93 72 101 19,83
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No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)2. Jumlahpenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,173. Rasiopuskesmas,klinik, danpustu persatuanpenduduk

10,92 11,81 12,16 22,87 17,39 24,67 23,40
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 201)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmaspembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2013 mengalamikenaikan rasio, sedangkan pada tahun 2014 menurun dan kemudianmeningkat kembali pada tahun 2015. Pada tahun 2010, rasiopuskesmas/klinik/pustu sebesar 10,92 yang artinya 11puskesmas/klinik/pustu melayani 100.000 penduduk. Angka ini terusmeningkat hingga mencapai 23 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000penduduk pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2014, rasio menurunmenjadi 17 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Kemudianmeningkat kembali menjadi 24 puskesmas/klinik/pustu melayani 100.000penduduk pada tahun 2015Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu pada tahun 2015disebabkan oleh meningkatnya jumlah puskesmas/klinik/pustu.Peningkatan tersebut khususnya terjadi pada jumlah klinik yang padatahun 2014 berjumlah 46 dan kemudian meningkat menjadi 74 pada tahun2015. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status rumah sakit,sehingga rumah sakit-rumah sakit ada yang berganti status menjadi klinik,dan kemudian berefek pada peningkatan jumlah klinik di Kota Yogyakarta.
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Gambar 2.39
Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun

2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan PendudukRumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsimenyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatansecara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yangdiderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yangmemiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yangpermanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan.Semakinbanyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakatdalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memilikiperanan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikutini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di KotaYogyakarta tahun 2010-2015.
Tabel 2.59

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%Tahun)1. JumlahRumahSakit unit 23 22 22 21 18 17 -5,75

2. Jumlahpenduduk jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,173. RasioRumahSakit perSatuanPenduduk
0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 -3,51

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016
3) Hasil Olahan, 2016
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Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk diKota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010-2015 cenderungmengalami penurunan. Pada tahun 2010, rasio rumah sakit sebesar 0,06.Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,06 rumahsakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 6 rumah sakit. Cakupanrumah sakit terus menurun hingga tahun 2015 mencapai 0,04 rumah sakitper 1.000 penduduk. Pertumbuhan rata-rata rasio rumah sakit per satuanpenduduk selama tahun 2010-2015 mengalami perlambatan sebesar -3,51%. Menurunnya cakupan rumah sakit dipengaruhi oleh menurunnyajumlah rumah sakit dari 23 rumah sakit di tahun 2010, menjadi 17 rumahsakit di tahun 2014. Penurunan jumlah rumah sakit kemungkinandipengaruhi oleh adanya perubahan status beberapa rumah sakit menjadiklinik. Berikut ini merupakan grafik rasio rumah sakit per satuanpenduduk di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.40
Grafik Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

4. Rasio Dokter Per Satuan PendudukIndikator ini menggambarkan seberapa banyak jumlah dokter persatuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yangdimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan diKota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan. Jumlah dokterdihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta.Berikut merupakan rasio praktek dokter per satuan penduduk di KotaYogyakarta tahun 2010-2015
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Tabel 2.60
Rasio Praktik Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahDokter Orang 841 974 980 619 1.444 1.815 27,712. Jumlahpenduduk Orang 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,173. Rasiodokterpersatuanpenduduk

1,84 2,13 2,29 1,52 3,49 4,43 29,33
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, rasio praktik dokter per satuan pendudukdi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung mengalamipeningkatan. Pada tahun 2010, rasio praktik dokter sebesar 1,84, yangartinya terdapat 2 dokter praktek di setiap 1.000 penduduk. Angka initerus meningkat hingga tahun 2012, namun terjadi penurunan jumlahdokter di tahun 2013 yang menyebabkan turunnya rasio praktik dokter.Selanjutnya terjadi peningkatan jumlah dokter yang cukup signifikan ditahun 2014, yaitu sebesar 1.444 dokter yang menyebabkan kenaikan rasiopraktik dokter yaitu 3 hingga 4 dokter per 1.000 penduduk. Kemudianpada tahun 2015 terdapat peningkatan rasio praktik dokter menjadi 4,43,yang artinya setiap 1.000 penduduk terdapat 3 atau 4 dokter praktik.
Gambar 2.41

Grafik Rasio Praktek Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Namun meningkatnya rasio praktik dokter tersebut perlu dicermatilagi. Dikhawatirkan penyebab peningkatan jumlah praktik dokter secara
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signifikan terjadi karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masingunit pelayanan kesehatan. Hal ini kemungkinan disebabkan terjadipendataan ganda saat perhitungan jumlah SIP, karena tidak ada kriteriapendataan dokter praktik di rumah maupun di pusat layanan kesehatan,baik nama maupun alamatnya. Pada kenyataan di lapangan pun, menurutDinas Kesehatan, penghitungan di dasarkan pada jumlah Izin Praktik, danpada saat ini terdapat banyak dokter yang telah habis izin praktiknya. Izinpraktik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untukmemperbaharuinya, sehingga apabila pada saat ini dilakukanpenghitungan jumlah dokter dengan dasar penghitungan jumlah izinpraktik, maka diprediksikan akan menurun jumlahnya.
5. Rasio Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Per Satuan PendudukIndikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yangtersedia per 100.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud adalahmeliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah pemaparannyaper masing-masing profesi.Perawat gigi adalah profesi tenaga medis yang memberikanpelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional. Rasio perawat gigidihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat gigi dan jumlahpenduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Rasio perawat gigi dapatdilihat pada tabel 3.1.2.B.5. Berdasarkan perhitungan tersebut, rasioperawat gigi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2011-2014 cenderungmengalami penurunan, namun rasionya kembali meningkat pada tahun2015. Pada tahun 2011, terdapat 23 perawat gigi dalam setiap 100.000penduduk, namun tahun 2012 hingga tahun 2013 mengalami penurunanmenjadi 18 perawat gigi per 100.000 penduduk, dan tahun 2014 sedikitmeningkat menjadi 18 perawat gigi per 100.000 penduduk, kemudianpeningkatan kembali terjadi pada tahun 2015 menjadi 24 perawat gigi per100.000 penduduk. Selama tahun 2010-2015 pertumbuhan rata-rata rasioperawat gigi per satuan penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,83%. Pertumbuhan rata-rata pertahun yang bernilai positiftersebut menggambarkan adanya pertambahan jumlah perawat gigi yangsignifikan dan mempengaruhi besaran rasio perawat gigi per satuanpenduduk.
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Tabel 2.61
Rasio Perawat Gigi Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahPerawatgigi Orang 103 68 67 74 99 2,20

2. JumlahPenduduk orang 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -1,76
3. Rasioperawatgigi persatuanpenduduk

23 16 16 18 24 3,83
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016Perawat, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 23tahun 1992 tentang Kesehatan, adalah mereka yang memiliki kemampuandan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yangdimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Sebagaimana carapenghitungan rasio perawat gigi, rasio perawat dihitung berdasarkanperbandingan jumlah perawat dan jumlah penduduk dalam 100.000penduduk. Setelah melalui proses penghitungan, diketahui bahwa dalamkurun waktu 2011-2015 rasio perawat per satuan penduduk bersifatfluktuatif.Pada tahun 2011, rasio perawat sebanyak 455 perawat per 100.000penduduk, kemudian mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 197perawat per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah perawat kembalinaik menjadi 239 perawat per 100.000 penduduk, namun rasionyamengalami penurunan lagi pada tahun 2014 menjadi 147 perawat di setiap100.000 penduduk, hingga akhirnya rasio tersebut kembali meningkatmenjadi 202 perawat per 100.000 penduduk. Pada tabel 2.62 merupakantabel yang menunjukkan perkembangan rasio perawat di Kota YogyakartaTahun 2011-2015.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 85

Tabel 2.62
Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahPerawat Orang 2.003 844 970 609 827 -11,092. JumlahPenduduk orang 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -1,763. Rasioperawatpersatuanpenduduk

455 197 239 147 202 -9,21
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016Merujuk pada Ikatan Bidan Indonesia (2006), definisi bidan adalahseorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yangtelah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yangtelah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik(membantu proses persalinan/melahirkan). Seperti perawat dan perawatgigi, rasio bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah bidan danjumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Berdasarkan hasilperhitungan tersebut, rasio bidan per satuan penduduk di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kecenderungan meningkatdengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,55%.Pada tahun 2011, terdapat 71 bidan per 100.000 penduduk, demikianjuga tahun 2012 tetap 71 bidan. Namun pada tahun 2013 rasio meningkatmenjadi 76 bidan per 100.000 penduduk, akan tetapi pada tahun 2014 rasiokembali turun menjadi 75 bidan per 100.000 penduduk. Rasio bidan per satuanpenduduk pun masih tetap pada tahun 2015, yaitu 75 bidan per 100.000penduduk. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perkembanganrasio bidan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.

Tabel 2.63
Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahBidan Orang 311 303 309 310 307 -0,312. JumlahPenduduk orang 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -1,763. Rasiobidan persatuanpenduduk

71 71 76 75 75 1,55
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016
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6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang DitanganiIndikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidananyang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibubersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimanayang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi 3 jenisberdasarkan fase ibu, yaitu (1) Komplikasi dalam kehamilan meliputiabortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensidalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketubanpecah, (2) Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasijanin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia,eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksidini/persalinan premature, kehamilan ganda, dan (3) Komplikasi dalamnifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksinifas, perdarahan nifas.Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganandefinitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkatpelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED,Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Berikut merupakan tabelyang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yangditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.
Tabel 2.64

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah KomplikasiKebidanan yangmendapatpenanganandifinitif

Orang 712 897 946 972 987 1.005 7,51
2. Jumlah ibu dengankomplikasikebidanan Orang 717 1.070 1.020 1.005 956 925 6,99
3. Cakupankomplikasikebidanan yangditangani

persen 99,3 83,8 92,8 96,8 103,2 108,6 2,26
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016Dapat dilihat pada data di atas, cakupan komplikasi kebidanan yangditangani di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkankondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan sedikit meningkat. Padatahun 2010, cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 99,3%, kemudian
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terjadi penurunan di tahun 2011 menjadi 83,8%, namun setelah itumengalami peningkatan hingga mencapai 103,2% pada tahun 2014, dankemudian mengalami peningkatan hingga 108,6%. Apabila dibandingkandengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka besaran cakupankomplikasi kebidanan yang ditangani dalam kurun waktu 5 tahun terakhirdi Kota Yogyakarta sudah melebihi target Standar Pelayanan Minimal(SPM) sebesar 80%. Kondisi ini harus terus dipertahankan danditingkatkan, agar seluruh komplikasi pada ibu hamil dan melahirkandapat selalu ditangani dengan baik.

Gambar 2.42
Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi KebidananPersalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidandianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karenadapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutamapada saat kelahiran. Data penolong kelahiran merupakan salah satuindikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatanibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Proporsipertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupanpertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan merupakanperbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatanterlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya denganjumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Denganindikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani nakesdan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalampertolongan persalinan sesuai standar. Berikut ini merupakan data
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perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatanyang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.65

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah ibubersalinyangditolongoleh tenagakesehatan

Orang 4.577 4.787 4.658 4416 4353 3981 -2,65

2. Jumlahseluruhsasaran ibubersalin
Orang 4.578 4.787 4.660 4416 4358 3982 -2,65

3. Cakupanpertolonganpersalinanoleh tenagakesehatanyangmemilikikompetensikebidanan

persen 99,98 100 99,96 100 99,9 99,97 -0,02

Sumber:
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2010-2015 memiliki kecenderungan berada padakondisi yang baik, yaitu berada pada kisaran angka 99% hingga 100%.Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa selama tahun 2010-2015pertumbuhan rata-rata cakupan pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami sedikitperlambatan yakni sebesar -0,02%. Hal ini menandakan perlunyapeningkatan indikator ini hingga mencapai 100% setiap tahun, agarseluruh ibu melahirkan mendapatkan pertolongan yang baik dan sesuaistandar hingga nantinya akan memberikan efek positif yaitu berupamenurunnya angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan.Angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhirsudah berada di atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%.
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Gambar 2.43
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainyaimunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanitausia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap padabayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1dosis campak. Imunisasi memberikan konstribusi besar dalammeningkatkan Human Development Index terkait dengan angka umurharapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan.Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anakbangsa sebagai penerus perjuangan di masa mendatang. Berikutmerupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupandesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.66

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuha
n Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahKelurahanUCI Unit 45 45 45 45 45 45 0,00

2. JumlahSeluruhKelurahan Unit 45 45 45 45 45 45 0,00
3. CakupankelurahanUniversalChildImmunization(UCI)

persen 100 100 100 100 100 100 0,00

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016
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Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, cakupan desa/kelurahanUniversal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu2010-2015 telah mencapai 100% sesuai dengan target nasional. Hal inimenunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah mendapatkanpelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas maupun rumahsakit.
9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat PerawatanCakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakanperbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria beratbadan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balitagizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan.Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk diKota Yogyakarta.

Tabel 2.67
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah balitagizi burukmendapatperawatan

Anak 49 233 120 171 165 109 66,41
2. Jumlahseluruh balitagizi burukyangditemukan

Anak 49 233 120 171 165 109 66,41
3. CakupanBalita GiziBurukmendapatperawatan

persen 100 100 100 100 100 100 0,00
Sumber:
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016

Merujuk pada tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan diKota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 seluruhnya telahmendapatkan perawatan (100%). Apabila dibandingkan dengan StandarPelayanan Minimal (SPM) yang sebesar 100%, maka cakupan balita giziburuk di Kota Yogyakarta sudah mampu mencapainya. Untuk mencapaiangka 100% tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya antara lain melaluiPelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakatdan PMT (Pemberian makanan tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK(Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta
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Operasional Rumah Pemulihan Gizi serta Peningkatan Pembinaan terhadapPosyandu.

Gambar 2.44
Grafik Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yang Ditemukan

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTACakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlahpenderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerjaselama 1 tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTAdalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasienbaru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati diunit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.Berikut ini merupakan perkembangan cakupan penemuan dan penangananpenderita TBC BTA di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.68

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpenderita baruTBC BTA yangditemukan dandiobati

Orang 292 207 245 251 428 355 9,03
2. Jumlahperkiraanpenderita baruTBC BTA

orang 294 293 197 251 260 265 -0,04
3. Cakupanpenemuan danpenangananpenderitapenyakit TBCBTA

persen 99,32 70,65 124,37 100 164,62 133,96 14,71

Sumber:
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016
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Dapat dilihat pada tabel 2.68 cakupan penemuan dan penangananpenderita TBC BTA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, cakupanpenemuan dan penanganan penderita TBC BT mencapai 99,32%, namunmengalami penurunan di tahun 2011 menjadi 70,65%. Tahun 2012,cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BT kembali meningkatmencapai 124,37%, namun turun lagi di tahun 2013 menjadi 100%,selanjutnya meningkat secara signifikan di tahun 2014 menjadi 164,62%,dan menurun kembali menjadi 133,96%.

Gambar 2.45
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal yangsebesar 100%, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita TBCBT di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2015 sudah mampumelampauinya. Akan tetapi, tetap diperlukan penanganan yang maksimalagar jumlah penderita TBC BT tidak meningkat di masa mendatang. Untukpenanganan sejak dini kasus TBC di Kota Yogyakarta, Dinas KesehatanKota Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit se-KotaYogyakarta, dokter praktek dan Kelompok Aisyah. Melalui jaringantersebut, warga yang ditemukan sakit dengan gejala batuk selama 3minggu dan tidak sembuh, maka akan didampingi untuk melakukanpemeriksaan BTA-Basil Tahan Asam. Apabila ditemukan kasus TBC positifmaka penderita akan segera diberi obat sejak dini denganharapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantaipenularan penyakit tersebut.Walaupun Dinas Kesehatan dan jejaring kerjasamanya sudahberusaha keras untuk menangani penyakit ini, namun penanganan kasus
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TBC tetap memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama anggotakeluarga. Hal tersebut disebabkan karena penderita harus meminum obatselama 6 bulan berturut turut tanpa putus. Faktor kebosanan dan kejenuhandiprediksi akan timbul, untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuhkarena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dandisiplin meminum obat. Untuk memotivasi penderita, terdapat penghargaanberupa uang bagi penderita dan pendamping minum obat untuk penyakitini. Para penderita sembuh TBC mendapatkan penghargaan berupa uangsebesar Rp 300.000,- sedangkan para pendamping minum obat-PMOmendapat penghargaan uang Rp 200.000,-.
11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBDDemam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditandaidengan panas mendadak yang berlangsung terus-menerus selama 2-7 haritanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji

Torniquet positif), disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali),
trombositopenia (trombosit ≤100.000/µl), peningkatan hematocrit ≥20%.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuaiSOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dan jumlah penderita DBD yangditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Berikut inimerupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit DBD di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.69
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpenderitabaru DBDyangditemukandan diobati

Jiwa 1.517 460 382 915 418 945 24,93

2. Jumlahperkiraanpenderitabaru DBD
Jiwa 1.517 460 382 915 418 945 24,93

3. Cakupanpenemuandanpenangananpenderitapenyakit DBD
persen 100 100 100 100 100 100 0,00

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016
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Pada tabel di atas terlihat bahwa cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu 2010-2015 telah mencapai 100%, ini berarti seluruh penderitapenyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani. Jika dilihat dari jumlahpenderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi kasus dalam kurun 5 tahunterakhir. Pada tahun 2010 terdapat 1.517 kasus DBD dan kemudian padatahun 2015 menurun menjadi 945 kasus DBD.

Gambar 2.46
Grafik Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati

di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014
Sumber : Hasil Olahan, 2015

DBD merupakan penyakit serius yang harus diberantas dan dicegah.Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilanspenyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, sertapeningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metodeyang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan SarangNyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) danmenabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air sertakegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamukAedes berkembang biak. Diharapakan dengan rutin melakukan kegiatantersebut dapat menekan jumlah kasus DBD di Kota Yogyakarta.
12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat MiskinCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskinmerupakan perbandingan antara jumlah pelayanan kesehatan pasienmasyarakat miskin di strata 2 dan 3 dengan jumlah seluruh masyarakatmiskin di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupan pelayanankesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.70
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpelayanankesehatanpasienmasyarakatmiskindistrata 2dan 3

orang 27.568 7.014 11.090 17.192 7.269 165.181 430,65

2. Jumlahmasyarakatmiskin orang 68.456 65.271 11.090 17.192 7.269 60.230 127,65
3. Cakupanpelayanankesehatanrujukanpasienmasyarakatmiskin

persen 40,27 10,73 100 100 100 274 186,30

Sumber :
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016Berdasarkan data di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010, cakupanpelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin hanya mencapai40,27%, yang artinya 40.888 masyarakat miskin belum mendapatkanpelayanan kesehatan. Begitu pula dengan kondisi pada tahun 2011, hanya10,73% masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan.Namun, sejak tahun 2012 hingga 2014, sudah terjadi perubahan yangpositif, yaitu seluruh masyarakat miskin sudah mendapatkan pelayanankesehatan (100%), begitu juga dengan kondisi pada tahun 2015 yangmanacakupannya berjumlah sebesar 274%. Jika dibandingkan dengan StandarPelayanan Minimal sebesar 100%, maka cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta sudah mamputercapai. Namun, diharapkan untuk periode selanjutnya tidak perlu lagimenyertakan indikator ini karena sudah ada fasilitas jaminan kesehatan(seperti BPJS) sehingga tidak ada lagi perbedaan masyarakat miskin dannon miskin.
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Gambar 2.47
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

13. Cakupan Kunjungan BayiCakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yangmendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 harisampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahuiefektivitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi diKota Yogyakarta.
Tabel 2.71

Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahkunjunganbayimemperolehpelayanankesehatansesuai standar

Bayi 4.108 3.885 4.221 4.078 3.887 3.647 -2,21

2. Jumlahseluruh bayilahir hidup Bayi 4.559 4.774 4.658 4.406 4.369 3.972 -2,61
3. Cakupankunjunganbayi Persen 90,1 81,4 90,6 92,56 88,97 91,82 0,63

Sumber :
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan kunjungan bayi di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 bersifat flukuatif dengankecenderungan sedikit peningkatan yang ditunjukan dengan pertumbuhan
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rata-rata pertahun yang bernilai positif. Pada tahun 2010, cakupankunjungan bayi mencapai 90,1%, kemudian mengalami fluktuasi hinggamencapai 91,82% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan StandarPelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%, maka ketidaktercapaian SPMhanya terjadi pada tahun 2010, dan 2014 saja, sedangkan 2010, 2012,2013, dan 2015 sudah mampu mencapai SPM.

Gambar 2.48
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

14. Cakupan PuskesmasPuskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yangmerupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang jugamembina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanankesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayahkerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruhkecamatan di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupanpuskesmas di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.72

Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahPuskesmas Unit 18 18 18 18 18 18 0,002. JumlahSeluruhKecamatan Unit 14 14 14 14 14 14 0,003. Cakupanpuskesmas Persen 128,57 128,57 128,57 128,57 128,57 128,57 0,00

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016
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Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan perkembangan yang tetapdengan cakupan puskesmas mencapai 128,57%. Artinya seluruhkecamatan sudah tersedia puskesmas. Terdapat pula kecamatan-kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas. Tersedianya puskesmasdi setiap kecamatan memberikan kemudahan akses terhadap layanankesehatan terdekat bagi masyarakat.
15. Cakupan Pembantu PuskesmasPuskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yangsederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluasjangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yangdilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil sertajenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenagadan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitungberdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlahseluruh kelurahan yang ada di Kota. Berikut ini merupakan cakupanpuskesmas pembantu di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.73
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpuskesmaspembantu Unit 11 11 10 10 8 9 -3,31

2. JumlahKelurahan Unit 45 45 45 45 45 45 0,003. Cakupanpuskesmaspembantu Persen 24,44 24,44 22,22 22,22 17,78 20,00 -3,31
Sumber :

1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas pembantu di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 cenderung menunjukkanpenurunan. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah puskesmaspembantu di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2010-2011 tersedia 11puskesmas pembantu, kemudian turun menjadi 10 pustu di tahun 2012-2013, dan di tahun 2015 hanya tersisa 9 pustu. Berkurangnya jumlahpuskesmas pembantu dikarenakan penutupan beberapa pustu yangdianggap kurang mampu memberikan pelayanan optimal kepada
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masyarakat. Beberapa pustu juga dialih fungsikan menjadi klinik rawatinap maupun rumah sehat lansia.

Gambar 2.49
Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

16. Jaminan KesehatanProgram jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah saatini adalah BPJS. BPJS ini masih sangat baru sehingga dalam pelaksanaannyamasih ada beberapa kendala yang menyertainya. Kendala yang terjadi inicukup serius mengingat berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien.Menurut keterangan dari Bagian ADP RSUD Kota Yogyakarta beberapakendala yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS di RSUD Kota Yogyakartaadalah:1) Verifikator merambah diagnosis dokter.Sebagai contoh pasien di diagnosis Bronchopnemonia, namun hasilRontgen Foto mengatakan Bronchitis, maka pihak rumah sakit dimintamengganti  diagnosis menjadi  Bronchitis. Seharunya jika secara klinisbronchopneumonia, rumah sakit bertahan dengan diagnosisbronchopneumonia. Namun kenyataannya kalau menurut pihak BPJS,apabila diagnosis Bronchopneumonia hasil rontgen fotonya harusmenunjukkan Seperti Pneumonia (sesuai hasil dari DPM).2) Permenkes tentang Kegawatdaruratan perlu ditinjau ulang karenabelum semua kondisi gawat darurat terakomodir, seperti contoh Vulnuslacerasi di extrememitas.3) Belum ada Juknis verifikasi klaim untuk verifikator BPJS, sehingga tidakada dasar dalam memverifikasi (menolak klaim).
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4) Belum ada SDM (Petugas BPJS) di Poliklinik Sore, sehingga apabilapetugas tidak ada (tidak standby), maka tidak terverifikasi karenakewenangan SEP pada Petugas BPJS.5) Ada beberapa kasus rawat inap yang dipaksakan untuk kasus rawatjalan tanpa mau tahu kondisi umum pasien.6) Permasalahan Obat Farmasia. Ada penyakit kronis yang belum masuk kedalam kategori 10 besarpenyakit kronis versi BPJS, seperti: Gastristis.b. Obat-obat dari diagnosis penyerta atau komplikasi dari DM(Diabetes Melitus) tidak bisa diklaim, Seperti: Ca Carbonat, Calos,Anemolat, dll.
C. Pekerjaan UmumKota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dimana mempunyaikegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut, terdapatbeberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atauditiadakan karena tidak tepat apabila digunakan untuk mengukur kinerjakewilayahan di Kota Yogyakarta, juga terdapat beberapa indikator yang mengalamipenyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayahKota Yogyakarta.

1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan JembatanDalam SPM kondisi jalan sesuai dengan Permen PU Nomor01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa persentase kualitas saranadan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antarakondisi jalan baik dengan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisijalan baik diartikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang.
Tabel 2.74

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

rata
(% /

Tahun)1. Kondisi jalanbaik Km 203,66 203,76 211,16 223,80 205,00 216 1,18
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No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

rata
(% /

Tahun)2. Panjang jalanpenghubungpusat kota Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 -
3. Persentasekualitas saranadan prasaranajalan danjembatan

% 82,09 82,13 85,11 90,21 82,63 87,06 1,17
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan danjembatan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2015 semakin menunjukkankecenderungan yang positif. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015kondisi jalan baik di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-ratasebesar 1,18% per tahun, sedangkan di tahun yang sama, panjang jalanpenghubung pusat kota di Kota Yogyakarta tidak mengalami pertumbuhan(stagnan). Sehingga dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terjadipeningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan yangditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai 1,17%.Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan inibertujuan untuk meningkatkan persentase jalan yang menghubungkanpusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) menjadi 100%,persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukanperjalanan (mobilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang menjaminpengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) menjadi 100%,persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamatdan nyaman (kondisi jalan) menjadi 100%, persentase kualitas sarana danprasarana jalan dan jembatan dari 80% menjadi 81% di wilayah KotaYogyakarta.
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Gambar 2.50
Grafik Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

di Kota Yogyakarta 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016Meskipun dari tahun 2010 hingga tahun 2013 kualitas sarana danprasarana jalan dan jembatan khususnya pada kondisi jalan yang baikmengalami kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun 2014 kondisi jalanyang baik sempat mengalami penurunan. Di tahun 2015 kondisi jalan yangbaik kembali meningkat menjadi 216 km atau 87,06% dari keseluruhanjalan yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pemeluk AgamaIndikator rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama didapatkandari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah pemelukagama per 1000 penduduk. Berdasarkan tabel jumlah tempat ibadah diatasterlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak danyang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah masjid yangjumlahnya hingga tahun 2013 sebanyak 958 unit Masjid, sedangkan jumlahGereja baik Gereja Kristen dan Katolik memiliki jumlah dengankecenderungan tetap dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015,begitu pula dengan jumlah Pura dan Vihara.
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Tabel 2.75
Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2014

No. Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah Tempat

Ibadah 919 940 961 1.015 1.033 2,97a. Masjid Unit 865 888 906 958 979 3,14b. Gereja Kristen Unit 41 39 41 41 41 -c. Gereja Katolik Unit 7 7 7 7 7 -d. Pura Unit 1 1 1 1 1 -e. Vihara Unit 5 5 6 7 5 -2. Jumlah PemelukAgama Jiwa -a. Islam Jiwa 374.123 379.154 351.873 335.389 344.995 -2,01b. Kristen Jiwa 31.267 31.095 31.193 26.478 26.995 -3,61c. Katolik Jiwa 49.644 53.748 46.195 43.196 40.638 -4,88d. Hindu Jiwa 791 799 803 552 565 -8,07e. Budha Jiwa 1.833 1.951 2.155 1.366 1.362 -7,16
Sumber:

1. SIPD Numerik Tahun 2014-2015
2. Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2014-2015

Jumlah tempat ibadah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014selalu mengalami peningkatan. Jumlah tempat ibadah berupa masjidmengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,14%, sedangkanuntuk tempat ibadah lain seperti gereja (katolik dan Kristen), pura, danvihara tidak mengalami penambahan jumlah tempat ibadah. Meskipundemikian, jumlah pemeluk agama dari tahun ke tahun mengalamipertumbuhan. Untuk mengetahui rasio ketersediaan tempat ibadahdilakukan perbandingan antara jumlah fasilitas tempat ibadah denganjumlah pemeluk masing-masing agama dikalikan 1.000.
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Tabel 2.76
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Rasio Tempatibadah per1.000penduduk

unit per1000pemelukagamaa. Masjid unit per1000pemelukagama
2,312 2,342 2,575 2,856 2,838 4,18

b. GerejaKristen unit per1000pemelukagama
1,311 1,254 1,314 1,548 1,519 2,99

c. Gereja Katolik unit per1000pemelukagama
0,141 0,130 0,152 0,162 0,172 4,05

d. Pura unit per1000pemelukagama
1,264 1,252 1,245 1,812 1,770 6,97

e. Vihara unit per1000pemelukagama
2,728 2,563 2,784 5,857 3,671 6,12

Sumber : SIPD Numerik Tahun 2014- 2015 dengan Hasil Olahan

Secara umum, perkembangan jumlah tempat ibadah per 1.000pemeluk agama di Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2014 mengalami pertumbuhan. Sesuai dengan  jumlah pemelukmasing-masing agama, jumlah masjid per 1.000 pemeluk agama palingbanyak dibandingkan tempat ibadah lainnya. Sebaliknya jumlah Purapaling sedikit dibandingkan dengan tempat ibadah yang lain.
3. Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola Pemerintah KotaTempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasanini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai olehpemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawahpengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Terdapatempat TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu TPUSasanalaya dengan luasan sebesar 12,65 hektar yang terletak di KelurahanKeparakan, Kecamatan Mergangsan; TPU Sarilaya memiliki luas sebesar6,497 hektar yang terletak di Kelurahan Mantrijeron, KecamatanMantrijeron; TPU Pracimalaya dengan luasan sebesar 12,213 hektar yangterletak di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan; serta TPUUtaralaya yang terletak di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo dan
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memiliki luasan 16,764 hektar, dan kesemuanya merupakan tanah miliknegara. Keempat TPU tersebut dalam kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2015 memiliki daya tampung sebanyak 12.579 unit dengan rincian4611 unit untuk TPU Sasanalaya, 1779 unit untuk TPU Sarilaya, 3632 unituntuk TPU Pracimalaya, dan 3421 unit untuk TPU Utaralaya. Melihat dayatampung TPU yang tetap ini menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlumerencanakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akantempat pemakaman umum di masa mendatang yang semakin meningkat.
Tabel 2.77

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlah dayatampung tempatpemakaman umum Unit 12.579 12.579 12.579 12.579 12.579 12.579
2. Jumlah penduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.4873. Rasio tempatpemakaman umumper satuanpenduduk

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitungdengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempatpemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikandengan bilangan 1000. Dari tahun 2010 hingga tahun 2014, rasio tempatpemakaman umum per satuan penduduk relatif tidak meningkat. Hal inimengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang cenderung menurundari tahun 2010 sampai tahun 2015, ditambah dengan luas dan dayatampung tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta yang cenderungstagnan (tidak bertambah).
4. Rasio Permukiman Layak HuniMenurut Permen PU No.01/PRT/M/2014 permukiman didefinisikansebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secaramenyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitasumum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dankawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalahperbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayahpermukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasiopermukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas
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pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung,yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan huniandan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Data yang digunakan untuk perhitungan indikator ini berasal daridokumen  SIPD Numerik Tahun 2015 dan sumber Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
Tabel 2.78

Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator
Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumb
uhan

Rata-rata
(% /

Tahun)1. LuasPermukimanLayak Huni Ha 2.888,04 2.893,39 2.898,12 2.902,61 2.906,88 2.723,11 -1,17
2. LuasWilayahPermukiman Ha 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988 -
3. Rasiopermukimanlayak huni 0,967 0,968 0,970 0,971 0,973 0,911 -1,17

Sumber :
1. SIPD Numerik Tahun 2015 dengan Hasil Olahan
2. Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan totalluas permukiman di Kota Yogyakarta dengan total luas permukimankumuh yang ada. Adapun rasio permukiman layak huni di Kota Yogyakartadari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami pertumbuhan rata-ratasebesar -1,17%. Menurunnya jumlah luas permukiman layak huni initerjadi akibat adanya penurunan kualitas permukiman yangmengakibatkan luas permukiman tidak layak huni (kumuh) di tahun 2015yang justru mengalami peningkatan.
5. Rasio Panjang Jalan Per Satuan PendudukIndikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakanperbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk.Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagiankota.
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Tabel 2.79
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahPanjangJalan *) km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 -2. JumlahPenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,203. Rasiopanjangjalan persatuanpenduduk

km/jiwa 0,00054 0,00056 0,00058 0,00061 0,00060 0,00059934 2,11
Sumber :
1. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2016 dengan Hasil Olahan
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
3. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
Keterangan : *) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas JalanPerkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di KotaYogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilaiyang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana nilai tersebutmenjadikan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,11% per tahun. Nilai yangmenunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat ini didugadipengaruhi oleh semakin menurunnya jumlah penduduk yang dihadapkandengan panjang jalan yang tidak bertambah dari tahun 2010 hingga tahun 2015.Meskipun relatif tidak mengalami peningkatan, namun semakin meningkatnyanilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk ini dapat diantisipasidengan meningkatkan kuantitas penggunaan kendaraan umum dibandingkandengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagian kota semakin padat (belumdapat dicapai dengan mudah).

Gambar 2.51
Grafik Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016
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Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum(Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjangjalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta masih belum memenuhistandar pelayanan minimal yang ditetapkan.
6. Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam

Wilayah Kota (Aksesibilitas)Formula yang digunakan untuk menghitung jalan pengubung dariibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk adalah denganmembagi jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilaluikendaraan roda empat dengan jumlah seluruh kawasan permukimanpenduduk dan dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dariDinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tidak adapendataan mengenai formula pembagi untuk perhitungan indikator ini.Indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasanpermukiman penduduk (minimal dilalui roda empat) ini digunakan untukmenghitung aksesibilitas wilayah, namun pada dasarnya kondisi KotaYogyakarta tidak terdapat wilayah yang terisolir, sehingga dapat dikatakanbahwa kesemua jalan di Kota Yogyakarta dapat diakses dan atau dapatdilalui oleh kendaraan roda empat.
Tabel 2.80

Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota
Yogyakarta (Aksesibilitas) Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Total panjang jalan eksisting Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 248,092. Total rencana panjang jalan Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 248,093. Persentase jalan yangmenghubungkan pusat-pusatkegiatan dalam wilayah kota(aksesibilitas)
% 100 100 100 100 100 100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015Dalam indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Dinas Permukimandan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, untuk menghitung aksesibilitas(persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalamwilayah kota) menggunakan formula jumlah panjang jalan eksisting dibagidengan total rencana panjang jalan dikalikan dengan bilangan 100. Panjang
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jalan eksisting dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 adalahsepanjang 248,09 km (panjang jalan bernomor ruas jalan), sedangkan totalrencana panjang jalan yang ditetapkan di Kota Yogyakarta adalahsepanjang 248,09 km, sehingga dalam kurun waktu 2010 hingga tahun2015 nilai indikator aksesibilitas di Kota Yogyakarta adalah 100%.
7. Panjang dan Kondisi TrotoarPermendagri 54/2010 menyebutkan bahwa formula yang digunakanuntuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dandrainase/saluran pembuangan air adalah dengan membagi panjang jalanyang memiliki trotoar dan drainase dengan panjang seluruh jalankabupaten dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dari DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, perhitunganmengenai panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sulit dilakukanpendataannya, hal ini dikarenakan dalam satu ruas jalan belum tentuterdapat drainase dan atau trotoar, atau hanya terdapat drainase dan atautrotoar di salah satu sisinya saja (ruas jalan kanan atau kiri saja), sehinggaindikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluranpembuangan air diganti dengan panjang dan kondisi trotoar (umum) diwilayah Kota Yogyakarta, selain trotoar yang sudah ada tegel difabel diwilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.81
Jumlah Panjang Jalan yang Dilengkapi Trotoar dan Kondisi

di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No. Indikator Satuan 2013 % 2014 % 2015 %1. Jumlah panjang trotoar M 183.120 183.657 185.831
2. Trotoar yang sudahada tegel difabel M 15.344 8,38 18.763,5 10,22 20.937,4 11,27
3. Trotoar yang belumada tegel difabel M 172.350,4 94,12 164.893,5 89,78 163.471 87,974. Kondisi trotoar Ma. Baik M 114.825 62,70 115.362 62,81 118.868 63,96b. Sedang M 54.137 29,56 54.137 29,48 53.173 28,1c. Rusak M 14.158 7,73 14.158 7,71 13.790 7,42

Sumber : Rekap Data Trotoar, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Panjang trotoar, baik yang sudah bertegel difabel dan yang belumbertegel difabel di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 hingga tahun 2015
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mengalami peningkatan dari yang semula di tahun 2013 hanya sepanjang183.120 meter menjadi 185.831 meter di tahun 2015.  Di tahun 2015sepanjang 20.937,4 meter (11,27%) trotoar sudah memiliki fasilitas tegeldifabel. Ditinjau dari kondisinya di tahun yang sama sebesar 63,96% atausepanjang 118.868 meter trotoar dalam kondisi yang baik. Meskipunbelum begitu signifikan, namun dari tahun ke tahun perbaikan kondisitrotoar terus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari panjang trotoar yangberada pada kondisi baik dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang terusmeningkat.
8. Luas Areal Permukiman di Bantaran SungaiFormula yang dipergunakan untuk menghitung sempadan sungaiyang dipakai bangunan rumah liar adalah panjang sempadan sungai yangdipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungaikota dikali dengan bilangan 100. Namun data untuk indikator tersebuttidak dapat ditemukan karena belum pernah dilakukan pendataan,sehingga indikator ini diganti dengan data mengenai luasan arealpermukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.82
Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Luas arealpermukimandi bantaransungai

Ha 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 -
Sumber : SIPD Numerik Tahun 2015

Luas areal permukiman di bantaran sungai wilayah Kota Yogyakartamenunjukkan luasan yang sama dalam kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2015. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Yogyakarta sendiri yangsecara administratif belum memiliki Perwal mengenai panjang sempadansungai, sehingga selama ini sempadan sungai yang ditentukan oleh KotaYogyakarta masih mengikuti sempadan sungai yang ditetapkan olehprovinsi (15 meter dari sungai). Namun apabila ditarik garis dari sungai,sempadan sungai di Kota Yogyakarta tidak ada yang berjarak 15 meter(bangunan di pinggir sungai tersebut melanggar aturan sempadan sungai,baik di Code, Winongo, dan Gajahwong).Selanjutnya, sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta,berada dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
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Yogyakarta. Selain itu, sempadan sungai sesuai PP No. 38 tahun 2011tentang sungai kewenangan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu –Opak, sehingga data untuk sempadan sungai yang dipakai bangunan liartidak dapat diperoleh. Selain itu pula, di Kota Yogyakarta cukup banyakbangunan yang terletak di sepanjang sungai. Namun tanah di sepanjangsungai tersebut sebagian besar merupakan tanah Magersari (tanah milikKeraton Yogyakarta). Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnyamemiliki sertifikat hak milik dan hak pakai, sehingga tidak bisa dikatakansebagai bangunan liar.
9. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak

TersumbatMenurut Peraturan Menteri PU No.01/PRT/M/2014 tersedianyasistem jaringan draniase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhanmasyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Gunamenjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan penghitunganpanjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidaktersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbatpembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.
Tabel 2.83

Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. PanjangDrainaseKondisi Baik Km 273,01 279,55 283,05 284,80 284,797 234,67 (2,98)

2. PanjangSeluruhDrainase Km 316,35 317,92 321,42 324,92 328,63 330,57 0,88
3. Drainasedalamkondisi baik/pembuanganaliran airtidaktersumbat

% 86,30 87,93 88,06 87,65 86,66 70,99 (3,93)

Sumber :
1. SIPD Numerik Tahun 2014 dengan Hasil Olahan
2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Panjang drainase kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan nilaiyang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun2014, yakni sebesar 273,01 km (tahun 2010) meningkat menjadi 284,797km (tahun 2014), namun kondisi ini menurun di tahun 2015 menjadi
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234,67 km. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan rata-rata panjangdrainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta mengalami penurunan (-3,93% per tahun). Kondisi ini tidak dialami pada 4 tahun sebelumnya yangcenderung mengalami peningkatan. Selain faktor internal, faktor alam jugamenjadi faktor yang mempengaruhi kondisi drainase yang ada misal curahhujan yang tinggi pada bulan tertentu.

Gambar 2.52
Grafik Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2015Nilai persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakartayang berfluktuasi menjadi salah satu “PR” untuk pemerintah KotaYogyakakarta pada umumnya, dan Dinas Permukiman dan PrasaranaWilayah Kota Yogyakarta pada khususnya, untuk lebih memperbaikikualitas lingkungan di Kota Yogyakarta (dalam hal ini untuk perbaikandrainase) sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air dibeberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.
10. Persentase Kualitas Talud/Bronjong dan Saluran PengairanPembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungairawan longsor didapatkan dari hasil perhitungan formula jumlah lokasipembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawanlongsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikalikandengan bilangan 100. Data untuk indikator pembangunan turap di wilayahjalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kota Yogyakartatidak dapat ditemukan, hal ini dikarenakan tidak ada pembangunan turapdi wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah hanya melakukan kegiatanpembangunan talud, sehingga indikator ini disesuaikan dengan kondisi diKota Yogyakarta menjadi persentase kualitas talud/bronjong dan saluran
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pengairan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antarapanjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik dengan total panjangtalud atau bronjong dan saluran air.
Tabel 2.84

Persentase Kualitas Talud atau Bronjong dan Saluran Pengairan Tahun 2012-2015

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 20151. Panjang talud ataubronjong dan saluran airyang baik Km 109,98 110,76 108,86 250
2. Total panjang talud ataubronjong dan saluran air Km 152,26 152,26 152,26 3483. Persentase kualitastalud/bronjong dansaluran pengairan % 72,23 72,74 71,50 72%

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2015

Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik di KotaYogyakarta memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderunganmenurun, yakni sepanjang 109,98 km (atau sebesar 72,23%) pada tahun2012 menurun menjadi 108,86 km (atau sebesar 72%)  pada tahun 2015.Meskipun demikian, kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baikdi Kota Yogyakarta sudah relatif mengalami peningkatan apabiladibandingkan dengan kondisi talud atau bronjong dan saluran air yangbaik di tahun 2014. Penurunan jumlah panjang talud dalam kondisi baik inimenjadi “PR” khususnya bagi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayahuntuk berupaya meningkatkan perbaikan talud yang rusak.
D. Penataan RuangTerdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, di antaranyaadalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunanber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubahperuntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapatindikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah KotaYogyakarta di masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas WilayahTerdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini,diantaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luaswilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikatorruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalamurusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalami
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penyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1 Permendagri54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.Perbandingan dilakukan dengan melihat persentase ruang terbukahijau publik terhadap luas wilayah di Kota Yogyakarta. Melalui perhitungantersebut terlihat pertumbuhan persentase RTH yang cenderung  positif.Dari data diketahui bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakartamemiliki kecenderungan semakin meningkat dalam kurun waktu tahun2010 hingga tahun 2015. Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai yangditunjukkan oleh persentase RTH publik terhadap luas wilayah, yaknisebesar 18,94% di tahun 2011 yang meningkat menjadi 19,05% di tahun2015.
Tabel 2.85

Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

No. Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Luas RTHpublik Ha 615,55 615,875 616,2 618,15 619,189 0,152. Luaswilayah Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 -3. PersentaseRTHterhadapluas wilayah

% 18,94 18,95 18,96 19,02 19,05 0,14
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015

Dibalik peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakartadalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015, terdapat permasalahandalam upaya peningkatan luasan ruang terbuka hijau untuk masamendatang, yakni adanya kendala mengenai keterbatasan lahan yang dapatdimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Hal tersebut mengingat luasanwilayah Kota Yogyakarta yang stagnan namun dihadapkan denganberbagai perubahan pembangunan yang membutuhkan ruang kosongsebagai lahannya.
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Gambar 2.53
Grafik Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di

Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan BangunanFormula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber IMBper satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan berIMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Tabel 2.86

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014*) 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahBangunanber- IMB Unit 64.013 65.140 66.330 67.512 68.602 69.410 1,63

2. JumlahBangunan Unit 87.830 88.676 89.649 90.649 91.921 91.921**) 0,913. RasioBangunan 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76 0,81
Sumber:

1) Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 (Data
Tahun 2010-2013)

2) LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 (Data Tahun 2014)
3) Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2016 (masih menggunakan data tahun 2014)

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktutahun 2010 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan, yaknisebanyak 64.013 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi 69.410 unit
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dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,63% per tahun. Kondisi yangmeningkat juga terjadi pada jumlah bangunan di Kota Yogyakarta denganpeningkatan bangunan rata-rata sebesar 0,91% per tahun.

Gambar 2.54
Grafik Rasio IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016Kedua indikator pembentuk tersebut memiliki perbandingan terbalikdengan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang memilikikecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun2014, yakni sebesar 0,77 pada tahun 2009 menurun menjadi 0,75 padatahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,73% per tahun.
3. Ruang Publik yang Berubah PeruntukannyaFormula yang digunakan dalam perhitungan ruang publik yangberubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlahruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yangtersedia.  Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat padatahun 2010 terdapat perubahan lahan seluas 27.400 m2 terdapat diGiwangan, yakni perubahan Dinas Pertanian Balai Benih menjadi SportTraining Center. Kemudian di tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional KotaYogyakarta juga mencatatperubahan Terminal Lama (Terminal Giwanganmenjadi Pasar Seni (XT Square), dengan perubahan lahan seluas 18.398m2. Selain itu perubahan peruntukan juga terjadi pada tahun 2013, yakniperubahan Tempat Hiburan Rakyat (THR) atau yang biasa dikenal denganPurawisata yang terletak di jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan,Kecamatan Mergangsan, yang berubah menjadi bangunan hotel denganluas 24.690 m2. Sedangkan ditahun 2012, 2014 dan 2015 tidak tercatatperubahan apapun pada ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta.

64,013 65,140 66,330 67,512 68,602 69,410

0.73
0.73

0.74
0.74 0.75

0.76

0.72
0.72
0.73
0.73
0.74
0.74
0.75
0.75
0.76
0.76

61,000
62,000
63,000
64,000
65,000
66,000
67,000
68,000
69,000
70,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Bangunan ber-IMB (Unit)

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 117

Tabel 2.87
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlah ruang publik yang berubahfungsi m2 27.400 18.398 0 24.690 0 0
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2016

E. PerumahanTerdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranyaadalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik,penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layakhuni. Sama halnya dengan urusan sebelumnya, pada urusan perumahan jugaterdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formulasebagaimana yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010 yangdisesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.
1. Rumah Tangga Pengguna Air BersihFormula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah tanggapengguna air bersih adalah dengan perbandingan antara jumlah rumahtangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikandengan bilangan 100. Data untuk faktor pembilang (jumlah rumah tanggapengguna air bersih) menggunakan data dari Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah, sedangkan untuk penyebutnya (jumlah seluruh rumahtangga) menggunakan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan danCatatan Sipil. Perbedaan kedua sumber data mengakibatkan persentaserumah tangga pengguna air memiliki nilai yang fluktuatif.

Tabel 2.88
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumb
Rata-rata

(% /
Tahun)1. Jumlah rumahtanggapengguna airbersih

Unit 30.865 30.437 30.349 30.426 30.382 30.463 (0,26)
2. Jumlah seluruhrumah tangga Unit 92.965,00 94.092,00 87.707,00 94.092,00 92.965,00 92.965,00 -3. Persentaserumahpengguna airbersih

% 33,20 32,35 34,60 32,34 32,68 32,77 (0,26)
Sumber :
1. Kinerja PDAM Tirtamarta, Tahun 2010-2015, dengan Hasil Olahan
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Olahan
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Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber PDAM diKota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni30.865 rumah tangga di tahun 2010 menurun menjadi 30.463 rumahtangga di tahun 2015. Menurunnya jumlah rumah tangga pengguna airbersih ini juga diikutsertai dengan penurunan jumlah rumah tangga daritahun 2010 hingga tahun 2015. Sehingga dari tahun 2010 hingga tahun2015 terjadi peningkatan persentase rumah tangga pengguna air bersihdengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,52%. Minimnya jumlahpengguna air bersih dengan sumber PDAM, belum dapat mewakili jumlahrumah tangga pengguna air bersih, karena terdapat sumber-sumber airbersih lainnya yang mungkin juga digunakan oleh masyarakat sepertisumber air tanah, sumur, ataupun sumber lainnya. Namun penggunaan airbersih yang berasal dari sumber non-perpipaan juga dapat menimbulkanberbagaimacam masalah khususnya terkait dengan kualitas baku mutu airyang tidak bisa terjamin. Hal ini juga menjadi salah satu kendala PDAMdalam meningkatkan jumlah persentase rumah tangga pengguna air bersihdi Kota Yogyakarta.

Gambar 2.55
Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Selanjutnya, Kota Yogyakarta juga memiliki data mengenai fasilitasair bersih/ water purifier (non perpipaan) yang bersumber dari DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah. Data tersebut memiliki nilai yangsemakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015,yakni sebanyak 216 unit di tahun 2010 meningkat menjadi 303 unit ditahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7% per tahun.
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Tabel 2.89
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Fasilitas airbersih/ waterpurifier (nonperpipaan)

Unit 216 216 257 266 266 303 -7,0
Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2016 dengan Hasil OlahanKeterbatasan data membuat data yang disajikan belum dapat mewakiliketerwakilan kondisi rumah tangga pengguna air bersih secara umum di KotaYogyakarta. Namun dari peningkatan fasilitas air bersih/ water purifier nonperpipaan yang ada dari tahun ke tahun, terjadi perkembangan yang positif.Sehingga dapat diindikasikan, bahwa akses rumah tangga di Kota Yogyakartaterhadap air bersih semakin meningkat dari tahun, meskipun jumlah rumahtangga pengguna air bersih dengan sumber air perpipaan (PDAM) cenderungmasih kecil persentasenya dari tahun ke tahun.

2. Rumah Tangga Pengguna ListrikIndikator persentase rumah tangga pengguna listrik didapatkan dariperbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlahseluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Formula yang digunakanuntuk menghitung indikator persentase rumah tangga yang menggunakanlistrik dirasa kurang cocok apabila digunakan untuk perhitungan di wilayahKota Yogyakarta, sehingga penyebut dari formula ini yang semula adalah jumlahrumah tangga diganti menjadi jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta. Hal inidikarenakan adanya satu rumah yang ditinggali oleh beberapa rumah tangga.
Tabel 2.90

Persentase Rumah Tangga yang  Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahRumahTanggaPenggunaListrik

RT 97.124 98.473 88.309 91.288 92.657 96.655 -0,096
2. JumlahSeluruhRumah Unit 92.965 94.092 87.707 94.092 92.965 92.965 -
3. Persentaserumah tanggayangmenggunakanlistrik

% 104,47 104,66 100,69 97,02 99,67 103,969 -0,096
Sumber :
1). Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan
2). Badan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016
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Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, pertumbuhanrata-rata jumlah rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar -0,096%per tahun. Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakartamemiliki nilai yang fluktuatif, yakni 97.124 rumah tangga di tahun 2010menurun menjadi 966.655 rumah tangga di tahun 2015.

Gambar 2.56
Grafik Persentase Rumah Tagga yang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di tahun 2015memiliki nilai lebih dari 100%. Hal ini mungkin terjadi karena satu rumahtangga dapat memiliki lebih dari satu pengguna listrik. Penurunan besaranpersentase rumah yang menggunakan listrik diduga karena adanyapenyambungan listrik secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal iniperlu diantisipasi karena selain merugikan, menyambung secara ilegal jugamembahayakan, dengan dampak yang besar, seperti terjadinya konsletingbahkan kebakaran. Selain itu masih adanya kendala dalam pendataan jumlahrumah juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka rumah tanggayang menggunakan listrik.

Tabel 2.91
Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta

Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Jenis
Pelanggan

2015 2016*)

Pelanggan % Daya (MVA) Pelanggan % Daya (MVA)Sosial 3.329 3,03 42,58 3.488 3,05 47,64Rumah Tangga 93.478 85,18 112,43 97.129 84,84 117,84Bisnis 11.123 10,14 92,01 11.996 10,48 123,23Industri 112 0,1 14,25 116 0,1 14,61Pemerintah 1.705 1,55 19,56 1.761 1,54 20,95
Total 109.747 100 280,84 114.490 100 324,27
*)Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta per 29 Februari 2016
Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan
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Jenis pelanggan listrik di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak109.747 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 280,84 MVA. Jenispelanggan listrik terbanyak adalah pelanggan rumah tangga, yakni sebesar85,18% dengan daya sebesar 112,43 MVA, sedangkan pelanggan denganjumlah paling sedikit adalah pelanggan untuk industri yakni sebesar 0,10%dengan daya sebesar 14,25 MVA. Sedangkan di tahun 2016 terhitung pertanggal 29 Februari 2016, jumlah pelanggan listrik mencapai 114.490pelanggan dengan jumlah daya sebesar 324,27 MVA. Meskipun cenderungmenurun dari tahun sebelumnya, jenis pelanggan listrik terbanyak masihdari pelanggan rumah tangga yakni sebesar 84,84%  dengan besar dayasebesar 117,84 MVA cenderung meningkat dari tahun sebelumnya.Sedangkan pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah untuk industriyakni dengan jumlah 116 industri atau 0,1% dengan daya sebesar 14,61MVA.

Gambar 2.57
Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Penyediaan SanitasiBerdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin danmeningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman,termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, airhujan atau drainase, dan sampah. Dari definisi tersebut, didapatkanketerangan bahwa penyediaan sanitasi terbagi menjadi lima indikator,yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yangmemadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentasepengangkutan sampah, persentase pengoperasian tempat pembuanganakhir (TPA), dan persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skalakota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebihdari 2 kali setahun. Kota Yogyakarta tidak memiliki TPA sehingga untuk
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Gambar 2.57
Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2016
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 122

indikator persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir tidakdigunakan.
a. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang MemadaiIndikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbahyang memadai di lingkup wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi duaindikator, yakni indikator cakupan sistem air limbah setempat yangmemadai dan indikator cakupan sistem air limbah skalakomunitas/kawasan/kota. Indikator persentase cakupan sistem air limbahsetempat yang memadai didapatkan dari perbandingan antara jumlahkumulatif tangki septik yang baik (kondisinya / terlayani pengolahanlimbah) dengan jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki masyarakat.

Tabel 2.92
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai Tahun 2013-2015

No. Indikator Satuan 2013 2014 20151. Jumlah kumulatif tangka septik yang baik(terlayani pengolahan limbah) % 30 40 502. Jumlah kumulatif tangki yang dimilikimasyarakat % 100 100 1003. Persentase cakupan sistem air limbahsetempat yang memadai % 30 40 50
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

b. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/
Kawasan/KotaIndikator cakupan air limbah skala komunitas/kawasan/kotadidapatkan dari perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayanidengan jumlah penduduk kota. Indikator ini diharapkan dapatmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diakibatkan olehpencemaran lingkungan akibat pengeloaan air limbah yang tidak benar.

Tabel 2.93
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahpenduduk yangterlayani Jiwa 75.720 75.890 79.250 81.930 89.350 89.350 3,37

2. Jumlahpenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 403.110 -2,513. Persentasecakupan sistemair limbah skalakomunitas/kawasan/kota
% 16,54 17,24 18,53 20,15 21,59 22,2 6,03

Sumber :
1). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2015
2). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
3). Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011
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Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani pada kurun waktutahun 2010 hingga tahun 2015 berbanding lurus dengan nilai persentasecakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota di lingkupwilayah Kota Yogyakarta yang juga memiliki besaran dengankecenderungan meningkat dalam kurun waktu yang sama (tahun 2010hingga tahun 2015), yakni 16,54% pada tahun 2010 meningkat menjadi22,2% di tahun 2015 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,03%per tahun.

Gambar 2.58
Grafik Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

c. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota
Sehingga Tidak Terjadi GenanganIndikator selanjutnya adalah persentase penduduk yang terlayanisistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun, yang didapatkan dariperbandingan antara total luasan daerah bebas genangan dengan total luasdaerah rawan genangan.

Tabel 2.94
Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi

Genangan (lebih dari 30 cm, Selama 6 Jam) lebih dari 2 Kali Setahun Tahun 2013-2015

No. Indikator Satuan 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Total luasan daerah bebas genangan Ha 10,2752 8,2348 7,1258 -16,722. Total luasan daerah rawan genangan Ha 10,2972 10,2972 10,2972 -3. Persentase Tidak terjadi genangan(lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dantidak lebih dari 2 kali setahun % 99,79 79,97 69,20 -16,73

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2015
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Kurun waktu 2013 hingga tahun 2015 tercatat seluas 10,2972 hektarkawasan di Kota Yogyakarta masih menjadi daerah rawan genagan. Ditahun 2013, sebesar 99,79% luas daerah rawan genangan sudah terbebasdari genangan. Kondisi yang cenderung menurun justru terjadi di tahun2014 dan tahun 2015, secara berturut-turut terjadi penurunan persentaseluas wilayah tidak terjadi genagan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dantidak lebih dari 2 kali setahun yakni 79,97% menjadi 69,2%. Penurunan inikemungkinan dapat terjadi akibat kondisi kualitas drainase yang ada,namun selain itu kondisi curah hujan pada tahun tersebut yang cenderungsulit untuk diprediksi juga membuat penanganan genangan menjaditerhambat.Selanjutnya, indikator persentase pengurangan sampah di perkotaanyang mulai tahun 2015 berganti menjadi indikator persentase volumesampah yang dikelola secara 3R didapatkan dari perbandingan antaravolume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volumetimbulan sampah. Indikator ini dijelaskan secara mendetail dalam urusanlingkungan hidup poin 6. Sama halnya dengan persentase pengurangansampah di perkotaan, indikator persentase pengangkutan sampah jugamengalami pergantian nama indikator menjadi persentase volume sampahyang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), dimana indikator inidirinci secara mendetail pada urusan lingkungan hidup poin 1.
4. Lingkungan Permukiman KumuhIndikator lingkungan permukiman kumuh memiliki kesamaanformula dengan indikator lingkungan permukiman pada urusan pekerjaanumum. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalahdengan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh denganluas wilayah dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.95
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Luas Wilayah di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. LuasKawasanKumuh Ha 99,59 94,61 89,88 85,39 81,12 264,89 21,61

2. Luas Wilayah Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 -3. Lingkunganpermukimankumuh % 3,06 2,91 2,77 2,63 2,50 8,15 21,64
Sumber :
1. SIPD Numerik Tahun 2014 dengan Hasil Olahan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan
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Luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun2010 hingga tahun 2014 terus mengalami penurunan, yakni sebesar 99,59hektar pada tahun 2010 menurun menjadi 81,12 hektar pada tahun 2014.Luasan kawasan kumuh ini justru mengalami peningkatan yang cukupdrastis di tahun 2015 menjadi 264,89 hektar atau 8,15% dari luas wilayahKota Yogyakarta. Berdasarkan SK Walikota No. 393 Tahun 2014, sebagianbesar permukiman tersebut umumnya terdapat di sepanjang bantaran KaliWinongo, Kali Code dan Kali Gadjah Wong. Peningkatan luas kawasankumuh ini kemungkinan terjadi karena adanya pembaharuan data dengankriteria penghitungan yang lebih detil, mengingat luasan permukimantertata dari tahun ke tahun diketahui justru mengalami kenaikan meskipundengan luas wilayah permukiman yang cenderung stagnan.

Gambar 2.59
Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuksemakin mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukanprogram-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempattinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui program bantuanstimulan perumahan swadaya rumah tidak layak huni (BSPS RTLH) dibeberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan programkerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementrian PerumahanRakyat, dan salah satu pihak swasta.
5. Persentase Rumah Layak HuniFormula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah layakhuni adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah layak huni denganjumlah seluruh rumah dikalikan dengan bilangan 100. Persentase yangditunjukkan oleh indikator persentase rumah layak huni di Kota
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Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalaminilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun.
Tabel 2.96

Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014**) 2015**) Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)1. Jumlah rumahlayak huni Unit 91.458 89.989 82.970 89.989 89.661 89.661 -0,3962. Jumlah seluruhrumah Unit 92.965 94.092 87.707 94.092 92.965 92.965 -3. Persentaserumahlayak huni % 98,38 95,64 94,60 95,64 96,45 96,45 -0,396
Sumber :
1. LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, dengan Hasil Olahan
2.SIPD Numerik Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2010sebanyak 91.458 unit jumlahnya fluktuatif dengan kecenderunganmenurun hingga tahun 2015 jumlahnya menjadi 89.661 unit. Disampingitu, pada tahun 2011 dan tahun 2013 jumlah rumah layak huni yangtercatat pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjumlahsama, yakni sebanyak 89.989 unit. Kondisi tersebut berbanding lurusdengan persentase rumah layak huni yang juga mengalami fluktuasidengan kecenderungan menurun, yakni sebesar 98,38% pada tahun 2010dan menurun menjadi 96,5% pada tahun 2015, dan memiliki nilaipertumbuhan rata-rata sebesar -0,396% per tahun.

Gambar 2.60
Grafik Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Indikator persentase rumah layak huni sebetulnya kurang tepatapabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota
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Yogyakarta. Indikator yang sesuai justru adalah rumah tidak layak huni.Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial danPemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2004 adalah keluargayang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika,dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranyaadalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yangmudah rusak tertiup angina; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudahbocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f)tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlahpenghuninya, sempit, dan berhimpitan.Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah(a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c)sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d)tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; (e) penghuninya malasdan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpaidi wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, maupunGajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel keretaapi, kolong-kolong jembatan, atau terminal.Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layakhuni di Kota Yogyakarta. Kriteria yang dimaksudkan mengenai kriteriarumah layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakartadiantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m2 perorang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m2 per orang (bobotnilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci(bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dindingmenggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1)dan bahan dinding menggunakan gedheg, kayu kualitas rendah (bobot nilai2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobotnilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkandengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlahantara 1-4 maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kuranglayak huni, sedangkan apabila bobot nilai berjumlah sama dengan ataulebih dari lima maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidaklayak huni.
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Tabel 2.97
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013**) 2014***) 2015***)1. Jumlah Rumah TidakLayak Huni Unit 731 667 667 3.304 3.303 3.304
Sumber :
1. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013 (Data Tahun 2010-

2012)
2. Rekapitulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Bappeda Kota Yogyakarta, 2015 (Data Tahun 2013)
3. SIPD Numerik Tahun 2015(Data Tahun 2014-2015)

Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimanayang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393Tahun 2014 tentang penetapan lokasi kawasan tidak layak huni di KotaYogyakarta tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Mantrijeron,Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan,Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong Tengen, Jetis,dan Tegalrejo, dengan luasan sebesar 278,70 hektar. Lokasi-lokasi tersebutditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturanbangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunanserta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Namun di tahun2015 luasan kawasan tidak layak huni ini sudah relatif mengalamipenurunan, sehingga di tahun 2015 tercatat luas kawasan tidak layak hunisebesar 264,89 hektar meskipun demikian tidak terlihat adanya penurunanjumlah rumah tidak layak huni di tahun yang sama. Hal tersebut bisa jadidikarenakan sumber pendataan yang berbeda. Pemerintah KotaYogyakarta sendiri masih terus melakukan kajian terkait jumlah dan luaskawasan permukiman tidak layak huni untuk menentukan strategi yangharus dilakukan selanjutnya.
F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianUpaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasilpembangunan termasuk di dalamnya adalah pemerataan ekonomi memerlukanlangkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Otonomidaerah telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan urusan wajib.Manifestasi penyelenggaraan urusan wajib ini divisualisasikan dengan eksisnyaSKPD yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan urusan wajibtersebut.
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1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 PendudukPolisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PPadalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas memeliharaketentraman dan ketertiban umum (trantibum) serta menegakkanPeraturan Daerah (Perda). Untuk mendukung trantibum dan penegakanPerda diperlukan dukungan Satpol PP yang memadai, agar mampumenjangkau seluruh fungsi dan tugas di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.Oleh karena itu jumlah polisi pamong praja (Pol PP) perlu dipastikan,sehingga diketahui rasionalitas antara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)khususnya Pol PP dengan jumlah beban kerja.Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk KotaYogyakarta perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai.Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dariperbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk. Rasio jumlahPol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaanyang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Pol PPpada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada levelindividu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihatpotensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat darirasio Pol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikan kepastiantentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan trantibum danpenegakan Perda, dengan melihat jumlah sumber daya manusia yangterbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.
Tabel 2.98

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-
2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PertumbuhanRata-rata(%/Tahun)Jumlah PolisiPamong Praja Orang 273 259 254 249 241 237 -2,79JumlahPenduduk per1000penduduk

Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,20
Rasio jumlahPolisi PamongPraja per10.000Penduduk

5,97 5,88 5,94 6,12 5,82 5,79 -0,62
Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2012, 2015, 2016,jumlah penduduk berdasarkan data
Disdukcapil 2016

Jumlah SDM Satpol PP yang secara berangsur-angsur mengalamipenurunan sejak tahun 2010 hingga 2015. Linearitas penurunan jumlah
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penduduk dengan jumlah personil Pol PP ini menyebabkan rasio antara PolPP per 10.000 juga mengalami stagnasi, yang berada di kisaran 6 orang.Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah Pol PP setiap tahunnyamengalami penurunan. Tren penurunan jumlah Pol PP ini dikarenakanbelum adanya rekrutmen polisi pamong praja, sementara banyak Pol PPyang sudah pensiun. Meskipun demikian, rasio jumlah Pol PP mengalamifluktuasi. Fluktuasi rasio jumlah Pol PP ini dipengaruhi oleh fluktuasijumlah penduduk yang jika dihitung rata-rata pertumbuhan penduduk daritahun 2010 hingga 2015 mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,20persen per tahun. Untuk lebih jelasnya, tren menurunnya jumlah Pol PPdan fluktuasi rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk dapat dijelaskanmelalui grafik di bawah ini.

Gambar 2.61
Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun

2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016Makna grafik tersebut adalah pada tahun 2010-2015 setiap 10.000penduduk Kota Yogyakarta dilayani oleh kurang lebih 6 orang Pol PP.Kendati telah mengalami penurunan jumlah penduduk, akan tetapiperbandingan Pol PP tidak mengalami peningkatan sebab terjadinyapensiun dan kebijakan rotasi pegawai mempengaruhi akumulasi jumlahPol PP, sementara kebijakan moratorium pegawai masih berlaku. Dengandemikian rekrutmen belum dilakukan untuk menambah pasukan Pol PP.Upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi dalam penanganantrantibum dan penegakan Perda dengan dukungan SDM yang terbatas,adalah memaksimalkan program dan kegiatan yang bersifat preventif,dengan memasukkan pembiasaan perilaku budaya tertib, sopan santun,
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tatakrama dan tatasusila. Sosialisasi budaya tertib di jalan, di tempat umumperlu diagendakan, agar mencegah pelanggaran trantibum dan Perda.
2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 PendudukPetugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yangmemiliki tugas umum untuk memelihara ketentraman dan ketertibanmasyarakat (trantibmas). Kota Yogyakarta merupakan wilayah urban yangdihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknyaperbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantikkemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisitertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapatterjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmasdalam perlindungan dan pengedalian masyarakat, dari kemungkinanterjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupunkonflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalammenciptakan trantibmas secara luas.Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandinganantara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per10.000. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk diharapkan dapatmenggambarkan perbandingan jumlah Sumber Daya Aparatur Linmasdengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga darirasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalammenjalankan tugasnya. Berikut ini merupakan tabel informasi rasio jumlahLinmas per 10.000 penduduk di Kota Yogyakarta dalam rentang tahun2007 hingga 2014.

Tabel 2.99
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan Rata-rata(%/Tahun)Jumlah Linmas Orang 3.291 2.904 2.904 2.890 2.864 2.869 -2,71Jumlah Penduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,20Rasio JumlahLinmas per 10.000Penduduk 71,91 65,98 67,92 71,07 69,19 70,06 -0,54
Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil

2015, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petugas Linmas secaraakumulatif sangat besar hingga mencapai angka ribuan, karena pelayananLinmas menjangkau hingga di Kelurahan. Kendati demikian, jumlahpetugas Linmas berangsur-angsur mengalami penurunan. Penurunan
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jumlah personil Linmas sesuai data merupakan penurunan yang bersifatsignifikan hingga menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 2,71. Hal inisecara umum dikarenakan faktor usia yaitu pensiun dan belum adaregenerasi.Terjadinya tren penurunan jumlah petugas Linmas ini tidak diikutidengan penurunan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Rasiojumlah Linmas per 10.000 penduduk justru mengalami fluktuasi dari tahunke tahun. Fluktuasi ini disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk KotaYogyakarta. Dengan terjadinya penurunan jumlah penduduk, maka rasiopersonil Linmas per 10.000 menjadi meningkat. Grafik di bawah inimenggambarkan penurunan jumlah personil Linmas dari tahun 2010hingga 2015 dan fluktuasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk:

Gambar 2.62
Grafik Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014

Sumber: Hasil Olahan, 2015Rasio petugas Linmas yang dikonsentrasikan untuk menjalankantugas dalam trantibmas mencapai perbandingan yang lebih baik dalam10.000 penduduk jika dibandingkan dengan personil Pol PP. Hal inidisebabkan wilayah kerja Linmas menjangkau tingkat Kelurahan/padukuhan, sedangkan Pol PP dengan substansi trantibum dan penegakanPerda hanya menjangkau tempat-tempat umum/fasilitas umum. Dari datadi atas pada saat perumbuhan penduduk negatif di tahun 2013 walaupundengan jumlah petugas Linmas yang tetap menurun, namun dapatmencapai perbandingan yang lebih rasional. Namun pada tahun 2014 rasiopetugas Linmas pada 10.000 penduduk cenderung menurun kembali yaituberkisar 69 per 10.000 penduduk.
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3. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah KelurahanPos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempatatau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamananlingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalahkelembagaan sosial terbawah yang lahir dari rembug warga sebagaiinisiatif untuk menciptakan keamanan lingkungan secara bottom up. Rasiopos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah possiskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan di kotaYogyakarta. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan possiskamling di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.100

Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah PosSiskamling Unit 1.300 1.305 N/A 1.226 1.226 1.254Jumlah Kelurahan Kelurahan 45 45 45 45 45 45Rasio jumlah PosSiskamling per JumlahKelurahan 28,88 29 - 27,24 27,24 27,86
Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah Pos Siskamling di kotaYogyakarta cenderung mengalami penurunan. Peningkatan jumlah PosSiskamling sempat mengalami peningkatan di tahun 2011, tetapi kembalimengalami penurunan di tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015mengalami peningkatan sebanyak 28 unit. Sementara itu sejak tahun 2010hingga 2015 jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta cenderung tetap.Menurut Dinas Ketertiban, penurunan jumlah Siskamling ini terjadi karenaadanya pengalihan status tanah. Penurunan jumlah Pos Siskamlingmencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibatsistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yangtelah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yangmemerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluargakecil/inti (nucleus family), banyaknya pendatang yang kurang memilikiikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tatakehidupan bermasyarakat, dll. Meningkatnya jumlah pos siskamling padatahun 215 sebanyak 28 unit semoga menjadi cikal bakal meningkatnyakembali semangat gotong royong warga yang semakin lama kian terkikis.Sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menjalankan
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konsep kekeluargaan dan kekerabatan dalam tata kehidupanbermasyarakat.

Gambar 2.63
Grafik Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Dinas Ketertiban, 2016 diolahPos Siskamling pada tahun 2010 berjumlah 28, meningkat menjadi29 pada tahun 2011, namun mengalami penurunan hingga tahun 2014menjadi 27 buah Pos Siskamling dan meningkat 1 poin menjadi 28 padatahun 2015. Penurunan ini mencerminkan penurunan swadaya masyarakatdalam menyelenggarakan pelayanan keamanan lingkungan. Sementara itukondisi vandalism semakin marak. Untuk itulah perlu dilakukan sosialisasiuntuk peningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalampenyelenggaraan Siskamling. Pembinaan terhadap kelompok Siskamlingperlu dilakukan. Monitoring dan evaluasi pihak pemerintah Kelurahan,Kecamatan dan Pemkot terhadap kelompok Siskamling perlu diadakansecara periodik.

4. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi PemerintahSistem informasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta pertamakali dilaunching pada tahun 2002. Sistem informasi pelayanan perizinanmerupakan pelayanan strategis dalam menumbuh-kembangkan investasidaerah. Geliat perekonomian diharapkan dapat semakin dinamis dengandifasilitas sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif. Pelayananperizinan satu pintu menjadi pintu pembuka tumbuhnya investasi sehinggabanyak tersedia peluang kerja, meningkatnya income per kapita danpendapatan asli daerah. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan
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menjadi sangat penting. Berikut ini merupakan tabel informasi adanyasistem pelayanan perizinan dari tahun 2010 hingga tahun 2015.
Tabel 2.101

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan danAdministrasi Pemerintah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2013,2015,2016Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2010 hingga 2015tersedia sistem informasi pelayanan perizinan. Hasil identifikasi jenis-jenissistem informasi pelayanan perizinan perlu dilakukan sehingga secarajelas. Sistem informasi pelayanan perizinan yang dimiliki Dinas Perizinanhingga tahun 2015 meliputi:a. SIM Perizinan meliputi pendaftaran, routing slip, dan cetak SK,b. SIM dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan),c. SIM IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dand. SIM Pengawasan Pengaduan.Pemanfaatan SIM pelayanan perizinan perlu dioptimalkan agarmendukung pertumbuhan investasi, peningkatan ketertiban secara luas kedalam banyak aspek, diimbangi dengan peningkatan perilaku positifmasyarakat yang taat pada regulasi dan responsif terhadap lingkungansekitar. Di samping itu peningkatan aksesibilitas SIM pelayanan perizinanperlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan.

5. Persentase Peningkatan Penegakan PerdaPenegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu tugasyang melekat pada Dinas Ketertiban. Penegakan Perda menjadi salah satuaktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda memiliki pengaruhbesar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib.Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehinggadapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatusubyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena ituterhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selaludimonitor.
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Tabel 2.102
Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah PenyelesaianPenegakan PERDA Kasus 1.056 886 842 965 941 960 -1,89Jumlah PelanggaranPERDA Kasus 1.180 1.092 1.455 1.178 1.340 1389 3,32

Penegakan PERDA Persen 89,49 81,13 57,86 81,92 70,22 69,11 -5,04
Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016Pada tahun 2010 terlihat bahwa jumlah pelanggaran mencapai angka1.180 dan 89,49 persen mampu diselesaikan. Namun pada tahun-tahunberikutnya angka penyelesaian Perda mengalami fluktuasi. Sementara itujika dilihat pada pertumbuhan rata-ratanya, jumlah penyelesaianpenegakan Perda dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami penurunansebesar  1,89 persen per tahun, sementara tingkat pelanggaran Perdamengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen per tahun. Pada tahun 2015terjadi penurunan persentase pelanggaran perda. Meskipun secara nyatajumlah penyelesaian penegakan perga meningkat menjadi 960 kasusnamun hal tersebut juga diimbangi dengan umlah pelanggaran perda yangmeningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan pelanggaranPerda belum diimbangi dengan peningkatan penyelesaian pelanggaranPerda. Jika dianalisis, terdapat dua hal yang mempengaruhi menurunnyatingkat penyelesaian pelanggaran Perda. Pertama, banyaknya oknumpelanggar Perda yang tidak mau menghadiri persidangan. Kedua,terjadinya tren penurunan jumlah polisi pamong praja sebagai satuanpetugas yang bertugas untuk menegakan pelanggaran Perda.

Gambar 2.64
Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016
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Tampak pada grafik bahwa penegakan Perda di Kota Yogyakartabelum berjalan secara optimal. Persentase penegakan perda mengalamifluktuasi sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Penurunan persentase yangtajam pada tahun 2012 dan naik kembali pada tahun 2013 dan 2014 sertamenurun kembali pada tahun 2015. Banyaknya pelanggar Perda yang tidakhadir memenuhi panggilan persidangan perlu ditindaklanjuti dengandiikuti sanksi yang tegas. Dengan demikian, masyarakat akanmeningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memenuhi ketentuan yangdiatur oleh setiap Perda. Perlu adanya target tentang upaya menekanpelanggaran Perda, dan dengan tindakan yang lebih preventif dalammensosialisasikan Perda secara intensif. Hal ini akan mampumengantisipasi pelanggaran Perda di lapangan, dan menjadi salah satusolusi mengingat jumlah Pol PP yang terbatas, sehingga tentunya akanmengalami kesulitan jika permasalahan penegakan Perda telalu berat ditindakan kuratif.
6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PPSatpol PP merupakan sebuah institusi yang berperan penting dalampenegakan Perda dan trantibum. Untuk memenuhi fungsi dan tugas pokokmaka Pol PP perlu melakukan kegiatan patroli secara rutin. Pengamanankondisi tempat-tempat umum dan memonitor pelaksanaan Perda dapatdilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di lapangan.Indikator ini dihitung dari banyakmya kelompok patroli dikalikan tiga kalipatroli dalam sehari.

Tabel 2.103
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

rata
(%/Tahun)Jumlah patrolipetugas Satpol PPPemantauan danPenyelesaianPelanggaran K3dalam 24 Jam

18 18 18 18 51 51 23,16
Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016

Jika angka dalam  tabel di atas diperoleh dari jumlah kelompokpatroli dikali tiga kali patroli, maka data di atas menunjukkan bahwa dalamrentang 2010 hingga 2013 hanya terdapat 6 kelompok patroli di KotaYogyakarta, sementara di tahun 2015 meningkat menjadi 17 kelompok.Bertambahnya jumlah kelompok ini disebabkan oleh adanya kebijakanpenempatan kelompok patroli Satpol PP di setiap kecamatan mulai tahun
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2014, setiap satu kelompok patroli terdiri dari tiga hingga lima orangpetugas.Sehingga, jumlah pelaksanaan patroli yang menjadi tugas Pol PPdari tahun 2010-2013 adalah sama yaitu 18 kali dalam 24 jam, namun padatahun 2014 dan 2015 meningkat tajam menjadi 51 kali. Jika dibandingkandengan jumlah Pol PP yang semakin menurun, namun jumlah patroli yangdilakukan mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat yaitu dari hanya18 kali per 24 jam menjadi 51 kali per 24 jam, maka ini merupakanperkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan rata-rata jumlah patroliadalah 23,16 persen per tahun.

Gambar 2.65
Grafik Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Kebutuhan patroli semakin meningkat dari tahun 2013 ke tahun2014. Hal ini sangat logis jika dikaitkan dengan terjadinya banyakpelanggaran Perda sebagaimana data penegakan perda yang dipaparkan dibagian lain. Perubahan sosial yang menurunkan semangat kebersamaandan gotong-royong, proses monetisasi yang berjalan terus akibat tuntutanhidup semakin tinggi, maka semakin menjadi pemicu pelanggaranterhadap Perda. Untuk itulah proses preventif perlu lebih digalakkandengan melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah lokal diKelurahan dan koordinasi dengan SKPD terkait. Mengingat personil Pol PPyang terbatas maka perlu ditingkatkan kemampuan Satpol PP dalam upayamencapai koordinasi, sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. Aruskoordinasi dengan Linmas dan tokoh masyarakat serta kelompokSiskamling hendaknya lebih intesif.
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7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan) di KotaIndikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaranK3 yang terjadi dengan jumlah penyelesaiannya. Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010,tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 84,49 persen di dua tahunselanjutnya persentase penyelesaian K3 mengalami penurunan, akan tetapidi tahun 2013 dan 2014 persentase penyelesaian K3 kembali mengalamipeningkatan. Bahkan di tahun 2014 tingkat penyelesaian pelanggaran K3mencapai 98,95 persen. Data pada tahun 2007 hingga 2009 kosong karenadinas Ketertiban memang belum melakukan pendataan pada tahhuntersebut. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.104
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satua
n

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Pertumbu
han Rata-
rata
(%/Tahun
)Jumlah PenyelesaianPelanggaran K3 Kasus N/A N/A N/A 7.113 7.252 8.568 9,75Jumlah Pelanggaran K3 Kasus N/A N/A N/A 7.326 7.329 8.652 8,67Tingkat PenyelesaianPelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman,Keindahan) Persen 84,49 78,21 55,21 97,09 98,95 99,02 3,22

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013,2015,2016

Peran serta masyarakat dalam melakukan upaya peningkatanpenegakan K3 perlu digalang secara intensif. Agar dalam masyarakattumbuh kesadaran untuk saling peduli dan saling menjaga merupakanlangkah startegis untuk menciptakan trantibum dan trantibmas.Kelembagaan sosial di tingkat padukuhan dan kelurahan sebaiknyadioptimalkan peran sertanya dalam menjaga penegakan K3.
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Gambar 2.66
Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016Dilihat dari data di atas tampak pencapaian penyelesaian K3 sudahsangat baik. Namun penyelesaian K3 ini memiliki beban kuratif yang sangattinggi. Agar terjadi trantibum dan trantibmas yang efektif maka langkahpreventif dengan meningkatkan peran serta pemerintah lokal,kelembagaan sosial di masyarakat serta pemuka masyarakat maupunperorangan perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi masalah K3 danmenekan pelanggaran K3 ini perlu diprogramkan ke depan peningakatankesadaran generasi muda dan masyarakat luas untuk menghidupkanbudaya Siskamling dan kesadaran hukum (kadarkum).Pengukuran terhadap ketertiban yang didasarkan pada penyelesaianK3 tentunya bukan merupakan indicator yang tuntas. Kinerja yangdidasarkan pada output saja dapat mengantarkan pada bias pemaknaan.Jika pelanggaran K3 tidak terjadi tentunya tidak ada masalah yang perludiselesaikan, sehingga kinerja yang dicapai berdasarkan indikator iniburuk. Sementara itu jika tidak ada pelanggaran K3 secara riil justrumerupakan sebuah prestasi dalam fasilitasi ketertiban dan keamanan.Untuk itu perlu diarahkan pada indicator outcome dengan menempatkanpenilaian terhadap turunnya pelanggaran K3 sampai ke nilai “nol” adalahsebagai capaian kinerja tertinggi.Sejak tahun 2015, upaya preventif yang dilakukan Dinas Ketertibandalam menegakkan K3 salah satunya adalah dengan memunculkanGerakan Panca Tertib untuk Jogja Istimewa. Dalam gerakan ini seluruhlapisan masyarakat ikut menangani kasus ketertiban. Munculnya GerakanPanca Tertib ini menjadi penting mengingat keterbatasan SDM yangdimiliki oleh Dinas Ketertiban, apalagi berdasarkan Analisis Jabatan dan

84.49
78.21

55.21

97.09 98.95 99.02

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pe
rs

en

Tahun



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 141

Beban Kerja, pemenuhan kebutuhan SDM di Dinas Ketertiban barumencapai 64 persen. Untuk menyisiati kondisi tersebut, masyarakat perludigerakkan dan disadarkan untuk bersama-sama menegakkan K3. GerakanPanca Tertib meliputi Tertib Sosial, Tertib Lingkungan, Tertib DaerahPinggir Jalan, Tertib Bangunan dan Tertib Usaha.
8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di KotaLinmas merupakan petugas yang sangat dekat dengan masyarakat.Keberadaan Linmas hingga di instansi terbawah yaitu pedukuhan/kampung. Hal ini disebabkan Linmas memiliki tugas pokok dalamperlindungan masyarakat, sehingga perlu dilihat perbandingan rasionaldalam pelayanan terhadap jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Indikator inidihitung dengan membagi jumlah petugas Linmas dengan jumlahpenduduk. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Linmas dari tahun 2007hingga 2014 mengalami penurunan. Sempat naik pada tahun 2009, namunkemudian mengalami penurunan hingga 2014. Penurunan jumlah personelini terjadi karena sudah banyak petugas Linmas yang memasuki masapensiun, sementara itu hingga tahun 2014 belum ada rekrutmen petugasLinmas.

Tabel 2.105
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)JumlahPetugasLinmas Orang 3.291 2.904 2.904 2.890 2.864 2.869 -2,71JumlahPenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,20PersentaseJumlahLinmas Persen 0,72 0,66 0,68 0,71 0,69 0,70 -0,54

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2015,2016, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil
2015, 2016

Kebijakan moratorium telah menekan jumlah Linmas dari tahun ketahun karena banyak personil yang menjalani masa pensiun. Pada tahun2014 penurunan jumlah petugas terus berlangsung sehingga setiap 10.000penduduk secara rerata dilayani oleh 69 orang petugas. Secara internalKota Yogyakarta memiliki gerakan panca tertib yang dapat mewadahikiprah dan partisipasi masyarakat dalam melakukan perlindunganmasyarakat. di samping itu secara eksternal DIY memiliki program “jagawarga” atau Civil of Police  berdasarkan peraturan daerah yang dapatbersinergi dengan gerakan panca tertib.
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9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran KotaKebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayahperkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yangsangat dekat dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapatmenjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Untuk itulah pelayananbencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Cakupanpelayanan bencana kebakaran dikota Yogyakarta mencapai 100 persen. Halini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Luas wilayah kotaYogyakarta adalah 32,5 km2 dan seluruhnya berpotensi mengalamikebakaran.
Tabel 2.106

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Luas WilayahManajemen Kebakaran(WMK) km2 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
2. Luas potensi ancamankebakaran km2 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
3. Cakupan pelayananbencana kebakaran diKota Persen 100 100 100 100 100 100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakara 2012,2015,2016

Semua wilayah Kota Yogyakarta memiliki potensi bencanakebakaran. Dari data tersebut di atas mulai tahun 2010 hingga 2015 luasWMK 32,5 km2  seluruhnya merupakan wilayah potensi bencanakebakaran. Untuk itulah baik wilayah permukiman, pertokoan, pasar, pusatpelayanan publik, tempat-tempat umum maupun jaringan jalan memilikipotensi bahaya kebakaran. Jalan raya yang dilalui oleh kendaran bermotoryang sangat ramai juga tidak terhindar dari potensi terjadinya bencanakebakaran. Untuk itu yang perlu dtingkatkan adalah perilaku disiplin dankesadaran untuk saling menjaga agar dapat menghilangkan potensibencana kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta.
10. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah KotaYogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap pemerintah terhadapterjadinya bahaya kebakaran. Untuk melihat daya tanggap pemerintah inimaka perlu dihitung response time rate (RTR) dalam pelayanan manajemenkebakaran. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa persentase waktutanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran mencapai 100
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persen. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus kebakaran di Kota Yogyakartamendapatkan respon tindakan pemadam kebakaran kurang dari 15 menitsetelah pelaporan.
Tabel 2.107

Persentase Tingkat  Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah KetepatanWaktu TindakanPemadamKebakaran (<15 jamsetelah pengaduan) Kejadian 46 45 50 51 55 49 1,27Jumlah KejadianKebakaran Kejadian 46 45 50 51 55 49 1,27Tingkat  WaktuTanggap (ResponseTime Rate) DaerahLayanan WilayahManajemenKebakaran (WMK)

Persen 100 100 100 100 100 100
0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakara 2015,2016

Dari data diketahui bahwa mulai tahun 2012 hingga 2014 bencanakebakaran mengalami peningkatan. Namun dari seluruh aduan tentangbencana kebakaran yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2014 dapattertangani 100 persen. Sementara itu, tingkat waktu tanggap manajemenkebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 berada pada angka 12menit. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya meningkat menjadi 11menit. Ini merupakan perkembangan yang baik, sebab sifat bencanakebakaran sifatnya mudah menjalar dan tidak mudah teratasi. Denganpenurunan angka satu menit tanggap manajemen bencana kebakaranmemiliki dampak yang besar dalam penanganan bencana kebakaran.
Tabel 2.108

Tingkat  Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Tingkat WaktuTanggap(ResponseTime Rate)DaerahLayananWilayahManajemenKebakaran(WMK)

menit 12 11 11 11 11 11 -1,73

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakara 2012, 2015,2016
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Seiring dengan kepadatan perkampungan dan jalan raya di kotaYogyakarta waktu tanggap bencana 11 menit merupakan respons yangbagus. Dengan pertambahan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, KotaYogyakarta masih dapat meningkatkan pelayanan terhadap bahayakebakaran. Namun demikian tidak mudah untuk mempertahankan angka11 menit waktu tanggap bencana kebakaran pada masa mendatang. Untukitulah teknik-teknik paling efektif selalu perlu dilakukan dari waktu kewaktu. Permasalahan kemungkinan perlunya waktu tanggap bencana yanglebih panjang dapat dikelola dalam bentuk: upaya untukmemecah/membagi titik pelayanan, dengan menempatkan armada/mobilpelayanan di beberapa titik, sehingga pelayanan menjadi lebih sempit.Demikian pula mobil pelayanan pemadam kebakaran dapat ditempatkan dibeberapa titik layanan, dan dengan dilengkapi dengan mobil yangberukuran lebih kecil sehingga dapat menerobos jalan yang padat. Namundemikian tentunya memecah titik pelayanan ini punya konsekuensiterhadap jumlah petugas pendukung yang perlu dikonsentrasikan dibeberapa titik pelayanan tersebut.
11. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan

yang BaikIndikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantorkelurahan di Kota Yogyakarta. Data di bawah ini diperoleh dari surveiterhadap 150 responden di tiap kelurahan. Survei tersebut dilakukan duakali dalam setahun yaitu semester pertama dan semester kedua. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa mayoritas kantor kelurahan di KotaYogyakarta dalam kondisi baik.
Tabel 2.109

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik
di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah Kantor PemerintahanDesa yang Sangat Baik 7 4 8 10 NAJumlah Kantor PemerintahanDesa yang Baik 45 38 40 36 33 15Jumlah Kantor PemerintahanDesa yang Kurang Baik 0 0 1 1 2 NAJumlah SeluruhPemerintahan Desa 45 45 45 45 45 45Cakupan Sarana PrasaranaPerkantoran PemerintahanDesa yang Baik Persen 100 84,44 88,89 80 73,33 33,33
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016
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Berawal dari tahun 2007 hingga 2009 indikator perhitungan masihmenggunakan baik buruknya saran fisik pemerintahan. Data yangdidapatkan adalah 45 kelurahan berstatus baik. Menyadari biasnya datajika menggunakan indikator sarana fisik, indikator diubah denganmenggunakan survei pelayanan publik. Dari data di atas diketahui bahwapada setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kantor kelurahan yangmengalami peningkatan kondisi fisik sangat baik, hanya di tahun 2012yang mengalami penurunan dari enam kantor menjadi empat kantor. Padatahun 2013-2014 jumlah kantor kelurahan yang meningkat kondisi fisikmenjadi sangat baik sebanyak delapan dan berikutnya menjadi 10 buah. Inimerupakan perkembangan yang sangat baik. Namun jika dibandingkandengan jumlah kantor kelurahan yang memiliki status baik sangat dominanyaitu mencapai 33 pada tahun 2014. Sedangkan kantor kelurahan yangkurang baik hanya dua buah saja. Hal ini menandai bahwapenyelenggaraan pelayanan pada tingkat kelurahan dilihat dari aspekkondisi bangunan kelurahan termasuk katagori baik. Meskipun demikiantidak boleh mengabaikan ketika jumlah kantor kelurahan hanya satu sajayang kurang baik. Mengingat kondisi bangunan yang kurang baik tidaklayak untuk keamanan dan keselamatan dalam pelayanan, maka perlusegera ditindaklanjuti untuk direnovasi.Pengukuran cakupan tersebut menggunakan IKM diambilkan unsurkenyamanan lingkungan dari tahun 2010-2014. Tahun 2015, terjadiperubahan unsur yang semula 14 unsur menjadi 9 unsur dan bisaditambah muatan lokal. Dari 9 unsur tersebut, dimana tidak ada unsurkenyamanan lingkungan. Berdasarkan kebijakan karena di Kelurahan tidakada biaya/tarif maka untuk khusus kelurahan, unsur biaya / tarif digantidengan kenyamanan lingkungan. Namun dikarenakan adanyaketidaksesuaian koordinasi dan informasi yang didapat oleh pelaksanateknis pengukuran SKM, maka dari 45 kelurahan, hanya 15 kelurahan yangmengganti unsur biaya /tarif menjadi kenyamanan lingkungan. Dari 15kelurahan, unsur kenyamanan lingkungan rata-rata : 3,148 dengankategori B (Baik).
12. Sistem Informasi Manajemen PemdaSistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta sudahdimulai sejak tahun 2002. SIM ini pertama kali digunakan oleh DinasPerizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memudahkanadministrasi. Pembuatan SIM ini sendiri merupakan tugas yang melekatpada Sekretariat Daerah bagian Teknologi, Informasi, dan Telematika
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(TIT). Hingga tahun 2014 TIT minimal membuat lima SIM dalam tiaptahunnya. Berikut ini merupakan tabel informasi tentang adanya SIMPemda Kota Yogyakarta.
Tabel 2.110

Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Sistem InformasiManajemen Pemda 51 51 54 57 63 69
Sumber: Bagian TIT Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2016Sistem Teknologi Informasi diperlukan oleh semua SKPD sehinggamembutuhkan dukungan kompetensi yang memadai untuk semua pegawai danpejabat. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologiinformasi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai, sehingga beban TI dipustkan kebidang TI. Jika setiap pejabat/pegawai memiliki komitmen untukpengembangan skill dalam penggunaan TI sebagai pendukung kinerja, makaakan dapat lebih efektif. Dengan demikian TI bukan permasalahan yang beradapada level kelembagaan, namun hanya diturunkan sebagai permasalahanaparatur terkait dengan kompetensi teknis.Sistem informasi seringkali hanya dibatasi dengan pemaknaan SIM.Namun sesungguhnya pada kepentingan yang lebih luas diperlukan sisteminovasi yang mencakup teknologi yang lebih luas seperti teknologi pangan,teknologi pengolahan, tekonologi pemasaran dll. Untuk kepentingan inimaka diperlukan suatu wadah sistem teknologi inovasi.

13. Indeks Kepuasan Layanan MasyarakatSurvei tentang indeks kepuasan masyarakat di kota Yogyakarta sudahlama diselenggarakan. Di tahun 2012 mulai terjadi penertiban pelaksanaansurvei indeks kepuasan masyarakat untuk seluruh instansi perangkat daerahdan unit penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu jumlah instansiperangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang telahmenyelenggarakan IKM dari taun 2012 hingga 2015 berturut-turut denganjumlah layanan mencapai 259, 326 dan 135 ( data per tanggal 29 Januari 2015dari total 326 layanan), dan 216( data per tanggal 27 Januari 2016 dari total 326layanan).
Tabel 2.111

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Survey IndeksKepuasan LayananMasyarakat Ada Ada Ada Ada Ada AdaSumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakara 2015,2016
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Survei kepuasan masyarakat merupakan data autentik tentang responmasyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yangdiselenggarakan oleh pemerintah. Data primer dari survei IKM ini secara umumbersifat inspiratif dalam peningkatakn kualitas pelayanan. Untuk itu, tindaklanjut pengolahan data hasil survei IKM perlu dilakukan secara lebih seriusuntuk mengkritisi kualitas pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Untukitulah identifikasi terhadap jenis survei IKM dalam bentuk layanan tertentusebaiknya secara lengkap dapat direkap setiap tahun. Sisi peningkatan kualitaspelayanan perlu diprogramkan untuk setiap jenis pelayanan masyarakat yangdilakukan, sehingga ada peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya mencakup semua jenis pelayananyang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran IKM dilakukan secara spesifikberdasarkan kekhusuan pelayanan yang diberikan, sasaran yang dilayani.Beberapa jenis pelayanan yang diberikan misalnya kesehatan, pendidikan,catatan sipil, perizinan dll. Untuk itu potret IKM hendaknya dapat mencakupseluruh jenis pelayanan tersebut, sehingga penilaian masyarakat terhadappelayanan termonitor secara menyeluruh.
G. Sosial

1. Sarana SosialPenyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakatyang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan olehpemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut merupakan data sarana sosialyang tersedia di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.112

Sarana Sosial di  Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Panti Asuhan Unit 9 9 9 9 9 0,002. Panti Jompo Unit 3 3 3 3 3 0,003. Panti Rehabilitas Unit 1 1 1 1 1 0,004. Rumah Singgah Unit 2 2 2 2 2 0,005. Sarana Sosial lainnya Unit 3 3 3 3 3 0,006. Jumlah seluruhsarana sosial Unit 18 18 18 18 18 0,00

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
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Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa dalam kurun waktu 2011-2015 jumlah sarana sosial di Kota Yogyakarta memilliki jumlah yang tetap,yaitu 18 sarana sosial. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yangtersedia di Kota Yogyakarta terdiri dari panti asuhan, panti jompo, pantirehabilitas, rumah singgah dan sarana sosial lainnya untuk anak cacatnetra, cacat ganda dan tuna grahita. Sarana sosial terbanyak adalah pantiasuhan. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagiorang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yanglebih baik.

Gambar 2.67
Grafik Sarana Sosial di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. PMKS yang Memperoleh Bantuan SosialPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnyasehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani,maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, ataugangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, danbencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuanadalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlahPMKS yang seharusnya menerima bantuan.
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Tabel 2.113
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. PMKS yangmemperoleh bantuansosial Kelompok 526 568 1.007 865 1.334 31,352. Jumlah PMKS yangseharusnya menerimabantuan Kelompok 7.215 6.737 6.220 5.791 4.815 -9,513. PMKS yangmemperoleh bantuan Persen 7,29 8,43 16,19 14,94 27,71 46,35

Sumber :
1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 2016
2) LPPD Kota Yogyakarta 2010-2015
3) Hasil Olahan, 2016

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlahPMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2011-2015mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, PMKS yang memperoleh bantuansosial sebanyak 7,29%, dan mengalami peningkatan yang signifikan padatahun 2015 menjadi 27,71%. Selain itu, jumlah PMKS yang seharusnyamenerima bantuan mengalami penurunan dari tahun 2011-2015. Padatahun 2011, jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan berjumlah7.215, sedangkan pada tahun 2015 terdapat penurunan jumlah hinggamencapai angka 4.815. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakartamengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah inimenjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Gambar 2.68
Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di  Kota Yogyakarta

Tahun 2007-2014
Sumber : Hasil Olahan, 2015

3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPenanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakanpersentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada.Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun
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2011-2014 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, sementarapada tahun 2015 mengalami peningkatan presentase, hal ini disebabkankarena karena jumlah PMKS yang tertangani mengalami peningkatan danPMKS yang ada juga mengalami penurunan. Namun, biarpun begitu, jumlahPMKS di Kota Yogyakarta masih tergolong cukup banyak. Masih banyaknyajumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalahkesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintahmelalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data penangananpenyandang masalah kesejahteraan sosial.
Tabel 2.114

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosialdi  Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. PMKS yangtertangani jiwa 774 1697 1944 1279 1950 38,032. PMKS yang ada jiwa 7.661 7.352 6.220 6.293 5.271 -8,623. PenangananPMKS % 10 23 31 20 37 52,73

Sumber :
1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

4. Anak Terlantar yang DibinaSebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, bahwafakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Oleh karenaitu, seluruh anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta seharusnyamenjadi tanggungan dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinasterkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina diKota Yogyakarta tahun 2010-2015.
Tabel 2.115

Anak Terlantar yang Dibina di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Anakterlantaryangdibina

jiwa 878 600 529 433 404 290 -19,31
Sumber :
1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016Data di atas menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibinadi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalamipenurunan. Pada tahun 2010, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak878 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 290 jiwapada tahun 2015.
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Gambar 2.69
Grafik Anak Terlantar yang Dibina di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2016

H. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan
dengan PERDARencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaanpembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjangmengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun,karena di dalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP)  sangat penting, agar pembangunandapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2007.Dengan adanya dokumen RPJP ini maka pada rentang waktu tahun 2010hingga tahun 2015 terdapat arahan perencanaan RPJPD yang telahditetapkan oleh Perda yang relevan.

Tabel 2.116
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yang telahditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2013,2015,2016Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanyadipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhiketentuan normative. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaanhendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatianterhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsidari dokumen perencanaan RPJPD.
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Visi Kota Yogyakarta yang dirumuskan dalam RPJPD 2005-2025adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisataberbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan.”Dengan visi tersebut maka Kota Yogyakarta dapat mengembangkan misiyang relevan. Terkait dengan detail misi maka dalam RPJPD KotaYogyakarta terdapat sepuluh misi yaitu:
a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan;
b. Mempertahankan kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata, Kota Budayadan Kota Perjuangan;
c. Mewujudkan daya saing kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayananjasa;
d. Mewujudkan kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
e. Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral, beretika,beradab dan berbudaya;
f. Mewujudkan kota Yogyakarta yang good governance (tata kelolapemerintahan yang baik), clean governance (pemerintah yang bersih,berkeadilan dan berlandaskan hukum);
g. Mewujudkan kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan
i. Mewujudkan kota Yogyakarta yang sehat.Dari sepuluh misi ini dapat menjadi arahan program pembangunandan kegiatan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyusunanRencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentunya dalam rentangwaktu tahun 2005-2015 ini telah banyak capaian hasil pembangunan,khususnya pada tahun 2010-2015 beberapa pencapaian sesuai denganarahan visi dan misi ini. Pada tahun 2015 indikator di atas tidak akanberubah sebab acuan yang digunakan relatif makro dan berlaku dari 2005-2025.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan
dengan PERDA/PERKADABertolak dari RPJPD selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaandaerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan olehPeraturan daerah.  RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 ditetapkanmelalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007. Sedangkan RPJMD KotaYogyakarta tahun 2012-2016 ditetapkan melalui Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2012-2016. Sehingga dalam kurun waktu 2010
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hingga 2014 terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melaluiPeraturan Daerah.
Tabel 2.117

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Tersedianya dokumenperencanaan RPJMD yang telahditetapkan denganPerda/Perkada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2013,2015, 2016Berdasarkan Perda-Perda penetapan RPJMD ini selanjutnyadilakukan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaanpembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yangmenjadi dasar selanjutnya adalah RKPD. Jaminan keberlanjutan programakan sangat terdukung oleh adanya dokumen RPJMD. Konsistensi arahpembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehinggapencapaian visi dan misi lebih optimal.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan

dengan PERKADAOperasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuuhaneksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudahuntuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktutertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis danoperasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secaraeksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkanRPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenai tersedianyadokumen perencanaan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2010 hingga 2014telah ditetapkan dengan:a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2010b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2011c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2011 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2012d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2013e. Peraturan Walikota YogyakartaNomor 38 Tahun 2013Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2014f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2015
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Tabel 2.118
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Tersedianya dokumen perencanaanRKPD yang telah ditetapkan denganPerkada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaanpembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu danterarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visimisi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwaldalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di ataspemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPDmemberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasarbertindak untuk merealisasikan program-program pembangunanmencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkanpencapaian outcome yang diharapkan.

4. Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPDSebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebihterbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPDmerupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD.Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkanRPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk “up date” sebuahrencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnyadan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yangbersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDdidapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahunberkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakanpada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akandidapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.
Tabel 2.119

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah program RKPDtahun berkenaan Buah 77 97 122 108 109 109Jumlah program RPJMDyang harus dilaksanakantahun berkenaan Buah 76 76 109 109 109 109
Penjabaran Program
RPJMD ke dalam RKPD

Persen 101,32 127,63 111,9 99,1 100 100

Sumber: Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015,2016
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Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalamRKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebihumum diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif.Untuk itu semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebihbersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequence antar RKPD.Oleh karena itu dengan hanya melihat jumlah program yang ada di dalamRKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD belum dapat secarasubstansial dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, karenabentuk program di RKPD lebih operasinal, maka tentunya jumlahnya bisalebih banyak, mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalamjangka waktu yang lebih panjang, sedangkan merencanakan RKPD untuktahun depan sudah lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.Jumlah program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD belummemiliki perbedaan yang signifikan. Jarak perbedaan jumlah programdalam RPJMD sangat dekat dengan jumlah program dalam RKPD. Melihatfakta dan data tersebut dapat disimpulkan beberapa asumsi yaitu; pertamakecakapan dalam mendetailkan program dari RPJMD ke dalam RKPD perluditingkatkatkan; kedua kemungkinan rumusan program dalam RPJMDsudah sangat operasional sehingga tidak dapat diturunkan ke dalam namaprogram yang lebih spesifik, sehingga nama program di RPJMD samadengan nama program di RKPD.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaSumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponenpenting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatudaerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenagakerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomianwilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayahtersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatanekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja(bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai Angka PartisipasiAngkatan Kerja.
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Tabel 2.120
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 AngkatanKerja 15Tahun keatas

jiwa 213.686 166.406 187.205 145.850 188.555 -3,08
2 JumlahPendudukUsia 15tahun keatas

Jiwa 357.399 328.737 320.121 323.255 347.403 -0,71
3 Angka

Partisipasi
Angkatan
Kerja

% 59,78 50,62 58,48 45,12 54,28 -2,39

Sumber : Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun, 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2012-2016): dengan Hasil Olahan, 2016.Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkanperbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahunn ke atasyang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas).Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring adanyadinamika penduduk. Selama rentang tahun 2011-2015, angka partisipasiangkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif denganpertumbuhan rata-rata sebesar -2,39%/tahun. Pada tahun 2011, angkapartisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar 59,78%,sedangkan pada tahun 2015, angka ini menurun hingga menjadi 54,28%.Semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebutmenunjukkan bahwa semakin kecil proporsi penduduk usia kerja yangsedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlahpengangguran di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.70
Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016
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2. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per TahunHubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuahsimbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkanapabila kerjsama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu,berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antarapengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak,perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerjaakan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.Dalam indikator Permendagri No.54 Tahun 2010, angka sengketapengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yangterjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada. Selama tahun2011-2015, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakartamenunjukkan tren menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -4,30%/tahun. Pada tahun 2011, jumlah sengketa antara pengusaha danpekerja mencapai 37 kasus, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, jumlahsengketa mencapai 60 dan 56 kasus. Meskipun demikian, pada tahun 2014dan 2015 jumlah sengketa kembali menurun menjadi 35 dan 36 kasus.
Tabel 2.121

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah sengketapengusaha pekerja kasus 37 60 56 35 36 -0,68

2 Jumlah Perusahaan unit 1.211 1.256 1.300 1.341 1.405 3,78
3 Angka Sengketa

Pengusaha-Pekerja
30,55 47,77 43,08 26,10 25,62 -4,30

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2014, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.Penurunan angka sengketa merupakan sebuah pertanda baikkhususnya untuk dinamika perekonomian di Kota Yogyakarta. Turunnyaangka sengketa mengindikasikan bahwa komunikasi dan kebijakan yangditerapkan di dalam perusahaan mampu mengakomodasi kepentinganantara pengusaha dan juga pekerja. Selain itu, rendahhnya angka sengketajuga mencerminkan bahwa kegiatan industri yang ada cukup kondusif danmampu menjadi nilai plus bagi para investor yang ingin menanamkanmodalnya di Kota Yogyakarta.

3. Pencari Kerja yang DitempatkanIndikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandinganantara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari
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kerja yang mendaftar. Dari tahun 2011 hingga tahun 2015, persentasepencari kerja yang ditempatkan selalu menunjukkan kenaikan denganpertumbuhan rata-rata sebesar 42,2%/tahun. Namun, apabila dilihat daribesaran jumlah pencari kerja yang mendaftar dan juga pencari kerja yangditempatkan, pada tahun 2015 keduanya mengalami penurunan jumlahdibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2011, jumlah pencari kerja yangmendaftar adalah sebanyak 8.437, sedangkan untuk jumlah pencari kerjayang ditempatkan hanya sebesar 26,8% atau sebesar 2.259 jiwa. Jumlahdan persentase tersebut mengalami penurunan di tahun 2015. Pada tahuntersebut, jumlah pencari kerja yang mendaftar sebesar 1.866 dan jumlahpencari kerja yang ditempatkan berjumlah lebih besar dibanding yangmendaftar, yaitu sebesar 2.044 atau 109,54%.
Tabel 2.122

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah pencari kerja yangditempatkan jiwa 2.259 2.306 2.593 1.592 2.044 -2,472 Pencari kerja yangmendaftar jiwa 8.437 3.422 4.950 1.849 1.866 -31,42

3 Pencari kerja yang
ditempatkan % 26,8 67,4 52,4 86,1 109,54 42,22

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2014, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.Ketidaksesuaian antara jumlah pendaftar kerja dengan jumlahpencari kerja yang ditempatkan, dimana pencari kerja yang ditempatkanlebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftaradalah akibat dari penduduk yang mencari kerja tidak seluruhnya mencarikartu kuning. Sedangkan tenaga kerja yang mendaftar tersebut didata daripenduduk yang mencari kartu kuning. Oleh karenanya, jumlah pencarikerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencarikerja yang mendaftar, padahal lazimnya jumlah pencari kerja yangmendaftar adalah lebih besar atau sama dengan jumlah pencari kerja yangditempatkan
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Gambar 2.71
Grafik Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

4. Tingkat Pengangguran TerbukaJumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlahpencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnyapengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkanterbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensitenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasukdalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidakbekerja.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlahorang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.
Tabel 2.123

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlahpengangguranterbuka jiwa 18.241 17.217 16.097 13.137 10.879 -12,12

2 Jumlahpendudukangkatan kerja jiwa 213.686 166.406 187.205 145.850 188.555 -3,08
3

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

% 8,53 10,34 8,59 9,01 5,77 -9,33

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2012-2014): dengan Hasil Olahan, 2016.Selama tahun 2011-2015, tingkat pengangguran terbuka di KotaYogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun.Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakartaadalah sebesar -9,33%. Pada tahun 2011, TPT di Kota Yogyakarta adalahsebesar 8,53% dan menurun menjadi 5,77% pada tahun 2015. Apabila
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dilihat dari  jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerjayang ada pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relatif lebihrendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkatpengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang

lebih baik.
Gambar 2.72

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

5. Keselamatan dan PerlindunganSalah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalahdengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja.Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa amandan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerja tersebutmerupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yangmelindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar daribahaya akibat kecelakaan kerja.Selama tahun 2011-2015, persentase keselamatan dan perlindunganyang diterapkan oleh perusahaan mengalami pertumbuhan positif yaitu6,35%/tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan bertambahnyajumlah perusahaan yang juga diiringi oleh bertambahnya jumlahperusahaan yang menerapkan K3. Pada tahun 2011, tercatat ada 898 unitperusahaan yang menerapkan K3 atau sekitar 74,15% dari totalperusahaan sebayak 1.211 unit. Sedangkan pada tahun 2015, dari totalperusahaan sebanyak 1.405 unit, sebanyak 1.333 unit perusahaan sudahmenerapkan K3 atau setara dengan 94,88% dari total perusahaan.
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Tabel 2.124
Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah perusahaan yangmenerapkan K3 unit 898 1.016 1.000 1.197 1.333 10,382 Jumlah perusahaan unit 1.211 1.256 1.300 1.341 1.405 3,78

3 Keselamatan dan
Perlindungan

% 74,15 80,89 84,62 89,26 94,88 6,35

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015, 2016: dengan Hasil
Olahan, 2016.Secara umum, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 memilikipertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan totalperusahaan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyakperusahaan yang pada tahun 2011 belum menerapkan K3 kemudian padatahun-tahun selanjutnya sudah mulai menerapkan K3. Pemberianpemahaman mengenai pentingnya penerapan K3 bagi perusahaan, pekerja,dan lingkungan oleh dinas terkait kepada perusahaan turut membantumeningkatkan persentase perusahaan yang menerapkan K3 sehingga akantercipta perlindungan kerja.

6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah
DaerahPerselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakanpemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimumkota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yangdapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkankearifan dari keduanya. Secara umum, perselesaian buruh dan pengusahadi Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2014 dapat seluruhnya terselesaikandengan baik. Meskipun demikian, pada tahun 2015, terdapat satu dari duakasus yang belum terselesaikan. Kasus tersebut terkait dengan THR yangtidak diberikan pengusaha kepada buruh.

Tabel 2.125
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah penyelesaianperselisihan kasus 2 2 2 1 12 Jumlah kejadian perselisihan kasus 2 2 2 1 2

3 Penyelesaian perselisihan
buruh dan pengusaha

% 100 100 100 100 50 -15,91

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015: dengan Hasil Olahan.
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B. Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga PemerintahanIndikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentasepartisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahuipersentase partisispasi perempuan di lembaga pemerintahan adalahdengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di lembagapemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerjaperempuan di lembaga pemerintahan di dapat dari BKD, dan jumlahseluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari BKD sertaDinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut ini merupakan datapresentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di KotaYogyakarta Tahun 2010-2015
Tabel 2.126

Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. PekerjaPerempuandi LembagaPemerintah

jiwa 4.547 4.452 4.267 4.152 4.178 4.145 -1,82
2. JumlahPekerjaPerempuan Jiwa 33.994 21.430 40.267 40.152 22.275 23.162 2,02
3. PersentasePartisipasiPerempuandi LembagaPemerintah

Persen 13,38 20,77 10,60 10,34 18,76 17,90 16,14
Sumber :

1) Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, 2015
4) LPPD Kota Yogyakarta 2010-2014
5) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015bersifat fluktuatif. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah KotaYogyakarta, jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahanmengalami penurunan dari 4.547 jiwa di tahun 2010, menjadi 4.145 jiwa ditahun 2015. Namun, persentasenya meningkat dari 13,38% tahun 2010,menjadi 17,90% di tahun 2015, karena jumlah seluruh pekerja perempuanyang juga mengalami penurunan sebesar kurang lebih sepuluh ribu jiwa.Menurut Badan Kepegawaian Daerah, dari dua periode penerimaanCPNS terakhir, didominasi oleh CPNS perempuan yang diterima. Namun
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apabila dibandingkan dengan jumlah persentase pekerja perempuanseluruhnya di Kota Yogyakarta, persentase perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah. Melihat kemungkinanyang akan terjadi di masa mendatang, dikabarkan akan ada penerimaanCPNS dari bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga diprediksikan pulaakan ada lebih banyak pekerja perempuan di lembaga pemerintah.

Gambar 2.73
Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga SwastaPada indikator ini dihitung persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besarpersentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta danperbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta.Data yang digunakan pada indikator ini merupakan data yang berasal dariDinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan data jumlahseluruh pekerja perempuan di Kota Yogyakarta merupakan data yangdidapat dari penjumlahan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah danPekerja Perempuan di Lembaga Swasta. Berikut adalah tabel persentasepartisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.
Tabel 2.127

Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No Indikator Satua
n 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata
(%Tahun)1. PekerjaPerempuan diLembagaPemerintah

jiwa 29.447 16.978 36.000 36.000 18.097 19.017 5,01
2. Jumlah PekerjaPerempuan Jiwa 33.994 21.430 40.267 40.152 22.275 23.162 2,02
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No Indikator Satua
n 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata
(%Tahun)

3. Persentase
Partisipasi
Perempuan di
Lembaga
Pemerintah

Perse
n

86,62 79,23 89,40 89,66 81,24 82,10 -0,75

Sumber :
1) Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
3) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 bersifatfluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalamipenurunan dari 29.447 jiwa di tahun 2010, menjadi 19.017 jiwa di tahun2015. Begitu pula dengan persentasenya yang mengalami penurunan, dari86,62% di tahun 2010, menjadi 82,10% di tahun 2015. Meskipun padakurun waktu enam tahun terakhir persentase pekerja perempuanmengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan data tahun2014, jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalamipeningkatan, begitu juga dengan persentasenya. Hal tersebutmengindikasikan makin terbuka luasnya kesempatan bekerja bagiperempuan di ranah lembaga swasta dibandingkan tahun 2014. Haltersebut juga dapat dianggap sebagai kondisi yang baik dimana perempuansudah mendapat kesetaraan dalam bidang ekonomi.

Gambar 2.74
Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Rasio KDRTMenurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah
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setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibattimbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukanperbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihatseberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumahtangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015,
Tabel 2.128

Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikat
or Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%Tahun)1. JumlahKDRT jiwa 150 142 265 691 642 626 46,492. JumlahRumahTangga(KK)

Jiwa 134.234 129.853 129.439 124.744 128.843 129.092 -0,75
3. RasioKDRT Persen 0,11 0,11 0,20 0,55 0,50 0,48 28,58
Sumber : Seksi Perlindungan Kelompok Rentan (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016))Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu 2010-2015 kondisi yang tidak membaik, yaitu rasio KDRTmeningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, ditemukan 150 kasus KDRT.Jumlah kasus ini semakin meningkat hingga mencapai 626 kasus di tahun2015. Rendahnya kasus KDRT di tahun 2010-2012 bukan berarti memanghanya terjadi sedikit kasus KDRT, namun disebabkan karena masyarakatbelum berani melaporkan adanya tindakan KDRT atau ketidaktahuanharus melaporkan kemana. Meningkatnya kasus KDRT pada tahun 2013,terdapat peningkatan yang cukup besar, hal ini menandakan makinsadarnya korban KDRT untuk melaporkan kasus KDRT. Pada kurun waktu2013-2015 terjadi penurunan rasio KDRT hal tersebut mengindikasikanadanya kondisi yang sedikit demi sedikit membaik dengan berkurangnyakasus KDRT.
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Gambar 2.75
Grafik Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktordiantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnyaekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3)laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4)pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidikistri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehinggaterjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.
4. Partisipasi Angkatan Kerja PerempuanIndikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentasepartisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerjaperempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerjaperempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasiangkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah pendudukperempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap totalpenduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerjaperempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktifmelakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasiangkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta tahun 2010-2015.

Tabel 2.129
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Partisipasiangkatan kerjaperempuan Persen 58,89 57,88 57,89 57,94 63,37 3,16

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
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Berdasarkan data di atas, partisipasi angkatan kerja perempuan diKota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2014 cenderung mengalamipeningkatan. Pada tahun 2012, partisipasi angkatan kerja perempuanmencapai 57,88%. Kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi63,37% pada tahun 2015. Artinya, terdapat lebih dari setengah jumlahperempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatanekonomi. Sumber penghasilan keluarga tidak hanya dari suami, namun istrijuga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain bisa menambahpenghasilan keluarga, beberapa perempuan bekerja untukmengaktualisasikan diri, mengisi kegiatan sehari-sehari atau bersosialisasi,serta untuk menambah wawasan pengetahuan.

Gambar 2.76
Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindakan KekerasanIndikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentasepenyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakkekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnyadengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakanproporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yangterselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindungan perempuan dananak. Berikut ini merupakan data penyelesaian pengaduan perlindunganperempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta tahun20102-2015.
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Tabel 2.130
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah PengaduanTerselesaikan Kasus 150 142 265 691 642 626 46,52. Jumlah Pengaduan Kasus 150 142 265 691 642 626 46,53. Penyelesaianpengaduan persen 100 100 100 100 100 100 0,00

Sumber :
1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, penyelesaian pengaduan perlindunganperempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu 2010-2015 telah terselesaikan semuanya (100%). Kesadaranmasyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus yangdilaporkan semakin banyak. Namun untuk masa yang akan datangdiharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karenahanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurangjumlah kasusnya.

Gambar 2.77
Grafik Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan

Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuranpencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia denganmemperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukurpencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yangsama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan
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ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untukmengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki danperempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.Berikut ini merupakan data IPG di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.
Tabel 2.131

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. IndeksPembangunanGender 97,91 97,92 98,16 98,48 99,27 0,34

Sumber :
1) Badan Pusat Statistik, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyaakrta(2016), IPG baru dihitung sampai tahun 2014, sedangkan setelah itu belumdilakukan perhitungan. IPG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPG di Kota Yogyakartamencapai 82,72 dan mengalami peningkatan menjadi 83,78 pada tahun2014. Jika dibandingkan IPG nasional tahun 2012 yang hanya mencapai68,52, Kota Yogyakarta sudah mampu melampaui IPG nasional. Hal inimengindikasikan persamaan dan kesetaraan gender di Kota Yogyakartasudah semakin tinggi. Beikut ini merupakan grafik peningkatan IPG di KotaYogyakarta.

Gambar 2.78
Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016
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7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukurpersamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupanekonomi, politik dan pengembilan keputusan. IPG dan IDG diharapkanmampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan genderyang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapatdigunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yangberkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkantiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen;perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan danketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut ini merupakan dataIDG Kota Yogyakarta tahun 2010-2012.
Tabel 2.132

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. IndeksPemberdayaanGender 69,85 70,00 70,70 71,75 0,90

Sumber :
1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2015
2) Hasil Olahan, 2015

Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat danPerempuan Kota Yogyakarta, IDG baru dihitung sampai tahun 2013,sedangkan setelah itu belum dilakukan perhitungan. IDG di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan, dapatdilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang bernilai 0,9%. Padatahun 2010, IDG Kota Yogyakarta mencapai 69,85 dan mengalamipeningkatan hingga mencapai 71,75 pada tahun 2013. IDG Kota Yogyakartasudah melebihi capaian IDG nasional yang mencapai 70,5 pada tahun 2013(BPS dalam BAPPENAS, 2014). Artinya, persamaan peranan antaraperempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik danpengambilan keputusan di Kota Yogyakarta semakin tinggi.
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Gambar 2.79
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

Sumber : Hasil Olahan, 2015

C. Ketahanan Pangan

1. Regulasi Ketahanan PanganSelama tahun 2010, Kota Yogyakarta telah memiliki regulasiketahanan pangan. Regulasi ini berupa peraturan walikota yang tediri dariPerwal No.64 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangandan Perwal No.51 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.Peraturan daerah tersebut masih diberlakukan sampai pada tahun 2015.
Tabel 2.133

Regulasi Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015Regluasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016

2. Ketersediaan Pangan UtamaKetersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan rata-rataketersediaan pangan utama mencapai 19,81%/tahun sedangkan untukpertumbuhan rata-rata jumlah ketersediaan pangannya sendiri sebesar17,66%/tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun2015 adalah yang paling besar di antara tahun-tahun sebelumnya denganjumlah hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan ketersediaan panganpada tahun 2014. Pada tahun 2015, ketersediaan pangan utama KotaYogyakarta mencapai 142,24 kg/jiwa, sedangkan pada tahun 2014,ketersediaan pangan utama adalah sebesar 57,72 kg/jiwa.
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Ketersediaan pangan yang ada di Kota Yogyakarta berasal daridaerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayahKota Yogyakarta. Di samping hal tersebut, perhitungan ketersediaanpangan di kota Yogyakarta didapat dari akumulasi cadangan pangan ketikabencana terjadiPerkembangan positif ketersediaan panagn utama di KotaYogyakarta ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan panganutama dapat tercukupi dengan baik.
Tabel 2.134

Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%/tahun)

1 Rata-ratajumlahketersediaanpanganutama kg 30.603.000 22.603.000 25.882.000 23.892.000 58.656.000 17,66
2 JumlahPenduduk jiwa 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -1,79
3

Ketersediaa
n Pangan
Utama

kg/
jiwa 69,53 52,86 63,65 57,72 143,24 19,81

Sumber :
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil
Olahan, 2016.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

D. PertanahanTerdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakniindikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaiankasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusanpertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul danatau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.
1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas WilayahSesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, formula yangdigunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikatadalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlahpenduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formula tersebut dirasameragukan dengan bilangan pembanding adalah jumlah penduduk,sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentase luas lahanbersertifikat terhadap luas wilayah.
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Tabel 2.135
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun

2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbu
han Rata-

rata
(% /

Tahun)1. Luas lahanbersertifikat Ha 1.342,63 1.386,52 1.418,46 1.472,67 1.577,60 1.646,22 4,162. Luas Wilayah Ha 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250 -3. Persentaseluas lahanbersertifikatterhadap luaswilayah
% 41,31 42,66 43,64 45,31 48,54 50,65 4,16

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil OlahanIndikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat diKota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun2015. Tercatat seluas 1.342,63 hektar lahan bersertifikat di tahun 2010kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 1.645,22 lahan bersertifikatdengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,16%. Peningkatan juga terlihatdari persentase luas lahan bersertifikat terjadap luas wilayah, yakni41,31% pada tahun 2010 meningkat menjadi 50,65% pada tahun 2015dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,16% per tahun.

Gambar 2.80

Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Penyelesaian Kasus TanahFormula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasustanah adalah dengan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikandengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.
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Tabel 2.136
Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah kasusyang diselesaikan Kasus 20 29 36 8 21 9 (14,76)2. Jumlah kasusyang terdaftar Kasus 21 33 38 16 22 16 (5,29)

3. Penyelesaian
kasus sengketa
tanah

% 95,24 87,88 94,74 50,00 95,45 56,25 (10,00)

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil OlahanSecara umum, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di KotaYogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun,dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -10% per tahun. Dalam kurunwaktu yang sama (tahun 2010 hingga tahun 2015), tidak ada kasus yangdapat terselesaikan seluruhnya (100%), bahkan pada tahun 2013 hanya50% kasus tanah negara saja yang dapat terselesaikan. Kondisi yang samajuga terjadi pada tahun 2015 yang hanya berhasil menyelesaikan 9 kasussengketa tanah dari 16 kasus yang terdaftar. Meskipun demikian, jumlahkasus dari tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki jumlah yang fluktuatifdengan kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata per tahunsebesar -5,29%. Hal tersebut dapat mengindikasikan semakinberkurangnya permasalahan dibidang pertanahan yang sekaligusmengindikasikan adanya peningkatan administrasi pertanahan di KotaYogyakarta.

Gambar 2.81
Grafik Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016
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3. Penyelesaian Izin LokasiFormula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaianizin lokasi adalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi denganbanyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.
Tabel 2.137

Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlah izin lokasi Unit 1 0 1 1 0 12. Permohonan izinlokasi Unit 1 0 1 1 0 13. Penyelesaian izinlokasi % 100 0 100 100 0 100
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat jumlah izinlokasi di tahun 2010 merupakan izin lokasi untuk pembangunanperumahan seluas 13.977 m2 terletak di Jl. Babaran, Kelurahan Pendeyan,Kecamatan Umbulharjo; izin lokasi pada tahun 2012 merupakan izin lokasiuntuk pembangunan kondominium/hotel seluas 12.227 m2 terletak diKelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; sedangkan pada tahun2013 merupakan izin lokasi untuk pembangunan hotel (semulaPurawisata) seluas 24.690 m2 terletak di Jl. Brigjen Katamso, KelurahanKeparakan, Kecamatan Mergangsan. Sedangkan di tahun 2015permohonan izin lokasi dilakukan sebatas untuk mengganti kepemilikantanah gudang susu milik Perusahaan SGM.
E. Lingkungan HidupDalam Lampiran 1 Permendagri disebutkan bahwa terdapat delapanindikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah,persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yangtertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsordan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempatpembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukumlingkungan.Dari kedelapan indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yangmengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengankondisi wilayah Kota Yogyakarta, yaitu misalnya indikator persentase volumesampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang menggantikanindikator persentase penanganan sampah, indikator persentase volume sampah
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yang dikelola secara 3R yang menggantikan data tempat pembuangan sampah (TPS)per satuan penduduk, juga indikator persentase kegiatan pengawasan limbah usahayang menggantikan indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.Adapun selain adanya beberapa indikator yang tidak dapat diisikan, juga terdapatpenggantian indikator yang dikarenakan belum adanya pendataan.
1. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA)Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dariperbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volumeproduksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secaraterperinci mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakahmemiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volumesampah yang diolah. Dengan kesepakatan yang telah dilakukan denganBadan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, untuk menghitung indikatorpersentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta digunakanperbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA denganperkiraan timbulan sampah dikalikan dengan bilangan 100, serta denganpenggantian judul indikator menjadi persentase volume sampah yangterangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Tabel 2.138

Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Volume sampahdibuang ke TPA(sampah yangterangkut)

ton/hari 178 166 180 175 200 179,4 0,16
2. Perkiraantimbulansampah ton/hari 247 253 263 244 259 236,3 (0,88)
3. Persentasevolume sampahyangterangkut keTPA

% 72,06 65,61 68,44 71,72 77,22 75,92 1,05
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil OlahanJumlah timbulan sampah dalam kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2014 memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderunganmeningkat, yakni 247 ton/hari pada tahun 2010 meningkat menjadi 259ton/hari pada tahun 2014. Namun jumlah volume sampah yang dibuang keTPA kembali menurun di tahun 2015 dengan jumlah volume sebesar 179,4ton/hari. Dengan demikian pertumbuhan rata-rata volume sampah yang
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terangkut ke TPA dari tahun 2010 sampai 2015 adalah sebesar 0,16% pertahun. Penurunan jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA ini jugaselaras dengan penurunan jumlah perkiraan timbulan sampah di tahun2015. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta sedikit banyakdipengaruhi oleh jumlah penduduk siang di Kota Yogyakarta yangjumlahnya jauh lebih banyak dari penduduk malam hari. Selain itu sebagaikota pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta jugadiduga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya jumlah timbulansampah.

Gambar 2.82
Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan beberapaupaya pendekatan kepada masyarakat hubungannya dengan penanganansampah di perkotaan. BLH telah melakukan pelatihan kepada sebagianmasyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupukdan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkannantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakinberkurang. TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah, sekarang ini telahdikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antaralain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat), sertamenjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekatdengan permukiman penduduk. Selain itu TPS juga akan disentralkan padasatu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampahterpadu yang bersifat komunal).Berkurangnya jumlah TPS di suatukawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitaslingkungan permukiman tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
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setiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menanganipersampahannya secara lebih baik.
2. Persentase Cakupan Pelayanan Air MinumIndikator persentase cakupan pelayanan air minum di KotaYogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk yang terlayanidengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk terlayani di Kota Yogyakartadalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memilikikecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,26% per tahun.

Tabel 2.139
Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satua
n 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuha
n Rata-rata

(% / Tahun)1. Jumlahpendudukterlayani Jiwa 185.190 182.622 182.094 182.556 182.292 182.778 (0,26)
2. Jumlahpendudukwilayahpelayanan

Jiwa 388.088 390.553 392.330 394.879 400.467 412.704 1,24
3. Persentasecakupanpelayananair minum

% 47,72 46,76 46,41 46,23 45,52 44,29 (1,48)
Sumber : Kinerja PDAM, PDAM Tirtamarta, Tahun 2012-2015 dengan Hasil Olahan

Menurunnya jumlah penduduk terlayani berbanding lurus denganpersentase cakupan pelayanan air minum yang juga memiliki nilai dengankecenderungan menurun hingga -1,48% per tahun dalam kurun waktuyang sama (tahun 2010 hingga tahun 2015). Penurunan ini didugadipengaruhi oleh banyaknya sumur komunal yang dibangun oleh DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dalam beberapatahun terakhir, selain itu juga banyaknya penduduk yang lebih banyakmemilih untuk menggunakan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhansehari-hari.
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Gambar 2.83
Grafik Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku MutuPencemaran status mutu air didapatkan dari perbandingan antarajumlah kawasan permukiman atau industri dengan sumber mata air yangdipantau mutu airnya dibagi dengan jumlah kawasan permukiman atauindustri dan sumber mata air dikalikan dengan bilangan 100. Datapembentuk indikator ini sendiri belum pernah dilakukan oleh PemerintahKota Yogyakarta, baik oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayahmaupun Badan Lingkungan Hidup. Indikator pencemaran status mutu airini digantikan dengan indikator persentase kualitas air sungai yang sesuaibaku mutu.
Tabel 2.140

Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 20151. Parameter yang memenuhi baku mutu 71 72 74 75 722. Jumlah sampel parameter 100 100 100 135 1353. Persentase peningkatan kualitas airsungai sesuai baku mutu % 71 72 74 55,5 55,33
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta,

Tahun 2015Indikator persentase kualitas air sungai diukur dengan carapemeriksaan laboratorium terhadap tiga parameter yakni BOD, COD, danDO, masing-masing pada lima titik lokasi pengambilan sampel pada tigasungai di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Sungai Code, Winongo, danGajahwong. Di tahun 2015, diketahui bahwa terdapat 72 sampel parameteryang hasil pengukurannya berada pada ambang batas baku mutu dari 135jumlah sampel parameter kunci penentu, atau sebesar 55,33%. Terjadi
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penurunan persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu, yangberarti terjadi peningkatan beban pencemaran air sungai, hal tersebutdisebabkan karena masih banyak limbah padat rumah tangga maupunlimbah cair industri yang dibuang ke sungai tanpa melalui prosespengolahan limbah terlebih dahulu.
4. Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan LuasnyaFormula yang digunakan untuk menghitung cakupan penghijauanwilayah rawan longsor dan sumber mata air sesuai dengan Lampiran 1Permendagri 54/2010 adalah dengan perbandingan antara jumlahpenghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan jumlahseluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air dikalikan denganbilangan 100. Indikator cakupan penghijauan wilayah longsor dan sumbermata air ini seharusnya diaplikasikan untuk kabupaten, tidak relevanapabila digunakan untuk lingkup Kota Yogyakarta, sehingga indikator initidak dapat dihitung.Tidak didapatkan data dan informasi mengenai indikator cakupanpenghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Data yangbersumber dari Badan Lingkungan Hidup ini hanya sebatas jumlah tamanyang dibangun di bantaran sungai, beserta dengan perkiraan luas tamantersebut. Taman-taman tersebut dibangun di tepian sungai, selain untukmenambah ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh penduduk KotaYogyakarta sebagai sarana rekreasi, juga untuk melindungi daerah tepiansungai dari pembangunan yang tidak diharapkan, seperti permukiman liar.Tidak ada daerah rawan longsor maupun daerah tepian sungai yang rawanlongsor di Kota Yogyakarta. Beberapa sungai yang ada mempunyai potensimembawa  banjir lahar dingin bila musim penghujan tiba.

Tabel 2.141
Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No. Indikator Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlah taman dibantaran sungai Unit 6 10 11 12 12 122. Perkiraan luastaman PinggirSungai m2 300 500 550 640 640 640
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016Hingga tahun 2015, terdapat 12 taman di bantaran sungai yangdibangun melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta denganperkiraan luasan taman sebesar 640 m2. Keterbatasan ketersediaan lahanmenjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak adanya perkembangan
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jumlah ataupun luas taman khususnya di bantaran sungai di KotaYogyakarta. Meskipun demikian Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakartaterus melakukan perbaikan, dari segi penghijauan dengan berbagai usahasalah satunya dengan meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilokasi-lokasi lainnya.Selain diketahui jumlah data taman yang dibangun di bantaransungai, menurut Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwaterdapat lima unit taman yang dibuat bekerjasama dengan FKWA (ForumKomunikasi Winongo Asri), yakni di Kricak (berupa jembatan dan ruangterbuka hijau); Pringgokusuman (berupa ruang terbuka hijau); Serangan,Notoprajan (berupa ruang terbuka hijau, pergola, flying fox, dan tamankuliner); Badran (berupa ruang terbuka hijau, kolam renang, gazebo), sertaDukuh (Gedongkiwo) yang berupa ruang terbuka hijau. Selain itu jugadidapatkan data mengenai jumlah mata air yang terdapat di KotaYogyakarta, antara lain tujuh buah mata air yang terdapat di SungaiWinongo (yang telah dikelola 3 buah mata air); 22 mata air di Sungai GajahWong (yang telah dikelola 4 buah mata air); dan beberapa mata air diSungai Code.
5. Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah UsahaCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dihitung denganformula jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi dibagi denganjumlah seluruh perusahaan wajib Amdal dikalikan dengan bilangan 100.Sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak Badan LingkunganHidup, indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal diKota Yogyakarta ini diganti menjadi Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha.

Tabel 2.142
Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah perusahaanyang diawasi dalampengelolaanlingkungan(realisasi)

Unit 23 26 37 31 61 46 14,87
2. Jumlah perusahaanyang diawasi dalampengelolaanlingkungan (target)

Unit 100 75 75 100 100 100 -
3. Kegiatanpengawasan limbahusaha % 23,00 34,67 49,33 31,00 61,00 46 14,87

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2015, dengan Hasil Pengolahan
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Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kegiatanpengawasan limbah usaha adalah dengan perbandingan antara realisasijumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan dengantarget jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungandikalikan dengan bilangan 100. Persentase kegiatan pengawasan limbah diKota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni23% pada tahun 2010 meningkat menjadi 46% pada tahun 2015. Meskipundemikian nilai ini cenderung menurun apabila melihat dari jumlahperusahaan yang diawasi di tahun sebelumnya (tahun 2014) dengan targetyang sama.

Gambar 2.84
Grafik Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Pertumbuhan rata-rata yang ditunjukkan oleh indikator kegiatanpengawasan limbah usaha pada tahun 2010 hingga tahun 2015 adalahsebesar 14,87% per tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwakesadaran perusahaan untuk mengelola limbah dalam usaha menjaga(mengelola) lingkungan terus meningkat, atau dengan kata lainmenunjukkan tingkat kesadaran pengelola perusahaan akan pentingnyamenjaga kualitas lingkungan sudah semakin baik.
6. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3RIndikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telahdisusuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju padasistem zero waste. Indikator persentase volume sampah yang dikelolasecara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume
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sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulansampah kota dikalikan dengan bilangan 100.
Tabel 2.143

Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2011 201
2

201
3

201
4 2015

Pertumbuh
an Rata-

rata
(% /

Tahun)1. Volume sampahyang diolah/dimanfaatkankembali
ton/hari 74 70 57 54 52,17 (8,37)

2. Volume timbulansampah ton/hari 253 263 244 259 236,3 (1,69)3. Persentase volumesampah yangdikelola secara 3R % 29,25 26,62 23,36 20,85 22,078 (6,79)
Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016
dengan Hasil OlahanVolume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali didapatkandari pengurangan volume timbulan sampah dengan volume sampah yangdibuang ke TPA serta volume sampah yang tidak terbuang dan tidaktermanfaatkan kembali, sehingga mendapatkan hasil dengankecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun2015, yakni 74 ton/hari turun menjadi 52,17 ton/hari, atau denganpertumbuhan rata-rata sebesar -8,37% per tahun. Hal tersebut berbandinglurus dengan persentase persentase fasilitas volume sampah yang dikelolasecara 3R di perkotaan dimana nilai yang ditunjukkan juga memilikikecenderungan menurun, yakni 28,25% tahun 2011 menjadi 22,078%tahun 2015.

Gambar 2.85
Grafik Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016
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Secara umum, jumlah TPS sendiri semakin berkurang karenakebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerapkan 3R (Reduce,Reuse, Recycle). Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organikmenjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehinggadiharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakinberkurang. Di Kota Yogyakarta terdapat pula kelompok bank sampah yangdalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 memiliki pertumbuhanrata-rata yang terbilang sangat tinggi, yakni sebesar 127,95%.
Tabel 2.144

Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No. Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahkelompokbanksampah

Kelompok 15 61 136 315 405 127,95
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil OlahanDi tahun 2011 terdapat 15 kelompok bank sampah di wilayah KotaYogyakarta, dimana semakin tahun antusiasme penduduk semakinmeningkat yang berimbas pada peningkatan kelompok bank sampah yangsangat tinggi. Bahkan pada tahun 2015 terdapat 405 kelompok banksampah di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu TPS akan disentralkan padasatu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampahterpadu yang bersifat komunal). Berkurangnya jumlah TPS di suatukawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitaslingkungan permukiman tersebut. Selain itu pengelolaan sampah secarakelompok (bank sampah) juga mulai dimanfaatkan sebagai usaha kreatifyang bernilai ekonomi, sehingga dapat  bermanfaat bagi keberlangsunganbank sampah dan masyarakat di wilayah itu sendiri.

7. Penegakan Hukum LingkunganPenegakan hukum lingkungan dihitung dengan menggunakanperbandingan antara jumlah kasus lingkungan yang diselesaikanpemerintah kota dengan jumlah kasus lingkungan yang ada dikalikandengan bilangan 100. Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015,jumlah kasus lingkungan yang ada semuanya dapat diselesaikan, dengankata lain penegakan hukum lingkungan di Kota Yogyakarta dapatseluruhnya terselesaikan (100%). Jumlah kasus lingkungan yang terjadi diKota Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun, yakni sebanyak 16kasus pada tahun 2010 menurun menjadi empat kasus pada tahun 2015.
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Tabel 2.145
Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satua
n 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)1. Jumlah kasuslingkungan yangdiselesaikan Kasus 16 10 15 3 6 4 (24,21)
2. Jumlah kasuslingkungan yangada Kasus 16 10 15 3 6 4 (24,21)
3. Penegakan hukumlingkungan % 100 100 100 100 100 100 -

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil OlahanBadan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus berupayameningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan dan dampakpencemaran lingkungan, agar masyarakat lebih peduli akan lingkungan disekitarnya, dan segera melakukan laporan atau pengaduan apabila terjadipencemaran lingkungan di wilayahnya. Disamping itu juga senantiasadilakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait dugaanpencemaran, agar penanganan pencemaran dapat diselesaikan secepatmungkin.

Gambar 2.86
Grafik Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2015Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan,yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah,penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi.Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalamipenyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisiwilayah Kota Yogyakarta.
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F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan PendudukKartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTPadalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadapjumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan ataupernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di KotaYogyakarta.
Tabel 2.146

Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per-
tumbuhan
Rata-Rata
(%Tahun)1. Pendudukber-KTP Jiwa 330.364 319.444 309.060 294.863 301.035 298.204 -2,002. Jumlahpendudukwajib KTP(>17 danatau pernah/sudahmenikah)

Jiwa 348.190 332.756 321.595 301.078 307.279 299.191 -2,95
3. KepemilikanKTP Persen 94,88 96,00 96,10 97,85 98,00 99,67 0,99

Sumber :
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

Dapat dilihat pada data di atas, kepemilikan KTP di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2010-2015 cenderung menunjukkan peningkatan.Pada tahun 2010, persentase kepemilikan KTP hanya 94,88%, kemudianmengalami peningkatan hingga mencapai 99,67% pada tahun 2015.Penyebab meningkatnya jumlah kepemilikan KTP disebabkan olehmeningkatnya kesadaran masyarakat tentang tertib wajib KTP, sertaadanya kemudahan sistem dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Yogyakarta untuk pelayanan wajib KTP, seperti jemput bola danmobile E-KTP.
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Gambar 2.87
Grafik Kepemilikan KTP  di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

2. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 PendudukKepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telahdicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanyapenting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaatmemiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayananpublik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan suratketerangan diri penduduk. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 pendudukadalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiranterhadap jumlah penduduk. Berikut merupakan data kepemilikan aktekelahiran per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.147

Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpendudukyangmemilikiaktekelahiran

Jiwa 317.640 308.800 301.959 289.216 289775 257.977
-4,00

2. Jumlahpenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,173. Kepemilikan AktaKelahiranper 1000penduduk Persen 69,40 70,16 70,62 71,12 70,00 63,00 -1,82
Sumber :
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015
2) Hasil Olahan, 2015
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Berdasarkan data di atas, kepemilikan akte kelahiran per 1000penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderungmenunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan menurun. Pada tahun2010, kepemilikan akta kelahiran sebesar 69.40%, kemudian mengalamipeningkatan dan penurunan di tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai63,00% pada tahun 2015.

Gambar 2.88
Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2014
Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Rasio Pasangan Berakte NikahAkte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakuioleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalamadministrasi dan identifikasi kependudukan Rasio pasangan berakte nikahdihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikahdengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dati DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui bahwa bahwaseluruh pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakte nikah.
Tabel 2.148

Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpasangan nikahberakte nikah Jiwa 206.575 201.825 196.364 186.793 189.448 189.042 -1,73

2. Jumlahkeseluruhanpasangan nikah Jiwa 206.575 201.825 196.364 186.793 189.448 189.042 -1,73
3. Rasio PasanganBerakte Nikah Persen 100 100 100 100 100 100 0,00

Sumber :
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2015
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Gambar 2.89
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala KotaIndikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Yogyakartamemiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenaiketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasidari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta sudah tersedia. Database kependudukan di Kota Yogyakartadilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, databasekependudukan di Kota Yogyakarta dapat dilihat secara berkala dan dapatdiakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara onlineterpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.
Tabel 2.149

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Ketersediaandatabasekependudukanskala kota
Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIKKartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memilikispesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khususyang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansipelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakartatelah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.
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Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakanmulai tahun 2009.
Tabel 2.150

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Penerapan KTPNasionalBerbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Jumlah LPMKLembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembagakemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakatyang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasimasyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalianpembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari,oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.Mengingat lembaga ini merupakan inisatif masyarakat, maka bersifatmengakar secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat.Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budayabaik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng, tidak jauhberbeda dengan LSM. Untuk itulah maka lembaga ini juga memiliki tingkatkepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yangdihadapi oleh masyarakat lokal. Perbedaan dengan LSM adalah lembaga inikemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerak pembangunansecara struktural dengan organisasi kelurahan. Dengan demikian LPMmenjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuahprogram pembangunan di kelurahan.Indikator jumlah kelompok binaan Lembaga PemberdayaanMasyarakat ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompokbinaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaanyang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM.Tetapi data yang diperoleh hanya menunjukkan jumlah LPMK di KotaYogyakarta. LPMK pada umumnya memiliki fungsi koordinatif denganPemda dan tidak memiliki kelompok binaan.
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Tabel 2.151
Jumlah LPMK di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. JumlahLPMK kelompok 45 45 45 45 45 45
Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015, 2016Berdasarkan data di atas, seluruh kelurahan di Kota Yogyakartamemiliki LPMK. Salah satu fungsi LPMK adalah mengelola dana hibah yangdiberikan oleh Pemda seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakat danPerempuan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk memajukan kelurahan.LPMK hendaknya menjadi mitra yang efektif dalam pembangunan. Mulaidari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat menjadikontributor yang efektif. Untuk itulah pemerintah yang mampumemfungsikan LPMK ini akan mencapai tujuan pembangunan sampai ketingkat masyarakat yang paling bawah. Koordinasi yang intensif perludilakukan di tingkat kelurahan, agar optimalisasi peran LPMK menjadilebih nyata kiprahnya dalam pembangunan.

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKKPKK atau yang biasa dikenal sebaga Pembinaan KesejahteraanKeluarga merupakan wadah  kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuanuntuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkankeluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKKadalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dankeseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sertamamu berperan dalam masyarakat berdasarkan pancasila dan UUD 1945.Dalam rangka mewujudkan kesejehtaraan keluarga, PKK memiliki 10program pokok PKK. Dalam geraknya PKK berorientasi kepada 10 programpokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitas dankreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karyadan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuanyang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan wargadalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkatkampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadahkoordinasi strategis yang menyambungkan program-program KotaYogyakarta hingga menyentuh ke masyarakat terbawah.Data kelompok binaan PKK yang tersedia adalah data jumlahkelompok Dasawisma yang notabene merupakan kelompok binaan PKK.Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah PKK di Kota Yogyakarta
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cukup banyak meskipun terjadi penurunan rata-rata sebesar 0,16 persenper tahun. Sementara untuk data kelompok binaan PKK juga mengalamipenurunan rata-rata sebesar 6,47 persen per tahun. Sehingga hal inimempengaruhi jumla rata-rata kelompok binaan yang juga mengalamipenurunan rata-rata sebesar 6,35 persen per tahun. Penurunan jumlah tiaptahunnya menunjukkan ada beberapa dasawisma ataupun PKK yangbergabung menyesuaikan dengan RT maupun RW di lingkungannya.
Tabel 2.152

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. Jumlah kelompokbinaan PKK (Kel.Dasawisma) Kelompok 7.189 7.212 5.228 5.228 5.146 5.146 -6,47

2. Jumlah PKK Kelompok 3.229 3.229 3.147 3.147 3.143 3204 -0,16
3. Rata-rata binaanPKK 2,23 2,23 1,66 1,66 1,64 1,61 -6,35

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015, 2016Jumlah organisasi PKK didasarkan pada keberadaan kampung, yaituRukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kampung dan kelurahan. Dibawah organisasi PKK ada organisasi kecil yang disebut dasa wisma. Dasawisma yaitu kelompok yang terdiri atas sepuluh wisma (Kepala Keluarga),dengan mengambil peran ibu sebagai anggota dasa wisma. Dasa Wismabertanggung jawab kepada PKK terbawah, sedangkan PKK tersebut dibinasecara terstruktur terkait dengan integral kepada PKK di atasnya.
3. Jumlah LSMLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasinirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secarasukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. LSMbiasanya melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadangberperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.Dilihat dari bentuknya, lembaga ini merupakan inisatif dan bentukandari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budaya di dalamlingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan padaikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggungrenteng. Untuk itulah maka lembaga ini memiliki tingkat kepedulian yangtinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi olehmasyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memilikidaya tanggap yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang. Di bawah
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ini merupakan tabel informasi jumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu 2010 hingga 2015.
Tabel 2.153

Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. Jumlah LSMyang Aktif unit 20 20 19 20 17 17 -3,20

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah LSM di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2010 hingga 2014 mengalami penurunan sebesar 3,98persen per tahun. Penurunan terjadi di tahun 2012 dan tahun 2014.Meskipun angka persentase penurunan relatif kecil akan tetapi perludiperhatikan karena kontribusi dalam pembangunan sekecil apapun itubermakna. Untuk itulah setiap penurunan LSM dalam masyarakat tetapdiperhatikan sebagai sebuah fenomena penting yang segera perluditindaklanjuti.Belum diketahui alasan penurunan jumlah LSM ini, kemungkinanpenurunan jumlah ini dikarenakan LSM bersangkutan belum melakukanperpanjangan surat keterangan terdaftar ke Pemkot Yogyakarta. Bentuktindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemkot adalah dengan bersikappro aktif untuk mendata LSM secara periodik dengan mengirimkanformulir atau menyediakan pelayanan SIM secara on line. Dengan hanyabersikap menunggu adalah kurang bijak. LSM yang merupakankelembagaan yang melekat dengan masyarakat harus dipelihara. Upayatindak lanjut lainnya yaitu memonitor aktivitas LSM dan mendata kegiatanserta prestasi yang dicapai.

Gambar 2.90
Grafik Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sumber: Hasil Olahan, 2016
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LSM sebagai organisasi yang memiliki kekuatan di akar rumput,merupakan wadah efektif untuk menggerakkan masyarakat. Jika Pemkotmemberikan perhatian yang lebih baik tentunya mobilisasi energipembangunan, seperti sumberdaya manusia, bantuan moril dan materiilakan menjadi sangat besar. Dengan memperkuat LSM ini maka akansemakin banyak kampung dan kelurahan yang lebih mandiri dalam banyakaspek.
4. LPMK  BerprestasiAjang kompetisi dan mengooptimalkan daya saing perluditumbuhkan. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, makaperan serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsanganuntuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPMKuntuk mendapatkan LPMK berprestasi merupakan kebijakan yang sangatstartegis untuk meningktakan gerak keaktifan lemabaga-lembaga tersebut.LPMK berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi KantorPemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta untukLPMK yang memiliki prestasi baik. KPMP memiliki sepuluh kriteria dalammenentukan LPMK berprestasi, di antarnya:a. Ketaatan antara realisasi dengan proposal kegiatan,b. Ketaatan volume pekerjaan dengan proposal,c. Besarnya swadaya masyarakat,d. Perencanaan sesuai Musrenbang,e. Ketepatan waktu realisasi pelaksanaan,f. Fokus pelaksanaan,g. Realisasi pelaksanan,h. Ketertiban administrasi,i. Persentase pemegang KMS, danj. Persentase ketaatan membayar pajak PBB.

Tabel 2.154
Jumlah LPM Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. JumlahLPMKBerprestasi kelompok 6 6 6 NA 6 6
2. JumlahLPMK kelompok 45 45 45 45 45 453. PersentaseLPMBerprestasi persen 13 13 13 NA 13 13

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016
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Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2010, 2011, 2012, 2014dan 2015 terdapat enam LPMK yang berprestasi. Pemberian apresiasiLPMK berprestasi ini diharapkan dapat memacu semangat dan motivasiseluruh LPMK di Kota Yogyakarta untuk semakin unggul danmeningkatkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Namun, LPMKberprestasi ini tidak setiap tahun diselenggarakan sehingga terdapatkekosongan data di tahun 2013. Perlu dijaga rutinitas pemilihan LPMKberprestasi sehingga setiap tahun diadakan. Antara pengorbanan alokasianggaran Pemkot untuk pemilihan LPMK berprestasi adalah tidak seberapadibandingkan dengan manfaat merangsang seluruh LPMK untuk bergerak,melakukan inovasi-inovasi di tingkat lokal. Setidaknya LPMK berhasilmempertahankan keaktifan peran serta dalam pembangunan, menjagastabilitas kondisi di tingkat lokal itu sudah merupakan kontribusi yangsangat besar kepada pemerintah. Apalagi dengan seleksi LPMK berprestasiakan mampu mendongkrak semangat peningkatan kualitas kegiatan yangdilakukan secara rutin maupun periodik.
5. PKK AktifPembinan Kesejahteraan Kelurga (PKK) adalah kegiatan sekelompokkaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga.Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakansebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecildilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peranPKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misipemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKKmenjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akarrumput dalam merealisasikan program pembangunan.Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peranserta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah inimenunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiapjenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga kota.Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkankreativas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untukmembantu ekonomi keluarga.
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Tabel 2.155
Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. Jumlah TP PKKKotaYogyakarta kelompok 1 1 1 1 1 1 0

2. Jumlah TP PKKKecamatan SeKotaYogyakarta
kelompok 14 14 14 14 14 14 0

3. Jumlah TP PKKKelurahan SeKotaYogyakarta
kelompok 45 45 45 45 45 45 0

4. Jumlah kel. PKKRW se KotaYogyakarta kelompok 626 626 625 625 627 615 -0,35
5. Jumlah kel. PKKRT kelompok 2.588 2.588 2.507 2.507 2501 2529 -0,46
6. Jumlah kel.Dasawisma kelompok 7.189 7.212 5.228 5.228 5146 5146 -6,47

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015, 2016

Pada tabel tertsebut di atas tampak bahwa organisasi PKK secaraterstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitudasawisma, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKKKota Yogyakarta. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasiantara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur denganinstitusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsurkeluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatanPKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untukmencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhanpemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.
6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatSwadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasildikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan dilingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkantingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangunkelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat menunjukkanbesarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunanlingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, bahwa kecilnya jumlah swadayamasyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantunganmasyarakat terhadap pemerintah.
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Tabel 2.156
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. JumlahSwadayaMasyarakat rupiah 908.491.429 997.989.829 1.046.371.829 1.060.000.694 1.125.343.579 1.207.896.050 5,86

2. Total Program rupiah 3.835.000.000 3.835.000.000 3.835.000.000 3.835.000.000 3.835.000.000 3.835.000.000 0,003. PersentaseSwadayaMasyarakatterhadapProgram
persen 23,69 26,02 27,28 27,64 29,34 31,49 5,86

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016
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Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaandihitung dengan membandingkan jumlah swadaya masyarakat terhadaptotal stimulan yang diberikan kepada 45 LPMK di Kota Yogyakarta yangkemudian dikali 100 persen. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalamkurun waktu 2010 hingga 2014 total swadaya masyarakat mengalamipertumbuhan rata-rata sekitar 5,86 persen per tahun. Dana tersebutmerupakan dana swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun oleh LPMKdi 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta. Sementara total stimulan LPMK di 45Kelurahan merupakan dana hibah yang diberikan oleh KantorPemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk selanjutnyadipergunakan sebagai dana penunjang program pemberdayaanmasyarakat di Kelurahan.Pertumbuhan jumlah swadaya masyarakat dalamkurun waktu 2010 hingga 2014 lebih jelasnya dapat digambarkan melaluigrafik berikut.

Gambar 2.91
Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa sumbangan swadaya masyarakatterhadap program pemberdayaan mengalami tren meningkat. Jika dirata-rata, pertumbuhan rata rata swadaya masyarakat terhadap programpemberdayaan mencapai 5,86 persen per tahun. Pertumbuhan tersebutbukan merupakan sumbangan yang kecil. Mengingat mobilisasi dana,tenaga, pikiran yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk kekuatanbottom up maka perlu mendapatkan apresiasi. Jika pemerintah tanggapterhadap segala bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, makasemangat untuk mandiri akan semakin besar. Untuk itulah diperlukanperhatian dan kemampuan untuk memonitor, membina serta memberikan
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perhatian terhadap kelembagaan sosial menjadi sangat penting danmenjadi pintu strategis untuk meningkatkan inspirasi pembangunan dikalangan bawah.
7. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan MasyarakatIndikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakatkota Yogyakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mencapai 100persen. Angka tersebut dihasilkan dari perbandingan jumlah programpemberdayaan masyarakat dengan monitoring dan evaluasi yangdilakukan untuk program yang bersangkutan pada tahun berkenaan.Berikut adalah data pemeliharaan pasca program perberdayaanmasyarakat kota Yogyakarta tahun 2010 hingga 2015:

Tabel 2.157
Pemeliharaan Pasca Program Pemdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah ProgramPemberdayaan Masyarakatyang Dikembangkan danDipelihara Masyarakat 2 2 2 2 2 2
2. Total Pasca ProgramPemberdayaan Masyarakat 2 2 2 2 2 2
3. Persentase PemeliharaanPasca ProgramPemberdayaan Masyarakat Persen 100 100 100 100 100 100

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016

Program yang ada sesuai dengan program yang ada di KPMP dankecamatan. Program pertama adalah program pemberdayaan danpeningkatan peran serta masyarakat yang diampu oleh KantorPemberdayaan Masyrakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Berdasarkaninformasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan KotaYogyakarta, kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaanmasyarakat dilakukan dengan memberikan dana bantuan kepadamasyarakat yang sifatnya berupa hibah dengan monitoring dan evaluasitahunan. Sedangkan program kedua adalah program pemberdayaanmasyarakat berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh 14 kecamatan yangada di kota Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi tahunan juga dilaksanakandalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan.Bentuk efektivitas penggunaan dana pembangunan melaluipendekatan pemberdayaan masyarakat memang sebaiknya diikuti denganprogram pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketika
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dana diberikan harus disertai dengan proses pendampingan yangmemberikan perhatian dan sikap proaktif dengan rencana-rencanapemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan jangan hanyadinilai dari keterserapan dana, namun hendaknya diikuti denganmonitoring dan konsultasi. Para penerima dana hibah dikumppulkansecara berkala dan diminta untuk memberikan laporan pencapaian hasil,mengkonsultasi kesulitan dan hambatan. Dengan demikian pemakaiananggaran pemberdayaan dapat tepat sasaran.
H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per KeluargaRata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkanperbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dankeluarga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan. Sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dalammasyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atauibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah samping dengan derajat ketiga. Berikut merupakan data rata-ratajumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.158

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah Anak(Pendudukusia di bawah17 tahun)

Anak 127.304 120.699 118.531 11.1797 112.901 110.296 -2,80
2. JumlahKeluarga Keluarga 134.234 129.853 129.439 124.744 128.843 129.092 -0,75
3. Rata-ratajumlah anakper jiwa dalamkeluarga

Anak 1,05 1,08 1,09 1,12 1,14 1,17 2,11
Sumber :
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016
2) Hasil Olahan, 2016Dalam hal ini, digunakan data jumlah penduduk dengan usia dibawah 17 tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaYogyakarta, disebabkan tidak tersedianya data penduduk di bawah 18tahun. Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu
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keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaYogyakarta.Berdasarkan hasil perhitungan data di atas, rata-rata jumlah anakper keluarga di Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2015 cenderungmenunjukkan peningkatan, tapi masih dalam jumlah anak yang sama, yaitusatu anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi (tidak melebihi) targetprogram keluarga berencana dengan jumlah anak tidak lebih dari duaorang.
2. Cakupan Peserta KB AktifPeserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang padasaat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupanpeserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KBaktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Dalam rangka menekan lajupertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melaluiprogram KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkanuntuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadapKB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanyapengendalian jumlah penduduk.  Berikut ini merupakan data cakupanpeserta KB aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.159
Cakupan Peserta KB Aktif di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1 Jumlahpeserta KBaktif Jiwa 35.380 33.697 34.737 34.873 35.901 34.818 0,42

2 JumlahPasanganUsia Subur Jiwa 48.293 46.755 47.399 46.908 47.050 46.213 -0,64
3 Cakupanpeserta KBaktif Persen 73,26 72,07 73,29 74,34 76,3 75,34 1,03

Sumber :
1) Kantor Keluarga Berencana  Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, besaran cakupan peserta KB aktif di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung menunjukkanpeningkatan, namu sayangnya persentase tersebut kembali turun di tahun2015 walalupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2010, cakupan pesertaKB aktif mencapai 73,26%. Kemudian mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya sehingga mencapai 75,34% pada tahun 2015.Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan
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pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut sertadalam program keluarga berencana. Di masa yang akan datang diharapkanjumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlahpenduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomimasyarakat.

Gambar 2.92
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera IMenurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),pengertian Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapatmemenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh kebutuhan asar minimalyaitu dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatanyang sangat dasar. Sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluargayang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam hal spiritual,sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangatmendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.Indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera Iberdasarkan informasi dari Kantor KB Kota Yogyakarta tidak digunakanuntuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsikeluarga menurut BKKBN, diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cintakasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsilingkungan. Berikut ini merupakan data keluarfa pra sejahtera dankeluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.160
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah KeluargaPra Sejahtera danKeluargaSejahtera I Keluarga 28.596 34.770 34.284 43.159 48.121 13,90

2. Jumlah Keluarga Keluarga 90.533 90.167 85.335 82.559 82.933 -2,173. Keluarga PraSejahtera danKeluargaSejahtera I Persen 31,59 38,56 40,18 52,28 58,02 16,41
Sumber :

1) Kantor Keluarga Berencana  Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016Berdasarkan data di atas, keluarga pra sejahtera dan keluargasejahtera I di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderungmengalami peningkatan. Pada tahun 2010, terdapat 31,59% keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Jumlah itu terus meningkat hinggamencapai 58,02% pada tahun 2014, atau terdapat 48.121 keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I.

Gambar 2.93
Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

I. PerhubunganSesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010,terdapat sembilan indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlaharus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlahterminal bis, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujiankelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakaan angkutan umum,
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serta pemasangan rambu-rambu. Dalam urusan perhubungan juga terdapatbeberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telahdisesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, misalnya adalah indikatorangkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringanjalan kota yang menggantikan indikator jumlah arus penumpang umum.
1. Angkutan Umum yang Melewati Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan

untuk Jaringan Jalan KotaIndikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersediajaringan jalan untuk jaringan jalan kota merupakan indikator yang telahditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian StandarPelayanan Minimal Bidang Perhubungan. Indikator tersebut didapatkandari perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada danyang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota denganjumlah angkutan umum yang seharusnya ada dan yang melayani wilayahyang telah tersedia jaringan jalan kota.
Tabel 2.161

Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan
Jalan untuk Jaringan Jalan Kota di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2014

No. Indikator Satuan 2012 2013 20141. Jumlah angkutan umum yangsudah ada yang melayaniwilayah yang telah tersediajaringan jalan kota
Unit 9640 9797 9650

2. Jumlah angkutan umum yangseharusnya ada yang melayaniwilayah yang telah tersediajaringan jalan kota
Unit 9640 9797 9650

3. Persentase angkutan umumyang melayani wilayah yangtelah tersedia jaringan jalanuntuk jaringan jalan kota
% 100 100 100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2014Angkutan umum yang melintasi Kota Yogyakarta diantaranya adalahBis jalur 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19.Namun kini hanya tersisa beberapa jalur  yang aktif beroperasi diantaranya adalah bis jalur 2 (dengan rute Terminal Giwangan – JalanPramuka – Jalan Menteri Supeno – Jalan Kolonel Sugiono – JalanSisingamangaraja – Ring Road Selatan – Jalan Parangtritis – Jalan BrigjendKatamso – Jalan Suryotomo – Abu Bakar Ali – Jalan Suroto – Jalan Cik DiTiro – Lingkar UGM – dan kembali ke rute yang sama); bis jalur 4 (dengan
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rute Terminal Giwangan – Ring Road Selatan – Ngangkruk – Gedong Kuning– Jalan Kusumanegara – Jalan Suryotomo – Jalan Suroto – Lingkar UGM –Jalan C. Simanjuntak – Jalan Jendral Sudirman – Jalan P. Mangkubumi –Jalan Malioboro – Jalan P. Senopati – Jalan Kusumanegara – Gedong Kuning– Ring Road Selatan – Terminal Giwangan); bis jalur 7 (dengan ruteTerminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Perintis Kemerdekaan – JalanGambiran – Jalan veteran – Gedong Kuning – Janti – Jalan Adisucipto – JalanAffandi – Ring Road Utara – Lingkar UGM); bis jalur 12 (dengan ruteTerminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Pandean – Jalan Glagah Sari –Jalan Kusumanegara – Sultan Agung – Jalan KHA. Dahlan – JalanCokroaminoto – Jalan Tentara Pelajar – Borobudur Plaza – Jalan WolterMonginsidi – Lingkar UGM – Jalan Wolter Monginsidi – Borobudur Plaza –Jalan Tentara Pelajar – Jalan Cokroaminoto – Jalan KHA. Dahlan – JalanSultan Agung – Jalan Suryopranoto – Jalan Mangunsarkoro – JalanKusumanegara – Jalan Glagah Sari – Jalan Veteran – Jalan Pramuka –Terminal Giwangan); serta bis jalur 15 (dengan rute Terminal Giwangan –Jalan Pramuka – Jalan Sisingamangaraja – Jalan Menukan – JalanMangkuyudan – Gading – Pojok Beteng Timur – Jalan Brigjend Katamso –Jalan Ibu Ruswo – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Wates – Pasar Gamping –Sidoarum – Jalan Godean – Pingit – Jalan Wolter Monginsidi – Jetis –Lingkar UGM).Di samping bis perkotaan, terdapat pula bis Trans Jogja yangmelintasi Kota Yogyakarta, di antaranya adalah Trayek 1A (dengan ruteTerminal Prambanan – Bandara Adisucipto – Stasiun Tugu – Malioboro –JEC); Trayek 1B (dengan rute Terminal Prambanan – Bandara Adisucipto –JEC – Kantor Pos Besar – Pingit – UGM); Trayek 2A (dengan rute TerminalJombor – Malioboro – Basen – Kridosono – UGM – Terminal CondongCatur); Trayek 2B (dengan rute Terminal Jombor – Terminal CondongCatur – UGM – Kridosono – Basen – Kantor Pos Besar – Wirobrajan –Pingit); Trayek 3A (dengan rute Terminal Giwangan – Kotagede – BandaraAdisucipto – Ring Road Utara – MM UGM – Pingit – Malioboro – JoktengKulon); Trayek 3B (dengan rute Terminal Giwangan – Jokteng Kulon –Pingit – MM UGM – Ring Road Utara – Bandara Adisucipto – Kotagede);Trayek 4A (dengan rute Terminal Giwangan – Taman Siswa – Pakualaman– Lempuyangan – Kridosono); serta Trayek 4B (dengan rute TerminalGiwangan – XT Square – SGM – Balaikota – UIN – Kridosono – Balai Yasa –UIN).



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 206

2. Rasio Izin TrayekFormula yang digunakan untuk menghitung persentase izin trayekadalah jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlahpenduduk. Lampiran 1 Permendagri 54/2010 menjelaskan bahwan izintrayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ ataumobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayekterdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kotaantar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayekperkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Trayek diartikan sebagailintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang denganmobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap,dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.Indikator persentase ijin trayek untuk lingkup Kota Yogyakarta, tidakdapat diisikan datanya. Hal ini dikarenakan kewenangan ijin trayekdikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hanya memiliki wewenang untukmemberikan rekomendasi izin trayek yang melewati wilayah KotaYogyakarta saja. Disamping itu, angkutan darat lainnya, seperti travel dantaksi juga merupakan kewenangan provinsi.Angkutan kota yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta hanya “Si Thole”yang merupakan angkutan wisata. “Si Thole” mulai dioperasikan padabulan November tahun 2014. Angkutan wisata ini memiliki tiga rute utama,yakni (1) dari Taman Parkir Ngabean menuju Keraton Yogyakarta, dimanarute ini melewati Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, KeratonYogyakarta, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (2) dari Taman ParkirNgabean menuju Tamansari, dimana rute ini melintasi jalan Rotowijayan,Ngasem, Sompilan, Tamansari, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (3)dari Taman Parkir Ngabean menuju Taman Pintar, dimana rute inimelintasi Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Jalan Ibu Ruswo,Jalan Brigjen Katamso, Taman Parkir Senopati, Titik Nol Kilometer, dankembali ke Taman Parkir Ngabean.
3. Jumlah Uji KIR Angkutan UmumJumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakanpengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/ataudirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhipersyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Ujitipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laikjalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan
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kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancangbangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadaprumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dankendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitudiwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan,meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor danpengesahan hasil uji.
Tabel 2.162

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahUji KIRangkutanUmum

Unit 14.592 14.389 14.497 14.867 15.076 15.352 1,02
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilai yang fluktuatif dengankecenderungan meningkat, yakni sebanyak 14.592 unit angkutan umumpada tahun 2010 meningkat menjadi 15.352 unit angkutan umum padatahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,02 per tahun.

Gambar 2.94
Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2015Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang fluktuatif didugakarena dalam satu tahun, uji KIR diadakan sebanyak dua kali, dan tidaksetiap kendaraan melakukan uji KIR sebanyak dua kali. Selain itu jugapengujian KIR tidak terikat batasan administratif, sehingga angkutanmaupun kendaraan yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dapat
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melakukan pengujian KIR di Kota Yogyakarta atau dikenal dengan istilah“numpang uji”.
4. Kepemilikan KIR Angkutan UmumFormula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikanKIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umumyang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum padatahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkandari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagidengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalahkendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belumtentu berdomilisi di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutanumum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.163
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator
Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)1. Jumlahangkutanumum yangmemilikiKIRangkutanumum

Unit 7.296 7.195 7.249 7.434 7.538 7.676 1,02

2. Jumlahangkutanumum padatahun n
Unit 10.643 10.985 11.382 12.011 11.663 12.803 3,76

3. KepemilikanKIRangkutanumum
% 68,55 65,49 63,68 61,89 64,63 59,95 (2,65)

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2016Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB danpemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akandisahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikatorkepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yangfluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan besaran pertumbuhanrata-rata sebesar -2,65% per tahun.
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Gambar 2.95
Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di KotaYogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti ujiKIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakansebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan adaangkutan umum yang mengikuti uji KIR diluar wilayah Kota Yogyakarta.Faktor pembanding pada indikator kepemilikan KIR angkutan umum, yaknijumlah angkutan umum pada tahun n juga mengakibatkan rendahnyacapaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap indikator ini.Menurut data yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di tahun2015 jumlah populasi kendaraan wajib uji di Kota Yogyakarta adalahsebanyak 9.442 kendaraan, jumlah ini cukup jauh tentunya apabiladibandingkan dengan jumlah data angkutan umum pada tahun n yangdijadikan pembanding dalam indikator ini.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Yogyakartaadalah 45 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosesdur PengujianKendaran Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftarandan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 5menit, pengujian atau pemeriksaan selama 15-20 menit, pengetokan platdan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil ujiselama 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 45 menituntuk masing-masing kendaraan.
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Tabel 2.164
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Lamapengujiankelayakanangkutanumum(KIR)
menit 45menit 45menit 45menit 45menit 45menit 45menit

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2016

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan UmumData mengenai indikator biaya pengujian kelayakan angkutan umumdidapatkan dari Perda Nomor 17 Tahun 2009 yang dirinci sesuai denganjenis kendaraan bermotornya.
Tabel 2.165

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2014

No. Macam Pelayanan Rincian Tarif
Retribusi

Jumlah Tarif
Retribusi1. Pengujian Kendaraan Bermotor:a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg,dengan rincian sebagai berikut :1) Biaya uji2) Penggantian buku uji3) Plat uji, kawat, segel4) Tanda samping/ stiker

Rp 30.000,-Rp 10.000,-Rp 10.000,-Rp 15.000,-
Rp 65.000,-b. Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg,dengan rincian sebagai berikut :1) Biaya uji2) Penggantian buku uji3) Plat uji, kawat, segel4) Tanda samping/ stiker

Rp 40.000,-Rp 10.000,-Rp 10.000,-Rp 15.000,-
Rp 75.000,-c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg,dengan rincian sebagai berikut :1) Biaya uji2) Penggantian buku uji3) Plat uji, kawat, segel4) Tanda samping/ stiker

Rp 50.000,-Rp 10.000,-Rp 10.000,-Rp 15.000,-
Rp 85.000,-2. Kendaraan uji lengkapa. Biaya ujib. Penggantian buku uji Rp 30.000Rp 10.000
Rp 40.000,-3. Pengujian khusus emisi gas buang :a. Mobil1) Biaya uji2) Stiker tanda lulus uji emisi Rp 11.000,-Rp  4.000,-
Rp 15.000,-b. Sepeda motor1) Biaya uji2) Stiker tanda lulus uji emisi Rp 6.000,-Rp 4.000,-
Rp 10.000,-
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No. Macam Pelayanan Rincian Tarif
Retribusi

Jumlah Tarif
Retribusi4. Registrasi kendaraan bermotor:a. Baru dan mutasi masukb. Mutasi keluarc. Modifikasi/ perubahan bentuk atau tipe Rp 25.000,-

Rp 50.000,-
Rp 25.000,-5. Numpang uji keluar/ masuk dikenakan biayasebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya Sebesar biaya
uji berkala6. Penggantian tanda lulus uji :a. Buku uji rusakb. Buku uji hilangc. Plat, kawat, dan segel rusakd. Plat, kawat, dan segel hilange. Tanda samping rusak
Rp 20.000,-
Rp 50.000,-
Rp 10.000,-
Rp 10.000,-
Rp 15.000,-7. Pengecatan identitas/ lokasi Rp 10.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009

7. Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta ApiTerminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untukkeperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intradan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan danpemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis diKota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di KecamatanUmbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di KotaYogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan.
Tabel 2.166

Jumlah Terminal Bis, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.
Indikator

Kinerja
Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. JumlahTerminal Bis Unit 1 1 1 1 1 1

2. Jumlah HaltePermanenTransjogja Unit 34 34 34 34 34 34
3. Jumlah Halte

Portable BisTransjogja Unit - - - 23 23 30
4. JumlahStasiun KeretaApi Unit 2 2 2 2 2 2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, dimana terminaltipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan AntarKota Antar Propinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutanAntar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan.Disamping itu juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bis Transjogja.bis Transjogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milik PemerintahKota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta. Untuk halte permanen yang berada di wilayah Pemerintah
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Kota Yogyakarta (milik Pemkot) terdapat 34 halte Transjogja (masih samajumlahnya sejak penandatanganan MoU Transjogja tanggal 16 Agustus2007 hingga saat ini), dimana yang membangun halte tersebut adalahpihak swasta dengan cara kerja sama dengan Pemkot Yogyakarta.Sedangkan sisanya, yakni halte milik Propinsi DIY (berada di Sleman danBantul, serta beberapa yang terdapat di Kota Yogyakarta). Halte milikPemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjampakaikan ke propinsi,sehingga semua halte sekarang dioperasikan semuanya oleh propinsi.Selain terdapat halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunanhalte portable untuk bis Transjogja, yakni sebanyak 23 unit dan tidak adapenambahan halte portable pada tahun 2014 kemudian bertambah lagi ditahun 2015 menjadi 30 halte portable.Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan beradadibawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. StasiunYogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ketimur berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayanipemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis.Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujurdari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Danurejan. StasiunLempuyangan melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelasekonomi.Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakanuntuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhandan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umummaupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di KotaYogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut,diduga saat ini bis bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengandugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki olehterminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta apimerupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar KotaYogyakarta. Bisa diamati tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbangmasuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (sold out)  di akhir pekan ataupada saat hari-hari libur nasional.
8. Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah KendaraanIndikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraanmerupakan salah satu indikator kriteria transportasi berkelanjutan,dimana indikator ini didapatkan dari perbandingan antara jumlahpenumpang angkutan umum dengan jumlah kendaraan. Jumlah angkutan
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umum dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki nilaidengan kecenderungan meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar3,76% per tahun, hal tersebut diikuti juga dengan peningkatan jumlahkendaraan yang lebih besar dari peningkatan jumlah angkutan umum. Padatahun 2010, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta sebanyak 243.849 unityang meningkat hingga mencapai 430.177 unit kendaraan pada tahun2015, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,02% per tahun.
Tabel 2.167

Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahAngkutanUmum Unit 10.643 10.985 11.382 12.011 11.663 12.803 3,76

2. JumlahKendaraan Unit 243.849 252.726 257.233 300.444 441.708 430.177 12,02
3. PersentaseAngkutanUmumterhadapjumlahkendaraan

% 4,36 4,35 4,42 4,00 2,64 2,98 (-7,35)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Nilai yang ditunjukkan oleh indikator persentase angkutan umumterhadap jumlah kendaraan memiliki kecenderungan menurun dalamkurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, yakni sebesar 4,36% di tahun2010 turun menjadi 2,98% di tahun 2015, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -7,35% per tahun. Meskipun memiliki kecenderunganmenurun, jumlah angkutan umum dari tahun 2014 sampai dengan tahun2015 justru cenderung bertambah. Namun adanya jumlah pertumbuhanrata-rata yang masih cenderung menurun juga mengindikasikan bahwapenduduk banyak yang beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.
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Gambar 2.96
Grafik Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan

Sumber : Hasil Olahan, 2015

9. Pemasangan Rambu-rambuFormula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasanganrambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi denganjumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan100.
Tabel 2.168

Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahPemasanganRambu-rambu Unit 4.610 4.754 4.618 5.410 5.770 6.071 5,66

2. JumlahRambu-rambuyangSeharusnyaTersedia
Unit 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027 -

3. PemasanganRambu-rambu % 65,60 67,65 65,72 76,99 82,11 86,4 5,66
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikatorpemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun2010 hingga tahun 2015 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dengankecenderungan meningkat, yakni sebesar 65,60% pada tahun 2010meningkat menjadi 86,4% pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,66% per tahun. Menurut informasi yang didapatkan dariDinas Perhubungan, jumlah rambu-rambu pada tahun 2012 mengalamipenurunan dikarenakan banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang hilang
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dan ada beberapa rambu-rambu pula yang diturunkan. Selain itu, adanyamanajemen lalu lintas baru seperti di Kleringan diduga menjadi salah satupenyebab menurunnya pemasangan rambu-rambu pula. Namun dari tahun2013 hingga tahun 2015 peningkatan jumlah pemasangan rambu-rambusudah semakin meningkat kembali.

Gambar 2.97
Grafik Pemasangan Rambu-rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberaparuas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat pentingdilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalandalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut jugaberfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebihwaspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya,Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.
10. Kinerja Lalu LintasAnalisis  kinerja  lalu  lintas  dilakukan   dengan  membandingkanantara  volume  dan kapasitas   jaringan   jalan  yang  ada  (V/C  ratio)  dankecepatan   perjalanan  dibandingankan dengan    standar    pada    MKJI.Berdasarkan hasil survei didapatkan  nilai volume lalu lintas  berdasarkanmasing-masing  jenis  kendaraan  dan  kecepatan  perjalanan  pada masing-masing  ruas.  Masing-masing  jenis  kendaraan  tersebut  dikonversi  untukmendapatkan volume lalu lintas dalam satuan mobil penumpang (smp).Secara teoretis nilai derajat kejenuhan tersebut (V/C) maksimal sebesar 1.Nilai derajat kejenuhan semakin mendekati angka 1, menunjukkan kondisi

4.610 4.754 4.618 5.410 5.770 6.071

65.60 67.65 65.72

76.99
82.11 86.40

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n unit

Persentase jumlah pemasaran rambu-rambu per jumlah rambu-rambu yang
seharusnya tersedia %



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 216

lalu lintas yang macet. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)1997, nilai derajat kejenuhan lalulintas di jalan perkotaan lebih besar atausama dengan 0,8 menunjukkan adanya kemacetan lalulintas.Jaringan   jalan   di  Kota   Yogyakarta   berdasarkan   ketentuandalam   MKJI   1997 merupakan bagian dari jaringan jalan perkotaan.Segmen jalan perkotaan/semi perkotaan memiliki ciri-ciri: mempunyaiperkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atauhamper seluruhnya, minimal pada satu sisi jalan tersebut, apakah itupengembangan pita  atau bukan.
Tabel 2.169

Nilai Rata-Rata Perbandingan Volume Lalu Lintas dengan Kapasitas Jalan
Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2013

Kelas jalan 2008 2009 2010 2011 2012 2013Arteri Sekunder 0,44 0,48 0,49 0,53 0,56 0,58Kolektor sekunder 0,60 0,65 0,67 0,72 0,76 0,81Lokal sekunder 0,57 0,60 0,64 0,67 0,71 0,77
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

Kinerja lalu lintas kota Yogyakarta sejak tahun 2008 hingga 2013menunjukkan  penurunan terlihat dari nilai rata-rata perbandingan volumelalulintas dengan kapasitas jalan yang semakin meningkat. Semakin besarnilai V/C rasio suatu ruas jalan semakin buruk kondisi lalu lintasnya yangditunjukkan dengan munculnya kemacetan lalulintas maupun penurunankecepatan kendaraan.
11. Kecepatan Lalu Lintas Rata-rataKinerja lalu lintas dapat ditunjukkan pula dengan nilai kecepatanrata-rata yang diukur per ruas jalan.  Nilai kecepatan lalulintas rata-ratapada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan adanya kecenderunganpenurunan kecepatan lalu lintas.

Tabel 2.170
Kecepatan lalulintas rata-rata (km/jam) Berdasarkan Kelas Jalan di

Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

Klas jalan 2013 2014Arteri Sekunder 31,54 34,11Kolektor sekunder 34,55 30,30Lokal sekunder 36,10 27,99
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan
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12. Fatalitas Kecelakaan LalulintasIndikator ini didasarkan pada nilai perbandingan antara jumlahkorban meninggal akibat kecelakaan dengan jumlah kecelakaan. Dari tabelberikut, terlihat ada kecenderungan fatalitas kecelakaan yang meningkatmeski jumlah kejadian kecelakaannya berkurang. Fatalitas sendirimencerminkan tingkat kekerasan kejadian kecelakaan. Dengan demikiankondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta dalm kurun waktu tahun 2007 hinggatahun 2013 belum menunjukkan kinerja keselamatan lalulintas yangmembaik.
Tabel 2.171

Fatalitas kecelakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

No. Indikator Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131. Jumlahkorbanmeninggalakibatkecelakaan
Orang 19 6 23 10 31 16 32

2. Jumlahkecelakaan Kejadian 728 497 551 680 831 678 5263. Tingkatfatalitas 0,0261 0,0121 0,0417 0,0147 0,0373 0,0236 0,0608
Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2014, Badan Pusat Statistik

J. Komunikasi dan InformatikaSesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, urusan komunikasi daninformatika memiliki lima indikator, yakni jumlah jaringan komunikasi, rasiowartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlahpenyiaran radio/TV lokal, serta website milik pemerintah daerah. Berdasarkankesepakatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta,indikator jaringan komunikasi tidak relevan apabila diterapkan untuk wilayah KotaYogyakarta, sehingga indikator ini ditiadakan.
1. Rasio Wartel/Warnet Terhadap PendudukRasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalahjumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warungtelekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki olehperorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungantelekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran darikonsumen secara langsung setelah  jasa diberikan. Sedangkan warnet atauwarung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki olehperorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet
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kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumensecara langsung setelah jasa diberikan.
Tabel 2.172

Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahWartel Unit 1 0 2 2 0 0 (100,00)2. JumlahWarnet Unit 47 26 17 15 6 6 (33,74)3. Jumlahpenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 (2,20)4. Persentasewartelterhadappenduduk

Unit Per1.000penduduk 0,0002 0,0000 0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 (100,00)
5. Persentasewarnetterhadappenduduk

Unit Per1.000penduduk 0,0103 0,0059 0,0040 0,0037 0,0014 0,0015 (32,25)
Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Jumlah wartel dan warnet yang bersumber dari Dinas Perizinan KotaYogyakarta tersebut merupakan data wartel dan warnet yang berizin,dimana keduanya memiliki jumlah yang cenderung menurun dalam kurunwaktu tahun 2010 hingga tahun 2015. Jumlah wartel dan warnet di KotaYogyakarta sebenarnya masih cukup banyak (diatas jumlah yang tertulisdidalam data), namun tidak memiliki izin resmi (tidak melapor ke DinasPerizinan).

Gambar 2.98
Grafik Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Perkembangan jaman yang semakin canggih membuat masyarakatdapat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi danberkomunikasi via internet. Apalagi predikat Kota Yogyakarta sebagai kota
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pelajar sangat mendukung pertumbuhan warnet-warnet tersebut. Biayayang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biayamengakses internet di kota-kota besar lainnya. Namun, keberadaan warnetsemakin terancam dengan adanya fasilitas hotspot di berbagai sudut KotaYogyakarta yang menawarkan akses internet gratis. Fasilitas hotspot initersebar di berbagai tempat, mulai dari pusat pendidikan, perkantoran,pusat perbelanjaan, cafe/restoran, hingga rumah-rumah pondokanmahasiswa (kos).Perlu dilakukan pergeseran dalam memotret media komunikasiseiring dengan kemajuan jaman. Mungkin stasiun pemancar HP, jumlahkepemilikan HP, pelanggan hotspot yang berupa masyarakat umum dankelompok, jejaring sosial akan lebih dapat mengekspresikan kondisi yangfaktual tentang penggunaan media telekomunikasi secara efektif. Untuksosialisasi baik terkait dengan nilai-nilai, program maupun kegiatan saatini lebih efektif dengan media tersebut. Artinya selain media yang sudahada, juga mengidentifikasi sarana komunikasi dan informasi lain sesuaidengan kemajuan jaman.
2. Jumlah Surat Kabar Nasional/LokalIndikator jumlah surat kabar nasional dan lokal seperti yang tertulisdalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah jenis surat kabar nasionaldan lokal yang masuk ke daerah. Jumlah surat kabar nasional dan lokalyang tertulis dalam tabel merupakan surat kabar yang menjadi langganandari Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yakni sebanyak16 surat kabar. Ke-16 surat kabar yang menjadi langganan Bidang Humasantara lain Koran Tempo, Majalah Kabare, Harian Kedaulatan Rakyat danMinggu Pagi, Harian Kompas, Harian Bernas, Harian Jawa Pos, HarianRepublika, Harian Seputar Indonesia, Harian Jogja, Tempo edisi khusus,Tempo edisi biasa, Harian Merapi, Harian Kedaulatan Rakyat untuk 45kelurahan, Harian Tribun Jogja, Majalah Mingguan Djoko Lodhang, sertaMinggu Pagi. Surat kabar Suara Karya tidak lagi masuk ke Kota Yogyakartakarena mayoritas beritanya yang hanya memuat berita lokal Kota Bandungdan bersifat tidak rutin (tidak datang setiap hari).

Tabel 2.173
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlah SuratKabarNasional/Lokal Buah 16 16 17 17 17 16
Sumber : Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016
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Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan surat kabar lokal dannasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaantupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upayameningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dlldiperlukan surat kabar lokal dan nasional. Namun indikator pengukurankinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langganan suratkabar lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator outcome, makaperlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengantupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan datamaupun pertimbangan dan solusi.
3. Jumlah Penyiaran Radio/TV LokalIndikator jumlah penyiaran radio dan televisi lokal adalah jumlahpenyiaran radio dan televisi yang masuk ke daerah. Menurut informasiyang diperoleh dari Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta,pada tahun 2010 hingga tahun 2015 bekerjasama dengan empat televisilokal, yakni TVRI, Jogja TV, RBTV, dan Adi TV. Bagian Humas, SekretariatDaerah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan delapan radio dari beberaparadio yang sering digunakan kurang lebih 13 stasiun radio, diantaranyaadalah RRI, MBS, Sonora, Geronimo, PTDI Kota Perak, Q-Radio, ArmaSebelas, EMC, Retjo Buntung, Global FM, dan Star FM.

Tabel 2.174
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlahpenyiaran radio Channel 11 11 11 10 10 132. TV lokal Channel 3 3 3 3 3 4
Sumber : Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan radio/TV lokal dannasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaantupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upayameningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dlldiperlukan radio/TV lokal dan nasional. Namun indikator pengukurankinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langgananradio/TV lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator outcome, makaperlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengantupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan datamaupun pertimbangan dan solusi.
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4. Website Milik Pemerintah DaerahKota Yogyakarta memiliki website yang rutin diisi oleh BagianHumas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yakni jogjakota.go.id. Websitetersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Selainitu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (running text).Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengampusubdomain kliping.jogjakota.go.id. Website tersebut mengunggah (upload)berita-berita mengenai kabar dan kegiatan yang dilakukan olehPemerintah Kota Yogyakarta yang dimuat pada surat kabar yang beredar diYogyakarta. Websitekliping.jogjakota.go.id juga diperbarui (update) setiaphari. Dalam websitejogjakota.go.id terdapat 12 sub domain yangmerupakan website dinas dan beberapa lembaga terkait, seperti LayananPengadaan Secara Online (LPSE), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya,Baznas Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, DinasPerizinan, Kliping Berita, KPU Kota Yogyakarta, Konsultasi Belajar SiswaDinas Pendidikan, Bidang Kerjasama Kota Yogyakarta, Unit PelayananInformasi dan Keluhan, Dinas Pendidikan, serta Perpustakaan KotaYogyakarta.Secara konten atau isi dari sub domain tersebut secara umum cukuplengkap, misalnya website dari Bagian Hukum Setda. Konten dari websiteini mencakup produk hukum baik dari pusat, provinsi, dan juga pemerintahkota sendiri. Produk hukum tersebut diantaranya terdiri dari PeraturanDaerah Kota Yogyakarta (tahun 1951 hingga tahun 2015), PeraturanWalikota (tahun 1969, tahun 2005 hingga tahun 2015), Peraturan DPRD(tahun 2010 dan tahun 2014), serta memuat tentang Keputusan Walikota(tahun 2006, tahun 2013 hingga tahun 2014).
Website Dinas Pendidikan memiliki konten yang cukup lengkap,diantaranya mengenai kelender pendidikan, informasi mengenai ujiannasional, jaminan pendidikan daerah, produk hukum, serta informasipendidikan lainnya. Selain itu juga terdapat website konsultasi siswadimana website ini dirasa cukup membantu siswa untuk menyelesaikansoal-soal yang dirasa sulit. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang ditanyakanoleh siswa dijawab dengan relatif cepat. Hingga tanggal 20 April 2015(tanggal diaksesnya website konsultasi siswa), sudah terdapat 10.480pertanyaan masuk, dan 10.158 pertanyaan yang terselesaikan (terjawab).Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki konten yang dapatdikatakan lebih lengkap dari konten website sub domain lainnya. Konten

website Dinas Perizinan diantaranya berisi jenis perizinan dan jenis
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permohonan yang memuat mengenai syarat pengajuan, dasar hukum,hingga formulir pengajuan. Disamping itu, Dinas Perizinan memiliki onlineservices atau pelayanan perizinan online yang dapat digunakan untukmembuat perizinan khususnya penelitian, KKN, PKL, SIUP, dan TDP yangdiakses melalui http://perizinan.jogjakota.go.id/online. Pada web DinasPerizinan juga memuat tentang produk hukum mengenai penyelenggaraanperizinan di Kota Yogyakarta.
5. Pameran/ExpoIndikator pameran/expo sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri54/2010 merupakan jumlah yang menunjukkan banyaknya kegiatanpameran/expo yang dilaksanakan per tahun. Banyaknya pameran/expoyang dilaksanakan di Kota Yogyakarta bersumber dari LaporanPenyelenggaraan. Pemerintahan Daerah dimana pameran dan atau expotersebut tidak menjelaskan secara terinci jenis pameran/expo yangdilaksanakan pada tahun terkait.Terdapat banyak jenis pameran baik yang diselenggarakan ataupundiikuti Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Namun dari data yang tersediabaru tercatat jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti olehdinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian KotaYogyakarta.  Di tahun 2015 sendiri jumlah pameran/expo  yangdiselenggarakan dan diikuti oleh Disperindagkoptan Kota Yogyakartaberjumlah 13 pameran. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya berbagaikegiatan pameran baik yang ada di dalam Kota Yogyakarta maupun di luarkota. Disperindagkoptan melibatkan Usaha Kecil Menengah dalam berbagaipameran/expo yang diadakan setiap tahunnya.

Tabel 2.175
Jumlah Pameran/Expo Perdagangan yang Dilaksanakan per Tahun oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No. Indikator Satuan 2013 2014 20151. Jumlah pameran/expo Kali/tahun 13 11 13
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Untuk mengantarkan pada pengukuran outcome maka pameranhendaknya tidak hanya menilai jumlah pameran yang dilakukan per tahun,namun sasaran yang dicapai oleh setiap pameran. Dengan demikianefektivitas kinerja dilihat dari aspek obyek yang disasar menjadi lebihkonkrit.
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K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi AktifKoperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yangdifungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnyamasyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasiditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil danmenengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentukperekonomian rakyat yang mampu beratahan ketika usaha formal tidakmampu memenuhi lapangan perkerjaan.Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta cenderung statis denganpertambahan jumlah yang fluktuatif namun tidak signifikan. Pada tahun2011, jumlah koperasi yang ada adalah sebanyak 554 unit. Jumlah tersebuttidak jauh berbeda dengan di tahun 2015, yaitu sebesar 556 unit. Jumlahkoperasi di Kota Yogyakarta paling banyak terdapat pada tahun 2012 dan2013, yaitu mencapai 565 unit dan kemudian kembali turun di tahun 2014dan 2015. Sedangkan persentase koperasi aktif menunjukkan trenmeningkat sejak tahun 2011-2015. Pada tahun 2011, persentase koperasiaktif di Kota Yogyakarta sebesar 81,26% dan pada tahun 2015 meningkatmenjadi 84,35%. Peningkatan persentase koperasi aktif ini menunjukkansemakin
Tabel 2.176

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2015

Variabel Satuan 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah Koperasi Aktif unit 451 464 466 456 469Jumlah SeluruhKoperasi unit 555 565 565 554 556Persentase KoperasiAktif % 81,26 82,12 82,48 82,31 84,35
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:

dengan Hasil Olahan, 2016.

Gambar 2.99
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016
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2. Jumlah BPR/LKMBPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanansimpanan dan menyalurkan data tersebut sebagai usaha BPR. SementaraLKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediaanberbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin danpengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di  Kota Yogyakarta,meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan UsahaKredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dariperkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umummengalami peningkatan selama tahun 2011-2015. Keberadaan BPR/LKMini ikut mempengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayahmelalui kegiatan simpan pinjamnya. Jumlah LKM ini mengalamipeningkatan seiring dengan peningkatan jumlah UMKM. Meskipundemikian, peningkatan jumlah hanya terjadi pada Koperasi Simpan Pinjamyang pada tahun 2011 berjumlah 23 unit dan pada tahun 2015 mencapai46 unit. Sedangkan jumlah BUKP dari tahun 2011-2015 menunjukkanperkembangan yang stagnan, yaitu 14 unit setiap tahunnya. Bahkan,jumlah UED-SP mengalami penurunan dari 31 unit di tahun 2011 menjadi20 unit di tahun 2015. Perkembangan positif LKM ini diharapkan akanmampu mendorong perkembangan usaha kecil yang ada di KotaYogyakarta sehingga tercipta perekonomian masyarakat yang merata.
Tabel 2.177

Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2011 – 2015

No Variabel Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)

1. UsahaEkonomiDaerahSimpanPinjam unit 31 27 27 27 20 -10,38
2. BadanUsahaKreditPedesaan unit 14 14 14 14 14 0
3. KoperasiSimpanPinjam unit 23 28 32 44 46 18,92

Jumlah unit 68 69 73 85 80 4,15

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan, 2016.
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3. Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUsaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  merupakan usahainformal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak adahubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang).Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagimasyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usahamikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilaiaset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satusektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektorini perlu diperhatikan dan dikembangkan.Terlihat pada tabel bahwa jumlah usaha kecil dan mikro sangatmendominasi dibandingkan dengan usaha menengah. Persentase jumlahusaha mikro dan kecil sejak tahun 2013 sampai 2015 berkisar pada angka99%. Meskipun demikian, pertumbuhan usaha mikro dan kecilmenunjukkan nilai negatif bila dibandingkan dengan usaha menengah.Selama tahun 2013-2015, jumlah usaha mikro dan kecil mengalamipertumbuhan rata-rata sebesar 3,32%/tahun. Perkembangan positifjumlah UMKM di Kota Yogyakarta merupakan sebuah sinyal yang baik bagikegiatan perekonomian penduduk khususnya untuk kalangan menengahkebawah.
Tabel 2.178

Banyaknya Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta Tahun  2011-2015

Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)Jumlah usahamikro dan kecil unit n.a n.a 15539 16260 16575 3,28Jumlah seluruhUKM unit n.a n.a 15597 16323 16638 3,29

Usaha Mikro
dan Kecil

% n.a n.a 99,63 99,61 99,62 -0,01

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan, 2016.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMAPenanaman modal merupakan salah satu  sumber strategis bagipembiayaan suatu wilayah dalam kegiatan pembangunan. Melaluidinamika penanaman modal berskala nasional baik berupa PenanamanModal Dalam Negri (PMDN)  maupun Penanaman Modal Asing (PMA),diharapkan potensi-potensi perekonomian wilayah yang dimiliki akan
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dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mampu menstimulasiperkembangan pada sektor-sektor lainnya.
Tabel 2.179

Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

No Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 InvestorPMDN Unit 2 5 5 3 24 86,122 InvestorPMA Unit 5 7 11 13 25 49,53
Total Unit 7 12 16 16 49 62,66

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan,2016.

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel merupakan perusahaninvestor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum,jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalamikenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut  ditandai denganpeningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yangberinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama rentang tahun 2011-2015 terjadipeningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2011 hanya terdapat 7unit perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di KotaYogyakarta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan.Pertumbuhan rata-rata jumlah investor di Kota Yogyakarta adalah sebesar62,66%. Dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasikegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.100
Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 226

dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mampu menstimulasiperkembangan pada sektor-sektor lainnya.
Tabel 2.179

Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

No Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 InvestorPMDN Unit 2 5 5 3 24 86,122 InvestorPMA Unit 5 7 11 13 25 49,53
Total Unit 7 12 16 16 49 62,66

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan,2016.

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel merupakan perusahaninvestor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum,jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalamikenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut  ditandai denganpeningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yangberinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama rentang tahun 2011-2015 terjadipeningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2011 hanya terdapat 7unit perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di KotaYogyakarta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan.Pertumbuhan rata-rata jumlah investor di Kota Yogyakarta adalah sebesar62,66%. Dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasikegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.100
Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 226

dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mampu menstimulasiperkembangan pada sektor-sektor lainnya.
Tabel 2.179

Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

No Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 InvestorPMDN Unit 2 5 5 3 24 86,122 InvestorPMA Unit 5 7 11 13 25 49,53
Total Unit 7 12 16 16 49 62,66

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan,2016.

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel merupakan perusahaninvestor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum,jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalamikenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut  ditandai denganpeningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yangberinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama rentang tahun 2011-2015 terjadipeningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2011 hanya terdapat 7unit perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di KotaYogyakarta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan.Pertumbuhan rata-rata jumlah investor di Kota Yogyakarta adalah sebesar62,66%. Dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasikegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.100
Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 226

dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mampu menstimulasiperkembangan pada sektor-sektor lainnya.
Tabel 2.179

Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

No Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 InvestorPMDN Unit 2 5 5 3 24 86,122 InvestorPMA Unit 5 7 11 13 25 49,53
Total Unit 7 12 16 16 49 62,66

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan,2016.

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel merupakan perusahaninvestor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum,jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalamikenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut  ditandai denganpeningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yangberinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama rentang tahun 2011-2015 terjadipeningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2011 hanya terdapat 7unit perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di KotaYogyakarta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan.Pertumbuhan rata-rata jumlah investor di Kota Yogyakarta adalah sebesar62,66%. Dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasikegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.100
Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 227

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMASejalan dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terusmeningkat setiap tahunnya, nilai investasi yang ditanamkan di KotaYogyakarta juga menujukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pertumbuhan rata-rata nilai investasi di Kota Yogyakarta mencapai321,63%/tahun. Pada tahun 2011, nilai investasi yang ditanamkan olehinvestor adalah sebesar 250.500 US $, sedangkan pada tahun 2015, nilaiiinvestasi yag ditambahkan adalah sebesar 79.162.100 US $. Nilai investasitersebut disumbangkan oleh 25 perusahaan PMA dan 24 perusahaanPMDN.Ditinjau dari kontribusinya, nilai investasi perusahaan PMDN padatahun 2011 jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasiperusahaan PMA. Pada tahun 2011, nilai investasi perusahaan PMDNadalah sebesar 500 US$, sedangkan nilai investasi perusahaan PMA adalahsebesar 250.000 US$. Meskipun demikian, secara umum jumlah nilaiinvestasi perusahaan PMDN pada tahun 2011-2015 lebih besardibandingkan dengan perusahaan PMA. Perkembangan nilai investasiperusahaan PMDN cenderung dinamis dari tahun ke tahun.  Nilai investasiperusahaan PMDN pada tahun 2012 sempat mencapai 37.109.300 US$,namun pada tahun 2015 nilai investasi dari perusahaan dengan izin baru ditahun tersebut hanya sebesar 13.563.200 US$, padahal jumlah perusahaanPMDN baru pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikandibanding tahun sbeelumnya. Sementara itu, meskipun perkembangan nilaiinvestasi perusahaan PMA bernilai positif dengan pertumbuhan mencapai302,48%/tahun, namun pertumbuhan nilai investasi tersebut masih jauhbila dibandingkan dengan PMDN yang sebesar 1.183,36%.
Tabel 2.180

Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%/tahun

)1 PMDN US $ 500 37.109.300 5.843.700 34.534.500 13.563.200 1183,362 PMA US $ 250.000 1.970.600 12.884.400 3.061.900 65.598.900 302,48
Total US $ 250.500 39.079.900 18.728.100 37.596.400 79.162.100 321,63

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016,
dengan Hasil Olahan,2016.
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3. Rasio Daya Serap Tenaga KerjaPertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA danPMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomianpenduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segipeningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya seraptenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif,baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupunperusahaan asing. Rata-rata pertumbuhan daya serap tenaga kerja PMAadalah sebesar -38,14%/tahun, sementara untuk PMDN adalah sebesar -70,44%.Berdasarkan tabel, pertambahan tenaga kerja pada perusahaan PMAterkecil terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 39 orang dengan jumlahperusahaan baru sebesar 11 perusahaan.  Pada tahun tersebut, rasio dayaserap tenaga kerja pada perusahaan PMA adalah yang paling rendahselama rentang tahun 2012-2015, yaitu sebesar 3,55. Penyerapan tenagakerja terbesar terjadi pada tahun 2011, yaitu sekitar 217 tenaga kerjamampu terserap pada satu perusahaan. Penyerapan tenaga kerjaperusahaan PMA tersebut terus mengalami penurunan sampai pada tahun2015 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai -38,14%.
Tabel 2.181

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun
2011-2015

No Variabel Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)

Penanam Modal Asing (PMA)1 TenagaKerja Jiwa 1.087 314 39 160 796 -7,492 Perusahaan Unit 5 7 11 13 25 49,53
3 Rasio Daya Serap

Tenaga Kerja 217,40 44,86 3,55 12,31 31,84 -38,14

Penanam Modal Dalam Negri (PMDN)1 TenagaKerja Jiwa 131 113 379 1.354 12 -44,992 Perusahaan Unit 2 5 5 3 24 86,12
3 Rasio Daya Serap

Tenaga Kerja 65,50 22,60 75,80 451,33 0,50 -70,44

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan, 2016.Rasio daya serap tenaga kerja di perusahaan PMDN pada rentangtahun 2011-2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan
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pertumbuhan rata-rata sebesar -70,44%. Peningkatan jumlah tenaga kerjapada perusahaan PMDN pada tahun 2014 adalah yang tertinggi selamarentang tahun 2011-2015, yaitu sebesar 1.354 orang. Padahal,pertambahan perusahaan PMDN pada tahun tersebut cukup kecil, yaitusebesar 3 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang berlawananpada tahun 2015. Pada tahun tersebut, rasio daya serap tenaga kerja padaperusahaan PMDN yang berizin pada tahun tersebut adalah sebesar 0,5dengan pertambahan tenaga kerja sebesar 12 orang. Padahal, ditinjau daripertambahan jumlah perusahaan PMDN adalah yang terbesar selama tahun2011-2015, yaitu sebesar 24 perusahaan. Berdasarkan hal tersebutdiketahui bahwa rasio penyerapan tenaga kerja tidak bergantung padabesar atau kecilnya pertambahan perusahaan investor, namun lebihkepada kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja.
4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDNSecara umum, nilai realisasi PMA di Kota Yogyakarta menunjukkankenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai realisasi PMA tertinggi adalahpada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 62.537.000 US$. Sedangkanpenurunan terbesar ditunjukkan pada tahun 2013-2014. Kenaikan nilairealisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah perusahaaninvestor PMA.Berbeda halnya dengan nilai realisasi pada PMA, nilai realisasi padaPMDN secara umum menunjukkan pertumbuhan negatif atau mengalamipenurunan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi pada PMDN terjadipada tahun 2011-2012, yaitu sebesar 37.108.800 US$. Sedangkanpenurunan terbesar terjadi pada tahun 2012-2013, yaitu sebesar31.265.600 US$. Penurunan nilai realisasi PMDN ini tidak sebandingdengan pertambahan jumlah perusahaan PMDN.

Tabel 2.182
Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN  dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Variabel Satuan 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Penanam Modal Asing (PMA)1 Perubahan NilaiRealisasi PMA US$ 1.720.600 10.913.800 -9.822.500 62.537.0002 Pertumbuhan % 688 554 -76 2.042
Penanam Modal Dalam Negri (PMDN)1 Perubahan NilaiRealisasi PMDN US$ 37.108.800 -31.265.600 28.690.800 -20.971.3002 Pertumbuhan % 7.421.760 -84 491 -61

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2015:
dengan Hasil Olahan, 2016.
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M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi PemudaPemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi danperan aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akanmeningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masakrisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembanganpola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaanketerampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakankematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yangbermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaanobat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungansosial yang positif dan partisipasif serta keterlibatan dalam komunitas dibidang sosio- ekonomi dan politik.
Tabel 2.183

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahorganisasipemuda organisasi 97 138 157 162 162 64 -0,25

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemudadi Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Padatahun 2010 hanya berjumlah 97 organisasi dan mengalami peningkatanpada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 162 organisasi pada tahun2014 dan menurun menjadi 64 pada tahun 2015. Pada tahun 2015pendataan organisasi pemuda yang dilakukan adalah dengan mendataorganisasi pemuda yang aktif, sehingga antara tahun-tahun sebelumnyadengan tahun 2015 terdapat perbedaan yang signifikan.
2. Jumlah Organisasi OlahragaBerdasarkan informasi jumlah organisasi dari Kantor KesatuanBangsa Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa organisasi olahraga yangdimaksud merupakan cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan kota.Jumlah organisasi olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung menunjukkan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun2012, dari 36 organisasi pada tahun 2011 menjadi 34 organisasi. Kemudianjumlah organisasi mengalami peningkatan menjadi 48 organisasi. Berikutmerupakan data jumlah organisasi olahraga.
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Tabel 2.184
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahorganisasiolahraga organisasi 36 36 34 34 34 48 0,09

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

3. Jumlah Kegiatan KepemudaanBerdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa KotaYogyakarta, jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Yogyakarta mengalamipeningkatan dari tahun 2010 ke 2014, namun terdapat penurunan padatahun 2015. Pada tahun 2010, jumlah kegiatan pemuda sebanyak 23kegiatan dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 43 kegiatanpada tahun 2014. Kemudian terjadi peningkatan kembali hingga berjumlah64 kegiatan pada tahun 2015. Berikut merupakan data perkembanganjumlah kepemudaan di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.185

Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahkegiatankepemudaan kegiatan 23 26 26 37 43 64 24,08

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

4. Jumlah Kegiatan OlahragaBerdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa KotaYogyakarta, dijelaskan bahwa data yang tersedia hanya tahun 2013, 2014,dan 2015. Dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan jumlahorganisasi olahraga, dari 221 organisasi pada tahun 2013, meningkatmenjadi 227 pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan padatahun 2015 menjadi 162 kegiatan olahraga.  Beberapa kegiatan olahragayang ada di Kota Yogyakarta antara lain, kejuaraan kota, senam kesbang,Popnas, Popda, Tri Lomba Juang, Porkar, dan Lomba Senam. Berikut adalahtabel jumlah kegiatan olahraga di kota Yogyakarta



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 232

Tabel 2.186
Jumlah Kegiatan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No Indikator Satuan 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahkegiatanolahraga organisasi 221 227 162 -12,95

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)Gelanggang remaja merupakan suatu bangunan yang digunakan pararemaja untuk memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatanpositif. Bangunan tersebut bertukuan untuk menjadi pemusatan aktivitasremaja dalam menampung dan menyalurkan minat serta bakat para remajadengan memanfaatkan fasilitas dalam bangunan tersebut baik untukkegiatan rutin maupun insidentil. Dengan tersedianya bangunan tersebutdiharapkan dapat mendorong pembentukan pribadi remaja yang mandiridan berprestasi, terutama di kegiatan olahraga dan seni budaya. KotaYogyakarta pada tahun ini melakukan pendataan jumlah gelanggangremaja yang dimiliki. Berikut merupakan jumlah gelanggang remaja yangada di Kota Yogyakarta tahun 2015.
6. Lapangan OlahragaLapangan olahraga merupakan salah satu sarana pendukung bagikegiatan warga kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari KantorKesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah lapangan olahraga mengalamipeningkatan dalam kurun waktu 2010-2015. Jumlah lapangan olahragatahun 2010 sebanyak 556 unit dan meningkat menjadi 604 unit pada tahun2015. Peningkatan tersebut juga berpengaruh pada jumlah lapanganolahraga per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, tersedia 1,21 unitlapangan olahrada per 1.000 penduduk dan mengalami peningkatanmenjadi 1,48 unit per 1.000 penduduk pada tahun 2015. Jumlah lapanganolahraga yang dimaksud adalah beragam sesuai dengan enis kegiatanolahraga, bentuk, dan jenis lapangan olahraga, sehingga bukan hanyalapangan olahraga yang berumput. Berikut data lapangan olahraga di KotaYogyakarta.
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Tabel  2.187
Lapangan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahlapanganolahraga Unit 556 556 563 560 604 604 1,722. Jumlahpenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,173. Lapanganolah ragaper 1.000penduduk Unit 1,21 1,26 1,32 1,38 1,46 1,48 3,97

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

N. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan BudayaKota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyakseniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukkankesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta.Bahkan hampir setiap bulan ada pertunjukkan kesenian dan budaya baikdiselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakandata penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.188

Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Penyelenggaraanpertunjukan(festival) senidan budaya

hari 49 103 128 143 166 311 49,93
Sumber :
1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016Data menunjukkan bahwa jumlah penyelenggaraan pertunjukan senidan budaya di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalamipeningkatan. Pada tahun 2010, diselenggarakan pertunjukan seni selama49 hari, dan terus mengalami peningkatan hingga 311 hari di tahun 2015.Peningkatan ini disebabkan oleh semakin tingginya minat masyarakatterhadap pertunjukan seni dan budaya, karena di Kota Yogyakarta ini tidakjarang mengadakan pertunjukan seni budaya tanpa memungut biayapenonton, jika berbayarpun biayanya masih terjangkau, jadi masyarakatdapat mendapatkan hiburan yang menarik dan menghibur dengan hargayang terjangkau.
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Gambar 2.101
Grafik Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di  Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2015

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan BudayaSarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta yangdimaksud adalah gedung kesenian. Berdasarkan informasi dari DinasPariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, jumlah saranapenyelenggaraan seni dan budaya di Yogyakarta ada 2 unit, yaitu PlazaNgasem dan XT Square. Kedua tempat ini dikelola oleh Pemerintah KotaYogyakarta. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakartasering kali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukanmusik. Fasilitas ini merupakan wadah untuk para seniman Kota Yogyakartadalam menunjukkan bakat seninya, sekaligus sebagai tempat publik yangbisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpamengeluarkan banyak biaya.
Tabel 2.189

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di  Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SaranaPenyelenggaraanSeni dan Budaya Unit 1 2 2 2 2 2 20,00

Sumber :
1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

3. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang DilestarikanBenda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalansejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budayaberguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa padasejarah dan budaya bangsa. Berdasarkan data di bawah ini, persentase
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benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di KotaYogyakarta mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Tabel 2.190

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Benda, Situsdan KawasanCagar Budayayangdilestarikan

Unit 216 437 469 501 534 567 25,85
2. Benda, Situsdan KawasanCagarBudayaYangdimiliki

Unit 648 648 648 648 648 648 0,00
3. PersentaseBenda, Situsdan KawasanCagar Budayayangdilestarikan

% 33,33 67,44 72,38 77,31 82,41 87,5 4,82

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016, Hasil Olahan, 2016Pada tahun 2010, persentase benda, situs dan kawasan cagar budayayang dilestarikan hanya mencapai 33,33% dan terus mengalami kenaikanhingga menjadi 87,5% pada tahun 2015. Kenaikan jumlah benda, situs dankawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta merupakansalah satu bukti bahwa memang Kota Yogyakarta memiliki keragamanbenda budaya yang pantas dilestarikan.

Gambar 2.102
Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2015
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O. Perpustakaan

1. Jumlah PerpustakaanPerpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalampenyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itueksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlahperpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2010hingga tahun 2014 mengalami penurunan. Penurunan rata-rata jumlahperpustakaan di Kota Yogyakarta mencapai 0,83 persen per tahun.Penurunan ini dikarenakan adanya regrouping dan beberapa sekolahswasta yang tutup. Berikut ini merupakan tabel terperinci tentang jumlahperpustakaan di Kota Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2015.
Tabel 2.191

Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah PerpustakaanMilik PemerintahDaerah (Pemda) Unit 1 1 1 1 1 1 0

Jumlah PerpustakaanSekolah Negeri Unit 135 135 135 131 130 128 -1,06Jumlah PerpustakaanMilik Non Pemda(Sekolah Swasta) Unit 184 184 184 183 182 178 -0,66
Total JumlahPerpustakaan Unit 320 320 320 315 313 307 -0,83

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015,2016Jumlah perpustakaan yang bersifat minus meskipun hanya keciltetapi memiliki dampak yaitu berkurangnya fasilitas pelayanan pendidikan.Karena dengan berkurangnya jumlah perpustakaan tentu memiliki imbasterhadap berkurangnya garda depan dalam memberikan informasi kepadamasyarakat.

Gambar 2.103
Grafik Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016
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Selain menggambarkan jumlah perpustakaan perlu untukmenampilkan jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kota Yogyakartakarena keberadaan TBM yang dapat diakses secara langsung olehmasyarakat dengan mudah. Jumlah TBM dari tahun 2010 hingga 2014terus mengalami peningkatan dan stagnan pada tahun 2015. Sementarapada tahun 2015 seiperoleh informasi bahwa TBM sudah diampu olehDinas Pendidikan sehingga data yang tercantum di bawah merupakan dataterbaru yang dimiliki oleh dinas pendidikan terkait jumlahTBM.Kecenderungan meningkatnya jumlah TBM ini memang suatu halyang sangat baik, hal ini berarti minat membaca masyarakat dari tahun ketahun dapat semakin lama semakin meningkat. Hal ini juga akanmenambah wawasan dan informasi masyarakat. Berikut ini merupakantabel dan grafik bertambahnya jumlah TBM di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.192

Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)JumlahPerpustakaan(TBM) unit 172 185 207 216 220 220 5,05

Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015,
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016Pertumbuhan TBM yang mencapai 5,05 persen  merupakanpertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yang memberikan bukti bahwamasyarakat memiliki motivasi yang besar untuk meningkatakan budayamembaca. Sesuai dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikantentunya budaya membaca harus dikembangkan secara terus menerus.

Gambar 2.104
Grafik Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2016
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Jika keaktifan pelayanan perpustakaan ditingkatkan dengan alokasibuku-buku yang dibutuhkan masyarakat, maka ke depan akan semakinmeningkat daya tarik perpustakaan di mata masyarakat. Kesanggupanmanajemen perpustakaan yang efeisien dan efektif dengan menggunakanpelayanan on line dan SIM yang selalu ditingkatkan maka akan menambahgairah para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk mengaksespelayanan tersebut.
2. Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 PendudukPenting untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan dayatampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaandibandingkan dengan jumlah penduduk. Meskipun jumlah perpustakaan diKota Yogyakarta mengalami penurunan, rasio jumlah perpustakaan per10.000 penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,41 persenper tahun. Hal ini karena jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalamirata-rata penurunan sebesar 2,20 persen per tahun.

Tabel 2.193
Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlahperpustakaan unit 320 320 320 315 313 307 -0,83

JumlahPenduduk jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,20Rasio jumlahperpustakaanterhadapjumlahpenduduk
6,99 7,27 7,48 7,75 7,56 7,50 1,41

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015,2016Penurunan rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk lebihjelasnya digambarkan melalui grafik di bawah ini. Bahwa penurunanjumlah perpustakaan di tahun 2014 ternyata juga menurunkan rasioperpustakaan per 10.000 penduduk yaitu menjadi 7,50 perpustakaan per10.000 penduduk.
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Gambar 2.105
Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Sementara itu rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk mengalamipertumbuhan rata-rata sebesar 7,40 persen per tahun. Pertumbuhan inidisebabkan oleh kenaikan jumlah TBM setiap tahunnya. Berikut inimerupakan tabel rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk.
Tabel 2.194

Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah TBM unit 172 185 207 216 220 220 5,05JumlahPenduduk jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,20Rasio jumlahperpustakaanterhadapjumlahpenduduk

3,76 4,20 4,84 5,31 5,31 5,37 7,40
Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015, Dinas Pendidikan

Kota Yogyakarta 2016

Kenaikan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk ini merupakansebuah pencapaian yang positif. Kenaikan ini berarti dapat meningkatkanaksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi.Grafik di bawah ini menggambarkan kenaikan rasio jumlah TBM per10.000 penduduk:
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Gambar 2.106

Grafik Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016Dari data di atas tampak bahwa setiap tahun terjadi kenaikan rasiojumlah TBM per 10.000. Jumlah TBM meningkat seiring dengan trenmenurunnya jumlah penduduk kota Yogyakarta semakin meningkatkanrasio jumlah TBM per 10.000 penduduk. Pada tahun 2013 rasio TBM per10.000 penduduk adalah 5,16 sedangkan pada tahun 2014 meningkatmenjadi 5,31 meningkat kembali menjadi 5,37 di tahun 2015.

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per TahunKeberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya.Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animopengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjungperpustakaan per tahun menunjukkan pemakai perpustakaan yangberkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurunwaktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkanpengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yangdiperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Data dalam tabel dibawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahun:
Tabel 2.195

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah Kunjungan kePerpustakaan Jiwa 75.044 115.469 126.205 126.554 143.838 163.111 16,80Jumlah Penduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487 -2,20Jumlah PengunjungPerpustakaan pertahun 0,16 0,26 0,29 0,31 0,35 0,40 20,10

Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015, jumlah penduuduk berdasarkan
data disdukcapil 2015
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Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikanjumlah pengunjung perpustakaan, bahkan pada tahun 2010 ke tahun 2011lonjakan jumlah pengunjung dapat dikatakan paling menonjoldibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Kenaikan jumlahpengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakinbesar. Berikut ini merupakan grafik perkembangan jumlah pengunjungperpustakaan berdasarkan jumlah kunjungan dan perkembangan jumlahpenduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2015.

Gambar 2.107
Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016

Dilihat dari grafik tersebut pengunjung perpustakaan selalumeningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian daya tarik perpustakaandalam memberikan pelayanan juga meningkat. Namun kondisi ini perluditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik, dengan melengkapiinformasi yang selalu up date dan fasilitas yang lebih baik.
4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan DaerahKoleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memilikipengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknyavariasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akanmenimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untukberkunjung mencari bahan pustaka. Di bawah ini merupakan tabelinformasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah KotaYogyakarta dari tahun 2010 hingga 2015.

Tabel 2.196
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta
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Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah KoleksiJudul Bukuyang Tersediadi PerpustakaanDaerah

Judul 10.420 12.679 14.777 15.934 16.773 18.388 12,03
Jumlah KoleksiJumlah Bukuyang Tersediadi Perpustakaan

Eksemplar 24.444 24.061 28.330 29.736 30.861 32.808 6,06
Koleksi Bukuyang Tersediadi PerpustakaanDaerah

0,43 0,53 0,52 0,54 0,54 0,56 5,63
Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015,2016

Kemudian pada kurun waktu enam  tahun, antara 2010-2015, jumlahkoleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Kota Yogyakarta terusmengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata jumlah koleksi judul bukumencapai 12,03 persen per tahun. Kenaikan ini juga diikuti dengankenaikan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan yaitu mencapaikenaikan rata-rata sebesar 6,06 persen per tahun.

Gambar 2.108
Grafik Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016Terdapat tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul bukudan jumlah buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi judul yangberangsur meningkat dari waktu-ke waktu menandakan bahwa ada upayauntuk merespon perkembangan. Sedangkan penambahan koleksi buku
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yaitu menambah jumlah eksemplarnya merupakan pencerminan upayauntuk meningkatkan aksesibilitas.
P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKPKegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakanoleh Kantor Kesatuan Bangsa secara rutin dua kali dalam setahun. Kegiatanpembinaan tersebut biasanya berupa sarasehan yang membicarakantentang wawasan kebangsaan dan berbagai informasi terkait pengelolaanlembaga yang baik. Sarasehan tersebut juga seringkali melibatkan personilTNI dari Kodim, Karang Taruna, dan dosen sebagai pemantiknya.
Tabel 2.197

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP Kali 2 2 2 2 2 8
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakara 2012, 2015, 2016Sejak tahun 2010 hingga 2014, pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKP di Yogyakarta berlangsung 2 kali, kemudian pada tahun 2015meningkat drastis menjadi 8 kali. Penjabarannya adalah 2 kali untuk LSMdan Ormas serta 6 kali untuk OKP. Peningkatan ini menunjukkan perbaikankantor kesatuan bangsa yang menaruh perhatian lebih besar untukmengembangkan dan membina LSM, Ormas dan OKP yang ada di KotaYogyakarta. Pembinaan sebaiknya mencakup substansi pengorganisasian,manajemen, perencanaan program dan model evaluasi. Pembinaan harusmampu menjawab kebutuhan pematangan organisasi dalammemfungsikan diri sebagai wahana kreatif bagi masyarakat. Mungkinbentuk forum komunikasi (Forkom) perlu ditambahkan agar antarorganisasi yang tumbuh dalam masyarakat dapat terhubung satu denganlainnya. Pemanfaatan organisasi yang kuat untuk memberikan saling asah,asih dan asuh kepada organisasi yang baru tumbuh akan sangat membantupemerintah. Dengan memanfaatkan organisasi yang sudah berkembanguntuk memberikan kontribusi kepada organisasi yang lebih lemah, akanmenopang kekuatan pemerintah mengingat keterbatasan sumberdaya.Namun visi dan misi tetap tercapai dengan menyambungkan antarorganisasi ini.
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2. Kegiatan Pembinaan Politik DaerahKegiatan pembinaan partai politik daerah ini merupakan kegiatanpembinaan politik yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa. Di tahuntahun 2010 hingga 2013 kegiatan pembinaan politik daerah dilakukanselama 38 kali. Banyaknya pembinaan yang diselenggarakan ini berkaitanerat dengan jumlah parpol yang ada. Banyak atau sedikitnya parpolbiasanya dipengaruhi oleh siklus pemilihan umum, jumlah parpol bisabertambah maupun berkurang ketika akan mendekati pemilihan umum.Sementara di tahun 2014 kegiatan pembinaan politik hanyadiselenggarakan delapan kali, kegiatan tersebut merupakan pemberiandana bantuan kepada delapan parpol. Tentunya pemberian dana bantuantidak cukup sebagai teknik pembinaan yang mumpuni. Pada tahun 2015bantuan politik kepada partai politik menurun menjadi 6 sebab 2 parpolGolkar dan PPP sedang memiliki kasus sengketa di pusat. Berikut adalahdaftar parpol yang mendapatkan bantuan politik pada tahun 2015:1. Bantuan Kepada PDI Perjuangan2. Bantuan Kepada PAN3. Bantuan Kepada Partai Gerindra4. Bantuan Kepada Partai Demokrat5. Bantuan Kepada PKS6. Bantuan Kepada Partai NasdemMengingat keberadaan parpol seringkali menjadi sumber mobilisasimassa besar-besarnya, maka tentunya pembinaan hendaknya mencakuppenumbuhan kepedulian parpol terhadap keharmonisan dan keselarasanlingkungan.
Tabel 2.198

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Kegiatan PembinaanPolitik Daerah kali 38 38 38 38 8 6
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakara 2012, 2015, 2016Antara kegiatan kepartaian dengan kegiatan pemerintah seringkalitidak berjalan secara linear. Hal ini dapat diatasi dengan menserasikangerak langkah antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimanapun partaipolitik merupakan base home setiap anggota DPRD. Namun gerak langkahpembangunan pemerintah kurang didukung oleh partai politik.Komunikasi dengan partai politik tentunya akan dapat berjalan lancar jikakomunikasi dengan DPRD berjalan lancar. Dengan demikian pembinaanpartai politik bentuknya bukan sekedar memberikan dana bantuan, akantetapi melakukan komunikasi yang intensif. Kesadaran partai politik hidup
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dalam wilayah Kota Yogyakarta yang harus ikut bertanggungjawab dalammenjaga ketertiban dan ketentraman warga dan sekitarnya perluditekankan. Kegiatan politik dan geliat demokrasi yang sering muncul tidakmenyimpang dari tatakrama dan sopan santun sebagai penduduk kotaYogyakarta. Pembinaan terhadap sikap santun berpolitik perlu dilakukan,sebab selama ini aktivitas politik terutama ketika apel akbar danberkampanye sangat jauh dari tatakrama dan adat istiadat. Bahkan kesanarogansi yang berlebihan yang sering muncul. Ini menunjukkan bahwapembinaan terhadap partai politik perlu menekankan budaya Yogyakarta.Ke depan yang perlu diefektifkan dalam pembinaan parpol adalah upayauntuk menumbuhkan kesadaran berpolitik dan beraktivitas politik yangdamai dan menjaga ketertiban lingkungan.
Q. StatistikStatistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah.Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistikpembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itusemestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati bukustatistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif datasemestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakalawaktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkapsehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date.Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikatorpada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRBKota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2010 hingga 2015 telah terpenuhi.Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”,  buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

Tabel 2.199
Publikasi Buku Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Buku “Kota DalamAngka” eksemplar Ada Ada Ada Ada Ada Ada2. Buku “PDRB Kota” eksemplar Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakara 2012,2014,2015Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik KotaYogyakarta telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dariindikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitanbuku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yangharus dijalankan yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas.
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Semestinya penyebutan jumlah eskemplar sudah harus dapat dipenuhi karenasebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.
R. KearsipanArsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumberinformasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasikearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensipenyelenggaraan kearsipan ini. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah telahmenyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku, tetapiinisiatif untuk mengelola arsip secara baku sangat tergantung dari kesadaran setiapSKPD di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya arsip yang ada di setiap SKPD memilikiumur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dimusnahkan,hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiapSKPD. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan oleh semua SKPD yang ada diKota Yogyakarta dan terus berlangsung hingga tahun 2015.

Tabel 2.200
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah SKPD yang telahMenerapkan Arsip secara Baku Unit 150 150 150 150 156 156Jumlah SKPD Unit 150 150 150 150 156 156Persentase Pengelolaan Arsipsecara Baku Persen 100 100 100 100 100 100
Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2012, 2015, 2016Terkait dengan pengelolaan arsip, pemerintah Kota Yogyakarta telahmemiliki 21 pejabat fungsional arsiparis. Pejabat tersebut berada di Kantor Arsipdan Perpustakaan daerah yang memiliki tugas keliling ke setiap SKPD. Sementaraitu, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Kantor Arsip danPerpustakaan daerah juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM dalampengelola kearsipan.

Tabel 2.201
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Peningkatan SDM PengelolaKearsipan kali 4 4 4 6 6 6
Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2012,2015,2016Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini di tahun 2010 hingga2012 dilakukan empat kali dalam setahun, dan diikuti oleh semua SKPD. Empatkegiatan tersebut adalah kegiatan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaanarsip, kegiatan pembinaan untuk penyusutan arsip-arsip dan kegiatan akuisisi.
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Kegiatan peningkatan pengelolaan SDM masih terus dilakukan hingga tahun2013,2014, dan 2015 meningkat menjadi enam kali. Kegiatan tersebut berupabimbingan teknis petugas arsip, bimbingan teknis pengembangan profesi Arsiparis,FKA (Forum Komunikasi Arsiparis Kota Yogyakarta), FKPK (Forum KomunikasiPetugas Kearsipan), FMK (Forum Masyarakat Kearsipan) DIY dan Pendampingan keSKPD.

Gambar 2.109
Grafik Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di

Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2016Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untukmeningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tingkat daerah, khususnya ke dalamSKPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengankebutuhan yang semakin meningkat.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1. Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainnya per hektarAnalisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal pada suatudaerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalammemenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukanoleh jumlah panen serta luasan lahan yang ada. Adapun faktor yangmempengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1)genetik tanaman,(2)lingkungan tumbuh, serta (3)manajemen budidaya tanaman. . Apabiladilihat dari besaran produksinya, padi merupakan jenis tanaman utama diKota Yogyakarta sementara bahan pangan lokal lainnya masih memilikikontribusi yang sangat kecil. Sedangkan apabila dilihat dari perkembangan
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produktivitas tanaman padi selama tahun 2011-2015, diketahui bahwatren yang terbentuk bersifat negatif meskipun hanya sebesar -0,42.
Tabel 2.202

Produksi Padi dan Palawija Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Jenis
Tanaman

Produksi (ton) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)2011 2012 2013 2014 20151 Padi 1.304 1.121 1.101 954 764 -12,512 Jagung 27 19 - 6 -3 Kedelai - - - - -4 Kacang Tanah 1 1 - - -5 Kacang Hijau - - - - -6 Ubi Kayu - - - - -7 Ubi Jalar - - - - -8 Cantel - - - - -9 Lain-lain - - -
Sumber: Dinas Periindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian  Kota Yogyakarta 2016.Penurunan produktivitas padi tersebut terjadi seiring denganpenurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertaniandi daerah perkotaan pada umumnya disebabkan oleh adanya alih fungsilahan dari fungsi pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilaiekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebihdiakibatkan oleh kualitas lahan yang menurun karena pengaruhlingkungan maupun alam. Baik hasil panen maupun luasan panenmenunjukkan pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya. Meskipunbegitu, penurunan hasil panen terjadi lebih cepat dibandingkan penurunanluasan panen sehingga hal tersebut menyebabkan produktivitas padimengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 2.203
Luas  Panen Padi dan Palawija Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Jenis
Tanaman

Luas Panen (Ha) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)2011 2012 2013 2014 20151 Padi 218 169 166 149 130 -12,122 Jagung 4 3 - 1 -3 Kedelai - - - - -4 Kacang Tanah 1 1 - - -5 Kacang Hijau - - - - -
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No Jenis
Tanaman

Luas Panen (Ha) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)2011 2012 2013 2014 20156 Ubi Kayu - - - - -7 Ubi Jalar - - - - -8 Cantel - - - - -9 Lain-lain - - - - -
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian  Kota Yogyakarta 2015, 2016.Hasil panen padi pada tahun 2011 adalah sebesar 1.304 ton. Jumlahtersebut mengalami penurunan drastis menjadi 764 ton pada tahun 2015dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -12,51%/tahun. Sedangkan luaspanen pada tahun 2011 adalah sebesar 218 Ha yang pada tahun 2015menurun menjadi 130 Ha. Pertumbuhan luas lahan panen tersebut adalahsebesar -12,12%/tahun. Meskipun hal ini wajar terjadi di perkotaan, akantetapi penurunan ini tetap harus dikelola dan dikendalikan agar KotaYogyakarta memiliki ketahanan dalam penyediaan pangan untukpenduduknya dan tidak terlalu bergantung pada wilayah lainnya.
2. Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRBKontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah dapatdilihat berdasarkan kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunanterhadap PDRB total. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRBmengalami penurunan dari tahun 2010-2014 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -4,86%/tahun. Meskipun pertumbuhan nilai PDRB sektorpertanian/perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar0,38%/tahun, namun hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhanPDRB Kota Yogyakarta yang tumbuh lebih pesat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,50%/tahun. Oleh karenanya hal tersebut menyebabkanpenurunan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap total PDRBKota Yogyakarta.Sektor pertanian di Kota Yogyakarta merupakan sektor minoritasdan perkembangannya kalah cepat dengan sektor-sektor basis di daerahperkotaan. Pada tahun 2010, sektor pertanian hanya menyumbang sebesar0,2% dari total seluruh PDRB. Persentase tersebut mengalami penurunanpada tahun 2015 menjadi 0,16%. Meskipun demikian, peningkatan PDRBsektor pertanian ini masih menunjukkan hal baik dan dapat dikatakanbahwa sektor ini masih mampu bertahan di tengah kompetisiperkembangan sektor lainnya.
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Tabel 2.204
Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pertumbuhan

rata- rata
(%/tahun)1 NilaiPDRB JutaRupiah 17.202.154,00 18.206.089,80 19.189.074,90 20.239.557,70 21.312.143,50 5,50

2 NilaiPDRBsektorPertanian JutaRupiah 34.553,90 34.850,60 35.066,90 35.453,10 35.075,50 0,38
3 KontribusipertanianterhadapPDRB % 0,20 0,19 0,18 0,18 0,16 -4,86

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014,
(BPS Kota Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

3. Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dalam PDRBSektor pertanian/perkebunan memiliki beberapa sub sektor dengankontribusi berbeda-beda. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman panganmasih kalah besar bila dibandingkan dengan sub sektor peternakan danhasil-hasilnya. Sejalan dengan produktivitas padi yang terus mengalamipenurunan dari tahun 2010-2014, nilai PDRB sub sektor pertaniantanaman pangan juga mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -0,31%/tahun. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian/perkebunanmengalami pertumbuhan positif sebesar 0,37%/tahun. Hal tersebutmenyebabkan penurunan kontribusi sub sektor pertanian tanaman panganterhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan yang ditandai denganpertumbuhan sebesar -0,68%/tahun. Pada tahun 2010, kontribusi subsektor ini adalah sebesar 9,14% sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi8,89%.
Tabel 2.205

Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB ADHK
Pertanian/Perkebunan

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB  sektorpertanian/perkebunan JutaRupiah 34.553,90 34.850,60 35.066,90 35.453,10 35.075,50 0,37

2 Nilai PDRB sub sektorPertanian tanamanpangan JutaRupiah 3.157,90 3.139,60 3.163,10 3.165,90 3.119,40 -0,31
3 Kontribusi sub sektor

pertanian tanaman
pangan terhadap
PDRB sektor pertanian
/ perkebunan

% 9,14 9,01 9,02 8,93 8,89 -0,68

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, (BPS Kota Yogyakarta,
2015) : dengan Hasil Olahan, 2016. Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat
Sementara
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4. Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) dalam PDRBSub sektor perkebunan merupakan sub sektor dengan kontribusiterendah kedua setelah sub sektor kehutanan. Nilai PDRB sektor inimengalami pertumbuhan positif sebesar 0,62%/tahun dari tahun 2010-2014. Begitu pula dengan kontribusi sub sektor perkebunan terhadapsektor pertanian /perkebunan yang juga meningkat sebesar 0,24%/tahun.Pada tahun 2010, kontribusi sub sektor perkebunan adalah sebesar0,012% dari sektor pertanian/perkebunan dan pada tahun 2014kontribusinya tetap, yaitu sebesar 0,012%.
Tabel 2.206

Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB  Sektor Pertanian/Perkebunan
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRBsektorpertanian/perkebunan

JutaRupiah 34.553,90 34.850,60 35.066,90 35.453,10 35.075,50 0,37
2 Nilai PDRBsub sektorperkebunan JutaRupiah 4,00 4,00 4,00 4,10 4,10 0,62
3 Kontribusi

sub sektor
perkebunan
terhadap
sektor
pertanian/
perkebunan

% 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,24

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015):
dengan Hasil Olahan, 2016.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

5. Cakupan bina kelompok taniKelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamikakegiatan pertanian di Kota Yogyakarta. Karena sektor pertanian di kota inirelatif sangat kecil baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinyaterhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudahpengarahan dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepatadalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani.Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapatpembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhandan kegiatan pembinaan lainnya.
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Tabel 2.207
Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Variabel Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Kelompok petani yangmendapat bantuanpemda kelompok 57 53 6 0 19 -24,12

2 Total KelompokPetani/ Cakupan BinaKelompok Tani kelompok 151 165 175 175 206 8,07
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian  Kota Yogyakarta 2015, 2016:

dengan Hasil Olahan, 2016.Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta menunjukkanperkembangan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai8,07%/tahun pada rentang tahun 2011-2015. Namun, apabila dilihat darisegi kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda, jumlahnyajustru semakin berkurang dan bahkan mencapai angka 0 pada tahun 2014.Ketiadaan kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun inidikarenakan adanya peralihan pemerintahan (periode pergantianpresiden) sehingga pada saat itu terjadi banyak perubahaan sistem padainstansi-instansi pemerintah sehingga beberapa pelaksanaan programditunda, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial. Meskipundemikian, jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemda kembalimeningkat di tahun 2015 menjadi 19 kelompok.
B. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor penggalian dalam PDRBSama halnya dengan sektor pertanian, sektor pertambangan danpenggalian bukan merupakan sektor basis di Kota Yogyakarta. Dari tahun2010-2014, nilai PDRB sektor penggalian di Kota Yogyakarta hanya beradapada kisaran 790-850 juta rupiah. Rendahnya kontribusi sektor initerhadap PDRB Kota Yogyakarta disebabkan oleh sumber bahan galianberupa pasir yang hanya berasal dari endapan aliran sungai yang berhuludi Gunung Merapi, Kabupaten Magelang.Apabila dilihat dari segi perkembangannya, nilai PDRB sektorpertambangan mengalami pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan rata-ratanya mencapai 1,81%/tahun. Nilai sektor pertambangan ini terusmeningkat setelah adanya letusan gunung api merapi pada tahun 2010.Pada tahun 2010 dan 2011, kontribusi sektor ini dalah tertinggi selamajangka waktu 2010-2014, yaitu sebesar 0,046, namun kontribusi tersebut
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terus menurun selama tahun 2012-2014. Kontribusi sektor pertambanganmengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2010-2014 sebesar -3,50%/tahun. Kontribusi sektor pertambangan yang terus menurun inidisebabkan karena pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta lebih besardibanding laju pertumbuhan dari sektor pertambangan.
Tabel 2.208

Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2014

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**

Pertumbu
han rata-

rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 17.202.154,00 18.206.089,80 19.189.074,90 20.239.557,70 21.312.143,50 5,50

2 Nilai PDRBADHK sektorpertambangandan penggalian
JutaRupiah 790,90 831,20 837,10 839,00 850,00 1,81

3 Kontribusi
sektor
penggalian
dan
perdagangan
terhadap
PDRB

% 0,0046 0,0046 0,0044 0,0041 0,0040 -3,50

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2015):
dengan Hasil Olahan, 2016.

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

C. Pariwisata

1. Kunjungan wisataPariwisata merupakan salah satu sektor penting dalamperekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanyasebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yangmenarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyakpilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisatapaling populer di Indonesia.
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Tabel 2.209
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%/tahun)1 KunjunganWisman Kunjungan 221.054 283.727 179.387 273.448 393.082 15,482 KunjunganWisnu Kunjungan 2.670.649 2.611.453 2.536.093 2.733.805 2857599 1,71

Jumlah Kunjungan 2.891.703 2.895.180 2.715.480 3.007.253 3.250.681 2,97

Target Daerah Kunjungan 2.215.000 2.500.000 2.600.000 2.704.000 2.812.160 3,40

Tingkat
Realisasi
Kunjungan

% 115,67 111,35 100,42 106,93 111,15 -0,99

Sumber :Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta 2015, 2016 :dengan Hasil Olahan, 2016.Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihatkeberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian KotaYogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjunganwisatawan. Angka jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakartadiperoleh melalui perhitungan 100% kunjungan Kraton + 50% kunjunganTaman pintar + 50% kunjungan Kebun Binatang Gembira Loka + 30%kunjungan Museum + 90% jumlah tamu yang menginap di hotel.Apabila dilihat dari perkembangan realisasi kunjungan wisata,diketahui bahwa selama tahun 2011-2015 kunjungan wisatawan di KotaYogyakarta telah berhasil melampaui target kunjungan yang telahditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2011, kunjunganwisatawan mencapai 2.891.703 kunjungan dan pada tahun 2015meningkat menjadi 3.250.681 juta kunjungan. Peningkatan jumlahwisatawan di Kota Yogyakarta tersebut tentunya tidak terlepas daripromosi wisata dan branding yang telah banyak dilakukan pemerintahKota Yogyakarta.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRBPerhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidaktersedia secara khusus. Perhitungannya didekati dengan menjumlahkankontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2010-2014,nilai PDRB akomodasi dan makan minum terus menunjukkanperkembangan positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai6,26%/tahun. Dari segi kontribusinya, sektor ini juga mengalamipertumbuhan positif dari tahun 2010-2014. Pertumbuhan rata-ratanyamencapai 0,72%/tahun. Pada tahun 2010, kontribusinya sebesar 11,17%dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,50%.
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Tabel 2.210
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2014

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**

Pertumbuh
an rata-

rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 17.202.154,00 18.206.089,80 19.189.074,90 20.239.557,70 21.312.143,50 5,502 Nilai PDRBsektorakomodasidan makanminum

JutaRupiah 1.921.791,3 2.036.971,2 2.183.269,6 2.320.365,5 2.450.064,8 6,26
3 Kontribusi

sektor
akomodasi
dan makan
minum
terhadap
PDRB

% 11,17 11,18 11,38 11,46 11,50 0,72

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota Yogyakarta,
2015): dengan Hasil Olahan, 2016.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

D. Perdagangan

1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRBSektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yangrelatif berkembang di Kota Yogyakarta. Sektor perdagangan dalam PDRBKota Yogyakarta 2014 terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdagangan besardan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya.Dilihat dari segi pertumbuhannya, nilai PDRB sektor perdagangan terusmengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai4,85%/tahun. Dari dua sub sektor pembentuknya, sub sektor perdaganganbesar dan eceran menyumbang nilai PDRB terbesar dari PDRB sektorperdagangan, nilainya mencapai yaitu mencapai 5,21% dari PDRB KotaYogyakarta tahun 2014.
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Tabel 2.211
Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 17.202.154,00 18.206.089,80 19.189.074,90 20.239.557,70 21.312.143,50 5,502 Nilai PDRBsektorperdagangan(perdaganganbesar daneceran;raparasi mobildan sepedamotor)

JutaRupiah 1.215.273,80 1.247.376,90 1.326.260,70 1.407.238,60 1.468.894,00 4,85

3 Kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap
PDRB

% 7,06 6,85 6,91 6,95 6,89 -0,62

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, (BPS Kota Yogyakarta,
2015): dengan Hasil Olahan.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan pertumbuhan nilai PDRB nya, perkembangankontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Yogyakarta justru menunjukkanpenurunan. Pada tahun 2010, kontribusi sektor perdagangan adalahsebesar 7,06% sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 6,89%.Penurunan kontribusi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektorperdagangan ternyata belum mampu mengimbangi perumbuhan PDRBKota Yogyakarta secara keseluruhan dan relatif lebih lambat dari sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor informasi dan komunikasi.Pertumbuhan kontribusi sektor ini mencapai -0,62%
2. Ekspor Bersih PerdaganganEkspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspordan nilai impor suatu wilayah. Hingga 2015, nilai ekspor bersihperdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun yang cukupsignifikan. Pada tahun 2011, Pertumbuhan rata-ratanya mencapai -51,69%/tahun. Nilai ekspor bersih perdagangan Kota Yogyakarta adalahsebesar 114 juta US$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai ekspor kotalebih besar daripada nilai impornya. Hal tersebut menunjukkan bahwaperdagangan Kota Yogyakarta sudah mencapai pasar internasional.Namun, meksipun demikian, ekspor bersih perdagangan Kota Yogyakartaterus menurun hingga mencapai 6,2 juta US$ di tahun 2015.
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Tabel 2.212
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%/tahun)1 NilaiEkspor US $ 117.685.291 119.048.049 17.217.091 16.626.476 13.057.831,64 -42,28

2 NilaiImpor US $ 3.363.749 13.061.918 37.269.427 228.241 6.832.100 19,38
Ekspor Bersih
Perdagangan

US $ 114.321.543 105.986.131 -20.052.336 16.398.235 6.225.731 -51,69

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan, 2016.Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di KotaYogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakanintervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangankegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskanuntuk membantu UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perakdan pemanfaatan limbah yang dijadikan produk kerajinan. Melaluiintervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan olehpelaku usaha semakin baik dan berdaya saing.

3. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha InformalSektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaanlapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar.Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawarantenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memilikikeunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satupelaku usaha informal di Kota Yogyakarta adalah Pedagang Kaki Lima(PKL). Dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah PKL di Kota Yogyakarta terusmenunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai19,12%/tahun. Pada tahun 2011 tercatat jumlah PKL sebanyak 3.511 unitdan jumlah tersebut meningkat menjadi 7.070 unit di tahun 2015.
Tabel 2.213

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah EksistingPKL Unit 3.511 3.907 6.406 6.776 7070 19,122 PKL Berizin Unit 2.351 1.858 2.242 2.371 5495 23,653 Persentase PKLBerizin % 66,96 47,56 35,00 34,99 77,72 3,80

Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016.
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Seluruh PKL di Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 belumsepenuhnya memiliki izin dari pemerintah daerah.  Oleh karenannya,kedepannya perlu diadakan pendataan sekaligus pembinaan PKL agarseluruh PKL yang ada di Kota Yogyakarta mendapat legalitas dalamberjualan dan mengurangi resiko perselisihan dengan pemerintah.Meskipun demikian, jumlah PKL yang sudah berizin menunjukkanpertumbuhan positif, yaitu sebesar 23,65%/tahun. Pertumbuhan PKLberizin tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah PKL eksisting diKota Yogyakarta sehingga persentase PKL yang berizin meningkat daritahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut, persentase PKL berizinmengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Pertumbuhannya mencapai3,80%/tahun.
E. Perindustrian

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRBSektor industri pengolahan merupakan sektor yang menyumbangPDRB terbesar dalam PDRB Kota Yogyakarta. Nilai PDRB sektor industripengolahan ini mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga 2014 denganpertumbuhan rata-rata sebesar 3,70%/tahun. Pada tahun 2010, nilai PDRBsektor industri pengolahan sebesar 2,5 triliun rupiah dan meningkatmenjadi 2,9 triliun rupiah di tahun 2014.Meskipun PDRB sektor industri pengolahan mengalamipertumbuhan positif, namun kontribusi sektor ini terus mengalamipenurunan dari tahun 2010-2014. Pertumbuhan rata-rata kontribusisektor industri pengolahan adalah sebesar -1,71%/tahun. Kontribusi yangterus menurun tersebut terjadi akibat dari pertumbuhan sektor lainnyayang lebih tinggi dibandingkan sektor industri dalam konteks PDRB KotaYogyakarta. Berdasarkan data PDRB ADHK Kota Yogyakarta tahun 2010-2014, kontribusi terbesar dalam PDRB sektor industri disumbang dari subsektor industri makanan dan minuman yang pada tahun 2014 mencapai13,81%.
Tabel 2.214

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 17.202.154,00 18.206.089,80 19.189.074,90 20.239.557,70 21.312.143,50 5,502 Nilai PDRBsektorindustri JutaRupiah 2.545.388,30 2.708.581,40 2.630.976,50 2.813.952,60 2.943.834,40 3,70
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No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)

3 Kontribusi
sektor
industri
terhadap
PDRB

% 14,80 14,88 13,71 13,90 13,81 -1,71

Sumber . PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014
(BPS Kota Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

2. Pertumbuhan industriIndustri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumahtangga, kecil, sedang dan besar. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah unitindustri terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-ratamencapai 8,37%/tahun. Pada tahun 2011, jumlah unit industri di KotaYogyakarta adalah sebanyak 4.574 unit. Jumlah tersebut meningkatmenjadi 6.222 unit  pada tahun 2015. Pertumbuhan unit industri palingbesar adalah pada tahun 2013, dimana pertumbuhan unit industri adalahsebesar 16,94% dari tahun sebelumnya.
Tabel 2.215

Pertumbuhan Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)Unit usaha industri Unit 4.574 4.888 5.716 5.929 6.222 8,37Pertumbuhan % 0,11 6,86 16,94 3,73 4,94

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil OlahanBerdasarkan data PDRB ADHK tahun 2010-2014, diketahui bahwasub sektor industri tekstil dan pakaian jadi serta sub sektor industrimakanan dan minuman memiliki pertumbuhan yang paling pesatdibandingkan dengan sub sektor industri yang lain dalam rentang waktu2010-2014. Adanya karakteristik masyarakat maupun morfologi wilayahyang mengarah pada daerah perkotaan maka menjadikan wajar apabilaindustri di Kota Yogyakarta terus mengalami pertumbuhan.

3. Cakupan bina Kelompok PengerajinBerdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, diketahui bahwa keseluruhanpengrajin di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 tergabung dalamkelompok/paguyuban. Pada tahun 2012, terdapat 33 kelompok pengrajin
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dan pada tahun 2015 jumlah tersebut meningkat menjadi 42 kelompok.Semua kelompok ini mendapatkan bantuan dari pemerintah baik dalambentuk modal alat maupun pembinaan. Sedangkan perkembangan jumlahkelompok pengrajin sendiri mengalami pertumbuhan positif setiaptahunnya. Pertumbuhan rata-rata kelompok pengrajin ini adalah sebesar8,37%. Peningkatan jumlah kelompok perngrajin tersebut terjadi seiringdengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barangindustri. Pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadapkelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas danpendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalamkelompok tersebut. Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, diketahui bahwakeseluruhan pengrajin di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015tergabung dalam kelompok/paguyuban. Pada tahun 2012, terdapat 33kelompok pengrajin dan pada tahun 2015 jumlah tersebut meningkatmenjadi 42 kelompok. Semua kelompok ini mendapatkan bantuan daripemerintah baik dalam bentuk modal alat maupun pembinaan. Sedangkanperkembangan jumlah kelompok pengrajin sendiri mengalamipertumbuhan positif setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata kelompokpengrajin ini adalah sebesar 8,37%. Peningkatan jumlah kelompokperngrajin tersebut terjadi seiring dengan semakin meningkatnyakebutuhan masyarakat akan barang industri. Pengawasan dan pembinaansecara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampumeningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutamabagi yang tergabung dalam kelompok tersebut.
Tabel 2.216

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Kelompokpengrajinyangmendapatbantuanpemda

kelompok NA 33 39 40 42 8,37

2 TotalKelompokPengrajin kelompok NA 33 39 40 42 8,37
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016
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F. Perikanan

1. Produksi Perikanan DaratBerdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatanperikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yangdibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukupberaneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal. Apabila dilihat dariperkembangannya selama tahun 2011-2015, diketahui bahwa tingkatrealisasi produksi yang ada menunjukkan perkembangan fluktuatif dengankecederungan meningkat. Pada tahun 2011, tingkat realisasi hanya sebesar19,20% sedangkan pada tahun 2015 telah meningkat menjadi 71,05%.Pertumbuhannya mencapai 38,70%/tahun. Secara umum, produksi ikantertinggi ada pada tahun 2013, yaitu sebesar 132.351 kg. Pada tahun itupula, target daerah mencapai angka tertinggi, yaitu mencapai 90.000 kg.
Tabel 2.217

Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Produksi Ikan Kg 15.743 72.662 132.351 63.000 46.183 30,872 Target Daerah Kg 82.000 88.000 90.000 65.000 65.000 -5,64

Tingkat Realisasi % 19,20 82,67 147,06 96,92 71,05 38,70
Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:

dengan Hasil Olahan, 2016.

2. Konsumsi IkanKonsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampumenunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itukonsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakanikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memilikiwilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakartamerupakan ikan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan daridaerah lain.Konsumsi ikan di Kota Yogyakarta berada pada kisaran angka 30-32,15 ton setiap tahunnya. Tingkat realisasi konsumsi ikan di KotaYogyakarta dari tahun 2010 hingga 2014 terus menunjukkanperkembangan positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar0,09%/tahun. Secara umum, realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakartadari tahun 2010-2014 telah mancapai 100% dari target yang dikehendaki.
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Pada tahun 2011, tingkat realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 101,69%dan pada tahun 2015 mencapai 102,06%.
Tabel 2.218

Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah KonsumsiIkan Ton 30 32,12 32,14 32,15 32,15 1,742 Target Daerah Ton 29,50 30,00 30,50 30,50 31,50 1,65

Tingkat Realisasi % 101,69 107,07 105,38 105,41 102,06 0,09
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:

dengan Hasil Olahan, 2016

3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Perikanan BudidayaSalah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraaanpemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di KotaYogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikanmenjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaanterhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhandan sosialiasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran.Ditinjau dari perkembangannya dari tahun 2012 hingga 2015, jumlahkelompok pengusaha budidaya atau cakupan bina kelompok pengusahaperikanan budidaya di Kota Yogyakarta memiliki pertumbuhan negatifsebesar -2,27%/tahun. Pada tahun 2012, jumlah kelompok budidayaperikanan adalah sebesar 63 kelompok dan pada tahun 2015 menurunmenjadi 58 kelompok. Pada tahun 2012, dari total kelompok pengusahaperikanan budidaya sebanyak 63 kelompok, baru 5 kelompok yangmendapatkan bantuan/binaan dari pemerintah daerah. Sedangkan padatahun 2015, jumlah kelompok perikanan yang mendapat bantuan menurunmenjadi 1 kelompok.
Tabel 2.219

Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

No Variabel Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)

1 KelompokPengusahaBudidaya Ikan yangmendapat bantuanpemda Kelompok NA 5 8 5 1 -41,52
2 Total kelompokpengusahabudidayaperikanan Kelompok NA 63 51 38 58 -2,72

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016:
dengan Hasil Olahan, 2016.
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G. Ketransmigrasian

1. Jumlah Transmigran SwakarsaTrasmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkantaraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dankepemilikan asset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenistransmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasiswakarsa mandiri, dan transmigrasi  umum. Transmigrasi Swakarsamerupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akantetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, sejaktahun 2011 sampai tahun 2015, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dariKota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasiswakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri. Rendahnya minatmasyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunyaakibat dari kekhawatiran maysarakat untuk hidup di daerah lain sertakurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk melakukantransmigrasi secara swakarsa. Meskipun demikian, jumlah transmigrasiumum dii tahun 2015 mengalami kenaikan setelah sebelumnya pada tahun2011-2014 jumlah transmigran mengalami penurunan. Pada tahun 2011,jumlah individu yang mengikuti transmigrasi umum adalah sebanyak 89jiwa dan 25 KK. Pada tahun 2015, jumlah individu dan KK tersebutmenurun menjadi 39 individu dan 12 KK.
Tabel 2.220

Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

1 Transmigrasi SwakarsaKepala Keluarga KK 0 0 0 0 0Individu Jiwa 0 0 0 0 02 Transmigrasi UmumKepala Keluarga KK 25 19 15 5 12Individu Jiwa 89 64 46 15 39
3 Jumlah Total TransmigrasiKepala Keluarga KK 25 19 15 5 12Individu Jiwa 89 64 46 15 39

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
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2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran Konsumsi per KapitaIndikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan eratdengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumahtangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secaraumum kemampuan ekonomi masyarakat  juga mengindikasikanperkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapatdiidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranyaadalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanyapengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasiperkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.Selama rentang waktu tahun 2010-2014, pengeluran per kapita diKota Yogyakarta mengalami perkembangan positif dengan pertumbuhanrata-rata sebesar 9,84% (berdasarkan PDRB ADHB). Pada tahun 2010,pengeluaran per kapita penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan PDRBADHB adalah sebesar 12,02 juta rupiah per tahun. Sementara pada tahun2014, pengeluaran per kapita ini meningkat menjadi 17,50 juta rupiah pertahun. Secara umum, jumlah pengeluaran makanan memiliki pertumbuhanlebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Meskipundemikian, nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan tidaklebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan inimencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan,dan lain-lain.
Tabel 2.221

Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%/tahun)Pengeluaranmakanan Juta Rupiah 1.893.068 2.068.112 2.321.213 2.618.139 2.926.749 11,51Pengeluaran nonmakanan Juta Rupiah 2.779.653 3.023.208 3.306.250 3.654.621 4.082.705 10,09Jumlahpengeluaran Juta Rupiah 4.672.721 5.091.320 5.627.463 6.272.760 7.009.454 10,67Jumlah Penduduk Jiwa 388.627 390.554 394.012 402.679 400.467 0,75Pengeluaran perkapita per tahun Rupiah 12,02 13,04 14,28 15,58 17,50 9,84Pengeluaran perkapita per bulan Rupiah 1,00 1,09 1,19 1,30 1,46 9,84

Sumber: PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 (BPS Kota
Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016. Keterangan: (*) Angka Sementara (**)
Angka Sangat Sementara
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Secara umum perkembangan pengeluaran perkapita pendudukdipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor kemampuandaya beli dan juga inflasi. Daya beli masyarakat yang selalu meningkat dankebutuhan semakin kompleks menjadikan pengeluaran per kapita semakinnaik tiap tahunnya. Namun, selain dari sisi kemampuan penduduk sebagaipembeli, kenaikan pengeluaran juga dapat dipengaruhi oleh perkembanganinflasi daerah. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, idealnya lajuinflasi lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan kebutuhankonsumsi penduduk.
2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerkapitaPengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enamkebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahanbakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluanpesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalamsuatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.Selama rentang tahun 2010 hingga 2014, diketahui bahwa polakonsumsi rumah tangga per kapita untuk non makanan lebih besardibandingkan dengan pengeluaran makanan, meskipun masih seimbangdengan perbandingan 60%:40%. Lebih tingginya konsumsi non pangan diKota Yogyakarta disebabkan oleh tipologi masyarakat yang merupakanpenduduk perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleksbila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau daripertumbuhannya, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsirumah tangga seluruhnya mengalami penurunan dengan pertumbuhanrata-rata sebesar -0,53%/tahun. Pertumbuhan negatif tersebut diakibatkandari laju pertumbuhan konsumsi pangan yang lebih cepat dibandingkandengan laju pertumbuhan konsusmsi non pangan.

Tabel 2.222
Pengeluaran Konsumsi Non pangan Perkapita Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)Pengeluaran nonmakanan JutaRupiah 2.779.653 3.023.208 3.306.250 3.654.621 4.082.705 10,09Jumlah pengeluaran JutaRupiah 4.672.721 5.091.320 5.627.463 6.272.760 7.009.454 10,67

Persentase
Pengeluaran Non
Pangan

% 59 59 59 58 58 -0,53

Sumber: PDRB Menurut Penggunaan ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, (BPS Kota
Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara
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3. Produktivitas Total KotaPenghitungan produktivitas total daerah bertujuan untukmengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifikdengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya.Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja padatiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketigalapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usahadibagi ke dalam 3 sektor besar yaitu agriculture, manufacture, dan services.Sektor agriculture terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.Sektor manifacture terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian;industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaansampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor service terdiridari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedamotor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi,; informasidan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasalainnya.Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapanganusaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah manufacture,meskipun jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektorservices. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor services merupakansektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta, akan tetapiapabila dilihat dari segi produktivitasnnya masih relatif lebih rendah biladibandingkan dengan sektor manufacture. Meskipun demikian,produktivitas sektor service ini mengalami pertumbuhan positif sebesar6,03%/tahun.
Tabel 2.223

Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014
Nilai PDRB ADHK

Lapangan
Usaha Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)
Agriculture jutarupiah 35.167,9 35.476,3 35.709,1 36.100,1 35.733,8 0,40
Manifacture jutarupiah 4.006.923,80 4.237.528,00 4.233.608,80 4.493.200,10 4.699.987,50 4,07
Service jutarupiah 13.160.062,30 13.933.085,50 14.919.757,00 15.710.257,50 16.576.422,20 5,94

Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja

Lapangan
Usaha Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)
Agriculture jiwa 696 1.062 756 471 1.314 17,22
Manifacture jiwa 10.153 55.881 30.897 31.753 40.642 41,45
Service jiwa 174.804 154.450 169.987 162.512 174.212 -0,08
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Total Produktivitas

Lapangan
Usaha Satuan 2010 2011 2012 2013* 2014**

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)
Agriculture jutarupiah/jiwa 50,53 33,41 47,23 76,65 27,19 -14,35
Manifacture jutarupiah/jiwa 394,65 75,83 137,02 141,50 115,64 -26,43
Service jutarupiah/jiwa 75,28 90,21 87,77 96,67 95,15 6,03

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014, (BPS Kota
Yogyakarta, 2015): dengan Hasil Olahan, 2016.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/InfrastrukturDalam fokus fasilitas wilayah/infrastruktur terdiri atas lima urusan, yakniurusan perhubungan; penataan ruang; otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;lingkungan hidup; serta komunikasi dan informatika. Sama halnya dengan fokusfasilitas wilayah/infrastruktur pada aspek pelayanan wajib, terdapat beberapaindikator yang memiliki kesamaan juga adanya beberapa indikator dalam urusanyang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakanindikator yang berkaitan lebih cocok apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten,bukan wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta, sehingga indikator tersebutditiadakan.
A. PerhubunganAspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakniindikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yangterangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminalper tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum danindikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yangsama di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak memilikiterminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni TerminalGiwangan.

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanFormula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalandengan jumlah kendaraan adalah dengan perbandingan antara panjangjalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah
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kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalandalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.
Tabel 2.224

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Panjang Jalan Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 -2. JumlahKendaraan Unit 243.849 252.726 257.233 300.444 441.708 430.177 12,0223. Rasiopanjang jalandenganjumlahkendaraan

km/unit 0,00102 0,00098 0,00096 0,00083 0,00056 0,0005767 (10,778)
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil OlahanPanjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasiopanjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruasjalan yang dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memilikipanjang yang sama, yakni sepanjang 248,09 km. Peningkatan jumlahkendaraan di Kota Yogyakarta terbilang cukup tinggi setiap tahunnya yangdibuktikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12% per tahun, yakni143.849 unit kendaraan pada tahun 2010 meningkat menjadi 430.177 unitkendaraan. Meskipun demikian dari tahun 2014 sampai dengan tahun2015 sebenarnya terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor sebesar2,6% atau sejumlah 11.531 unit kendaraan.

Gambar 2.110
Grafik Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016
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Jumlah panjang jalan yang cenderung tetap dan jumlah kendaraanyang terus meningkat menyebabkan nilai rasio panjang jalan per jumlahkendaraan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 memilikikecenderungan menurun namun kembali meningkat di tahun 2015. Hal inidisebabkan jumlah kendaran yang bertambah setiap tahunnya cukup besardan tidak sebanding dengan pertambahan panjang jalan yang ada.Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraanpribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahanbakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terusdibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjaditerutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.
2. Rasio Jumlah Angkutan Umum yang Melewati Kota Yogyakarta Per

1000 PendudukRasio jumlah angkutan darat per penumpang angkutan darat adalahangka yang memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutandarat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat(penumpang) pada tahun tersebut. Formula yang digunakan untukmenghitung rasio jumlah angkutan darat adalah jumlah angkutan daratdibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat pada tahun tersebut.
Tabel 2.225

Rasio Jumlah Angkutan Darat per Penumpang Angkutan Darat di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1. Jumlahangkutandarat Unit 10.643 10.985 11.737 12.011 11.663 12.803 3,765

2. Jumlahpenumpangangkutandarat
Jiwa 2.658.359 2.471.342 2.324.913 2.488.859 2.364.416 2.121.076 -4,415

3. Rasiojumlahangkutandaratdenganpenumpangangkutandarat

Unit/Jiwa 0,0040 0,0044 0,0050 0,0048 0,0049 0,0060 8,447

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Mulai tahun 2010 hingga tahun 2015, jumlah penumpang angkutandarat cenderung mengalami penurunan jumlah, meskipun demikian jumlahunit angkutan darat di Kota Yogyakarta tidak serta merta mengalamipenurunan yang sama, namun cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Di
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tahun 2015 jumlah kendaraan cenderung meningkat dari yang semula ditahun 2010 hanya berjumlah 10.643 unit menjadi 12.803 unit di tahun2015. Kenaikan jumlah ini memperbesar rasio jumlah angkutan daratdengan penumpang angkutan yang semula di tahun 2010 menunjukkanrasio 0,004 menjadi 0,006 di tahun 2015.
3. Jumlah Penumpang dan Barang yang Melalui Terminal dan StasiunTerminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapatdi wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memilikiterminal dengan tipe terminal barang (cargo). Jumlah penumpang bismelalui terminal di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2015 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Haltersebut dibuktikan dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -4,42%per tahun, yakni 2.658.359 orang pada tahun 2010 menurun menjadi2.121.076 orang pada tahun 2015.

Tabel 2.226
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahorang yangmelaluiterminalper tahun

Jiwa 2.658.359 2.471.342 2.324.913 2.488.859 2.364.416 2.121.076 -4,42
Sumber :
1. SIPD Numerik Tahun 2014, dengan Hasil Olahan (Data Tahun 2010-2014)
2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan (Data Tahun 2015)

Data mengenai indikator jumlah arus penumpang angkutan umumdiperoleh dari jasa ruang tunggu terminal (Terminal Giwangan), bukandari penjualan karcis sehingga tidak diketahui apakah penumpang tersebutmenggunakan jasa bis antar kota atau dalam kota, sehingga diduga masihbanyak penumpang angkutan umum (bis khususnya) yang tidak terhitung.Dengan kata lain, jumlah arus penumpang angkutan umum masih lebihtinggi lagi apabila dibandingkan dengan data yang terdata oleh DinasPerhubungan tersebut, karena penumpang bis yang tidak turun ke ruangtunggu (tetap berada di dalam bis) tidak dihitung.
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Gambar 2.111
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun2010 hingga tahun 2013 memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan menurun, yakni 3.319.151 penumpang pada tahun 2010menurun menjadi 2.740.104 penumpang pada tahun 2014. Jumlahpenumpang kelas eksekutif memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan meningkat pada tahun yang sama (tahun 2010 hinggatahun 2014) yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,14% pertahun, sedangkan dua kelas lainnya yakni kelas bisnis dan ekonomimemiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan menurun yakni secaraberurutan memiliki pertumbuhan rata-rata -6,76% dan -7,36% per tahun.Sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang kereta dari tahun 2010sampai tahun 2014 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -4,68% pertahun.
Tabel 2.227

Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kelasnya Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahpenumpangkelas eksekutif Orang 708.470 676.838 697.261 775.144 801.674 3,14

2. Jumlahpenumpangkelas bisnis Orang 781.112 718.224 612.806 590.776 590.661 -6,75
3. Jumlahpenumpangkelas ekonomi Orang 1.829.569 1.656.352 1.338.660 1.263.593 1.347.769 -7,36
4. Totalpenumpangmelalui stasiun Orang 3.319.151 3.051.414 2.648.727 2.629.513 2.740.104 -4,68

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2015, Badan Pusat Statistik
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Tabel 2.227

Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kelasnya Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahpenumpangkelas eksekutif Orang 708.470 676.838 697.261 775.144 801.674 3,14

2. Jumlahpenumpangkelas bisnis Orang 781.112 718.224 612.806 590.776 590.661 -6,75
3. Jumlahpenumpangkelas ekonomi Orang 1.829.569 1.656.352 1.338.660 1.263.593 1.347.769 -7,36
4. Totalpenumpangmelalui stasiun Orang 3.319.151 3.051.414 2.648.727 2.629.513 2.740.104 -4,68

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2015, Badan Pusat Statistik
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Gambar 2.111
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun2010 hingga tahun 2013 memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan menurun, yakni 3.319.151 penumpang pada tahun 2010menurun menjadi 2.740.104 penumpang pada tahun 2014. Jumlahpenumpang kelas eksekutif memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan meningkat pada tahun yang sama (tahun 2010 hinggatahun 2014) yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,14% pertahun, sedangkan dua kelas lainnya yakni kelas bisnis dan ekonomimemiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan menurun yakni secaraberurutan memiliki pertumbuhan rata-rata -6,76% dan -7,36% per tahun.Sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang kereta dari tahun 2010sampai tahun 2014 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -4,68% pertahun.
Tabel 2.227

Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kelasnya Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahpenumpangkelas eksekutif Orang 708.470 676.838 697.261 775.144 801.674 3,14

2. Jumlahpenumpangkelas bisnis Orang 781.112 718.224 612.806 590.776 590.661 -6,75
3. Jumlahpenumpangkelas ekonomi Orang 1.829.569 1.656.352 1.338.660 1.263.593 1.347.769 -7,36
4. Totalpenumpangmelalui stasiun Orang 3.319.151 3.051.414 2.648.727 2.629.513 2.740.104 -4,68

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2015, Badan Pusat Statistik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 271

Gambar 2.111
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun2010 hingga tahun 2013 memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan menurun, yakni 3.319.151 penumpang pada tahun 2010menurun menjadi 2.740.104 penumpang pada tahun 2014. Jumlahpenumpang kelas eksekutif memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan meningkat pada tahun yang sama (tahun 2010 hinggatahun 2014) yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,14% pertahun, sedangkan dua kelas lainnya yakni kelas bisnis dan ekonomimemiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan menurun yakni secaraberurutan memiliki pertumbuhan rata-rata -6,76% dan -7,36% per tahun.Sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang kereta dari tahun 2010sampai tahun 2014 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -4,68% pertahun.
Tabel 2.227

Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kelasnya Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahpenumpangkelas eksekutif Orang 708.470 676.838 697.261 775.144 801.674 3,14

2. Jumlahpenumpangkelas bisnis Orang 781.112 718.224 612.806 590.776 590.661 -6,75
3. Jumlahpenumpangkelas ekonomi Orang 1.829.569 1.656.352 1.338.660 1.263.593 1.347.769 -7,36
4. Totalpenumpangmelalui stasiun Orang 3.319.151 3.051.414 2.648.727 2.629.513 2.740.104 -4,68

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2015, Badan Pusat Statistik



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 272

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta jugamengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlahbahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilaiyang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada tahun 2010 hinggatahun 2014, yakni sebanyak 326.233 ton pada tahun 2010 menurunmenjadi 208.969 ton pada tahun 2014. Hal tersebut berbanding terbalikdengan jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun, yaknisebanyak 2.234 ton pada tahun 2010 meningkat menjadi 13.040 ton padatahun 2014 (pertumbuhan rata-rata 55,43% per tahun).
Tabel 2.228

Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Bahan bakarminyak Ton 326.233 159.242 166.154 214.456 195.929 -11,972. Baranghantaranpotongan Ton 2.234 7.206 11.170 12.465 13.040 55,43

3. Totalangkutanbarangmelaluiterminal
Ton 328.467 166.448 177.324 226.921 208.969 -10,69

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2015, Badan Pusat Statistik

B. Penataan RuangDalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai denganLampiran 1 Permendagri 54/2010 ini terdapat enam indikator, yakni ketaatanterhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayahkebanjiran, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Seperti halnyadengan urusan yang lain, terdapat indikator yang tidak relevan apabila diterapkandi Kota Yogyakarta, seperti indikator luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakanseluruh wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan, sehingga indikatorwilayah perkotaan pada urusan penataan ruang ini ditiadakan. Indikator tersebutlebih relevan apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten. Selain itu juga terdapatbeberapa indikator yang menggunakan data isian yang lain, yang disesuaikandengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.
1. Persentase Luas Wilayah ProduktifFormula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah produktifadalah peerbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlahluas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sebagai
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wilayah perkotaan, wilayah produktif di Kota Yogyakarta didekati denganpenjumlahan luasan jenis penggunaan lahan perumahan, jasa, perusahaan,industri, dan pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Tabel 2.229

Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah luaswilayahproduktif Ha 2.841,72 2.841,72 2.842,89 2.843,40 2.827,5 -0,10

2. Jumlah luasseluruhwilayahbudidaya
Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 -

3. Persentase luaswilayahproduktif % 87,44 87,44 87,47 87,49 87 -0,10
Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2011-

2015, dengan Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembanding dalamindikator luas wilayah produktif merupakan data yang bersumber dari lampiran dataRPJMD Kota Yogyakarta. Jumlah luas wilayah produktif di Kota Yogyakarta berbandinglurus dengan persentase luas wilayah produktif yang dihasilkan, yakni memilikikecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013, denganpertumbuhan rata-rata sebesar 0,02% per tahun namun mengalami penurunan ditahun 2014 menjadi seluas 2.827,5 ha, sehingga memiliki rata-rata pertumbuhansebesar -0,1% per tahun. Secara karakteristik wilayah, indikator yang lebih tepatdigunakan untuk wilayah Kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan indikatorpersentase penggunaan lahan hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah KotaYogyakarta sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penggunaan lahan.
Tabel 2.230

Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2014

Peruntukan Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)Perumahan % 64,78 64,75 64,77 64,64 64,68 -0,04Jasa % 8,60 8,60 8,60 8,63 8,65 0,15Perusahaan % 8,80 8,91 9,05 9,25 9,33 1,47Industri % 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 -Pertanian % 3,65 3,57 3,44 3,36 3,25 -2,86Non Produktif % 0,62 0,62 0,58 0,57 0,54 -3,39Lain-lain % 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 -Jumlah % 100 100 100 100 100 -

Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2011-
2014, dengan Hasil Olahan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 274

Tabel di atas mengindikasikan bahwa peruntukan perumahanmemiliki luasan yang menurun dalam kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2013, meskipun demikian di tahun 2014 luas peruntukkanpermukiman justru mengalami peningkatan walaupun tidak cukupsignifikan menjadi 64,68%. Sehingga dari tahun 2010 sampai dengan tahun2014 pertumbuhan rata-rata untuk luasan perutukkan perumahan sebesar-0,04% per tahun. Luasan yang menurun juga ditunjukkan oleh pertaniandan non produktif, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,86%(peruntukan pertanian) dan -3,39% (peruntukan non produktif). Terdapatdua peruntukan lahan yang meningkat dalam kurun waktu yang sama(tahun 2010 hingga tahun 2014), yakni jasa (dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,15% per tahun), dan peruntukan perusahaan (denganpertumbuhan rata-rata sebesar 1,47% per tahun), sedangkan peruntukanlainnya memiliki luasan yang sama dalam kurun waktu tahun 2010 hinggatahun 2014 yakni peruntukan industri dan peruntukan lainnya.
2. Persentase Luas Wilayah IndustriFormula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah industriadalah peerbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan jumlahluas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sama halnyadengan indikator luas wilayah produktif, perhitungan jumlah luas wilayahindustri juga menggunakan sumber data dari publikasi Badan PusatStatistik.

Tabel 2.231
Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Yogyakarta

Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah luas wilayahindustri Ha 52,23 52,23 52,23 52,23 52,232. Jumlah luas seluruhwilayah budidaya Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 3.2503. Persentase luas wilayahindustri % 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61
Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka
tahun 2011-2015, dengan Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembandingdalam indikator luas wilayah industri juga bersumber dari lampiran dataRPJMD Kota Yogyakarta. Baik jumlah luas wilayah industri maupunpersentase luas wilayah industri menunjukkan nilai yang sama dalamkurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014, dengan nilai persentase luaswilayah industri sebesar 1,61%.
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Luas wilayah industri di Kota Yogyakarta relatif kecil karena sektorindustri memang bukanlah sektor utama dalam perekonomian KotaYogyakarta. Wilayah industri di Kota Yogyakarta lebih banyak berupasentra-sentra industri skala rumah tangga dan bukan industri skala besardengan pabrik yang modern. Menurut informasi yang diperoleh,seharusnya tidak ada lagi wilayah industri di Kota Yogyakarta. Hal inidikarenakan wilayah industri telah dipindahkan ke daerah pinggiran kota,misalnya ke wilayah Piyungan.
3. Persentase Luas Wilayah GenanganIndikator luas wilayah kebajiran sesuai dengan Lampiran 1Permendagri 54/2010 adalah dengan membandingkan antara jumlahwilayah kebanjiran dengan jumlah luas wilayah budidaya dikalikan denganbilangan 100. Tidak didapatkan data mengenai data luas wilayahkebanjiran, sehingga data mengenai luas wilayah kebanjiran digantidengan data luasan daerah rawan genangan.

Tabel 2.232
Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Yogyakarta

Tahun 2013-2015

No. Indikator Satuan 2013 2014 20151. Luasan daerah rawangenangan Ha 10,297 10,297 10,2972. Jumlah luas seluruhwilayah budidaya Ha 3.250 3.250 3.2503. Persentase luas wilayahgenangan % 0,32 0,32 0,32
Sumber :
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta, tahun 2013-2014
2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tahun 2016 (Data tahun 2015)

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembandingdalam indikator luas wilayah industri juga bersumber dari lampiran dataRPJMD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013 dan 2015 jumlah luas daerahrawan genangan di Kota Yogyakarta tetap yakni seluas 10,297 hektar.Sedangkan luas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2013 hingga tahun2015 juga stagnan yakni seluas 3.249,99 hektar. Sehingga persentase luaswilayah genangan yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun 2013 hinggatahun 2015 adalah sebesar 0,32%.
Tabel 2.233

Jumlah Titik Genangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlah genangan Titik 60 57 51 45 35 31
Sumber :
1. SIPD Numerik Tahun 2014 (Data Tahun 2010-2013)
2.  Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2016 (Data Tahun 2014-2015)
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Jumlah titik genangan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun2015 menunjukkan kecenderungan menurun, yakni 60 titik pada tahun2010 menurun menjadi 31 titik pada tahun 2015. Hal tersebutmengindikasikan bahwa ada usaha yang cepat dilakukan oleh pemerintahkota, khususnya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah untukmemperbaiki sistem pembuangan air hujan agar genangan-genangan yangterjadi setelah hujan dapat diminimalisir.  Adapaun rata-rata lamagenangan terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah 1 jam dengantotal luas genangan sebesar 7,68 hektar.
C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jenis dan Jumlah Bank dan CabangBank merupakan badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bankdibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Pertumbuhan rata-rata jumlah bank umum dan BPR secara umum padarentang tahun 2010-2014 adalah sebesar -5,5^%. Pertumbuhan yangnegatif ini disebabkan berkurangnya KCP Bank Umum yang cukup drastispada tahun 2011-2012, dari 160 unit di tahun 2011 menjadi 87 unit ditahun 2012. Sedangkan secara keseluruhan pada tahun 2013-2014, BPRmengakami pertumbuhan lebih besar dibandingkan dengan bank umum,terutama pada KC BPR. Pertumbuhan BPR yang lebih tinggi ini salahsatunya diakibatkan oleh bunga pinjaman yang disediakan oleh BPR lebihkecil dibandingkan dengan bank umum sehingga banyak masyarakat yangmenggunakan BPR dibandingkan bank umum untuk memperolehpinjaman.
Tabel 2.234

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2011-2015

Variabel Satuan
Per

Desember
2011

Per
Desember

2012

Per
Desember

2013

Per
Desember

2014

Per
November

2015

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)KC Bank Umum unit 39 42 44 45 46 4,21KCP BankUmum unit 160 87 88 87 87 -14,13KK Bank Umum unit 37 40 41 43 43 3,83KP BPR unit 9 9 9 9 10 2,67KC BPR unit 1 4 6 7 7 62,66KK BPR unit 10 12 12 12 12 4,66
Jumlah unit 256 194 200 203 205 -5,5

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2011-2014 dan
November 2015 (Bank Indonesia:2011-2015): dengan Hasil Olahan, 2016
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2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan CabangAsuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabahdengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi denganpihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuanganyang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransiguna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasaasuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatuperistiwa yang tidak pasti.Berdasarkan fungsinya, terdapat empat kategori perusahaanasuransi di Kota Yogyakarta yang meliputi asuransi jiwa, kredit, kerugiandan lainnya. Data jumlah perusahaan asuransi pada tabel 4.2.3.B.1merupakan jumlah perusahaan yang mendapatkan izin berdiri pada tahun2011-2014 dan bukan merupakan data akumulasi jumlah perusahaanasuransi di Kota Yogyakarta. Pada rentang tahun tersebut, jumlahperusahaan asuransi terus meningkat dengan pertumbuhan rata-ratamencapai 22,3%/tahun dengan jumlah asuransi paling banyak yaituasuransi jiwa. Asuransi jiwa ini merupakan asuransi yang bertujuan untukmenanggung kerugian finansial akibat meninggalnya seseorang atau terlalulamanya hidup seseorang.
Tabel 2.235

Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)Asuransi Jiwa unit 9 11 13 13 14 11,68Asuransi Kredit unit 0 0 0 1 1AsuransiKerugian unit 3 6 8 8 8 27,79AsuransiLainnya unit 2 5 5 6 9 45,65
Jumlah unit 14 22 26 28 32 22,96
Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2016.

3. Jenis, Kelas, dan Jumlah RestoranRestoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjualmakanan dan minuman di suatu banguan tetap dengan pembeli yangmembayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkanperkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yangditimbulkannya. Dari tahun 2011-2015, keberadaan beberapa jenisrestoran, baik restoran, kafe, maupun jasa boga menunjukkanpertumbuhan positif. Secara keseluruhan, jumlahnya mengalamipeningkatan sebesar 5,65%/tahun. Perkembangan jasa boga adalah yangpaling tinggi dibandingkan dengan perkembangan jenis restoran lainnya.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 278

Tabel 2.236
Jumlah Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Jenis
Restoran Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)Restoran unit 275 271 280 313 328 4,50Kafe unit 15 2 20 16 20 7,46Jasa Boga unit 84 86 92 103 118 8,87
Jumlah unit 374 359 392 432 466 5,65
Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2016

4. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/HotelPenginapan/hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjangdalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk diKota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terkenal dengan wisata budayanyabanyak menarik wisatawan dari luar daerah Kota Yogyakarta sehinggakeberadaan penginapan/hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Olehkarenanya, pertumbuhan hotel/penginapan di kota Yogyakartamenunjukkan pertumbuhan positif seiring semakin berkembangnyapariwisata Kota Yogyakarta.Terdapat dua jenis hotel yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu hotelberbintang dan hotel non bintang/Melati. Selama rentang tahun 2011-2015, jumlah hotel Mlati jauh lebih banyak dibandingkan dengan hotelberbintang. Pada tahun 2015, jumlah hotel Melati di Kota Yogyakartaadalah sebanyak 367 unit sedangkan hotel bintang adalah sebanyak 41unit. Akan tetapi, apabila dilihat dari pertumbuhan rata-ratanya, diketahuibahwa pertumbuhan hotel bintang (10,00 %/tahun)  relatif lebih besar biladibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata hotel Mlati yang hanyasebesar 5,88 %/tahun.
Tabel 2.237

Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Hotel Bintang Unit 28 31 38 38 41 10,00Hotel Bintang 5 Unit 3 3 3 3 4 7,46Hotel Bintang 4 Unit 4 4 5 5 6 10,67Hotel Bintang 3 Unit 7 9 10 10 9 6,48Hotel Bintang 2 Unit 2 3 11 11 11 53,14Hotel Bintang 1 Unit 12 12 9 9 11 -2,152 Hotel NonBintang/ Melati Unit 292 314 330 353 367 5,88

Jumlah Unit 320 345 368 391 408 6,26

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2015: dengan Hasil Olahan, 2015.
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D. Komunikasi dan InformatikaUrusan terakhir pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam aspek dayasaing daerah ini memiliki tiga indikator, yakni indikator rasio ketersediaan dayalistrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, serta indikatorpersentase penduduk yang menggunakan handphone/telepon. Sama halnya denganindikator-indikator sebelumnya, terdapat indikator yang tidak relevan apabiladigunakan untuk lingkup perkotaan seperti Kota Yogyakarta, yakni indikatormengenai persentase penduduk yang menggunakan handphone/telepon, sesuaidengan kesepakatan yang dilakukan bersama Badan Perencanaan PembangunanDaerah, indikator tersebut ditiadakan. Sedangkan indikator rumah tangga yangmenggunakan listrik sudah dibahas dalam urusan perumahan pada fokus layananurusan wajib.
1. Persentase Ketersediaan Daya ListrikIndikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasilperbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlahkebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan ListrikNegara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakanperbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhandikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.238
Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Sat
uan

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)1. Daya listrikterpasang MVA 646,00 646,00 646,00 646,00 706,00 750,00 3,032. Daya terkontrakProvinsi DIY MVA 978,85 1.051,02 1.130,97 1.179,17 1.320,49 1.448,87 8,16
3. Persentaseketersediaandaya listrik % 66,00 61,46 57,12 54,78 53,47 51,76 (4,74)

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Daya listrik terpasang di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dalamkurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013 memiliki daya 646 MVAkemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 706 MVA dan kembali naikdi tahun 2015 sebesar 750 MVA, sehingga setiap tahun rata-ratapertumbuhan daya listrik terpasang di Kota Yogyakarta mencapai 3,03%.Kondisi ini dihadapkan dengan jumlah kebutuhan listrik dalam kurunwaktu yang sama selalu mengalami peningkatan dengan pertumbuhanrata-rata sebesar 8,16% per tahun, yakni 987,85 MVA pada tahun 2010meningkat menjadi 1.448,87MVA pada tahun 2015. Kenaikan besaran daya
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listrik terpasang dan juga disertai dengan pertumbuhan rata-ratakebutuhan listrik yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan rasio ketersediaandaya listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dalam kurun waktutahun 2010 hingga tahun 2015, yakni sebesar 66% pada tahun 2010menurun menjadi 51,76% atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -4,74 per tahun.

Gambar 2.112
Grafik Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkanperekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenagalistrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatanekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untukmewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kota berkewajiban untukmengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dandaerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaiansasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik.
2.1.4.3. Fokus Iklim BerinvestasiPertumbuhan suatu daerah sangat tergantung dari kemampuan investasi.Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan. Pemerintah hendaknyamemiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Kota Yogyakartayang sudah sangat padat tentunya tidak memungkinkan lagi untuk memilikikawasan industri. Namun demikian Kota Yogyakarta perlu meningkatkan investasidaerah dengan melalui pelayanan jasa. Sesuai dengan visi dan misi yang
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dicanangkan melalui RPJPD 2005-2025 tentunya sudah memberikan arahan untukmemperbesar investasi di bidang pelayanan jasa.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianDukungan goodwill dan political will untuk meningkatkan investasi di bidangpelayanan jasa tidak terlepas dari image pelayanan SKPD. Pada implementasi UU No23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib dan urusanpilihan yang dapat diusahakan oleh daerah. Terkait dengan upaya meningkatkaniklim investasi lebih dekat dengan urusan yang bersifat konkuren atau pilihan.Keunggulan daerah khususnya dalam komoditas yang dapat mendongkrak investasiperlu dimunculkan. Jasa merupakan bagian komoditas unggulan yang dapatditingkatkan di Kota Yogyakarta. Jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa lainnyamerupakan pintu masuk investasi yang dapat ditingkatkan. Setidaknyamenyambungkan antara kekayaan budaya, pariwisata, pendidikan, tata kehidupanyang tertib, aman dan damai sebagai prakondisi dalam peningkatan investasimerupakan modal dasar yang penting.

1. Angka Kriminalitas per 10.000 PendudukMasalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untukpeningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali darikekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamananinvestasi perlu ditumbuhkembangkan. Berikut adalah tabel mengenaiangka kriminalitas di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.239

Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah TindakKriminal Kasus 995 764 457 2.078 1.956 2002
Jumlah Penduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 409.487Angka Kriminalitasper 10.000penduduk Kasus 21,74 17,36 10,69 51,1 47,25 48,89

Sumber : Polresta Kota Yogyakarta 2015

Data angka kriminalitas di tahun 2013 dan 2014 dalam tabel di atasmerupakan jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta yang dicatat olehPolresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatankonvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dangangguan Kamtibnas. Dilihat dari data di atas terjadi fluktuasi tindakkriminalitas sejak tahun 2010 hingga 2015, pernah menurun drastis padatahun 2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara itu
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menurun lagi pada tahun 2014. Akan tetapi perbedaan angka kriminal yangcukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan caraperhitungan, perhitungan angka kriminalitas di tahun 2010 hingga 2012berbeda dengan cara perhitungan di tahun 2013, 2014 dan 2015. Angkakejahatan yang relatif tinggi akan dapat mengganggu terciptanya stabilitaskeamanan di Kota Yogyakarta. Tentunya angka tersebut harus ditekandengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial dimasyarakat. Kota Yogyakarta yang aman akan menimbulkan daya tarikinvestasi.
2. Jumlah DemoDemonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yangdilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Di satu sisi unjuk rasamerupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakatuntuk berpolitik, namun di sisi lain demonstrasi menjadi sebuah aktivitasyang menimbulkan gangguan baik kecil maupun besar terhadap rutinitasmasyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Unjuk rasa biasanyadilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangkebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukansebagai sebuah upaya penekanan secara politis oleh kepentingankelompok. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah demonstrasi di KotaYogyakarta tahun 2010 hingga 2015 mengalami tren penurunan setiaptahunnya.

Tabel 2.240
Jumlah Demo di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015Jumlah Demodalam 1 Tahun Kasus 218 197 158 122 108 135
Sumber: Polresta  Kota Yogyakarta 2015, *=SIPD Numerik 2014

Jumlah demonstrasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, akantetapi cenderung menurun. Jika dilihat secara sepihak untuk memanfaatanstabilitas sosial ekonomi akan dapat memberikan rasa aman dalamberinvestasi. Namun jika dilihat dari dinamika masyarakat dalamberpolitik hal ini dapat pula diartikan penurunan responsivitas terhadapperkembangan kekinian. Hal ini sangat dimungkinkan ketika masyarakatlebih fokus kepada kepentingan sendiri dibandingkan dengan upaya untukmemperjuangkan rakyat. Terlepas dari masalah tersebut turunnya angkademonstrasi ini juga dapat dibaca dari perspektif positif bahwakemungkinan kebijakan pemerintah sudah diterima masyarakat luas.
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3. Lama Proses PerizinanPerizinan merupakan sebuah instrumen penting dalammenumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lamaproses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapatmenghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakanrata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan(dalam hari). Jenis perizinan yang dianalisis dalam indikator inidiantaranya:1. IMB : Izin Mendirikan Bangunan2. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan3. TDP : Tanda Daftar Perusahaan4. IUI : Izin Usaha Industri5. TDI : Tanda Daftar Industri6. HO : Izin GangguanBerdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, lama prosesmengurus perizinan dalam rentang waktu 2010 hingga 2015 tidak banyakmengalami perubahan. Perubahan lama proses perizinan terjadi untukjenis izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang prosesnya dipangkas dariyang semula empat hari menjadi tiga hari masa kerja. Perubahan jugaterjadi untuk jenis IUI/TDI, ditahun 2010 memerlukan delapan hari untukmengurus izin IUI/TDP, di tahun 2011 dan 2012 berubah menjadi enamhari, dan di tahun 2013 dan setelahnya berubah menjadi tujuh hari. Untukizin mendirikan bangunan yang semula 42 hari pada tahun 2010 hingga2015 diperbaiki hanya menjadi 10  hari mulai pada tahun 2010.
Tabel 2.241

Lama Proses Perizinan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Jenis Perizinan
Lama Penyelesaian

Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015IMBBangunan sederhana Hari 10 10 10 10 10 10Bangunan tidak pakaihitungan konstruksi Hari 14 14 14 14 14 14Bangunan pakaihitungan konstruksi Hari 17 17 17 17 17 17Gangguan kecil dansedang (non tim) Hari 8 8 8 8 8 8Gangguan besar Hari 11 11 11 11 11 11HOSIUP (Surat Izin UsahaPerdagangan) Hari 3 3 3 3 3 3TDP (Tanda DaftarPerusahaan) Hari 4 3 3 3 3 3
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Jenis Perizinan
Lama Penyelesaian

Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015IUI (Izin UsahaIndustri)/TDI (TandaDaftar Industri) Hari 8 6 6 7 7 7
Sumber :Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2015

Secara umum lama izin untuk pengurusan sebuah usaha masih relatifpanjang. Belum ada perubahan yang berarti sejak Kota Yogyakartamenyandang prestasi sebagai percontohan dalam penyelenggaraanpelayanan perizinan yang efisien. Evaluasi perlu dilakukan agar dapatmeningkatkan kinerja pelayanan perizinan. Terkait dengan jumlahperizinan yang dilakukan dalam satu pintu juga perlu dicermati agar dapatsemakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga iklim investasi dapattetap meningkat terus.
4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi DaerahPajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi ataubadan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsungyang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yangdigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah danpembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaranatas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataubadan (dalam hal ini perusahaan).Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuaidengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak dan retribusidaerah yang diberlakukan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatanseiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajakyang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannyamenjadi kewenangan daerah. Pajak yang mengalami perubahanpengelolaan ini antara lain adalah PBB dan pajak BPHTB. Pada tahun 2015,pajak yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari pajak hotel, restoran,hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet,BPHTB dan PBB. Sedangkan retribusi yang diberlakukan di KotaYogyakarta pada tahun 2015 meluputi pelayanan kesehatan; persampahan;penggantian biaya cetak KTP dan Akta capil; pemakaman, parkir di tepijalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaiankekayanaan daerah; tempat parkir khusus; rumah potong hewan;



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 285

pengelolaan air limbah; penjualan produksi usaha daerah; IMBB, ijingangguan; perijinan usaha bidang pariwisata; dan retribusi terminal.
Tabel 2.242

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Variabel Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhanrata-rata(%/tahun)Pajak Daerah jenis 10 11 11 10 10 0,00RetribusiDaerah jenis 15 15 15 16 16 1,63
Jumlah jenis 25 26 26 26 26 0,99

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan,
2016.

Ditinjau dari besaran nilai realisasi pajak dan retribusi yang diterimaoleh Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2011-2015, penerimaan yangada terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar22,15%/tahun. Pada tahun 2011, nilai pajak dan retribusi daerah adalahsebesar 154,8 milyar rupiah dan pada tahun 2015 meningkat menjadi344,8 milyar rupiah. Apabila dilihat dari perkembangan masing-masingpajak maupun retribusi, perkembangan yang relatif lebih besar dialamioleh pajak daerah dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 26,09%/tahundibandingkan dengan penerimaan retribusi yang hanya meningkat sebesar4,06%/tahun. Sejak tahun 2011-2015, pajak daerah banyak dihasilkan olehpajak hotel. Sedangkan retribusi tertinggi dihasilkan oleh retribusipelayanan pasar.
Tabel 2.243

Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 PajakDaerah JutaRupiah 120.457,5 207.703,5 227.748,9 253.461,9 304.434,5 26,092 RetribusiDaerah JutaRupiah 34.408,4 38.770,6 40.338,7 56.095,9 40.349,2 4,06

Jumlah JutaRupiah 154.866,0 246.474,1 268.087,6 309.557,8 344.783,70 22,15

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan,
2016.

5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim UsahaUntuk menumbuhkan iklim investasi perlu goodwill dan political willpemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Denganadanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukumyang kuat untuk mendorong masyaraat melakukan investasi. PeraturanDaerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yangsifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya
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insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitasperekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perdaterkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa,serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sejak tahun 2010 hinggatahun 2015 jumlah Perda di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi.
Tabel 2.244

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Perda yang
Mendukung Iklim Usaha Buah 23 27 34 23 24 28

Sumber :Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta 2015Ada empat buah perda yang mendukung iklim usaha yangmerupakan perda baru (tambahan dari tahun 2014). Keempat perdatersebut adalah ditetapkan1. Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Yogyakarta Tahun2015- 2035.Ditetapkan tanggal 2 Februari 2015,Diundangkan tanggal 2 Februari 20152. Penyelenggaraan ReklameDitetapkan tanggal 18 Mei 2015,Diundangkan tanggal 18 Mei 20153. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota YogyakartaTahun 2015-2025Ditetapkan tanggal19 Mei 2015,Diundangkan tanggal 19 Mei 20154. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Badan UsahaMilik DaerahDitetapkan tanggal 22 Oktober 2015,Diundangkan tanggal 22 Oktober 2015Fluktuasi  jumlah perda yang mengatur  tentang lalu  lintas barangdan jasa dapat memberikan kejelasan tentang investasi yang pentingdilakukan oleh pihak-pihak terkait. Jaminan batasan waktu, kejelasantentang hak dan kewajiban dalam pengusahaan bidang usaha tertentuadalah sangat penting. Dengan demikian perekonomian bisa tumbuhdengan didukung oleh kebijakan yang positif.
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2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. KetenagakerjaanPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kuncikeberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disebabkan karena manusiamerupakan tokoh utama yang berperan sebagai obyek sekaligus subyekpembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin danprofesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan danmenguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaanpembangunan nasional.Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalammeningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikatorkualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapatdilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untukmelihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalampembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukankualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salahsatunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah,semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitasSDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalamwilayah tersebut.Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyakjumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta. Pemaparan data dapat dilihatpada Tabel yang besumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta selama tahun2013-2015 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun2013, rasio lulusan ini hanya mencapai 1.530 per 10.000 penduduksedangkan pada tahun 2015 rasionya bertambah menjadi 1.643 per 10.000penduduk. Hal tersebut menunjukan perubahan yang positif, apabilamelihat dari pertumbuhan rata-rata per tahunnya yang sejumlah 3,69%pertahun.
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Tabel 2.245
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

No Indikator Satuan 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah Lulusan S1,S2, dan S3 Jiwa 62.218 63.196 67.268 4,01

2 Jumlah Penduduk Jiwa 406.660 413.936 409.487 0,36
3 Rasio  Lulusan S1,

S2, dan S3
1.530 1.527 1.643 3,69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2011-2015: dengan Hasil Olahan, 2016

Tabel  di bawah memaparkan data yang bersumber dari Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tabel tersebut dapat dilihat data rasiolulusan S1/S2/S3 yang didapat dari perhitungan jumlah kartu pencarikerja (AK-1) atau yang biasa disebut kartu kuning yang dikeluarkan DinasSosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Perkembangan rasio lulusan S1, S2,dan S3 yang mengajukan permohonan penerbitan kartu AK-1 di KotaYogyakarta selama tahun 2013-2015 menunjukkan kecenderungan yangfluktuatif. Pada tahun 2010, rasio lulusan ini hanya mencapai 86 sampai 87per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2015 rasionya bertambahmenjadi 135 hingga 136 per 10.000 penduduk.
Tabel 2.246

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 JumlahLulusanS1/S2/S3 Jiwa 3.970 6.337 1.797 3.274 5.599 35,30

2 JumlahPenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 -2,45
3 Rasio

Lulusan
S1/S2/S3

86,74 143,98 42,03 80,51 135,26 38,69

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2015,: dengan Hasil Olahan, 2016

2. Rasio KetergantunganRasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka bebanketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar bebantanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif.Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usiatidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahuibahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Yogyakarta padatahun 2014 adalah 41,94%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja(dianggap produktif)mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yangbelum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2010 hingga
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2014, rasio ketergantungan ini terus mengalami peningkatan denganpertumbuhan rata-rata sebesar 2,8%/tahun. Hal ini menunjukkan bahwabeban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif di Kota Yogyakarta semakin besar setiap tahunnya.
Tabel 2.247

Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Penduduk usia <15 tahun + usia >64 tahun Jiwa 125.010 122.470 121.490 120.627 122.318 118.261 -1,09

2 Penduduk usia15-64 tahun Jiwa 332.657 317.673 306.101 285.827 291.648 291.226 -2,58
3 Rasio

Ketergantungan
37,58 38,55 39,69 42,20 41,94 40,61 1,62

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta 2016: dengan Hasil Olahan.

Gambar 2.113
Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan. 2016

B. Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yangmenggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitashidup. Terdapat empat komponen yang dapat mencerminkan IPM yakni: angkaharapan hidup yang menjadi wakil bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dankemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaianpembangunan untuk hidup layak.Selama tahun 2010-2014 perkembangan IPM Kota Yogyakarta cenderungmengalami peningkatan dari 82,72 tahun 2010 menjadi 83,78 tahun 2014. Angka

37.58

38.55

39.69

42.2 41.94

40.61

37

38

39

40

41

42

43

2010 2011 2012 2013 2014 2015



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 290

IPM Kota Yogyakarta selama tahun 2010 hingga tahun 2014 selalu berada di atasangka IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun angka rata-rata IPMnasional. IPM yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa capaian hasilpembangunan di Kota Yogyakarta yang dicerminkan dari tiga dimensi dasarpembangunan, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standarhidup layak maka capaian hasil pembangunan manusia di Kota Yogyakarta cukupbaik. Pada tahun 2010 IPM Kota Yogyakarta jauh di atas IPM nasional sebesar 75,37.Demikian pula tahun 2014 IPM mencapai 83,78, sementara IPM IPM Provinsi D.I.Yogyakarta sebesar 76,81. IPM Kota Yogyakarta berada pada kategori tinggi/atas(IPM ≥ 80).Meskipun IPM Kota Yogyakarta selalu berada di atas IPM Provinsi D.I.Yogyakarta dan nasional, namun laju pertumbuhan rata-rata per tahun lebih lambatjika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata IPM nasional maupun KotaYogyakarta. Lambatnya kenaikan IPM Kota Yogyakarta dimungkinkan karenaberbagai fasilitas sosial ekonomi yang sudah sulit untuk dikembangkan secara cepatkarena kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sementara angka usia harapanhidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya belicenderung meningkat.
Tabel 2.248

IPM Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

2010-2014
(%/tahun)Kota Yogyakarta 82,72 82,98 83,29 83,61 83,78 0,265Provinsi D.I. Yogyakarta 75,37 75,93 76,15 76,44 76,81 0,36

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2015

Kebijakan pembangunan sosial, karakteristik wilayah dan kondisi sosialekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentukeberhasilan capaian pembangunan manusia.
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2.2. Permasalahan Pembangunan

2.2.1. Bidang Sosial

A. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Belum semua penduduk memiliki akte kelahiranData menunjukkan bahwa kepemilikan akte kelahiran warga KotaYogyakarta yang tercatat memiliki adalah  93,17%. Masih adanya sekitar6,83% warga Kota Yogyakarta yang belum memiliki dimungkinkan terjadikarena kelompok usia di atas 50 tahun mungkin belum memiliki aktekelahiran namun masih berupa surat kenal lahir. Sedangkan untukmengantisipasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaYogyakarta sudah melakukan upaya seperti “jemput bola” sehinggapenduduk menjadi sadar mengenai arti penting kepemilikan dokumenkependudukan. Hal ini dikarenakan, akte kelahiran dipergunakan sebagaikelengkapan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan serta untukmendapatkan pelayanan sosial ekonomi lainnya, seperti untuk pendaftaransekolah.
2. Fluktuatifnya angka mutasi kependudukanKajian kependudukan memposisikan angka kelahiran dan kematiansebagai komponen internal dalam perhitungan data dasar kependudukan.Data menunjukkan bahwa angka mutasi kelahiran dari tahun ke tahunsemakin bertambah. Sementara itu, angka mutasi kematian menunjukkanangka yang relatif konstan dengan jumlah kematian di kisaran angka2.000an. Kondisi ini menggambarkan bahwa angka kelahiran yang semakinbertambah dipengaruhi oleh jumlah pasangan usia subur, ataupun bolehjadi indikasi adanya kasus pernikahan dini yang semakin bertambah.Dalam kajian kependudukan perkotaan, satu aspek yang seringkalidigunakan sebagai parameter pembangunan perkotaan adalah angkamigrasi penduduk di sebuah Kota. Bagi Kota Yogyakarta, angka migrasimasuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar sampai dengan tahun2011. Namun, kondisi berkebalikan dapat dilihat di tahun 2010, 2012, dan2013 yang mana angka migrasi keluar ternyata menunjukkan angka yanglebih besar dibandingkan angka migrasi masuk. Kondisi demikiandisebabkan karena penduduk lebih memilih untuk berpindah domisili danmenetap di kabupaten-kabupaten sekitar Kota Yogyakarta.Secara umum, wilayah perkotaan menghadapi permasalahan dibidang daya dukung dan daya tampung wilayah. Apabila dilihat dari rerataangka kepadatannya, terdapat beberapa kecamatan yang besaran
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kepadatan penduduknya melampaui angka kepadatan Kota Yogyakarta,yaitu Kecamatan Jetis, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan,Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, dan Mergangsan.Sementara itu, terdapat tiga kecamatan yang angka kepadatanpenduduknya lebih kecil dari angka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta,yaitu Kecamatan Gondokusuman, Umbulharjo, dan Kotagede. Hal yangmenarik adalah adanya satu pola penurunan angka kepadatan penduduk diKota Yogyakarta. Hal ini diduga karena adanya penurunan lajupertumbuhan penduduk mulai tahun 2011, 2012, dan 2013 yangdisebabkan adanya kebijakan e-KTP dengan pencatatan domisili tunggalkepada para warga negara. Selain itu, ditengarai bahwa pertambahankawasan terbangun (built-up areas) nampaknya menyebabkan wargauntuk berpindah tempat tinggal. Oleh karena itu, ditengarai bahwa saat inipenduduk lebih memilih untuk bertempat tinggal di luar wilayahadministrasi Kota Yogyakarta namun secara relatif masih dapatmenjangkau fasilitas-fasilitas kekotaan yang ditawarkan oleh KotaYogyakarta.Sementara itu, angka migrasi masuk ternyata lebih besardibandingkan angka migrasi keluar di tahun 2014. Kondisi ini nampaknyadisebabkan oleh faktor daya tarik kota yang menawarkan berbagai fasilitaskekotaan, seperti fasilitas pendidikan, ekonomi, ataupunhunian/permukiman.
B. KesehatanTingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek,salah satunya dari aspek kesehatan. Ada beberapa indikator yang digunakan untukmelihat kesejahteraan masyarakat tersebut, antara lain angka kematian ibu, bayi,balita, prevalensi gizi buruk, dan usia harapan hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) memiliki kecenderungan yang selalu
meningkat dari tahun ke tahun sejak 2007 hingga 2014 yaitu dari 3,02 menjadi14,19. Adanya kematian bayi menunjukkan kurangnya kualitas kesehatanmasyarakat terutama pada golongan rawan yaitu remaja putri, wanita usia subur,ibu hamil, dan bayi. Berdasarkan hasil FGD dengan pihak Dinas Kesehatan, kasuskematian bayi ini disebabkan oleh banyak faktor, beberapa di antaranya adalahkasus kehamilan yang tidak diinginkan dan persepsi yang muncul pada remaja putridan ibu hamil yaitu tentang bentuk tubuh yang ideal, serta masih rendahnyakesadaran untuk pemeriksaan kehamilan sesuai standar (K4 standar). Pengetahuandan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya
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asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin kedokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab risiko kematian bayi waktulahir. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidakmendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalamiBerat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Sedangkan persepsi yang salah tentangbentuk tubuh yang ideal dapat menyebabkan seseorang membatasi asupanmakannya, hal ini dapat menyebabkan anemia pada kelompok tersebut dan sangatberesiko pada janin ketika terjadi kehamilan.Keracunan kehamilan juga menjadi salah satu sebab kematian bayi selainkematian ibu, namun faktor ini sulit untuk diprediksi karena muncul pada detik-detik menjelang persalinan. Penyebab kematian bayi juga dikarenakan adanyakelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan denganrisiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Berdasarkan datadari RSUD Kota Yogyakarta, mild and moderat birth asphyxia menjadi diagnosisrawat inap tertinggi sejak 3 tahun belakangan ini (2012-2014).Selain itu juga diakui bahwa masih kurangnya fasilitas Neonatal Intensive

Care Unit (NICU) di sarana kesehatan rujukan. Kurangnya fasilitas ini menyebabkanterlambatnya penanganan komplikasi neonatal atau bayi baru lahir. Diungkapkanjuga oleh pihak Dinas Kesehatan bahwa kematian bayi biasanya disebabkan karena3T (terlambat mengenali dan mengambil keputusan, terlambat rujukan, danterlambat penanganan di fasilitas rujukan). Pemerintah Kota Yogyakarta berencanaakan membangun NICU di Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Yogyakarta dalamrangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khusus bayi di Kota Yogyakarta.Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini juga sedang membangun RS Pratamasetara tipe D untuk mempermudah pelayanan standar rujukan, sekaligus untukpeserta BPJS.Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2014 sebesar 45,8 per 100.000kelahiran hidup, yang menunjukkan masih adanya kasus kematian pada ibumelahirkan. Angka Kematian Ibu di tahun 2014 ini sudah sangat baik jikadibandingkan tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 204,3. Pada dasarnyapenurunan AKI Kota Yogyakarta jika dibandingkan dengan target MDG’s 2015 telahberhasil tercapai. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untukmenekan angka kematian ibu tersebut.Berdasarkan penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan, hal ini tidak selaludapat diartikan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan di sektor kesehatantidak mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebabpeningkatan angka kematian bayi dan masih terdapatnya kematian ibu melahirkantersebut yakni individu yang meninggal dan tercatat di Kota Yogyakarta tersebutdimungkinkan penduduk Kota Yogyakarta, namun domisili di luar kota Yogyakarta.
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Ada kemungkinan ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan tersebutmendapatkan penanganan dan pelayanan di fasilitas kesehatan di luar KotaYogyakarta.Banyak program kesehatan yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitaskesehatan ibu dan anak, namun berdasarkan data masih terdapat kasus gizi

buruk dan kematian pada balita. Kedua indikator ini saling berkaitan. Peran gizi dimasa pertumbuhan sangatlah penting. Anak yang tidak mendapat asupan gizi yangtepat dan cukup akan menjadikan dirinya rentan terhadap penyakit. Meskipunberdasarkan data, prevalensi gizi buruk di Kota Yogyakarta cenderung mengalamipenurunan, angka tersebut dihitung dari jumlah balita yang ditimbang, sehinggamasih dimungkinkan ada balita yang belum tercatat, sebaliknya mungkin penderitagizi buruk tersebut bukan penduduk Kota Yogyakarta. Pihak Dinas Kesehatanberharap, tidak hanya mencapai target namun sebisa mungkin kasus gizi buruk bisaditekan hingga 0%. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antaralain kualitas kehamilan yang buruk, kehamilan risiko tinggi dan Berat Bayi LahirRendah (BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluargayang kurang mampu secara ekonomi, tetapi juga terjadi pada keluarga tergolongmampu. Hal ini dimungkinkan karena pola makan kurang tepat yang disebabkansalah satunya karena pola asuh telah beralih ke orang lain, sehingga orang tuakurang memperhatikan. Gizi buruk pada balita juga dapat disebabkan adanyapenyakit penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi saat inijuga mengalami penurunan, karena adanya isu berkaitan agama dan kekhawatiranterkena efek samping dari vaksin, sehingga anak lebih rentan terkena penyakit danberat badan rendah, bahkan kematian. Berdasarkan hasil FGD dengan pihak DinasKesehatan, kematian balita ini banyak disebabkan karena Demam Berdarah Dengue(DBD). Jumlah penemuan kasus DBD secara umum meningkat dari 384 kasus ditahun 2012 menjadi 915 kasus pada tahun 2013 namun kembali menurun di tahun2014 menjadi 418 kasus. Begitu pula dengan kasus tuberkulosis (TB) yangmeningkat dari 245 kasus di tahun 2012 menjadi 428 kasus di tahun 2014. Kasusleptospirosis akhir-akhir ini juga mengalami peningkatan dari 8 kasus di tahun 2012menjadi 26 kasus di tahun 2013, sedangkan tahun 2014 belum ada data resmi.Peningkatan kasus DBD dan leptospirosis disebabkan multifaktorial, misal darifaktor geografis, iklim, lingkungan sanitasi hingga individual. Kasus TB semakinmeningkat dikarenakan adanya kemampuan petugas kesehatan dan surveilans yangcepat tanggap dengan pelaporan dan pencatatan yang semakin baik. Oleh karena itu,penanganan kasus penyakit menular perlu kerjasama lintas sektoral denganberbagai dinas terkait, dan tidak saja perbaikan sarana prasarana fisik tetapipeningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan.
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Penyakit tidak menular masih menjadi salah satu problem yang harusdipikirkan juga. Data menyebutkan bahwa penyebab kematian terbesar di RSUDKota Yogyakarta adalah penyakit-penyakit tidak menular (penyakit degeneratif)seperti stroke, penyakit jantung, sirosis hati, diabetes, dan gagal ginjal. Jumlahdiagnosa rawat jalan pun didominasi oleh jenis penyakit-penyakit tersebut sejaktahun 2013. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemerintah untuk memperhatikanatau untuk meningkatkan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dan sehat(healthy life style). Penanaman healty life style harus dilakukan sejak dini, kontinyudan diberikan fasilitas dan program yang mendukung, sehingga masyarakat bisamencegah timbulnya penyakit degeneratif, yang akhir-akhir ini tidak saja mengenaiusia lansia saja, tetapi sudah bergeser ke usia dewasa bahkan usia remaja.Selain penyakit degeneratif tersebut, penyakit gangguan jiwa berat dan

gangguan mental emosional ternyata menjadi permasalahan di DIY. DI.Yogyakarta menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai daerah yangmemiliki penyandang gangguan jiwa berat (skizofrenia). Menurut data risetkesehatan dasar tahun 2013, DI. Yogyakarta memiliki sekitar 16.000 orang yanghidup dengan skizofrenia dengan prevalensi skizofrenia 4,6 per 1000 penduduk(http://www.ugm.ac.id/id/berita/10265kurangi.angka.gangguan.jiwa.di.diy.ugm.rintis.kader.keswa). Jumlah kasus yang tinggi ini perlu mendapat perhatian di tingkat pemerintahkota. Peningkatan kasus gangguan jiwa ini terlihat pada jumlah kunjungan gangguanjiwa di rumah sakit dan puskesmas yang meningkat dari tahun ke tahun di KotaYogyakarta. Tahun 2011 terdapat 5.770 kunjungan, tahun 2012 sebanyak 6.667kunjungan, dan 9.656 kunjungan pada tahun 2013. Meskipun begitu, peningkatanjumlah kasus ini juga tidak lepas dari keberhasilan kader kesehatan jiwa (keswa)dalam mendeteksi dini gangguan jiwa di masyarakat. Hal ini sebagai salah satuupaya Pemerintah Kota Yogyakarta mewujudkan Kampung Ramah Jiwa, di manakampung tersebut memberikan penanaman pengetahuan deteksi dini gangguanjiwa serta manajemen penanganan jiwa di masyarakat. Selain itu, perlu usaha untukmeningkatkan taraf kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kota Yogyakarta,dengan salah satunya menambah jumlah ruang publik agar masyarakat dapatberinteraksi satu sama lain, sehingga masyarakat tidak hanya sehat secara fisiknamun juga secara psikis atau rohani terpenuhi kebutuhannya.Permasalahan yang juga perlu diperhatikan adalah peningkatan kasus

HIV/AIDSdari tahun ke tahun. Tahun 2010 penderita HIV/AIDS adalah sejumlah 23orang, menjadi 55 di tahun 2011, dan semakin meningkat terus hingga 125 di tahun2014. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena kerja tim yang lebih baiksehingga penemuan kasus bisa lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Di seluruh Indonesia menurut Profil Kesehatan Indonesia 2013, berdasarkan petaendemik HIV, Pulau Jawa, Bali, dan Papua adalah 3 pulau yang memiliki jumlah
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kasus terbesar yaitu >440 kasus bila dibandingkan pulau yang lainnya. Oleh karenaitu, perlu penanganan agar kasus HIV/AIDS ini bisa ditekan, sehingga tidakmemunculkan kasus baru.Berdasarkan data dari RSUD, 10 besar diagnosis penyebab kematian di RSUDKota Yogyakarta tahun 2014 didominasi oleh penyakit tidak menular yaitu stroke,DM tipe 2, penyakit jantung, dan ginjal. Begitu pula di tahun sebelumnya (2013)diagnosa terbanyak sebagai penyebab kematian adalah sama dengan tahun 2014.Penyakit tidak menular atau dikenal dengan istilah penyakit degeneratif memangsering menjadi satu permasalahan di daerah perkotaan atau daerah maju, akibatdari tingginya polusi udara, buruknya kualitas makan, dan lain-lain. Selain itu, adabeberapa penyakit menular yang masuk 7 besar yaitu leptospirosis, septicaemia,dan TBC paru.
C. Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBerdasarkan data, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahteraI di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini tidakdigunakan untuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsikeluarga menurut BKKBN, di antaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih,perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, sehinggaseharusnya persentase indikator ini diharapkan semakin menurun yang artinyastatus keluarga menjadi sejahtera, namun pada kenyataannya persentase semakinmeningkat dari tahun 2009 hingga 2014. Perlu adanya upaya untuk mengaktifkanfungsi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Olehkarena itu, kerjasama lintas sektoral yang baik diperlukan untuk mencegah danmengatasi permasalahan yang ada.Kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap informasi menjadi salahsatu faktor penyebab cepatnya kematangan anak-anak usia remaja, dan pada usiatersebut seringkali belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadaitentang kesehatan reproduksi. Kekhawatiran yang muncul dari permasalahan iniadalah kecenderungan terjadinya pernikahan usia dini tanpa dibarengi dengankesiapan ilmu dan kesiapan mental para pelakunya. Kekhawatiran lain adalahmengenai kehamilan yang tidak diinginkan akibat ketidaksiapan dalam berumahtangga ataupun kesalahan pergaulan hingga mengakibatkan kehamilan di luarpernikahan. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adanyamateri kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah.Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah belum ada sinkronisasi yangbaik antara dinas-dinas terkait mengenai materi Kesehatan Reproduksi (kespro)pada anak sekolah sehingga program PIKR (Pusat Info dan Kesling Remaja) yang
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dicanangkan oleh Kantor KB sulit untuk masuk ke lingkungan pendidikan.Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD), masih ada materi kespro yangisinya cukup vulgar karena berkiblat pada materi kespro negara barat. Oleh karenaitu, perlu kerja sama yang baik antara instansi-instansi terkait tersebut untukmengkaji ulang materi kespro, dan diharapkan tercipta materi yang sesuai dengankondisi sosial masyarakat dan local wisdom di Kota Yogyakarta, serta sesuai tingkatusia dan jenjang pendidikan.Permasalahan yang patut menjadi perhatian adalah peningkatan jumlahpenduduk. Pada dasarnya peningkatan jumlah penduduk di DIY tidaklahmengkhawatirkan karena masih lebih rendah dari angka nasional, namun, jangansampai hal tersebut membuat terlena. Total Fertility Rate (TFR) atau Angkakelahiran total untuk DIY menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2012adalah 2,1, sedangkan nasional menunjukkan angka 2,6. Hal yang perlu diperhatikanadalah angka TFR DIY tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari websiteresmi BKKBN (bkkbn.go.id) pada tahun 1994 hingga 2002 TFR DIY secara urutadalah  1,79; 1,85; 1,9; kemudian turun menjadi 1,82 di tahun 2007. Namun di tahun2012 justru naik tajam hingga 2,1, meskipun masih di bawah nasional.
D. Pendidikan

1. Belum semua masyarakat Kota Yogyakarta bebas buta aksaraHal ini terlihat dari angka bebas buta aksara-nya mencapai 98,27% ditahun 2014 padahal di tahun 2009 sudah mencapai 99,81%. Kondisi yangmenggambarkan penurunan rerata penduduk yang belum melek hurufmemerlukan perhatian. Guna mengatasi hal ini, maka diperlukan upaya-upaya koordinasi dengan para pemangku wilayah sehingga KotaYogyakarta bebas buta aksara.
2. Tingginya minat untuk bersekolah di Kota YogyakartaSecara kuantitatif, besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan AngkaPartisipasi Murni (APM) Kota Yogyakarta menunjukkan angka di atas100% yang mana angka demikian menunjukkan bahwa semakin besarjumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu apabiladilihat dari indikator APK. Sementara itu, APM yang menunjukkantingginya minat warga untuk melanjutkan pendidikan juga menunjukkanangka yang sangat menggembirakan dimana angkanya lebih besar dari100% dan rerata pertumbuhannya juga menunjukkan besaran angka yangpositif. Namun, mendasarkan kepada laporan dari LAKIP Dinas Pendidikantahun 2014 menyoroti permasalahan akses dan pemerataan pendidikanmenunjukkan adanya permasalahan seperti masih cukup tingginya angka
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putus sekolah, angka partisipasi sekolah belum mencapai 100%, angkamelanjutkan ke SMA/SMK/MA belum maksimal, adanya disparitas inputnilai masuk sekolah negeri dan swasta masih tinggi, dan jumlah siswa kotayang sekolah di luar kota masih cukup tinggi.
3. Penurunan angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan dasarBerdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2007-2014 cenderung mengalamipenurunan. Penurunan angka partisipasi sekolah kemungkinan terjadikarena beberapa anak di daerah perbatasan kota memilih sekolah yangtidak jauh dari rumahnya, sementara sekolah yang dipilih secaraadministratif termasuk dalam daerah/kabupaten lain. Beberapa sekolah didaerah perbatasan Kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung memilikikualitas yang cukup baik.
4. Kecenderungan penurunan angka partisipasi sekolah di tingkat

pendidikan menengah pertamaDilihat dari data di atas, APS SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu tahun 2007 hingga 2011 mengalami penurunan, sedangkanuntuk tahun 2011 dan 2012 APS mengalami peningkatan hingga 100%,namun tahun 2014 kembali mengalami penurunan. APS SMP/MTs di KotaYogyakarta cenderung mengalami penurunan disebabkan tingginya tingkatpersaingan nilai (khususnya sekolah negeri) di Kota Yogyakarta, jadibanyak siswa dengan nilai tanggung yang memilih sekolah negeri di luarKota Yogyakarta. Selain itu, daya tampung sekolah di Kota Yogyakartamasih kurang.Secara umum, permasalahan bidang pendidikan Kota Yogyakartadapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu 1) akses, 2) mutu, 3)tata kelola, 4) pemerataan, dan 5) citra. Dari sisi akses, masih dijumpaibahwa belum semua penduduk usia sekolah mendapatkan

pendidikan, utamanya pendidikan formal. Hal ini terlihat dari AngkaPartisipasi Sekolah yang belum mencapai 100% dan masih adanya anakputus sekolah formal. Guna mengatasi hal ini maka Dinas Pendidikan KotaYogyakarta memaksimalkan peranan dari pendidikan non formal seperti
homeschooling dan sejenisnya. Contoh yang dapat diberikan dalam rangkamengemban amanah “tidak ada siswa yang tidak sekolah” adalah inovasipenggunaan bus sekolah yang disulap menyerupai ruang kelas sehinggasiswa menjadi betah dalam menuntut ilmu. Sementara itu, berkaitandengan daya tampung sekolah ditengarai bahwa masih terdapatkekurangan dari jumlah ideal jumlah bangku sekolah yang harapannya
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dapat menampung seluruh calon siswa usia sekolah ditambah dengancalon siswa dari luar Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, sedang diupayakanpenambahan jumlah kelas sehingga mampu menampung minat calon siswauntuk bersekolah di Kota Yogyakarta.Permasalahan yang kedua berkaitan dengan mutu. Dari sisiparameter mutu seperti kualitas siswa, sarana dan prasarana, daninfrastruktur maka tidak diragukan lagi bahwa kualitas pendidikan KotaYogyakarta merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Namun, gunalebih mengoptimalkan dan menjaga mutu pendidikan Kota Yogyakartatidak dapat dilepaskan dari mutu para pengajarnya. Data menunjukkanbahwa belum 100% guru-guru di Kota Yogyakarta memiliki ijazah S1

atau DIV. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan kenaikan jumlahguru-guru yang meningkat kualifikasi pendidikannya akan semakinmendukung penciptaan dan penjagaan mutu pendidikan di KotaYogyakarta. Selain itu, ditengarai bahwa masih adanya ketimpangan antaramutu sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta sertapertimbangan biaya sekolah menyebabkan tidak semua siswa memilihuntuk bersekolah di sekolah-sekolah swasta di Kota Yogyakarta. Hal inimenyebabkan siswa-siswa yang berdomisili di Kota Yogyakarta justrumemilih untuk bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang berada diperbatasan/ pinggiran Kota Yogyakarta.Dari sisi tata kelola, diharapkan pengelolaan terhadap tujuanpendidikan inklusif di Kota Yogyakarta tercapai maka diperlukanpenambahan bidang di SKPD Dinas Pendidikan yang secara spesifikmengelola bidang pendidikan inklusif sehingga tujuan di RPJM 2012-2017dapat tercapai dan dilanjutkan di periode RPJM berikutnya.Berikutnya dari sisi pemerataan, yang mengamanatkan bahwapendidikan adalah untuk semua memerlukan perhatian yang seriusterhadap para (calon) siswa berkebutuhan khusus atau yang sering disebutdengan pendidikan inklusif.Yang terakhir, dari sisi citra Kota Yogyakarta sebagai kotapendidikan memerlukan perhatian yang serius sehingga Kota Yogyakartamemiliki sebuah penciri yang khas. Selain itu, diharapkan tidak ada lagikekhawatiran dari orangtua siswa ketika akan menyekolahkan putra-putrinya ke Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga citraKota Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak dapat dilepaskan daripenyediaan berbagai sarana prasarana pendukung, menjaga mutupendidikan serta didukung dengan lingkungan yang kondusif untuk belajarmengajar. Salah satu indikator yang menunjukkan prestasi Kota
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Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dapat dilihat dari berbagaipenghargaan yang diberikan kepada Kota Yogyakarta bahkan di tahun2015 ini, Kota Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan Kota CerdasIndonesia. Penghargaan tersebut diberikan karena berbagai inovasi yangdilakukan oleh Kota Yogyakarta dalam hal penggunaan TIK untukpenerimaan peserta didik baru dan bimbingan belajar on-line.
E. SosialKeberadaan masalah sosial di Kota Yogyakarta merupakan kenyataanbersama yang terus meningkat dan berkembang sebagai dampak dariperkembangan sebuah kota. Kota Yogyakarta sebagai kota urban tidak lepas daripermasalahan meningkatnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, warga terlantar,penderita psykotik dan permasalahan sosial lainnya. Permasalahan yang dihadapiPemerintah Kota Yogyakarta  saat  ini  dan  permasalahan yang  diperkirakanterjadi  lima  tahun  ke  depan  perlu  mendapat  perhatian  dalam penyusunanrencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahuipermasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatanuntuk mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan ulasan indikator kinerjamengenai urusan sosial, masih terdapat beberapa permasalahan di Kota Yogyakartayaitu:

1. Masih kurangnya pelayanan kesejahteraan sosialKurangnya pelayanan kesejahteraan sosial tercermin dari:
a. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)Salah satu bentuk pelayanan sosial adalah peran dari Pekerja SosialMasyarakat (PSM) sebagai tenaga yang secara sukarela memberikanperhatian di bidang sosial. Istilah PSM sendiri menurut Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah wargamasyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosialserta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dankesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidangkesejahteraan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi, jumlah PSM di Kota Yogyakarta menurun dari 1.360PSM tahun 2010 menjadi 1.057 PSM pada tahun 2014.
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Gambar 2.114
Perkembangan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Sumber: Profil Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta 2010-2014

Data yang ada menunjukkan penurunan jumlah PMKS yang tertanganipada tahun 2014. Menurunnya jumlah PSM ini karena masih rendahnyakepedulian masyarakat Kota Yogyakarta untuk meluang waktu dantenaga bahkan biaya dalam kegiatan sosial. Sementera itu, PSM tidakmendapat gaji/honor dalam melaksanakan kegiatannya. PMS dilibatkanuntuk membantu aparatur pemerintah dalam membantu warga kurangmampu untuk mendapat bantuan sosial maupun kegiatan sosial lainnyaseperti pendataan keluarga miskin dan sebagainya. Bimbingan sosialdasar dan bimbingan sosial lanjutan sudah dilakukan terhadap PSM diKota Yogyakarta, namun masih terbatas sekali. Berdasarkan informasisaat FGD, setiap tahun hanya ada 2 (dua) kali pembinaan terhadap PMS.Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012, pasal 2,disebutkan bahwa PSM diadakan dengan maksud memberikankesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalammelaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkankepedulian warga masyarkaat dalam menangani masalah sosial.Terbatasnya jumlah PMS di Kota Yogyakarta juga akan mempengaruhidalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),diantaranya adalah pendampingan untuk memperoleh bantuankesejahteraan sosial.
b. Ketersediaan sarana sosialPeningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh padapelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh pemerintah kota.Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada tahun 2014 sebanyak 1.981orang. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk
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lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anaktetapi keluarga miskin, sehingga didata sebagai lansia terlantar.Keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalammemelihara keberadaan PMKS khususnya lansia. Terbatasnya jumlahpanti jompo bukan menjadi kendala dalam mengatasi masalah PMKS diKota Yogyakarta jika warga masyarakat memiliki kepedulian terhadaplansia terlantar di sekitarnya.Adapun syarat penghuni panti jompo seperti Panti Wreda Budi Dharmaselain menampung lansia terlantar, juga lansia gelandangan (tunawisma) yang tidak memiliki keluarga untuk merawatnya. Terdapat 3(tiga) panti jompo di Kota Yogyakarta, yaitu 1 (satu) milik PemerintahKota Yogyakarta dan 2 (dua) lainnya milik swasta (yayasan).Sementara itu, di Kota Yogyakarta belum banyak terdapat sarana publikyang dapat dengan mudah diakses oleh kaum difabel. Peraturan DaerahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentangPerlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal58, menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hakdan/atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminansosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalahalat, wadah, sarana maupun media yang digunakan masyarakat untukmelaksanakan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.Wahana ini berupa jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokalbaik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupunlembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugasdi bidang usaha kesejahteraan sosial, seperti kelompok arisan maupunkelompok usaha bersama. Persentase WKSBM yang menyediakansarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakartapada tahun 2014 sebesar 54,55%. Apabila dibandingkan dengan targetSPM Kementerian Sosial untuk indikator tersebut, maka angka 54,55%masih berada di bawah SPM (60%).
2. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum

berkembang maksimalPMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) skala kota yangmemperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar cenderungmenurun pada kurun waktu 3 tahun terakhir dari 51,82 tahun 2012menjadi 39,57 tahun 2014. Bantuan kepada PMKS di Kota Yogyakartaberasal dari pemerintah melalui APBN dan APBD Tingkat I. Bantuan yang



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 303

diberikan tersebut berdasarkan hasil pendataan warga miskin yangtermasuk rumahnya belum layak pakai maupun pendapatannya hanya Rp300.000,00 per bulan. Bantuan diberikan berdasarkan pengajuan proposalpermintaan bantuan dari hasil pendataan dari PSM, namun kendala yangdihadapi adalah masih kurangnya keaktifan dari PSM untuk mengajukanproposal bantuan. Kendala dalam membuat laporan pertanggungjawabandari bantuan sosial yang diterima, juga membuat masyarakat enggan untukmengajukan proposal. Selain bantuan sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi, telah memberikan pelatihan kewirausahaan agarmasyarakat tidak bergantung lagi dengan pemberian bantuan.Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosialdiantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosialbertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuansosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu,perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risikodari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok danatau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuaikebutuhan dasar minimal. Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 6.246 orangPMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar,untuk mencapai target tersebut dilaksanakan Kegiatan Peningkatan danPembinaan Pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian subkegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia, pelayanan keterlantarandan pembinaan dan pengawasan rusunawa milik Pemerintah KotaYogyakarta. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar1.681 orang PMKS (26,91%) memperoleh bantuan sosial untuk memenuhikebutuhan dasar. Apabila dibandingkan dengan target SPM KementerianSosial untuk indikator tersebut, maka angka 26,91% masih jauh berada dibawah SPM (80%).Sementara itu, berdasarkan data capaian target persentasepenyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telahmenerima jaminan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 dan 2014belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD KotaYogyakarta. Pada tahun 2014 dari target 33% hanya terealisasi 19,19%,demikian pula tahun sebelumnya hanya terealisasi 14,98%. Apabiladibandingkan dengan target SPM Kementerian Sosial untuk indikatortersebut, maka capaian tersebut masih jauh berada di bawah SPM (40%).Kendala dan hambatan dalam mencapai target tersebut diantaranya:(1) Terbatasnya jumlah petugas pelayanan, perlindungan dan rehabilitas
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sosial; (2) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan petugas pelaksanadalam pelaksanaan program; serta (3) Pendampingan belum optimalkarena seluruh pendamping belum mendapatkan informasi yang cukup,bekal pengetahuan dan kemampuan sebagaimana yang diharapkan.Dibutuhkan usaha dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD terkaituntuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada seluruh PMKS diKota Yogyakarta.
F. KebudayaanPermasalahan terkait dengan urusan kebudayaan di Kota Yogyakarta meliputi:

1. Memudarnya nilai-nilai budaya dan norma sosial di masyakaratKota Yogyakarta sebagai pusat budaya seharusnya mencerminkannilai-nilai budaya dalam setiap kehidupannya. Kondisi Kota Yogyakartayang padat juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya solidaritassosial. Sikap individual masyarakat menunjukkan semakin menurunnyakepedulian sosial. Degradasi nilai-nilai moral, sosial dan budaya terusterjadi di masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari semakin memudarnyabudaya Jawa yang memiliki nilai adiluhung terutama di kalangan generasimuda. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari semakin rendahnyapenguasaan dan berkurangnya penggunaan Bahasa Jawa oleh generasimuda terutama untuk komunikasi formal serta menurunnya tata kramadalam kehidupan bermasyarakat.Memudarnya nilai-nilai religius dan norma sosial serta semakinberkembangnya penyakit masyarakat akibat dari semakin derasnya arusinformasi dan hiburan berkarakter budaya asing. Selain menimbulkandampak positif, juga dampak negatif dimana budaya asing yang masuktidak sejalan dengan nilai budaya daerah dan nilai religius.Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KotaYogyakarta Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa kegiatan pariwisata diKota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budayaJawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton NgayogyakartaHadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di KotaYogyakarta, seni budaya yang berkembang di masyarakat memangbersumber dari kraton, seperti seni tari dan gamelan. Meskipun demikian,masyarakat daerah lain yang tinggal di Yogyakarta diberi kebebasan untukmengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Tidak sulit untukmenyaksikan seni budaya dari daerah lain dalam pentas yang diadakan diYogyakarta. Namun, minat masyarakat, terutama masyarakat pendatang
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dan generasi muda terhadap pertunjukan seni dan budaya daerah sendirimasih kurang. Permasalahan lain adalah belum ada data pengunjungberdasarkan asal tempat tinggalnya, sehingga tidak dapat diketahuiseberapa besar minat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap kegiatan senidan budaya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaanKegiatan penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta cukupbanyak dan beragam, namun kegiatan ini belum sepenuhnya didukung olehsarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai. Hal ini dapat dilihatdari tempat penyelenggaraan seni dan budaya, tidak seluruhnyamerupakan milik Pemerintah Kota Yogyakarta, namun sebagian besaradalah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapuntempat yang biasa digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan seni danbudaya seperti Plaza Ngasem, Taman Budaya Yogyakarta (TBY), XT Square,Plaza Serangan Umum, Pendopo Tamansiswa, Pagelaran Keraton, Alun-Alun Utara, NdalemSewondanan Pakualaman, Lapangan Karang Kotagede,Taman Pintar, Halaman KR Mangkubumi, Bentara Budaya, dan MuseumSonobudoyo.Sementara itu, tempat penyelenggaraan seni dan budaya yangdimiliki dan berada di wilayah Kota Yogyakarta hanya XT Square. Sesuaidengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatanapresiasi dan penyaluran kreativitas kesenian masyarakat sudahsemestinya diiringi dengan perkembangan kualitas sarana dan prasaranatempat penyelenggaraan seni dan budaya.
3. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaanDalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren khususnya bidangpenataan ruang dan kebudayaan masuk ke dalam kewenangan pemerintahkabupaten/kota, meliputi: pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat,pembinaan kesenian, pembinaan sejarah, penetapan cagar  budaya,pengelolaan cagar budaya, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luardaerah, serta pengelolaan museum. Bangunan cagar budaya di KotaYogyakarta sebagian besar merupakan bangunan publik, ruang usaha,tempat tinggal, dan perkantoran. Permasalahan saat ini adalah banyakbangunan warisan budaya atau cagar budaya sangat luas dan berada dilokasi strategis sehingga nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarcukup tinggi.
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Yogyakarta sebagai kota bersejarah dibangun hampir sejak 250tahun yang lalu, sejak kasultanan berdiri sebagai akibat perjanjian Giyanti1755 yang memisahkan Mataram menjadi Kasunan Surakarta dariKasultanan Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Kota Yogyakartamenjadi kota budaya dan kota pendidikan dengan pelajar/mahasiswa yangdatang dari seluruh Nusantara. Yogyakarta memiliki situs sejarahKasultanan dan Pakualaman, lingkungan kampung, arsitektur rumahkediaman, monumen dari benda sejarah yang lain.Bangunan warisan budaya yang ada di Kota Yogyakarta merupakanaset atau harta yang tidak ternilai yang tidak dapat kita temukan lagi dimasa kini dan mendatang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upayapelestarian cagar budaya. Namun demikian, masih saja terjadi hal-hal yangmenyebabkan kerusakan dan musnahnya cagar budaya. Seiring denganperkembangan kota menjadi kota yang modern, terjadi banuyakpembongkaran benda-benda bersejarah menjadi bangunan modern. Hal iniapabila dibiarkan akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian bendacagar budaya, bahkan dikhawatirkan dalam jangka panjang sedikit demisedikit benda-benda cagar budaya akan musnah. Penyebab kerusakancagar budaya di Kota Yogyakarta disebabkan karena faktor alamiah danfaktor manusia. Kerusakan faktor alamiah dikarenakan faktor iklim danperubahan unsur kimia sehingga mengalami pelapukan serta goncangankarena gempa yang mengakibatkan keretakan bahkan patah atau roboh.Sementara itu, kerusakan karena faktor manusia disebabkan karenagoresan benda tajam, coretan, pemugaran dan penjualan tanpa izinpemerintah, serta pembongkaran cagar budaya menjadi bangunan baru.Permasalahan perlindungan cagar budaya di Kota Yogyakarta adalahmasih ada benda/bangunan yang belum mendapatkan penetapan hukumsebagai cagar budaya serta padatnya permukiman penduduk di dalamkawasan cagar budaya seperti di Tamansari dan Kotagede. Sementara ituterkait dengan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di KotaYogyakarta masih lemah. Belum semua cagar budaya di Kota Yogyakartaada penetapan hukumnya. Peraturan di tingkat daerah yang merupakantindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2010 belum ada, dan munculnya UUNomor 23 Tahun 2014 perlu menjadi perhatian pemerintah KotaYogyakarta mengingat sub urusan kebudayaan, cagar budaya, danpermuseuman menjadi kewenangan kabupaten/kota.Dalam pelaksanaannya, pengembangan sumberdaya kebudayaanmenghadapi  beberapa permasalahan, antara lain adalah: (1) terbatasnyasumberdaya manusia di  bidang kebudayaan yang berkualitas; (2) belum
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optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (3)terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan; (4)  terbatasnya dukunganperaturan perundangan kebudayaan; (5) terbatasnya kemampuanpendanaan; serta (6) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkatpusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitupemerintah, swasta dan masyarakat.
G. Pemberdayaan Perempuan dan AnakPermasalahan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan danperlindungan anak di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggiKekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggapsebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehinggabanyak warga yang tidak berani melaporkan. Kekerasan ini terjadimayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan diniyang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengansosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasanoleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta,warga sudah berani untuk melapor.Kesadaran kaum perempuan di Kota Yogyakarta untuk melaporkankasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan. Halini terlihat dari jumlah kejadian terlaporkan di Unit Pelayanan Terpadu(UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender KantorPemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Sampaidengan tahun 2014, kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuanmencapai 550 kasus. Sementara itu, kekerasan yang menimpa kaum laki-laki mecapai 50 kasus. Data kekerasan di Kota Yogyakarta terus mengalamipeningkatan bukan dari sisi jumlah, tapi dari sisi pelaku kekerasan.Kekerasan yang terjadi tidak hanya dilakukan kepada orang dewasa keanak-anak, tetapi sekarang terjadi pada anak dengan korban anak.Kekerasan dengan pelaku anak-anak, dimungkinkan karena faktorpendidikan dan penggunaan teknologi informasi seperti dari game,tontonan dan media sosial yang tidak didampingi. Dari kasus kekerasantersebut tidak semuanya diselesaikan secara hukum, dan biasanya korbankekerasan hanya minta untuk dimediasi. Melalui UPT Jaringan PenangananKorban Kekerasan Berbasis Gender Kantor Pemberdayaan Masyarakat danPerempuan Kota Yogyakarta, korban dapat melaporkan dan biaya perkarake pengadilan bagi korban kekerasan akan ditanggung dari pemerintah
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kota melalui dana APBD termasuk biaya penanganan khusus seperti dirumah sakit. Kegiatan penanganan di rumah sakit, biaya perkara diperadilan, sampai dengan pendampingan sudah ada peraturan walikotayang mengatur pembiayaan tersebut, yaitu Peraturan Walikota Nomor 57Tahun 2012.Rasio kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT)di Kota Yogyakarta meningkat dari 0,11 tahun 2010 menjadi 0,50 tahun2014. Meningkatnya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktordiantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnyaekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3)laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4)pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidikistri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehinggaterjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.Sementara itu penyebab utama kekerasan terhadap anak ialah polaasuh yang tidak tepat oleh orang tua. Selain itu permasalahan dalamperlindungan anak tersebut  muncul, antara lain, karena belum efektifnyapelaksanaan perlindungan anak yang  ditunjukkan dengan: (1) masihterdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidakkonsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yangberpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (2)masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanyamekanisme  komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah yangditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifatsektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakanlingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagisetiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasidalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan datadan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yangmutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) “Rekso Dyah Utami”, dibentuk sebagai wujud kepedulian untukmelaksanakan ketentuan dalam pasal 14 (ayat 1) huruf a dan pasal 28Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.P2TP2A berfungsi memfasilitasi pelayanan pengaduan, rehabilitasikesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pendampinganterhadap korban. Biaya penyelenggaraan P2TP2A ”Rekso Dyah Utami”bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengingat.
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2. Masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam
pembangunanData kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD)menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masihcukup rendah. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakartamenurun dari 58,89 tahun 2010 menjadi 57,94 tahun 2014. Sementara itu,persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga menurundari 5,08% pada tahun 2010, menjadi 4,57% tahun 2014. Jika dilihat darikuota di legislatif, untuk kuota perempuan masih sedikit. Partisipasiperempuan di lembaga pemerintahan masih sangat rendah jikadibandingkan dengan seluruh pekerja perempuan. Rendahnya persentasepartisipasi perempuan di lembaga pemerintahan disebabkan karenakesempatan di lembaga pemerintah tidak menggunakan kuota jeniskelamin, sehingga perempuan harus mengikuti persaingan bebas denganlaki-laki. Hal ini menjadi pertanda bahwa kapasitas perempuan untukbersaing dengan laki-laki masih kurang memadai. Selain itu banyakperempuan yang lebih memilih untuk bekerja di sektor informal maupunsektor formal lain di luar lembaga pemerintah.Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutamadalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal.Permasalahan tersebut muncul  karena belum efektifnya kelembagaanPengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, antaralain terlihat dari: (1) belum optimalnya penerapan piranti hukum, pirantianalisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagaiprioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaandalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, sertaketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalamsiklus pembangunan; dan (3) masih  rendahnya pemahaman mengenaikonsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutamadi kabupaten/kota.Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antaralaki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender(IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telahmemperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki danperempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkanbahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antaralaki-laki dan perempuan. Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di KotaYogyakarta masih berada di bawah nilai IPM. Pada tahun 2009 nilai IPG
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Kota Yogyakarta sebesar 77,10, sedangkan IPM sebesar 79,29. Sementaraitu pada tahun 2012, nilai IPG sebesar 78,71 dan IPM sebesar 80,24.Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuanmerupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapatdinikmati secara adil, efektif,  dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, baiklaki-laki maupun perempuan. Selain indikator IPG, kemajuanpembangunan gender juga ditunjukkan dengan Indeks PemberdayaanGender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidangekonomi,  politik,  dan pengambilan keputusan. IDG dibentuk berdasarkantiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2)Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi;dan 3) sumbangan pendapatan.Sementara itu, kemajuan yang dicapai di bidang hukum danperaturan perundang-undangan yang mendukung peningkatan kesetaraangender dan pemberdayaan perempuan, antara lain, adalah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); Undang-Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PengarusutamaanGender di daerah. Ditetapkannya undang-undang tersebut sekaligusmenjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakatuntuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.
H. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Terjadinya degradasi moral generasi mudaNarkoba masih menjadi ancaman dan permasalahan Kota Yogyakartasebagai pusat kota dan wisata yang biasanya dipilih menjadi tempattransaksi narkoba. Dalam perkembangannya, masalah narkoba akan selalumenjadi ancaman bagi generasi muda. Data sampai bulan Desember 2014
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menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS atau ODHA (orang denganHIV/AIDS) di Kota Yogyakarta didominasi oleh masyarakat di bawah usia30 tahun yaitu sebanyak 802 orang. Dari jumlah tersebut 544 orang terkaitdengan kasus HIV dan 248 orang adalah kasus AIDS yang sebagian besardialami oleh penduduk laki-laki yaitu sebanyak 64,72%(www.republika.co.id, 13 Mei 2015). Sementara itu, jumlah pecandunarkoba di Kota Yogyakarta sebanyak 5.655 orang dari sekitar 89 ribupencandu narkoba di DIY (www.kabarkota.com, 19 Januari 2015).Salah satu inisatif untuk mencegah peredaran narkoba di kalanganmasyarakat adalah dengan Program Pemberdayaan Kampung BebasNarkoba (PKBN) yang telah dijalankan pada tahun 2014. Sementara itu,pada tahun 2015, untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan anakmuda khususnya pelajar dan mahasiswa, Badan Narkotika Nasional (BNN)Kota Yogyakarta kembali melancarkan program lain yaitu programPemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba (PSBN) dengan melantik calonanggota kader anti narkoba di kalangan pelajar. Program ini merupakankompetisi di mana sekolah-sekolah berusaha menciptakan lingkunganyang bebas dari narkoba. Beberapa sekolah yang telah menjalankanprogram PSBN adalah SMAN 4 Yogyakarta yang tergabung dalam ForumAnti Napza (FORANZA), SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang tergabungdalam Satgas Pelajar Anti Narkotika dan Seks Bebas (SPECTRA), SMABudya Wacana dengan Satgas Pelajar Anti Narkoba yang diberi nama Drug

Police.Menurut data dari BNN Kota Yogyakarta, sampai dengan bulanAgustus 2015, terdapat 18 (delapan belas) sekolah yang memiliki satgasantinarkoba, terdiri dari 13 di tingkat SMA/SMK, dan sisanya di tingkatSMP. Sebagai kota pendidikan, Kota Yogyakarta cukup rentan dalamperedaran narkobar karena berbagai etnis, suku bangsa dan budayaterdapat di dalamnya.
2. Masih rendahnya sarana dan prasarana pendukung olahragaBerdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta,jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari2,84 pada tahun 2011 menjadi 0,48 pada tahun 2014. Sementara itu jumlahorganisasi olahraga juga menurun dari 36 organisasi tahun 2010 menjadi34 organisasi tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatanolahraga di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya menjadi perhatianpemerintah maupun masyarakat Kota Yogyakarta.
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Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatanbudaya dan  prestasi olahraga, antara lain: (1) terbatasnya prasarana dansarana olahraga masyarakat; (2) terbatasnya upaya pembibitan atletunggulan; (3) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dankesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) terbatasnyajumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; serta (5)rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenagakeolahragaan yang berprestasi.
2.2.2. Bidang Ekonomi

A. Distribusi pendapatan yang tidak merataTingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik.Selama kurun waktu 2010-2013, PDRB per kapita Kota Yogyakarta meningkat dariRp 14.167.677 di tahun 2010 menjadi Rp 16.139.158 di tahun 2013. Besaran PDRBper kapita Kota Yogyakarta ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB perkapita DIY. Walaupun begitu, peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengandistribusi pendapatan yang merata. Besaran rasio Gini, besaran bagian pendapatanyang diterima 40% penduduk berpendapatan terendah, dan besaran indeksWilliamson menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk danantar kecamatan. Selama kurun waktu 2010-2013, rasio Gini meningkat dari 0,2717menjadi 0,4366 dan indeks Williamson meningkat dari 0,483 menjadi 0,51.Sementara itu, bagian pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatanterendah mengalami penurunan dari 18,95% di tahun 2010 menjadi 15,57% ditahun 2013.
Tabel2.249

PDRB Per Kapita dan Pemerataan Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

Indikator 2010 2011 2012 2013PDRB perkapita (Rp) 14.167.677 14.893.159 15.612.923 16.139.158
Pemerataan Pendapatan Antar Penduduk:a. Bagian PDRB yang diterima 40%Penduduk Berpendapatan Terendah(%) 18,95 18,2 17,97 15,57
b. Rasio Gini 0,2717 0,3509 0,3603 0,4366
Pemerataan Pendapatan Antar Kecamatan:Indeks Williamson 0,483 0,495 0,506 0,51

Sumber:
1. PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013, BPS Kota Yogyakarta
2. Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahu 2012 dan 2013, BPS Kota Yogyakarta
3. Hasil Olahan 2015
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Pendapatan yang dihasilkan oleh Kota Yogyakarta ternyata lebih dirasakanoleh kelompok penduduk berpendapatan sedang dan tinggi. Pada umumnya,kelompok ini merupakan kalangan pekerja profesional dan pengusaha. Kelompokini diuntungkan dengan adanya perkembangan di sektor modern, seperti jasa,keuangan, komunikasi,  dan pengangkutan yang berkembang di Kota Yogyakarta.Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri, bangunan, perdagangan dankeuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namunketersediaannya terbatas dan juga membutuhkan keahlian dan keterampilan yangtinggi sehingga tidak semua orang mampu mengaksesnya.Penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah tidakmeratanya distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Sementara itu,terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasankesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah, serta kebijakanpemerintah yang kurang pro-poor menyebabkan pendapatan relatif dan pendapatanriil usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh danpekerja/pegawai kecil cenderung menurun. Oleh karena itu diperlukan kebijakanyang diarahkan kepada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjanganpendapatan melalui program pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, masyarakatberpendapatan rendah mendapatkan bantuan yang disertai dengan pendampingansehingga mereka dapat mandiri.
B. Tingkat pengangguran yang tinggiPerkembangan angka pengangguran ditunjukkan dengan tingkatpengangguran terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlahpenganggur dengan jumlah angkatan kerja. Fluktuasi TPT di Kota Yogyakarta daritahun 2011-2014 berkisar di antara 5-6%. Pada tahun 2011 adalah sebesar 5,57%,lalu tahun berikutnya turun menjadi 5,03%, namun pada tahun 2013 meningkatmenjadi 6,57% dan turun menjadi 6,35% di tahun 2014. Angka TPT untuk KotaYogyakarta lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka TPT DIY yang cenderungmenurun dan berada di angka sekitar 3%. Hal ini menunjukkan adanyaketerbatasan kesempatan kerja di Kota Yogyakarta.Bila melihat data BPS, maka penganggur di Kota Yogyakarta sebagian besarmerupakan penganggur dengan tingkat pendidikan lulusan SLTA ke atas. Padatahun 2013, persentase penganggur dengan tingkat pendidikan SLTA ke atasmencapai 84,6%. Artinya pencari kerja di Kota Yogyakarta sebagian besarmerupakan calon tenaga kerja yang terdidik dan berpendidikan relatif tinggi. Selainitu, sebagai kota, Kota Yogyakarta cenderung menarik minat bagi warga daerahsekitarnya untuk mencari pekerjaan namun lapangan pekerjaan yang tersediaterbatas sehingga persaingan antar pencari kerja cukup tinggi.
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Gambar 2.115
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, dan Nasional

Tahun 2011-2014
Sumber: DIY dalam Angka 2011-2014, BPS; Keadaaan Angkatan Kerja DIY Agustus 2014, BPS; Keadaan

Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2014, BPS

C. KemiskinanPada pendekatan makro, kemiskinan Kota Yogyakarta menujukkan angkayang relatif rendah dan cenderung menurun. Selama kurun 2010-2013, tingkatkemiskinan Kota Yogyakarta menurun dari 9,75% menjadi 8,82% dan juga lebihrendah daripada tingkat kemiskinan DIY dan nasional. Pencapaian tahun 2012 dan2013 telah melebihi target RPJMD Kota Yogyakarta. Artinya realisasi tingkatkemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan yang menjadi target RPJMD.

Gambar 2.116Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2010-2013,Target RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Pada pendekatan mikro, masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta terlihatlebih jelas. Dengan kriteria 17 parameter miskin (Keputusan Walikota Yogyakartano 244/KEP/2012), maka di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 terdapat 18.881
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keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin ini menurun dari tahun sebelumnyanamun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011. Proporsi keluarga miskindari tahun 2013-2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkatbila dibandingkan dengan tahun 2011 (13,11%). Secara spasial, proporsi keluargamiskin di atas rata-rata Kota Yogyakarta (14,65%), sebagian besar terletak didaerah aliran sungai, yaitu Kecamatan Tegalrejo (17,33%), Kecamatan Jetis(18,26%), Kecamatan Danurejan (21,21%), Kecamatan Gedongtengen (16,24%),Kecamatan Wirobrajan (17,12%), Kecamatan Gondomanan (14,69%), KecamatanPakualaman (15,11%), dan Kecamatan Mergangsan (21,08%), kecuali KecamatanKraton (17,97%) yang bukan termasuk daerah aliran sungai.
Tabel 2.250

Jumlah dan Proporsi Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

No Kecamatan
Jumlah Keluarga Miskin Proporsi Keluarga Miskin (%)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20141 Tegalrejo 1.754 2.029 2.021 1.984 14,71 17,34 18,16 17,332 Jetis 1.264 1.816 1.825 1.613 14,00 20,70 21,81 18,263 Gondokusuman 1.511 2.000 1.920 1.793 10,92 14,47 15,04 13,594 Danurejan 1.035 1.459 1.521 1.422 15,20 21,02 23,51 21,215 Gedongtengen 1.180 1.352 1.320 1.086 17,82 20,32 20,30 16,246 Ngampilan 817 839 772 611 14,02 14,74 13,72 10,657 Wirobrajan 1.299 1.572 1.473 1.475 15,11 18,51 17,75 17,128 Mantrijeron 1.328 1.693 1.584 1.580 11,77 14,58 14,42 13,779 Kraton 1.019 1.251 1.301 1.284 14,05 17,52 20,03 17,9710 Gondomanan 771 887 708 705 15,97 18,51 15,23 14,6911 Pakualaman 559 654 642 523 15,68 18,60 18,85 15,1112 Mergangsan 1.612 2.137 2.022 2.104 16,07 21,34 20,94 21,0813 Umbulharjo 1.875 2.150 1.989 1.461 9,16 10,49 9,95 7,0414 Kotagede 994 1.460 1.383 1.240 10,15 14,91 14,27 12,39KotaYogyakarta 17.018 21.299 20.481 18.881 13,11 16,45 16,51 14,65
Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta 2015, diolah

Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkatpendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikapmental) keluarga miskin. Kemiskinan di perkotaan erat kaitannya denganterbatasnya peluang kerja yang produktif. Kota menjadi magnet bagi pendatanguntuk harapan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Penduduk maupunpendatang sama-sama bersaing untuk memanfaatkan kehidupan kota. PemerintahKota Yogyakarta telah memiliki program-program bantuan untuk masyarakatmiskin terutama bagi mereka yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, antara
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lain di bidang pendidikan dan kesehatan, selain program-program penanggulangankemiskinan dari pemerintah pusat tentunya. Namun, adakalanya bantuan yangdiperoleh oleh warga miskin malah membuahkan ketergantungan. Warga miskincenderung menjadi malas berusaha karena sudah merasakan kenyamanan akibatmendapat bantuan. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaanuntuk mengubah sikap warga miskin agar mampu berkarya dan memperolehpenghasilan.
D. Penyediaan pangan bergantung dengan daerah luarPengembangan pertanian di Kota Yogyakarta terbatas pada ketersediaanlahan. Lahan kosong lebih menarik untuk dijadikan sebagai tempat usaha ataupunperumahan. Selain itu, tidak banyak warga yang tertarik untuk melakukan kegiatanpertanian terutama untuk pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu, jika adakegiatan pertanian, kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhansendiri, bukan untuk dijual kembali. Potensi pertanian Kota Yogyakarta adalah padakegiatan berbasis hobi, seperti tanaman hias, tanaman hortikultura, serta budidayaikan hias dan burung. Kegiatan ini tidak membutuhkan lahan yang luas sehinggacocok untuk daerah perkotaan.Penyediaan pangan yang tergantung pada daerah lain membutuhkanjaminan terhadap ketersediaan serta kelancaran pasokan dan distribusi barang.Selain itu juga jaminan terhadap kestabilan harga. Kendala dalam penyediaanpangan adalah cuaca/musim sehingga kemampuan untuk memprediksi kebutuhanmasyarakat merupakan hal yang penting. ketersediaan pangan juga berimplikasipada kesehatan masyarakat terkait dengan kecukupan gizi dan keamanan pangan.Peredaran bahan pangan yang mengandung za-zat berbahaya perlu diwaspadai danPemerintah Kota Yogyakarta perlu mengawasi produsen-produsen bahan pangansupaya bahan pangan yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Panganyang sehat dan bergizi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
E. Pariwisata berbasis budaya belum berkembang dan kesadaran pelaku

wisata relatif kurangKota Yogyakarta memiliki visi pariwisata berbasis budaya. Artinya kegiatanpariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat padabudaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton NgayogyakartaHadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal tersebut secaratersirat menempatkan Kraton Yogyakarta sebagai pusat budaya Kota Yogyakarta.Nilai-nilai Kraton diadopsi dan dikembangkan di masyarakat. Selama ini, cerminanpariwisata berbasis budaya masih terbatas pada event kesenian, festival, danpelestarian kesenian tradisi yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
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Yogyakarta, selain penggunaan pakaian adat dan penyajian tarian daerah padapenyelenggaraan acara-acara di Kota Yogyakarta. Namun sesungguhnyakebudayaan dibangun dengan membangun moral, perilaku, dan akhlak dalam segalaaspek kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata budaya tidak hanyapenyelenggaraan festival semata namun juga menumbuhkan nilai-nilai budaya dimasyarakat sehingga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.Kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta sendiri cenderung mengalamipeningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 2.460.097wisatawan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.007.253 wisatawan yangmengunjungi Kota Yogyakarta. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidakmelulu bertujuan untuk melihat keindahan obyek wisata, namun juga karena adanyapenyelenggaraan konferensi dan rapat (MICE) di Kota Yogyakarta. Namun, lamatinggal wisatawan di Kota Yogyakarta masih relatif rendah dan cenderung menurun.Jika jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat dan dapat memenuhi targetdaerah yang ditetapkan maka tidak demikian dengan lama tinggal wisatawan. Lamatinggal wisatawan di Kota Yogyakarta masih berkisar 2 hari, artinya pada umumnyawisatawan hanya menghabiskan waktu akhir pekan di Kota Yogyakarta. Lamatinggal wisatawan secara tidak langsung berpengaruh pada perputaran uang danpergerakan kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi tantangan bagipengembangan pariwisata Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kunjunganwisatawan dan menambah lama tinggal wisatawan.Kunjungan wisata ke suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal, antara lainketersediaan obyek wisata yang menarik serta kenyamanan dan keamananwisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi hal yang pentingkarena berkorelasi dengan kepuasan berwisata. Wisatawan yang merasa puasberpeluang untuk kembali dan merekomendasikannya ke orang lain. Citra positifpariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun. Wisatawan mengingat KotaYogyakarta sebagai kota dengan penduduk yang ramah dan suka menolong. Namundi sisi lain, masih ada pelaku wisata yang berperilaku kurang baik terhadapwisatawan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Beberapa faktor yangberimplikasi terhadap ketidaknyamanan wisatawan, antara lain faktor lingkungan,faktor pelaku kegiatan ekonomi, dan faktor akses menuju obyek wisata. Faktorlingkungan mencerminkan kondisi lingkungan yang kurang terawat, kurang bersih,dan kurang teratur. Faktor pelaku kegiatan ekonomi memperlihatkan bagaimanapelaku kegiatan ekonomi berinteraksi dengan wisatawan, misalnya pemaksaankehendak tujuan wisata, penawaran harga yang tidak wajar, dan ketidaksesuaianharga barang dengan kualitas. Faktor akses menuju obyek wisata menggambarkangangguan dalam perjalanan, antara lain kemacetan.
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F. Pengawasan perizinan investasiKegiatan investasi sangat terkait dengan prosedur perizinan mendirikanusaha yang berlaku di daerah. Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah yangterbaik dalam kemudahan pendirian usaha (Doing Business di Indonesia 2012, World

Bank). Indikator pengukurannya adalah jumlah prosedur, waktu yang dibutuhkanuntuk menyelesaikan setiap prosedur, biaya yang dibutuhkan, serta persayaratanmodal disetor minimum. Oleh karena itu, kemudahan mendirikan usaha di KotaYogyakarta ini sebaiknya diikuti dengan peningkatan investasi yang mampumenyerap banyak tenaga kerja lokal sehinggaberdampak positif terhadapkesejahteraan masyarakat.Berdasarkan data, jumlah PMA dan PMDN yang masuk ke Kota Yogyakartapada tahun 2014 adalah 13 PMA dan 3 PMDN. Data penanaman Modal(PMA/PMDN) Kota Yogyakarta tersebut masih menggunakan data yang bersumberdari Gerai P2T (Perizinan) di DIY. Data tersebut merupakan inputan dari SPIPISEyang link dengan BKPM RI. Secara nasional, data realisasi penanaman modalmengacu pada hasil SPIPISE tersebut, meskipun tidak dapat mencerminkan nilaiinvestasi sesungguhnya karena ada perusahaan yang tidak mendaftarkan izinprinsipnya ke BKPM tetapi langsung mengurus izin daerah seperti izin HO, IMD, IUP,dan TDP. Berdasarkan Perka Nomor 5 Tahun 2013, kategori perusahaan yangtermasuk PMDN adalah yang memiliki total investasi minimal 500 juta rupiah,sedangkan PMA 10 Milyar rupiah (bentuk badan usaha PT). Pada umumnya,perusahaan yang mengurus izin prinsip (izin penanaman modal) ke BKPM adalahyang membutuhkan fasilitas untuk ekspor dan impor atau menggunakan tenagakerja asing sehingga perusahaan yang dalam operasinya tidak membutuhkannyacenderung langsung mengurus izin-izin di daerah. Pemerintah Kota Yogyakartabelum menyelenggarakan perizinan penanaman modal sehubungan dengan belumterbentuknya kelembagaan yang mengampu penanaman modal sehinggapengawasan terhadap kegiatan investasi juga belum dapat dilakukan.
G. Kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relatif rendah

dibandingkan dengan pelaku perdagangan besarSeiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, prasaranaperdagangan juga bertumbuh terutama pusat perbelanjaan dan pasar modern.Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern ini untuk menjawab tuntutankebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah, lengkap, dan selalu tersedia. Sampaidengan tahun 2013, sarana perdagangan di Kota Yogyakarta terdiri dari 31 pasartradisional, 319 toko, 412 kios, 613 warung. Sementara itu, sampai dengan tahun
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2014 terdapat 92 toko modern berdasarkan izin HO yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Yogyakarta.
Tabel 2.251

Jumah Sarana Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No Jenis Sarana Perdagangan 2011 2012 20131 Jumlah Pasar 32 32 312 Jumlah Pedagang Pasar 15.600 14.659 15.8223 Toko 2.947 607 3194 Kios 3.031 412 4125 Warung 3.715 319 6136 Toko modern:Akumulasi hingga Tahun 2014 92
Sumber:
a. Data berbasis 9 Fungsi Perencanaan Pembangunan 2012-2013, Bappeda Kota Yogyakarta
b. Data Sektoral 2014, Bappeda Kota Yogyakarta
c. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta 2015

Keberadaan pasar modern ini dianggap menguntungkan konsumen sertamampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagipedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini, di Kota Yogyakarta,pendirian pasar modern sudah diatur melalui Peraturan Walikota. Perwal inimengatur baik jumlah pasar/toko modern maupun jarak antar pasar modern danjarak dengan pasar tradisional. Pembatasan jumlah dan jarak ini diharapkan mampumenciptakan iklim usaha yang sehat antar pedagang.Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikan adalahpemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modern membutuhkan modalyang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakah pemodal ini merupakan wargaKota Yogyakarta atau berasal dari luar. Selain itu, pekerja berasal dari mana karenasebenarnya diharapkan adanya pasar/toko modern ini mampu menyerap tenagakerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaan pasar tradisional juga diharapkanmampu menyerap pengusaha dan tenaga kerja lokal sebagai penggerakperekonomian kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukungtumbuhnya pasar tradisonal maupun pasar/toko modern agar keduanya bertumbuhbersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukaninovasi pelayanan yang diberikan oleh pedagang pasar tradisional maupun toko-toko berskala kecil agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat.
H. Perkembangan ekonomi kreatif yang belum optimalPeluang dan pangsa pasar yang dijanjikan oleh ekonomi kreatif masihterbuka lebar. Fokus dari ekonomi kreatif, yang mencakup industri kreatif, adalah
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penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitassebagai kekayaan intelektual. Terdapat 14 subsektor yang merupakan industriberbasis kreativitas adalah: 1) periklanan; 2) arsitektur; 3) pasar barang seni; 4)kerajinan; 5) desain; 6) fesyen; 7) video, film dan fotografi; 8) permainan interaktif;9) musik; 10) seni pertunjukan; 11) penerbitan dan percetakan; 12) layanankomputer dan piranti lunak; 13) televisi dan radio; 14) riset dan pengembangan.Pendekatan industri saat ini telah bergerak ke arah industri berorientasikonsumen sehingga muncul era produksi non-massal dengan faktor kandunganemosional dan selera. Industri kreatif yang sarat kandungan emosional dapatmendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan. Pasar konsumsi produkdan jasa industri kreatif relatif besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.Data dari PBB tahun 2003, menunjukkan 50% dari belanja konsumen di negara G7adalah belanja untuk produk-produk hasil industri kreatif. Sementara itu, pendudukIndonesia yang besar merupakan potensi pasar yang besar pula. Pada tahun 2010,ekonomi kreatif di Indonesia menciptakan nilai tambah sebesar 4,68 triliun rupiahatau 7,29% dari PDB nasional (Renstra Kemenparekraf 2012-2014). Ekonomikreatif juga menyerap 8,6 juta tenaga kerja atau 7,9% dari total nasional.Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kegiatan ekonomikreatif dan sektor wisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling berenergi jikadikelola dengan baik. Dalam komponen pariwisata, ekonomi kreatif dapat masukmelalui penciptaan produk-produk inovatif khas daerah, atau melalui paket-paketwisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaanlokal (Suparwoko, 2010). Keterkaitan antara sektor kepariwisataan dan ekonomikreatif adalah sebagai berikut:1) Penguatan kualitas kepariwisataan dimana ekonomi kreatif dapatmeningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melaluikeberadaan produk dan jasa kreatif sebagai suvenir dan sebagai hiburan2) Penciptaan daya tarik wisata dimana kuliner, seni pertunjukan, musik, fesyenyang unik dapat dikembangkan sebagai wisata.3) Promosi dimana produk dan jasa kreatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untukmempromosikan destinasi wisata, sedangkan daya tarik wisata dapat menjadiinspirasi untuk menciptakan karya kreatif yang unik.Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif bertumpu pada sumberdaya manusia yang menjadi modal utama dalam menghasilkan produk dan jasapariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Namun di sisi lain,kendala dalam produksi selalu ada, terutama dalam hal modal karena industrikreatif dipandang sebagai industri yang beresiko tinggi karena banyaknya hasilproduk kreatif yang bersifat intangible.
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2.2.3. Bidang FisikSecara umum, rata-rata capaian bidang fisik RPJMD Kota Yogyakarta denganaspek-aspek yang diwadahinya bernilai 100%, mendekati atau berada di atasnya (diatas 100%). Namun demikian, tidak semua nilai ini sesuai indikator ideal sesuaistandar SPM pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, sehingga untuk beberapaindikator yang standarnya tidak sesuai dengan kondisi kota, yang nilainya tidaklengkap per tahun, dan lain sebagainya, digunakan standar lain. Data-data tersebutdi antaranya diambil dari Lakip Kota Yogyakarta. Di samping capaian 100%, adabeberapa indikator yang bernilai fluktuatif, seperti air bersih, air limbah danpersampahan. Dari analisis yang dilakukan, didapat masalah-masalah dan isu-isustrategis dalam bidang fisik sebagai berikut.
A. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1. Belum tersedianya kelembagaan formal yang menangani tata ruangDalam SOTK Pemerintah Kota Yogyakarta, belum ada lembagakhusus untuk menangani urusan tata ruang, sehingga kegiatan inidilakukan oleh pihak Bappeda. Selain itu, pembagian skala kewenangandengan Dinas PU atau Kimpraswil, misalnya tentang instansi apa yang akanmenangani RTRW, RDTR, dan lain sebagainya belum secara tegasditentukan.
2. Rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan

sempadan sungaiHal ini terlihat dari peruntukan sebagian kawasan sempadan sungaisebagai kawasan permukiman. Secara umum, luas kawasan permukiman dibantaran sungai mencapai 114,5 Ha (data dari Bappeda, 2015).
3. Tidak/kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruangTidak adanya data mengenai sub indikator pengendalianpemanfaatan ruang (seperti data pelanggaran bangunan/lahan, databangunan melanggar yang kemudian didenda, dan lain sebagainya)menyebabkan pembahasan hanya dapat dilakukan dengan mengacu padadata mengenai bangunan ber-IMB. Sampai dengan tahun 2014, rasiobangunan ber-IMB terhadap jumlah bangunan di Kota Yogyakarta hanyamencapai 0,73 dan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,59%dibandingkan tahun 2010. Hal ini mengindikasikan permasalahanpengendalian pemanfaatan ruang yang ada.
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4. Adanya kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi
ruang privatData dari pihak BPN menunjukkan bahwa telah ada ijin perubahanlahan di mana sebagian lahan Taman Hiburan Rakyat (THR)dialihfungsikan menjadi hotel seluas 24.690 m2 yang berlokasi di JalanBrigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Kondisiini dan luasan yang cukup besar mengindikasikan adanya kecenderunganperubahan ruang privat yang mengambil alih fungsi ruang publik di KotaYogyakarta.

5. Kecenderungan pencemaran air sungaiPersentase jumlah parameter yang memenuhi baku mutu terhadapjumlah sampel parameter hanya mencapai 55,5% tahun 2014, lebih rendahdibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 71%. Hal inimengindikasikan bahwa air sungai yang ada di Kota Yogyakarta cenderungsemakin tercemar.
6. Kecenderungan pencemaran air tanahHasil analisis laboratorium sampel air sumur di 9 lokasi dan 1 mataair di Tirto Wening Gambiran menunjukkan bahwa air tanah KotaYogyakarta sudah tercemari bakteri coli tinja. Hal ini menunjukkan bahwakualitas air tanah di Kota Yogyakarta semakin mengkuatirkan ke depannya.

B. Permukiman, Sarana dan Prasarana Perkotaan

1. Penggunaan fasilitas penyediaan air bersih masih didominasi oleh
fasilitas non perpipaanPDAM Tirta Marta sebagai penyedia air bersih hanya mampumelayani 45,52% dari jumlah penduduk dan sisanya berupa Air BersihTerlindungi/ABT (dalam bentuk fasilitas non perpipaan tersebut). Fasilitasnon perpipaan ini menimbulkan kondisi yang rentan terhadap degrasilingkungan karena debit air yang dibutuhkan dan debit air yang tersediatidak bisa terukur secara pasti jumlahnya, selain adanya kondisi/peluangperebutan sumber air tanah (dalam), misalnya oleh masyarakat secarakomunal dan bangunan tinggi.

2. Kualitas fasilitas drainase cenderung masih rendahPersentase drainase dalam kondisi baik tahun 2014 hanya sebesar86,66%. Selain itu, masih terdapat kawasan yang rawan genangan di manapersentase kawasan bebas genangan tahun 2014 hanya 20,027%. Sebagaitambahan, persentase air limbah yang memadai tahun 2013 berjumlah
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40%, yang kemudian menurun di mana persentase air limbah yangmemadai tahun 2014 berjumlah 21,59%.
3. Kualitas pengolahan dan pengangkutan sampah/persampahan yang

ada cenderung kurang memadaiAda keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah (persentase volumesampah yang terangkut ke TPA hanya 7,22% di tahun 2014) danketerbatasan fasilitas pengolahan sampah secara 3R (persentase volumesampah yang diolah secara 3R tahun 2014 hanya sebesar 20,85%). Di sisilain, ada kemungkinan persentase sampah yang terangkut dan sedikitnyavolume sampah yang diolah secara 3R mengindikasikan keberhasilanmasyarakat untuk berperan serta dalam pemilahan sampah, namundemikian data terukur/pastinya tidak diketahui.
C. TransportasiPermasalahan transportasi Kota Yogyakarta saat ini tidak dapat dilepaskandari permasalahan transportasi perkotaan yang berkembang di kota-kota besardunia maupun di Indonesia. Peningkatan kemacetan lalu lintas, penurunankeselamatan lalu lintas dan polusi telah menjadi gambaran umum kondisitransportasi di beberapa kota besar di berbagai negara berkembang maupun negaramaju. Kurangnya infrastruktur, pengelolaan sistem transportasi yang buruk sertalemahnya kebijakan pengembangan transportasi yang berkelanjutan merupakanpenyebab utama permasalahan tersebut.  Ke depan, Yogyakarta akan berkembangmenjadi kota besar, bahkan sebagai kota metropolitan, sehingga berbagaipermasalahan yang terjadi di kota-kota besar lainnya harus menjadi perhatian agartidak terjadi di Kota Yogyakarta. Disamping itu identifikasi permasalahantransportasi yang terjadi di Kota Yogyakarta saat ini akan menjadi pijakan bagipenyelesaiaan masalah dan pengembangan sistem transportasi kedepan.

1. Keterbatasan prasarana transportasiPrasarana transportasi di Kota Yogyakarta terlihat masih kurangmencukupi kebutuhan yang ada. Data yang tersedia hanya menjelaskanketersediaan fasilitas penunjang jalan berupa rambu dan trotoar. Secarafisik ketersediaan trotoar di Yogyakarta pada tahun 2014 sudah mencapai81,34%, artinya panjang jalan yang sudah dilengkapi trotoar telahmencapai 81,34%. Meskipun demikian, masih banyak trotoar yang tidakdapat digunakan dengan baik dan benar. Konstruksi trotoar yang rusakdapat membahayakan pengguna. Sejumlah pejalan kaki seringkali tidaktertampung semua di trotoar, lebar trotoar yang ada dimanfaatkan olehPKL untuk berjualan, sehingga pejalan kaki terpaksa memanfaatkan badan
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jalan untuk berjalan kaki dan pada akhirnya akan mengganggu arus lalulintas.Keterbatasan prasarana transportasi juga ditunjukkan denganketerbatasan fasilitas parkir, khususnya gedung dan plataran parkir. Tidaktersedia data pendukung terkait ketersediaan dan kinerja fasilitas parkir diYogyakarta. Fasilitas parkir merupakan elemen pendukung pergerakan lalulintas perkotaan yang sangat vital. Setiap kendaraan yang bergerak akanmembutuhkan ruang atau fasilitas untuk menyimpan/meletakkankendaraan pada saat berhenti. Waktu yang digunakan kendaraan untukberhenti setelah melakukan perjalanan di perkotaan, lebih panjangdibandingkan waktu untuk bergerak. Situasi ini menuntut tersedianyafasilitas/ruang parkir yang besar. Parkir yang ideal bila kendaraan dapatberhenti di gedung parkir atau pelataran parkir. Pada kenyataan, keduajenis fasilitas parkir tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas diwilayah perkotaan Indonesia. Sebagian besar kendaraan masih parkir dibadan jalan. Kondisi ini berdampak besar pada pengurangan lebar efektifjalan yang sangat besar, menurunkan kapasitas jalan, menimbulkankesemrawutan dan meningkatkan jumlah kecelakaan.Panjang jaringan jalan yang ada relatif tidak bertambah secarasignifikan, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah yangmengakibatkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun dari0,00084 pada tahun 2007 menjadi 0,00056 pada tahun 2014. Selainmenimbulkan kemacetan, kondisi tersebut sangat berpotensi terhadappenurunan keselamatan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari kinerja lalulintas yang direpresentasikan dengan nilai V/C rasio yang makinmembesar (dari 0,44 menjadi 0,81). Semakin besar nilai V/C rasio semakinburuk kinerja lalu lintas yang ditunjukkan dengan penurunan kecepatanatau peningkatan kemacetan jalan. Kondisi ini seringkali diikuti denganpenurunan keselamatan lalu lintas ditunjukkan dengan naiknya fatalitaskecelakaan dari 0,0261 menjadi 0,0608.
2. Layanan transportasi belum optimalAspek layanan transportasi di Kota Yogyakarta juga belummenunjukkan kinerja yang bagus, khususnya untuk layanan angkutanumum darat. Terjadi penurunan persentase penggunaan angkutan umum(dari 4,36% menjadi 2,64%), rasio jumlah angkutan umum per 1000penduduk dari 24,09 menjadi 23,31 dan persen kendaraan umum yanglolos uji KIR dari 78,55% menjadi 64,63%. Situasi ini berkaitan erat denganindikator lainnya seperti kinerja lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan
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kualitas udara. Semakin berkurangnya peran angkutan umum pada satusisi, memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan dijaringan jalan semakin padat, penggunaan ruang jalan menjadi tidakefisien. Kepadatan lalu lintas semakin tinggi, kinerja pergerakan lalu lintasterjadi degradasi. Kemacetan lalu lintas berkembang dimana-mana.Keselamatan lalu lintas juga semakin menurun dengan penggunaankendaraan pribadi yang makin luas dan tidak diikuti dengan perilakuberlalu lintas yang tertib dan disiplin. Jumalah dan fatalitas kecelakaan lalulintas cenderung berkembang semakin tinggi. Dari aspek lingkungan, tidakberkembangnya angkutan umum dapat mendorong peningkatan kerusakanlingkungan yang diakibatkan oleh semakin banyak polutan yang dihasilkanoleh jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat.Layanan transportasi kereta api perkotaan di Yogyakarta belumdikembangkan. Namun layanan kereta api antar kota telah berkembang,hanya saja masih terlihat adanya penurunan jumlah penumpang danbarang. Khusus untuk transportasi udara memperlihatkan kinerja yangbaik, yaitu terjadi peningkatan volume penumpang dan barang yangmelalui bandara Adisucipto. Peningkatan ini akan mendorong kebutuhanlayanan transportasi darat baik yang bersifat pribadi maupun umum diwilayah perkotaan Yogyakarta.Penurunan penggunaan angkutan umum perkotaan di KotaYogyakarta tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kemudahan dalammendapatkan/memiliki sepeda motor dan mobil pribadi serta belumoptimalnya kinerja layanan bis perkotaan.
3. Degradasi lingkungan (kemacetan, kecelakaan lalu lintas)Berbagai permasalahan transportasi di Kota Yogyakarta telahmemberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadaplingkungan. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalahterjadinya kemacetan lalu lintas (yang ditunjukkan dengan peningkatannilai V/C rasio dari 0,44-0,81) di beberapa ruas jalan pada jam-jam sibukmaupun kesemrawutan lalu lintas pada akhir pekan atau masa liburan.Disamping itu, kualitas lingkungan yang diukur berdasarkan parameterkualitas udara Kota Yogyakarta mengalami penurunan, meski sebagianbesar masih di bawah ambang batas. Kecenderungan penurunan kualitasudara diperparah pula dengan peningkatan kemacetan lalu lintas yangmemberikan tambahan kontribusi terhadap jumlah polutan udara.Degradasi lingkungan kota Yogyakarta tidak hanya mengancamtingkat kesehatan masyarakat namun dikhawatirkan akan berpengaruh
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terhadap daya tarik pariwisata Yogyakarta. Ciri khas Kota Yogyakarta yang‘berhati nyaman’, lalu lintasnya pelan tapi lancar, kondisi udara yangbersih, penggunaan kendaraan tidak bermotor masih banyak bisa jadi akantinggal menjadi kenangan. Degradasi lingkungan tersebut juga bisaditunjukkan oleh penurunan keselamatan lalu lintas. Jalan-jalan yangsemrawut dipenuhi berbagai jenis kendaraan pribadi serta penggunaanbadan jalan sebagai tempat parkir mengakibatkan kenyamanan berlalulintas berkurang dan kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat. Kondisilalu lintas Kota Yogyakarta yang merupakan lalu lintas tercampur (mix

traffix) antara kendaraan lambat dan kendaraan cepat semakinmemperberat permasalahan keselamatan lalu lintas.
4. Transportasi WisataSebagai kota wisata, Yogyakarta termasuk tujuan wisata yangterkenal di dalam dan luar negeri. Keunikan budaya, masyarakat sertalingkungan Kota Yogyakarta belum didukung sepenuhnya oleh penyediaanlayanan transportasi wisata. Belum ada layanan khusus bagi wisatawanberupa jalur-jalur wisata, kendaraan wisata maupun fasilitas yangmemudahkan wisatawan menikmati obyek-obyek wisata di KotaYogyakarta. Permasalahan ini diantisipasi oleh wisatawan denganmenggunakan kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan sewa(charter). Situasi ini selain menyulitkan wisatawan juga memberitambahan beban lalu lintas perkotaan yang cukup besar. Oleh karena itu,sangat diperlukan layanan transportasi wisata untuk mendukung peranKota Yogyakarta sebagai kota wisata.

2.2.4. Bidang Pemerintahan

A. Tata PemerintahanTata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untukmenghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas,dengan sebuah sistem yang terstruktur. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskanberdasarkan hasil identifikasi yang didasarkan pada upaya penelusuran datasekunder, wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan data statistikyang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Hasil identifikasi permasalahan yangdilakukan secara akumuatif maka diketahui permasalahan tersebut antara lain:
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1. Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi
peraturan perundang-undangan, dan hubungan antar SKPD dan unit
kerja menghadapi kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi baik
pada level perencanaan, implementasi, penyerapan dan pelaksanaan
anggaran, pengawasan maupun evaluasiBertolak dari hasil identifikasi permasalahan tersebut dapatdiketahui bahwa permasalahan ini bersumber pada perubahan regulasiyang berlangsung di pusat khususnya mengenai pemerintahan daerah. Jikaditelusur secara historis dari UU No. 32 Tahun 2004, menjadi UU No 23Tahun 2014 dan dewasa ini telah ada revisi yaitu UU No 9 Tahun 2015.Perubahan-perubahan ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintahKota Yogyakarta, sehingga mengharuskan untuk melakukan adaptasisecara cepat. Di dalam sistem perencanaan peraturan yang disusun olehKemendagri dan Bappenas seringkali mengandung perbedaan, sehinggamenyulitkan daerah untuk mengacu dan mengakomodasi peraturantersebut ke dalam perencanaan daerah. Bahkan dalam beberapa peraturanperundangan yang mengatur hingga tingkat operasional masih dijumpaiperbedaan-perbedaan prinsip. Tidak adanya sinkronisasi peraturanperundangan yang memudahkan daerah untuk melakukan konsulidasi baikdalam perencanaan, implementasi, penganggaran, pengawasan danevaluasi. Kondisi semacam ini menjadikan isu yang mendasar serta secaraluas dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dalam regulasi pemerintahan daerahjuga sangat mengganggu dalam proses koordinasi antar unit kerja maupunSKPD, sehingga beberapa permasalahan muncul terkait dengan kesulitanuntuk mengkonsolidasi baik di level perencanaan, perumusan indikator,pembagian urusan maupun pengawasan internal, serta penyerapan SILPA.Hingga saat ini belum ada ketentuan/peraturan yang jelas dan sah yangmengatur pengelolaan SILPA. Artinya, langkah administratif dalam rencanakerja pada tahun anggaran selanjutnya dalam penyerapan kembali SILPAbukan merupakan kebijakan yang tuntas1.Pada level pengawasan belum tersedia pemetaan urusanpengawasan internal yang jelas dan terkonsolidasi. Keterlibataninspektorat sebagai pengawas internal belum optimal dalamimplementasinya2. Meskipun jika dilihat dari data indikator persentasepenurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatanpemerintahan Kota Yogyakarta tahun 2015 dengan target 3% sudahterealisasi 2,99%, dan pada indikator penyelesaian tindak lanjut hasil

1 Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.
2Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.
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pemeriksaan yang memiliki target 88%, realisasinya sebesar 95,09%(Lakip Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2014). Kemudian dalamrekaman data prestasi pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkanwajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2010hingga tahun 2014.
2. Agenda road map reformasi birokrasi yang belum selesai dari segi

implementasiDokumen road map reformasi birokrasi merangkum agenda 8 bidangyang cukup ideal dan mendapatkan penghargaan terbaik di tingkatnasional. Road map reformasi yang mencakup delapan bidang tersebutberisi rencana pola perubahan birokasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun2014 nilai road map reformasi birorasi kota Yogyakarta adalah 77,86%3sehingga masih perlu dituntaskan. Angka tersebut diperoleh dari laporanmandiri road map reformasi birokrasi dan dilaporkan secara online danrutin.  Roadmap reformasi birokrasi yang disusun oleh Kota Yogyakartadirasa cukup ideal dan rinci. Belum ada kota lain yang mampu membuat
road map reformasi birokrasi selengkap dan serinci Kota Yogyakarta. Akantetapi pada implementasinya masih terdapat beberapa permasalahankelembagaan yang perlu diakomodasi, misalkan kelembagaan yang ada diBAPPEDA dengan sistem “ban berjalan” sehingga pekerjaan harus salingmenunggu sebab pembagian belum dilakukan berdasar bidang, misalbidang fisik, ekonomi dan sosial budaya. Permasalahan selanjutnya adalahpenajaman fungsi ULP, friksi tupoksi pengawasan, keterbatasan fasilitasiTI, dan keberlanjutan inovasi daerah. Permasalahan tersebut dilihat aspekkelembagaan. Sedangkan tujuh bidang yang lain masih juga belum dapatdiselesaikan implementasi perubahan melalui skema road map reformasibirokrasi yang sudah direncanakan.Dari tujuh bidang yang menjadi area perubahan, diantaranya yangmasih belum mencapai 100% adalah penataan sistem manajemen SDMyang masih 51,83% dan penguatan pengawasan 66,42%4.

3. Belum tersedia sistem monitoring evaluasi/forum komunikasi di
dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada rekam
jejak pemberdayaan yang dilakukan secara utuh dan menyeluruhBelum terkonsolidasi program pemberdayaan masyarakat secarakomprehensif antar SKPD. Pandangan parsial yang melihat pemberdayaan

3Wawancara kepala bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 5 Agustus 2015.
4Laporan Hasil Evaluasi Road map Reformasi Birokrasi, 2015.
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masyarakat masih terpisah pisah. Belum ada pendataan yang dilakukansecara terkoordinasi antar SKPD yang ditunjukkan dengan datapemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007hingga 2014 tidak teridentifikasi (Lakip Kantor Pemberdayaan Masyarakatdan Perempuan, 2014). Karena sistem komunikasi dan koordinasi antarSKPD belum berjalan, maka belum ada mekanisme dukungan yang terpadumulai dari perencanaan, penyiapan action plan, implementasi, danmonitoring evaluasi. Dengan demikian database tentang rekam jejakpemberdayaan secara utuh menyeluruh tidak dapat terpenuhi.
4. Keberlanjutan inovasi daerahPemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan inovasi daerah dalamkegiatan pemerintahan. Potensi ide inovasi sebenarnya sudah dimiliki olehKota Yogyakarta. Inovasi bukan merupakan hal yang terputus namun harusdilakukan terus menerus. Artinya dalam setiap perencanaan daerah perludilakukan inovasi dalam segala lini untuk tujuan peningkatan pelayananpublik.

B. Aparatur Pemerintah DaerahSumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi pemerintah,oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaanpegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalammenggerakkan sistem pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahanyang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapatditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengaturtentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untukmenghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tatalaksana kepegawaian. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkanpenelusuran dokumen,  wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengandata statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Permasalahan tersebutantara lain:
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1. Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar
kompetensiPola karir pegawai sedang dalam proses rumusan oleh BadanKepegawaian Daerah5. Pada tahun 2016 direncanakan pola karir ini akanselesai dibentuk. Implementasi pola karir ini diproyeksi belum optimalpasca diselesaikannya pola karir tersebut. Pemasalahan yang diproyeksimuncul adalah implementasi pola karir bagi pegawai yang maksimal. Sebabtujuan pengembangan pegawai tidak serta merta terselesaikan denganpembentukan pola karir. Namun lebih pada agenda yang akan dilakukanpasca dibentuknya pola karir.

2. Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensiMenurut FGD yang dilakukan bersama degan BKD Kota Yogyakarta,proporsi pegawai negeri sipil di kota Yogyakarta hingga tahun 2014 baruterpenuhi 64%. Pada tahun 2014, usulan formasi yang dibutuhkan adalah642 formasi tetapi yang disetujui hanya 74 formasi6. Kesenjangankompetensi yang ditetapkan di dalam analisis jabatan (Anjab) denganrealitas penempatan jabatan masih banyak ditemui. Khususnya kebutuhanpemenuhan kompetensi pendidikan yang sesuai jenjangnya, khususnyauntuk jabatan struktural belum dapat ditepati secara menyeluruh.
C. HukumHukum merupakan bagian penting dalam tata laksana pemerintahan KotaYogyakarta. Untuk itulah permasalahan yang dihadapi di urusan hukum perntinguntuk ditekankan. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkanwawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan data statistik yangdiperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain:

Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup
kuantitas, kualitas dan kejelasan obyek hukumPada implementasinya, pembentukan produk hukum terkendalapermasalahan responsivitas antar SKPD belum optimal terhadapkompleksitas permasalahan daerah. Perubahan regulasi dari pusat yangrelatif cepat juga mengakibatkan proses adaptasi menjadi sulit mengingatpermasalahan di daerah merupakan permasalahan yang lebih kompleks7.Kendala lain yang dihadapi adalah, kekurangan back up data produkhukum dalam bentuk soft file. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya

5Hasil FGD Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta 31 Agustus 2015
6Data Usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta, 2014 (BKD Kota
Yogyakarta)
7Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta dalam FGD 21 Agustus 2015.
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sosialisasi produk hukum ke mayarakat. Data LAKIP Bagian Hukum SetdaKota Yogyakarta tahun 2014 menunjukkan 92,63% masyarakat dapatmengakses produk hukum. Hal tersebut dikarenakan  masih 7,37% produkhukum tidak memiliki arsip dalam bentuk soft file untuk diunggah sehinggadapat diakses secara online bagi masyarakat.
D. InformasiInformasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologiinformasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian seringkaliinformasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhanakan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaaninformasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalammeningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaaninformasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraanpemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahanyang dihadapi. Berikut adalah permasalahan pembangunan yang dihadapi  dalamurusan informasi.

1. Belum optimalnya fasilitasi TI kepada seluruh SKPDHal ini berhubungan dengan keterbatasan anggaran sehinggakemampuan fasilitasi kepada teknologi informasi untuk SKPD tidakmencukupi. Jumlah kebutuhan untuk mengembangkan teknologi informasisemakin meningkat, namun resources terbatas. Namun jika dilihat dari sisipengelolaan, pemerintah Kota Yogyakarta cukup baik. Terbukti denganpencapaian 98,23% dalam indikator pengelolaan teknologi informasi dantelekomunikasi untuk e-government (LAKIP bagian TIT, Setda KotaYogyakarta, 2014). Pada sistem informasi kebencanaan belum membentukjaringan kerjasama yang luas dalam penanganan kebencanaan secaramenyeluruh. Terkait sistem informasi manajemen kebencanaan.Berdasarkan FGD bidang Pemerintahan yang dilakukan bulan Juli,perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakanbahwa BPBD membutuhkan teknologi informasi untuk mengelola arsip daninformasi kebencanaan. Akan tetapi memang tidak semua SKPD diarahkanberbasis teknologi informasi, artinya jika memang dibutukan maka SKPDperlu mengajukan ke bagian TIT untuk dibuatkan software kemudian SKPDyang bersangkutan dapat mengoperasikan teknologi informasi secaraswakelola ataupun diserahkan ke pihak ketiga.
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2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerahDi dalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yangdirasakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah keterbatasanpetugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis yang harusmendampingi 7 hingga 8 SKPD (1 arsiparis : 8 SKPD- 0,125). Selain ituhingga saat ini Kantor Arpusda baru mampu mengurusi arsip aktif saja.Sebab tidak ada waktu karena adanya tambahan tugas lain. Kendalaselanjutnya adalah belum ada sarana (depo inaktif untuk menyimpan arsipinaktif, rak arsip, boks arsip di masing-masing SKPD). Hingga tahun 2015,arsip statis di SKPD belum tertata. Penataan arsip statis  dan inventarisasimembutuhkan waktu yang cukup panjang.
3. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit8Audit yang dilakukan untuk SKPD masih terbatas pada keuangan. Halini memerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya arsip yangmasih tersebar di luar kantor arsip yang perlu diidentifikasi.

E. Kesatuan Bangsa dan PolitikDi era yang semakin moderen ini komunikasi sosial yang riil semakinterbatas, sedangkan komunikasi jejaring sosial semakin berkembang. Sumberkonflik tidak saja berada pada tataran riil dalam kehidupan nyata yang dapatdiamati secara visual, akan tetapi dapat diakibatkan oleh konflik sosial di duniamaya, yang justru memiliki dampak yang lebih luas (cenderung tidak terbatas).Untuk itulah meskipun prestasi yang diperoleh Kesbangpol pada tataran baik,namun masih dihadapkan pada permasalahan. Untuk itu diperlukan identifikasipermasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan Kesatuan Bangsa danPolitik. Identikasi pemasalahan pembangunan khususnya urusan Kesbangpol inidirumuskan berdasarkan datas sekunder, wawancara, focus group discussion dandilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan.Permasalahan tersebut adalah: belum optimalnya pengendalian konflik

SARA.Hal ini terkait dengan usaha preventif dalam menghidari konflik SARA danpenanganan saat dan pasca konflik. Dalam melakukan usaha preventif terdapatketerbatasan frekuensi pembinaan dan kunjungan. Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP hanya 2 kali tiap tahunnya, sedangkan pembinaan politik daerah 38kali tiap tahunnya (Lakip Kantor Kesbangpol Kota Yogyakarta,2014).Kemudianpeluang terjadinya konflik di Kota Yogyakarta cukup besar dilihatdari keberagaman SARA di masyarakat. Pemberian konsekuensi dari pelaku konflik
8Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.
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harus dapat memberikan efek jera sehingga tidak terulang. Akan tetapi fokus yanglebih diutamakan adalah pada usaha preventif sebelum terjadinya konflik.
F. Ketertiban dan KeamananKeamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaankondisi yang baik, agar semua dapat berjalan secara normal, sehinggapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar danberhasil. Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban ini masihmenghadapi beberapa permasalahan. Untuk itu diperlukan identifikasipermasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan Keamanan Ketertiban.Hasil identifikasi pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkanpenelusuran data dokumen, wawancara, focus group discussion dan dilengkapidengan data statistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Identifikasipermasalahan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan pembentukan rescue linmasJumlah linmas terus mengalami penurunan, pada tahun 2012berjumlah 2.904 linmas, menurun menjadi 2.890 linmas pada tahun 2013,dan menurun kembali menjadi 2.864 linmas pada tahun 2014 (DinasKetertiban Kota Yogyakarta, 2015).Hal ini dikarenakan penurunan jumlahpetugas linmas karena faktor pensiun dan belum ada regenerasi.
2. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih

dilakukan secara parsialBelum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturandaerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di KotaYogyakarta masih cukup tinggi.  Menurut Lakip Dinas Ketertiban tahun2014 adalah 1455 pelanggaran pada tahun 2012, pada tahun 2013menurun menjadi 1.178 pelanggaran. Kemudian pada tahun 2014 menjadi1340 pelanggaran. Melihat angka pelanggaran yang cukup tinggi tersebut,sudah dimulai pelaksanaan penumbuhan partisipasi masyarakat melaluiGerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Gerakan panca tertibmeliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertiblingkungan, dan tertib sosial. Gerakan ini didukung Perwal No 22 Tahun2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Hingga saatini terdapat 3 kampung yang menjadi laboratorium percontohan kampungpanca tertib yakni kampung Pandeyan, Kampung Gamelan, dan KampungPakualaman9. Gerakan kampung panca tertib adalah aktivitas sosial
9www.jogjadaily.com. Kampung Panca Tertib, Bangun Keteraturan Kota Yogyakarta dengan
Musyawarah, 3  Juni 2015.
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berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yangdilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dandidukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertibini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungankampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, peloporketertiban, perlindungan masyarakat,  dan unsur lainnya. Gerakan inimerupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatanpenertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan.
3. Penurunan kualitas siskamling di Kota YogyakartaJumlah pos siskamling mengalami penurunan dari 1305 unit padatahun 2011, menjadi 1.226 unit pada tahun 2013 dan 2014. Terjadinyapenurunan jumlah siskamling sebesar 6,05% ini menurut Dinas Ketertibanadalah karena pengalihan status tanah. Penurunan jumlah pos siskamlingmencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibatsistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yangtelah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yangmemerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluargakecil/inti (nucleus family), banyaknya pendatang yang kurang memilikiikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tatakehidupan bermasyarakat, dll.

G. Pelayanan BencanaMasalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hinggamenjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperolehdalam pelayanan kebencanaan masih terbatas pada bencana kebakaran. Untuk ituupaya untuk menjangkau pelayanan kebencanaan yang lebih luas masih menemuibeberapa kendala. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan analisisdata sekunder, wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan datastatistik yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan. Permasalahan tersebutantara lain:
1. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian

bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luasHal ini perlu diperharikan sebab semua wilayah termasuk jalanmemiliki potensi kebakaran. Luas potensi wilayah kebakaran 32,5 km2(Lakip BPBD 2014). Kemudian terkait potensi terjadinya bencana alam,optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana perludilakukan mengingat potensi kebencanaan lokal yang dimiliki KotaYogyakarta diantaranya gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi.
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2. Belum optimalnya peran swasta dan pelaku usaha melalui
mekanisme CSR.Hingga saat ini mekanisme CSR dari swasta yang dapatdikerjasamakan dengan BPBD belum terlaksana10. Ke depannyamekanisme CSR kebencanaan dapat menjadi pilihan dalam penanganankebencanaan yang lebih optimal.

2.3. Isu Strategis

2.3.1. Penelaahan Kebijakan Nasional

RPJMN 2015-2019Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tertulis dalamRPJMN Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Upaya untuk mewujudkan visitersebut dilakukan melalui tujuh misi pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkankeamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkanmasyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;(3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagainegara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) MewujudkanIndonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskankepentingan nasional; (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan.Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesiayang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadiandalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan, yakni: (1)Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikanrasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negarakesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistemdan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5)Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkanproduktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkankemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
10Hasil FGD Bidang Pemerintahan Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta, 14 Juli 2015.
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domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; (9) Memperteguh kebhinekaandan memperkuat restorasi sosial Indonesia.Sebagai bagian dari pemerintahan nasional, dalam merumuskan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta wajib memperhatikantujuan pembangunan nasional jangka menengah yang tersusun dalam RPJMN 2015-2019. Sembilan agenda prioritas pembangunan tersebut terkait langsung denganpermasalahan yang harus dihadapi Kota Yogyakarta.Di bidang tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk: (1)Penguatan kapasitas pemerintah, dan (2) Perluasan ruang partisipasi masyarakat;dengan sasaran: (a) Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik,(b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik,(c) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (d) meningkatnya kualitas pelayananpublik. Sementara sasaran pembangunan pemerataan dan penanggulangankemiskinan adalah: (1) Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 7-8 persenpada akhir 2019, dan (2) Mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan padaakhir tahun 2019 sekitar 0,36, agar pendapatan penduduk 40,0 persen terbawahmeningkat, dan beban penduduk miskin berkurang.Di bidang pendidikan sasaran utama adalah pemenuhan hak seluruh warganegara untuk setidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandaidengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekati 100%, angkapartisipasi jenjang pendidikan menengah sebesar 91,6%, pendidikan tinggi sebesar36,7%. Partisipasi anak usia dini (usia 3-6 tahun) yang mengikuti PAUD meningkatmenjadi 77,2% dan angka melek aksara menjadi 96,1%. Rata-rata lama sekolahpenduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun. Meskipun angka melek aksaraKota Yogyakarta tahun 2014 (98,27%) sudah melebihi sasaran angka melek aksaratersebut.Aspek keberlanjutan pendidikan ditandai dengan meningkatnya partisipasianak-anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus, menurunnyavariasi angka partisipasi antardaerah, dan indeks paritas gender yang mendekatiangka 1,0 pada semua jenjang pendidikan. Terkait peningkatan kualitas relevansidan daya saing pendidikan adalah membaiknya proses pembelajaran di kelas, yangdidukung oleh: (a) meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, tersedianyakurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yangkomprehensif, (b) meningkatnya kualifikasi akademik seluruh guru minimla S1/D-IV dan meningkatnya kompetensi guru dan subject knowledge dan pedagogicalknowledge, serta menurunnya angka ketidakhadiran guru, (c) meningkatnyakesiapan siswa untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjangpendidikan tinggi, (d) diterapkannya KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK,
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PT, BLK dan kursus non-formal, (e) Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapatmengikuti program pemagangan di industri, (f) Meningkatnya kualitas pendidikankarakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkankepribadian peserta didik, (g) Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anakusia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasacinta tanah air sebagai cerminan warga yang baik, (h) Meningkatnya wawasan danpemahaman peserta didik mengenai pengetahuan dan keterampilan untukmembangun ketahanan diri sebagai makhluk individu dan sebagai bagian darilingkungan sekitar, seperti: peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi,pendidikan jasmani dan kesehatan, serta kesadaran untuk menghargai lingkungantermasuk praktik pemanfaatannya, (i) Meningkatnya pemahaman mengenaipluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak padakesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, danmenjaga kesatuan dalam keanekaragaman.Di bidang penyediaan sarana dan prasarana salah satu arah yang terkaitdengan perkotaan adalah memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat danmewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, dengan sasaran meningkatnya aksesterhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Indikatortercapainya pemenuhan kebutuhan layak huni bagi masyarakat dan mewujudkankota tanpa permukiman kumuh adalah: (a) Tercapainya pengentasan permukimankumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukimankumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683kelurahan; (b) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persenpenduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, danKeterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs); dan (c)Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dandrainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standarpelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampahperkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangansebesar 22.500 Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
2.3.2. Penelaahan Kebijakan Pembangunan Daerah

A. RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025Visi RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025 adalah “Daerah

Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan

Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat

yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.” Visi tersebut diwujudkan melalui melalui empatmisi pembangunan daerah sebagai berikut: (1) Mewujudkan pendidikan berkualitas,
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berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yanghandal; (2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep,pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilaibudaya secara berkesinambungan; (3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatifdan inovatif; (4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif,berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagikemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.Sementara sasaran pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagaiberikut:
1. Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggarapada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Terwujudnya lembaga pendidikan yangberstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah,(b) Tersedianya sumberdaya pendidikan yang handal, (c) Terciptanyalingkungan yang kondusif terhadap pendidikan, (d) Mendatangkan pesertadidik sebanyak mungkin dari luar DIY, (e) Lulusan yang berkualitas, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia, (f) Meningkatnya masyarakat terdidik danberbudaya, (g) Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikanmenengah dan tinggi.
2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggarapada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Kraton Ngayogyakarta Hadiningratsebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusatpengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, (b) Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dannilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan, (c) DIY sebagai PusatGerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIYyang berbudaya luhur, (d) Masyarakat mampu memilah, memilih danmemanfaatkan budaya modern yang positif, (e) Melestarikan danmengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya, (f)Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata, (g)Masuknya DIY dalam culture itinerary/culture map tingkat Asia Tenggara.
3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia

Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Munculnya berbagai inovasipenciptaan berbagai jenis produk wisata, (b) Tersedianya fasilitaspendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal, (c)Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secarasinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan atau oleh pelaku wisata, (d)Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara,(e) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW.
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4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahterapada tahun 2025, ditandai oleh: (a) Terselenggarakannya pemerintahanyang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskansupremasi hukum, (b) Terciptanya kelembagaan sosial, politik, hukum, danekonomi yang mantap, (c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalammenjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah, (d)Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakatyang memadai, (e) Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif diAsia Tenggara, (f) Terpenuhinya peningkatan keimanan dan ketaqwaankepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama, (g)Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan,anak, dan remaja, (h) Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmursecara ekonomi, (i) Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyaiderajat sosial dan kesehatan yang tinggi.
B. RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029Sebagai bagian wilayah administrasi pemerintahan Daerah IstimewaYogyakarta dalam merumuskan perencanaan pembangunan jangka menengahdaerah perlu memperhatikan tata ruang wilayah yang dirumuskan dalam RencanaTata Ruang Wilayah 2009-2029 agar perencanaan pembangunan selaras denganperencanaan tata ruang. Dalam rencana struktur ruang yang termuat di RTRW DIYtersebut, rencana pengembangan sistem perkotaan yang diarahkan menjadi KotaHirarki I yaitu: Kota Yogyakarta dan Kota Besar: Perkotaan Yogyakarta. Sementararencana sistem pelayanan PKN diarahkan Perkotaan Yogyakarta sebagai PusatKegiatan Nasional (PKN), dengan program: (a) Pengembangan pusat pemerintahandi Kota Yogyakarta, (b) Pengembangan jalan arteri nasional, (c) Pembangunan TPAregional, (d) Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan perkotaan, (e)Pembangunan rumah sakit tipe A, (f) Pengembangan angkutan massal DIY.Sementara dalam rencana infrastruktur transportasi darat yang terkaitlangsung dengan Kota Yogyakarta yakni: (a) jaringan jalan arteri primer jalanlingkar Kota Yogyakarta; (b) jarigan jalan kolektor primer yaitu: (i) ruas jalanYogyakarta, (ii) jalan Yogyakarta-Kaliurang, (iii) Jalan Yogyakarta-Parangtritis; (c)sistem jaringan jalan primer yaitu: (i) terminal penumpang tipe A di KotaYogyakarta, (ii) terminal barang yakni sub terminal barang sebagai hub, salahsatunya, di Kota Yogyakarta; (d) transportasi kereta api dengan mengoptimalkanjalur double track dan pembangunan jalur utara selatan yaitu: (i) jaringan jalankereta api Jakarta-Yogyakarta-Surabaya, (ii) jalur ganda Kutoarjo-Yogyakarta-Surakarta, (iii) jaringan jalan kereta api Metropolitan Yogyakarta-Surakarta, (iv)
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jaringan jalan kereta api Parangtritis-Yogyakarta-Borobudur; (e) sistem jaringanjalan kereta api yaitu: (i) stasiun Tugu dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiunangkutan penumpang, dan (ii) Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.Rencana prasarana sumber daya air yaitu: (a) embung-embung di KotaYogyakarta; (b) tandon air dan kolam tampungan; (c) sumur resapan dan biopori;(d) air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman. Rencana prasaranalingkungan yaitu: sistem jaringan drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta.Dalam rencana pola ruang yang diarahkan sebagai kawasan lindungkhususnya kawasan rawan becana alam yaitu: (a) Letusan Gunung Api berlokasi disebagian lereng Gunungapi Merapi hingga lereng kaki gunung seperti Sungai Codedan Opak, mengancam wilayah Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sungaiyang berhulu di puncak Merapi, sebagai media aliran lahar; (b) Rawan Gempa Bumiberada di sekitar arah/jalur patahan Opak, di Kabupaten Bantul dan sebagianwilayah Kota Yogyakarta.Kawasan budidaya yang diarahkan kawasan peruntukan pariwisata salahsatunya adalah Kota Yogyakarta. Sementara rencana pembentukan kawasan sabukhutan kota ditujukan untuk pengendalian polusi udara akibat pengembangan jalandi sekitar jalan tol lingkar dalam kota di sekitar Kota Yogyakarta.Sementara rencana kawasan strategis provinsi pelestarian sosial budayameliputi:  Kraton Yogyakarta, kota lama Kotagede, makam Imogiri, PuroPakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di KabupatenSleman dan Kabupaten Bantul.
C. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017Visi yang ingin dicapai pembangunan jangka menengah Daerah IstimewaYogyakarta 2012-2017 yakni “Daerah Istimewa yang Lebih Berkarakter, Berbudaya,

Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.” Sebagai upayamewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut diwujudkan dalamempat misi yaitu: (1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;(2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,inovatif dan kreatif; (3) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik; (4)Memantapkan prasarana dan sarana daerah.Salah satu tujuan misi membangun peradaban yang berbasis nilai-nilaikemanusiaan adalah mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakterdengan arah kebijakan meningkatnya angka melek huruf dari 91,49 menjadi 95,meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 9,2 menjadi 12 serta peningkatan dayasaing pendidikan. Sementara tujuan untuk mewujudkan peningkatan derajatkualitas hidup masyarakat dengan arah kebijakan meningkatkan angka harapan
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hidup dari 73,27 menjadi 73,55. Meskipun untuk Kota Yogyakarta angka melekhuruf dan angka harapan hidup tahun 2014 sudah melebihi angka tersebut, masing-masing mencapai 96,27%, dan 73,50.Misi kedua, menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengansemangat kerakyatan, inovatif dan kreatif dengan tujuan memacu pertumbuhanekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangatkerakyatan, inovatif dan kreatif, dengan arah kebijakan: (a) meningkatkanpendapatan per kapita per tahun dari Rp. 6,8 juta menjadi Rp. 8,5 juta, (b)meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya indeksketimpangan antar wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481, (c) mengurangikesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan  menurunnyaindeks ketimpangan pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.Dalam memantapkan misi keempat, prasarana dan sarana daerah dengantujuan mewujudkan peningkatan pelayanan publik, arah kebijakannya adalahmeningkatkan penataan sistem transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangankemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas gunamencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% danpeningkatan akses di perdesaan.
Kebijakan Penataan Transportasi DIYIntegrasi layanan menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan permasalahantransportasi Perkotaan Yogyakarta. Diperlukan pembangunan dan penyediaan
transfer point dengan konsep park and ride untuk memadukan antara layananangkutan umum dengan penggunaan konsep park and ride. Saat ini hanya ada diTerminal Prambanan dan areal parkir Ngabean. Selama tahun 2012-2017diharapkan target pembangunan TOD (Transit Oriented Development) dan transfer

point direncanakan di beberapa lokasi potensial antara lain: JEC, Kridosono danareal di sekitar ringroad yang merupakan pintu masuk menuju PerkotaanYogyakarta.Selain pembangunan transfer point/TOD, kebijakan yang akandiimplementasikan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanadalah: (a) Pemasangan ATCS dengan dukungan bus priority untuk memudahkanpergerakan angkutan umum di persimpangan, dan (b) Penataan manajemen danrekayasa lalu lintas berbasis kawasan, dimana terdapat 7 kawasan di PerkotaanYogyakarta yang akan ditata, yakni: Malioboro, Godean-Jati Kencana, Terban-JalanSolo, Kraton, Kranggan, Seturan, dan Kotagede.Selama tahun 2012-2017 diharapkan terdapat 11 rute baru dan 154 busuntuk melayani pergerakan masyarakat di Perkotaan Yogyakarta. 11 rute dengan
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154 armada bus ini akan menggantikan layanan angkutan umum yang ada saat ini,dengan tahapan awal layanan akan dimulai tahun 2015.
Kebijakan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya KotagedeKotagede merupakan salah satu kawasan cagar budaya di DIY yang berada didalam dua wilayah administratif, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.Menurut SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan KawasanCagar Budaya, Kotagede berada di bawah kewenangan provinsi. PelestarianKawasan Cagar Budaya Kotagede tidak hanya terkait dengan pelestarian cagarbudaya bendawinya, tetapi juga terkait kesenian, penataan infrastruktur,transportasi, pengembangan industri, pariwisata, sehingga harus melibatkanpemangku kepentingan dari lintas sektor.
Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Yogyakarta

1. Revitalisasi Kawasan Malioboro-Kawasan Stasiun TuguKonsep pengembangan yang akan diterapkan adalah terpadu termasukdesain saling mendukung perkembangan kawasan baik sebagai kawasanbudaya maupun kawasan perdagangan dan jasa. Konsep revitalisasi kawasanMalioboro antara lain memberikan akses lebih leluasa kepada pejalan kakisebagai salah satu upaya dukungan untuk meningkatkan peluang transaksi danmenata infratruktur kawasan (parkir dan akses). Sedangkan revitalisasikawasan Stasiun Tugu sebagai upaya penciptaan kawasan dengan tata gunalahan bercampur (permukiman, komersial, transportasi) serta diharapkankegiatan perekonomian kawasan ini bukan pesaing dari kegiatan di JalanMalioboro.
2. Pengembangan Trans JogjaKonsep awal bus Trans Jogja mengindikasikan bahwa pemerintah DIYberkomitmen terhadap pelayanan yang mengoptimalkan sistem peremajaanangkutan dengan metode scrapping 1:2. Sebagai bentuk peningkatan pelayananangkutan umum masal, telah dilakukan kajian rute dan penambahan jalurlayanan, penyediaan infrastruktur pendukung antara lain park and ride, halte

mobile, shelter, integrasi dengan layanan Trans Jogja baik di perkotaan sendirimaupun dengan layanan AKDP.
3. Pembangunan Kembali Embung LangensariPembangunan kembali Embung Langensari merupakan salah satustrategi penanganan terhadap banjir atau genangan yang terjadi di KotaYogyakarta, yaitu di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman. Hal tersebutdisebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan dan alur drainase di KawasanLangensari, Kecamatan Gondokusuman dari embung menjadi permukiman.Upaya tersebut sekaligus sebagai sarana konservasi air tanah di Kota
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Yogyakarta. Embung Langensari diarahkan sebagai sarana ruang terbuka hijaudan ruang terbuka publik di Kota Yogyakarta khususnya di KecamatanGondokusuman dengan luas 14.000 m2. Perencanaan pembangunan kembaliEmbung Langensari dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah (Bali BesarWilayah Sungai Serayu Opak), Pemerintah DIY dan Pemerintah KotaYogyakarta. Desain Embung Langensari adalah diperuntukkan sebagai kolamatau parkir air sehingga porensi banjir dapat teratasi. Luas areal basahdirencanakan 11.180,98 m2 dengan potensi tampungan 28.064 m3 dan volumeefektif tampungan 8.832 m3.
D. RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025Visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025adalah menjadikan “Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,

Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan

Lingkungan”, yang ditempuh melalui sembilan misi pembangunannya, yakni: (1)Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan; (2)Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya,dan Kota Perjuangan; (3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang ungguldalam pelayanan jasa; (4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramahlingkungan; (5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika,beradab, dan berbudaya; (6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance(tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yangbersih), berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum; (7) Mewujudkan KotaYogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai; (8) Mewujudkan pembangunansarana dan prasarana yang berkualitas; dan (9) Mewujudkan Kota Yogyakarta sehat.Pembangunan jangka panjang dalam 20 tahun mendatang difokuskan padapencapaian sasaran-sasaran pokok:1. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas,ditunjukkan oleh: (1) Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkatpendidikan dasar hingga menengah; (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitassarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal; (3) Tingginya tingkatkelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (4)Tercapainya program wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan minimalmasyarakat Kota Yogyakarta adalah setara dengan sekolah menengah; (5)Rendahnya tingkat buta aksara; dan (6) Tersedianya fasilitas pendidikan yangmodern dan lengkap serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.2. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya, dan

Kota Perjuangan, ditunjukkan oleh: (1) Meningkatnya jumlah dan lama tinggal
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kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara; (2) Meningkatnyainfrastruktur dan layanan wisata yang profesional; (3) Berkembangnya obyekwisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi; (4)Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya secaraberkesinambungan yang berbasis pada budaya lokal; dan (5) Meningkatnyarasa aman dan nyaman bagi wisatawan.3. Terwujudnya Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa,ditunjukkan oleh: (1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas danberkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025direncanakan minimal sama atau melebihi target nasional; (2) Tingkatpengangguran 4 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 3 persen;(3) Kualitas SDM yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan(partisipasi, akses, dan kontrol perempuan) dalam pembangunan. Secara umumpeningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta ditandai dengan meningkatnyaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang rendah di bawah 1 persen; (4)Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskankeunggulan kompetitif. Sektor jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikandan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi,dan komunikasi diharapkan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelolasecara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas dengan produktivitasyang tinggi serta sektor jasa yang perannya meningkat dengan kualitaspelayanan lebih bermutu dan berdaya saing tinggi.4. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan, ditandaioleh: (1) Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat;(2) Rendahnya tingkat pencemaran air, tanah, dan udara; dan (3) Meningkatnyakesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA danpelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitaskehidupan.5. Terwujudnya Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradap,dan Berbudaya, ditandai oleh: (1) Terwujudnya karakter masyarakat yangtangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak danperilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, danberorientasi iptek; (2) Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermindalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, sertamemperkuat jati diri dan kepribadian; dan (3)Diterapkannya nilai-nilai luhuryang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.
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6. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Good Governance, Clean Government,Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum, ditunjukkan oleh: (1)Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber padaperaturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan,akomodatif, aspiratif, dan perspektif gender; (2) Terwujudnya konsolidasidemokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukurdengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yangprofesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakatekonomi yang mandiri dan berkeadilan gender; (3) Meningkatnyaprofesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampumendukung pembangunan kota; (4) Terwujudnya pemerintahan yang bersihdan berwibawa dan bebas dari praktek-praktek KKN; (5) Terwujudnyaakuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan; (6) Terwujudnyapelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintahyang profesional dan berkompetensi tinggi; dan (7) Terwujudnya tatapemerintahan yang mencerminkan komitmen dan integritas terhadapkesetaraan dan keadilan gender.7. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Aman, Tertib, Bersatu dan Damai, yangditandai oleh: (1) Rendahnya tingkat kriminalitas; (2) Rendahnya intensitas danfrekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangansosial ekonomi; (3) Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman,tentram, dan damai; (4) Tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidangkeamanan dan ketertiban; dan (5) Berkurangnya/menurunnya angkakekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik di dalam maupun di luarrumah tangga, baik fisik, seksual maupun psikis.8. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, yangditandai oleh: (1) Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handaldan terintegrasi antar moda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan.Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan,termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha yang tinggi.Terselenggaranya teknologi komunikasi yang efisien dan modern gunaterciptanya Kota Yogyakarta sebagai cyber city terkemuka di Indonesia; (2)Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di sektortransportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan danenergi; (3) Tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asaskeadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata kesegenap lapisan masyarakat; (4) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan
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kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya berkurangnya kesenjangankesejahteraan antar kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan;(5) Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana danprasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistempembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, danakuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh; dan (6) TersedianyaRuang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yangcukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.9. Terwujudnya Kota Yogyakarta Sehat, yang ditandai oleh: (1) Meningkatnyagaya hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat yang diukur darirendahnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya usiaharapan hidup, meningkatnya status gizi masyarakat, rendahnya tingkatprevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS; (2)Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungankesehatan (universal coverage insurance) terutama bagi kelompok masyarakatberpenghasilan rendah dan kesehatan reproduksi perempuan; (3)Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perumahan sertaketersediaan sarana dan prasarana kebersihan rumah tangga; (4) Rendahnyatingkat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza); dan(5) Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap peredaran obat-obatan,kosmetika, alat-alat kesehatan, dan makanan.Sementara sasaran pembangunan lima tahunan ketiga bidang pendidikan,Kota Yogyakarta diarahkan sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukunganstandar mutu internasional. Pada bidang pariwisata, Kota Yogyakarta diarahkansebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan dukungan manajemen yangprofesional, sedangkan pada bidang pelayanan jasa diarahkan sebagai kotapelayanan jasa dengan dukungan infrastruktur global.Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2005-2025,penataan ruang dan wilayah diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian,dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukungwilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif danefisien sesuai dengan fungsi pengembangannya. Hal tersebut bertujuan untukmenciptakan kehidupan kota yang bersih, sehat, indah, dan nyaman sertaberkelanjutan sesuai dengan tata nilai Yogyakarta Berhati Nyaman;terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasanbudidaya; terciptanya kehidupan sosial budaya kota yang menghargai tradisi,perilaku, dan tatanan yang bersumber pada nilai Mangayu Hayuning Bawono,dengan mempertahankan, meningkatkan atau menciptakan ruang-ruang kota yang
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mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakatYogyakarta; serta meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanyapendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusahabagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.
E. RTRW Kota YogyakartaVisi pengembangan tata ruang di Kota Yogyakarta didasarkan pada strukturdan tata guna lahan dalam konteks ruang perkotaan di sekitarnya adalah:1. Struktur tata ruang, yang dikembangkan berdasarkan keselarasan dengan garisimajiner Tugu – Kraton – Krapyak, sistem grid yang terbentuk dari perpaduanjalan utama dengan sistem sungai yang ada (Gajahwong, Code, dan Winongo)juga pola pengembangan perkotaan di sekitarnya. Arah pengembangan yangradial konsentrik ke pusat kota didekonsentrasikan ke wilayah pinggiranperkotaan, seperti pengembangan sentra komersial dan industri ke arah Timurdan Barat kota.2. Tata guna lahan, tercapainya komposisi ruang terbangun dan terbuka yangoptimal sedemikian hingga keberadaan ruang terbuka yang tersisa masih dapatmemberikan manfaat ekologis yang maksimal untuk lingkungan pusatperkotaan dan menjadi paru-paru Kota Yogyakarta.3. Prasarana perkotaan, yang meliputi perumahan dan peremajaan permukiman,jalan dan transportasi, drainase, air bersih, air limbah dan sanitasi, sertapengelolaan persampahan. Pengembangan dan pelayanan prasarana umummendukung fungsi-fungsi perkotaan, sesuai dengan alokasi ruang yangmengakomodasikan fungsi tersebut; juga menciptakan sistem yang salingmenguntungkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan danpemeliharaan prasarana perkotaan.4. Pengelolaan perkotaan, yang mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsiperkotaan, organisasi ruang untuk mengakomodasikan fungsi perkotaan, danpenyediaan prasarana untuk mendukung fungsi tersebut. Terciptanya iklim dankondisi yang transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaanpengembangan kota akan melibatkan peran dari partisipasi stakeholder, peranserta masyarakat dan sektor swasta.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta didasarkan pada kerangkapengembangan struktur kawasan juga fungsi dan perannya, yakni:1. Ke arah utara dan timur, berupa optimasi dan pengendalian pengendalianpemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan.
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2. Ke arah selatan, pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yangmewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatantransportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataanlingkungan permukiman untuk mengantisipasi ketidakteraturan.3. Ke arah barat, dengan mempertahankan sebagian lahan pertanian yang adasebagai ruang terbuka hijau dan penataan lingkungan permukiman, untukmemperjuat karakter perkotaan.
Perwujudan Struktur Ruang1. Perwujudan Sistem Perkotaana. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi: (1) Peningkatan fungsipusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, danGondomanan, (2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi diKecamatan Umbulharjo.b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi: Pengembangan/peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan diwilayah Kota Yogyakarta.2. Perwujudan Sistem Transportasi dengan perwujudan sistem jaringan jalan,meliputi:a. Jaringan arteri primer: Pemantapan jaringan jalan arteri primer internalkota, yakni jaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi dijalan ring road lintas selatanb. Jaringan jalan arteri sekunder1) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiriatas: (i) Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni,Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno,Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo, (ii) Jaringan lintastengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.2) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkanKota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yakni jaringan lintasYogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di JalanPatangpuluhan.c. JembatanPembangunan jembatan fly over pada persimpangan dengan jalur KA, yangberlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnyaa. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringantransmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta,
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dan (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi: (1) Rehabilitasi jaringanterestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2)Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah KotaYogyakarta, dan (3) Jaringan pelayanan feeder, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta.c. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), melalui konservasiSDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasidi seluruh wilayah Kota Yogyakarta.d. Jaringan persampahan, meliputi: (1) Penambahan lahan TPA Piyungan,yang berlokasi di Kabupaten Bantul, dan (2) Pengadaan sarana truksampah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.e. Air limbah, meliputi: (1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran airlimbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2)Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pengadaan toilet mobile, yang berlokasidi Kota Yogyakarta.f. Air Minum, melalui: (1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasidi seluruh wilayah Kota Yogyakarta, (2) Pengembangan jaringan distribusi,yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dan (3) Pembelian truktangki air minum.
Perwujudan Pola Ruang1. Perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:a. Pemantapan fungsi kawasan hutan wisata, yang berlokasi di KebunBinatang Gembiraloka.b. Pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai, yang berlokasi diSungai Code, Gajahwong, dan Winongo.c. Pemantapan fungsi kawasan ruang terbuka hijau, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta.d. Pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya, yang berlokasi diKecamatan Kotagede, Kraton, dan Pakualaman.2. Perwujudan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:a. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan industri kecildan menengah, yang berlokasi di Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo.b. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan pariwisata, yangberlokasi di Keccamatan Kraton, Kotagede, dan Pakualaman.
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c. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan danjasa, yang terdiri dari: (1) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendaliankawasan perdagangan regional, yang berlokasi di KecamatanGedongtengen, Jetis, Tegalrejo, dan Mantrijeron, (2) Pengembangan,pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan grosir, yangberlokasi di Kecamatan Gondomanan dan Kotagede, dan (3)Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perkantoran danjasa, yang berlokasi di seputar pusat-pusat kegiatan ekonomi danpemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kecamatan(kelurahan).d. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman,yang berlokasi di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, terdiri atas :1) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahanperkotaan, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.2) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian rumah susun, yangberlokasi di Kecamatan Ngampilan, Tegalrejo, Mantrijeron, danMergangsan.e. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan untuk fasilitasumum dan sosial (rumah sakit, puskesmas, pendidikan, peribadatan,olahraga, taman rekreasi, dan lain-lain) yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.f. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan budidayalainnya, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:a. Pengembangan kawasan kerajinan perak, yang berlokasi di KecamatanKotagede.b. Pengembangan kawasan batik, yang berlokasi di Kecamatan Mantrijeron.c. Pengembangan kawasan pariwisata budaya, yang berlokasi di KecamatanPakualaman, Kraton, dan Kotagede.2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan citra kota, meliputi:a. Pengembangan kawasan budaya, yang berlokasi di Kecamatan Kraton,Pakualaman, Kotagede, dan Tegalrejo.b. Pengembangan kawasan pendidikan, yang berlokasi di KecamatanGondokusuman.c. Pengembangan kawasan perjuangan dan pariwisata, yang berlokasi diKecamatan Kraton, Tegalrejo, dan Mergangsan.
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F. RPJMD Daerah SekitarSebagai daerah yang memiliki posisi di tengah wilayah DIY, Kota Yogyakartaberbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dalamrangka penyelerasan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan KotaYogyakarta perlu memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitarnyamelalui dokumen RPJMD.
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Tabel 2.252
Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Kabupaten Sleman Keterkaitan Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Keterkaitan Kota YogyakartaPerlunya integrasi kegiatan mulai daripra bencana, saat terjadi bencana, danpaska bencana secara seimbang dansinergis
Integrasi kegiatan mitigasi bencanadiperlukan mengingat bencana gunungapitidak hanya menjadi  ancaman bencana diKabupaten Sleman tetapi juga di KotaYogyakarta

Kemiskinan danPengangguran Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul akanmengakibatkan penduduk miskin tersebut masuk keKota Yogyakarta mencari pekerjaan tanpa keahlian danmemungkinkan munculnya permasalahan sosial diKota Yogyakarta.Perlunya peningkatan kualitas sarana
dan prasarana lalu lintas, terminal danangkutan jalan, serta kurangnyakesadaran masyarakat untuk melakukanuji kendaraan bermotor berkala

Mengingat Kota Yogyakarta dan sebagianwilayah Kabupaten Sleman termasuk dalamarea perkotaan Yogyakarta maka kualitassarana dan prasarana lalu lintas, terminaldan angkutan jalan jika tidak ditingkatkanakan mempengaruhi pelayanan transportasipublik di Kota Yogyakarta

Pendidikan untuk kemajuandan peningkatan moralitas Mengingat pendidikan di Kota Yogyakarta masihmenjadi tujuan utama para pelajar di wilayah sekitar,maka diperlukan kerjasama antarwilayah yangmemungkinkan pendidikan menjadi sarana untukmenciptakan kemajuan dan peningkatan moralitasanak didik.Masih tingginya tingkat pengangguran Tingginya pengangguran akanmengakibatkan pencari kerja memanfaatkanpeluang dan kesempatan kerja di KotaYogyakarta
Pelayanan kesehatan Terbatasnya dan belum optimalnya pelayanankesehatan akan mengakibatkan penduduk KabupatenBantul berupaya mendapatkan pelayanan kesehatanyang lebih baik di Kota Yogyakarta.Belum optimalnya diversifikasi produk

pangan lokal, masih banyaknyapenggunaan bahan aditif yangberpengaruh pada keamanan pangan, dankesadaran masyarakat dalammengkonsumsi produk pangan lokalcenderung menurun

Mengingat Kota Yogyakarta sangatbergantung pada daerah sekitar dalam halpangan, maka diversifikasi produk panganlokal yang belum optimal di KabupatenSleman akan berpengaruh pada keamananpangan Kota Yogyakarta.
Kebudayaan, pariwisata,pemuda dan olahraga Mengingat ODTW Kabupaten Bantul dan KotaYogyakarta berada di wilayah DIY, maka diperlukansinergi dan kerjasama antarwilayah yang dapatmemadukan dan mengembangkan potensi pariwisatakedua wilayah, demikian juga untuk kegiatan yangterkait pemuda dan olahraga.Semakin berkurangnya luas hutan

rakyat dan masih cukup luasnya lahankritis Luasnya lahan kritis akan berpengaruhterhadap menurunnya area cadangan airtanah, mengingat sebagian wilayahKabupaten Sleman merupakan daerah yangberfungsi sebagai kawasan penyangga bagi
Lahan pertanian panganberkelanjutan (LPPB) Mengingat Kota Yogyakarta sangat bergantung padadaerah sekitar dalam hal pangan, maka terjaganyalahan pertanian pangan berkelanjutan di KabupatenBantul akan berpengaruh pada keamanan pangan KotaYogyakarta.
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Kabupaten Sleman Keterkaitan Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Keterkaitan Kota Yogyakartasumberdaya air bagi daerah yang ada dibawahnya seperti Kota Yogyakarta .Pesatnya permohonan alih fungsi lahanoleh masyarakat Alih fungsi lahan yang pesat akan terkaitdengan fungsi sebagai kawasan lindungKabupaten Sleman terutama semakinterbatasnya air tanah.
Ancaman kerusakanlingkungan, permukiman taksehat, bencana alam danpenanganan pengungsi

Ancaman kerusakan lingkungan, permukima tak sehat,bencana alam dan penanganan pengungsi merupakanpermasalahan bersama yang harus dihadapi olehkedua wilayah.Terjadinya degradasi lingkungan,rendahnya kesadaran masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup, dandampak pemanasan global
Degradasi lingkungan khususnya rendahnyapengelolaan lingkungan hidup dapat ditandaidengan beragam sampah yang masuk dialiran sungai dari hulu yang berada diKabupaten Sleman kemudian masuk wilayahKota Yogyakarta akan mengakibatkanpermasalahan lingkungan.

Pengelolaan TPST Piyunganmenuju zero waste
Menuju pengelolaan TPST Piyungan yang zero wastediperlukan kerjasama antar wilayah, mengingat KotaYogyakarta memanfaatkan TPST Piyungan sebagai areatempat pembuangan sampah.

Terbatasnya sumberdaya kesehatan,belum optimal pelayanan kesehatan,masih adanya ancaman penyakit menularmaupun penyakit yang tidak menular, danmasih banyaknya penduduk yang belummenjadi peserta jaminan pemeliharaankesehatan

Terbatasnya sumberdaya kesehatan danbelum optimalnya pelayanan kesehatan akanmengakibatkan penduduk Kabupaten Slemanberupaya mendapatkan pelayanan kesehatanyang lebih baik di Kota Yogyakarta.
Belum meratanya pengetahuan
masyarakat terhadap kesehatanreproduksi, belum optimalnyapengembangan advokasi dan komunikasi,informasi dan edukasi (KIE), cukuptingginya kepesertaan pasangan usiasubur tidak berKB

Permasalahan kesehatan reproduksi dan KByang tidak tertangani di Kabupaten Slemanakan berupaya mendapatkan pelayanankesehatan yang lebih baik di Kota Yogyakartaseperti halnya permasalahan kesehatanlainnya.
Belum optimalnya sinergi danketerlibatan antara masyarakat denganpelaku usaha pariwisata, minimnyakreatifitas dan inovasi dalam

Mengingat ODTW Kabupaten Sleman danKota Yogyakarta berada di wilayah DIY, makadiperlukan sinergi dan kerjasamaantarwilayah yang dapat memadukan dan
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Kabupaten Sleman Keterkaitan Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Keterkaitan Kota Yogyakartamengembangkan kompetensi dan dayasaing ODTW serta perlunya peningkatankualitas SDM petugas dan pelaku usahapariwisata
mengembangkan potensi pariwisata keduawilayah.

Belum optimalnya aksesibilitas, sarana
dan prasarana dan peran sertamasyarakat dalam penyelenggaraanpendidikan

Aksesisbilitas, sarana dan prasaranapendidikan yang belum optimal akanmengakibatkan penduduk Kabupaten Slemanmasuk ke Kota Yogyakarta untukmendapatkan sarana dan prasarana yanglebih memadai.Banyaknya masalah sosial di kalangan
pemuda, terbatasnya sarana danprasarana pengembangan pemuda danolah raga, dan kurangnya pembinaanpemuda dan olah raga.

Permasalahan sosial di kalangan pemuda danterbatasnya sarana prasaranaapengembangan pemuda dan olah raga akanberpengaruh terhadap pemuda di KotaYogyakarta dan pemanfaatan saranaprasarana yang tersedia di Kota Yogyakarta.Banyaknya pendatang yang masuk kewilayah Kabupaten Sleman yang tidaktercatat di register kependudukan Pendatang masuk ke wilayah KabupatenSleman yang cukup banyak dimungkinkankarena secara administratif penduduktercatat di Kota Yogyakarta tetapi tinggal diwilayah Kabupaten Sleman, akan menjadipermasalahan kependudukan di keduawilayah dalam pelayanan publik.Masih cukup tingginya angka
kemiskinan dan penyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS) Tingginya angka kemiskinan di KabupatenSleman akan mengakibatkan pendudukmiskin tersebut masuk ke Kota Yogyakartauntuk mencari pekerjaan tanpa keahlian danmemungkinkan munculnya permasalahansosial di Kota Yogyakarta.
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G. RTRW Daerah SekitarSeperti halnya penyelerasan dengan rencana pembangunan daerah sekitar,maka diperlukan pula penyelarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerahsekitar, mengingat wilayah Kota Yogyakarta berada pada posisi tengah antaraKabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul memiliki keterkaitan ruang dengan ruangwilayah di sekitarnya. Penelahaan kebijakan berikut merupakan kebijakan yangterkait langsung dengan permasaahan yang harus dihadapi Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.253
Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Kabupaten Sleman Keterkaitan Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Keterkaitan Kota Yogyakarta

Tujuan pemanfaatan ruang:Mewujudkan tata ruang wilayahKabupaten Sleman yang mendukungpengembangan wilayah Propinsi DIY,khususnya kawasan pengembangan utama(KPU) Lereng Merapi, yaitu sebagai
penyangga sumberdaya air bagi daerah
bawahnya dan mendukung
pengembangan wilayah perkotaan
Yogyakarta.Kebijakan pemanfaatan budidayadiarahkan dengan pola lingkarankonsentris (concentric zone), KotaYogyakarta sebagai pusat orientasi(sejalan ketetapan  RTRWP DIY), bagianwilayah yang menempel Kota Yogyakartadifasilitasi perkembangannya sebagai
urban area Aglomerasi PerkotaanYogyakarta (APY) yang berkepadatantinggi dengan fungsi utama adalahkegiatan sektor tersier dan sekunder.

Kota Yogyakarta sangat tergantungpada kelestarian kawasan LerengMerapi sebagai penyanggasumberdaya air, untuk itu sangatdiperlukan kerjasama antar wilayah.Ketersediaan sumberdaya air KotaYogyakarta sangat tergantung padakelestarian kawasan Lereng Merapi.Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta(APY) yang difungsikan untukkegiatan sektor tersier dan sekundermerupakan upaya untuk mewadahiperkembangan kegiatan ekonomi diperkotaan Yogyakarta.

Tujuan pemanfaatan ruang:Mewujudkan Kabupaten Bantul yang majudan mandiri dengan bertumpu pada sektorpertanian sebagai basis ekonomi sertadidukung oleh sektor industri pengolahan,pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasaserta perikanan dan kelautan denganmemperhatikan pelestarian lingkungan danpengurangan risiko bencana.

Kerjasama antar wilayah diperlukanuntuk pengembangan industripengolahan, pariwisata-budaya,perdagangan, jasa, perikanan dankelautan dengan memperhatikanpelestarian lingkungan.Kerjasama dalam pengurangan risikobencana sangat diperlukan mengingatKota Yogyakarta dan Kabupaten Bantulmemiliki risiko bencana yang samakhususnya gempabumi dan banjir.

Rencana Struktur Ruang:Kecamatan-kecamatan yang berbatasanlangsung dengan Kota Yogyakartasebagian besar difungsikan sebagaikawasan perkotaan dan sub perkotaan.
Kecamatan di Kota Yogyakarta yangberbatasan langsung dengankecamatan di Kabupaten Slemanperlu bekerjasama dalampengembangan kawasan perkotaan di

Rencana Struktur Ruang:Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantulyang berbatasan langsung dengan KotaYogyakarta sebagian besar difungsikansebagai kawasan perkotaan dan sub
Kecamatan di Kota Yogyakarta yangberbatasan langsung dengankecamatan di Kabupaten Bantul perlubekerjasama dalam pengembangankawasan perkotaan di perbatasan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 357

Kabupaten Sleman Keterkaitan Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Keterkaitan Kota YogyakartaDepok dan Gamping hierarkhi I dandifungsikan sebagai pusat pemerintahan. perbatasan sesuai dengan fungsi. perkotaan.IKB Bantul, IKK Banguntapan,IKK Kasihan dan IKK Sewon ditetapkanhierarkhi I.Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN):sebagian Kecamatan Kasihan, sebagianKecamatan Sewon, dan sebagian KecamatanBanguntapan. Ketiganya masuk sebagaibagian Kawasan Perkotaan Yogyakarta(KPY).

sesuai dengan fungsi.

Rencana Sistem Prasarana Wilayah:a. Sistem TransportasiRencana pengembangan sistem jalanarteri primer:
- Yogyakarta-Semarang
- Yogyakarta-Surabaya
- Yogyakarta-Bandung/Jakarta
- Ringroad aglomerasi perkotaanYogyakartaRencana pengembangan sistem jalankolektor primer:
- Yogyakarta-Wonosari
- Yogyakarta-Wates
- Yogyakarta-KaliurangRencana pengembangan  terminal:
- Terminal terpadu untuk mewadahipergantian sistem angkutan jalanraya, kereta api dan udara di Maguwo.
- Terminal penumpang tipe A untukmewadahi pergantian sistem

Kerjasama antar wilayah sangatdiperlukan untuk mewujudkanrencana sistem prasarana wilayahberupa (a) sistem transportasi denganpengembangan sistem jalan arteriprimer, sistem jalan kolektor primer,pengembangan terminal; serta (b)prasarana pengairan.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi:
a. Jaringan jalan arteri primer:

- Ringroad
- Batas kota-Pelem Gurih (Gamping)
- Yogyakarta-Kulon Progo

b. Jaringan jalan koletor primer:
- Yogyakarta-Piyungan
- Jalan Kolonel Sugiyono-Jalan BrigjenKatamso-Jalan Panembahan-JalanSenopati
- Jalan Kota Yogyakarta-Bakulan
- Jalan Yogyakarta-Bibal Jalan Imogiri-Dodogan

c. Sistem jaringan kereta api: Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis

Kerjasama antar wilayah sangatdiperlukan untuk mewujudkan sistemjaringan transportasi yang tepadudengan wilayah sekitar termasukKabupaten Bantul.
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Kabupaten Sleman Keterkaitan Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Keterkaitan Kota Yogyakartaangkutan antar kota antar provinsi diJombor Kecamatan Mlati.
- Terminal barang dikembangkan disekitar Stasiun KA PatukanKecamatan Gamping.b. Prasasana PengairanKhususnya sistem irigasi yang terkaitlangsung dengan Kota Yogyakartadikembangkan sebagai sub sistemirigasi zona tengah Provinsi DIY.

Rencana Kawasan Strategis dan
Kawasan PrioritasKawasan Strategis Tumbuh Cepat yangberbatasan langsung dengan KotaYogyakarta adalah Kecamatan Mlati,Depok, Berbah dan Gamping (wilayahaglomerasi perkotaan Yogyakarta).

Kota Yogyakarta perlu menjalinkerjasama dalam mewujudkanAglomerasi Perkotaan Yogyakarta(APY) dengan Kabupaten Sleman.
Kawasan Strategis Ekonomi Kabupatenyaitu Kawasan Strategis PerkotaanYogyakarta (KPY). Kota Yogyakarta perlu menjalinkerjasama dalam mewujudkanAglomerasi Perkotaan Yogyakarta(APY) dengan Kabupaten Bantul.
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2.3.3. Penetapan Isu StrategisIsu strategis merupakan kondisi bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,mendesak, bersifat kelembagan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkanpermasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kriteria untuk menentukan isustrategis jangka panjang daerah sekurang-kurangnya: (1) Memiliki pengaruhbesar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (2)Mendapatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, (3) Luasnya dampak yangditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, (4) Memiliki daya ungkit yangsignifikan terhadap pembangunan daerah, (5) Kemungkinan atau kemudahannyauntuk dikelola, (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.  Berikut ini adalah isustrategis pembangunan jangka menengah daerah :
2.3.3.1. Bidang Sosial

A. Kependudukan dan Catatan SipilHasil identifikasi terhadap permasalahan dan FGD di bidang kependudukanmenunjukkan bahwa dari sisi potensi adalah dimilikinya struktur penduduk usiaproduktif dan lansia yang cukup besar di masa mendatang. Sementara itu, dari sisipermasalahan dapat diidentifikasi dengan: 1) belum semua warga Kota Yogyakartamemiliki dokumen kependudukan, utamanya adalah akte kelahiran yangmenunjukkan angka kepemilikan di kisaran 90-an %; 2) komponen kependudukanmenunjukkan bahwa angka migrasi, utamanya migrasi keluar lebih dominan dalamlima tahun terakhir. Dari sisi peluang kependudukan dan catatan sipil adalah: 1)keberadaan potensi bonus demografi yang secara nasional diperkirakan akan terjadimulai tahun 2030-an, oleh karena itu diperlukan kesiapan dari sumberdaya-sumberdaya manusia produktif di Kota Yogyakarta dalam mengantisipasi dinamikakependudukan beserta dengan peluang-peluang yang berkaitan dengan isukependudukan, seperti ketenagakerjaan; 2) keberadaan Undang-Undang Nomor 23tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjelaskan bahwa manfaat darikepemilikan dokumen kependudukan adalah: i) kekuatan hukum (legalitas) yangmengikat pemilikanya; ii) dapat dimanfaatkan untuk mempermudah peroleh aksespelayanan sosial ekonomi; iii) bagi pemerintah sendiri, dengan tertibnyaadministrasi kependudukan akan memudahkan pemerintah dalam hal memberikanpelayanan publik melalui kegiatan pencatatan administrasi kependudukan di dalamdatabasenya.Namun, kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumenkependudukan dirasakan masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah KotaYogyakarta mengupayakan berbagai usaha untuk mendorong dan memfasilitasi
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kepemilikan dokumen kependudukan melalui upaya-upaya “jemput bola.” Dari sisiancaman yang dapat muncul dari permasalahan kependudukan perkotaan adalah:1) kemungkinan munculnya kriminalitas yang diakibatkan oleh lemahnyapencatatan administrasi kependudukan; 2) semakin bertambahnya penghunikawasan kumuh yang berasal dari luar Kota Yogyakarta yang tidak tercatatadministrasi kependudukan; 3) tidak diperolehnya fasilitas pelayanan sosial dasarbagi penduduk yang belum memiliki (tidak tercatat) berbagai dokumenkependudukan yang menjadi persyaratan dalam perolehan akses pelayanan sosialdasar tersebut: pendidikan, kesehatan, bantuan kemiskinan.Mendasarkan kepada berbagai hal tersebut maka dapat dirumuskan bahwaisu kependudukan dan catatan sipil adalah “pengendalian kependudukan di Kota

Yogyakarta.” Isu strategis di atas dimunculkan dengan pertimbangan semakinbertambahnya angka kelahiran, dan migrasi masuk dan keluar. Tidakdiperkenankannya suatu wilayah administrasi untuk melarang warga negaraIndonesia untuk berpindah domisili menjadi tantangan yang tidak terelakkandikarenakan hal tersebut adalah hak warga negara. Namun, pengendaliankependudukan yang dimungkinkan terjadi adalah pengendalian kependudukanyang berasal dari penduduk yang sudah berdomisili terlebih dahulu di KotaYogyakarta. Upaya-upaya untuk mensosialisasikan pembangunan keluarga melaluipembatasan usia pernikahan, kehamilan, dan jumlah anak nampaknya diperlukandalam rangka pengendalian kependudukan.
B. KesehatanUpaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh Dinas Kesehatandidukung stakeholder lain di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, danpartisipasi aktif masyarakat Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya beberapa penghargaan terkait bidangkesehatan, yaitu Manggala Karya Kencana (2003), Manggala Karya Bakti Husada(2004), Swasti Saba Wiwerda (2005), Ksatria Bakti Husada (2006), Swasti SabaWistara (2007), Manggala Karya Bakti Husada Arutala (2008), Swasti Saba Wistara(2009), Manggala Karya Bakti Husada ADITYA (2010), Swasti Saba Wistara (2011),Ksatria Bakti Husada Kartika (2011), Swasti Saba Wistara (2013), Ksatria BaktiHusada Arutala (2013), Sertifikat Eliminasi Malaria (2014), Kepatuhan StandarPelayanan Publik untuk Dinas Kesehatan (2014), Penghargaan AKOPSI (2014)untuk kategori Regulasi Dalam Pemeringkatan Pencapaian PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman, Ksatria Bakti Husada Kartika (2014). Indikatorkeberhasilan program lain dalam bidang kesehatan adalah meningkatnya angkaharapan hidup di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun, bahkan angka harapan hidupmasyarakat kota Yogyakarta tertinggi di Indonesia. Walaupun demikian, masih
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perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan di KotaYogyakarta.Berdasarkan hasil diskusi dalam pertemuan FGD dengan stakeholder yangterkait dengan dengan bidang kesehatan dan data yang ada, isu strategis yang cukuppenting adalah:
1. Belum optimalnya sistem pelayanan kesehatan serta pemberdayaan

masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatAngka Kematian Bayi (AKB) dalam 5 tahun terakhir mengalamipeningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah target nasional.Jumlah kematian pada balita secara umum mengalami penurunan dalam 5tahun ini. Begitu pula masih ditemui kematian ibu karena kehamilan,melahirkan dan nifas, walaupun pada tahun 2014 telah menurun drastisdibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan untukmenurunkan kasus kematian bayi dan ibu hingga mencapai 0%. Olehkarena itu, perlu terobosan baru untuk mencapai angka 0%, termasukpembaruan input data untuk memilah penduduk dengan KTP KotaYogyakarta dan yang bukan KTP Kota Yogyakarta. Hal ini mengingat  salahsatu faktor yang menjadi penyebab peningkatan angka kematian bayi danmasih terdapatnya kematian ibu melahirkan adalah individu yangmeninggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Yogyakarta namun tidakberdomisili di Kota Yogyakarta, sehingga tidak dapat dipantau selamaproses kehamilan hingga persalinan.Kasus gizi buruk secara umum mengalami penurunan, bahkanpenanganan kasus gizi buruk telah mencapai 100%. Target DinasKesehatan untuk mengeliminasi kasus gizi buruk harus didukung semuapihak, sehingga nantinya tidak ditemukan kasus gizi buruk di wilayah KotaYogyakarta. Hal ini dapat dicapai dengan program pemerintah sertapartisipasi aktif masyarakat, seperti aktif mengikuti program posyanduyang salah satunya penimbangan balita secara teratur sehingga bisadicegah sejak dini, dan memberikan edukasi yang sesuai.
2. Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menularPengendalian penyakit menular terutama kasus DBD, leptospirosisdan tuberkulosis perlu ditingkatkan. Pengembangan strategi pencegahandan pemberantasan kasus penyakit menular ini perlu kerjasama semuakomponen pelayanan bidang kesehatan maupun stakeholder lainnya,mengingat faktor geografis, iklim, kepadatan penduduk, sanitasilingkungan, permukiman dan lain-lain akan mempengaruhi keberhasilanprogram. Berbagai strategi perlu dikembangkan, seperti memberdayakan
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peran kader kesehatan, eliminasi kasus dengan mengurangi faktor risikoterjadinya penularan penyakit, strategi pendampingan kasus khusus padakelompok berisiko tinggi melalui pendekatan personal, dan promosiinformasi yang efektif dengan memberikan informasi secara optimal sesuaisasaran, selain perlu juga inovasi deteksi dini penegakan diagnosis dengantes cepat, akurat, murah dan mudah didapat, ketersediaan pengobatanyang tepat dan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk sistempencatatan dan pelaporan yang tepat. Terutama untuk kasus tuberkulosisperlu diwaspadai meningkatnya kasus TB Multi Drug Resistant (TB MDR).Oleh karena itu, manajemen terpadu dan komitmen pemerintah untukmeningkatkan sumber daya manusia dan keuangan dalam pengendalianpenyakit menular harus dilakukan secara berkesinambungan.Peningkatan kasus HIV-AIDS dalam 5 tahun terakhir, dan belumterpenuhinya target RPJMD bagi penduduk usia 15-24 tahun yang memilikipengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS merupakan pekerjaanrumah dan tantangan yang harus dihadapi. Meskipun begitu, peningkatankasus HIV-AIDS ini juga menunjukkan keberhasilan program penemuanpenderita HIV-AIDS, sekaligus keprihatinan karena dapat berdampakburuk pada masa depan individu penderita, keluarga dan masyarakatsekitarnya. Diharapkan dengan penemuan sedini mungkin kasus HIV-AIDSsegera dapat ditangani. Perlu inovasi terobosan baru untuk keberhasilanupaya promotif dan preventif yang tepat sasaran dan kondisi yang ada.Usia harapan hidup masyarakat Yogyakarta tertinggi di Indonesia.Pada satu sisi hal ini menunjukkan keberhasilan program bidangkesehatan, di sisi lain peningkatan jumlah lansia menyebabkan terjadipergeseran pola penyakit beberapa tahun terakhir ini, yaitu dari penyakitinfeksi menular menjadi penyakit tidak menular (degeneratif). Sepuluhbesar penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta didominasi penyakitdegeneratif. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan dampak meningkatnyajumlah lansia supaya dapat diantisipasi kemungkinan timbulnyapermasalahan baru, sehingga diharapkan dengan keberhasilan suatuprogram akan diikuti dengan keberhasilan program-program yang lainnya.
3. Tingginya jumlah usia remaja (15-24 tahun)Upaya peningkatan derajat kesehatan bisa dilakukan melaluipenekanan pada upaya promotif dan preventif dengan tidakmengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif. Salah satunya adalahmemanfaatkan tingginya jumlah usia remaja (15-24 tahun) yang tampakpada piramida penduduk tahun 2013. Kelompok usia ini rentan terkena
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gangguan penyakit terutama terkait life style, sebaliknya kelompok usia inimerupakan potensi dan salah satu ujung tombak keberhasilan upayapromotif dan preventif, salah satunya tentang kesehatan reproduksi(kespro) yang memang sudah seharusnya dipahami dan dimengerti denganbaik oleh anak usia remaja. Perlu pengkajian ulang materi kespro yangselama ini masih terdapat perbedaan antar Dinas Pendidikan dan KantorKB, sehingga bisa tercipta materi yang sesuai tingkat usia dan jenjangpendidikan, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya timur. Oleh karena itu,perlu kerjasama lintas sektoral agar permasalahan ini bisa ditanganibersama. Di samping itu, perlu pendekatan dan perhatian khusus darilintas sektoral untuk dapat membentuk generasi muda yang sehat jasmanidan rohani.
C. Keluarga Berencana

Pengetahuan kesehatan reproduksi yang belum memadaiTingginya jumlah remaja usia 15-24 tahun menjadikan dua halbertentangan. Pertama, tingginya jumlah remaja akan menjadipermasalahan jika tidak dikendalikan kualitasnya dengan baik. Sepertiyang dipaparkan pada sub bab permasalahan kesehatan, bahwa tingginyajumlah remaja diikuti dengan cepatnya kemajuan teknologi dan informasiseringkali disikapi kurang bijak oleh para remaja, sehingga akanmenyebabkan perilaku menyimpang pada remaja (misalnya narkoba, seksbebas, kehamilan di luar nikah). Di sisi lain, perlu dipertimbangkan bahwapada usia tersebut remaja seringkali belum memiliki pengetahuan danpemahaman yang memadai tentang kesehatan reproduksi, pengetahuantentang berumah tangga, dan mendidik anak. Kekhawatiran yang munculadalah meningkatnya pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa kesiapanilmu dan kesiapan mental pelakunya sehingga berdampak pada buruknyakualitas keluarga yang dibentuk dan kualitas anak-anak yang dilahirkan.Kemungkinan buruk munculnya permasalahan kehamilan yang tidakdiinginkan pun bertambah karena ketidaksiapan dalam berumah tanggaataupun kesalahan pergaulan hingga mengakibatkan kehamilan di luarpernikahan. Namun, jika tingginya jumlah remaja ini dapat disikapi,dikontrol, dan dibina dengan baik justru akan menjadi potensi unggulsumber daya manusia di masa depan karena tonggak pemerintahan dankepemimpinan nantinya akan dipegang oleh remaja-remaja ini. Di sini,peran keluarga akan sangat penting dan utama dalam membentukkarakter-karakter remaja ini, mengingat keluarga adalah madrasahpertama dan benteng pertahanan pertama dari pengaruh buruk lingkungan
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sekitar. Sehingga perlu diperhatikan pembinaan terhadap keluarga sebagaipendidik utama, serta pembinaan pada remaja itu sendiri sebagai calonorang tua.
D. PendidikanPembangunan pendidikan di Yogyakarta merupakan satu dari sekian yangterbaik di Indonesia. Hal ini terlihat dari citra Kota Yogyakarta yang lebih dikenalsebagai Kota Pendidikan. Berbagai fasilitas pendidikan dari sisi jumlah yangbervariatif dan mutu pendidikan yang bagus menjadi jaminan bahwa kegiatanbelajar mengajar merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Hal inidiindikasikan dengan tingginya minat dari para penduduk yang berasal dari dalamKota Yogyakarta, dan luar Kota Yogyakarta untuk menyekolahkan putra atauputrinya di Kota Yogyakarta. Dari sisi potensi, terlihat bahwa dari sisi akses danmutu merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pembangunan kependidikan KotaYogyakarta. Dengan mengusung misi bahwa tidak ada siswa yang tidak sekolahmaka upaya-upaya pembangunan dari sisi formal, informal, ataupun pendidikankemasyarakatan selalu digalakan dalam rangka pencapaian program wajib belajarmasyarakat. Sementara itu, aspek mutu yang terlihat dari sisi kualitas pengajar,sistem pembelajaran, dan prestasi merupakan nilai tambah pembangunanpendidikan Kota Yogyakarta.Namun, kendala atau permasalahan masih dijumpai di bidang pendidikan,yaitu belum semua warga bebas buta aksara, tingginya minat penduduk untukbersekolah di Kota Yogyakarta, penurunan angka partisipasi sekolah tingkat dasar,berkurangnya jumlah sekolah, perkiraan kekurangan jumlah pengajar. Sementaraitu, dari sisi eksternal, kajian terhadap pembangunan kependidikan dapat terlihatdari aspek peluang dan ancaman. Dari sisi peluang, terlihat bahwa kesepakatan MEAakan membawa konsekuensi kepada peningkatan daya saing lulusan dari berbagaimacam tingkatan pendidikan, berikutnya adalah kesiapan dari lulusan pendidikanformal dan informal yang bersertifikat sesuai dengan standar KKNI, terakhir adalahdengan akan dimulainya muatan revolusi mental sebagai misi pemerintah untukperbaikan semangat kebangsaan akan mulai dirintis dari tingkatan PAUD ataupunpendidikan anak-anak. Namun, dari sisi ancaman yang dimungkinkan adalahperalihan kewenangan pendidikan menengah atas yang nantinya akan dikelola olehprovinsi membawa beberapa konsekuensi seperti daya serap dari siswa lulusanSMP Kota Yogyakarta untuk mendapatkan akses SMA di Kota Yogyakarta yangterkenal mutunya. Diharapkan nantinya siswa lulusan SMP tersebut dapatmelanjutkan studinya di dalam Kota Yogyakarta dengan antisipasi bahwapeningkatan daya saing untuk berkompetisi dengan lulusan dari luar KotaYogyakarta dalam rangka mendapatkan kursi di tingkat SMA. Dari analisis kondisi
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yang berupa kajian terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan makadapat dirumuskan bahwa isu strategis di bidang pendidikan adalah “kesiapan

pendidikan Kota Yogyakarta yang berbasiskan kekuatan revolusi mental dalam

pemenuhan akses pendidikan bagi semua warganya sehingga menghasilkan

lulusan yang berkualitas, berbudaya, berbudi pekerti luhur, kompeten, dan

berdaya saing.”

E. SosialKeberadaan masalah sosial di Kota Yogyakarta merupakan kenyataanbersama yang terus meningkat dan berkembang sebagai akibat dari perkembangansebuah kota. Kota Yogyakarta sebagai kota urban tidak terlepas dari permasalahansemakin banyaknya gelandangan, pengemis, anak jalanan, warga terlantar,penderita psykotik dan permasalahan sosial lainnya. Penanganan bagi wargamasyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah sosial terus dilakukan olehberbagai unsur terkait baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok dalammasyarakat agar tidak menjadi beban kota. Penyelenggaraan kesejahteran sosialmenurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terdiri dari empat hal pokok yaitu:(a) rehabilitasi sosial, (b) jaminan sosial, (c) pemberdayaan sosial, dan (d)perlindungan sosial. UPT Panti Karya Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknisDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terus mengembangkandiri sebagai institusi pelayanan masyarakat yang dinamis, responsif dan tanggap.Setiap kegiatan diarahkan pada upaya-upaya yang memanusiakan manusia.Masyarakat yang terkena operasi penertiban atau terlantar tidak sekedarditampung akan tetapi dibina agar dapat kembali hidup normal.Isu strategis terkait dengan urusan sosial adalah masih rendahnya

penanganan terhadap masyarakat kelompok rentan (terkait dengan penyediaaninfrastruktur, aksesibilitas, dan tenaga pendamping yang kompeten). Sesuai denganPeraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataandan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi danSumber Kesejahteraan Sosial, saat ini tercatat ada 25 jenis PMKS. Sebagai tindaklanjut pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The

Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak PenyandangDisabilitas) dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungandan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Kota Yogyakarta dibentukKomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yangmerupakan bagian Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi. Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan WalikotaYogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 yang bertugas melaksanakan fasilitasi dankoordinasi antara pemerintah kota dengan pemangku kepentingan dalam rangka
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pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.Selain itu, juga melaksanakan mediasi, advice dan advokasi antara penyandangdisabilitas dengan pemerintah kota maupun dengan pemangku kepentingan.Sementara itu, penyediaan infrastruktur khususnya untuk kaum disabilitas, perluada koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan DinasKimpraswil.Sementara itu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mempunyai posisi strategissebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan usaha kesejahteran sosial di tingkatdesa/kelurahan. Guna menunjang hal tersebut, maka kegiatan PSM perlu diarahkanagar pengetahuan, keterampilan dan hasil kerja mencapai sasaran yang diharapkan.
F. KebudayaanFilosofi yang mendasari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
Hamemayu Hayuning Bawana sebagai cita luhur untuk mewujudkan tata nilaikehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Kebudayaan menurutPeraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangandalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil cipta,rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda,seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Kebudayaan menjadisalah satu dari lima urusan yang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuaidengan yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta. Isu strategis terkait dengan urusan kebudayaanadalah “belum optimalnya pengembangan budaya lokal, termasuk pengelolaan

budaya dan pengembangan  keragaman  seni  dan  budaya  serta

pemberdayaan  lembaga  budaya.”Peran Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui program kampanyepenyadaran akan potensi budaya Yogyakarta adalah suatu upaya untukmenyadarkan masyarakat Kota Yogyakarta akan pentingnya melindungikultur/budaya Kota Yogyakarta. Selain itu kegiatan inventarisasi potensi senibudaya, revitalisasi potensi seni budaya serta program membangun landasansistemik kebudayaan di Kota Yogyakarta menjadi program Dewan Kebudayaan KotaYogyakarta dalam menjaga aset budaya. Penetapan sebuah bangunan menjadibangunan warisan budaya maupun cagar budaya di Kota Yogyakarta, masihterkendala belum adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Cagar Budaya. Penetapan bangunan cagar budaya dan warisan budayamengacu pada Peraturan Daerah Cagar Budaya Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, dan kemudian akan diturunkan dalam bentuk peraturan daerah ditingkat Kota Yogyakarta. Selain bangunan cagar budaya dan warisan budaya, di KotaYogyakarta juga terdapat kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan melalui
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keputusan Gubernur DIY, diantaranya Malioboro, Kraton Kasultanan, KratonPakualaman, Kotagede dan Kotabaru.
G. Pemberdayaan Perempuan dan AnakIsu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan,khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Perlindungan bagi perempuan dananak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masihbelum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anaksebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatifrendah. Isu strategis terkait dengan pengarusutamaan gender (PUG) danperlindungan anak di Kota Yogyakarta adalahbelum optimalnya pemberdayaan

perempuan dan kesetaraan gender, sertakurangnya perlindungan terhadap

perempuan dan anak. Isu strategis dalam perlindungan anak dan perempuanadalah perlunya membangun kesadaran mulai dari tingkat bawah terutama daridalam keluarga, lingkungan tingkat RT atau RW tentang pentingnya pemahamanpengarusutamaan gender, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadapanak dan perempuan.Salah satu target MDG’s termasuk diantaranya meningkatkan kualitassumber daya manusia melalui upaya perlindungan terhadap anak. Pergeseranparadigma perlindungan anak membawa perubahan mendasar pada pelayanan yangdiberikan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Perlindungandipandang sebagai hak setiap anak tanpa kecuali, sehingga peran keluarga sebagaigarda depan sangat penting, dengan memperkuat fungsi pengasuhan dalamkeluarga.Tiga isu strategis pada pembangunan PUG yang tertuang dalam RPJMN2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalampembangunan, (2) Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan (3) Peningkatankapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dariberbagai tindak kekerasan. Sementara itu tiga isu strategis di Bidang PerlindunganAnak yang mendapatkan perhatian pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yangOptimal, (2) Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi,Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya, dan (3) Peningkatkan EfektivitasKelembagaan Perlindungan Anak.UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasandan diskriminasi. Hal ini diperkuat melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
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menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak dapat dilihat antara lain daripemenuhan hak identitas anak melalui akta kelahiran, status kesehatan, partisipasipendidikan, pengasuhan yang baik, serta perwujudan lingkungan ramah anak untukmembangun resiliensi dan stimulasi optimal bagi anak, termasuk denganmemberikan hak anak untuk berpendapat. Kepemilikan akta kelahiran menjaminakses anak terhadap beragam pelayanan dasar, pelayanan sosial, pelayanan hukum,serta mengurangi resiko anak mengalami penelantaran, eksploitasi, danperdagangan orang. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online sepertipornografi, pelecehan seksual, dan penipuan berakibat pada meningkatnya kejadiankekerasan dan eskploitasi seksual serta trafficking. Sementara itu pernikahan usiaanak di bawah umur masih banyak ditemui.Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014, kewajiban dan tanggungjawab ataspenyelenggaraan perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah,pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Peningkatanefektivitas kelembagaan meliputi aspek norma, struktur, dan proses dalampelayanan perlindungan anak. Saat ini, masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturanpelaksanaan dari undang-undang yang ada. Selain itu kapasitas lembagaperlindungan anak dalam pelaksanaan berbagai perundangan-undangan dankebijakan yang ada juga masih kurang, yang tercermin dari keterbatasan jumlah dankualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yangtersedia. Belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD danpusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak juga menjadi permasalahanyang perlu mendapat perhatian. Kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data daninformasi dan belum optimalnya pengawasan, pemantauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak baik yang diselenggarakanoleh pemerintah maupun non-pemerintah, harus pula diselesaikan agar pelayananperlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik.
H. Kepemudaan dan Olah RagaKota Yogyakarta dikenal luas sebagai Kota Pelajar dan telah menjadi salahsatu tujuan utama bagi pelajar untuk menuntut ilmu, baik jenjang pendidikan dasar,pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, Keberadaan pemuda saat iniselalu dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti kenakalan remaja, kecanduanterhadap narkotika, serta hilangnya kebudayaan karena globalisasi. Hal ini banyak
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diakibatkan oleh kurangnya pendidikan soft skill di luar pendidikan formal, sehinggapemuda tumbuh dengan kualitas sifat yang kurang baik. Isu strategis terkait dengankepemudaan dan olahraga adalah masih rendahnya kualitas kepemudaan serta

masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga.Organisasi kepemudaan merupakan lembaga yang menghimpun segenappotensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategoripemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Melalui organisasipemuda ini terbentuk watak, mental, tradisi, dan kemampuan pemuda.UU Nomor 40Tahun 2009 telah menetapkan pelayanan kepemudaan sebagai strategi dalammembangun para pemuda di Indonesia yang harus dilaksanakan oleh negara yangdalam hal ini adalah pemerintah agar terbentuk para pemuda yang mempunyaikarakter dan kapasitas serta mempunyai daya saing. Pelayanan kepemudaan yangmerupakan strategi dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia, dilaksanakandalam tiga tahap, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.Tanggung jawab pembangunan kepemudaan tidak hanya menjadi beban pemerintahpusat dan daerah, namun perlu dukungan dan peran aktif semua pihak baikmasyarakat maupun swasta bahkan pemuda itu sendiri.Terkait dengan kondisi di bidang olahraga, Kota Yogyakarta harus terusberupaya untuk meningkatkan kompetensi di bidang tersebut. Dalam hal ini tidakhanya mencari kemenangan semata, namun juga berupaya untuk menumbuhkansemangat gemar berolahraga bagi masyarakat. Sementara itu, minat masyarakatterhadap olahraga masih belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dankuantitas fasilitas olahraga. Saat ini masih banyak sarana olahraga yang kurangterawat dan fungsinya juga belum optimal dalam penyelenggaraan kegiatanolahraga.
2.3.3.2. Bidang Ekonomi

A. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpanganKemiskinan perkotaan masih menjadi isu yang dihadapi oleh PemerintahanKota Yogyakarta. Walaupun secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawahgaris kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secaramenyeluruh. Yang perlu juga diperhatikan adalah golongan masyarakat yang rawanmiskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadimiskin akibat adanya perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi.Kemiskinan harus dilihat dalam berbagai dimensi, bukan semata dimensiekonomi saja sehingga penyelesaiannya harus mencakup berbagai bidang.Kecenderungan kemiskinan di Kota Yogyakarta terjadi karena kurangnyakesempatan, keterbatasan kepemilikan aset/barang, serta akses terhadap pelayanan
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sosial. Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin tidak lepas dari aktivitasekonomi yang dilakukan oleh kepala keluarga dan anggotanya, dan akan menjadilebih parah ketika kepala keluarga atau anggotanya tidak bekerja. Sementara itu,kepemilikan aset juga terbatas, yang berarti orang miskin akan menempatikawasan-kawasan kurang layak huni dengan fasilitas yang terbatas sehingga dapatmenimbullkan masalah kesehatan. Masalah kemiskinan yang tidak kunjung teratasidapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.Gangguan dan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat kerap dipicu olehtekanan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakatmiskin dapat menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan.`
B. Relatif tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerjaUntuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harusdiarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguranserta perluasan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja melaluipendidikan dan keterampilan menjadi penting untuk menghadapi persaingan dipasar kerja. Di Kota Yogyakarta, sebagian besar penganggur merupakan penganggurdengan pendidikan SLTA ke atas. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yangnyaman merupakan magnet bagi pencari kerja dari luar untuk mencari pekerjaan.Selain itu, fenomena banyaknya pencari kerja terdidik ini juga karena adakecenderungan menunggu pekerjaan yang baik sehingga rela menganggur lebihlama. Oleh karena itu, perluasan lapangan kerja melalui investasi yang masuk perludioptimalkan disertai dengan perbaikan informasi antara penyedia kerja danpencari kerja.Keterampilan tambahan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri jugaperlu didorong untuk memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan usaha barudalam bentuk UMKM juga perlu difasilitasi karena diharapkan mampu mengurangipengangguran dan menyerap tenaga kerja. UMKM memiliki sifat yang mudahberkembang karena tidak membutuhkan modal besar, menggunakan teknologi yangsederhana, menggunakan input lokal, dan mengandalkan kreativitas pelaku. Haltersebut menjadikan UMKM lebih tahan terhadap krisis dan bahkan mampumenghasilkan produk berorientasi ekspor. Namun, dalam menghadapi persainganyang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar, merupakan ancaman bagiUMKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar.
C. Belum optimalnya pengelolaan pariwisataKegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar danberpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya KratonNgayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal
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tersebut secara tersirat menempatkan Kraton Yogyakarta sebagai pusat budayaKota Yogyakarta. Nilai-nilai kraton diadopsi dan dikembangkan di masyarakat.Budaya inilah yang menjadi daya tarik utama pariwisata Kota Yogyakarta.Citra positif pariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun. Namun di sisi lain,masih ada pelaku wisata yang berperilaku kurang baik terhadap wisatawan.Kesadaran akan sikap dan perilaku positif terhadap wisatawan inilah yang perludibangun. Sikap sadar wisata perlu dimiliki oleh setiap warga Kota Yogyakarta.Partisipasi masyarakat diperlukan karena manusia tidak mungkin lepas darikeadaan sekelilingnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakatterlibat dan tidak merasa terpinggirkan oleh majunya kegiatan pariwisata KotaYogyakarta. Fungsi sosial masyarakat dalam memberikan keamanan, ketertiban,kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan harus berfungsidengan baik untuk mencapai tujuan pariwisata berdaya saing tinggi.Inovasi-inovasi dalam pariwisata penting untuk dilakukan supayawisatawan berkunjung kembali. Pembuatan destinasi wisata baru ataupengembangan destinasi yang sudah ada dengan penyajian baru dapat menjadialternatif. Jika hanya mengandalkan obyek wisata kraton dan Malioboro saja makawisatawan hanya membutuhkan waktu sehari untuk berkunjung. Oleh karena itu,perlu dilakukan terobosan dengan paket wisata atau dengan memperdalampengenalan obyek wisata supaya wisatawan menghabiskan lebih dari sehari untukmengunjungi obyek wisata. Selain itu, perlu diperhatikan juga tren wisata yangpopuler di kalangan wisatawan. Hal ini penting untuk menarik wisatawan baru atauwisatawan mancanegara.
2.3.3.3. Bidang Fisik

A. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimalKurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinandisebabkan karena belum tersedianya kelembagaan formal yang khususmenangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenanganantar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidaktersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yangdiharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khususbertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat inidengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsilahan.  Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkanpermasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akanmenjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk
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berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan kelestarianlingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, sarana prasaranperkotaan memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standarkualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itupengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimal diindikasikan darirendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadansungai, kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik enjadi ruangprivat dan rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasansempadan sungai.
B. Permukiman, Sarana dan Prasarana Perkotaan

1. Keterbatasan persediaan air bersih akibat pembangunan gedung
tinggi (hotel)Keterbatasan persediaan air bersih merupakan salah satu akibatpembangunan gedung-gedung tinggi yang membutuhkan air bersih di KotaYogyakarta belum semuanya menggunakan PDAM dan cenderungmenggunakan Air Bersih Terlindungi (ABT). Selama beberapa tahunbelakangan ini, jumlah bangunan tinggi yang berdiri di Kota Yogyakartasemakin banyak hingga mencapai puluhan. Tingginya minat investor dalampembangunan gedung bertingkat tinggi (misalnya perhotelan)diindikasikan menyebabkan semakin sulitnya untuk memperoleh ataumengakses air bersih yang berada di dalam tanah.

2. Kecenderungan perubahan alih fungsi prasarana ruang publik
menjadi ruang privatKecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari prasarana ruangpublik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruangpublik pengganti menjadi permasalahan sosial di kemudian hari. Hal inidapat dilihat dari alih fungsi pemanfaatan lahan dari Taman HiburanRakyat, dengan luas 24.690 m2 yang selama ini menjadi area rekreasiwarga kota, berubah pemanfaatannya menjadi ruang privat komersialyakni hotel. Ini mengakibatkan area rekreasi publik, bertemunya wargakota dari berbagai lapisan sosial semakin berkurang, sementara ruangpublik yang dapat menggantikannya belum tersedia.

3. Belum Optimalnya Fasilitas Penyediaan SanitasiFasilitas penyediaan sanitasi yang terdiri atas penyediaan sanitasiterbagi menjadi lima indikator, yakni persentase penduduk yang terlayanisistem air limbah yang memadai, persentase pengurangan sampah diperkotaan, persentase pengangkutan sampah, dan persentase pendudukyang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan
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(lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun, masuk dalamtarget RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya yang dikenal dengan target100-0-100 (target 100% akses air minum, 0% kawasan permukimankumuh, dan 100% akses sanitasi layak).Hingga saat ini fasilitas penyediaan sanitasi belum optimal, hal inidapat dilihat dari persentase cakupan sistem air limbah perkotaansetempat yang memadai relatif masih rendah, persentase cakupan sistemair limbah skala komunitas/kawasan/kota yang rendah diduga akanmenyebabkan penurunan kualitas air tanah sebagai akibat daripencemaran limbah permukiman. Selain itu masih terdapat areapermukiman dengan kondisi kumuh, terlihat dari luas permukiman kumuh81,12 Ha, yang sebagian besar berlokasi di pinggir sungai (menempatisempadan sungai), sepanjang rel kereta api dan di bawah jembatan, sertamasih terdapat 3.304 unit rumah yang termasuk dalam kategori tidak layakhuni. Sementara itu RPJMN 2015-2019 menargetkan area permukimankumuh menjadi 0% sebagai target nasional di akhir tahun 2019. Hal iniakan menimbulkan permasalahan sosial di masa datang jika tidakdiselesaikan mulai saat ini.Permasalahan persampahan merupakan permasalahan lain terkaitdengan fasilitas penyediaan sanitasi yang perlu segera diselesaikan.Penduduk yang semakin bertambah akan menciptakan permasalahansampah baru jika tidak diantisipasi, yang pada akhirnya akan menimbulkanpermasalahan kesehatan lingkungan dan kenyamanan sebuah kota. Hinggasaat ini persentase volume sampah yang terangkut ke TPA juga persentasevolume sampah yang dikelola secara 3R belum mencapai 100%. Sampahyang tidak terangkut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk kedalam sungai atau berserakan di suatu tempat timbunan sampah yangberakibat pada pencemaran lingkungan.
C. TransportasiPermasalahan transportasi yang ada di suatu wilayah tidak dapat dilepaskandari permasalahan pembangunan secara menyeluruh. Isu-isu yang muncul daripermasalahan pembangunan suatu wilayah juga sangat terkait dengan berbagai isuyang berkembang baik pada skala lokal maupun global. Isu-isu mengenaipembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan khususnya transportasiberkelanjutan (sustainable transportation) telah menjadi isu global yang setiapnegara dituntut menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan permasalahan dankebutuhan lokal. Strategi pembangunan berkelanjutan muncul pada arena global di“UN Conference on the Human Environment” di Stockholm tahun 1972. Pada
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konferensi ini 113 negara menekankan perlunya mulai membersihkan lingkungansecara global dikarenakan permasalahan polusi udara, polusi air, dan kontaminasikimia tidak mengenal batas.Melaui Kyoto Protocol (To The United Nations Framework Convention On

Climate Change), pada 11 Desember 1997, lebih dari 160 negara sepakat untukmengurangi emisi gas rumah kaca (green house gases) 5,2 % di bawah level pada1990 sebelum tahun 2012. Hal ini kemudian diikuti dengan bangkitnya agenda-agenda keberlanjutan secara international. Pada Desember 2009 disepakati
Copenhagen Protocol menggantikan Kyoto Protocol yang memilik target mengurangiemisi dunia setengahnya sampai dengan 2050. Di tingkat Asia 44 kota telahmenyepakati Kyoto Declaration for the Promotion of Environmentally Sustainable

Transport (EST) in Cities (24 April 2007) berupa komitmen untukmengimplemtasikan “integrated policies”, strategi-strategi dan program-programyang merupakan elemen kunci EST.Masalah keberlanjutan pembangunan merupakan isu yang setiap negaradituntut untuk memberikan fokus pada agenda global ini. Isu tersebut jelasberkaitan dengan masalah transportasi yang juga merupakan elemen pembangunan.Kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi menjadi bagiansentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak lingkungan yangdirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isuyang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan perkembanganaktivitas manusia. Menurut Bank Dunia, tantangan pembangunan transportasi dinegara-negara sedang berkembang adalah, pertama, akses dan keterjangkauanwilayah. Masih banyak wilayah yang tidak memiliki akses memadai, sehinggamasyarakat kesulitan menjangkau berbagai fasilitas dan layanan umum. Kedua,krisis pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang mengakibatkan biayatransportasi tinggi dan menjadi beban berat masyarakat. Di samping itu, kotamenjadi motor perkembangan ekonomi, terutama di negara berkembang, danpopulasi urban meningkat dengan cepat. Dipacu oleh peningkatan pendapatan,pemilikan kendaraan di kota-kota negara berkembang meningkat lebih cepat daripada proporsi ruang perkotaan yang digunakan menjadi jalan. Kondisi inimendorong munculnya permasalahan mobilitas perkotaan.Permasalahan mobilitas perkotaan dari tahun ke tahun semakin kompleks.Urbanisasi yang menjadi akar permasalahan diprediksi akan mengakibatkan lebihdari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan Indonesia padatahun 2025 (Bappenas, 2013). Untuk itu diperlukan strategi pengendalian untukmenjamin kemudahan mobilitas masyarakat perkotaan. Di wilayah perkotaandengan penduduk di atas 500.000 jiwa, penyediaan angkutan massal merupakansebuah kewajiban. Peran layanan angkutan massal seperti BRT (Bus Rapid Transit)
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dan kereta api menjadi kunci utama dalam penyediaan layanan transportasi dandalam mengatasi berbagai permasalahan mobilitas perkotaan seperti kemacetan,keselamatan lalu lintas dan degradasi lingkungan.  Dukungan infrastrukturtransportasi yang memadai akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomiperkotaan dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. MenurutBappenas ada lima isu strategis transportasi perkotaan, yaitu: tingginya konsumsibahan bakar, tingginya emisi gas buang, rendahnya pelayanan angkutan umum,kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki dan kesenjangan sosial. Sementara itu,menurut Menteri Perhubungan, beberapa permasalahan yang masih butuhpemecahan seperti kondisi transportasi perkotaan secara nasional, dimana rata-ratamasih terjadi kemacetan yang luar biasa, terutama di kota-kota besar. Pangsaangkutan umum hanya sebesar 12,9% dan pangsa angkutan kereta api hanya 2,3%,sedangkan dominasi kendaraan pribadi masih sangat besar yaitu 62,2%.Dominasi kendaraan pribadi yang masih sangat besar (62,2%) memberikankonsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas parkir di perkotaan yang juga kianmembesar, sementara ketersediaan ruang (space) di perkotaan semakin terbatasdan kian mahal. Oleh karena itu berbagai upaya pengendalian jumlah kendaraanyang ada di wilayah perkotaan, serta penyediaan dan pengelolaan parkir yang tepatsangat dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan dankebutuhan parkir yang kian membesar. Jangan sampai, ruang jalan yang sudahterbatas untuk pergerakan kendaraan semakin sempit dan sulit dilalui lalu lintasakibat berkembangnya parkir kendaraan di badan jalan yang tidak tertata.Mencermati berbagai isu strategis yang berkembang baik secara globalmaupun lokal serta permasalahan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta, adaempathal yang menjadi perhatian utama, yaitu: rendahnya peran angkutan umum,keselamatan lalu lintas, degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.Selanjutnya, isu strategis transportasi Kota Yogyakarta dapat dirumuskan sebagaiberikut: “Masih rendahnya peran angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam

mendukung mobilitas perkotaan yang akan berdampak pada penurunan

kinerja lalu lintas,kualitas lingkungan dan percepatan pembangunan yang

berkelanjutan.”Perkembangan Kota Yogyakarta yang cukup pesat dengan luas wilayah tidakterlampau besar menuntut pengembangan transportasi yang efisien dan efektif.Kunci utama transportasi yang efisien dan efektif tersebut terletak pada peranangkutan umum perkotaan. Semakin baik layanan angkutan umum semakin banyakmasyarakat yang meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dan semakin efisienpenggunaan ruang jalan maupun konsumsi bahan bakar. Dengan demikiankebutuhan ruang parkir dapat dikurangi, kemacetan lalu lintas dapat ditekan dan
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keselamatan lalu lintas akan meningkat. Mobilitas masyarakat akan semakin efektifdan dapat diintegrasikan dalam berbagai upaya pembangunan berkelanjutan.
2.3.3.4. Bidang Pemerintahan

A. Tata PemerintahanMeskipun terdapat banyak kontradiksi dan kesulitan dalam upayasinkronisasi antar peraturan perundangan khususnya di level implementasimenjadikan Kota Yogyakarta menghadapi ancaman dalam menghasilkan rencana,implementasi, pengawasan dan evaluasi. Namun demikian di sisi lain beberapapencapaian target di dalam urusan tata pemerintahan telah mencapai hasil yangbaik. Pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah disajikan pada bagiansebelumnya secara umum hasil pembangunan telah mencapai batasan yang relatifbaik. Lebih dari itu beberapa prestasi dan penghargaan telah diraih oleh pemerintahKota Yogyakarta terkait dengan dokumen perencanaan, pencapaian hasil penilaianLakip, pelaksanaan pengawasan internal bahkan eksternal, bahkan capaian hasilpemeriksanaan keuangan dapat mencapai WTP secara berkelanjutan. Banyakpenghargaan yang diterima di dalam urusan tata pemerintahan ini merupakankekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta, yang secara strategismembantu dalam pencapaian tujuan pembangunan.Dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pada tingkat provinsi dannasional diperlukan sinkronisasi antara RPJMD Kota Yogyakarta dengan RPJMDPemda DIY serta RPJMN. Secara integral diperlukan penyesuaian dengan beberapadokumen perencanaan sehingga tingkat capaian yang diperoleh di Kota Yogyakartasecara akumulatif merupakan sumbangan yang berarti kepada Pemda DIY serta dilevel nasional. Keistimewaan DIY sebagai acuan yang melandasi pembengunan diKota Yogyakarta, dan Nawacita diakomodasi dalam sistem pembangunan KotaYogyakarta.Kekuatan kelembagaan Kota Yogyakarta tampak pada prestasi dalamperencanaan road map reformasi birokrasi yang menjadi dokumen terbaik.Perencanaan road map reformasi birokrasi yang dijadikan sebagai landasan untukpelaksanaan reformasi struktur, kultur dan administrasi organisasi dankelembagaan SKPD, memiliki posisi yang sangat strategis. Setelah dicermatidokumen road map reformasi birokrasi yang sudah disusun dan sudah dilaksanakanmenunjukkan pencapaian yang sangat baik. Namun kesinambungan reformasibirokrasi harus ditingkatkan.Birokrasi secara umum berhadapan dengan tantangan internasonal terkaitdengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) danbatas-batas antar negara yang semakin longgar juga harus diperhitungkan dalam
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urusan tata pemerintahan ini, di satu sisi sebagai tantangan namun di sisi lainmerupakan peluang.Berdasarkan seluruh pertimbangan baik berupa kekuatan internal/potensi,kelemahan maupun tantangan dan peluang maka isu strategis pada urusan tatapemerintahan ini adalah: “Agenda road map reformasi birokrasi yang belum

selesai dari segi implementasi.”

B. Aparatur Pemerintah DaerahDi satu sisi UU ASN memberikan keuntungan kepada Pemerintah KotaYogyakarta yang masih dibatasi oleh kebijakan moratorium pegawai, yaitu tidakdiperkenankan melakukan pengangkatan pegawai hingga penyerapan anggaranrutin dapat proporsional dibandingkan dengan anggaran pembangunan. Dengan UUASN yang memperpanjang batasan usia pensiun secara strategis menguntungkanpemerintah Kota sehingga para pegawai/pejabat yang berusia 56 tahun masih dapatdiperpanjang dua tahun lagi sehingga sampai usia 58 tahun untuk pensiun. Dengandemikian para pegawai/pejabat yang berusia 56 tahun masih dapat dikaryakansampai umur 58 tahun. Namun demikian keterbatsan jumlah pegawai masihdirasakan sebagai masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Sedangkanbesarnya penyerapan anggaran rutin di Kota Yogyakarta disebbakan oleh besarnyajumlah guru, sedangkan pembebanan alokasi tunjangan sertifikasi guru dimasukkandalam komponen alokasi dana rutin Kota Yogyakarta, sehingga memperbesarserapan anggaran rutin tersebut.  Kondisi ini yang perlu ditinjau ulang dalamkebijakan khususnya moratorium di Kota Yogyakarta.Hal lain dalam UU ASN telah banyak menuntut peningkatan kualitasmanajemen SDM pegawai, baik penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP),pemenuhan kompetensi, profesionalitas, sistem seleksi terbuka, pemenuhan standarkinerja, manajemen karir. Semua ini dapat dilakukan jika telah terkondisi sistemmanajemen kepegawaian yang berorientasi pada sistem merit secara penuh. Untukkebutuhan merit sistem diperlukan analisis jabatan, analisis beban kerja, analaisiskompetensi, evaluasi kompetensi pegawai, pendidikan dan pengembangan secaraberkelanjutan. Dengan demikian kebutuhan pegawai, kebutuhan jabatan dankompetensi semua dapat dipersiapkan. Berdasarkan kekuatan, kelemahan,tantangan dan peluang maka isu strategis urusan kepegawaian yang disusun adalah“Penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang belum berbasis kompetensi.”

C. HukumHubungan vertikal antara ketentuan hukum di pusat, provinsi dankabupaten/kota sangat diperlukan, dengan demikian tidak terjadi salingbertentangan satu sama lain. Oleh karena itu koherensi hukum di tingkat pusat
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dengan provinsi dan kabupaten/kota hendaknya dilakukan secara optimal. Untukmendapatkan tanggapan yang enthusiasm maka diperlukan penyesuaian antarahukum di pusat, provinsi dan dearah. Permasalahan di produk hukum, dansosialisasinya akan dapat mengiringi, jika produk hukum memiliki koherensi yangkuat. Berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, makarumusan isu strategisnya adalah “Sulitnya mencapai koherensi sistem hukum di

tingkat lokal, dengan provinsi dan tingkat nasional, sehingga belum terpenuhi

kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan

obyek hukum.”

D. InformasiFokus utama permasalahan di TIT secara umum adalah di hardware,
software dan SDM. Penyediaan hardware dan software berkenaan dengan anggaran,dan spesifikasi barang atau alat yang tersedia. Sementara itu seluruh SKPDmembutuhkan pelayanan IT ini secara intensif. Dengan tidak tersedianya anggaranyang memadai, maka tidak dapat menyediakan hardware dan software yangdiperlukan SKPD. Di sisi lain permasalahan keterbatasan SDM yang menguasaipermasalahan TIT ini. Karena semua komponen TIT tersebut sangat terbatas, makasulit untuk memberikan pelayanan yang dapat terdesentralisasi kepada SKPD.Beban tenaga TIT di bagian TIT sangat berat, karena terjadi sentralisasi pelayananIT. Keterbatasan personal pegawai yang menguasai seluk beluk pelayanan IT akanmengalami overload (kelebihan beban kerja). Untuk merealisasi pelayanan TIT yangterdesentralisasi, diperlukan training dan pengembangan yang intensif terhadappejabat dan pegawai, agar dapat memotori pelayanan IT yang meluas dan mandiri.Sedangkan petugas TIT menjadi semacam konsulen memberikan pembimbingankepada pejabat/pegawai di SKPD. Upaya untuk mencari dan mengusahakansehingga kompetensi TIT ini sampai dapat mencapai kemampuan setiap individusangat penting.Sedangkan untuk penyediaan pelayanan perpustakaan dan kearsipanmerupakan kebutuhan nyata, seiring dengan semakin besar animo masyarakatmaupun SKPD yang membutuhkan bantuan pelayanan ini. Namun demikian dalambeberapa hal masih dijumpai kendala dalam pelayanan kebutuhan perpustakaandan kearsipan yang responsif terhadap kemajuan teknologi maupun keterbukaaninformasi. Isu strategis urusan informasi tersebut: “Belum semua SKPD terjangkau

dalam pelayanan TI”, sehingga sistem informasi berkelanjutan belum tercipta.
E. Kesatuan Bangsa Dan PolitikAdanya ancaman sifat kependudukan Kota Yogyakarta yang kompleks danheterogen ini menjadikan kerja Kesbangpol diperlukan semakin besar. Meskipun
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budaya Yogyakarta sebagai masyarakat Jawa yang mengutamakan tutur kata yanghalus, akan tetapi masyarakat pendatang yang memiliki kemampuan adaptasi yangberbeda-beda perlu diantisipasi. Sebagai kota pendidikan setiap tahun dibanjiripendatang untuk keperluan menuntut ilmu. Untuk itu permasalahan SARA perludiperhatikan secara serius. Banyaknya asrama mahasiswa daerah dapat menjadisalah satu potensi untuk menyulut perbedaan yang ekstrim. Bertolak dari masalahini maka isu strategisnya adalah “Upaya preventif dan pengendalian konflik SARA

di Kota Yogyakarta yang belum terkondisi.”

F. Keamanan dan KetertibanMasalah keamanan dan ketertiban merupakan kerjasama terpadu antarpihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telahmemiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitasrutin dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban. Namun hal ini belumterintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapatsepenuhnya untuk menurunkan K3 bahkan mencegahnya. Sementara itu terjadipenurunan prasarana keamanan dan ketertiban khususnya poskamling sebesar6,05%. Untuk itulah maka isu strategis dapat dirumuskan, “Penurunan partisipasi

partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum” di Kota Yogyakarta.
G. Penyelenggaraan Pelayanan BencanaSecara tersurat dapat diketahui bahwa dalam penanganan kebencanaanyang komprehensif dan multidimensi diperlukan peran banyak aktor maupunkelembagaan, baik pemerintah, swata maupun masyarakat. Pencapaian yanggemilang dalam penanggulangan bencana kebakaran masih tertumpu pada gerakdan dinamika kerja sepihak yaitu armada pemadam kebakaran. Untuk kepentinganlebih luas dalam penanganan kebencanaan secara umum belum tersedia sebuahsistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta,baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatanoperasional. Perancangan sistem terpadu antara pemerintah, swasta danmasyarakat sangat diperlukan. Untuk itulah rumusan isu strategisnya adalah
“Belum tersedianya rancangan sistem yang terpadu antara pemerintah, swasta

dan masyarakat dalam penanganan bencana secara luas.”Dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis pemerintah dapatmengakomodasi masuknya road map reformasi birokrasi yang ada. Pemerintah kotaYogyakarta sebenarnya telah menyusun road map reformasi birokrasi sejak tahun
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2011 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2016. Road map reformasi birokrasiini mencakup 8 bidang yakni:11a. Manajemen Perubahanb. Penataan Peraturan Perundang undanganc. Penataan dan Penguatan Organisasid. Penataan Tatalaksanae. Penataan Sistem Manajemen SDMf. Penguatan Akuntabilitasg. Penguatan Pengawasanh. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Road map reformasi yang mencakup delapan bidang tersebut berisi rencanapola perubahan birokasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 nilai road mapreformasi birokrasi Kota Yogyakarta adalah 76,4 dan menjadi yang tertinggi diIndonesia. Angka tersebut diperoleh dari laporan mandiri road map reformasibirokrasi dan dilaporkan secara online dan rutin. Road map reformasi birokrasiyang disusun oleh Kota Yogyakarta dirasa cukup ideal dan rinci. Belum ada kota lainyang mampu membuat road map birokrasi selengkap dan serinci kota Yogyakarta.a. Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikDalam hal pelayanan publik, Kota Yogyakarta telah melakukan perubahan polapelayanan dari aparatur pemerintah menjadi pelayan publik sejakkepemimpinan walikota yang lalu. Pembuatan SOP di Kota Yogyakarta sudahdimulai sejak tahun 2010. Pembuatan SOP, SPM. IKM. Survei layananmasyarakat sudah dilakukan Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi adalahkeberanian untuk lebih melakukan gebrakan dalam melayani masyarakat.Contoh kecil yang dilakukan pemerinntah Kota Yogyakarta dalam mendukungpelayanan publik yang baik adalah dengan mengganti seragam identitas PNSdengan batik. Seragam PNS hanya digunakan seminggu dua kali. Citra aparaturpublik menjadi lebih bersahabat dengan masyarakat dibandingkan ketikaaparatur publik menggunakan seragam identitas degan berbagai atribut yangmelekat di dalamnya. Kemudian ketika pengangkatan walikota, tagline yangusung adalah “pengangkatan kepala pelayanan” bukan pengangkatan walikota.Hal ini menunjukkan bahwa semangat pelayanan publik tidak hanyadigaungkan di tingkat menengah ke bawah tetapi juga sampai pada tingkatpemimpin Kota Yogyakarta.b. Manajemen PerubahanManajemen perubahan yang dilakukan oleh kota Yogyakarta diawali dariperubahan mental. Penginternalisasian budaya SATRIYA diharapkan dapat

11Wawancara kepala bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 5 Agustus 2015.
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mengubah mindset dan perilaku para aparatur pemerintahan di lingkunganKota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memiliki paktaintegritas yang ditambah indikator muatan lokal yang dibuktikan denganpenandatangan bebas narkoba, dan bebas asusila bagi para aparaturpemerintahan. Pembinaan yang sifatnya pemeliharaan moralitas jugadilakukan.Mimpi yang hendak dicapai oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah
“hospitality management” yang diawali dengan perubahan sikap seluruhaparatur pemerintahan. Penerapannya dengan yang paling sederhana adalahdengan senyum dan pelayanan publik dilakukan dengan situasi yang baru danbersahabat.Rencana pada tahun 2017 seluruh dinas sudah memiliki standar pelayananpengaduan.c. Penataan dan Penguatan OrganisasiPemerintah Kota Yogyakarta memiliki aturan yang rigid dalam realisasipembentukan lembaga baru. Dasar pembentukan sebuah lembaga harusmemenuhi syarat berikut:1. Merupakan urusan yang riil.2. Harus melalui kajian akademik.3. Harus jelas ukuran beban kerja untuk menentukan besaran rumah.4. Benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.Kota Yogyakarta tidak membentuk sekretariat Korpri dan Badan KetahananPangan karena dirasa tidak memenuhi kriteria tersebut di atas. Perjalanankelembagaan pun dievaluasi secara rutin malaui evaluasi tupoksi, evaluasikelembagaan versi menpan, dan evaluasi kelembagaan versi LAN yang barudilakukan oleh dua pemerintahan. Akan tetapi keidealan kelembagaan yangdirencanakan pemerintah pada akhirnya akan terhambat dengan kepentinganpolitis yang sedang berjalan.d. Penguatan AkuntabilitasPada tahun 2014 nilai laporan akuntabilitas Kota Yogyakarta sudah B.Sementara peringkat pakta integritas sudah masuk 5 besar kota/kabupaten diIndonesia. Harapan tentang akuntabilitas adalah keinginan adanyaakuntabilitas kinerja pegawai melalui penilaian kinerja karena menurutpengakuan bagian organisasi sekretariat daerah Kota Yogyakarta standarkinerja pegawai yang dibuat ASN dirasa belum mampu mengukur kinerjapegawai secara komprehensif. Sebab tugas pokok dan fungsi yang dimiliki olehpegawai tidak hanya yang di dalam anggaran. Sistem rewardand punishmentdari standar kinerja pegawai juga belum ada.
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e. Penataan Peraturan Perundang-undanganPermasalahan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah harmonisasi dansinkronisasi produk hukum . saat ini masih banyak produk hukum yangtumpang tindih. Hal ini tidak dapat disimpulka serta merta merupakankesalahan dari bagian hukum, namun dapat dikarenakan ketidaktegasan pusatdalam membuat produk hukum yang kuat.f. Penataan Sistem Manajemen SDMDukungan bagian organisasi bagi Badan Kepegawaian Daerah adalah padatingkat penyiapan regulasi dan pembanahan pegawai melalui analisis jabatandan analisis beban kerja. Mengenai implementasi regulasi sepenuhnya menjaditanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.Kota Yogyakarta terkena kebijakan moratorium pegawai. Hal ini dikarenakandana sertifikasi untuk guru masuk dalam dana alokasi umum APBD KotaYogyakarta. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta harus melakukanpenataan pegawai secara proporsional dalam keterbatasan jumlah pegawaiyang dimiliki oleh Kota Yogyakarta.g. Penguatan PengawasanZona integritas sudah dicanangkan pada tahun 2011 untuk mendukung paktaintegritas. Pegawai di Kota Yogyakarta harus bebas dari korupsi. Pada tahun2014 sudah ada 5 wilayah bebas korupsi di Kota Yogyakarta yakni DinasPerizinan, RSUD Kota Yogyakarta (RS Jogja), Taman Pintar dan 2 kecamatan.h. Penataan Tata LaksanaPada bidang tata laksana perlu diperjelas mekanisme pola koordinasi, misalnyamengenai jenis rapat yang wajib dan tidak wajib dilakukan oleh pegawai.Kemudian penyempurnaan pada tata naskah Kota Yogyakarta yang masih kalahdari Sleman pada tahun 2014. Manajemen yang digunakan saat ini adalahmanajemen football, yang intinya semua pekerjaan dilakukan bergotong royongdan dilakukan bersama-sama.
Kesimpulan yang dapat diambil di bidang pemerintahan adalah terdapat duaisu strategis utama yakni “Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplikasi dalam dinamika reformasi birokrasi sehingga terjadi kesenjangan

struktur, kultur, prosedur pemerintahan, pengembangan dan pelayanan publik.”Kemudian terkait keamanan, ketertiban, hukum, bencana, kesatuan bangsa dan politik,isu strategis yang dapat dirumuskan yakni “belum terpenuhinya kepastian,

penegakan, jaminan dan perlindungan hukum serta penanganan kebencanaan

bagi masyarakat Kota Yogyakarta.”
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2.4. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan Evaluasi
Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2015

2.4.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2015berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagaiberikut :
Tabel 2.254

Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2015

TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Mewujudkanpenyelenggaraanpemerintahanyangberkualitas
Terwujudnyakelembagaandanketatalaksanaanpemerintahdaerah yangberkualitas

Terpenuhinya pelayananpengadaan barang/jasa yangefisien akuntabel danprofesional berbasis teknologiinformasi
100% 100% 100%

Jumlah SKPD yang menyusunlaporan sesuai ketentuan dantepat waktu 48 SKPD 48 SKPD 100%
Jenis Dokumen pelaporandaerah tingkat Pemkot yangdisusun tepat waktu 7 jenis 7 jenis 100%
Meningkatnya Indeks KepuasanLayanan Masyarakat tingkatKecamatan/Kelurahan 83 83 100%
Jumlah Pelimpahan kewenanganyang dilaksanakan dengan baik 10 10 100%Jumlah Raperda/Perwal yangtersusun 10Raperdadan 50Perwal

10 Raperdadan 84PerwalJumlah Produk Hukum yangdisosialisasikan 12 ProdukHukum 79 ProdukHukum 658%Jumlah penanganan persoalanhukum Pemkot Yogyakarta 4 perkara/sengketa 8 perkara/sengketa 200%Menurunnya jumlah temuanAparatur Pemeriksaan InternalPemerintah (APIP) 20 75 375 %
Prosentase pengaduanmasyarakat yang telahditindaklanjuti 81% 49% 60%
Tersedianya data pendukungkebijakan penanaman modal 100% 100% 100%Tersedianya data realisasipendapatan asli daerah 100% 100% 100%Meningkatnya persentaserealisasi penerimaan pajakdaerah terhadap targetpenerimaan pajak daerah

0,5% 0,47% 94,0%
Meningkatnya kesesuaiandengan standar pelaksanaanprosedur dari 89% menjadi 94% 93% 92,99% 100%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Meningkatnya pemenuhankebutuhan barang daerah sesuaistandar kebutuhan dari 80%menjadi 85%
84% 83,96% 100%

Terwujudnya pengelolaananggaran daerah yang tepatwaktu transparan dan akuntabel tepatwaktu tepatwaktuTerwujudnya pengendalianbelanja daerah 94% 95% 101%Terwujudnya laporan keuangantepat waktu, transparan,akuntabel dan layak diaudit 94% 94% 100%
Tersedianya dokumenperencanaan RPJMD yang telahditetapkan dalam bentukPERDA/PERWAL

Ada Ada 100%
Tersedianya dokumenperencanaan RKPD yang telahditetapkan dalam bentukPERWAL

Ada Ada 100%
Kesesuaian program terhadapdokumen perencanaan 100% 100% 100%Ketersediaan data dasar,sektoral, dan kewilayahan sesuaikebutuhan 95% 95% 100%
Ketersediaan informasipembangunan 100% 100% 100%Kesesuaian hasil kajian dengandokumen perencanaan yang ada 100% 100% 100%Kesesuaian hasil kajian denganisu strategis 100% 100% 100%Meminimalkan ketidaksesuaianrealisasi keluaran/outputkegiatan dengan target kegiatan,pelaksanaan kegiatan denganrencana tahapan kegiatan, danpelaksanaan kegiatan denganketentuan yang berlaku

7% 7,4% 105,22%

Disseminasi dan pendistribusianinformasi melalui media massa(majalah, radio, dan TV) 512 1.965 383,79%
Disseminasi dan pendistribusianinformasi  melalui media baruseperti website (internet) 1 kali/hari 1 kali/hari 100%
Disseminasi dan pendistribusianinformasi  melalui mediatradisional seperti pertunjukanrakyat

1kali/tahun 8kali/tahun 800%
Disseminasi dan pendistribusianinformasi  melalui mediainterpersonal seperti sarasehan,ceramah, atau diskusi

1kali/tahun 16kali/tahun 1600%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Disseminasi dan pendistribusianinformasi  melalui media luarruang seperti buletin, leaflet,booklet, brosur, atau baliho
78 kali 427 kali 547%

Meningkatnya jumlah aplikasitelematika yang terkelola 52 aplikasi 56 aplikasi 108%Tertanganinya keluhantelekomunikasi 100% 100% 100%Kenaikan bandwith internet 26 mbps 150 mbps 577%Kenaikan bandwith intranet 2 mbps 5 mbps 250%Pelayanan administrasi umum,penatausahaan persuratandinas, persandian, keuangansekretariat daerah,kerumahtanggaan, danadministrasi barang sekretariatdaerah

100% 100% 100%

Jumlah Pendampingan kegiatanKepala Daerah, Sekda, Asistendan Staf Ahli 1425 1.210 85%
Jumlah PenyelenggaraanSeremonial Kepala Daerah 811 1.088 134%Jumlah SKPD/Unit Kerja yangmelaksanakan pengelolaan arsipdinamis aktif (SKPB) 20% 100% 500%
Jumlah SKPD/Unit Kerja yangmelaksanakan pengelolaan arsipdinamis inaktif (SKPB) 20% 100% 500%
Terlaksananya pengelolaan arsipstatis. 20% 20% 100%Pengadaan Sarana danPrasarana Kearsipan 100% 100% 100%Terlaksananya peningkatankualitas SDM bidang kearsipan. 30% 100% 333%Kemitraan dengan lembagakearsipan dan lembaga non-kearsipan 4 lembaga 6 lembaga 150%
Penyusunan pedomankearsipan. 4 pedoman 4 pedoman 100%Realisasi perumusan perikatankerjasama daerah 20perikatan 67Perikatan 335%Terlaksananya evaluasipelaksanaan kerjasama daerah 100% 100% 100%Pengelolaan pelayanankesekretariatan DPRD 100% 84% 84%Terwujudnyapendayagunaan aparaturpemerintahdaerah
Presentase pemenuhankebutuhan instrumenmanajemen kepegawaian 62% 89.53% 62%
Presentase pemenuhan formasipejabat struktural danfungsional sesuai kebutuhan 94% 99.26% 106%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Terpenuhinya pelayananadministrasi kepegawaian 90,8% 73.32% 91%Prosentase regulasi atauperaturan terkait kewilayahanyang terinformasikan kepadalembaga masyarakat
100% 100% 100%

Persentase PemenuhanKebutuhan Diklat dan JenjangPendidikan PNS 59% 82.24% 139%
Persentase Perda bersanksiPidana yang dipahami olehpersonel PPNS dan Satpol PP 95%

Meningkatkankualitaspelayananpublik
Terwujudnyapelayanankesehatanyangbermutu danterjangkau

Cakupan mutu pelayanankesehatan dasar 76% 91,11% 119,88%Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat miskin 100% 274,25% 274,25%Cakupan penanganankegawatdaruratan 75% 133,33% 177,78%Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasiyang masih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)
94% 89,22% 95%

Waktu tunggu di Rawat Jalan 63 menit 90 menit 57,10%Waktu tunggu operasi elektif 1,9 hari 1,017 hari 147%Meningkatnya Mutu PelayananPenunjang 99% 99% 100%Waktu tunggu hasil pelayanan 125 menit 50,49menit 631%kejadian kegagalan pelayananrontgen karena kerusakan foto 1,6% 2% 75,0%Meningkatnya Mutu PelayananKeperawatan 99% 99% 100%Kejadian pulang paksa 5% 2,30% 154%Perawat pemberi layanan dirawat inap minimal D3 98% 100% 102%Meningkatnya kelancaransarana dan prasarana rumahsakit 90% 90% 100%
Ketepatan waktu penyediaanlinen untuk rawat inap 77% 100% 130%Cakupan ketersediaan obat,vaksin dan alat kesehatan untukpelayanan kesehatan dasar diPuskesmas

94% 99,98% 106,36%
Terkendalinya / penurunanangka kelahiran 14,212 Belumdapatditentukan BelumdapatditentukanMeningkatnya jumlah keluargapra sejahtera dan keluargasejahtera I yang mengikutiprogram KB

72,6% 73,8% 101,7%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015cakupan balita ditimbang beratbadannya ( MDG's ) 85% 85,31% 100,36%Prevalensi balita kekurangangizi (MDG's) 8% 7,93% 99,13%cakupan pemberian makananpendamping ASI pada anak usia6 - 24 bulan keluarga miskin(SPM)
100% 67,21% 67,21%

Cakupan Balita Gizi BurukMendapatkan Perawatan(MDG's), (SPM) 100% 100,00% 100,00%
Prevalensi anemia pada ibuhamil 27% 23,20% 85,93%Cakupan kunjungan ibu hamilyang mendapatkan pelayananantenatal sesuai standar (K4)(SPM)

95% 99,97% 105,23%
Proporsi kelahiran yang ditolongtenaga kesehatan terlatih (PN ) 100% 99,97% 99,97%Cakupan kunjungan bayi(neonatal) lengkap (KNLengkap) (SPM) 89% 82,6% 92,8%
Cakupan Peserta KB Aktif (SPM) 77% 59,88% 77,77%Persentase bayi usia 0-11 bulanyang mendapat imunisasi dasarlengkap (MDG's) 95% 90,74% 95,52%
Cakupan imunisasi anak sekolahdasar (SPM) 99,5% 96,91% 97,40%Cakupan Desa/KelurahanUniversal Child Immunization(UCI) (SPM) 100% 100% 100%
Cakupan Penemuan Pasien BaruTB BTA+ (SPM) 94% 126,28% 134,34%Cakupan Penemuan danPenanganan Penderita PenyakitDBD (SPM) 100% 100% 100%
Persentase Sarana Sanitasi DasarMemenuhi Syarat 94% 94,10% 100,11%Semua Kelurahan MelaksanakanSanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) (MDG's) 45kelurahan 45kelurahan 100%
Persentase penduduk miskinmendapatkan jaminankesehatan 100% 100% 100%
Persentase penduduk rentanmiskin yang mendapat jaminankesehatan 100% 100% 100%
Persentase Sarana PelayananKesehatan yang MemenuhiStandar Mutu Minimal dari 87 %menjadi 95%

93% 97,00% 104,30%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Cakupan Keamanan MutuPangan dari 64 % menjadi 80 % 76% 100,00% 131,58%Jumlah SDM Kesehatan yangmengikuti pendidikan 36 17 47,22%Jumlah SDM Kesehatan yangmengikuti pelatihan 400 448 112%Cakupan Kelurahan Siaga Aktif(Mandiri) 75% 71,10% 94,80%Persentase Rumah Tangga yangmelaksanakan PHBS 70% 75,09% 107,27%Cakupan Penjaringan KesehatanSiswa SD dan Setingkat (SPM) 100% 98,1% 98,1%persentase pemanfaatan datadan informasi kesehatan 99% 100% 101,0%Cakupan Desa/KelurahanMengalami KLB yang DilakukanPenyelidikan Epidemiologi < 24jam (SPM)
100% 100% 100%

Terwujudnyasarana danprasaranaperkotaanyangmemadai
Peningkatan cakupan rencanarinci tata ruang dan kawasanstrategis kota 68% 68% 100%
Cakupan penataan kawasansungai 3 sungai 3 sungai 100%Meningkatnya kualitaspenerangan jalan umum 94% 94% 100%Meningkatnya kualitas dankuantitas sarana dan prasaranajalan dan jembatan 81% 87% 107%
Meningkatnya kualitas saluranpengairan 72% 72% 100%Meningkatnya kualitas salurandrainase 87,27% 69,01% 79,08%Meningkatnya kinerjapengelolaan air limbah 17% 22% 130%Meningkatnya kualitas dankuantitas sarana dan prasaranadasar permukiman 75% 70% 93%
Meningkatnya pemeliharaankebersihan jalan yang ada diKota Yogyakarta 500penggaljalan 500penggaljalan 100,00%
Meningkatnya jumlahrumahtangga yang telahmelakukan pemilahan sampah 23.800rumah 19.981rumah 83,95%
Peremajaan sarana danprasarana pengangkutansampah yang tidak layak jalan 5 unit 0 unit 0%
Terkendalinya munculnyapembuangan sampah liar 20 titik 20 titik 100%Meningkatnya jumlah wajibretribusi kebersihan baru 75850 WR 75686 WR 99,78%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Meningkatnya pemenuhankebutuhan bangunan gedungsesuai standar kebutuhan dari80% menjadi 85%
84% 83,99% 100%

Tercapainya respon timepemadam kebakaran 11 menit(SPM) 100% 100% 100%
Tercapainya respon timepenanggulangan bencana 30menit 100% 100% 100%
Jumlah Fasilitas PerlengkapanJalan 5810 6.071 104%Prosentase pengujian kendaraanbermotor 100% 100% 100%Prosentase angkutan umumyang melayani wilayah yangtersedia jaringan jalan 80% 100% 125%
Jumlah halte  yang telah dilayaniangkutan umum dalam trayek 300 93 31%Jumlah terminal angkutanpenumpang yang telah dilayaniangkutan umum dalam trayek 1 1 100%
Jumlah  perusahaan angkutanumum yang memiliki SDMkompetensi sebagai pengawaskelaikan kendaraan

10 10 100%
Prosentase  angkutan umumyang melayani trayek di dalamkota yang memenuhi standarkeselamatan

100% 97% 97%
Prosentase Ketertibanpenyelenggaraan perparkiran 86% 90% 105%Terwujudnyapelayananadministrasipublik yangbaik
Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan 100% 96% 96%Penerbitan Dokumen pencatatansipil 100% 95% 95%SIAK berfungsi dengan baik 100% 90% 90%Terwujudnyapendidikaninklusifuntuk semua
AP (Angka Putus Sekolah) 0,02 0,02 100%AM (Angka Melanjutkan) 125% 134% 108%

MeningkatkankesejahteraanmasyarakatdenganSegoroAmarto dalamrangka

Terwujudnyapeningkatankualitasekonomimasyarakat
kenaikan omset pertahun 10% 18% 179%kenaikan aset pertahun 10% 48% 482%meningkatnya omset 5% (158M) 6% 120%meningkatnya nilai Aset 10%(2.260 M) 12% 120%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015penanggulangankemiskinan peningkatan konsumsi panganyg ASUH danpenganekaragaman olahanpangan dg bahan dasar lokal ygdiolah di unit usaha pangan ygmenerapkan standar higiene-sanitasi

PPH : 100;140 unitusaha;pemotongansapi: 7600ekor,kambing/domba5980 ekor

PPH :86,93; 140unit usaha;pemotongansapi: 8053ekor,kambing/domba9880 ekorTerwujudnyapeningkatankualitassosialmasyarakat
Meningkatnya peran sertamasyarakat melalui  swadayamasyarakat 30% 31% 105%
Meningkatnya swadayamasyarakat 32,89%Meningkatnya swadayamasyarakat 27,47% 26,37% 96,00%Meningkatnya swadayamasyarakat 28,37% 29,00% 102,22%Meningkatnya swadayamasyarakat 27,73%Meningkatnya swadayamasyarakat 27,89% 28,89% 103,59%Meningkatnya swadayamasyarakat 26,92% 25,20% 93,61%Meningkatnya swadayamasyarakat 29,93% 100% 334%Meningkatnya swadayamasyarakat 29,95% 31,05% 103,67%Meningkatnya swadayamasyarakat 29,93% 100% 334%Meningkatnya swadayamasyarakat 27,93% 33,66% 120,52%Meningkatnya swadayamasyarakat 39,77% 100,00% 251,45%Meningkatnya swadayamasyarakat 29,81% 30,00% 100,64%Meningkatnya swadayamasyarakat 36,41%Meningkatnya swadayamasyarakat 27,84% 27,84% 100,00%Cakupan perempuan dan anakkorban kekerasan yangmendapatkan penangananpengaduan oleh petugas terlatihdi dalam unit pelayanan terpadu.

100% 100% 100%
Cakupan perempuan dan anakkorban kekerasan yangmendapatkan layanan kesehatanoleh tenaga kesehatan terlatih diPuskesmas mampu tatalaksanaKtP/A dan PPT/PKT di RumahSakit

100% 100% 100%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Cakupan layanan rehabilitasisosial yang diberikan olehpetugas rehabilitasi sosialterlatih bagi perempuan dananak korban kekerasan di dalamunit pelayanan terpadu
75% 100% 133%

Cakupan layanan bimbinganrohani yang diberikan olehpetugas bimbingan rohaniterlatih bagi perempuan dananak korban kekerasan di dalamunit pelayanan terpadu
75% 100% 133%

Cakupan penegakan hukum daritingkat penyidikan sampaidengan putusan pengadilan ataskasus-kasus kekerasan terhadapperempuan dan anak.
100% 100% 100%

Cakupan perempuan dan anakkorban kekerasan yangmendapatkan layanan bantuanhukum
90% 100% 111%

Cakupan layanan pemulanganbagi perempuan dan anakkorban kekerasan 70% 100% 143%
Cakupan layanan reintegrasisosial bagi perempuan dan anakkorban kekerasan 100% 100% 100%
Meningkatnya PartisipasiPerempuan dan Anak 24,5% 24,5% 100,0%Meningkatnya Jumlah PekerjaSosial Masyarakat 1680 orang 1049 orang 62%Meningkatnya Jumlah TAGANA 347 orang 108 Orang 31%Cakupan pembinaan KarangTaruna 45 45 100%Cakupan pembinaanLembaga/Orsos 176 67 lembaga 67lembagaCakupan pembinaan PantiPemerintah 3 panti 3 panti 100%Cakupan pembinaan PantiSwasta 15 panti 14 panti 93%Meningkatnya Jumlah KelompokPeduli Napza 63kelompok 150kelompok 150kelompokMeningkatnya KUBE-FM 302kelompok 553kelompok 183%Meningkatnya USEP-KM 60Kelompok 57Kelompok 95%Meningkatnya penanganan anakjalanan 24% 100% 417%Meningkatnya penangananlansia terlantar 23,52% 41,95% 178%Meningkatnya penangananpenyandang cacat 8,20% 8,85% 108%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Cakupan wilayahpenanggulangan kemiskinan 45 KelCakupan pembinaan wawasankebangsaan 750 orang 1875 Orang 250%Cakupan pembinaan organisasipemuda 162organisasi 94Organisasi 58%Cakupan Pembinaan danPengembangan Olah Raga yangberprestasi 34organisasiolahraga 34organisasiolahraga 100%
Menguatkandaya saingdaerah untukmemajukankotaYogyakarta

Terwujudnyapeningkatankualitassumber dayamanusiayang unggul
Rerata UN SD/SMP 7,80 7,47 96%Jumlah siswa berprestasi Tk.Nasional 0,20% 0,03% 15,00%Jumlah guru tersertifikasi 85% 73% 86%Jumlah guru berkualifikasi minS1/D-IV 94% 91% 97%Jumlah Sekolah Terakreditasi 99% 100% 101%Rerata UN SMA/SMK 7,75 7,47 0,96Jumlah siswa berprestasi Tk.Nasional 0,20% 0,03% 15,00%Jumlah guru tersertifikasi 85% 73% 86%Jumlah guru berkualifikasi minS1/D-IV 94% 91% 97%Jumlah Sekolah Terakreditasi 99% 100% 101%Jumlah PAUD terakreditasi 4% 23% 575%Kelulusan UNPK warga belajar 90% 97% 108%Jumlah LKP terakreditasi 24% 21% 88%Jumlah Sarpras terstandar 90% 89% 99%Jumlah Tenaga Kependidikansesuai kualifikasi 60% 59% 99%Jumlah Sekolah terstandarnasional(SSN) 93% 100% 108%Meningkatnya kepuasanpengunjung Taman Pintar 79% 77% 97%Jumlah kunjungan pemustakaperpustakaan naik 10% naik 41,26% 413%Rasio jumlah penggunaperpustakaan digital (digitallibrary) terhadap anggotaperpustakaan digital

1:05 1:05 100%
Jumlah TBM di Kota Yogyakarta 12 0 0%Jumlah perpustakaankhusus/instansi 2 unit 2 unit 100%Jumlah pengelola perpustakaansekolah yang dilatih 60 orang 60 orang 100%Jumlah pedoman perpustakaan 2 jenis 2 jenis 100%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Meningkatnya pencari kerjatidak terlatih yang mengikutipelatihan 7077pencaker 7494Pencaker 106%
Menurunnya perusahaankategori rawan dan setengahrawan 644 perush 630 Perush 98%
Menurunnya jumlah penganggur 16561orang 15181Orang 92%Prosentase transmigrasi yangditempatkan 15 KK 12 KK/39jiwaTerwujudnyaperekonomiandaerah yangkuat
Meningkatnya jumlah  sebaraninformasi/promosi pariwisatadan kerjasama antardaerah sertajejaring kerja denganstakeholder

3 daerahpasarwisatapotensial
6 daerahpasarwisatapotensial

200%
Meningkatnya kerjasamaantardaerah serta jejaring kerjadengan stakeholder 1 daerahkerjasama,1 Jejaringkerja dgstakeholder

5 daerahkerjasama,3 Jejaringkerja dgstakeholder
500%

Meningkatnya jumlah dan varianobyek daya tarik wisata 1 odtw 1 odtw 1 odtwNaiknya IKM dari 72% menjadi80% 78% 79,70% 102,2%Pengelolaan keragaman budayapada kelompok/organisasi senidan budaya 120kelompoksenibudaya
311kelompoksenibudaya

259,17%
Cakupan kajian seni 100% 173% 173%Cakupan fasilitasi seni 96% 286% 298%Cakupan gelar seni 100% 294% 294%Cakupan misi kesenian 100% 800% 800%Cakupan SDM kesenian 100% 400% 400%Cakupan tempat kesenian 100% 600% 600%Cakupan organisasi kesenian 100% 294% 294%Tersosialisasikannya danteraktualisasikannya  nilai-nilaibudaya di masyarakat 4 nilaibudaya 7 nilaibudaya 175%
Jumlah kekayaan budaya yangditetapkan menjadi BangunanCagar Budaya/Benda WarisanBudaya dari 437BCB/BWBmenjadi 600BCB/BWB

90% 95% 105%
Meningkatnya sarana prasaranapasar 85% 84% 98,82%Intensitas penanganan sampahpasar 20' 20' 100%Menurunnya pelanggaran perdapasar 40% 40% 100%Menurunnya jumlah kasuskriminalitas di pasar 51 61 119,6%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Optimalisasi lahan pasar 96% 96,00% 100%Optimalisasi pengelolaanretribusi 14,6 M 14,9 M 102%Peningkatan jumlah pedagangyang dibina 8625 6.070 70,38%Peningkatan frekuensi promosi 70 89 127,14%Jumlah pelaku UMKM ygdifasilitasi (di luar PEW) 1050 orang 2214 orang 211%Jumlah pelaku usaha mikro kecilyg difasilitasi 14420orang 15510orang 108%meningkatnya kemampuan dandaya saing usaha pedagang kecil 174 kali 174 kali 100%meningkatnya keamanankonsumen barang dan jasa 340 340 100%Peningkatan pelayananpembenihan serta jumlah dankemampuan kelompok 10%: klaskelompok:utama 19,madya 45,lanjut 111danpemula133

10%;Total264 kel

Peningkatan pelayananpembenihan serta jumlah dankemampuan kelompok 42638,585kg &pokdakan90: klaskelompokutama1,madya 3,lanjut 16danpemula 70

42.057 Kg&pokdakan40: klaskelompok1; madya 7;pemula 32
Terwujudnyadaya dukungpengembangan usaha

ketepatan waktu penerbitan Izin 100% 100% 100%Prosentase penegakan  PerdaPerUndang-Undangan secaraPro Yustisi 82,21% 93,95% 114,28%
Prosentase penegakanPeraturan PerUndang-Undangansecara Non Yustisi 100% 100% 100%
Penyelesaian penindakan hukumterpadu terhadap pelanggaranperaturan daerah (kasus) 190 190 100%
Meningkatnya  pemberdayaanperlindungan masyarakat 100%Persentase petugasperlindungan masyarakat 100%Tersedianya luasan RTH publik(Keputusan Menteri PekerjaanUmum : 14/PRT/M/2010tentang SPM Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang)

19.71% 19,05% 95,65%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Tersedianya luasan RTH privatterhadap luas wilayah KotaYogyakarta 14.99% 14,72% 98,20%
Meningkatnya luasan tamankota 68.805 m2 69.535 m2 101,1%Bertambahnya jumlah pohonperindang untuk jalur hijau 39.737pohon 21.387pohon 53,82%Tersedianya RTH lingkungantingkat RW 180 RW 66 RW 36,67%Jumlah pengadaan tanah untukruang terbuka publik 35 Kel 36 Kel 103%Menurunnya jumlah parameterkualitas air sungai yang tidakmemenuhi baku mutu pada 4sungai di Kota Yogyakarta

9parameter 7parameter 122,20%
Terpantaunya usaha/ kegiatanyang mengelola limbah cairsesuai baku mutu Kep Gub DIYNomor 281/KPTS/1998

90 usaha 100 usaha 111%
Menurunnya jumlah parameterkualitas udara ambien yangtidak memenuhi baku mutupada 10 lokasi pemantauan

4parameter 0parameter 200%
Terpantaunya usaha/ kegiatanyang mentaati dokumenlingkungan dan peraturanlingkungan hidup

200 usaha 178 usaha 89,00%
Meningkatnya jumlahusaha/kegiatan yang memilikidokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL, SPPL, DPL)

425  usaha 487 usaha 115%
Prosentase lahan dan/atautanah yang telah didtetapkanstatus kerusakan lahan dan/atautanah untuk produksi biomassayang diinformasikan (PeraturanMENLH No. 19 Tahun 2008tentang SPM Bidang LingkunganHidup Daerah Provinsi danKabupaten/Kota)

70% 100% 143%

Meningkatnya jumlahkelembagaan masyarakatpengelola lingkungan padatingkat kelurahan
36kelurahan 35kelurahan 97%

Terlayaninya pengujianparameter kualitas lingkungandi laboratorium pengujiankualitas lingkungan sesuaistandar SNI
20parameter 18parameter 90,00%

Termanfaatkannya SistemInformasi Lingkungan Hidupdalam penyajian data daninformasi lingkungan
7 menu 7 menu 100%
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TUJUAN SASARAN
RPJMD INDIKATOR TARGET

2015

REALISASI
TAHUN

2015

TINGKAT
CAPAIAN
TAHUN

2015Meningkatnya jumlah sekolahberwawasan lingkungan 285sekolah 165sekolah 57,89%Terpilihnya sekolah AdiwiyataKota 15 sekolah 48 sekolah 320,0%Terpantaunya kualitas air tanahpada sumur milikusaha/kegiatan dan rumahtangga (domestik)
300 titik 162 titik 54%

Terkendalinya penurunanpermukaan air tanah 10 cm 10 cm 100%
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2.4.2. Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2015Evaluasi hasil pelaksanaan program pada RKPD dan pencapaian RPJMD sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.255Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2015Kota Yogyakarta

PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PeningkatanKapasitasKelembagaan danKetatalaksanaanPemerintah Daerah
Jumlah organisasiperangkat daerahyang telah dianjab 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Organisasi
Jumlah organisasiperangkat daerahyang telahterevaluasikelembagaannya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah tatalaksana/mekanisme kerja yangbersifatumum/lintas SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah organisasiperangkat daerahyang telah memilikiIKM

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANJumlah organisasiperangkat daerahyang telah memilikistandar pelayanan
80% 80% 100% 85% 86% 101% 90% 92,31% 103% 95% 98% 103% 100%

Program PelayananPengadaanBarang/jasa Terpenuhinyapelayananpengadaanbarang/jasa yangefisien akuntabeldan profesionalberbasis teknologiinformasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dalbang

Program PeningkatanManajemenPenyelenggaraanPemerintahan
Jumlah SKPD yangmenyusun laporansesuai ketentuan dantepat waktu

48 SKPD 40 SKPD 83% 48 SKPD 39 SKPD 81% 48 SKPD 39 SKPD 81% 48 SKPD 48 SKPD 100% 48 SKPD Tapem
Jenis Dokumenpelaporan daerahtingkat Pemkotyang disusun tepatwaktu

7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis
MeningkatnyaIndeks KepuasanLayananMasyarakat tingkatKecamatan/Kelurahan

80 79,86 100% 81 79,91 99% 82% 80,27% 97,89% 83 83 100% 84
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Tegalrejo
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 TR
Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Jetis

Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik
10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 JT

Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanGondokusuman
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 GK

Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Danurejan
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 2 20% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 DN
Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanGedongtengen

Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik
10 9 90% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 GT

Program PeningkatanPelayanan MasyarakatBerbasis Kewilayahan Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakan 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 NG
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANKecamatan Ngampilan dengan baikProgram PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Kraton
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 8 80% 10 14 140% 10 15 150% 10 15 150% 10 KT
Program PeningkatanPelayananMasyarakat berbasiskewilayahanKecamatanGondomanan

Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik
10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 GM

Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanPakualaman
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 PA

Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanMergangsan
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 10 100% 10 12 100% 12 12 100% 12 12 100% 10 MG

Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanUmbulharjo
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 UH
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Kotagede
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 KG

Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanMantrijeron
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 6 100% 10 11 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 MJ

Program PeningkatanPelayananMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanWirobrajan
Jumlah Pelimpahankewenangan yangdilaksanakandengan baik

10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 WB

Program PenataanPeraturanperundang-undangandan PelayananHukum
JumlahRaperda/Perwalyang tersusun 10Raperdadan 50Perwal

19raperdadan 92perwal
10Raperdadan 50Perwal

12Raperdadan 84Perwal
10Raperdadan 50Perwal

8 Raperdadan 94Perwal 10Raperdadan 50Perwal
10Raperdadan 84Perwal

10Raperdadan 50Perwal
Hukum

Jumlah ProdukHukum yangdisosialisasikan 12ProdukHukum 18produkhukum 150% 12 ProdukHukum 13produkhukum 108% 12ProdukHukum 88ProdukHukum 733% 12ProdukHukum 79ProdukHukum 658% 12ProdukHukumJumlah penangananpersoalan hukumPemkot Yogyakarta 5perkara/sengketa 11perkara/sengketa 220% 4 perkara/sengketa 14perkara/sengketa 350% 4perkara/sengketa 8 perkara/sengketa 200% 4perkara/sengketa 8 perkara/sengketa 200% 4perkara/sengketa
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PeningkatanSistem PengawasanInternal MenurunnyaJumlah temuanAparaturPemeriksaanInternalPemerintah (APIP)
26 15 58% 24 12 50% 22 1500% 20 75 375 % 18 Inspektorat

Prosentasepengaduanmasyarakat yangtelahditindaklanjuti
75% 67% 89% 76% 55% 72% 78% 66% 85% 81% 49% 60% 85%

Program PeningkatanKualitas KebijakanPengembanganPerekonomian danInvestasi Daerah
Tersedianya datapendukungkebijakanpenanaman modal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% P3ADK
Program PeningkatanKualitas KebijakanPengembanganPendapatan Daerah

Tersedianya datarealisasipendapatan aslidaerah
100% 87,50% 87,50% 100% 83,33% 83,33% 100% 95,83% 95,83% 100% 100% 100% 100% P3ADK

Program PengamananPenerimaan PajakDaerah Meningkatnyapersentase realisasipenerimaan pajakdaerah terhadaptarget penerimaanpajak daerah
0,5% 0,42% 84,00% 0,5% 0,47% 94% 0,50% 0,51% 102,00% 0,5% 0,47% 94,0% 0,5% DPDPK



Rencana Kerja Pembangunan Daerah | II - 403

PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PengelolaanBarang Daerah Meningkatnyakesesuaian denganstandarpelaksanaanprosedur dari 89%menjadi 94%
90% 90,13% 100,14% 91% 91,12% 100,13% 92% 92,17% 100,18% 93% 92,99% 100% 94% DBGAD

Program PeningkatanBarang Daerah Meningkatnyapemenuhankebutuhan barangdaerah sesuaistandar kebutuhandari 80% menjadi85%

81% 81,06% 100,07% 82% 82,07% 100,09% 83% 83,07% 100,08% 84% 83,96% 100% 85% DBGAD

Program PengelolaanAnggaran Daerah Terwujudnyapengelolaananggaran daerahyang tepat waktutransparan danakuntabel
Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu tepatwaktu tepatwaktu tepatwaktu tepatwaktu tepatwaktu tepatwaktu DPDPK

ProgramPengendalian BelanjaDaerah danPengelolaan DanaPerimbangan
Terwujudnyapengendalianbelanja daerah 91% 91% 100% 92% 92% 100% 93% 75% 81% 94% 95% 101% 95% DPDPK
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPenatausahaanPembiayaan danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDsesuai peraturanperundang-undanganyang Berlaku

Terwujudnyalaporan keuangantepat waktu,transparan,akuntabel dan layakdiaudit
91% 91% 100% 92% 92% 100% 93% 72% 77% 94% 94% 100% 95% DPDPK

ProgramPerencanaanPembangunan Daerah TersedianyadokumenperencanaanRPJMD yang telahditetapkan dalambentukPERDA/PERWAL

Ada Ada 100% Ada Ada 100% Ada Ada 100% Ada Ada 100% Ada Bappeda

Tersedianyadokumenperencanaan RKPDyang telahditetapkan dalambentuk PERWAL
Ada Ada 100% Ada Ada 100% Ada Ada 100% Ada Ada 100% Ada

ProgramPengendalian danEvaluasiPembangunan
Kesesuaianprogram terhadapdokumenperencanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
ProgramPengembanganData/Informasi Ketersediaan datadasar, sektoral, dankewilayahan sesuaikebutuhan

80% 80% 100% 85% 85% 100% 90% 90% 100% 95% 95% 100% 100% Bappeda
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANKetersediaaninformasipembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program PenelitianDan PengembanganDaerah Kesesuaian hasilkajian dengandokumenperencanaan yangada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
Kesesuaian hasilkajian dengan isustrategis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPengendalianPelaksanaanPembangunan
Meminimalkanketidaksesuaianrealisasikeluaran/outputkegiatan dengantarget kegiatan,pelaksanaankegiatan denganrencana tahapankegiatan, danpelaksanaankegiatan denganketentuan yangberlaku

10% 7,50% 102,70% 9% 6,68% 102,54% 8% 7,47% 93,38% 7% 7,4% 105,22% 6% Dalbang
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPengembanganKomunikasi,Informasi dan MediaMassa
Disseminasi danpendistribusianinformasi melaluimedia massa(majalah, radio, danTV)

503 2293 456% 506 1.372 271% 509 1.766 347% 512 1.965 383,79% 515 Humas

Disseminasi danpendistribusianinformasi  melaluimedia baru sepertiwebsite (internet)
1 kali/hari 1 kali/hari 100% 1 kali/hari 1 kali/hari 100% 1 kali/hari 1 kali/hari 100% 1 kali/hari 1 kali/hari 100% 1 kali/hari

Disseminasi danpendistribusianinformasi  melaluimedia tradisionalseperti pertunjukanrakyat
1 kali/tahun 2 kali 200% 1 kali/tahun 2 kali 200% 1 kali/tahun 10 kali/tahun 1000% 1 kali/tahun 8 kali/tahun 800% 1 kali/tahun

Disseminasi danpendistribusianinformasi  melaluimediainterpersonalseperti sarasehan,ceramah, ataudiskusi

1 kali/tahun 1 kali 100% 1 kali/tahun 8 kali 800% 1 kali/tahun 15 kali/tahun 1500% 1 kali/tahun 16 kali/tahun 1600% 1 kali/tahun
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANDisseminasi danpendistribusianinformasi  melaluimedia luar ruangseperti buletin,leaflet, booklet,brosur, atau baliho

75 kali 102 136% 76 kali 334 kali 439% 77 kali 398 kali 517% 78 kali 427 kali 547% 79 kali

ProgramPengembanganKomunikasi,Teknologi Informasidan AplikasiTelematika
Meningkatnyajumlah aplikasitelematika yangterkelola

46aplikasi 46 100% 48aplikasi 48 100% 50aplikasi 50aplikasi 100% 52aplikasi 56aplikasi 108% 108% TIT
Tertanganinyakeluhantelekomunikasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kenaikan bandwithinternet 13 mbps 11.5Mbps 88% 16 mbps 36 Mbps 225% 20 mbps 50 mbps 250% 26 mbps 150 mbps 577% 576,9%
Kenaikan bandwithintranet 1 mbps 1 mbps 100% 1 mbps 1 mbps 100% 1.5 mbps 2 mbps 133% 2 mbps 5 mbps 250% 250,0%

Program PeningkatanPelayananAdministrasi Umum,Keuangan SekretariatDaerah, danKerumahtanggaan
Pelayananadministrasi umum,penatausahaanpersuratan dinas,persandian,keuangansekretariat daerah,kerumahtanggaan,dan administrasibarang sekretariatdaerah

100 100 100% 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Umum
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah, Sekda,Asisten, Staf Ahli DanKeprotokolanPemerintah Daerah
JumlahPendampingankegiatan KepalaDaerah, Sekda,Asisten dan StafAhli

1.290 1.064 82% 1.329 1.734 130% 1.370 1.416 103% 1425 1.210 85% 1482 Protokol

JumlahPenyelenggaraanSeremonial KepalaDaerah
757 8548 1129% 765 880 115% 788 718 91% 811 1.088 134% 843

ProgramPenyelamatan danPelestarianDokumen/ArsipDaerah
Jumlah SKPD/UnitKerja yangmelaksanakanpengelolaan arsipdinamis aktif(SKPB)

20% 20% 100% 20% 20% 100% 20% 20% 100% 20% 100% 500% 20% Arpusda

Jumlah SKPD/UnitKerja yangmelaksanakanpengelolaan arsipdinamis inaktif(SKPB)
20% 20% 100% 20% 20% 100% 20% 20% 100% 20% 100% 500% 20%

Terlaksananyapengelolaan arsipstatis. 20% 20% 100% 20% 20% 100% 20% 20% 100% 20% 20% 100% 20%
Pengadaan Saranadan PrasaranaKearsipan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANTerlaksananyapeningkatankualitas SDMbidang kearsipan.
30% 30% 100% 30% 30% 100% 30% 30% 100% 30% 100% 333% 30%

Kemitraan denganlembaga kearsipandan lembaga non-kearsipan
4lembaga 4lembaga 100% 4 lembaga 4 lembaga 100% 4lembaga 4 lembaga 100% 4lembaga 6lembaga 150% 4lembaga

Penyusunanpedomankearsipan. 3pedoman 4pedoman 133% 4pedoman 4pedoman 100% 4pedoman 4 pedoman 100% 4pedoman 4pedoman 100% 4pedomanProgramPengembanganKerjasama Daerah Realisasiperumusanperikatankerjasama daerah
20Perikatan 54Perikatan 270% 20Perikatan 59Perikatan 295% 20perikatan 84perikatan 420% 20perikatan 67Perikatan 335% 20perikatan P3ADK

Terlaksananyaevaluasipelaksanaankerjasama daerah
100% 97,52% 97,52% 100% 98,82% 98,82% 100% 51,01% 51,01% 100% 100% 100% 100%

Program PeningkatanLayanan Pada DPRD PengelolaanpelayanankesekretariatanDPRD
100% 100% 100% 100% 93% 93% 100% 48,06% 48,06% 100% 84% 84% 100% SekretariatDPRD

ProgramPengembanganManajemenKepegawaian
Presentasepemenuhankebutuhaninstrumenmanajemenkepegawaian

38% 38% 100% 46% 46% 100% 54% 127,88% 236,81% 62% 89.53% 62% 89.53% BKD
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPengembangan KarierPejabat Strukturaldan Fungsional
Presentasepemenuhan formasipejabat strukturaldan fungsionalsesuai kebutuhan

91% 91% 100% 92% 92% 100% 93% 109,90% 118,17% 94% 99.26% 106% 95% BKD
Program PeningkatanPelayananAdministrasiKepegawaian

Terpenuhinyapelayananadministrasikepegawaian
90,2% 90,20% 100% 90,40% 90,40% 100% 90,60% 123,92% 136,78% 90,8% 73.32% 91% 73.32% BKD

Program Peningkatankapasitas LembagaSosialKemasyarakatan
Prosentase regulasiatau peraturanterkait kewilayahanyangterinformasikankepada lembagamasyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tapem

Program PeningkatanKualitas Sumber DayaManusia PersentasePemenuhanKebutuhan Diklatdan JenjangPendidikan PNS
53% 53% 100% 55% 55% 100% 57% 98,87% 173,46% 59% 82.24% 139% 61% BKD

Persentase Perdabersanksi Pidanayang dipahami olehpersonel PPNS danSatpol PP
75% 75% 100% 85% 85% 100% 90% 89% 99% 95% 100% Dintib

Program UpayaPelayanan Kesehatan Cakupan mutupelayanankesehatan dasar 64% 68,70% 107,34% 68% 81,00% 119,12% 73% 88,51% 121,25% 76% 91,11% 119,88% 80% Dinkes
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANCakupan pelayanankesehatan bagimasyarakat miskin 100% 162,5% 162,5% 100% 176% 176% 100% 151,70% 151,70% 100% 274,25% 274,25% 100%
Cakupanpenanganankegawatdaruratan 60% 100% 167% 65% 100% 154% 70% 97,27% 138,96% 75% 133,33% 177,78% 80%

Program PeningkatanMutu PelayananMedis Pemberianpelayanan kegawatdaruratan yangbersertifikasi yangmasih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)

76% 76% 100% 82% 82% 100% 88% 89.22% #VALUE! 94% 89,22% 95% 100% RSUD

Waktu tunggu diRawat Jalan 81 menit 81 menit 100% 75 menit 75 menit 100% 69 menit 90 menit 130% 63 menit 90 menit 57,10% 57 menitWaktu tungguoperasi elektif 2,5 hari 2,5 hari 100% 2,3 hari 2,3 hari 100% 2,1 hari 1,017 hari 48% 1,9 hari 1,017hari 147% 1,7 hariProgram PeningkatanMutu PelayananPenunjang Meningkatnya MutuPelayananPenunjang 96% 96% 100% 97% 97% 100% 98% 99.5% #VALUE! 99% 99% 100% 100% RSUD
Waktu tunggu hasilpelayanan 145menit 145menit 100% 140 menit 140 menit 100% 135menit 140,57menit 104% 125menit 50,49menit 631% 115menitkejadian kegagalanpelayanan rontgenkarena kerusakanfoto

2,2% 2,20% 100% 2,0% 2,0% 100% 1,8% 2% 111,1% 1,6% 2% 75,0% 1,4%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PeningkatanMutu PelayananKeperawatan Meningkatnya MutuPelayananKeperawatan 97% 97% 100% 98% 98% 100% 98% 81.2% #VALUE! 99% 99% 100% 100% RSUD
Kejadian pulangpaksa 7% 7% 100% 7% 7% 100% 6% 6.13% #VALUE! 5% 2,30% 154% 5%Perawat pemberilayanan di rawatinap minimal D3 95% 95% 100% 96% 96% 100% 97% 92.16% #VALUE! 98% 100% 102% 100%

ProgramPengembanganSarana dan PrasaranaRumah Sakit
Meningkatnyakelancaran saranadan prasaranarumah sakit

84% 84% 100% 85% 85% 100% 88% 79.7% #VALUE! 90% 90% 100% 90% RSUD
Ketepatan waktupenyediaan linenuntuk rawat inap 62% 62% 100% 67% 67% 100% 72% 100% 139% 77% 100% 130% 85%

Program PeningkatanPelayananKefarmasian danPengelolaan AlatKesehatan
Cakupanketersediaan obat,vaksin dan alatkesehatan untukpelayanankesehatan dasar diPuskesmas

91% 90% 99% 92% 92% 100% 93% 91,90% 98,82% 94% 99,98% 106,36% 95% Dinkes

Program KeluargaBerencana danKeluarga Sejahtera Terkendalinya /penurunan angkakelahiran 14,85 14,26 96% 14,64 10,83 74% 14,42 10,75 0,745492 14,212 Belumdapatditentukan Belumdapatditentukan
14 Kantor KB
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANMeningkatnyajumlah keluarga prasejahtera dankeluarga sejahtera Iyang mengikutiprogram KB
71,4% 68,87% 96,46% 71,8% 71% 99,4% 72,2% 71,50% 99,03% 72,6% 73,8% 101,7% 73%

Program UpayaPelayanan Gizi danKesehatan Keluarga cakupan balitaditimbang beratbadannya ( MDG's ) 74% 74% 100% 78% 74,11% 95,01% 81% 74,90% 92,47% 85% 85,31% 100,36% 85% Dinkes
Prevalensi balitakekurangan gizi(MDG's) 9% 9% 100% 9% 7,33% 81,44% 8,72% 7,93% 90,94% 8% 7,93% 99,13% 8%
cakupan pemberianmakananpendamping ASIpada anak usia 6 -24 bulan keluargamiskin (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 54,53% 54,53% 100% 67,21% 67,21% 100%

Cakupan Balita GiziBurukMendapatkanPerawatan (MDG's),(SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100%

Prevalensi anemiapada ibu hamil 30% 30% 100% 29% 24,10% 83,10% 28% 28,10% 100,36% 27% 23,20% 85,93% 26%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANCakupan kunjunganibu hamil yangmendapatkanpelayananantenatal sesuaistandar (K4) (SPM)
92% 92% 100% 93% 89,27% 95,99% 94% 92,85% 98,78% 95% 99,97% 105,23% 96%

Proporsi kelahiranyang ditolongtenaga kesehatanterlatih (PN )
92% 92% 100% 93% 100% 108% 94% 99,89% 106,27% 100% 99,97% 99,97% 96%

Cakupan kunjunganbayi (neonatal)lengkap (KNLengkap) (SPM)
84% 84% 100% 86% 92,49% 107,55% 87% 94,37% 108,47% 89% 82,6% 92,8% 90%

Cakupan Peserta KBAktif (SPM) 74% 74% 100% 75% 75,69% 100,92% 76% 75,54% 99,39% 77% 59,88% 77,77% 78%
ProgramPengendalianPenyakit danPenyehatanLingkungan

Persentase bayiusia 0-11 bulanyang mendapatimunisasi dasarlengkap (MDG's)
88% 88% 100% 91% 94% 103% 98,60% 96,93% 98,31% 95% 90,74% 95,52% 95% Dinkes

Cakupan imunisasianak sekolah dasar(SPM) 98% 98% 100% 99% 95,50% 96,46% 99% 97,35% 98,33% 99,5% 96,91% 97,40% 100%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANCakupanDesa/KelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)(SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan PenemuanPasien Baru TBBTA+ (SPM) 94% 94% 100% 94% 88,69% 94,35% 73% 85,00% 116,44% 94% 126,28% 134,34% 94%
Cakupan Penemuandan PenangananPenderita PenyakitDBD (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase SaranaSanitasi DasarMemenuhi Syarat 92% 92% 100% 93% 98% 106% 93% 98,22% 105,61% 94% 94,10% 100,11% 94%
Semua KelurahanMelaksanakanSanitasi TotalBerbasisMasyarakat (STBM)(MDG's)

12kelurahan 12kelurahan 100% 25kelurahan 30kelurahan 120% 33kelurahan 45kelurahan 136% 45kelurahan 45kelurahan 100% 45kelurahan
Program Pembiayaandan JaminanPemeliharaanKesehatan

Persentasependuduk miskinmendapatkanjaminan kesehatan
100% 100% 100% 100% 338,17% 338,17% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANPersentasependuduk rentanmiskin yangmendapat jaminankesehatan
100% 100% 100% 100% 158,02% 158,02% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%

Program RegulasiPelayanan Kesehatandan PengelolaanSumber DayaManusia Kesehatan
Persentase SaranaPelayananKesehatan yangMemenuhi StandarMutu Minimal dari87 % menjadi 95%

87% 87% 100% 89% 87,46% 98,27% 92% 92,34% 100% 93% 97,00% 104,30% 95% Dinkes

Cakupan KeamananMutu Pangan dari64 % menjadi 80 % 64% 64% 100% 68% 99,60% 146,47% 74% 100,00% 135,14% 76% 100,00% 131,58% 80%
Jumlah SDMKesehatan yangmengikutipendidikan

9 9 100% 18 18 100% 27 14 52% 36 17 47,22% 45
Jumlah SDMKesehatan yangmengikuti pelatihan 100 100 100% 200 141 71% 300 323 108% 400 448 112% 500

ProgramPemberdayaanMasyarakat danpromosi Kesehatan
Cakupan KelurahanSiaga Aktif(Mandiri) 55% 55% 100% 65% 66,67% 102,57% 70% 71,10% 101,57% 75% 71,10% 94,80% 80% Dinkes
Persentase RumahTangga yangmelaksanakanPHBS

55% 55% 100% 60% 68,40% 114,00% 65% 77,22% 118,80% 70% 75,09% 107,27% 75%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANCakupanPenjaringanKesehatan Siswa SDdan  Setingkat(SPM)
100% 100% 100% 100% 99,90% 100% 100% 98,50% 98,50% 100% 98,1% 98,1% 100%

Program Penelitian,Pengembangan danInformasi Kesehatan persentasepemanfaatan datadan informasikesehatan
96% 96% 100% 98% 97% 99% 98% 100,00% 102,04% 99% 100% 101,0% 100% Dinkes

CakupanDesa/KelurahanMengalami KLByang DilakukanPenyelidikanEpidemiologi < 24jam (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPengembanganRencana Rinci danInfrastrukturKawasan
Peningkatancakupan rencanarinci tata ruang dankawasan strategiskota

62% 62% 100% 64% 64% 100% 66% 66% 100% 68% 68% 100% 70% Kimpraswil
Program PenataanKawasan Sungai Cakupan penataankawasan sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai 100% 3 sungai 3 sungai 100% 3 sungai Bappeda
Program Peningkatandan PemeliharaanPenerangan JalanUmum

Meningkatnyakualitaspenerangan jalanumum
91% 91% 100% 92% 93% 101% 93% 93% 100% 94% 94% 100% 95% Kimpraswil
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram Peningkatandan PemeliharaanJalan dan Jembatan Meningkatnyakualitas dankuantitas saranadan prasarana jalandan jembatan
78% 78% 100% 79% 79% 100% 80% 83% 104% 81% 87% 107% 82% Kimpraswil

Program Peningkatandan PemeliharaanPengairan Meningkatnyakualitas saluranpengairan 70,50% 71% 100,00% 71% 71% 100% 71,5% 71,5% 100% 72% 72% 100% 72,5% Kimpraswil
Program Peningkatandan PemeliharaanDrainase Meningkatnyakualitas salurandrainase 87% 87% 100% 87,09% 87,09% 100% 87,18% 20,027% 22,972% 87,27% 69,01% 79,08% 87,36% Kimpraswil
ProgramPengembanganKinerja PengelolaanSAL

Meningkatnyakinerja pengelolaanair limbah 13,50% 13,60% 100,74% 14,50% 14,50% 100,00% 15,8% 22,19% 140,44% 17% 22% 130% 18% Kimpraswil
ProgramPengembanganSarana dan PrasaranaDasar Permukiman

Meningkatnyakualitas dankuantitas saranadan prasaranadasar permukiman
64% 64% 100% 68% 68% 100% 71% 71% 100% 75% 70% 93% 78% Kimpraswil

ProgramPengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
Meningkatnyapemeliharaankebersihan jalanyang ada di KotaYogyakarta

328penggaljalan 328penggaljalan 100% 389penggaljalan 389penggaljalan 100% 445penggaljalan 445penggaljalan 100% 500penggaljalan 500penggaljalan 100,00% 556penggaljalan BLH
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANMeningkatnyajumlahrumahtangga yangtelah melakukanpemilahan sampah
18700rumah 12.650rumah 68% 20400rumah 20.400rumah 100% 22.100rumah 21.720rumah 98% 23.800rumah 19.981rumah 83,95% 25. 500rumah

Peremajaan saranadan prasaranapengangkutansampah yang tidaklayak jalan
5 unit 10 unit 200% 5 unit 12 unit 240% 5 unit 0 unit 0% 5 unit 0 unit 0% 5 unit

Terkendalinyamunculnyapembuangansampah liar
50 titik 0 titik 0% 40 titik 30 titik 75% 30 titik 0 titik 0% 20 titik 20 titik 100% 10 titik

Meningkatnyajumlah wajibretribusikebersihan baru
75100WR 75.000WR 100% 75350 WR 75.350WR 100% 75.600WR 75.600WR 100% 75850WR 75686WR 99,78% 76.100WR

Program Peningkatandan PemeliharaanBangunan GedungPemerintah
Meningkatnyapemenuhankebutuhanbangunan gedungsesuai standarkebutuhan dari80% menjadi 85%

81% 80,96% 99,95% 82% 82% 100% 83% 82,97% 99,96% 84% 83,99% 100% 85% DBGAD

ProgramKesiapsiagaan danPengendalian BahayaKebakaran
Tercapainya respontime pemadamkebakaran 11 menit(SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPBD
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramKesiapsiagaan  danPenanggulanganBencana Alam
Tercapainya respontimepenanggulanganbencana 30 menit

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPBD
ProgramPembangunan,Rehabilitasi, danPemeliharaan SaranaPrasarana danFasilitasPerhubungan

Jumlah FasilitasPerlengkapan Jalan 4967 5293 107% 5248 5410 103% 5.529 5.770 104% 5810 6.071 104% 6091 Dishub
Prosentasepengujiankendaraanbermotor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program PeningkatanPengaturan LaluLintas dan Angkutan Prosentaseangkutan umumyang melayaniwilayah yangtersedia jaringanjalan

50% 50% 100% 60% 100% 167% 75% 100% 133% 80% 100% 125% 85% Dishub

Jumlah halte  yangtelah dilayaniangkutan umumdalam trayek
81 81 100% 150 164 109% 100 88 88% 300 93 31% 300

Jumlah terminalangkutanpenumpang yangtelah dilayaniangkutan umumdalam trayek
100% 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANJumlah  perusahaanangkutan umumyang memiliki SDMkompetensi sebagaipengawas kelaikankendaraan
- - - 5 5 100% 10 10 100% 10 10 100% 10

ProgramPengendalianKetertiban danKelancaran LaluLintas
Prosentaseangkutan umumyang melayanitrayek di dalamkota yangmemenuhi standarkeselamatan

90% 82,20% 91,33% 95% 95% 100% 100% 99,13% 99,13% 100% 97% 97% 100% Dishub

Program Operasionaldan OptimalisasiPenyelenggaraanPerparkiran
ProsentaseKetertibanpenyelenggaraanperparkiran

74% 74% 100% 78% 78% 100% 82% 83,18% 101,44% 86% 90% 105% 90% Dishub
Program PelayananDokumen dan Surat-Surat Kependudukan PenerbitanDokumen danSurat-suratKependudukan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 100% Dukcapil
Program PelayananPermohonanDokumen PencatatanSipil

PenerbitanDokumenpencatatan sipil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% Dukcapil
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramImplementasi SistemInformasiAdministrasiKependudukan
SIAK berfungsidengan baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% Dukcapil

Program Wajar 12Tahun AP (Angka PutusSekolah) 0,03 0,03 100% 0,25 0,029 12% 0,02 0,027 135% 0,02 0,02 100% 0,01 Dindik
AM (AngkaMelanjutkan) 110% 110% 100% 115% 134,4% 116,9% 120% 133,50% 111% 125% 134% 108% 130,55%Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi danLembaga KeuanganMikro
kenaikan omsetpertahun 10% 10% 100% 10% 22,95% 229,50% 10,0% 2,69% 26,90% 10% 18% 179% 10% Perindagkoptankenaikan asetpertahun 10% 10% 100% 10% 30,24% 302,40% 10% 0,99% 9,90% 10% 48% 482% 10%

ProgramPengembanganKewirausahaan danKeunggulanKompetitif UsahaKecil Menengah
meningkatnyaomset 5% (137M) 5%(137M) 100% 5% (144M) 5% (144M) 100% 5% (151M) 5% (151M) 100% 5% (158M) 6% 120% 5% (165M) Perindagkoptanmeningkatnya nilaiAset 10%(1.170,2 M) 10%(1170M 100% 10%(1.650 M) 10%(1.650 M) 100% 10%(1,900 M) 10%(1,900 M) 100% 10%(2.260 M) 12% 120% 10%(2.550 M)
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PeningkatanKetahanan Pangan peningkatankonsumsi panganyg ASUH danpenganekaragamanolahan pangan dgbahan dasar lokalyg diolah di unitusaha pangan ygmenerapkanstandar higiene-sanitasi

PPH90,9; 60unitusahapotong;6205ekor;kambing/domba5680ekor

PPH 90;60 unitusahapotongsapi6205ekor;kambing/domba5680ekor

PPH 93,9;90 unitusahapotong;6870ekor;kambing/domba5780 ekor

PPH 85.7;90 unitusahapotongsapi 8992ekor;kambing/domba9392 ekor

PPH :97,0;120 unitusaha;pemotongan sapi:7235ekor,kambing/ domba5880ekor

PPH :80,0; 120unitusaha;pemotongan sapi:8667ekor,kambing/domba9573 ekor

PPH :100; 140unitusaha;pemotongan sapi:7600ekor,kambing/domba5980ekor

PPH :86,93;140 unitusaha;pemotongan sapi:8053ekor,kambing/domba9880ekor

PPH :100; 150unitusaha;pemotongan sapi:7965ekor,kambing/domba6080ekor

Perindagkoptan

Programpemberdayaan danpeningkatan peranserta masyarakat
Meningkatnyaperan sertamasyarakat melaluiswadayamasyarakat

27% 94,10% 349% - 100% - 29% 29% 100% 30% 31% 105% 31% KPMP
ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Tegalrejo

Meningkatnyaswadayamasyarakat 33% 33% 100% 32,81% 100% 304,79% 32,85% 163,67% 498,23% 32,89% 30,48% TR
ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Jetis

Meningkatnyaswadayamasyarakat 23% 23% 100,00% 24,67% 24,67% 100,00% 26,07% 23% 88,56% 27,47% 26,37% 96,00% 30,08% JT
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanGondokusuman
Meningkatnyaswadayamasyarakat 25,37% 25,37% 100,00% 26% 27% 104% 27,37% 28% 100,47% 28,37% 29,00% 102,22% 29,77% GK

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Danurejan
Meningkatnyaswadayamasyarakat 23% 23,23% 100,00% 24,73% 95% 384,15% 26,23% 42% 160,12% 27,73% 29,88% DN

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanGedongtengen
Meningkatnyaswadayamasyarakat 24,59% 24,59% 100,00% 25,69% 89,41% 348,05% 26,79% 86,53% 322,99% 27,89% 28,89% 103,59% 33,31% GT

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanNgampilan
Meningkatnyaswadayamasyarakat 22% 22% 100% 23,72% 23,72% 100,00% 25,32% 25,73% 102% 26,92% 25,20% 93,61% 30,11% NG

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Kraton
Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,93% 97,92 36361% 27,93% 82,61% 296% 28,93% 85,88% 297% 29,93% 100% 334% 32,81% KT
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanGondomanan
Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,95% 28,05% 104,08% 27,95% 89,41% 319,91% 28,95% 162% 559,59% 29,95% 31,05% 103,67% 31,10% GM

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanPakualaman
Meningkatnyaswadayamasyarakat 23,22% 23,22% 100,00% 27,93% 82,61% 296% 28,93% 85,88% 297% 29,93% 100% 334% 30,00% PA

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanMergangsan
Meningkatnyaswadayamasyarakat 24% 24,33% 101% 25,53% 28,12% 110% 26,73% 30,55% 114,29% 27,93% 33,66% 120,52% 32,71% MG

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanUmbulharjo
Meningkatnyaswadayamasyarakat 40% 100% 252% 39,69% 80% 202% 39,73% 96,96% 244,05% 39,77% 100,00% 251,45% 31,86% UH

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatan Kotagede
Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,81% 26,13% 97% 27,81% 28,50% 102,48% 28,81% 28,81% 100,00% 29,81% 30,00% 100,64% 28,85% KG
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanMantrijeron
Meningkatnyaswadayamasyarakat 36% 15,68% 43,22% 36,33% 50% 138,73% 36,37% 33,33% 91,64% 36,41% 37,21% MJ

ProgramPemberdayaanMasyarakat BerbasisKewilayahanKecamatanWirobrajan
Meningkatnyaswadayamasyarakat 24,94% 24,94% 100,00% 25,94% 25,94% 100,00% 26,64% 26,64% 100,00% 27,84% 27,84% 100,00% 32,41% WB

Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan dan Anak
Cakupanperempuan dananak korbankekerasan yangmendapatkanpenangananpengaduan olehpetugas terlatih didalam unitpelayanan terpadu.

100% 100% 100% 100% 16,86% 16,86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KPMP
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANCakupanperempuan dananak korbankekerasan yangmendapatkanlayanan kesehatanoleh tenagakesehatan terlatihdi Puskesmasmampu tatalaksanaKtP/A danPPT/PKT di RumahSakit

100% 100% 100% 100% 19% 19% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan layananrehabilitasi sosialyang diberikan olehpetugas rehabilitasisosial terlatih bagiperempuan dananak korbankekerasan di dalamunit pelayananterpadu

55% 100% 182% 62% 100% 161% 70% 100% 143% 75% 100% 133% 80%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANCakupan layananbimbingan rohaniyang diberikan olehpetugas bimbinganrohani terlatih bagiperempuan dananak korbankekerasan di dalamunit pelayananterpadu

55% 100% 182% 62% 100% 161% 70% 100% 143% 75% 100% 133% 80%

Cakupan penegakanhukum dari tingkatpenyidikan sampaidengan putusanpengadilan ataskasus-kasuskekerasan terhadapperempuan dananak.

85% 100% 118% 90% 100% 111% 95% 100% 105% 100% 100% 100% 100%

Cakupanperempuan dananak korbankekerasan yangmendapatkanlayanan bantuanhukum

45% 100% 222% 60% 100% 167% 75% 100% 133% 90% 100% 111% 100%

Cakupan layananpemulangan bagiperempuan dananak korbankekerasan
25% 100% 400% 40% 100% 250% 55% 100% 182% 70% 100% 143% 85%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANCakupan layananreintegrasi sosialbagi perempuandan anak korbankekerasan
65% 100% 154% 80% 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ProgramPemberdayaan danPeningkatanPartisipasiPerempuan dan Anak
MeningkatnyaPartisipasiPerempuan danAnak

23% 22,14% 96,26% 23,50% 23,50% 100,00% 24% 24,03% 100,13% 24,5% 24,5% 100,0% 25% KPMP
ProgramPemberdayaan Sosial MeningkatnyaJumlah PekerjaSosial Masyarakat 1470Orang 1158Orang 79% 1540Orang 1158Orang 75,19% 1610orang 1057orang 65,65% 1680orang 1049orang 62% 1750orang Dinsos

MeningkatnyaJumlah TAGANA 263Orang 93 Orang 35,36% 291 Orang 93 Orang 31,96% 319orang 56 orang 17,55% 347orang 108Orang 31% 375orangCakupanpembinaan KarangTaruna 45 45 100% 45 45 100% 45 45 100% 45 45 100% 45
CakupanpembinaanLembaga/Orsos 176 90 51% 176 90 51% 176 90 0,511364 176 67lembaga 67lembaga 176
Cakupanpembinaan PantiPemerintah 3 panti 3 panti 100% 3 panti 3 panti 100% 3 panti 3 panti 100% 3 panti 3 panti 100% 3 panti
Cakupanpembinaan PantiSwasta 15 panti 14 Panti 93% 15 panti 14 Panti 93% 15 panti 14 panti 93% 15 panti 14 panti 93% 15 panti
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANMeningkatnyaJumlah KelompokPeduli Napza 33kelompok 33kelompok 100% 43kelompok 33kelompok 77% 53kelompok 33kelompok 62% 63kelompok 150kelompok 150kelompok 73kelompok
MeningkatnyaKUBE-FM 281kelompok 312kelompok 111% 288kelompok 312kelompok 108% 295kelompok 461 klmpok 156% 302kelompok 553kelompok 183% 309kelompokMeningkatnyaUSEP-KM 57Kelompok 56Kelompok 98% 58Kelompok 56Kelompok 97% 59Kelompok 57Kelompok 97% 60Kelompok 57Kelompok 95% 61KelompokProgram RehabilitasiSosial Meningkatnyapenanganan anakjalanan 21% 24% 114% 22% 26% 118% 23% 25% 109% 24% 100% 417% 25% Dinsos
Meningkatnyapenanganan lansiaterlantar 20,52% 20,50% 99,90% 21,52% 22,50% 104,55% 22,52% 22,52% 100,00% 23,52% 41,95% 178% 24,52%
Meningkatnyapenangananpenyandang cacat 8,20% 8,20% 100% 8,20% 8,20% 100% 8,2% 8,2% 100,0% 8,20% 8,85% 108% 8,2%

ProgramPenanggulanganKemiskinan Cakupan wilayahpenanggulangankemiskinan 45 Kel 45 Kel 45 Kel 45 Kel 100% 45 Kel 45 Kel Bappeda
ProgramPengembanganWawasanKebangsaan

Cakupanpembinaanwawasankebangsaan
725orang 750orang 103% 750 orang 750 orang 100% 750orang 750 orang 100% 750orang 1875Orang 250% 750orang Kesbang

Program Pembinaandan PengembanganGenerasi Muda Cakupanpembinaanorganisasi pemuda 157organisasipemuda 157organisasi 100% 162organisasi 162organisasi 100% 162organisasi 162organisasi 100% 162organisasi 94Organisasi 58% 162organisasi Kesbang
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram FasilitasiOlahraga CakupanPembinaan danPengembanganOlah Raga yangberprestasi
34organisasiolahraga 34organisasiolahraga 100% 34organisasiolahraga 34organisasiolahraga 100% 34organisasiolahraga 34organisasiolahraga 100% 34organisasi olahraga 34organisasiolahraga 100% 34organisasiolahraga Kesbang

ProgramPeningkatan danPemerataan KualitasPendidikan Dasar
Rerata UN SD/SMP 7,65 7,65 100% 7.7 7.44 97% 7,75 7,57 98% 7,80 7,47 96% 7,85 DindikJumlah siswaberprestasi Tk.Nasional 0,08% 0,08% 100% 0,09% 0,09% 100% 0,10% 0,09% 90% 0,20% 0,03% 15,00% 0,30%
Jumlah gurutersertifikasi 72% 72% 100% 75% 80,40% 107,20% 80% 85,32% 1,0665 85% 73% 86% 90%Jumlah guruberkualifikasi minS1/D-IV 74% 74% 100% 80% 86,19% 107,74% 86% 89,52% 1,04093 94% 91% 97% 100%
Jumlah SekolahTerakreditasi 97% 97% 100% 98% 99,50% 101,79% 98% 99,60% 1,016327 99% 100% 101% 100%

ProgramPeningkatan danPemerataan KualitasPendidikanMenengah
Rerata UNSMA/SMK 7,55 7,55 100% 7,65 7,16 94% 7,7 7,01 100% 7,75 7,47 0,96 7,80 DindikJumlah siswaberprestasi Tk.Nasional 0,08% 0,08% 100% 0,09% 0,09% 100% 0,10% 0,16% 1,6 0,20% 0,03% 15,00% 0,30%
Jumlah gurutersertifikasi 80% 80% 100% 85% 79,00% 92,94% 90% 87,31% 97% 85% 73% 86% 100%Jumlah guruberkualifikasi minS1/D-IV 91% 91% 100% 93% 94,74% 101,87% 95% 95,58% 101% 94% 91% 97% 100%
Jumlah SekolahTerakreditasi 90% 90% 100% 92% 91,25% 99,18% 94% 98,80% 105% 99% 100% 101% 98%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPeningkatan danPemerataan KualitasPendidikan NonFormal dan Informal
Jumlah PAUDterakreditasi 0,96% 0,90% 93,75% 2% 1,60% 80,00% 3% 4% 133% 4% 23% 575% 5% DindikKelulusan UNPKwarga belajar 75% 75,00% 100% 80% 92,67% 115,84% 85% 89% 105% 90% 97% 108% 95%Jumlah LKPterakreditasi 6,15% 6,15% 100% 12% 8,60% 71,67% 18% 20% 111% 24% 21% 88% 30%ProgramPengembanganPendidikan Jumlah Sarprasterstandar 74% 74% 100% 80% 80% 100% 85% 85% 100% 90% 89% 99% 95% Dindik
Jumlah TenagaKependidikansesuai kualifikasi 30% 30% 100% 40% 40% 100% 50% 50% 100% 60% 59% 99% 70%
Jumlah Sekolahterstandarnasional(SSN) 90% 90,30% 100,00% 91% 91% 100% 92% 92% 100% 93% 100% 108% 94%

ProgramPengembanganTaman Pintar Meningkatnyakepuasanpengunjung TamanPintar
76% 71,67% 94,30% 77% 75% 97% 78% 76,47% 98,04% 79% 77% 97% 80% Tapin

Program PembinaanPerpustakaan danPengembanganBudaya Baca/Literasi
Jumlah kunjunganpemustakaperpustakaan naik10% 94% tidakbisateridenti-fikasi

naik 10% 126.554pengunjung tidakbisatridenti-fikasi
naik10% naik 10% 100% naik10% naik41,26 % 413% naik 10% Arpusda
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANRasio jumlahpenggunaperpustakaandigital (digitallibrary) terhadapanggotaperpustakaandigital

1:05 1:55 177% 1:05 1:05 100% 1:05 1:05 100% 1:05 1:05 100% 1:05

Jumlah TBM di KotaYogyakarta 12 215 1792% 12 216 1800% 12 12 100% 12 0 0% 12Jumlahperpustakaankhusus/instansi 2 unit 4 unit 200% 2 unit 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100% 2 unit
Jumlah pengelolaperpustakaansekolah yang dilatih 60 orang 60 orang 100% 60 orang 60 orang 100% 60 orang 60 orang 100% 60 orang 60 orang 100% 60 orang
Jumlah pedomanperpustakaan 2 jenis 4 jenis 200% 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenisProgram PeningkatanKompetensi TenagaKerja danProduktivitas
Meningkatnyapencari kerja tidakterlatih yangmengikuti pelatihan

5577Pencaker 5654Pencaker 101,38% 6077pencaker 6544pencaker 107,68% 6577pencaker 7538pencaker 102,71% 7077pencaker 7494Pencaker 106% 7577pencaker Dinsos
ProgramPerlindungan danPengembanganLembaga TenagaKerja

Menurunnyaperusahaankategori rawan dansetengah rawan
686Perusahaan 686Perush 100% 672Perusahaan 672perush 100% 658perush 644perush 97,87% 644perush 630Perush 98% 630perush Dinsos
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram Penempatandan PerluasanKesempatan Kerja Menurunnyajumlah penganggur 17821 17217 96,61% 17401 16097 92,51% 16981orang 13137orang 77,36% 16561orang 15181Orang 92% 16141orang Dinsos
ProgramPengembanganKawasantransmigrasi

Prosentasetransmigrasi yangditempatkan 19KK/65jiwa 15 KK/47jiwa 5 KK/15jiwa 15 KK 12 KK/39jiwa 95 Dinsos
ProgramPengembanganPromosi danKerjasama Pariwisata

Meningkatnyajumlah  sebaraninformasi/promosipariwisata dankerjasamaantardaerah sertajejaring kerjadengan stakeholder

3 daerahpasarwisatapotensial
7 daerahpasarwisatapotensial

233% 3 daerahpasarwisatapotensial
4 daerahpasarwisatapotensial

133% 3 daerahpasarwisatapotensial
4 daerahpasarwisatapotensial

133% 3 daerahpasarwisatapotensial
6 daerahpasarwisatapotensial

200% 3 daerahpasarwisatapotensial
Parbud

Meningkatnyakerjasamaantardaerah sertajejaring kerjadengan stakeholder
1 daerahkerjasama, 1Jejaringkerja dgstakeholder

2 daerahkerjasama, 3 Jejaringkerja dgstakeholder
200% 1 daerahkerjasama,1 Jejaringkerja dgstakeholder

2 daerahkerjasama,1 Jejaringkerja dgstakeholder
200% 1 daerahkerjasama, 1Jejaringkerja dgstakeholder

3 daerahkerjasama,1 Jejaringkerja dgstakeholder
300% 1 daerahkerjasama, 1Jejaringkerja dgstakeholder

5 daerahkerjasama,3 Jejaringkerja dgstakeholder
500% 1 daerahkerjasama, 1 Jejaringkerja dgstakeholderProgramPengembanganDestinasi Pariwisata Meningkatnyajumlah dan varianobyek daya tarikwisata

1 odtw 1 odtw 100% 1 odtw 1 odtw 100% 1 odtw 1 odtw 100% 1 odtw 1 odtw 1 odtw 100% Parbud
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram Pembinaandan PengembanganPariwisata Naiknya IKM dari72% menjadi 80% 72% 72,58% 100,81% 74% 73,87% 99,82% 76% 76,77% 101,01% 78% 79,70% 102,2% 103% Parbud
Program Pembinaan,Pelestarian, danPengembangan Nilai-nilai, Seni dan CagarBudaya

Pengelolaankeragaman budayapadakelompok/organisasi seni dan budaya
120kelompok senibudaya

128kelompok 107% 120kelompoksenibudaya
143kelompok 119% 120kelompok senibudaya

166kelompoksenibudaya
138% 120kelompok senibudaya

311kelompoksenibudaya
259,17% 120kelompok senibudaya

Parbud
Cakupan kajian seni 100% 147% 147% 100% 133% 133% 100% 160% 160% 100% 173% 173% 100%Cakupan fasilitasiseni 86% 333% 387% 90% 333% 370% 93% 333% 358% 96% 286% 298% 100%Cakupan gelar seni 100% 133% 133% 100% 133% 133% 100% 133% 133% 100% 294% 294% 100%Cakupan misikesenian 100% 100% 100% 100% 300% 300% 100% 600% 600% 100% 800% 800% 100%Cakupan SDMkesenian 100% 300% 300% 100% 300% 300% 100% 300% 300% 100% 400% 400% 100%Cakupan tempatkesenian 50% 200% 400% 50% 600% 1200% 100% 600% 600% 100% 600% 600% 100%
Cakupan organisasikesenian 100% 196% 196% 100% 392% 392% 100% 294% 294% 100% 294% 294% 100%Tersosialisasikannyadanteraktualisasikannyanilai-nilai budaya dimasyarakat

4 nilaibudaya 7 nilaibudaya 175% 4 nilaibudaya 8 nilaibudaya 200% 4 nilaibudaya 6 nilaibudaya 150% 4 nilaibudaya 7 nilaibudaya 175% 4 nilaibudaya
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANJumlah kekayaanbudaya yangditetapkan menjadiBangunan CagarBudaya/BendaWarisan Budayadari 437BCB/BWBmenjadi600BCB/BWB

75% 75% 100% 80% 80% 100% 85% 89% 105% 90% 95% 105% 100%

Pemeliharaan SaranaPrasaranaKebersihan,Ketertiban danKeamanan Pasar
Meningkatnyasarana prasaranapasar 75% 75% 100% 80% 80% 100% 85% 100% 118% 85% 84% 98,82% 95% Dinlopas
Intensitaspenanganansampah pasar 25' 25' 100% 20' 20' 100% 20' 30' 150% 20' 20' 100% 15'
Menurunnyapelanggaran perdapasar 50% 50% 100% 45% 45% 100% 40% 39% 98% 40% 40% 100% 30%
Menurunnyajumlah kasuskriminalitas dipasar

80 80 100% 64 64 100% 51 32 63% 51 61 119,6% 33
Program OptimalisasiPemanfaatan Lahandan PengelolaanRetribusi

Optimalisasi lahanpasar 92% 92% 100% 94% 94% 100% 96% 95,70% 99,69% 96% 96,00% 100% 100% Dinlopas
Optimalisasipengelolaanretribusi 14 M 14M 100% 15 M 15 M 100% 16 M 19 M 119% 14,6 M 14,9 M 102% 18 M
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgramPengembangan Pasar Peningkatan jumlahpedagang yangdibina 5325 912 17% 6975 860 12% 8.625 6.975 81% 8625 6.070 70,38% 11925 Dinlopas
Peningkatanfrekuensi promosi 32 32 100% 50 - - 70 70 100% 70 89 127,14% 110ProgramPengembanganIndustri Mikro Kecildan Menengah(IMKM )
Jumlah pelakuUMKM ygdifasilitasi (di luarPEW)

760orang 640orang 84% 850 orang 1.564orang 184% 950orang 950 orang 100% 1050orang 2214orang 211% 1200orang Perindagkoptan
Jumlah pelakuusaha mikro kecilyg difasilitasi 11.470orang 11.427orang 100% 13720orang 13.742orang 100% 13.290orang 13.290orang 100% 14420orang 15510orang 108% 14920orangProgram PeningkatanPerdagangan meningkatnyakemampuan dandaya saing usahapedagang kecil

171 kali 171 kali 100% 172 kali 203 kali 118% 173 kali 187 104% 174 kali 174 kali 100% 175 kali Perindagkoptan
ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

meningkatnyakeamanankonsumen barangdan jasa
340 340 100% 340 340 100% 340 340 100% 340 340 100% 340 Perindagkoptan

Program PeningkatanKesejahteraan PetaniPerkotaan Peningkatanpelayananpembenihan sertajumlah dankemampuankelompok
10%:klaskelompok: utama6, madya31, lanjut85 danpemula

10% kelutama 6,madya31, lanjut85,pemula85

10%: klaskelompok:utama 10,madya 34,lanjut 93danpemula135

10%: klaskelompok: utama10, madya34, lanjut93 danpemula135

10%:klaskelompok: utama16,madya39,lanjut

10%: klaskelompok: utama16, madya39, lanjut101 danpemula132

10%:klaskelompok: utama19,madya45,lanjut

10%;Total 264 kel 10%:klaskelompok: utama26,madya56, lanjut169 dan

Perindagkoptan
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN85 101 danpemula132 111 danpemula133 pemula117ProgramPengembanganBudidaya Perikanan Peningkatanpelayananpembenihan sertajumlah dankemampuankelompok
32035 kg&pokdakan 59:klaskelompok utama ,madya 2,lanjut 12danpemula45

32035 kgPokdakan 59;KlasKelompok: Utama2, Madya2, Lanjut12 danPemula45

35238 kg&pokdakan70: klaskelompokutama ,madya 2,lanjut 13danpemula 55

35238kgpokdakan 35; kelutama 1,madya 6,lanjut 0,pemula28

38762,35 kg &pokdakan 80:klaskelompok utama ,madya 3,lanjut 14danpemula63

37.630,8kg&pokdakan80: klaskelompokutama ,madya 3,lanjut 14danpemula63

42638,585 kg &pokdakan 90:klaskelompokutama1,madya 3,lanjut 16danpemula70

42.057 Kg&pokdakan40: klaskelompok1; madya7; pemula32

46902,4435 kg &pokdakan 95: klaskelompok utama2, madya4, lanjut18 danpemula71

Perindagkoptan

Program PeningkatanPelayanan Perizinan ketepatan waktupenerbitan Izin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinzin
Program PeningkatanKetentraman danKetertiban Prosentasepenegakan  PerdaPerUndang-Undangan secaraPro Yustisi

79,21% 79% 100,00% 80,21% 81,91% 102,12% 81,21% 94,25% 116,06% 82,21% 93,95% 114,28% 82,21% Dintib

ProsentasepenegakanPeraturanPerUndang-Undangan secaraNon Yustisi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dintib
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProgram PeningkatanKetaatan Hukum Penyelesaianpenindakan hukumterpadu terhadappelanggaranperaturan daerah(kasus)
160 160 100% 170 170 100% 180 180 100% 190 190 100% 200 Dintib

ProgramPerlindunganMasyarakat Meningkatnyapemberdayaanperlindunganmasyarakat
- - - 34% 34% 100% 100% 50% 50% 100% 88% Dintib

Persentase petugasperlindunganmasyarakat - - - 100% 114% 114% 100% 113% 113% 100%
Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau Tersedianya luasanRTH publik(Keputusan MenteriPekerjaan Umum :14/PRT/M/2010tentang SPM BidangPekerjaan Umumdan PenataanRuang)

18,21% 18,02% 98,96% 18,71% 18,96% 101,34% 19,21% 19,02% 99,01% 19.71% 19,05% 95,65% 20.21% BLH

Tersedianya luasanRTH privatterhadap luaswilayah KotaYogyakarta
14,69% 14,69% 100% 14,79% 14,71% 99,46% 14.89% 14,72% 99% 14.99% 14,72% 98,20% 15.09%
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANMeningkatnyaluasan taman kota 63.930m2 66.940m2 105% 65.555m2 33.209m2 51% 67.180m2 700 m2 1% 68.805m2 69.535m2 101,1% 70430m2Bertambahnyajumlah pohonperindang untukjalur hijau
29.237pohon 21.387pohon 33% 32.737pohon 11.830pohon 36% 36.237pohon 1.770pohon 5% 39.737pohon 21.387pohon 53,82% 43237pohon

Tersedianya RTHlingkungan tingkatRW 45 RW 45 RW 100% 90 RW 90 RW 100% 135 RW 56 RW 41% 180 RW 66 RW 36,67% 225 RW
Program FasilitasiPertanahan Jumlah pengadaantanah untuk ruangterbuka publik 29 Kel 29 Kel 100% 31 Kel 30 Kel 103% 33 Kel 33 Kel 100% 35 Kel 36 Kel 103% 37 Kel Tapem
ProgramPengendalianPencemaran danKerusakanLingkungan Hidup

Menurunnyajumlah parameterkualitas air sungaiyang tidakmemenuhi bakumutu pada 4 sungaidi Kota Yogyakarta

15parameter 28parameter 13% 13parameter 10parameter 123% 11parameter 3parameter 173% 9parameter 7parameter 122,20% 7parameter BLH

Terpantaunyausaha/ kegiatanyang mengelolalimbah cair sesuaibaku mutu Kep GubDIY Nomor281/KPTS/1998

60 usaha 51 usaha 85% 70 usaha 110 usaha 157% 80 usaha 32 usaha 40% 90 usaha 100 usaha 111% 100 usaha
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANMenurunnyajumlah parameterkualitas udaraambien yang tidakmemenuhi bakumutu pada 10lokasi pemantauan

7parameter 8parameter 85,70% 6parameter 8parameter 66,60% 5parameter 0parameter 200% 4parameter 0parameter 200% 3parameter

Terpantaunyausaha/ kegiatanyang mentaatidokumenlingkungan danperaturanlingkungan hidup

75 usaha 60 usaha 80% 100 usaha 110 usaha 110% 150usaha 61 usaha 41% 200usaha 178usaha 89,00% 250usaha

Meningkatnyajumlahusaha/kegiatanyang memilikidokumenlingkungan(AMDAL, UKL-UPL,SPPL, DPL)

350usaha 321usaha 92% 375 usaha 421 usaha 112% 400usaha 482 usaha 121% 425usaha 487usaha 115% 450usaha
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANProsentase lahandan/atau tanahyang telahdidtetapkan statuskerusakan lahandan/atau tanahuntuk produksibiomassa yangdiinformasikan(Peraturan MENLHNo. 19 Tahun 2008tentang SPM BidangLingkungan HidupDaerah ProvinsidanKabupaten/Kota)

0% 0% 100% 60% 0% 0% 65% 100% 154% 70% 100% 143% 75%

Program PeningkatanKapasitas dan AksesInformasi SumberDaya LingkunganHidup
Meningkatnyajumlahkelembagaanmasyarakatpengelolalingkungan padatingkat kelurahan

9kelurahan 9kelurahan 100% 18kelurahan 18kelurahan 100% 27kelurahan 29kelurahan 107% 36kelurahan 35kelurahan 97% 45kelurahan BLH

Terlayaninyapengujianparameter kualitaslingkungan dilaboratoriumpengujian kualitaslingkungan sesuaistandar SNI

10parameter 11parameter 110% 14parameter 11parameter 79% 17parameter 14parameter 82% 20parameter 18parameter 90,00% 24parameter
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PROGRAM INDIKATOR
2012 2013 2014 2015 TARGET

2016
SKPD

PENGAMPUTARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN TARGET REALISASI TINGKAT

CAPAIANTermanfaatkannyaSistem InformasiLingkungan Hidupdalam penyajiandata dan informasilingkungan
4 menu 3 menu 75% 5 menu 3 menu 60% 6 menu 8 menu 133% 7 menu 7 menu 100% 8 menu

Meningkatnyajumlah sekolahberwawasanlingkungan
101sekolah 77sekolah 76% 168sekolah 123sekolah 73% 263sekolah 124sekolah 47% 285sekolah 165sekolah 57,89% 339sekolah

Terpilihnya sekolahAdiwiyata Kota 6sekolah 6 sekolah 100% 9 sekolah 13sekolah 144% 12sekolah 21sekolah 175% 15sekolah 48sekolah 320,0% 18sekolahProgram KonservasiSumber Daya Alam Terpantaunyakualitas air tanahpada sumur milikusaha/kegiatan danrumah tangga(domestik)
240 titik 181 titik 75% 260 titik 470 titik 181% 280 titik 715 titik 255% 300 titik 162 titik 54% 320 titik BLH

Terkendalinyapenurunanpermukaan airtanah
10 cm 10 cm 100% 10 cm 10 cm 100% 10 cm 10 cm 100% 10 cm 10 cm 100% 10 cm
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BAB 3
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahMendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misipembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitumewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, danmencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhanekonomi nasional tahun 2017 diharapkan dapat mencapai 7,1 persen. Untukmendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasiyang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomipada besaran inflasi 4,0 persen dan bertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yangterkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehinggamendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinannasional dapat ditekan pada angka 8,5 – 9,5 persen sedangkan tingkat pengangguranterbuka di kisaran angka 5, – 5,3 persen.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dankeberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnyamengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai denganasumsi : (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dankrisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkanditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakanpembangunan ekonomi Kota pada tahun 2017 ditujukan dalam rangka mewujudkanmasyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskanpada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangkamemantapkan tematik pembangunan tahun 2017 dan diwujudkan dengan mendorongserta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepadamasyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasamenyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkanperekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angkakemiskinan.
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3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihatdari indikator pencapaian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dapat mencapai5,47 persen. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sejak tahun2010 hingga 2014, namun pertumbuhannya cenderung dinamis, bahkan padatahun 2012, pertumbuhan sektor industri pengolahan bernilai negatif ataumengalami penurunan dari tahun 2011. Sedangkan sektor ekonomi denganpertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasakeuangan dan asuransi yang rata-rata pertumbuhannya mendapai 7,94 setiaptahunnya.

Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014
Berdasarkan PDRB ADHK 2010

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun2017 perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5,3 - 5,58persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuransuatu wilayah. Pada kurun waktu 2011-2014, laju pertumbuhan ekonomi KotaYogyakarta cenderung mengalami perlambatan. Sektor-sektor utama KotaYogyakarta adalah sektor tersier, antara lain perdagangan, transportasi, keuangan,dan jasa.
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Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 dan

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Realisasi/ Proyeksi Tahun Pertumbuhan Ekonomi
(%)Realisasi 2011 5,842012 5,402013 5,472014 5,30Proyeksi 2017 5,582018 5,602019 5,622020 5,632021 5,65

Sumber:
1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta 2010-2014, BPS Kota Yogyakarta
2. Hasil olahan 2016

Gambar 3.2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 dan
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Hasil Analisis 2015

Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik maka pertumbuhanekonomi Kota Yogyakarta tahun 2007-2021 diperkirakan akan terus meningkat.Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa pertumbuhansektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akanmelambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya diperkirakan akanmeningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka perludilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama diKota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektorkeuangan, serta sektor pengangkutan.
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 InflasiLaju Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 yaitu 3,91% mengalamipenurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 6,59%.Penurunan laju inflasi tersebut disumbang oleh turunnya kelompok pengeluaranbahan makanan, kelompok Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sertakelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.
Tabel 3.2.

Perbandingan Laju Inflasi Kota Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2014 –2015

Tahun 2014 2015Inflasi Kota Yogyakarta 6,59 3,91Inflasi Provinsi Jawa Tengah 8,36 4,89Inflasi Nasional 8,22 4,02
Laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 3,91%, angka ini lebihrendah dibandingkan dengan laju inflasi Jawa Tengah yang sebesar 4,89% dan lajuinflasi nasional sebesar 4,02%. Laju inflasi padatahun 2017 diharapkan dapatditekan pada level 4,0 – 6,13  persen.

 Tenaga KerjaRasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yangbekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkanbahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasiopenduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2011 hingga2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,94 di tahun 2015.
Tabel 3.3.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Pendudukyang Bekerja Jiwa 195.445 149.189 171.108 132.713 177.895 -2,322 Angkatan Kerja Jiwa 213.686 166.406 187.205 145.850 188.555 -3,083 Rasiopendudukyang Bekerja 0,91 0,90 0,91 0,91 0,94 0,77

Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013 dan 2014,
diolah Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenagakerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari trenperkembangannya, diketahui bahwa rasio yang ada menunjukkan tren positif yangditandai dengan semakin besarnya nilai rasio, meskipun pertumbuhan tersebutberjalan dengan lambat. Pada tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja di KotaYogyakarta mencapai 0,94. Itu artinya 94% atau sebesar 145.850 jiwa dari total
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angkatan kerja yang ada telah memperoleh kesempatan untuk bekerja sementarauntuk 6% yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur.Angka pengangguran terbuka pada tahun 2017 diestimasikan pada kisaran 6,35–5,3 persen.
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di

Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017

A. Ekonomi Makro

1. Distribusi Pendapatan yang Tidak MerataTingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatifbaik. Selama kurun waktu 2010-2014, PDRB per kapita Kota Yogyakartameningkat dari 48.399 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 60.567 jutarupiah di tahun 2014. Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta ini lebihtinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita DIY. Meskipun demikian,peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatanyang merata. Besaran rasio Gini, besaran bagian pendapatan yang diterima40% penduduk berpendapatan terendah, dan besaran indeks Williamsonmenunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk dan antarKecamatan. Selama kurun waktu 2011-2014, rasio Gini meningkat dari0,3509 menjadi 0,4151 dan indeks Williamson meningkat dari 0,495menjadi 0,517. Sementara itu, bagian pendapatan yang diterima 40%penduduk berpendapatan terendah mengalami penurunan dari 18,20% ditahun 2011 menjadi 15,18% di tahun 2014.
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Tabel 3.4
PDRB per Kapita dan Pemerataan Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

No Indikator 2011 2012 2013 20141 PDRB perkapita (Juta Rupiah) 48.399 51.650 55.970 60.567
Pemerataan Pendapatan Antar Penduduk:1 Bagian PDRB yang diterima 40 %Penduduk Berpendapatan Terendah (%) 18,20 17,97 15,57 15,182 Rasio Gini 0,3509 0,3603 0,4366 0,4151
Pemerataan Pendapatan Antar Kecamatan:1 Indeks Williamson 0,495 0,506 0,513 0,517

Sumber:
1. PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014, BPS Kota Yogyakarta, 2015
2. Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahu 2012 dan 2014, BPS Kota Yogyakarta, 2015
3. Hasil Olahan 2016Pendapatan yang dihasilkan oleh Kota Yogyakarta ternyata lebihdirasakan oleh kelompok penduduk berpendapatan sedang dan tinggi.Pada umumnya, kelompok ini merupakan kalangan pekerja profesional danpengusaha. Kelompok ini diuntungkan dengan adanya perkembangan disektor modern, seperti jasa, keuangan, komunikasi, dan pengangkutanyang berkembang di Kota Yogyakarta. Kesempatan kerja di sektor-sektorseperti industri, bangunan, perdagangan dan keuangan memangmemberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namunketersediaannya terbatas dan juga membutuhkan keahlian danketerampilan yang tinggi sehingga tidak semua orang mampumengaksesnya.Penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan adalahtidak meratanya distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Sementaraitu, terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal,keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah,serta  kebijakan pemerintah yang kurang pro-poor menyebabkanpendapatan relatif dan pendapatan riil usaha kecil dan rumah tangga,sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil cenderungmenurun. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang diarahkan kepadapengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatanmelalui program pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, masyarakatberpendapatan rendah mendapatkan bantuan yang disertai denganpendampingan sehingga mereka dapat mandiri.
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2. KemiskinanKemiskinan merupakan salah satu indikator makro yangmenggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kemiskinandi Kota Yogyakarta menujukkan angka yang relatif rendah dibandingkannasional dan provinsi dengan kecenderungan menurun. Selama kurun2011-2014, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta menurun dari 9,62%menjadi 8,60%. Pada tahun 2011-2014, perentase penduduk miskin di kotaYogyakarta selalu berada di bawah nasional dan provinsi. Secara umum,pencapaian tahun 2012-2014 telah melebihi target RPJMD KotaYogyakarta. Artinya realisasi tingkat kemiskinan lebih rendahdibandingkan dengan yang menjadi target RPJMD.

Gambar 3.4
Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2010-2013

Sumber:
1. DIY dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015)
2. Bappeda Kota Yogyakarta, 2016
3. Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan pendekatan lokal Kota Yogyakarta, kemiskinandiidentiikasi berdasarkan data penerima Jaminan Perlindungan Sosial(JPS). Kemiskinan di Kota Yogyakarta diidentifikasi menggunakan 17parameter yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta No244/KEP/2012. Berdasarkan pendataan Dinsosnakertrans KotaYogyakarta, terdapat 21.299 keluarga miskin pada tahun 2012 dan jumlahtersebut terus menurun menjadi 18.730 keluarga miskin di tahun 2015.Demikian pula dengan persentase keluarga miskin di Kota Yogyakarta yangterus menurun dari tahun 2012-2015. Pada tahun 2012, persentasekeluarga miskin sebesar 16,45% dan pada tahun 2015 menurun menjadi14,51%. Secara spasial, persentase keluarga miskin di atas rata-rata KotaYogyakarta (14,51%) meliputi Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Danurejan,
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1. DIY dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015)
2. Bappeda Kota Yogyakarta, 2016
3. Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan pendekatan lokal Kota Yogyakarta, kemiskinandiidentiikasi berdasarkan data penerima Jaminan Perlindungan Sosial(JPS). Kemiskinan di Kota Yogyakarta diidentifikasi menggunakan 17parameter yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta No244/KEP/2012. Berdasarkan pendataan Dinsosnakertrans KotaYogyakarta, terdapat 21.299 keluarga miskin pada tahun 2012 dan jumlahtersebut terus menurun menjadi 18.730 keluarga miskin di tahun 2015.Demikian pula dengan persentase keluarga miskin di Kota Yogyakarta yangterus menurun dari tahun 2012-2015. Pada tahun 2012, persentasekeluarga miskin sebesar 16,45% dan pada tahun 2015 menurun menjadi14,51%. Secara spasial, persentase keluarga miskin di atas rata-rata KotaYogyakarta (14,51%) meliputi Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Danurejan,
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Gedongtengen, Wirobrajan, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, danMergangsan.
Tabel 3.5

Jumlah dan Persentase Keluarga Penerima Jaminan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2012-
2015

No Kecamatan
Jumlah Keluarga Miskin Persentase Keluarga Miskin (%)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 20151 Tegalrejo 2.029 2.021 1.984 1957 17,34 18,16 17,33 16,992 Jetis 1.816 1.825 1.613 1606 20,70 21,81 18,26 18,363 Gondokusuman 2.000 1.920 1.793 1738 14,47 15,04 13,59 13,244 Danurejan 1.459 1.521 1.422 1470 21,02 23,51 21,21 21,935 Gedongtengen 1.352 1.320 1.086 970 20,32 20,30 16,24 14,736 Ngampilan 839 772 611 628 14,74 13,72 10,65 10,907 Wirobrajan 1.572 1.473 1.475 1510 18,51 17,75 17,12 17,378 Mantrijeron 1.693 1.584 1.580 1530 14,58 14,42 13,77 13,409 Kraton 1.251 1.301 1.284 1247 17,52 20,03 17,97 17,6210 Gondomanan 887 708 705 710 18,51 15,23 14,69 14,8511 Pakualaman 654 642 523 507 18,60 18,85 15,11 14,6812 Mergangsan 2.137 2.022 2.104 2134 21,34 20,94 21,08 21,1713 Umbulharjo 2.150 1.989 1.461 1719 10,49 9,95 7,04 8,1814 Kotagede 1.460 1.383 1.240 1004 14,91 14,27 12,39 9,89KotaYogyakarta 21.299 20.481 18.881 18.730 16,45 16,51 14,65 14,51
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2016, diolahKemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkatpendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan danperilaku (sikap mental) keluarga miskin. Meskipun secara umum, jumlahdan persentase keluarga penerima jaminan sosial mengalami penurunan,namun adanya kemiskinan di Kota Yogyakarta tidak dapat diabaikan. Olehkarena itu, diperlukan program-program pemberdayaan untuk mengubahsikap warga masyarakat miskin agar mampu berkarya dan memperolehpenghasilan sehingga tidak menciptakan ketergantungan masyarakatkepada pemerintah, kecuali pada warga yang tidak berdaya dan tidakmampu melakukan pekerjaan.

B. Pertanian- Keterbatasan lahan dalam pengembangan usahaPengembangan pertanian di Kota Yogyakarta terbatas padaketersediaan lahan. Lahan kosong lebih menarik untuk dijadikan sebagaitempat usaha ataupun perumahan. Selain itu, tidak banyak warga yangtertarik untuk melakukan kegiatan pertanian terutama untuk pertanian
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tanaman pangan. Oleh karena itu, bilapun terdapat kegiatan pertanian,kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukanuntuk dijual kembali.Potensi pertanian Kota Yogyakarta adalah pada tanaman non bahanmakanan, seperti tanaman hias dan tanaman hortikultura. Kegiatan initidak mebutuhkan lahan yang luas sehingga cocok untuk daerah perkotaan.Untuk kegiatan tanaman pangan, akan dikembangkan usaha pembenihanpadi. Sebagian lahan pertanian di Kota Yogyakarta akan dimanfaatkanuntuk pembenihan padi guna mendukung kebutuhan benih DIY. Sementaraitu, untuk kegiatan perikanan juga terkendala pada keterbatasan lahan danketersediaan air. Kegiatan perikanan yang umum dilakukan adalahbudidaya lele. Namun, kegiatan tersebut terkendala oleh penyediaan kolamsehingga perkembangannya kurang memuaskan. Budidaya ikan hias jugasudah dikembangkan, namun karena masih dalam skala kecil sehinggaperkembangannya juga belum signifikan.
C. Perdagangan

1. Peningkatan Jumlah Toko Modern dan Pusat PerbelanjaanSeiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, prasaranaperdagangan juga mengalami perkembangan, terutama pusat perbelanjaandan pasar modern. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern iniuntuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah,lengkap, dan selalu tersedia. Dari tahun 2011-2015, secara umum jumlahpasar mengalami penurunan dari 32 unit menjadi 31 unit. Sedangkankeberadaan swalayan/ supermarket/ mall di Kota Yogyakarta mengalamikenaikan dari 51 unit di tahun 2012 menjadi 59 unit di tahun 2015.
Tabel 3.6

Jumah Sarana Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No Jenis Sarana Perdagangan 2011 2012 2013 2014 20151. Jumlah Pasar 32 32 31 31 312. Swalayan/Supermarket/Mall 51 56 59 59
Sumber: SIPD Numerik Kota Yogyakarta 2011-2015, Bappeda Kota Yogyakarta 2015Keberadaan pasar modern ini dirasa menguntungkan konsumenserta mampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadiancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini,di Kota Yogyakarta, pendirian pasar modern sudah diatur melaluiPeraturan Walikota. Perwal ini mengatur baik jumlah pasar/toko modernmaupun jarak antar pasar modern dan jarak dengan pasar tradisional.
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Pembatasan jumlah dan jarak ini diharapkan mampu menciptakan iklimusaha yang sehat antar pedagang.Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikanadalah pemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modernmembutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakahpemodal ini merupakan warga Kota Yogyakarta atau berasal dari luar.Dengan adanya hal tersebut, diharapkan adanya pasar/toko modern inimampu menyerap tenaga kerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaanpasar tradisional juga diharapkan mampu menyerap pengusaha dan tenagakerja lokal sebagai penggerak perekonomian kota. Oleh karena itu,diperlukan kebijakan yang dapat mendukung tumbuhnya pasar tradisonalmaupun pasar/toko modern agar keduanya bertumbuh bersama untukmenciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Keterbatasan Lahan Pasar TradisionalKeterbatasan lahan pasar merupakan salah satu permasalahan dibidang ekonomi karena dengan lahan yang terbatas tentunya pasartradisional di Kota Yogyakarta akan sulit berkembang dan hal tersebutdapat berdampak pada perekonomian lokal. Pasar tradisional merupakantempat jual beli dengan harga penawaran yang wajar sesuai dengankemampuan beli masyarakat lokal. Kenyataan di lapangan, dari tahun ketahun menunjukkan bahwa secara umum terdapat penambahan usaha-usaha di area pasar. Dengan keterbatasan lahan yang ada memungkinkanpedagang pasar untuk tidak mendapat tempat usaha di dalam pasarsehingga mereka akan membuka usaha di sekeliling pasar yang tidaktertata serta berdagang pada tempat-tempat yang tidak berizin.Lahan pasar tradisional di Kota Yogyakarta masih banyak yangmerupakan tanah sultan sehingga kepemilikannya tidak dapat dipastikanselamanya. Sedangkan lahan kosong di Kota Yogyakarta dengan luasminimal untuk membangun pasar sudah mulai jarang ditemukan. Denganadanya hal tersebut maka perlu adanya pengembangan pasar, baik secaravertikal maupun horisontal agar mampu menampung kegiatan jual belipasar sehingga terwujud ekonomi kerakyatan.
3. Keterbatasan Modal PedagangModal merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan seorangpedagang untuk membuka usahanya. Namun, bagi mereka yang tidakmemiliki modal tentu akan sulit untuk memulai atau melanjutkanusahanya. Kasus yang ada di Kota Yogyakarta, beberapa pedagang ada yang
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berhenti dan tidak melanjutkan usahanya dikarenakan kekurangan modal(dana), dimana untuk memulai usahanya mereka menggunakan danapinjaman dari bank atau lembaga lainnya dan ketika barang dagangannyalaku, keuntungan yang didapat hanya bisa menutup pinjaman modal.Dengan adanya hal tersebut maka beberapa pedagang tersebut gulungtikar, namun bagi mereka yang tidak putus asa memutuskan untukmelanjutkan usahanya dan memulai dari awal. Kedepannya, perludiberikan kredit modal bagi pedagang dengan bunga ringan serta pelatihandalam memenejemen keuangan.
4. Belum Optimalnya Penataan Lahan PasarKeterbatasan lahan pasar di Kota Yogyakarta secara tidak langsungmenyebabkan lahan pasar kurang tertata. Kondisi di lapanganmenunjukkan bahwa terdapat lokasi-lokasi parkir yang berada di pinggirjalan sehingga menyebabkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar pasar. Disamping itu, adanya pedagang-pedagang yang berjualan di luar pasar turutmenyebabkan kondisi pasar yang kurang tertata. Penataan ruang dalampasar juga perlu diatur ulang terkait masih adanya lapak dagang yangpenempatannya kurang tepat. Kedepannya, perlu ada optimalisasipengelompokan pedagang jenis barang tertentu untuk mempermudahpembeli dalam berbelanja. Selain itu, penataan ruang diperlukan terkaitdengan penempatan kelompok dagang barang tertentu. Hal tersebutdikarenakan beberapa pasar di Kota Yogyakarta tidak hanya terdiri dari 1lantai saja sehingga penempatan barang dagangan di lantai atas perlumemperhatikan kondisi barang dan karakteristik konsumen.
5. Pemahaman PKL mengenai regulasi masih kurangPemahaman PKL yang masih kurang mengenai regulasi adalahterkait dengan izin untuk berusaha. Meskipun secara umum pedagang PKLyang berizin mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa PKLdi Kota Yogyakarta yang masih belum mengantongi izin berdagang danberlokasi pada tempat yang tidak semestinya. Bagi mereka yang sudahmelakukan izin, beberapa diantaranya tidak mengurus izin berdagangketika masa berlaku izin sudah habis sehingga hal tersebut menyebabkanSKPD terkait sulit untuk memantau dan memberi pelatihan sertasosialisasi. Beberapa kasus lain mengenai palangggaran izin adalah terkaitdengan perluasan area berdagang yang tidak sesuai dengan izin awal.Dengan adanya hal tersebut, kedepanya perlu ada sosialisasi secara tegas
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kepada PKL untuk mentaati peraturan yang ada dan melakukan kegiatanperdagangan sesusai izin yang tertera.

Gambar 3.5
Jumlah PKL dan Persentase PKL Berizin Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Sumber: Hasil Analisis, 2016

6. Menurunnya Nilai Ekspor PerdaganganEkspor perdagangan menunjukkan bahwa wilayah yangbersangkutan dapat menembus perdagangan di pasar internasional.Namun, ekspor perdagangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011-2015cenderung menurun berdasarkan data Disperindagkoptan. Pada tahun2011, nilai ekspor perdagangan yang tercatat di Kota Yogyakarta mencapai117,7 juta US$. Nilai tersebut terus menurun sampai pada angka 13,1 jutaUS$ di tahun 2015. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 ke tahun2013. Selama ini, pendataan ekspor tidak dilakukan secara langsung olehDisperindagkoptan Kota Yogyakarta. Data nilai ekspor yang diperolehDisperindagkoptan Kota Yogyakarta berasal dari instansi Provinsi DIYkarena pelaporan kegiatan ekspor merupakan wewenang di tingkatprovinsi. Selain hal tersebut, kegiatan ekspor Kota Yogyakarta banyak yangtidak termonitoring sehingga dari tahun ke tahun nilainya semakinmenurun. Pelaku usaha biasanya melakukan pengiriman di pelabuhansehingga data ekspor justru tersedia di pelabuhan. Selain itu, beberapaeksportir skala kecil lebih memilih untuk menitipkan barang dagangannyalewat cargo sehingga menghemat biaya produksi.Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di KotaYogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakanintervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangankegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskanuntuk membantu UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perak
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dan pemanfaatan limbah agar mampu menghasilkan produk yang berdayasaing. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yangdihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing. Selain haltersebut, perlu adanya monitoring terhadap kegiatan ekspor di KotaYogyakarta karena bila dilihat di lapangan, produk UMKM di KotaYogyakarta sudah banyak yang menembus pasar internasional, namunyang tercatat masih belum seluruhnya.
Gambar 3.6

Nilai Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Sumber: Disperindagkoptan, 2016

D. Penanaman Modal

1. Belum adanya Lembaga yang Menangani Penanaman ModalPenanaman modal di Kota Yogyakarta secara umum mengalamipeningkatan dari segi jumlah investor dan juga nilai investasi. Denganadanya hal tersebut perlu adanya lembaga atau instansi yang menanganiperihal penanaman modal secara khusus. Namun demikian, di KotaYogyakarta belum terdapat adanya lembaga atau instansi yang secarakhusus menangani penanaman modal karena pelaporan investasi masihdilakukan oleh Setda Bagian P3ADK yang tentunya memiliki banyaktupoksi lain sehingga belum sepenuhnya dapat terkelola dengan baik danfokus. Bila investasi di Kota Yogyakarta dapat dikelola dengan baiktentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian KotaYogyakarta.
2. Masih adanya ketidaksepakatan antara keinginan investor dan

kebutuhan pemerintahKeberadaan investasi pada suatu wilayah tentu akan memberikandampak yang beragam di wilayah tersebut, ada yang berdampak positif danada pula dampak negatifnya. Dengan adanya investasi pada Kota
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2. Masih adanya ketidaksepakatan antara keinginan investor dan

kebutuhan pemerintahKeberadaan investasi pada suatu wilayah tentu akan memberikandampak yang beragam di wilayah tersebut, ada yang berdampak positif danada pula dampak negatifnya. Dengan adanya investasi pada Kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah | III- 13

dan pemanfaatan limbah agar mampu menghasilkan produk yang berdayasaing. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yangdihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing. Selain haltersebut, perlu adanya monitoring terhadap kegiatan ekspor di KotaYogyakarta karena bila dilihat di lapangan, produk UMKM di KotaYogyakarta sudah banyak yang menembus pasar internasional, namunyang tercatat masih belum seluruhnya.
Gambar 3.6

Nilai Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Sumber: Disperindagkoptan, 2016

D. Penanaman Modal

1. Belum adanya Lembaga yang Menangani Penanaman ModalPenanaman modal di Kota Yogyakarta secara umum mengalamipeningkatan dari segi jumlah investor dan juga nilai investasi. Denganadanya hal tersebut perlu adanya lembaga atau instansi yang menanganiperihal penanaman modal secara khusus. Namun demikian, di KotaYogyakarta belum terdapat adanya lembaga atau instansi yang secarakhusus menangani penanaman modal karena pelaporan investasi masihdilakukan oleh Setda Bagian P3ADK yang tentunya memiliki banyaktupoksi lain sehingga belum sepenuhnya dapat terkelola dengan baik danfokus. Bila investasi di Kota Yogyakarta dapat dikelola dengan baiktentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian KotaYogyakarta.
2. Masih adanya ketidaksepakatan antara keinginan investor dan

kebutuhan pemerintahKeberadaan investasi pada suatu wilayah tentu akan memberikandampak yang beragam di wilayah tersebut, ada yang berdampak positif danada pula dampak negatifnya. Dengan adanya investasi pada Kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah | III- 13

dan pemanfaatan limbah agar mampu menghasilkan produk yang berdayasaing. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yangdihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing. Selain haltersebut, perlu adanya monitoring terhadap kegiatan ekspor di KotaYogyakarta karena bila dilihat di lapangan, produk UMKM di KotaYogyakarta sudah banyak yang menembus pasar internasional, namunyang tercatat masih belum seluruhnya.
Gambar 3.6

Nilai Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Sumber: Disperindagkoptan, 2016

D. Penanaman Modal

1. Belum adanya Lembaga yang Menangani Penanaman ModalPenanaman modal di Kota Yogyakarta secara umum mengalamipeningkatan dari segi jumlah investor dan juga nilai investasi. Denganadanya hal tersebut perlu adanya lembaga atau instansi yang menanganiperihal penanaman modal secara khusus. Namun demikian, di KotaYogyakarta belum terdapat adanya lembaga atau instansi yang secarakhusus menangani penanaman modal karena pelaporan investasi masihdilakukan oleh Setda Bagian P3ADK yang tentunya memiliki banyaktupoksi lain sehingga belum sepenuhnya dapat terkelola dengan baik danfokus. Bila investasi di Kota Yogyakarta dapat dikelola dengan baiktentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian KotaYogyakarta.
2. Masih adanya ketidaksepakatan antara keinginan investor dan

kebutuhan pemerintahKeberadaan investasi pada suatu wilayah tentu akan memberikandampak yang beragam di wilayah tersebut, ada yang berdampak positif danada pula dampak negatifnya. Dengan adanya investasi pada Kota



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | III- 14

Yogyakarta tentu akan meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta.Namun, dengan adanya investasi tersebut beberapa ada yangmenyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif lainnya, misalnyapeningkatan harga tanah atau harga jual barang tertentu. Selama ini,beberapa perusahaan atau perseorangan yang hendak menanamkanmodalnya di Kota Yogyakarta terkendala oleh kebutuhan pemerintah.Misalnya saja banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidangperhotelan, sedangkan pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sedangmembatasi adanya pembangunan hotel baru karena menghindari dampaklingkungan yang disebabkan dari pembangunan hotel tersebut. Denganadanya ketidaksepakatan tersebut, perlu adanya diskusi dan negoisasiantara pemerintah dan investor agar kedua belah pihak tidak merasadirugikan.
E. Pariwisata

1. Kurangnya Pemahaman Sapta Pesona oleh Beberapa Pelaku WisataKota Yogyakarta meemiliki visi pariwisata berbasis budaya. Artinyakegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan denganmendasarkan pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budayaKraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhurbudaya bangsa. Hal tersebut secara tersirat menempatkan KratonYogyakarta sebagai pusat budaya Kota Yogyakarta. Nilai-nilai Kratondiadopsi dan dikembangkan di masyarakat.Selama ini, cerminan pariwisata berbasis budaya masih terbataspada penggunaan pakaian adat dan penyajian tarian daerah padapenyelenggaraan acara-acara di Kota Yogyakarta. Selain itu adanya eventkesenian, festival, dan pelestarian kesenian tradisi yang rutindiselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun sesungguhnyakebudayaan dibangun dengan membangun moral, perilaku, dan akhlakdalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisatabudaya tidak hanya penyelenggaraan festival semata namun jugamenumbuhkan kesadaran akan pariwisata di masyarakat.Kunjungan wisata ke suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal,antara lain ketersediaan obyek wisata yang menarik serta kenyamanan dankeamanan wisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi halyang penting karena berkorelasi dengan kepuasan berwisata. Wisatawanyang merasa puas berpeluang untuk kembali dan merekomendasikannyake orang lain. Citra positif pariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun.
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Wisatawan mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota dengan pendudukyang ramah dan suka menolong. Namun di sisi lain, masih ada pelaku usahawisata yang berperilaku kurang baik terhadap wisatawan. Salah satucontohnya adalah pelaku usaha di bidang pariwisata yang relamenggunakan cara curang demi meningkatkan keuntungannya, misalnyapemaksaan kehendak tujuan wisata, penawaran harga yang tidak wajar,serta ketidaksesuaian harga barang dengan kualitas. Di Kota Yogyakarta,pelaku usaha wisata tidak terbatas hanya oleh warga asli Yogyakarta tetapijuga ada pendatang-pendatang bahkan dari luar Jawa. Pendatang inimemiliki karakteristik pribadi yang mungkin berbeda dengan pendudukasli sehingga memiliki pendekatan yang berbeda terhadap wisatawan.Namun, siapapun itu, mereka adalah pelaku wisata yang perlu memberikannilai-nilai positif terhadap wisatawan. Kesadaran akan sikap dan perilakupositif terhadap wisatawan inilah yang perlu dibangun.Selain hal tersebut, pemahaman sapta pesona wisata tidak hanyaperlu dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata saja, melainkanoleh penduduk Kota Yogyakarta dan wisatawan yang berkunjung. Sikapsadar wisata perlu dimiliki oleh setiap warga Kota Yogyakarta. Partisipasimasyarakat diperlukan karena manusia tidak mungkin lepas dari keadaansekelilingnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakatterlibat dan tidak merasa terpinggirkan oleh majunya kegiatan pariwisataKota Yogyakarta. Fungsi sosial masyarakat dalam memberikan kemanan,ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenanganharus berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pariwisata berdayasaing tinggi. Sedangkan pemahaman sapta pesona oleh wisatawan perludilakukan, terutama terkait dengan kebersihan di area wisata. Kebanyakanwisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta merupakan wisatawanrombongan dan ketika mereka meninggalkan lokasi wisata cenderungmenimbulkan lingkungan kotor karena dipenuhi oleh sampah makanan.Oleh karenanya, pemahaman sapta pesona wisata ini perlu dilakukan olehsemua orang yang terlibat dalam pariwisata Kota Yogyakarta.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung PariwisataKurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata di KotaYogyakarta ditandai dari terbatasnya pos-pos yang melayani informasipariwisata serta keberadaan kantong parkir yang masih belum terkeloladengan baik. Pos-pos informasi pariwisata sangat membantu wisatawandalam memahami objek wisata di Kota Yogyakarta serta mendapatkanakomodasi wisata ketika ada di Yogyakarta. Adanya hal tersebut turut
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menghindarkan wisatawan dari tindakan merugikan oleh pelaku usahawisata.Keberadaan kantong parkir di Kota Yogyakarta sejauh ini masihperlu melalui beberapa penataan ulang. Di awal tahun 2016, PemerintahKota Yogyakarta sudah mulai melakukan penataan ruang di kawasanMalioboro dengan merelokasi ruang parkir dari trotoar Jalan Malioboro ketaman parkir Abu Bakar Ali di sebelah utara kawasan malioboro.Sebenarnya, pada tahun 2014 pemerintah Kota Yogyakarta sudahmembangun kantong parkir untuk kendaraan besar di daerah Ngabean.Namun, lokasi tersebut dirasa kurang strategis karena sedikit jauh darikawasan Malioboro dan keraton. Tidak adanya kendaraan yangmengangkut wisatawan menuju lokasi wisata menyebabkan bus pariwisataenggan untuk memarkirkan busnya di Ngabean, mereka justru memilihmemarkir kendaraan di depan Bank Indonesia sehingga tampak jurangtertata. Adanya kantong parkir Abu Bakar Ali menjadi alternatif wisatawanuntuk memarkirkan kendaraanya karena lokasinya berdekatan dengankawasan wisata Malioboro. Kedepannya, perlu ada penataan ruang parkirpada kawasan wisata lainnya, misalnya seperti daerah keraton dansebagainya.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh olehpemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, danbelanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yangdimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.Semuakewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanjadaerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanankepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka PendanaanSumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri daripendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yangsah. Berdasarkan data tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta
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dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 32,24 persen dari totalrealisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari DanaPerimbangan sebesar 45,47 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanyamerupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 22,29 persen.Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2013 proporsiDana Perimbangan mencapai 50,30 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi45,47 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkankemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan tidak diikutipeningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD pada tahun 2013 adalahsebesar 20,45 persen dan pada tahun 2014 menjadi 22,29 persen. Pergeseranproporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2013 sebesar 29,25 persen danpada tahun 2014 mencapai 32,24 persen.Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 11,47persen dari 2013-2014. Pertumbuhan yang tertinggi adalah PAD meningkat sebesar22,87 persen. Sementara itu Dana Perimbangan meningkat sebesar 0,75 persen,Lain-lain Pendapatan Yang Sah justru meningkat sebesar 21,25 persen.Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadaptantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumberpendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunandaerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2017ditargetkan sebesar Rp1.558.183.827.991,- (satu trilyun lima ratus lima puluhdelapan milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribusembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). Rincian Proyeksi pendapatan daerahuntuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:a. Pendapatan Asli Daerah Rp 509.677.116.275,-b. Dana Perimbangan Rp 896.721.408.000,-c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 151.785.303.716,-Secara rinci Tabel 3.7 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambildari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuktahun 2017.
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Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2017

URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2013 (Perubahan) 2014 2015 (Perubahan) 2016 2017

PENDAPATAN DAERAH 1,309,580,194,014.42 1,459,742,435,083,81 1,434,009,588,218.85 1.631.765.404.767 1.498.218.489.056

PENDAPATAN ASLI DAERAH 383,052,140,420.42 470,641,528,444.03 510,548,822,809.51 503.488.602.271 510.300.309.908Pajak Daerah 227,748,852,911.00 253,461,936,189.00 304,068,622,926.00 314.421.000.000 336.106.500.000Retribusi Daerah 40,388,698,611.00 56,095,909,175.00 40,057,651,205.00 38.200.198.078 35.093.702.750Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 12,596,415,894.77 14,087,531,070.13 12,938,168,143.00 14.989.732.029 25.659.452.193Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 102,368,173,003.65 146,996,152,009.90 153,484,380,535.51 135.877.672.164 113.440.654.965
DANA PERIMBANGAN 658,770,838,596.00 663,712,266,941.00 652,748,113,159.00 967.286.298.780 836.132.875.432Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 55,337,999,596.00 42,720,014,941.00 28,040,062,159.00 55.713.758.000 55.713.758.000Dana Alokasi Umum 597,212,209,000.00 618,742,352,000.00 622,365,351,000.00 670.278.830.000 670.278.830.000Dana Alokasi Khusus 6,220,630,000.00 2,249,900,000.00 2,342,700,000.00 241.293.710.780 110.140.287.432
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 267,757,214,998.00 352,388,639,698.78 270,712,652,250.34 160.990.503.716 151.785.303.716Hibah - - - - -Dana Darurat - - - - -Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah lainnya 78,307,857,998.00 95,415,455,298.78 109,896,115,250.34 108.860.439.716 108.860.439.716Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 177,684,357,000.00 217,566,892,000.00 150,891,200,000.00 40.424.864.000 40.424.864.000Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemerintahDaerah lainnya 11,765,000,000.00 12,406,292,400.00 9,925,337,000.00 11.705.200.000 2.500.000.000

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta dan data diolah
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3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuanperundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangankemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan KeuanganDaerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah danpembiayaan daerah.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan DaerahKebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasisumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapatterealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah KotaYogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, danLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masihbertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2014 masih pada kisaran45,47 persen dan PAD menyumbang sebesar 32,24 persen. Kenyataan ini membuatPemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayaipembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsungdengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benarmemperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatandaerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut sertamemperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerahTahun 2017 masih mengacu kebijakan tahun 2016 adalah sebagai berikut:1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengaturtentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidakmemberatkan msyarakat dan dunia usaha.2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkandioptimalkan.3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam prosespemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai denganpotensi yang dimiliki.4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusidaerah  yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dansanksi apabila terjadi pelanggaran.5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerahyang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajibretribusi yang melanggar.
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6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dariDana Perimbangan.7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerahyang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelakuusaha.8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasasangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. SumberPAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegangperanan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:  (i) Pajak Daerah; (ii)Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv)Lain-lain PAD yang sah.Pada tahun 2007, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 114,1 milyarrupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 109,54%.Sementara pada tahun 2014, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 470,64milyar rupiah atau setara dengan 116,4% dari target yang ditetapkan. Tingginyapenerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah danLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan dari seluruhsumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target (lihat tabel 3.8).

Tabel 3.8
Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

URAIAN
2011 2012 2013 2014

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)1. Hasil PajakDaerah 120.458 118,9 207.703 119,4 227.749 104,9 253.462 97,32. Hasil RetribusiDaerah 34.408 108,5 38.771 110,1 40.339 108,4 56.096 132,23. HasilPengelolaanKekayaanDaerah YangDipisahkan

10.121 100,0 11.497 100,0 12.596 99,9 14.088 111,9
4. Lain-lainPendapatanAsli DaerahYang Sah

63.883 105,3 80.313 128,7 102.368 117,0 146.996 165,8
Pendapatan Asli
Daerah

228.871 112,3 338.284 119,5 383.052 108,1 470.642 116,4

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.
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Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2017, meliputi:• Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisiperekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraanpertumbuhan ekonomi tahun 2017, dan realisasi penerimaan PAD tahunsebelumnya, menggali potensi PAD,  serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.• Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu padaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusidaerah.• Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak danpembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasanatas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatankualitas, kemudahan,ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.• Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilaikekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barangsebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modaltersebut.• Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belumdimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalamrangka peningkatan PAD.
B. Dana PerimbanganBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan, definisi dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atastiga komponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum;dan (c) Dana Alokasi Khusus.Dana Perimbangan merupakan sistem transfer danadari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi danaperimbangan pada APBD tahun 2016 relatif besar mencapai 45,21 persen. Hal inimenunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangatbergantung pada pemerintah pusat. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar100 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam Tabel3.9.
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Tabel 3.9
Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

URAIAN
2011 2012 2013 2014

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)1. Bagi HasilPajak/Bagi HasilBukan Pajak 62.722 117,7 59.358 126,5 55.338 91,2 42.720 66,3

Bagi Hasil Pajak 60.239 117,7 56.908 126,9 52.704 90,4 40.681 65,0Bagi Hasil BukanPajak/SumberDaya Alam 2.483 116,8 2.450 118,7 2.634 110,8 2.039 113,5
2. Dana AlokasiUmum 436.130 100,0 536.467 100,0 597.212 100,0 618.742 100,0
3. Dana AlokasiKhusus 1.762 100,0 6.485 100,0 6.221 100,0 2.250 100,0

Dana Perimbangan 500.614 101,9 602.310 102,1 658.771 99,2 663.712 96,8
Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuaiPeraturanPresiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai perkiraan alokasi DBH TA 2017. Apabila Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DBH TA 2017 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkanpada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2015, TA2014 dan TA 2013 ; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuanganmengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2017.
 Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHTTA 2017. ApabilaPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan MenteriKeuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2017 belum ditetapkan, perkiraanalokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga)tahun terakhir yaitu TA 2015, TA 2014 dan TA 2013 ; atau (2) Informasi resmidari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA2017.
 Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017sesuai dengan PeraturanPresiden mengenai Rincian APBN TA 2017 . Dalam hal Peraturan Presidendimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAUKota TA 2017 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. ApabilaPeraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belumditerbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2016.
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 Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DAK TA 2017. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan MenteriKeuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan padainformasi resmi dari Kementerian Keuangan.
 Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yangmeliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD),penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan denganketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencanakenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD,pemberian gaji ketiga belas, dan gajikeempat belas.
C. Lain-lain Pendapatan yang SahPos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakartaterdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaiandan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Darah yang Sah selalu mencapaitarget yang ditetapkan. Pada tahun 2014, nilai pendapatan ini mencapai 325,39milyar rupiah dengan capaian target sebesar 270,2%. Apabila pada tahun 2009lonjakan capaian target dikarenakan adanya alokasi Dana Tunjangan Pendidikanyang menyebabkan capaian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus menembusangka 1.165%, pada tahun 2014 lonjakan capaian dikarenakan adanya penetapankebijakan Dana Keistimewaan DIY sehingga realisasi penerimaan sumberpendapatan ini mencapai 899,5%. Akan tetapi selain mendapat pengaruh darikomponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, tingginya capaian target padatahun 2014 juga disebabkan karena rendahnya target yang ditetapkan olehpemerintah daerah. Pada tahun 2013, target  Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah yang ditetapkan adalah sebesar 265,26 milyar rupiah sementara pada tahun2014 target yang ditetapkan menurun menjadi 120,41 milyar rupiah atau menurun120,3% dari target tahun sebelumnya.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah |III - 24

Tabel 3.10
Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

URAIAN
2011 2012 2013 2014

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)1. Pendapatan Hibah 3.345 95,8 0 0,00 0 0,00 0 0,002. Dana Darurat 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3. Dana Bagi HasilPajak dari Provinsidan PemerintahDaerah Lainnya 60.273 99,9 67.067 100,0 78.308 103,3 95.415 115,3
4. Dana Penyesuaiandan OtonomiKhusus 125.374 100,0 139.338 100,0 177.684 100,0 217.567 899,5
5. Bantuan Keuangandari Propinsi atauPemerintah DaerahLainnya 33.205 98,3 10.580 110,9 11.765 100,0 12.406 91,9

Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah 222.197 99,7 216.985 100,5 267.757 100,9 325.389 270,2

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakanpemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaiberikut:
 Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikansesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2017 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi DanaTransfer Lainnya TA 2017.
 Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai rincian APBN TA 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2017.
 Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintahprovinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah daripemerintah provinsi TA 2017. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2017mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2017, penganggarannya didasarkanpada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2016 dengan memperhatikan realisasiBagi Hasil Pajak Daerah TA 2015.
 Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yangditerima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnyadianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
 Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintahdaerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swastadalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidakmengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
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kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanyakepastian pendapatan dimaksud.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja DaerahStruktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007terdiri dari:1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkaitsecara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri darijenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d)Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) BelanjaBantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a)Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanjalangsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masihpada kisaran 51,69 persen pada tahun 2013 dan  49,51  pada tahun 2014,sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 48,30 persen pada tahun 2013 dan50,48 pada tahun 2014. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran BelanjaPegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanjamencapai 46,06 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsungmencapai 93,03 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikanimbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasibelanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatcapaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangkapeningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.Realisasi belanja pada tahun 2013 hanya mencapai 89,31 persen dan padatahun 2013menurun menjadi 89.31persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung adalahsebesar 92.27 persen dan Belanja Langsung mencapai 85.88persen pada tahun2013. Adapun pada tahun 2014 Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar110.85persen dan Belanja Langsung mencapai 81.79 persen.
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Tabel 3.11

Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

Uraian
2013 (perubahan) 2014

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

Belanja Tidak Langsung 687.376.178.532,00 633.327.757.674,18 92,14 597.086.571.899,00 66.059.134.664,75 11,064- Pegawai 633.396.801.236,00 590.478.800.556,00 93,22 532.696.928.521,00 615.751.844.198,00 115,59- Bunga 75.486.098,00 75.486.097,18 100,00 32.402.075,00 32401772,75 99,999- Subsidi - - - - - -- Hibah 40.594.228.600,00 34.287.663.050,00 84,46 55.467.086.000,00 40.179.300.498,00 72,438- Bantuan sosial 6.738.000.000,00 6.045.181.000,00 89,72 3.358.500.000,00 3.060.900.000,00 91,139- Bantuan Keuangan 2.459.786.038,00 2.421.465.086,00 98,44 2.531.655.303,00 2.490.776.524,00 98,385- belanja tidak terduga 4.111.876.560,00 19.161.885,00 0,47 3.000.000.000,00 543.911.672,00 18,13

Belanja langsung 690.038.641.862,00 599.584.176.460,00 86,89 825.006.764.481,00 674.551.333.203,00 81,763- Pegawai 143.492.675.339,00 123.582.680.214,00 86,12 128.926.364.764,00 127.625.790.224,00 98,991- Barang & jasa 357.243.633.696,00 308.921.754.042,00 86,47 426.259.056.726,00 3.538.472.633.850,00 830,12- Modal 189.302.332.827,00 167.079.742.204,00 88,26 269.821.342.991,00 193.078.279.594,00 71,558

BELANJA 1.377.414.820.394,00 1.232.911.934.134,18 89,51 1.422.093.336.380,00 1.336.610.467.867,75 93,989

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.
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Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupunbelanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dariurusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untukmelindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhikewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,pendidikan, kesehatan, fasilitas  sosial dan fasilitas umum yang layak sertamengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan padastandar pelayanan minimal (SPM).
A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja PegawaiBelanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untukmembiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencanakenaikan gaji pokok PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gajikeempat belas;b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhanpengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2017;c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikanpangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai denganmemperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua komalima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dantunjangan;d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatanberpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistim Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  denganPeraturanPresiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan.
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2. Belanja BungaAlokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaranbunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangkapanjang.
3. Belanja SubsidiPemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agarharga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau olehmasyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar danmenyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi,dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.
4. Belanja HibahAlokasi belanja hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
5. Belanja Bantuan SosialAlokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuanpermendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah serta permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentangPerubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
6. Belanja Bagi HasilUntuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber daripendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatanpajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2016 dan pelampauan targetTahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintahdaerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2017.
7. Belanja Bantuan KeuanganAlokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepadapemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan
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memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.
8. Belanja Tidak TerdugaPerencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secararasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 danmemperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikansebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidakbiasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belumtertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran.2017.

B. Kebijakan Belanja LangsungKebijakanbelanja langsung dalam rangka melaksanakan program dankegiatan untuk Tahun Anggaran 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untukpeningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasikerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajibpemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebihberperspektif gender.2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi danmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhikewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanandasar, pendidikan, kesehatan, fasititas sosial dan fasilitas umum yang layakserta mengembangkan sistem jaminan sosial.3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaranbiaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Olehkarena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatandirencanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakanproduksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecilserta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuansistem, dan kualitas kemampuan teknis.4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modaldiupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barangdan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danmendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana
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diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaKerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
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Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017

URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2013 (Perub) 2014 2015 2016 2017

BELANJA DAERAH 1,377,414,820.394 1,336,610,467,867.75 1,539,699,344,285.44 1.888.625.439.858 1.637.928.718.912

BELANJA TIDAK LANGSUNG 687,376,178,532 662,059,134,664.75 724,041,324,573.83 854.702.976.493 683.235.563.423Belanja Pegawai 633,396,801,236 615,751,884,198.00 669,675,278,786,83 789.259.217.750 620.496.515.975Belanja Bunga 75,486,098 32,401,722.75 - - -Belanja Subsidi - - - - -Belanja Hibah 40,594,228,600 40,179,300,498.00 47,372,262,832.00 57.235.161.325 56.620.985.000Belanja Bantuan Sosial 6,738,000,000 3,060,900,000.00 4,534,392,000.00 2.147.935.000 1.907.400.000Belanja Bagi Hasil KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa - - - - -Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa , Partai Politik 2,459,786,038 2,490,776,524.00 2,434,210,440.00 3.060.662.418 1.210.662.448Bantuan Keuangan Kepada Parpol - - - - -Belanja Tidak Terduga 4,111,876,560 543,911,672.00 25,180,515.00 3,000,000,000 3,000,000,000
BELANJA LANGSUNG 690,038,641,862 674,551,333,203.00 815,658,019,711,61 1.033.922.463.365 954.693.155.489Belanja Pegawai 143,492,675,339 127,625,790,224.00 143,505,508,220.50 172.283.508.837 -Belanja Barang dan Jasa 357,243,633,696 353,847,263,385.00 415,757,355,058.11 548.283.190.373 -Belanja Modal 189,414,820,394 193,078,279,594.00 256,395,156,433.00 313.355.764.155 -

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah |III - 32

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan DaerahArah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaanpembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaanpembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebihperhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuaidengan kondisi keuangan daerah.Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan danacadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan denganPeraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjamandaerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaranpembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untukmeningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajibanyang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukandengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasikebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaandaerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harusdiantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaranpembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaanmodal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkanpada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaranpembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksipenerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1(satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.13.
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Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017

URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2013 2014 2015 2016 2017
PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 227,222,574,831.51 311,627,539,666.89 434,785,926,378.05 256.860.035.091 144.710.229.856Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya 224,522,308,349.51 303,377,090,556.89 434,397,854,728.05 256.677.851.091 144.710.229.856Pencairan Dana Cadangan - - - - -Hasil Penjualan Kekayaan  Daerah Yang Dipisahkan - - - - -Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 2,220,200.00 386,608,928.00 388,071,650.00 182,184,000 -Penerimaan Piutang Daerah 2,698,046,282.00 7,863,840,182.00 - - -
PENGELUARAN  PEMBIAYAAN 513,744,154.86 361,652,154.90 123,754,000,000.00 - 5.000.000.000-Pembentukan   Dana Cadangan - - - - -Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - 123,754,000,000.00 - 5.000.000.000-Pembayaran Pokok Utang 513,744,154.86 361,652,154.90 - - -Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Derah - - - - -
Pembiayaan Netto 226,708,830,676.65 311,265,887,511.99 311,031,926,378.05 256.860.035.091 139.710.229.856

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA) 303,377,090,556.89 - - - -

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; diolah.
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Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tah un terakhir dan arahkebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadikewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran,pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2017 sebagai berikut:
Tabel 3.14

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2017

No URAIAN
Anggaran 2017

(Rp)

1 PENDAPATAN DAERAH 1.498.218.489.056

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 510.300.309.9081.1.1 Pajak Daerah 336.106.500.0001.1.2 Retribusi Daerah 35.093.702.7501.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 25.659.452.1931.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 113.440.654.965
1.2 DANA PERIMBANGAN 836.132.875.4321.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 55.713.758.0001.2.2 Dana Alokasi Umum 670.278.830.0001.2.3 Dana Alokasi Khusus 110.140.287.432
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 151.785.303.7161.3.1 Hibah -1.3.2 Dana Darurat -1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah DaerahLainnya 108.860.439.7161.3.4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 40.424.864.0001.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah DaerahLainnya 2.500.000.000
2 BELANJA DAERAH 1.637.928.718.912

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 683.235.563.4232.1.1 Belanja Pegawai 620.496.515.9752.1.2 Belanja Bunga -2.1.3 Belanja Subsidi -2.1.4 Belanja Hibah 56.620.985.0002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.907.400.0002.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota DanPemerintahan Desa -2.1.7 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota DanPemerintahan Desa dan kepada Parpol 1.210.662.4482.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG 954.693.155.4892.2.1 Belanja Pegawai2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa2.2.3 Belanja Modal
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No URAIAN
Anggaran 2017

(Rp)Surplus/(Defisit) (139.710.229.856)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 144.710.229.8563.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 144.710.229.8563.1.2 Pencairan Dana Cadangan -3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -3.1.6 Penerimaan Piutan Daerah -
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.0003.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.0003.2.3 Pembayaran Pokok Utang -3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Pembiayaan Netto 139.710.229.856

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0
Sumber: Data diolah.
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BAB 4
TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan DaerahKebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 memperhatikan tema RencanaKerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2017 yaitu “Memacu

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja

serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikandan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2017 yang tercantumpada RKPD Provinsi DIY Tahun 2017 yaitu “Aktualisasi Jogja Gumregah Dalam

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Yang Berkeadilan, Guna Menurunkan Anga Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah ”Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunandaerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah: “Meningkatnya Sumber Daya

Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang

Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya”.Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang BerkualitasDimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yangunggul dan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saingdaerah.2. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi di mana masyarakat mampu menjaga kekuatandan kearifan budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya lokalsekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif3. Mandiri dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dantantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan,dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hiduptinggi.4. Nyaman dimaknai sebagai kondisi di mana kualitas hidup masyarakat meningkatdengan kemampuan mengakses infrastruktur, makanan, udara bersih, perumahanyang terjangkau, lapangan kerja, dan ruang/taman hijau.5. Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhanhidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator :- Pertumbuhan ekonomi,- Pengangguran,- Penduduk miskin,



Rencana Kerja Pemerintah Daerah |IV - 2

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan- Indeks Pengembangan Gender (IPG).
4.2. Prioritas dan Sasaran PembangunanKeberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajatkesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokuspada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukanprioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Penyusunan prioritas pembangunandaerah mendasarkan pada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD KotaYogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan jugamempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikandengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.Prioritas pembangunan pada RKPD 2017 disusun dengan mendasarkan pada temadan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Tahun 2017. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertaidengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasarpenyusunan Prioritas Nasional, yaitu:Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberrasa aman pada seluruh warga Negara.Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis danterpercayaCita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka Negara Kesatuan.Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasionalCita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik.Cita 8 : Melakukan reformasi karekter bangsaCita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2017 berdasarkan pada RKP Tahun2017 terdiri dari 5 prioritas, yaitu :1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat;2) Pembangunan Sektor Unggulan;3) Pemerataan dan Kewilayahan;4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;5) Pembangunan Ekonomi.
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Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainyasasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema danprioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2017 yaitu:1) Sosial Budaya;2) Kesehatan;3) Pendidikan;4) Pertumbuhan Ekonomi;5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yangbertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun2017 yaitu:1) Sosial Budaya;2) Kesehatan;3) Pendidikan;4) Pertumbuhan Ekonomi;5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2015dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji padamatrik berikut:

Tabel 4.1
Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan

Kota Yogyakarta Tahun 2017

No. NAWACITA No. PRIORITAS DAERAH No. PRIORITAS KOTA
YOGYAKARTA1 Memperteguh kebhinekaan danmemperkuat restorasi sosialIndonesia 1 Sosial Budaya 1 Sosial Budaya

2 Meningkatkan kualitas hidupmanusia dan masyarakatIndonesia 2 Kesehatan 2 Kesehatan
3 Melakukan revolusi karakterbangsa 3 Pendidikan 3 Pendidikan4 Meningkatkan produktivitasrakyat dan daya saing di pasarInternasional sehingga bangsaIndonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsa-bangsa Asialainnya.

4 Pertumbuhan Ekonomi 4 PertumbuhanEkonomi
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No. NAWACITA No. PRIORITAS DAERAH No. PRIORITAS KOTA
YOGYAKARTA5 Mewujudkan kemandirianekonomi dengan menggerakkansektor-sektor strategis ekonomidomestik.6 Membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah dan desa-desadalam kerangka negara kesatuan.

5 Pembangunan wilayahdan peningkatanInfrastruktur 5 Pembangunanwilayah danpeningkatanInfrastruktur6 Lingkungan hidup danpemanfaatan ruang 6 Lingkungan hidupdan pemanfaatanruang7 Menghadirkan kembali negarauntuk melindungi segenap bangsadan memberikan rasa amankepada seluruh warga negara.
7 Kinerja aparatur danBirokrasi. 7 Kinerja aparaturdan Birokrasi.

8 Membuat Pemerintah selalu hadirdengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya.9 Memperkuat kehadiran negaradalam melakukan reformasisistem dan penegakan hukumyang bebas korupsi, bermartabatdan terpercaya.
Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritasdimaknai sebagai berikut:1. Sosial BudayaPrioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataankesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budayalebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilaikeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.2. KesehatanDari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.3. PendidikanPrioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yangberkarakter melalui :1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usiadini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajibbelajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
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2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formaldan informal.4. Pertumbuhan EkonomiKebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi danperluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhanekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melaluipengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembanganinfrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan InfrastrukturKebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan padapengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan,serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpanganwilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadapupaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikankonsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik diKota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan RuangPrioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skemapenataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkunganyang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai,sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi denganpenanganan transportasi, serta kualitas tanah.Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras denganrencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.7. Kinerja Aparatur dan BirokrasiPrioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dankelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaranpembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;3. Harapan hidup masyarakat meningkat;4. Aksesibilitas pendidikan meningkat;5. Daya saing pendidikan meningkat;6. Kualitas lingkungan hidup meningkat;7. Pendapatan masyarakat meningkat;8. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
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10. Kemiskinan masyarakat menurun;11. Ketimpangan antar wilayah menurun;12. Kunjungan wisatawan meningkat;13. Lama tinggal wisatawan.Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakartaberdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat padatabel berikut :
Tabel 4.2

Matrik Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta

No Nawacita No Prioritas DIY Prioritas Kota
Yogyakarta No Sasaran Kota

Yogyakarta1 Memperteguhkebhinekaan danmemperkuat restorasisosial Indonesia
1 Sosial Budaya Sosial Budaya 1 Kemiskinanmasyarakat menurun

2 Peran serta masyarakat
dalam pengembangan
dan pelestarian budaya
meningkat2 Meningkatkan kualitashidup manusia danmasyarakat Indonesia 2 Kesehatan Kesehatan 3 Harapan hidupmasyarakat meningkat

3 Melakukan revolusikarakter bangsa 3 Pendidikan Pendidikan 4 Aksesibilitaspendidikan meningkat5 Daya saing pendidikanmeningkat4 Meningkatkanproduktivitas rakyatdan daya saing dipasar Internasionalsehingga bangsaIndonesia bisa majudan bangkit bersamabangsa-bangsa Asialainnya.

4 PertumbuhanEkonomi PertumbuhanEkonomi 6 Pendapatanmasyarakat meningkat

7 Kesenjanganpendapatanmasyarakat menurun
5 Mewujudkankemandirian ekonomidengan menggerakkansektor-sektor strategisekonomi domestik.

8 Kunjungan wisatasanmeningkat9 Lama tinggalwisatawan meningkat6 Membangun Indonesiadari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerah dan desa-desadalam kerangkanegara kesatuan.
5 PembangunanWilayah danpeningkataninfrastruktur

PembangunanWilayah danpeningkataninfrastruktur
10 Ketimpangan antarwilayah menurun

6 LingkunganHidup danpemanfaatanruang
Lingkungan Hidupdan pemanfaatanruang 11 Kualitas lingkunganhidup meningkat
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No Nawacita No Prioritas DIY Prioritas Kota
Yogyakarta No Sasaran Kota

Yogyakarta7 Menghadirkan kembalinegara untukmelindungi segenapbangsa danmemberikan rasaaman kepada seluruhwarga negara.

7 Kinerjaaparatur danbirokrasi Kinerja aparaturdan birokrasi 12 Akuntabilitas kinerjapemerintah daerahmeningkat
8 Membuat Pemerintahselalu hadir denganmembangun tatakelola pemerintahanyang bersih, efektif,demokratis danterpercaya.9 Memperkuatkehadiran negaradalam melakukanreformasi sistem danpenegakan hukumyang bebas korupsi,bermartabat danterpercaya.

13 Akuntabilitaspengelolaan keuangandaerah meningkat

4.3. Penyelarasan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta dengan Nasional dan
RKPD DIY Tahun 2017Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebagaimana tabelberikut :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Target

1 Akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah meningkat Opini pemeriksaan BPK WTP
2 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerahmeningkat Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah BB
3 Aksesibilitas pendidikan meningkat Rata-rata lama sekolah 11,4 tahun
4 Harapan hidup masyarakat meningkat Angka harapan hidup masyarakat 74 tahun
5 Daya saing pendidikan meningkat Persentase sekolah yang melayanipendidikan inklusi 9%
6 Peran serta masyarakat dalam

pengembangan dan pelestarian budaya
meningkat

Persentase partisipasi masyarakatdalam pengembangan dan pelestarianbudaya 72%
7 Kemiskinan masyarakat menurun Angka kemiskinan 8,40%
8 Ketimpangan antar wilayah menurun Indeks ketimpangan wilayah 0,517
9 Kunjungan wisatasan meningkat Jumlah kunjungan wissatawan 3.000.000orang

10 Lama tinggal wisatawan meningkat Lama tinggal wisatawan 2 hari
11 Kualitas lingkungan hidup meningkat Indeks lingkungan hidup 62
12 Pendapatan masyarakat meningkat Pendapatan perkapita pertahun 54,306 juta
13 Kesenjangan pendapatan masyarakatmenurun Indeks ketimpangan pendapatan 0,4151
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Penyelarasan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 dengan sasaran pembangunan DIY tahun 2017 sebagaimana matrik berikut :
Tabel 4.4

Sinkronisasi Keterkaitan Sasaran  Pembangunan Kota Yogyakarta dengan Nasional dan DIY Tahun 2017

No Sasaran Pembangunan Mencapai Sasaran Pembangunan DIY Sasaran Pembangunan
Kota Yogyakarta

Indikator sasaran
Kota yogyakarta Target 2017

A. Sasaran Makro Pembangunan Manusia dan
Masyarakat1 Sasaran pembangunanpolitik, hukum,pertahanan dan keamanan Penguatan tata kelola pemerintahdaerah Akuntabilitas Pengelolaankeuangan daerah meningkat Akuntabilitas pengelolaankeuangan daerah meningkat Opini pemeriksaan BPK WTPPolitik demokrasiPenegakan hokumPertahanan dan KeamananTata kelola dan reformasibirokrasi Akuntabilitas kinerjapemerintah daerahmeningkat Akuntabilitas kinerjapemerintah daerahmeningkat Nilai akuntabilitas kinerjapemerintah BB2 Sasaran pembangunanmanusia dan masyarakat Kependudukan dan KeluargaberencanaPendidikan Melek huruf masyarakatmeningkatAksesibilitas pendidikanmeningkat Aksesibilitas pendidikanmeningkat Rata-rata lama sekolah 11,4 tahunDaya saing pendidikanmeningkat Daya saing pendidikanmeningkat Persentase sekolah yangmelayani pendidikan inklusi 9%Kesehatan Harapan hidup masyarakatmeningkat Harapan hidup masyarakatmeningkat Angka harapan hidupmasyarakat 74 tahunKesetaraan gender danpemberdayaan perempuan Peran serta dan apresiasimasyarakat dalampengembangan danpelestarian budayameningkat

Kemiskinan masyarakatmenurun Angka kemiskinan 8,40%Perlindungan anak Peran serta masyarakat
dalam pengembangan dan
pelestarian budaya meningkat

Persentase partisipasimasyarakat dalampengembangan danpelestarian budaya
72%

Pembangunan masyarakat
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No Sasaran Pembangunan Mencapai Sasaran Pembangunan DIY Sasaran Pembangunan
Kota Yogyakarta

Indikator sasaran
Kota yogyakarta Target 2017

B Sasaran Makro Ekonomi Makro1 Sasaran pembangunankewilayahan dan antarwilayah Pemerataan pembangunan antarwilayah Ketimpangan antar wilayahmenurun Ketimpangan antar wilayahmenurun Indeks ketimpangan wilayah 0,517
2 Sasaran pembangunansektor unggulan Kedaulatan energyPariwisata dan industrimenufaktur Kunjungan wisatawannusantara dan wisatawanmancanegara meningkat Kunjungan wisatasanmeningkat Jumlah kunjunganwissatawan 3.000.000orangLama tinggal wisatawannusantara dan wisatawanmancanegara meningkat Lama tinggal wisatawanmeningkat Lama tinggal wisatawan 2 hari

Ketahanan Air, InfrastrukturDasar dan Konektivitas Layanan publik meningkat,terutama pada penataansistem transportasi danakses masyarakat dipedesaan
Kualitas lingkungan hidupmeningkat Indeks lingkungan hidup 62

Kualitas lingkungan hidupmeningkatPemanfaatan ruangterkendaliMaritim dan kelautan Pendapatan masyarakatmeningkat Pendapatan masyarakatmeningkat Pendapatan perkapitapertahun 54,306 jutaKedaulatan Pangan3 Sasaran PembangunanDimensi Pemerataan Menurunkan kesenjangan antarkelompok ekonomiMeningkatkan cakupanpelayanan dasar dan aksesterhadap ekonomi produktifmasyarakat kurang mampu Kesenjangan pendapatanmasyarakat menurun Kesenjangan pendapatanmasyarakat menurun Indeks ketimpanganpendapatan 0,4151
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4.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota YogyakartaDalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta memperhatikan ppokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang telahdisampaikan. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut:
Tabel 4.5

Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2016

No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut

KOMISI A1 Pengurusan dokumen akta kelahiran dan kematian agardipemudah. Dindukcapil Untuk mempermudah pengurusan dokumen akta kelahiran dan kematian telah dilaksanakan :1) jemput bola akta;2) layanan online secara online;3) kerjasama dengan RS JogjaKe depan sedang disiapkan pula mobil keliling adminduk.2 Perlu peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Dindukcapil Peningkatan pelayanan telah dilaksanakan dengan peningkatan kualitas sarpras pelayananantara lain dengan tersedianya :1) Ruang laktasi bagi pengunjung;2) Ruang bermain anak3) Fasilitas difabel4) Telah disusun Standar pelayanan Publik (SPP) bagi masyarakat.3 Penertiban PKL yang tidak berizin dan mengganggu ruasjalan. Dinas Ketertiban Telah diakomodir di dalam Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan, pada kegiatanPenjagaan Kawasan Operasi Gugus Malioboro. Kegiatan tersebut juga sebagai pendukungGerakan Kampung Panca Tertib yakni Tertib Damija (PKL dan Parkir). Merupakan kegiatanpenegakan perda Kota Yogyakarta secara non yustisi, dengan pagu anggaran yang diusulkansebesar Rp 4.142.143.000,-.4 Penertiban Toko Jejaring yang tidak berizin yang merugikanmasyarakat terutama pedagang tradisional. Dinas Ketertiban Telah diakomodir di dalam Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan kepada kegiatanOperasi Penegakan Peraturan Daerah Pro Yustisi dan Kegiatan Penyelenggaraan OperasiPenindakan Hukum Terpadu secara non yustisi dengan berkoordinasi dengan instansi dan SKPDterkait penertiban dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 1.803.190.000,-.
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut5 Program-program pembinaan generasi muda sehinggapemuda/pemudi terhindar dari masalah-masalah kenakalan(tawuran, minuman, sex bebas, narkoba). Kantor KesatuanBangsa Dalam program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017 telah mengakomodir kegiatanyang secara khusus menangani masalah anti Napza yaitu Penanggulangan PenyalahgunaanNAPZA ataupun kegiatan yang sifatnya koordinatif antar OKP dan peningkatan SDM kepemudaan.Disamping itu telah juga dimasukkan usulan bantuan hibah kepada beberapa OKP yangdiharapkan dapat menjadi mitra Kantor Kesatuan Bangsa dalam meningkatkan kualitaskepemudaan di Kota Yogyakarta yaitu KNPI, Pramuka dan IKPMDI. Sementara usulan untukbantuan kepada FPN (Forum Pemuda Nusantara) dikarenakan satu dan lain hal tidak dapatdiakomodir dalam usulan RAPBD murni tahun 2017.6 Sosialisasi ataupun penyuluhan-penyuluhan untukmenambah wawasan-wawasan atas kejadian yang baru-baruini misalnya, mengenai terorisme, gafatar dan bagaimanasolusi pencegahannya.

Kantor KesatuanBangsa Dalam Renja tahun 2017 urusan Pemerintahan Umum tidak dimasukkan dalam usulan KantorKesatuan Bangsa. Namun demikian setelah mendapatkan surat dari Kemendagri yangmenyatakan bahwa pelimpahan pelaksanaan urusan ini ditunda maka kami telah mengirimkandraft Renja ke Bappeda untuk dimasukkan dalam KU PPAS 2017.7 Legalitas lembaga berbadan hukum yang mendapatkan danahibah perlu proses sampai kemenkumham dan adasosialisasi ke warga. Kantor KesatuanBangsa Dalam Renja tahun 2017 urusan Pemerintahan Umum tidak dimasukkan dalam usulan KantorKesatuan Bangsa. Namun demikian setelah mendapatkan surat dari Kemendagri yangmenyatakan bahwa pelimpahan pelaksanaan urusan ini ditunda maka kami telah mengirimkandraft Renja ke Bappeda untuk dimasukkan dalam KU PPAS 2017.8 Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk setiapkelurahan. Bagian Tapem Sudah mengusulkan 3 lokasi di tahun 2017 yaitu Kelurahan Bausasran, Kelurahan Wirobrajandan Keluarahn Purwokinanti.
KOMISI B1 Menjadikan tempat potensial untuk dijadikan tempat wisata. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Digunakan untuk menggelar kegiatan kepariwisataan dan event-event seni budaya sebagai upayapengenalan potensi wisata kepada masyarakat2 Pembentukan dan fasilitas kampung wisata. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Pembentukan dan fasilitasi kampung wisata dilakukan dengan penyusunan Perwal tentangKampung Wisata yang diharapkan pada tahun 2017 sudah dapat digunakan, sedangkan fasilitasikampung wisata dilakukan dengan fasilitasi event yang ada di kampung wisata3 Pengembangan Pariwisata dengan mengandalkan produkkebudayaan dan kesenian lokal. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Pariwisata kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata berbasis budaya sehingga potensi senidan budaya menjadi acuan  dalam pengembangan kepariwisataan4 Promosi pariwisata. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Promosi pariwisata sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawandilakukan dengan berbagai kegiatan dan inovasi. Disamping kegiatan sudah secara rutindilaksanakan seperti pameran pariwisata dan travel dialog serta kerjasama pariwisata, ada jugainovasi dan program unggulan dalam rangka penguatan promosi Yogyakarta sebagai destinasipariwisata. Inovasi yang dilakukan antara lain dilakukan denga mengoptimalkan promosi melaluimedia-media sosial, promosi media luar negeri dan pasar asia, penjajagan segmen  ceruk pasardalam rangka menggali pasar wisatawan potensial yang belum tergarap dengan baik. Serta
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjutadanya program unggulan seperti Jogja Night Festival dan Jogja Kreatif5 Minta diusulkan dapat dana hibah untuk koperasi yangsudah berbadan hukum: Koperasi Jasa Syariah BTM. Disperindagkoptan Dana pinjaman daerah untuk koperasi diatur dalam perwal.Petunjuk Teknis baru dalam proses6 Pemerintah Kota Yogyakarta agar menyalurkan hibahbantuan sosial khususnya bidang ekonomi kerakyatan. Disperindagkoptan Tidak sesuai dengan ketentuan Hibah/Bansos7 Pelatihan kewirausahaan. Disperindagkoptan Sudah dianggarkan pelatihanpelatihan kewirausahaan8 Penyaluran hibah modal usaha ekonomi kerakyatankoperasi. Disperindagkoptan Tidak sesuai dengan ketentuan Hibah/Bansos9 Pemberian modal usaha “kelompok tani ternak” Disperindagkoptan Tidak sesuai dengan ketentuan Hibah/Bansos10 Sosialisasi tentang MEA (definisi, tujuan serta dampak kedepan bagi pedagang) supaya masyarakat siap menghadapiMEA tersebut. Disperindagkoptan Sudah pernah dilaksanakan tahun 2015

11 Pelatihan (pengingkatan SDM yang berkaitan denganperhotelan), bagaimana cara meminimalisir “bank plecit”? Disperindagkoptan Telah dilakukan  penyuluhan dan sosialisasi ke 14 kecamatan terkait akses perbankan, sertapenyuluhan tentang perkoperasian.12 Bagaimana kalau diadakan pasar tiban, yang bisa dimulaidari masyarakat sekitar untuk mengangkat ekonomi wargasekitar (misal dilakukan pada hari minggu). Disperindagkoptan Beberapa wilayah sudah melaksanakan.
13 Tidak terkendalinya kemunculan toko jejaring yang diindikasikan tidak berijin perlu ditindak tegas oleh Pemkot,tapi terkesan Pemkot melakukan pembiaran pelanggaran-pelanggaran itu jelas yang ada akan sangat dirugikan adalahmasyarakat terutama pedagang tradisional.

Disperindagkoptan Akan dilakukan evaluasi perwal 79 tahun 2010 tentang pembatasan minimarket/waralaba.
14 Penyediaan dan pengadaan lahan hijau di setiap kecamatan. Tapem Sudah mengusulkan 3 lokasi di tahun 2017 yaitu Kelurahan Bausasran, Kelurahan Wirobrajandan Kelurahan Purwokinanti
KOMISI C1 Perbaikan talud sungai. Kimpraswil Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan Talud.2 Pembuatan bronjong, batu dan anggaran pengerjaan. Kimpraswil Bronjong dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan talud di tahun 2016
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut3 Program antisipasi banjir dengan sistem penahanan airdengan cor beton. Kimpraswil Diantisipasi melalui pemasangan bronjong  yang setiap tahun dianggarkan pada kegiatanpemeliharaan talud4 Realisasi program IPAL komunal. Kimpraswil Sudah terealisir pada kegiatan peningkatan sanitasi tahun 20165 Fasilitas tambahan pintu air code. Kimpraswil Tiap tahun dianggarkan di kegiatan pemeliharaan saluran pengairan6 Pelumpuran dan normalisasi SAH, Saluran irigasi. Kimpraswil Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan Drainase7 Perbaikan SAL dan SAH. Kimpraswil Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Pemeliharaan SAL8 Pembuatan jembatan penyebrangan orang di sungai code. Kimpraswil Ditahun 2016 ini ada 3 pembuatan jembatan penghubung ( Ngupasan-Purwokinanti,Prawirodirjan – Wirogunan, Keparakan-Wirogunan)9 Sosialisasi program SAL, limbar rumah tangga dan lain-lain. Kimpraswil Setiap tahun dikerjakan pada kegiatan Pemeliharaan SAL10 Pemasangan dan perbaikan lampu PJU, pemindahan tiangPJU yang mengganggu jalan. Kimpraswil Dikerjakan pada kegiatan pemeliharaan PJU ,Panel Jaringan & lampu Hias11 Program rehab jalan baik aspal maupun konblok. Kimpraswil Dikerjakan pada kegiatan pemeliharaan jalan (aspal) ,kalau pengerjaan konblok dilaksanakanwilayah12 Pembuatan tendon air warga / water purifier, sumur danMCK. Kimpraswil Dikerjakan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan13 Pemberdayaan ruang atas (ex kali code) sebagai jalan. Kimpraswil Diusulkan untuk penataan kawasan sungai melalui Bappeda14 Pengadaan papan nama gang kampung, gapura penandakampung. Kimpraswil Papan nama gang kampung bukan kewenangan kimpraswil, sedangkan penanda kampung tidakharus berbentuk gapura , tahun 2016 yang akan dibangun di kampung Balirejo dan kampungTegal lempuyangan + Tegal kemuning , sedangkan untuk produk perencanaan tahun 2016 belumditetapkan fisiknya15 Realisasi Program RTLH dan penanganan kawasan kumuh. Kimpraswil Dikerjakan pada kegiatan peningkatan kualitas RTLH dan penanganan kawasan kumuh tahun201616 Perluasan tanah makam yang sudah sempit. Kimpraswil,Tapem, Dinsos Sdh dirapatkan dengan bappeda & Tapem.Kimpraswil sdh membuat telaah ke walikota untukkebutuhan makan, dispo walikota ke bappeda & Tapem.Ada penawaran 2 lokasi untuk tanah makam di Desa Pajangan dan Banyakan, namun menungguhasil pencermatan terkait regulasi untuk makam dari Bappeda.17 Perhatian terhadap penambangan pasir di sungai di kota Ykyang dapat merusak tanggul. Kimpraswil Bukan kewenangan kimpraswil
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut18 Usulan penyebrangan jalan di depan taman pintar. Kimpraswil Akan dilaksanakan oleh DIY lewat danais , DED nya sudah dibuat tahun 2016 ini19 Supaya segera dibangun GAPURA dibatas kota, khususnya dijalan Godean. Kimpraswil Akan dikaji terlebih dahulu20 Normalisasi simpang jalan yang sering macet. Kimpraswil Akan dikoordinasikan dengan Bagian Tapem perihal pembebasan tanahnya21 Permohonan pengadaan kendaraan roda 2 untuk operasionaldi sekolah-sekolah yang selama ini menggunakan kendaraanpribadi. BDGAD Sudah dianggarkan 16 unit kendaraan roda 2 untuk SMP

22 Pemasangan CCTV dibeberapa titik di wilayah demikeamanan bersama. BDGAD Yang diperuntukkan untuk wilayah bukan menjadi kewenangan DBGAD, Namun apabilamenghendaki bisa melalui anggaran stimulan RW / LPMK23 Program tamanisasi sepanjang bantaran sungai. BLH Belum dianggarkan pada 2017 karena :- saat ini sedang dalam proses inventarisasi dan identifikasi RTHP yang ada di Kota Yogyakarta,termasuk taman-taman pinggiran sungai.- Belum ada lokasi yang secara administrasi maupun teknis memenuhi persyaratan untukdibangun sebagai taman pinggir sungai24 Program pengelolaan sampah agar masuk dalam kurikulumlokal. BLH Sudah masuk dalam kurikulum pada sekolah-sekolah yang berstatus sebagai sekolahberwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata.25 Pelatihan dan fasilitasi bank sampah bagi masyarakat. BLH Pelatihan bank sampah sudah di anggarkan di tahun 201726 Permohonan gerobak sampah. BLH Pengadaan gerobak sampah tidak dianggarkan pada tahun 2017 karena :- Sampai dengan tahun 2016 ini telah tercukupi distribusi gerobak untuk seluruh 614 RW diKota Yogyakarta.Menindaklanjuti temuan BPK maka saat ini sedang dilaksanakan identifikasi aset pemkot yangberada di wilayah, dalam rangka membenahi administrasi pengelolaan aset sesuai denganrekomendasi BPK.27 Pembuatan TPS TPS yang masih kurang. BLH Untuk pembangunan TPS baru terkendala pada kesulitan untuk mencari lokasi TPS baru sehinggauntuk tahun 2017 hanya menganggarkan rehab dan renov TPS yang sudah ada supaya lebihmeningkat kualitasnya .28 Program penghijauan agar lebih ditingkatkan sepertipenanaman pohon pohon di jalan, tabulapot, taman jalan,taman di wilayah. BLH Tahun 2017 sudah menganggarkan untuk pemeliharaan taman rutin, pembangunan taman kota,peningkatan kualitas taman kota, pembangunan RTH Publik serta penanaman pohon perindangjalur hijau di sepanjang jalan protokol dan sempadan sungai.
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut29 Permohonan ruang terbuka hijau publik ramah anak dansarana olahraga untuk warga. BLH Sudah dianggarkan untuk tahun 201730 Permohonan pergola di RW RW dan jalan kampung. BLH Sudah dilimpahkan ke wilayah sesuai dengan Perwal Pelimpahan Kewenangan.31 Permohonan pengecekan kualitas air sumur. BLH Pengecekan kualitas air sumur dari masyarakat setiap saat dapat dilayani oleh laboratoriumpengujian kualitas lingkungan di BLH.32 Penataan parkir di bahu jalan dan trotoar jalan. Dinhub 1. a. Bidang Perparkiran( anggarannya :  Rp. 7.976.972.000,-)b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan  (di program peningkatan pengaturan lalu lintas danangkutan anggarannya : Rp.8.139.962.523,-)c. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan (di program pengendalianketertiban dan keselamatan lalu lintas anggarannya : Rp. 1.666.757.345,-)2. Tidak semua bahu jalan digunakan untuk parkir, adapun parkir di trotoar sedang diupayakanuntuk dihilangkan agar bisa    dikembalikan pada fungsi semula yaitu sebagai fasilitas pejalankaki (seperti di Malioboro)Penataan parkir dibahu jalan (Tepi Jalan Umum/TJU) di wilayah Kota Yogyakarta ada 600 titikparkir dengan 900 jukir, yang terbagi 5 wilayah pemungutan dan 2 kawasan zona parkir untukmembedakan kepadatan lalu lintas dan tarif retribusi.3. Pemasangan rambu larangan parkir pada satu sisi jalan.4. Operasi penegakan peraturan perhubungan terhadap pelanggaran perparkiran.33 Penataan parkir bus wisata. Dinhub 1. Bidang PerparkiranSesuai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan parkir untuk bus pariwisata di plotingdi TKP milik pemerintah antara lain TKP Senopati,Ngabean dan Sriwedani serta TKP diluarkewenangan Dinas Perhubungan seperti TKP barat stasiun tugu (Bong Suwung) dan tempat-tempat lain yang memungkinkan.34 Penataan dan pengaturan becak motor. Dinhub 1.Bidang Lalu Lintas dan Angkutan seksi Angkutan-Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyikapi keberadaan becak motor dengan berpedomanpada:a.UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJb. PP No 55 tahun 2012 tentang Kendaraanc. PP No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jaland. Perda DIY No 5 tahun 2016 tentang Moda Kendaraan Tradisional di DIYe. Perwal Kota Yogyakarta No 25 tahun 2010 tentang Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut-Didalam peraturan-peraturan tersebut di atas keberadaan becak motor tidak atau belum diakuikeberadaanya-Terhadap UU No 22 tahun 2009 dan PP No 55 tahun 2012, becak motor berpotensi untuk terjadipelanggaran-pelanggaran meliputi:a. Izin modifikasi kendaraan bermotorb. Kewajiban uji tipec. Kewajiban uji berkalaAtas berbagai hal tersebut diatas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum bisa melegalkandan mengatur lebih lanjut atas keberadaan becak motor di Kota Yogyakarta2. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan35 Pemasangan cermin cembung di beberapa titikpersimpangan jalan. Dinhub 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan seksi Rekayasa Lalu Lintas,2. Diupayakan ,pengadaan Cermin Tikungan untuk keselamatan lalu lintas di tikungan yg berjarakpandang aman terbatas(50 unit : Rp.200.000.000,-)36 Penataan dan rekayasa lalulintas saat musim liburan dandaerah daerah yang padat kendaraan. Dinhub 1.Bidang Lalu Lintas dan Angkutan a.seksi Manajemen Lalu Lintas (di kegiatan manajemen lalulintas anggarannya : Rp.711.140.000,-- Andalalin- Survey  updating Kinerja jalan (volume per kapasitas dan kecepatan)b. seksi Rekayasa Lalu Lintas (di kegiatan pengadaan sarana prasarana dan fasilitasperhubungan  anggarannya : Rp. 2.392.090.000 (termasuk ATCS 1 unit : Rp. 220.000.000,- )- Optimalisasi waktu siklus pada simpang-simpang yang ber ATCS melalui CC room DinasPerhubungan37 Pembuatan divider pembatas jalan dan rambu lalin. Dinhub 1. Devider di Kimpraswil2. Rambu Lalu lintas di Bidang lalu Lintas dan Angkutan seksi Rekayasa Lalu Lintas (di kegiatanpengadaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan  anggarannya : Rp. 2.392.090.000termasuk Rambu lalin 100 unit : Rp.100.000.000)38 Program kesiapsiagaan dan antisipasi bahaya kebakaran. BPBD - Melaksanakan kegiatan pelayanan kebakaran- Melaksanakan kegiatan peningkatan pencegahan bencana kebakaran39 Program Kampung Tangguh Bencana agar dilanjutkan. BPBD Menginisiasi KTB sejumlah 15 lokasi tersebar se Kota Yogyakarta40 Bantuan peralatan antisipasi bencana khususnya kebakarandan banjir. BPBD Peralatan sifatnya dipinjamkan untuk penanganan apabila ada kejadian diwilayah41 Alat EWS agar dimaksimalkan, banyak yang rusak. BPBD Melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan berkala EWWS yang ada diwilayah
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut42 Permohonan pemasangan hidran kering kampung. BPBD Konstruksi hydrant kampung akan diawali dengan penyusunan DED43 Penataan tata ruang kota harus sesuai perda. BAPPEDA Sudah ditindaklanjuti melalui kegiatan evaluasi RTRW44 Perlunya pengawalan dari Dewan dalam setiap prosesmusrenbang. BAPPEDA Sudah ditindaklanjuti dengan melibatkan dewan dalam Musrenbang Kelurahan, Forum GabunganSKPD, maupun dalam pendataan kewilayahan sejak tahun 201645 Penataan kaawasan Malioboro yang tertata dan terencana. BAPPEDA Sudah ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah DIY.46 Penataan pedagang kaki lima di trotoar dan bahu jalan. Dintib Telah diakomodir di dalam Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan, pada KegiatanPenjagaan Kawasan Operasi Gugus Malioboro. Kegiatan tersebut juga sebagai pendukungGerakan Kampung Panca Tertib yakni tertib Damija (PKL dan parkir). Merupakan kegiatanpenegakan perda Kota Yogyakarta secara non yustisi dengan pagu anggaran yang diusulkansebesar    Rp 4.142.143.000,-.47 Pemutakhiran data KMS, sering terjadi salah sasaran. Dinsos KMS banyak yang salah sasaran, ada orang yang mampu mendapat KMS dan ada orang yang tidakmampu tidak mendapat KMS, Survey harus dilaksanakan dengan teliti dan ditambah indikatornyadengan kejujuran serta melibatkan RT dan RW. KMS jangan dikaitkan dan ditumpangi denganprogram-program lain yang membuat masyarakat menginginkan mendapat KMS.

- Pada saat Bimbingan Teknis kepada petugas pendata akan lebih ditekankan lagi padapeningkatan kualitas petugas pendata, sehingga data  tepat sasaran/valid.
- Akan dilaksanakan revisi Parameter Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan perlindunganSosial.
- Pada Perwal No 22/2013 Tentang Mekanisme Pendataan Keluarga sasaran Jaminanperlindungan Sosial , RT/RW sudah terlibat dalam    kegiatan Pendataan  yaitu pada :1. Evaluasi dan pengusulan warga yang tidak mampu untuk didata.2. Pelaksanaan Uji publik I.3. Pelaksanaan Uji publik II.KMS adalah identitas bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, sedanhkan warga yangmendapat KMS adalah sesuai hasil pendataan yang diukur dengan parameter.

KOMISI D1 Masih kurangnya pemberian beasiswa pendidikan. Dinas Pendidikan Kedepan akan terus kita tingkatkan besaran bantuan pembiayaan pendidikan menyesuaikandengan kemampuan APBD Kota Yogyakarta2 Distribusi APE untuk PAUD belum merata, insentif pendidikuntuk TPA dan PAUD, pelatihan guru PAUD belum maksimal. Dinas Pendidikan Pada APBD TA 2017 kami berencana untuk melanjutkan program pelatihan bagi guru PAUD yangmeliputi diklat dasar dan diklat lanjut maupun pelatihan lain secara bertahap sehingga pada akhir
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut2021 semua guru PAUD minimal sudah mendapatkan pelatihan diklat dasar PAUD. Untuk insentifPAUD tetap kita anggarkan di 2017 dengan besaran sesuai sertifikasi pelatihan yang telahdidapatkan. Sedangkan untuk insentif pendidik TPA dapat diberikan dengan terlebih dahulumempersiapkan peraturan dan mekanisme pemberiannyya supaya akuntabel dan transparan.Untuk distribusi APE PAUD yang belum merata dikarenakan adanya hambatan dalam peraturandimana untuk memberikan bantuan hibah barang harus didahului oleh pengajuan proposal dandibahas pada penyusunan APBD pada tahun anggaran sebelumnya3 Penggunaan kurikulum yang berlaku secara nasional supayatidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya. Dinas Pendidikan Pelaksanaan kurikulum diatur oleh kementerian sehingga kita tidak punya kewenangan kecualimulok.4 Perlu adanya pemberian bantuan kepada PKBM. Dinas Pendidikan Perlu disusun kebijakan dan peraturan terkait pemberian bantuan kepada PKBM dikarenakanadanya persyaratan dalam permendagri tentang hibah yang penerimanya harus berbadan hukumjelas5 Penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK)belum maksimal karena Guru untuk ABK sangat kurang. Dinas Pendidikan Tahun 2017 akan dibentuk UPT pengelola pendidikan inklusi yang didalamnya diprogramkankegiatan pelatihan bagi guru pendamping khusus dan juga bagi guru kelas/mapel sehingga dapatmendampingi ABK6 Masih dijumpai ijazah siswa kurang mampu yang ditahansekolah karena kekuarangan pembayaran. Penanganannyabelum maksimal walaupun anggaran sudah tersedia. Dinas Pendidikan Untuk sekolah negeri kami upayakan tidak ada ijazah ditahan, sedangkan untuk sekolah swastakami dalam memberikan bantuan tunggakan biaya sekolah didasarkan pada skor penilaian yangdikeluarkan dinsos, semakin besar skor semakin besar bantuannya.7 Penuntasan program pendidikan 12 Tahun sampai denganSMA. Dinas Pendidikan Dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan menegah ke pemerintah DIYmaka perlu dirumuskan kebijakan dan peraturan terkait pemberian hibah BOSDA dan JPD untukpenduduk kota yang bersekolah di SMA/MA dan SMK.8 Pemegang KMS yang masuk sekolah swasta apakah adabantuan dari pemerintah. Bagaimana juga dengan pemegangKMS yang masuk sekolah negeri. Warga KMS bersekolah dimanapun akan mendapatkan bantuan biaya sekolah dari pemerintahkota dalam bentuk JPD9 Peraturan tetang batasan umur anak masuk SD 7 (tujuh)tahun untuk ditinjau kembali. Dinas Pendidikan Sesuai permendikbud bahwa anak usia 7 tahun wajib diterima, akan tetapi jika di sekolah belumterpenuhi kuotanya maka anak usia di bawah 7 tahun dapat diterima10 Peningkatan dan persiapan spesialisasi guru PAUD, guru SD,guru SMP baik negeri dan Swasta. Dinas Pendidikan Telah kita akomodir dalam berbagai kegiatan pelatihan pada rencana kegiatan tahun anggaran201711 Pengurangan kuota anak didik/siswa luar daerah dan lebihdiprioritaskan untuk warga Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Perlu dilakukan pembahasan lebih intensif terkait kebijakan kuota luar kota dan kuota KMSuntuk masuk SMP12 Masyarakat miskin yang tidak mempunyai KMS diberikanbantuan khusunya dibidang pendidikan sehingga wargamiskin juga dapat sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dinas Pendidikan Perlu disusun kebijakan dan peraturan terkait hal tersebut agar tetap akuntabel karenaperaturan yang berlaku saat ini dasar pemberian semua jaminan sosial baik berupa kesehatanmaupun pendidikan menggunakan parameter KMS.
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut13 Biaya daftar ulang sekolah yang masih mahal. Dinas Pendidikan Perlu dirumuskan kebijakan dan peraturan yang bias mengakomodir pemberian bantuan tentangdaftar ulang14 Pendampingan dan dukungan terhadap Taman BacaanMasyarakat dan Jam Belajar Masyarakat sebagai salah satusarana prasarana belajar bagi masyarakat dan sosialisasinya. Dinas Pendidikan Pada tahun 2017 kita tetap melanjutkan program jam belajar masyarakat, selain itu mulai tahunini dan kedepan di tahun 2017 kita juga akan menyasar revitalisasi taman bacaan masyarakat15 Pelimpahan pendidikan tingkat SMA-SMK/sederajat keprovinsi agar tidak mengganggu penjaminan pembiayaanpendidikan warga Kota Yogyakarta sehingga tetap bisadibiayai sebagaimana biasanya, akan lebih baik apabilasemua biaya pendidikan SMA-SMK negeri digratiskan.

Dinas Pendidikan Perlu dirumuskan kebijakan dan peraturan terkait pemberian hibah BOSDA dan JPD untukpenduduk kota yang bersekolah di SMA/MA dan SMK
16 Terkait banyaknya pelajar yang suka melakukan aksivandalisme (corat-coret dan merusak fasum), terjebaknarkoba, aksi kekerasan seperti perkelahian dan tawuran,mohon untuk dibuatkan kegiatan-kegiatan positif sebagaisarana penyaluran energi, minat-bakat dan segenappotensinya. Dalam hal ini segenap elemen pelajar, osis,kepemudaan, karang taruna harus dilibatkan.

Dinas Pendidikan Pada tahun 2017 tetap merencanakan berbagai kegiatan guna pembentukan karakter siswaseperti Paskibraka, Gelar Pelajar Jogja, Jelajah Museum, Pameran Pendidikan, JembatanPersahabatan, Pertukaran Pelajar, Penguatan karakter kebangsaan, Penguatan OSIS, berbagailomba-lomba olahraga, ketrampilan, sains, dan seni untuk mewadahi kreatifitas siswa
17 Mengoptimalkan teknologi pendidikan/komunikasi daninformasi untuk tujuan pendidikan. Dinas Pendidikan pada 2017 kita targetkan semua SMP negeri melaksanakan UN CBT18 Meningkatkan pendidikan berbasis keterampilan (life skill) Dinas Pendidikan pada 2017 kita rencanakan pelatihan bagi siswa di SKB dengan ketrampilan menjahit, computerdan boga19 Belum meratanya akses untuk memperoleh pendidik yangmengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasanmoralitas serta kepribadiaan mulia yang memberikan bekaluntuk bekerja sesuai dengan kebutuhan pembangunanwilayah atau pasar kerja.

Dinas Pendidikan Sudah terintegrasi pada muatan lokal
20 Membuat sistem yang berorientasi pembentukan wirausahayang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulansumber daya wilayah melalui sistem pendidikan untukmelanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluaswawasan pengetahuan.

Dinas Pendidikan Sudah terintegrasi pada muatan lokal
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut21 Kurikulum diharapkan tidak memberatkan siswa denganbanyaknya tugas, agar siswa lebih nyaman dalam menerimapelajaran dan hasilnya lebih optimal. Apabila menggunakankurikulum khusus supaya difasilitasi dengan adanya kelasunggulan.

Dinas Pendidikan akan kita tindaklanjuti dengan pembekalan ke guru-guru
22 Menjadikan TKA dan TPA yang ada di setiap masjid menjadibagian dari PNF (pendidikan non formal) sehinggamemungkinkan ustadnya mendapatkan insentif sebagaipengajar PNF.

Dinas Pendidikan perlu mempersiapkan peraturan dan mekanisme pemberiannya supaya akuntabel dantransparan.
23 Menjadikan TKA dan TPA yang ada di setiap Masjid menjadibagian dari PNF (Pendidikan Non Formal) sehinggamemungkinkan ustad/ah mendapat insentif sebagaipengajar PNF.

Dinas Pendidikan perlu mempersiapkan peraturan kebijakan dan mekanisme pemberiannya supaya akuntabel dantransparan.
24 Bantuan pendidikan hanya bagi warga yang mendapatkanKMS menjadi keluhan, padahal kebutuhan dasar masyarakatitu termasuk pendidikan. Pendidikan di sekolah swastasangat mahal bagi orang yang tida mampu dan tidakmendapat KMS sangat berat.

Dinas Pendidikan kami berusaha untuk mewujudkan wajar 12 dengan upaya terus meningkatkan pembiayaanpendidikan bagi warga kota. Diantaranya seperti meningkatkan besaran BOSDA dan pembatasanpungutan, dan bagi warga KMS dibebaskan pungutan. Terkait dengan pembiayaan di sekolahswasta tahun 2017 kita juga berupaya dengan meningkatkan BOSDA swasta yang akan kitaberikan dengan harapan akan mengurangi pungutan bagi warga kota yang bersekolah di sekolahswasta.25 Pelaksanaan PBI BPJS belum maksimal dan pembebananiuran BPJS yang masih memberatkan warga. Dinas Kesehatan Perlu didorong optimalisasi pelaksanaan updating data maskin oleh Dinsos berserta jajarannyasehingga pelaksanaan PBI BPJS tepat sasaran26 Prosedur penggunaan COB masih menjadi permasalahanbagi warga masuk yang dirawat di UGD tapi harus kepuskesmas dulu untuk meminta rujukan padahal kondisisudah benar-benar sakit.
Dinas Kesehatan Kriteria kasus gawat darurat yang bisa dijamin di UGD tanpa surat rujukan adalah sesuaiPermenkes nomor 686  tahun 2010

27 Prosedur pembuatan kartu COB dan perpanjangannya. Dinas Kesehatan Mulai tahun 2016 sdh tidak ada kepesertaan COB antara jamkesda dengan jamkesos28 Keberlangsungan Jamkesda dan Jamkesmas karena sangatdibutuhkan warga menjadi pertanyaan masyarakat seiringdengan adanya BPJS. Dinas Kesehatan Sosialisasi Jaminan Kesehatan pd thn 2017 anggaran sebesar Rp. 108.142.500 pada kegiatanPenyelenggaraan Jaminan Masyarakat29 Prosedur pendaftaran dan penggunaan BPJS Kesehatanterbaru dan jangkauan pelayanan. Dinas Kesehatan Lihat leaflet Prosedur pendaftaran peserta BPJS Leaflet didistribusikan melalui puskesmas30 Perlu peningkatan pelayanan Puskesmas pembantu. Dinas Kesehatan Rehab pustu, kelengkapan sarpras
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut31 Perlu pembinaan Posyandu. Dinas Kesehatan sudah dianggarkan lomba posyandu tingkat Kota pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat32 Sosialisasi bahaya narkotika dan HIV AIDS (melibatkanpolsek, karangtaruna dan PSM). Dinas Kesehatan Kegiatan UKM Puskesmas,di sub kegiatan Surve pengetahuan HIV,pembentukan warga peduliHIV ( anggaran Bansos KPA ),sosialisasi HIV di SPOT, SPOT ( pada kegiatan pengendalianpenyakit menular )33 Perlu adanya ambulance yang disediakan di setiapkecamatan sehingga siap untuk diakses warga. Dinas Kesehatan Program YES 118 diarahkan untuk menjangkau kasus2 kegawat daruratan medis di wilayah kotaYk dengan akses ke call centre Ambulans tersedia di markas YES 118, markas PMI Kota Yk dan 11RS jejaring di kota Yk34 Cakupan biaya yang dijamin bagi peserta BPJS bila sakit lebihsedikit dibandingkan dengan menggunakan jamkesdaberbasis KTP. Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan peserta BPJS kesehatan lebih luas dibanding jamkesda dan tidak ada costsharing35 Apabila terjadi kasus demam berdarah agar segeradilaksanakan penyemprotan/fooging. Dinas Kesehatan Fogging bukan satu satunya cara justru yang paling efektif dengan PSN,Fogging dilakukan adasyaratnya 1. ada kasus lebih dari 2, angka bebas jentik kurang dari 95 %, 3. dampak fogging ; yangmati nyamuk dewasa, menimbulkan resistensi nyamuk, pestisida berbahaya bagi kesehatan36 Perlu ada jaminan kesehatan dari pemerintah bagi wargamasyarakat yang tidak ikut BPJS. Dinas Kesehatan Jamkesda tahun 2017 masih ada37 Program Jamkesus, yaitu program jaminan kesehatan untukpara disabilitas perlu didukung dan dikawal agar program inibisa tepat sasaran. Dinas Kesehatan Updating data peserta jamkesus (difabel) oleh Dinsos agar lebih akurat

38 Jaminan kesehatan daerah ke BPJS bagi warga yang bersediadirawat di kelas III agar dibiayai APBD Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan Diakomodir dalam DPA tahun 2016 & 2017 untuk warga maskin & tidak mampu ( Rp2.955.132.000 )39 Kurangnya pengawasan makanan baik dari daging sapi yangdicampur dengan daging babi juga dari sisi bersih ataumakan yang diperjajakan khususnya di sekolah-sekolahdasar.
Dinas Kesehatan Melakukan Inspeksi sanitasi sekolah, sampling makanan jajanan sekolah, Penyuluhan keamananpangan bagi siswa dan Guru serta kantin.

40 Belum sinkronnya data anatar JKN, JKD, Jamkesos, Jamkesdadan Jamkesmas menjadi kendala tersendiri. Dinas Kesehatan Tahap  Purifikasi data JKN (Jamkesmas,Jamkesos,Jamkesda) di Dinas Sosial.(Dinkes sebagai datapengguna.41 Perlu adanya pengadaan keranda jenazah. Dinsosnakertrans Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Yogyakarta telah menganggarkan 20 paket keranda jenazah besertakelengkapannya dan telah diserahkan kepada 20 Kelurahan yakni Kelurahan Wirogunan,Ngampilan, Patehan, Gedongkiwo, Gowongan, Bumijo, Pringgokusuman, Tegalpanggung,Purwokinanti, Notoprajan, Bausasran, Prenggan, Prawirodirjan, Bener, Cokrodiningratan,Kricak, Purbayan, Brontokusuman, Rejowinangun dan Ngupasan.
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak LanjutDi Tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Yogyakarta kembali menganggarkan 25 paket keranda jenazah besertakelengkapannya yang rencananya dialokasikan kepada 25 Kelurahan (sesuai proposal masuk)yakni Kelurahan Terban, Sorosutan, Patangpuluhan, Pakuncen, Demangan, Karangwaru,Tegalrejo, Giwangan, Gunungketur, Pandeyan, Suryodiningratan, Wirobrajan, Semaki, Baciro,Muja-muju, Keparakan, Kotabaru, Sosromenduran, Klitren, Suryatmajan, Kadipaten, Mantrijeron,Panembahan, Warungboto dan  Tahunan sehingga ditahun 2016 semua kelurahan telahmendapatkan 1 paket keranda jenazah berserta kelengkapanya42 Pendampingan terhadap orang miskin/orang tidak mampusupaya diberi pelatihan agar bisa mandiri. Dinsosnakertrans Pelatihan sudah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Dinsosnakertrans, TKPK dan beberapa SKPDyang focus untuk pengentasan kemiskinan43 Perlu adanya program bagi penyandang difabel yang berusia50 tahun ke atas yang masih produktif. Dinsosnakertrans - Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas

- Pembinaan bagi  KUBE Disabilitas44 KMS banyak yang salah sasaran, ada orang yang mampumendapat KMS dan ada orang yang tidak mampu tidakmendapatkan KMS. Survey harus dilaksanakan dengan telitidan ditambah indikatornya dengan kejujuran sertamelibatkan RT dan RW. KMS jangan di kaitkan danditumpangi dengan program-program lain yang membuatmasyarakat menginginkan mendapatkan KMS.

Dinsosnakertrans KMS banyak yang salah sasaran, ada orang yang mampu mendapat KMS dan ada orang yang tidakmampu tidak mendapat KMS, Survey harus dilaksanakan dengan teliti dan ditambah indikatornyadengan kejujuran serta melibatkan RT dan RW. KMS jangan dikaitkan dan ditumpangi denganprogram-program lain yang membuat masyarakat menginginkan mendapat KMS.
- Pada saat Bimbingan Teknis kepada petugas pendata akan lebih ditekankan lagi padapeningkatan kualitas petugas pendata, sehingga data  tepat sasaran/valid.
- Akan dilaksanakan revisi Parameter Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan perlindunganSosial.
- Pada Perwal No 22/2013 Tentang Mekanisme Pendataan Keluarga sasaran Jaminanperlindungan Sosial , RT/RW sudah terlibat dalam    kegiatan Pendataan  yaitu pada :4. Evaluasi dan pengusulan warga yang tidak mampu untuk didata.5. Pelaksanaan Uji publik I.6. Pelaksanaan Uji publik II.
- KMS adalah identitas bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, sedanhkan wargayang mendapat KMS adalah sesuai hasil pendataan yang diukur dengan parameter.45 Penyediaan Rumah Lansia, pemenuhan hak-hak lansia,bantuan kursi roda, tandu dan oksigen, asuransi lanjut usia. Dinsosnakertrans Sudah tersedia Pelayanan Lansia Terlantar di Rimah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar BudhiDharma dan bantuan lansia terlantar di luar panti sudah dilaksanakan (ASLUT), sedangkanbantuan kursi roda, tandu dan oksigen sudah tersedia di Rumah Lansia tersebut.46 Usulan pengadaan makam baru bagi warga masyarakat KotaYogyakarta. Dinsosnakertrans Pengadaan makam baru bagi warga masyarakat kota Yogyakarta sudah dalam pembahasandengan Bagian Tapem, Bappeda, Kimpraswil dan Dinsosnakertrans.
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut47 Perlu fasilitas dan pemenuhan hak-hak penyandangdisabilitas. Dinsosnakertrans - Perlu adanya fasilitas yang aksesibel bagi semua penyandang disabilitas baik daksa, runguwicara, maupun netra

- Pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas48 Keluhan beberapa warga yang memiliki KMS dicabut secaratiba-tiba, padahal banyak warga yang khususnya tidakmampu, sedang membutuhkan KMS untuk syaratpendaftaran sekolah gratis. Bagaimana KMS bisa langsungdicabut tanpa konfirmasi pemegang KMS.
Dinsosnakertrans Keluhan beberapa warga yang memiliki KMS dicabut secara tiba-tiba, padahal banyak warga yangkhususnya tidak mampu sedang membutuhkan KMS untuk syarat pendaftaran sekolah gratis.Bagaimana KMS bisa langsung dicabut tanpa konfirmasi pemegang KMS.Pencabutan KMS      ( penentuan warga mendapat KMS atau tidak ),  tidak secara tiba-tiba tetapimelalui proses pendataan /verifikasi lapangan, pengolahan data/untuk menghitung skor, ujipublik dan penetapan data. Apabila  hasil pendataan mendapat skor 31 keatas, akan mendapatKMS, tetapi apabila mendapat skor 30 kebawah tidak mendapat KMS.49 Pendistribusian Raskin, agar bisa menjangkau warga sesuaisasaran, karena selama ini Raskin hanya bisa diakses olehpemegang KMS. Padahal banyak warga miskin yang tidak berKMS yang membutuhkan RASKIN.
Dinsosnakertrans RASKIN adalah Program Pusat dan penerima Raskin warga Kota Yogyakarta adalah berdasarkanPendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dilaksanakan oleh BPS Pusat baik byname by address serta kuota yang diberikan pada Kota Yogyakarta. jika ada yang meninggal,pindah atau penerima sudah dianggap mampu maka penerima raskin dapat diganti melaluiproses musyawarah kelurahan (muskel) yang hasilnya kemudian dikirim ke Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Jakarta Pusat untuk update data50 Keluhan pelatihan yang diadakan Dinsosnakertrans harusmenggunakan ijazah SMP maupun SMA. Untuk pelatihantertentu kenapa harus dibatasi usia. Dinsosnakertrans Untuk persyaratan latar belakang pendidikan dan usia harus memenuhi kualifikasi tertentukarena untuk memenuhi standar/persyaratan dunia industry/usaha pada saat penempatanseperti pelatihan security/satpam, perhotelan.Sejalan dengan kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun (minimal SMP)51 Keluhan mengapa bantuan kematian hanya diberikan kepadawarga yang memegang KMS padahal banyak warga miskinyang tidak mempunyai KMS yang seharusnya mendapatbantuan kematian.
Dinsosnakertrans Bantuan Santunan Kematian hanya diberikan kepada warga yang memegang KMS berdasarkanPeraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian SantunanKematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta yang padaBAB III Pasal 3 ayat 1 berbunyi Penerima Santunan Kematian adalah ahli warisalmarhum/almarhumah yang namanya tercantum dalam KMS52 Pada tempat pekerjaan tertentu kalau menerima karyawanmengapa harus menyerahkan ijasah asli. Dinsosnakertrans Ijazah adalah dokumen resmi yang melekat pada seseorang yang diberikan oleh institusi atasprestasi yang diraih oleh seseorang yang telah lulus melalui uji kompetensi. Penyerahan ijazahasli pada saat penerimaan karyawan bukan merupakan keharusan. Jika diduga bahwa ijazahtersebut diragukan keasliannya maka diperkenankan memperlihatkan ijazah aslinya saja.Meskipun Undang-undang No. 13 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengaturpnyerahan ijazah asli ketika diterima sebagai karyawan di perusahaan namum penyerahan ijaahasli ke perusahaan sebagai jaminan tidak diperbolehkan sama sekali.
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut53 Memberhentikan kontrak kerja sebelum waktunya.Pemutusan kerja/PHK sepihak bagaimana solusinya. Dinsosnakertrans Apabila perusahaan ingin memberhentikan pekerja PWKT (karyawan kontrak) sebelumwaktunya berakhir atau jika pihak perusahaan mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnyajangka waktu yang disetujui dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka perusahaan diwajibkanmembayar ganti rugi sebesar gaji yang belum dibayarkan sampai batas  waktu berakhirnyajangka waktu perjanjian kerja (pasal 62 UU No. 13/2003)Hal ini ada pengecualian dimana berakhirnya hubungan kerja bukan karena alasan-alasan yangterdapat dalam pasal 61 ayat (1), yaitu :1. Pekerja meninggal dunia2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungankerja.54 Masalah pengangguran yang belum teratasi walaupunmenurut pemkot kemiskinan berkurang, Dinsosnakertrans Melaksanakan kegiatan bagi penganggur berupa TKMT, TKM, Padat Karya infrastruktur.Melaksanakan job fair, memberikan informasi lowongan kerja.55 Mendorong pembukaan lapangan kerja baru danpeningkatan skill tenaga kerja dalam rangka penyerapantenaga kerja di Kota Yogyakarta melalui sistem padat karyadengan cara meningkatkan ketrampilan tenaga kerjaterdidik.

Dinsosnakertrans Penyerapan tenaga kerja sementara dari peserta padat karya sejumlah 48 orang. Memberikaninformasi kepada peserta tenaga kerja yang mengikuti padat karya yang berminat mengikutipelatihan TKM, TKMT, dan pelatihan-pelatihan di Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta.
56 Di Kota Yogyakarta banyak didirikan hotel. Namun, sampaisaat ini belum dapat menyerap tenaga kerja untukmasyarakat sekitar. Kami hanya sebagai penonton. Dinsosnakertrans Menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perhotelan, Satpam dan memberikaninformasilowongan kerja. Perusahaan wajib untuk melaporkan kebutuhan tenaga kerja.57 Pelatihan pengobatan alternatif, pelatihan potong rambut,pelatihan sablon / cetak, pelatihan satpam, pelatihan sopir,pelatihan boga, pelatihan bahasa jawa dan pranoto Adicoro. Dinsosnakertrans Pelatihan sopir, satpam, boga, sablon/cetak, potong rambut sudah dilaksanakan olehDinsosnakertrans.Pelatihan Bahasa Jawa dan Pranoto Coro dilaksanakan Dinas Pariwisata.Pelatihan pengobatan alternative bisa dilaksanakan melalui wilayah/disperindagkoptan. Untukakupresur dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans Tahun 201658 Optimalisasi Job Fair yang difasilitasi Pemkot berkerjasamadengan Perusahaan penyedia tenaga kerja. Dinsosnakertrans Perusahaan Peserta Jobfair melaporkan penempatan/ yang diterima kepada Dinsosnakertransbaik melalui email maupun laporan tertulis.
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut59 Advokasi ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja termasuksertifikasi tenaga kerja swasta dan Upah Minimum. Dinsosnakertrans Di Kota Yogyakarta sudah terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bisa diakses langsungoleh tenaga kerja maupun perusahaan.Pemerintah Kota melalui Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta selalu melakukan pembinaan,penyuluhan,pengawasan,penegakan hokum dan mediasi terkait hak-hak pekerja, termasuk UpahMinimum kepada masyarakat pekerja dan pengsusaha serta kepada organisasi pekerja danorganisasi pengusaha.60 MoU ketenagakerjaan dengan Pemerintah Luar Negerimisalnya dengan Jepang. Dinsosnakertrans MoU dengan Pemerintah Luar Negeri sudah dilaksanakan sejak lama oleh Pemerintah Indonesia& Pemerintah Jepang, antara Pemerintah DIY & Yayasan Surogawa dalam bentuk ProgramMagang Jepang.61 Optimalisasi dan keberlangsungan hak-hak perempuan dankesetaraan gender. KPMP Masuk dalam RKA 201762 Pembinaan dan peningkatan pemberdayaan perempuan. KPMP Masuk dalam RKA 201763 Seleksi/penerimaan manfaat bantuan program yangmelibatkan pemangku wilayah. KPMP Masih dalam pertimbangan mekanismenya64 Pembentukan kampung ramah anak. KPMP Masuk dalam RKA 201765 Fasilitas upacara keagamaan misalnya pada waktu harikeagamaan dan hari-hari besar keagamaan. KPMP Fasilitasi makan minum kegiatan66 Payung hukum untuk pengurus PKK yang dirasakan sangatberat dan sari sisi anggaran sangat minim bahkan seringtombok. KPMP Sedang dikaji tingkatan pengurus PKK yang sesuai

67 Pelatihan-pelatihan dengan melibatkan perempuan untukpeningkatan SDM. KPMP Masuk dalam RKA 2017, rintisan usaha, P2WKSS, KSI68 Pendirian rumah singgah di RW agar dapat menjadi tempatberkumpul anak-anak setelah pulang sekolah sekaligus dapatmenjadi tempat belajar bersama anak-anak. KPMP Masuk dalam RKA 2017
69 Perlunya pemerintah kota membuat kegiatan dan jugabantuan keuangan untuk menjaga masjid atau merbot. KPMP Tidak dapat diakomodasi, bantuan uang untuk lembaga berbadan hukum70 Program pembinaan untuk keluarga dan ibu-ibu perludilakukan oleh pemkot sehingga keluarga sebagai komponenterkecil dari masyarakat mampu menjadi tempat pendidikanbagi anak-anaknya dan juga menjadi keluarga yang mandiri

Kantor KB Dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kegiatan BKS (Bina Keluarga Sejahtera) yang terdiridari kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina KeluargaLansia). Disamping fasilitasi rutin untuk kegiatan kelompok-kelompok tersebut, pada tahun 2017,diadakan kegiatan pelatihan kader BKB (Bina Keluarga Balita) dan kegiatan peningkatan
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjutdan tanggul. kapasitas kader BKS (untuk kelompok BKR dan BKL) sebagai lanjutan dari kegiatan tahun 2016,

71 Perlu kiranya dibuat perda tentang ketahanan keluargasebagai panduan dan dorongan bagi pemkot dan masyarakatdalam mengurus utamakan keluarga. Kantor KB Untuk tahun 2017 telah dianggarkan untuk kegiatan penyusunan draft Ketahanan Keluarga
72 Pemberian insentif kaum rois, pemberian hibah DMI, MUI,Bakdo, Lembaga sosial keagamaan, pemberian bantuananggaran masjid dan tempat ibadah. KPMP Hibah uang sesuai Permendagri no 14 th 2016
73 Memerlukan supporting Anggaran atau kegiatan yang ada diPemerintah Kota baik berupa hibah ataupun kegiatan diSKPD terkait, mengingat di perlukannya kegiatan bersamaantar Masjid yang akan meningkatkan fungsi Masjid dalampembinaan dan penjagaan kerukunan umat.

KPMP Hibah uang sesuai Permendagri no 14 th 2016
74 Mohon Pemkot memperhatikan nasib para kaum ROIS yangselama ini sangat membantu urusan di masyarakat, denganmemberikan insentif sebagaimana dulu pernahdiberlakukan, bila tidak memungkinkan melalui hibah makabisa diusahakan melalui kegaiatan-kegiatan SKPD.

KPMP Hibah uang sesuai Permendagri no 14 th 2016, dalam kegiatan SKPD difasilitasi makan minum
75 Pemeliharaan balai pertemuan warga di masing-masing RW. KecamatanDanurejan Pemeliharaan balai pertemuan sudah dilaksnakan pada tahun  2013 dan 2014 di atas tanah milikpemerintah,.Sedangkan tahun 2017 tidak ada usulan di musrenbang. Sesuai dengan Perwal  No. 8 Tahun 2016,tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagianurusan pemerintah daerah, diamanatkan bahwa pemeliharaan balai RW diperbolehkan hanyayang berada di atas tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta. (Lampiran, Perwal nomor 8 tahun2016, urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang, kewenangan ke 10, keterangan no 1)KecamatanGedongtengen Sudah di cover dana stimulan LPMKKecamatanGondomanan Sudah dilaksanakan mulai tahun 2013KecamatanKotagede Untuk pemeliharaan Balai Rw dari Tahun 2014 s/d 2016 sudah diakomodir Kecamatan, danuntuk Tahun 2017 akan lebih memusatkan pada swadaya dan kebersamaan masyarakat sekitar
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak LanjutKecamatan Kraton Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya  sepanjang alas hak bukan milik pribadi , jika alas hakmilik pribadi kita sarankan dengan dana  LPMK ( Blok Grand)-Renovasi Balai RK Kel. Patehan, Anggaran Th 2015 : Rp. 15.000000,--Pemeliharaan Atap Gedung Eks Balai Langenastran Kel. Panembahan . Anggaran Th. 2016 : Rp.23.520.000,-KecamatanMergangsan 1. Pemeliharaan Balai RW yang berada di atas tanah Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilakukandengan menggunakan pagu anggaran pada musrenbang. Seperti untuk tahun anggaran 2016 iniada satu balai RW atau pertemuan warga di Kelurahan Keparakan sudah dianggarkanpemeliharaannya.Persoalan yang terjadi adalah masih banyak balai pertemuan warga yang status tanahnya bukantanah Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga Kecamatan tidak mempunyai kewengan untukmelakukan pemeliharaan.KecamatanTegalrejo Kami menerima Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota No 8Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat sepanjang ada tambahananggaranKecamatanUmbulharjo Untuk Pemeliharaan balai pertemuan warga di masing-masing RW, selama ini sudahdilaksanakan melalui usulan musrenbang yang dibiayai dengan anggaran pembangunan berbasiswilayah dengan syarat balai RW yang berada diatas tanah Pemerintah Kota Yogyakarta sesuaidengan Peraturan Walikota Yogyakarta tahun 2016 tentang Pelimpahan kewenangan WalikotaYogyakarta kepada Camat.KecamatanWirobrajan Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya sepanjang alas hak bukan milik pribadi, sedangkan jikaalas hak milik pribadi kita sarankan dengan dana LPMK (Blok Grand)KecamatanNgampilan Pemeliharaan sudah dilakukan dengan menggunakan dana pembangunan wilayah denganberdasarkan pada usulan musrenbang dan khusus yang berada di atas tanah milik pemerintahseperti ketentuan Perwal Nomor 8/2016 tentang Pelimpahan WilayahKecamatanGondokusuman Tidak ada usulan untuk rehab balai RWKecamatanMantrijeron Untuk Pemeliharan Balai pertemuan yang ada ditanah milik pemerintah tahun 2015, 2016  sudahkami lakukan perbaikan dengan  anggaran dari Kecamatan ( sesuai perwal pelimpahan sebagiankewenangan dari Walikota kepada Camat)KecamatanPakualaman Akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan LPMK & RW terkait status kepemilikan bangunan.Untuk bangunan milik pemda maka bisa dilaksanakan pemeliharaan, tetapi misal milik pribadimaka akan disarankan dipemlihara lewat dana LPMK (Blok Grand)
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak LanjutKecamatan Jetis Ada tapi melalui LPMK (dana block grand)76 Penyediaan tempat layanan umum seperti pos ronda dapatuntuk kegiatan PAUD atau posyandu pada siang harisedangkan malam hari dapat dipakai untuk pos rondatermasuk penyediaan air dan listriknya untuk tempattersebut.

KecamatanDanurejan 1. Pemeliharaan Pos Ronda di Kecamatan Danurejan sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sesuaiusulan musrenbang2. Kegiatan PAUD dan Posyandu tidak ada permasalahan, karena selama ini kegiatan tersebutsudah berjalan di posnya masing-masing yang berada di RW.Jika menggunakan pos ronda, justru kegiatan tidak bisa berjalan, karena pos ronda hanya sempittempatnya, yang tidak memungkinkan untuk kegiatan PAUD dan Posyandu.KecamatanGedongtengen Sudah di cover dana APBD tingkat SKPD Kecamatan melalui Kegiatan Pembangunan WilayahKecamatan GedongtengenKecamatanGondomanan 1. Penyediaan listrik, air, belum terfasilitasi dianggaran karena belum dilimpahkan ke kecamatan(yang dilimpahkan baru pemeliharaan bangunanya)2. Pemanfaatannya digunakan untuk Pos Ronda dan kegiatan lainya (PAUD, Yandu danpertemuan)KecamatanKotagede Untuk Tahun 2017 di Kecamatan Kotagede, khususnya Kelurahan Pubayan melakukanrehabilitasi Poskamling di Rt 58 Rw 14 dan Rt 45 Rw 10Kecamatan Kraton Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya  sepanjang alas hak bukan milik pribadi , jika alas hakmilik pribadi kita sarankan dengan dana  LPMK ( Blok Grand)Untuk Penyediaan air dan listrik bukan kewenangan kecamatan kita sarankan dengan danaLPMK ( Blok Grand)KecamatanMergangsan 1. Penyediaan tempat atau lokasi sepanjang   tanahnya adalah tanah Pemerintah KotaYogyakarta  dapat dipenuhi pemeliharaanya.2. Dalam hal pos ronda kewenangan kecamatan hanya melakukan pemeliharaan non struktur.KecamatanTegalrejo Kami menerima Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota No 8Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat sepanjang ada tambahananggaranKecamatanUmbulharjo Untuk penyediaan kegiatan PAUD atau Posyandu pada umumnya  di laksanakan di Balai RWkarena pos ronda dianggap terlalu kecil untuk kegiatan dimaksud, sedangkan tempat lain sepertibalai RW lebih representatif dibandingkan dengan pos ronda, disebabkan anak-anak PAUDataupun posyandu butuh tempat yang relatif nyaman.
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak LanjutKecamatanWirobrajan Sudah ditindak lanjuti pemeliharaannya sepanjang alas hak bukan milik pribadi, sedangkan jikaalas hak milik pribadi kita sarankan dengan dana LPMK (Blok Grand)Untuk penyediaan air dan listrik bukan kewenangan kecamatan kita sarankan menggunakandana LPMK (Blok Grand) atau Swadaya Masyarakat.KecamatanNgampilan Untuk pos ronda yang luas dan memungkinkan untuk kegiatan PAUD sudah dimanfaatkan namunpersoalannya tidak semua pos ronda luas dan memungkinkan untuk kegiatan PAUD maupunPosyanduKecamatanGondokusuman Sudah dianggarkan di tahun 2017KecamatanMantrijeron Pos ronda pada siang hari bisa dimanfaatkan untuk kegiatan PAUD dan Posyandu akan tetapiuntuk prasarana air dan listrik kecamatan belum bisa untuk memfasilitasi pembayarannyakarena belum adanya dasar yang kuat untuk kami melaksanakan ( dalam perwal pelimpahantidak ada )KecamatanPakualaman Akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan LPMK, PKK & RW.Untuk bangunan milik pemda maka bisa dilaksanakan pemeliharaan, tetapi misal milik pribadimaka akan disarankan dipemlihara lewat dana LPMK (Blok Grand)Untuk penyediaan air dan listrik bukan kewenangan kecamatan maka kita sarankanmenggunakan dana LPMK ( Blok Grand) atau swadaya masyarakat.Kecamatan Jetis Melalui stimulan RW77 Peningkatan prestasi olah raga. Kesbang Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga telah dimasukkan beberapa usulan hibah dankegiatan yang berkaitan langsung yaitu melalui Hibah kepada KONI, kegiatan KKO, dan PPAKY.78 Pengadaan sarana prasarana, peralatan dan fasilitas-fasilitasolahraga karena mengingat pentingnya olah ragaharapannya ada fasilitas di tingkat RW. Kesbang Kegiatan ini dimungkinkan untuk dipenuhi melalui bantuan hibah kepada FORMY

79 Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas olah raga diwilayahagar tidak rusak dan dapat digunakan lagi. Kesbang Kegiatan ini dimungkinkan untuk dipenuhi melalui bantuan hibah kepada FORMY80 Pemberian bantuan kepada organisasi olahraga dalamrangka peningkatan prestasi. Kesbang Dalam usulan tahun 2017 telah dimasukkan usulan bantuan hibah kepada KONI sesuai denganmekanisme yang berlaku yang diharapkan dapat mendorong prestasi olahraga.81 Pemberian bantuan untuk kegiatan rutin dan olahraga bagigenerasi muda diwilayah. Kesbang Dalam usulan tahun 2017 telah dimasukkan usulan hibah kepada FORMY. Namun dikarenakansatu dan lain hal maka usulan ini tidak bisa diakomodir di RAPBD murni tahun 2017.82 Pengembangan Kampung Budaya. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Keberadaan Desa Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentangDesa Budaya. Di kota Yogyakarta terdapat 20 Rintisan Kelurahan Budaya. Pengembangan
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjutdilakukan dengan melakukan pembinaan penggunaan bahasa Jawa, kampanye Sadar budayamelalui upacara adat, macapat dan sosialisasi seni budaya83 Penyediaan bantuan seragam bergodo untuk acara suran dansadranan yang rutin digelar setiap tahunnya. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Untuk pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan kesenian di wilayah mengacu padaperaturan pemberian bansos dan hibah84 Kelompok seni budaya tingkat kelurahan menemui kesulitanpengembangannya karena minimnya anggaran/stimulantdari SKPD terkait. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan/kelurahan telah ada pelimpahanWalikota kepada camat yang tertuang dalam Perwal No  41 dan 42 Tahun 2014. Adapun SKPDmemberikan fasilitasi sesuai dengan rencana kegiatan baik yang menggunakan APBD maupunDana Keistimewaan85 Pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan gamelandiwilayah. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Untuk pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan kesenian di wilayah mengacu padaperaturan pemberian bansos dan hibah86 Pembinaan dan Pelatihan kesenian lokal/tradisionaldiwilayah. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan/kelurahan telah ada pelimpahanWalikota kepada camat yang tertuang dalam Perwal No  41 dan 42 Tahun 2014. Adapun SKPDmemberikan fasilitasi sesuai dengan rencana kegiatan baik yang menggunakan APBD maupunDana Keistimewaan87 Pengadaan dan penyediaan bantuan kostum keseniantradisional. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Untuk pengadaan dan penyediaan bantuan peralatan kesenian di wilayah mengacu padaperaturan pemberian bansos dan hibah88 Kegiatan sarasehan budaya. Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Sarasehan budaya dilakukan dengan DKKY dengan maksud DKKY dapat memberikan arahanlangsung ke masyarakat tentang konsep-konsep kebudayaan yang harus dipahami dan dikuatkanmasyarakat, mengidentifikasi kekayaan budaya, dan menginventarisir kebutuhan dalam upayapelestarian budaya89 Pengembangan gedung perpustakaan. Arpusda Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta sudah menindaklanjuti usulan Komisi D DPRD KotaYogyakarta tentang pengembangan gedung perpustakaan dalam rangka pengembangan minatbaca masyarakat.  Tindaklanjut Kantor Arpusda sebagai berikut:a). Melaksanakan survey calon Gedung Perpustakaan satelit yang menjadi asset PemkotYogyakarta.b)  Merumuskan hasil survey dalam bentuk kajian sederhana pengembangan gedungperpustakaan satelit.c)  Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta juga sudah dialokasikan anggaran pembangunan gedungperpustakaan oleh Pemkot Yogyakarta  yang berlokasi di Kotabaru yang sudah tidak dapatmenampung animo masyarakat Kota Yogyakarta dan akan dibangun pada TA.2017.90 Perpustakaan yang ada diwilayah belum maksimal, sehinggaperlu dukungan pendampingan dari Pemerintah KotaYogyakarta. Arpusda Perpustakaan wilayah adalah perpustakaan yang berada di luar perpustakaan umum daerah diKota Yogyakarta.  Untuk Taman Bacaan Masyarakat merupakan ketugasan Dinas Pendidikan KotaYogyakarta dan perpustakaan sekolah serta perpustakaan kelurahan menjadi ketugasan Kantor
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Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak LanjutARPUSDA Kota YogyakartaBerkaitan dengan Taman Bacaan Masyarakat berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakartatertanggal 23 Juni 2014 Nomor 130/457 perihal Taman Bacaan Masyarakat (TBM) telahdiputuskan ketugasan  Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  sebagai berikut:1).Taman Bacaan Masyarakat sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan merupakan ketugasandari Dinas Pendidikan.  Mulai dari proses perizinan Taman Bacaan Masyarakat, operasionalsampai dengan pengajuan dana.2).Khusus yang berkaitan dengan teknis pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (klasifikasibuku) menjadi ketugasan dari SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan perpustakaan.Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mulai dari proses perizinan Taman Bacaan Masyarakat,fasilitasi persyaratan administrasi lembaga untuk menerima bantuan hibah Taman BacaanMasyarakat, verifikasi di lapangan terkait pengajuan usulan hibah sampai dengan pelaporanpenerima bantuan hibah Taman Bacaan Masyarakat dan monitoring perkembangan TamanBacaan Masyarakat terkait dengan inventarisasi /identifikasi jumlah Taman Bacaan Masyarakat.Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta melalui para pustakawan yang ada akan memberikanpembinaan teknis perpustakaan kepada TBM meliputi teknis layanan, pengolahan bahan pustakadan pemeliharaan koleksi.91 Fasilitas penunjang pendidikan termasik pengembanganperpustakaan keliling sebagai sarana pengembangan minatbaca. Arpusda Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta telah memfasilitasi penunjang pendidikan dalam bentuklayanan perpustakaan keliling ke beberapa titik sasaran di Kota Yogyakarta mencakup TK/PAUD,SD dan area publik serta pusat keramaian.   Jenis layanan perpustakaan keliling yakniperpustakaan keliling mobil, perpustakaan keliling motor, layanan Puspita (perpustakaanalternatif Kota Yogyakarta) dan layanan Monika (Mobil internetdan perpustakaan).92 Pendidikan kespro yang berbasis pada budaya bangsa. Kantor KB Telah ditindaklanjuti melalui kegiatan penyusunan draft pedoman KIE Kespro wilayah yangdisesuakian dengan budaya bangsa93 Peningkatan dan penguatan program ketahanan keluarga,bina keluarga sejahtera. Kantor KB Telah ditindaklanjuti melalui kegiatan pertemuan kelompok BKS dan kegiatan peningkatankapasitas kader BKS (pelatihan kader KBK, peningkatan kapasitas kader BKR dan BKL)94 Untuk mendukung Keistimewaan Yogyakarta agar di gangmasuk kampung agar dibangun gapura yang bercirikanmataram untuk mendukung pariwisata budaya. Kimpraswil penanda kampung tidak harus berbentuk gapura , tahun 2016 yang akan dibangun di kampungBalirejo dan kampung Tegal lempuyangan + Tegal kemuning , sedangkan untuk produkperencanaan tahun 2016 belum ditetapkan fisiknya. Usulan akan dikaji lebih lanjut.95 Penyediaan bantuan sarana prasarana dasar bagi wargatermasuk di dalamnya penyediaan air sumur bagi warga. Kimpraswil Usulan bisa diakomodir hanya untuk sumur umum dan dapat diusulkan pada kegiatanpenyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan dengan mengajukanproposal.
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota
Yogyakarta Tahun 2017 SKPD Keterangan Tindak Lanjut96 Penyediaan adanya internet di kampung. TIT Sudah dianggarkan di 2017 untuk 9 lokasi sebesar Rp 144.000.000,-97 Pembinaan linmas dan pelatihan-pelatihan untuk anggotalinmas, penyediaan posko linmas, penyediaan honorlinmasyang memadai karena linmas banyak ambil bagiandalam masyarakat.

Dintib Telah diakomodir di dalam Program Perlindungan Masyarakat pada Kegiatan Pembinaan PetugasLinmas yang meliputi pembekalan linmas, pelatihan kesamaptaan linmas, pelatihan dasar linmas,dan Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Linmas. Posko linmas baru ada di tingkatkota, honor linmas diberikan berdasarkan surat tugas kegiatan dan besaran honor sesuai SHBJ.Pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp2.087.590.565;98 Pengembangan dan perluasan Taman Pintar 2. BAPPEDA Di tahun 2016 sudah ditindaklanjuti dengan Kajian Pemetaan Kawasan Strategis Jogja Selatan
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BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerahyang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yangdiperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dankerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dansasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisiprogram dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju programdan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2018. Rencana programdan kegiatan tahun 2017 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentukpeningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umumyang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhanpencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkandalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerjapembangunan yang optimal.Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifatindikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentangsumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalamdokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnyamenjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaranuntuk Tahun 2017. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2017 terdiri dari programinternal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusanwajib dan urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapatdilihat pada Tabel 5.1 berikut.



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 746,604,853 746,604,853 Sedang
berjalan

Inspektorat
Kota Yk.

1.1 Materai 6000 yang tersedia, 250 buah 100%            319,083,589 319,083,589

Lokasi

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi;
keuangan dan
operasional
perkantoran

Jenis Keg
SKPD

Penanggung
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah

Penyediaan Jasa, peralatan
dan perlengkapan kantor

Sedang
berjalan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH

Pagu Indikatif
2017

Prakiraan Maju
2018

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

Indikator kinerja

Kec. UH
Kota Yk.

1.1 Materai 6000 yang tersedia, 250 buah 100%            319,083,589 319,083,589

Materai 3000 yang tersedia, 450 buah

Jasa pengiriman/paket 15 kali

STNK roda 4 yg terbayar 4 unit

STNK roda 2 yg terbayar 13 unit

Jasa kebersihan  kantor 12 bulan

Bahan peralatan kebersihan yg
tersedia

5 jenis

Retribusi 2 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 61  jenis

Jasa percetakan 8 jenis

Jasa Penggandaan 151.868
lembar

Komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor yang
tersedia

12 jenis

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi;
keuangan dan
operasional
perkantoran

Penyediaan Jasa, peralatan
dan perlengkapan kantor

Sedang
berjalan

Kec. UH
Kota Yk.

Komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor yang
tersedia

12 jenis

Komponen peralatan dan
perlengkapan  kantor   yang tersedia

14 jenis
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Lokasi Jenis Keg

SKPD
Penanggung

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018

Indikator kinerja

Peralatan rumah tangga yang
tersedia

9 jenis

peraturan per uu yang tersedia 5 jenis

Bahan bacaan surat kabar yang
tersedia

5 jenis

Jasa tenaga keamanan 4 orang

Jasa  perbaikan sarana prasarana
kantor

3 jenis

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Kec. UH
Kota Yk.

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan
SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi
yg tersusun

4 jenis Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi;
keuangan dan

100%              68,751,264 68,751,264 Sedang
berjalan

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Kec. UH
Kota Yk.

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan
SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi
yg tersusun

4 jenis Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi;
keuangan dan

100%              68,751,264 68,751,264 Sedang
berjalan

Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

48 dokumen
ASN

Jasa tenaga bantuan 1 orang - Sedang
berjalan

1.3 Makan dan minum yang tersedia 100%            358,770,000 358,770,000

Makan Minum untuk koordinasi 54 kali

Makan Minum untuk Pegawai 52 orang

Makan Minum untuk tamu 20 kali

Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

44 laporan Sedang
berjalan

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Terwujudnya
sarana prasarana
Aparatur yang
memadai

100% 103,622,000 103,622,000 Inspektorat
Kota Yk.

2.1 Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan Gedung 2 jenis 100%                7,000,000 7,000,000 Sedang
berjalan

Jasa pemeliharaan rutin /berkala
Kendaraan dinas/operasional

             96,622,000 96,622,000 Sedang
berjalan

Dukungan
terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

2.2 Pemeliharaan  rutin
/berkala kendaraan
dinas/operasional

Sedang
berjalan

Penyediaan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Kec. UH
Kota Yk.

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi;
keuangan dan
operasional
perkantoran

Jasa pemeliharaan rutin /berkala
Kendaraan dinas/operasional

             96,622,000 96,622,000 Sedang
berjalan

roda 4 4 unit

roda 2 13 unit

Dukungan
terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

2.2 Pemeliharaan  rutin
/berkala kendaraan
dinas/operasional
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Lokasi Jenis Keg

SKPD
Penanggung

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018

Indikator kinerja

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100% 536,888,438 536,888,438 Inspektorat
Kota Yk.

3.1 Penyusunan laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Dokumen perencanaan dan
penganggaran: Renstra, Renja,
RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun

6 dokumen Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100% 249,247,500 249,247,500 Sedang
berjalan

Inspektorat
Kota Yk.

Laporan  Kinerja  SKPD: LAKIP,
laporan fisik keuangan, IKM, SPIP

4 jenis Nilai akuntabilitas
kinerja SKPD

Laporan  Kinerja  SKPD: LAKIP,
laporan fisik keuangan, IKM, SPIP

4 jenis Nilai akuntabilitas
kinerja SKPD

Frekuensi diklat pengawasan  yang
diikuti

6 kali Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

100%

3.2 Penyusunan kebijakan dan
evaluasi hasil pengawasan

Perwal .Mekanisme Pengawasan 1 dokumen level 3 287,640,938 287,640,938 Sedang
berjalan

Inspektorat
Kota Yk.

Sistem Prosedur Pengawasan 1 dokumen

Dokumen PKPT 1 dokumen

Dok.Hasil Pemutakhiran data 1 dokumen 80%

Gelar Pengawasan Daerah 1 kali

Dok.SIM HP/Hasil Pengawasan 1 dokumen

FGD TL Pengawasan 1 kali, 60 org

Monit Tindak lanjut hasil
pemeriksaan

2 laporan

Dokumen Statistik Pengawasan 1 dokumen

4 Program  Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
kebijakan  bidang
Pemerintahan dan
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti di
bidang
pemerintahan dan
aparatur

80% 1,037,141,000 1,037,141,000

Persentase tindak
lanjut temuan
Pemeriksaan

Meningkatnya
kualitas  tata kelola
pengawasan intern
(APIP)

4 Program  Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
kebijakan  bidang
Pemerintahan dan
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti di
bidang
pemerintahan dan
aparatur

80% 1,037,141,000 1,037,141,000
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Lokasi Jenis Keg

SKPD
Penanggung

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018

Indikator kinerja

4.1 Audit  bidang
Pemerintahan dan
Aparatur

Laporan Hasil Audit 20 dokumen 334,160,000 334,160,000

4.2 Pembinaan Kepatuhan
Aparatur

Sidak,Rekap LP2P, LHKASN 4 sidak,2
LP2P,
LHKASN 2
lap

702,981,000 702,981,000

Laporan penguatan penerapan SPIP 2 laporan

Lap. Eval.RB dan lap PMPRB online 4  lap ev, 1
lap PMPRB
online

Lap.pemb zona integritas 1 laporan

Lap. Eval.RB dan lap PMPRB online 4  lap ev, 1
lap PMPRB
online

Lap.pemb zona integritas 1 laporan

Lap. Monitoring eval. PPK 2 laporan

Lap. pengend gratifikasi 2 laporan

Laporan Hasil PPI (Penelitian
Penelaahan Informasi) , laporan hasil
Whistle Blower System

 12 laporan
2 laporan

5 Program  Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
kebijakan  bidang
Keuangan dan Aset

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti di
bidang  Keu dan
Aset

80% 602,100,000 602,100,000

5.1 Audit  bidang Pengelolaan
keuangan dan aset

Laporan Hasil Audit 20 dokumen %Tindak lanjut
hasil audit

80% 271,160,000 271,160,000

5.2 Laporan Hasil  review LKPD 2 laporan %Tindak lanjut
hasil Reviu

80% 330,940,000 330,940,000

Laporan Review Dokumen Rencana
Pembangunan dan  Anggaran
Tahunan Daerah

4 dokumen

Review  Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan Keuangan

Laporan Review Dokumen Rencana
Pembangunan dan  Anggaran
Tahunan Daerah

4 dokumen

Laporan  Review Penyerapan
Anggaran

12 dokumen

Laporan Hasil Review RPJMD 1 laporan
Laporan hasil Review Renstra SKPD 1 dokumen

Review  Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan Keuangan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Lokasi Jenis Keg

SKPD
Penanggung

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018

Indikator kinerja

6 Program  Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
kebijakan  bidang
Pembangunan Fisik

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti di
bidang  Keuangan
dan Aset

75% 300,330,000 329,520,000

6.1 Audit Bidang
Pembangunan Fisik

Laporan Hasil Audit 20 dokumen %Tindak lanjut
hasil audit

75% 281,160,000 281,160,000

6.2 Review  Pengadaan Barang
dan Jasa

Laporan hasil  review 4 laporan %Tindak lanjut
hasil Review

75% 19,170,000 48,360,000

7 Program  Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
kebijakan  bidang Sosial
Ekonomi Budaya

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti di
bidang Ekonomi
sosial budaya

80% 529,525,000 529,525,0007 Program  Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
kebijakan  bidang Sosial
Ekonomi Budaya

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat

Kec. UH
Kota Yk.

Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan yang
ditindaklanjuti di
bidang Ekonomi
sosial budaya

80% 529,525,000 529,525,000

7.1 Audit  bidang Sosial
ekonomi budaya

Laporan Hasil Audit 20 dokumen %Tindak lanjut
hasil audit

80% 271,160,000 271,160,000

7.2 Review Dokumen
Akuntabilitas Kinerja

Laporan evaluasi SAKIP 48 LHE %Tindak lanjut
hasil Review

80% 258,365,000 258,365,000

Laporan review capaian kinerja 4 laporan

Laporan hasil  review laporan kinerja
Pemerintah Kota

1 laporan

3,856,211,291 3,885,401,291TOTAL
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Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran
Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Kec UH Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 8,320,061,860 8,320,061,860

1.1 Kec. UH Meterai @ 6000 yang tersedia 400 bh

Jenis
Kegiatan

Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

      7,677,166,750

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan  dan
operasional
perkantoran

Pagu Indikatif

     7,677,166,750100%

Sasaran
Daerah

Lokasi

1.1 Kec. UH Meterai @ 6000 yang tersedia 400 bh

Meterai @ 3000 yang tersedia 450 bh

Perangko @ 5100 yang tersedia 1.480 buah

Jasa  Pengiriman/paket 189 kali

Jasa Komunikasi yang tersedia 50 SKPD

Jasa Kebutuhan Air  yang
tersedia

36 SKPD

Jasa Kebutuhan listrik yang
tersedia

42 SKPD dan 8 unit
kerja

STNK Roda 4 yang dibayar 16 Unit

STNK Roda 2 yang dibayar 33 Unit

STNK Roda 3 yang dibayar 1 unit

Jasa KIR kend roda 4 6 Unit

Bahan dan peralatan
kebersihan yang tersedia

17 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

      7,677,166,750Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan  dan
operasional
perkantoran

     7,677,166,750100%

Bahan dan peralatan
kebersihan yang tersedia

17 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 7 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 86 jenis

Jasa percetakan 5 jenis

Jasa Penggandaan 574.600 lembar
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

Komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
yang tersedia

12 jenis

Komponen Peralatan  dan
perlengkapan kantor yang
tersedia

36 jenis

Peralatan Rumah tangga yang
tersedia

12 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

4 jenis

Peraturan perundang-
undangan yang tersedia

5 jenisPeraturan perundang-
undangan yang tersedia

5 jenis

Bahan logistik kantor yang
tersedia untuk
a. Jas hujan 96 buah

b. Tas kerja 69 buah

Jasa pemeliharaan dan
perbaikan mebelair

10 jenis

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan:
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100% 230,251,610 230,251,610

Dokumen ASN yang terkelola 150 oramg

Jasa Tenaga Bantuan 5 orang

1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Makan dan minum yang
tersedia untuk

412,643,500 412,643,500

a.koordinasi, 288 kali
b.pegawai 275 orang
c.tamu 95 orang

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

c.tamu 95 orang
Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

42 laporan

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Prosentase
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur

100% 525,030,540 525,030,540

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

2.1 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung/
Bangunan Kantor

Kec. UH Jasa pemeliharaan gedung
kantor

2 jenis pekerjaan Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

100% 156,015,000 156,015,000

2.2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas /operasional

Kec. UH Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional

100% 369,015,540 369,015,540Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

2.2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas /operasional

Kec. UH Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
/operasional

100% 369,015,540 369,015,540

a. Roda 4 (empat) 16 unit

b. Roda 3 (tiga) 1 unit

c. Roda 2 (dua) 35 unit

Genzet 1 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Kec.UH Prosentase
meningkatnya
kelancaran
pengembangan
sistem pelaporan
capaian Kinerja
dan keuangan

100% 144,070,000 144,070,000

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran : Reviu Renstra,
Renja, Perjanjian Kinerja , IKM,
SPIP, Profil SKPD

7 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
pengganggaran tepat
waktu

100% 144,070,000 144,070,000

Laporan kinerja SKPD (LKIP,
Laporan Keuangan dan Fisik,
SKM, SPIP, Profil)

16 dokumen Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

100%

Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran : Reviu Renstra,
Renja, Perjanjian Kinerja , IKM,
SPIP, Profil SKPD

7 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
pengganggaran tepat
waktu

100% 144,070,000 144,070,000

Laporan kinerja SKPD (LKIP,
Laporan Keuangan dan Fisik,
SKM, SPIP, Profil)

16 dokumen Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

100%

Frekuensi diklat formal yang
diikuti

4 kali

Dokumen Profil Keuangan
Daerah

1 dokumen Buku profil keuangan
daerah

1 dokumen
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

4 Program Perencanaan dan
Pengendalian Anggaran

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Prosentase
ketepatan waktu
penetapan dan
penerbitan
dokumen
penganggaran

100% 689,434,353 689,434,353

4.1 Perencanaan Anggaran Kec. UH Jumlah Dokumen tentang
Perda APBD TA. 2018 dan
Perwal tentang Penjabaran
APBD TA. 2018

2 dokumen Penetapan Raperda
APBD tepat waktu.

100% 517,750,403 517,750,403

Jumlah Dokumen Perda
Perubahan APBD TA. 2017 dan
Perwal tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA. 2017

2 dokumenJumlah Dokumen Perda
Perubahan APBD TA. 2017 dan
Perwal tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA. 2017

2 dokumen

Jumlah Dokumen tentang Nota
KeuanganPerubahan RAPBD TA.
2017 dan RAPBD TA. 2018

2 dokumen

Jumlah Dokumen
Penyempurnaan Perwal
tentang  Penjabaran APBD  TA.
2017

3 dokumen

Jumlah SKPD yang diuji usulan
RKPA-SKPD dan RKPA PPKD TA.
2017 dan RKA-SKPD dan RKA
PPKD TA. 2018

2 kegiatan

Jumlah Dokumen tentang Kode
Rekening

1 dokumen

4.2 Pengendalian Anggaran Kec. UH Jumlah SKPD yang diverifikasi
dan dieksaminasi rancangan
DPA-SKPD dan DPA-PPKD TA.
2017

42 SKPD DPA-SKPD & DPA-
PPKD, DPPA-SKPD &
DPPA-PPKD sebagai
dasar SKPD di
lingkungan
pemerintah Kota
Yogyakarta dalam
merealisasi kegiatan

171,683,950 171,683,9504.2 Pengendalian Anggaran Kec. UH Jumlah SKPD yang diverifikasi
dan dieksaminasi rancangan
DPA-SKPD dan DPA-PPKD TA.
2017

42 SKPD DPA-SKPD & DPA-
PPKD, DPPA-SKPD &
DPPA-PPKD sebagai
dasar SKPD di
lingkungan
pemerintah Kota
Yogyakarta dalam
merealisasi kegiatan

171,683,950 171,683,950

Jumlah SKPD yang diverifikasi
dan dieksaminasi rancangan
DPPA SKPD dan DPPA-PPKD TA.
2017

42 SKPD Terfasilitasi
pemanfaatan hibah
dan bansos melalui
SKPD :
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

- Fasilitasi pencairan dana hibah
dan bansos melalui SKPD

a. Hibah 22 SKPD

a. Hibah 22 SKPD b. Bantuan Sosial 2   SKPD
b. Bantuan Sosial 2   SKPD c. Bantuan keuangan 3 SKPD

c. Bantuan keuangan 3 SKPD Penyediaan anggaran
kas sbg acuan
pengaturan
ketersediaan dana.

Anggaran kas. 42 SKPDAnggaran kas. 42 SKPD

5 Program Pengendalian
Belanja Daerah dan
Pengelolaan Dana Tranfer

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Kec UH Prosentase
Pengendalian
Belanja Daerah
sesuai
perencanaan yang
tepat waktu dan
akuntabel

100% 1,224,026,809 1,224,026,809

5.1 Pengendalian Anggaran
Belanja Daerah

Kec. UH Jumlah SKPD yang dilayani
untuk mendapatkan dana
pelaksanaan Anggaran Belanja
Daerah

42 SKPD - Pelaksanaan Belanja
Daerah dapat
terealisasi sesuai
dengan ketentuan.

42 SKPD 1,024,181,809 1,024,181,809

Proses TPTGR Selesai 117,923,924Rp Terselesainya
penerimaan Ganti
Rugi Daerah

117,923,924Rp

Jumlah pegawai yang mengisi
Form 1721  Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh
PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat
negara guna pelaporan SPT
tahunan Tahun 2015

7861 PNS Pemkot Yk
+ 2  Pejabat Negara

Jumlah Isian Form
1721  Pajak
Penghasilan (PPh)
Pasal 21 atas gaji
seluruh PNS Pemkot
Yk, dan 2 pejabat
negara guna
pelaporan SPT
tahunan Tahun 2015

7861 PNS Pemkot Yk
+ 2  Pejabat Negara

Jumlah pegawai yang mengisi
Form 1721  Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh
PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat
negara guna pelaporan SPT
tahunan Tahun 2015

7861 PNS Pemkot Yk
+ 2  Pejabat Negara

Jumlah Isian Form
1721  Pajak
Penghasilan (PPh)
Pasal 21 atas gaji
seluruh PNS Pemkot
Yk, dan 2 pejabat
negara guna
pelaporan SPT
tahunan Tahun 2015

7861 PNS Pemkot Yk
+ 2  Pejabat Negara

Jumlah proses pengembalian
kelebihan Gaji

300,000,000.00Rp - Terselesaikannya
proses pengembalian
kelebihan gaji.

300,000,000.00Rp
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

Jumlah pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan PFK
(IWP, Taperum & 3% iuran
Pemda kepada BPJS Kesehatan,
0,54% iuran Pemda kepada
BPJS Ketenagakerjaan) :

- Jumlah
pemotongan,
penyetoran, dan
pelaporan PFK (IWP,
Taperum & 3% iuran
Pemda kepada BPJS
Kesehatan, 0,54%
iuran Pemda kepada
BPJS
Ketenagakerjaan) :

IWP 35,373,105,982Rp IWP 35,373,105,982Rp
Taperum 696,979,500Rp Taperum 696,979,500RpTaperum 696,979,500Rp Taperum 696,979,500Rp
BPJS Kesehatan 8,238,401,738Rp BPJS Kesehatan 8,238,401,738Rp
JKK/JKM 1,751,668,092Rp JKK/JKM 1,751,668,092Rp
Jumlah SKPP yang diterbitkan 350 SKPP - Terlaksananya

pengendalian
anggaran belanja
pegawai bagi PNS
yang memasuki BUP

350 SKPP

Jumlah SKPD yang
mendapatkan pembinaan

42 SKPD Meningkatnya
efektivitas dan
efisiensi pengelolaan
Keuangan dan aset
daerah

42 SKPD

5.2 Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Tranfer

Kec. UH Dana perimbangan dan dana
transfer yang dikelola

 50% dari total
pendapatan daerah

Terealisasinya
optimalisasi
penerimaan dana
perimbangan

 50% dari total
pendapatan daerah

199,845,000 199,845,000

6 Program Pengelolaan
Pembiayaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Prosentase
Laporan keuangan
tepat waktu,
transparan,
akuntabel dan
layak diaudit

100% 1,395,570,809 1,364,275,809

Data dan informasi
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

6 Program Pengelolaan
Pembiayaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Prosentase
Laporan keuangan
tepat waktu,
transparan,
akuntabel dan
layak diaudit

100% 1,395,570,809 1,364,275,809

6.1 Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Perda
tentang pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBD TA. 2016

1 dokumen (125 bk) 1 dokumen (125 bk) 963,639,809 963,639,809Data dan informasi
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

Jumlah Dokumen Peraturan
Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD TA.
2016

1 dokumen (125 bk)

Jumlah  Laporan Realisasi APBD
TA.2017, Semester I

1 dokumen (125 bk)

Jumlah  Laporan Realisasi APBD
TA.2017 Tribulan I, II, III, IV

4 dokumen (240 bk)

 Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pelayanan Implementasi SIPKD
berbasis akrual

42 SKPD Penyusunan ,
Pelaksanaan dan
Pelaporan APBD
berbasis sistem
informasi keuangan
daerah

40 SKPD 400,636,000 400,636,000

Data dan informasi
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

 Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pelayanan Implementasi SIPKD
berbasis akrual

42 SKPD Penyusunan ,
Pelaksanaan dan
Pelaporan APBD
berbasis sistem
informasi keuangan
daerah

40 SKPD 400,636,000 400,636,000

 - Data modul agen
konsolidator BPK RI dalam
rangka e-audit

2 kali

 - Data keuangan ke
pemerintah pusat dan
masyarakat

 12 kali

Pendampingan Implementasi
Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD) berbasis akrual

42 SKPD, 1 SKPKD

6.2 Pengelolaan Pembiayaan
dan Pembinaan Pola
Pengelolaan Keuangan
BLUD

 - Frekwensi Penempatandana
Idle di Bank Pemerintah

 20 kali  - Laporan Piutang
dan Dana Cadangan
dapat disajikan secara
akuntabel

2 kali 431,931,0006.2 Pengelolaan Pembiayaan
dan Pembinaan Pola
Pengelolaan Keuangan
BLUD

 - Frekwensi Penempatandana
Idle di Bank Pemerintah

 20 kali  - Laporan Piutang
dan Dana Cadangan
dapat disajikan secara
akuntabel

2 kali 431,931,000

 - Frekuensi Evaluasi Investasi
Dana Daerah

 20 kali  - Pendapatan Bunga
Deposito

            6,750,000,000

 - Penyusunan Laporan Realisasi
Penyertaan Modal

 24 kali  - Terwujudnya  Pola
Pengelolaan
Keuangan Badan
Layanan

1 SKPD dan 22 Unit
Kerja

 - Frekwensi Eevaluasi Kualitas
Piutang

  4 kali
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

 - Penyusunan Laporan Piutang
Daerah

 4 kali

 - Penyusunan Laporan Hasil
Kerjasama dengan Pihak ke 3

 12 kali

 - Penyusunan Laporan Dana
Cadangan

 2 kali

 - Jumlah SKPD yang mendapat
Pembinaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah ( BLUD)

 1 SKPD dan 22 unit
kerja

 - Jumlah SKPD yang mendapat
Pembinaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah ( BLUD)

 1 SKPD dan 22 unit
kerja

7 Program Pendaftaran dan
Penetapan Pajak Daerah

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Kec.UH Prosentase
Peningkatan Pajak
Daerah

100.0% 2,182,089,621 27,904,796,423

7.1 Pelayanan Pajak Daerah Kec. UH Jumlah Data Objek Pajak PBB
yang disinkronisasi dengan
BPHTB

1000 objek pajak Tercapainya
Pendapatan Pajak
Daerah

100% 458,042,571 458,042,571

Jumlah Pemantauan hasil
pemungutan BPHTB

1000 objek pajak

Jumlah OP hasil penilaian
individu yang terpelihara

 30 objek pajak

Jumlah data Wajib pajak, Objek
Pajak, dan Peta Geografis PBB
yang terpelihara

92.500 WP

Jumlah data Wajib pajak
daerah yang terpelihara

3500 WP

Jumlah wajib pajak yang
tersambung secara online

15 WPJumlah wajib pajak yang
tersambung secara online

15 WP
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

7.2 Pendaftaran dan
Pendataan Pajak Daerah

Kec. UH -Jumlah SPTPD yang terpantau
dan SPTPD yang dikirim

22.000 SPTPD Tercapainya
Pendapatan Pajak
Daerah

627,194,450 627,194,450

-Jumlah monitoring teguran
mengirimkan SPTPD

4000 surat teguran Tercapainya Penilaian
Individu Objek Pajak
PBB

-Jumlah monitoring hiburan
insidentil

36 event

-Jumlah peremajaan data 36 WP

- Jumlah WP tutup 36 WP- Jumlah WP tutup 36 WP

- Jumlah WP yang dilakukan
silent operation

100 WP

Jumlah Wajib Pajak baru 500 WP

Jumlah NPWPD yang
diterbitkan

500 kartu NPWPD

Jumlah Surat Pengukuhan
sebagai WP yang telah
diterbitkan

500 Surat

7.3 Penetapan Pajak Daerah Kec. UH  - Jumlah WP BPHTB yang
diteliti

2000 WP 1,096,852,600 1,096,852,600

 - Jumlah WP Hotel yang
diperiksa secara lengkap

176 WP

 - Jumlah WP Hotel yang
diperiksa secara sederhana

24 WP

 - Jumlah WP Restoran yang
diperiksa secara lengkap

140 WP

 - Jumlah WP Restoran yang
diperiksa secara sederhana

60 WP

Tercapainya
Pendapatan Pajak
Daerah

 - Jumlah WP Restoran yang
diperiksa secara sederhana

60 WP

 - Jumlah WP Hiburan yang
diperiksa secara lengkap

16 WP

 - Jumlah WP Hiburan yang
diperiksa secara sederhana

24 WP

 - Jumlah WP Parkir yang
diperiksa secara lengkap

25 WP
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

 - Jumlah WP Parkir yang
diperiksa secara sederhana

28 WP

 - Jumlah surat ketetapan pajak
daerah yang tercetak

9.500 Surat
Ketetapan

 - Jumlah SPPT PBB P-2 yang
tercetak

93.000 SPPT PBB P-2

 - Jumlah surat ketetapan pajak
daerah yang terdistribusi

9.500 Surat
Ketetapan

 - Jumlah SPPT PBB P-2 yang
terdistribusi

93.000 SPPT PBB P-2

8 Program Pembukuan dan
Penagihan pajak daerah

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Prosentase
realisasi laporan
tunggakan dan
pembukuan pajak
daerah

100.0% 3,937,130,000 21,785,576,802

Pengelolaan Penagihan,
Keberatan dan Pembinaan
Pajak Daerah

8 Program Pembukuan dan
Penagihan pajak daerah

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Prosentase
realisasi laporan
tunggakan dan
pembukuan pajak
daerah

100.0% 3,937,130,000 21,785,576,802

8.1 Kec. UH - Jumlah tunggakan pajak
daerah yang tertagih

500 WP Tercapainya realisasi
tunggakan pajak
daerah

100% 3,266,664,000 3,266,664,000

- Jumlah buku kendali wajib
pajak yang dilaporkan

84 laporan

- Jumlah Surat Teguran Pajak
Daerah yang terkirim ke WP

3000 WP

- Jumlah surat permohonan
keringanan Pajak Daerah yang
terjawab

600 WP

- Jumlah SPPT PBB-P2 yang
tertagih

7500 SPPT

- Jumlah WP yang mendapat
Pembinaan

750 WP

- Jumlah WP yang mendapat
Kompensasi/Pengembalian
kepada WP Hotel dan WP
Restoran

500 WP

Pengelolaan Penagihan,
Keberatan dan Pembinaan
Pajak Daerah

- Jumlah WP yang mendapat
Kompensasi/Pengembalian
kepada WP Hotel dan WP
Restoran

500 WP
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

- Jumlah WP yang mendapat
Kompensasi/Pengembalian
kepada WP PBB-P2 BCB dan
BWB

310 WP

- Jumlah WP daerah yang
mendapat penghargaan

30 WP

- Jumlah WP yang mendapat
penyuluhan

3250 WP

8.2 Pembukuan dan Pelaporan
Pajak Daerah

Kec. UH Jumlah wajib pajak PBB yang
terverifikasi

4500 wajib pajak Terverifikasinya WP
PBB

4500 wajib pajak 670,466,000 670,466,0008.2 Pembukuan dan Pelaporan
Pajak Daerah

Kec. UH Jumlah wajib pajak PBB yang
terverifikasi

4500 wajib pajak Terverifikasinya WP
PBB

4500 wajib pajak 670,466,000 670,466,000

Jumlah wajib pajak daerah yang
terverifikasi

1000 wajib pajak Terverifikasinya WP
Pajak Daerah

1000 wajib pajak

Jumlah laporan realisasi
penerimaan pajak daerah

24 dokumen 44 dokumen

Jumlah telaah restitusi pajak
daerah

12 dokumen

Jumlah laporan jaminan
bongkar

12 dokumen

9 Program Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Inventarisasi Aset

Kinerja
aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Persentase aset
yang dapat
dioptimalkan

8,924,223,401 8,924,223,401

9.1 Perencanaan, Pengadaan
dan Distribusi Aset

Kec. UH - Dokumen RKBMD/RKPBMD 1 dok - Tersedianya data
RKBMD/RKPBMD

1 dok 5,490,087,500 5,490,087,500

- Dokumen DKBMD/DKPBMD 1 dok - Tersedianya data
DKBMD/DKPBMD

1 dok

1. Buku Agenda 880 buah Terpenuhinya
kebutuhan barang
pakai habis

6 macam

Laporan realisasi
penerimaan pajak,
tunggakan, telaah
restitusi pajak ,
tunggakan, telaah
restitusi  pajak daerah

1. Buku Agenda 880 buah Terpenuhinya
kebutuhan barang
pakai habis

6 macam

2. Kalender 2018 10.000 eksemplar Terpenuhinya
Kebutuhan
Kendaraan Dinas
Pemerintah Kota
Yogyakarta

2  unit
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

3. Alat Tulis Kantor 1 paket a. Dump truck 11 unit

4. Barang Cetakan 4 paket b. Station
wagon/minibus

1 unit

5. Bendera Merah Putih dan
Umbul-umbul

1 paket c. Truck 56 unit

6. Gambar Walikota dan Wakil
Walikota

1 paket d. Sepeda motor

Alat Angkutan Darat Bermotor
Pemerintah Kota Yogyakarta

Terpenuhinya
kebutuhan alat
Kantor & RT. Pemkot.
Yk

48 SKPDAlat Angkutan Darat Bermotor
Pemerintah Kota Yogyakarta

Terpenuhinya
kebutuhan alat
Kantor & RT. Pemkot.
Yk

48 SKPD

a. Dump truck 2  unit

b. Station wagon/minibus 11 unit

c. Truck 1 unit

d. Sepeda motor 56 unit

Alat Kantor & Rumah Tangga
Pemkot. Yogyakarta

- Perlengkapan Kantor (AC) 1 paket

9.2 Kec. UH - Deductible klaim asuransi
2017

1 tahun  paket kendaraan
dan 3 paket gedung

2,758,640,006 2,758,640,006

- Jasa asuransi bangunan
gedung Pemkot Yogyakarta

3 macam 3 hunian

- Jasa asuransi kendaraan
Pemkot Yogyakarta

1 macam Tertatanya
administrasi status
kepemilikan barang
daerah Pemerintah
Kota Yogyakarta

Pemanfaatan dan
Optimalisasi Aset

Terjaminnya resiko
kerugian atas
kerugian yang timbul

- Jasa asuransi kendaraan
Pemkot Yogyakarta

1 macam Tertatanya
administrasi status
kepemilikan barang
daerah Pemerintah
Kota Yogyakarta

Penataan dan penyelesaian
status kepemilikan barang
daerah

3 hunian
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

- Survey pemanfaatan barang
daerah

tersebar se kota Yk - optimalisasi/
pendayagunaan
pemanfaatan barang
milik daerah

42 SKPD

- Daftar  Distribusi barang stok
/barang lama

10 SKPD - Tersedianya data
optimalisasi
pemanfaatan barang
daerah

1 dok

- Penetapan status penggunaan
barang milik daerah

10 SKPD - Data nilai ekonomis
kendaraan Pemkot
Yogyakarta

1 dok- Penetapan status penggunaan
barang milik daerah

10 SKPD - Data nilai ekonomis
kendaraan Pemkot
Yogyakarta

1 dok

- Studi lanjut optimalisasi
pemanfaatan barang daerah

1 dok - Nilai barang daerah 1 dok

- Monitoring Perjanjian
sewa/pinjam pakai/izin
pemanfaatan barang milik
daerah

tersebar se kota Yk unit kerja

- Payung hukum sewa/pinjam
pakai/izin pemanfaatan barang
milik daerah

10 dok

- Perjanjian/Surat Izin
sewa/pinjam
pakai/pemanfaatan barang
milik daerah

10 dok

- Laporan evaluasi pelaksanaan
sewa/pinjam pakai/izin
pemanfaatan barang milik
daerah

30 dok

- Penilaian Ekonomis Kendaraan
Bermotor Pemkot Yogyakarta

SKPD se kota Yk

Dukungan terhadap
kelancaran
operasional dan
pemeliharaan
Bangunan Gedung
Milik Pemerintah

- Penilaian Ekonomis Kendaraan
Bermotor Pemkot Yogyakarta

SKPD se kota Yk

- Appraisal barang daerah 1 dok

- Jasa biaya pindah 6 SKPD

- Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Lokasi
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Jenis
KegiatanHasil Program Keluaran kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Prakiraan Maju

SKPD
Penanggung

jawab

Indikator kinerja

Pagu Indikatif
Sasaran
Daerah

Lokasi

- Jasa kebersihan
bangunan/gedung Pemkot
Yogyakarta

1 lokasi

9.3 Inventarisasi Aset dan
Pengelolaan Barang
Persediaan

Kec. UH Jasa penghapusan bangunan
gedung

20 bangunan Efisiensi pemanfaatan
dan biaya
pemeliharaan barang
daerah

20 bangunan 675,495,895 675,495,895

Pelayanan implementasi SIPKD
Modul Non Core Aset

42 SKPD 42 SKPDPenyusunan,
pelaksanaan, dan
pelaporan APBD
berbasis sistem
informasi barang
daerah

Pelayanan implementasi SIPKD
Modul Non Core Aset

42 SKPD 42 SKPD

Data yang tersedia pada modul
agen konsolidator BPK RI dalam
rangka e-audit

2 dok 350 orang

- Pembinaan Pengelola Barang
SKPD

350 orang - Meningkatnya
Pengetahuan Para
Pengelola Barang
Daerah

1 buku

- Monitoring Pengelolaan
Barang Daerah pada SKPD

48 unit kerja - Tersusunnya
Laporan Hasil
Monitoring dan
Evaluasi

48 unit kerja

Penghapusan barang Pemkot
Yogyakarta yang tidak layak
pakai

2 kali Tercapainya efisiensi
pemanfaatan dan
biaya pemeliharaan
barang daerah

1 dok

- Laporan Barang Persediaan
Pemerintah Kota Yogyakarta

1 dok - Nilai Barang
Persediaan Pemkot
Yogyakarta

27,341,637,393TOTAL

Penyusunan,
pelaksanaan, dan
pelaporan APBD
berbasis sistem
informasi barang
daerah

27,341,637,393TOTAL
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Perencanaan Pembangunan
1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran
Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 706,128,000 691,850,800

1.1 UH - Materai 6000 yang tersedia 400 buah 100% 208,608,000 229,468,800 sedang
berjalan

Bappeda

- Materai 3000 yang tersedia 450 buah
- Jasa Pengiriman/ Paket 10 kali

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

- Jasa Pengiriman/ Paket 10 kali
- STNK Roda 4 (empat) yang terbayar 3 unit

- STNK Roda 2 (dua) yang terbayar 17 unit

- Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

1 paket

- Jasa kebersihan kantor 12 bulan

- Alat Tulis Kantor yang tersedia 20 jenis

- Jasa percetakan 1 jenis

- Jasa penggandaan 1.500.000
lembar- Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang tersedia
9 jenis

- Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia 3 jenis

- Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

6 jenis

- Jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor

20 kali

- Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

UH - Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis

- Dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola

50 dokumen
ASN

- Jasa Tenaga Bantuan 1 orang

1.3 Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultansi

UH - Makan dan minum yang tersedia untuk : Bappeda

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 78,900,000 78,900,000 sedang
berjalan

Bappeda

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 418,620,000 383,482,000 sedang
berjalan

1.3 Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultansi

UH - Makan dan minum yang tersedia untuk :

a. Koordinasi 60 kali

b. Pegawai 50 orang

- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

40 laporan

BappedaDukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 418,620,000 383,482,000 sedang
berjalan
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
memadai

100% 262,354,000 288,589,400

2.1 UH - Jasa pemeliharaan gedung/bangunan
kantor/tempat

 1 unit

- Ruang Laktasi/Pojok ASI  1 unit

- Ruang Sekretariat TKPK/Ruang Rapat  1 unit

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

- Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

a. Roda 4 (empat)  3 unit

b. Roda 2 (dua)  17 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Terwujudnya
Peningkatan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan

100% 75,000,000 82,500,000

Bappeda

Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 146,450,000 161,095,000 sedang
berjalan

Bappeda

Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 115,904,000 127,494,400 sedang
berjalan

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian,
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Terwujudnya
Peningkatan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan

100% 75,000,000 82,500,000

3.1 UH - Dokumen perencanaan , pengendalian dan
penganggaran ( Renstra, Renja,  PK, RKA,
DPA )

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian dan
penganggaran

100% 75,000,000 82,500,000 sedang
berjalan

Bappeda

- Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil )

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB

- Frekuensi diklat formal yang diikuti 2 kali Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur

100%

4 Program Bidang  Ekonomi Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Persentase
capaian kinerja
target program
sektoral ekonomi

95% 2,437,114,200 2,797,114,200

4.1 UH 41 dokumen 100% 746,244,700 820,869,170 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1    dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1   dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM

Perencanaan dan
Pengendalian Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi & UKM

Tersedianya Dokumen
Perencanaan  dan Pengendalian
Sub Bidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian,
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1   dokumen12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1   dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4   dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4   dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1   dokumen

4.2 Perencanaan dan
Pengendalian Pariwisata dan
Tenaga Kerja

UH 43 dokumen 100% 844,624,600 929,087,060 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1    dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1   dokumen

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Pariwisata dan Tenaga Kerja

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Sub Bidang Pariwisata dan Tenaga
Kerja

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1   dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1   dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1   dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4   dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

1   dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1   dokumen

34 Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata
Berbasis Budaya

1   dokumen

35 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor
Ketenagakerjaan

1   dokumen

4.3 Kegiatan  Perencanaan dan
Pengendalian Ekonomi Daerah

UH 45 dokumen 100% 846,244,900 930,869,390 sedang
berjalan

BappedaDokumen Perencanaan  dan Pengendalian
Ekonomi Daerah

Tersedianya Dokumen
Perencanaan  dan Pengendalian
Sub Bidang Ekonomi Daerah

4.3 Kegiatan  Perencanaan dan
Pengendalian Ekonomi Daerah

UH 45 dokumen 100% 846,244,900 930,869,390 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1   dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1   dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

Dokumen Perencanaan  dan Pengendalian
Ekonomi Daerah

Tersedianya Dokumen
Perencanaan  dan Pengendalian
Sub Bidang Ekonomi Daerah
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1   dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1   dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4   dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4   dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1   dokumen33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1   dokumen

34 Analisa Fiskal Daerah 1   dokumen

35 Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan
Ekonomi Kerakyatan

1   dokumen

36 Pengendalian Inflasi Daerah 1   dokumen

37 Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi
Daerah

1   dokumen

5 Program Bidang Fisik Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Persentase
capaian kinerja
target program
sektoral fisik

95% 2,591,734,200 8,523,972,410

5.1 UH 43 dokumen 100% 796,244,300 875,868,730 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1   dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1   dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1   dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

Perencanaan dan
Pengendalian Perhubungan
dan Kominfo

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Sub Bidang Perhubungan

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Perhubungan dan Kominfo

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1   dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4   dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4   dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1   dokumen

34 Laporan Koordinasi Perencanaan
Transportasi dan Jalan

1   dokumen

35 Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras
Perhubungan

1   dokumen

5.2 UH 44 dokumen 100% 849,245,000 969,245,000 sedang
berjalan

BappedaPerencanaan dan
Pengendalian Pekerjaan
Umum dan Permukiman

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Pekerjaan Umum dan
Permukiman Sub Bidang
Pekerjaan Umum & Permukiman

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Pekerjaan Umum dan Permukiman
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1   dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1   dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1   dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

Perencanaan dan
Pengendalian Pekerjaan
Umum dan Permukiman

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Pekerjaan Umum dan
Permukiman Sub Bidang
Pekerjaan Umum & Permukiman

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1   dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4   dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4   dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1   dokumen

34 Laporan Koordinasi Perencanan Sarpras
Permukiman

1   dokumen

35 Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras
Dasar permukiman

1   dokumen

36 Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan 1   dokumen

5.3 UH 52 dokumen 946,244,900 1,081,244,900 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1   dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1   dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

Perencanaan dan
Pengendalian  Tata ruang,
Pertanahan dan Lingkungan
Hidup

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata
Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Tata Ruang Sub Bid Tata Ruang,
Pertanahan & Lingkungan Hidup

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1   dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1   dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1   dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1   dokumen
16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen
17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1   dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1   dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4   dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1   dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1   dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4   dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1   dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1   dokumen

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1   dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1   dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1   dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1   dokumen

34 Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah

1   dokumen

35 Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang 1   dokumen

36 Iuran Sekber Kartamantul 1 dokumen
37 Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah

Tingkat Kecamatan
1 dokumen

38 Laporan Penataan Kawasan Sungai 1 dokumen

39 Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi 1 dokumen

40 Laporan Koordinasi Perencanaan
Lingkungan Hidup

1 dokumen40 Laporan Koordinasi Perencanaan
Lingkungan Hidup

1 dokumen

41 Tindak Lanjut Peninjauan Kembali RTRW 1 dokumen

42 Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang 1 dokumen

43 Laporan Pengaturan, Pembinaan,
Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang
(Turbinlakuwas)

1 dokumen

44 Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan 1 dokumen

45 Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan
Sungai

1 dokumen

6 Program Bidang  Sosial Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Persentase
capaian kinerja
target program
sektoral sosial

95% 2,544,369,900 2,798,806,890

6.1 UH 43 dokumen 100% 748,500,000 823,350,000 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1 dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1 dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1 dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1 dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1 dokumen

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Pendidikan dan Kebudayaan

Tersedianya Dokumen
Perencanaan  dan Pengendalian
Pendidikan dan Kebudayaan Sub
Bid Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan dan
Pengendalian Pendidikan &
Kebudayaan

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1 dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1 dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1 dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1 dokumen
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1 dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1 dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1 dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1 dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen
19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1 dokumen
20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1 dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III,dan IV

4 dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1 dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1 dokumen
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Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
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Lokasi

 Indikator Kinerja
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1 dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1 dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1 dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1 dokumen

34 Laporan Koordinasi Perencanaan Budaya
Keistimewaan

1 dokumen

35 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor
Pendidikan

1 dokumen

6.2 UH 51 dokumen 100% 1,096,244,900 1,205,869,390 sedang
berjalan

BappedaPerencanaan dan
Pengendalian Kesejahteraan
Rakyat

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Kesejahteraan Rakyat

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Kesejahteraan Rakyat Sub Bid
Kesejahteraan Rakyat

6.2 UH 51 dokumen 100% 1,096,244,900 1,205,869,390 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1 dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1 dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1 dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1 dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1 dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1 dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1 dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1 dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1 dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1 dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1 dokumen

Perencanaan dan
Pengendalian Kesejahteraan
Rakyat

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Kesejahteraan Rakyat

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Kesejahteraan Rakyat Sub Bid
Kesejahteraan Rakyat
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1 dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen
14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1 dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1 dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4 dokumen21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4 dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1 dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1 dokumen

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1 dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1 dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1 dokumen32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1 dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1 dokumen

34 Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK)

1 dokumen

35 Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot
project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto

1 dokumen
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Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah
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Jenis
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Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

36 Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021 1 dokumen

37 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor
Sosial

1 dokumen

38 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor
Kesehatan

1 dokumen

39 Dokumen SDG's Kota Yogyakarta 1 dokumen

40 Laporan Kota Sehat 1 dokumen

41 Laporan Kota Layak Anak 1 dokumen

42 Laporan Kota Inklusi 1 dokumen

43 Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat 1 dokumen

6.3 Perencanaan dan
Pengendalian Aparatur

UH 44 dokumen 699,625,000 769,587,500 sedang
berjalan

BappedaDokumen Perencanaan dan Pengendalian
Aparatur

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Aparatur Sub Bid Aparatur

6.3 Perencanaan dan
Pengendalian Aparatur

UH 44 dokumen 699,625,000 769,587,500 sedang
berjalan

Bappeda

1 Pendampingan Penyusunan  Renstra SKPD
Sektoral

1 dokumen

2 Pendampingan Penyusunan  Renja Tahun
2018 SKPD  Sektoral

1 dokumen

3 Pendampingan Penyusunan Renja
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1 dokumen

4 Pendampingan Penyusunan Data
Musrenbang SKPD Sektoral

1 dokumen

5 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Tahun 2018 SKPD Sektoral

1 dokumen

6 Pendampingan Penyusunan Data KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017  SKPD Sektoral

1 dokumen

7 Perencanaan Usulan Dana APBN SKPD
Sektoral

1 dokumen

8 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1 dokumen

9 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1 dokumen

10 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) SKPD Sektoral

1 dokumen

11 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP) SKPD Sektoral

1 dokumen

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1 dokumen

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian
Aparatur

Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Pengendalian
Aparatur Sub Bid Aparatur

12 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi
SKPD Sektoral

1 dokumen

13 Evaluasi Kebijakan  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

14 Evaluasi Pelaksanaan  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

15 Evaluasi Hasil  RPJPD SKPD Sektoral 1 dokumen

16 Evaluasi Kebijakan  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen
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Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah
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 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

17 Evaluasi Pelaksanaan  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen

18 Evaluasi Hasil  RPJMD SKPD Sektoral 1 dokumen

19 Evaluasi Kebijakan RKPD SKPD Sektoral 1 dokumen

20 Evaluasi Pelaksanaan RKPD SKPD Sektoral 1 dokumen

21 Evaluasi Hasil RKPD SKPD Sektoral Triwulan
I,II,III dan IV

4 dokumen

22 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

23 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen24 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD Sektoral

1 dokumen

25 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen

26 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

1 dokumen

27 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen

28 Monitoring dan Evaluasi APBN SKPD
Sektoral

1 dokumen

29 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan
SKPD Sektoral

1 dokumen

30 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan SKPD
Sektoral

1 dokumen

31 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKPD Sektoral

1 dokumen

32 Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan
(TP) SKPD Sektoral

1 dokumen

33 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi SKPD Sektoral

1 dokumen

34 Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor
Pemerintahan

1 dokumen

35 Laporan Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban

1 dokumen

36 Pengendalian Evaluasi Pemerintahan 1 dokumen

7 Program Perencanaan dan
pengendalian Pembangunan
Daerah

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Persentase
capaian kinerja
target program
pembangunan

95% 3,800,000,000 4,180,000,000

Dokumen Perencanaan Program Pembangunan
Daerah

7 Program Perencanaan dan
pengendalian Pembangunan
Daerah

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Persentase
capaian kinerja
target program
pembangunan

95% 3,800,000,000 4,180,000,000

7.1 Perencanaan Program
Pembangunan Daerah

UH 25 dokumen Tersedianya Dokumen
Perencanaan Program
Pembangunan Daerah

1,850,000,000 2,035,000,000 sedang
berjalan

BappedaDokumen Perencanaan Program Pembangunan
Daerah
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Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021 1 dokumen Tersedianya Raperda Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah

100%

2 Dokumen RKPD Tahun 2018 1 dokumen Tersedianya Dokumen RKPD
Tahun 2018

100%

3 Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017 1 dokumen Tersedianya dokumen RKPD
Perubahan Tahun 2017

4 Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS
Tahun 2018

1 dokumen Tersedianya dokumen Nota
Kesepakatan KUA-PPAS Tahun
2018

100%

5 Dokumen Nota Kesepakatan  KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017

1 dokumen Tersedianya  dokumen Nota
Kesepakatan KUA - PPAS
Perubahan Tahun 2017

6 Dokumen Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya dokumen Renja SKPD

7 Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen Tersedianya dokumen Renstra
SKPD

7 Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen Tersedianya dokumen Renstra
SKPD

8 Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD
2017 - 2021

1 dokumen Tersediannya dokumen Indikator
Kinerja Utama SKPD

10 Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan
Tahun 2018

1 dokumen Dokumen Hasil Musrenbang
Kelurahan Yogyakarta 2018

11 Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan
Yogyakarta 2018

1 dokumen Dokumen Hasil Musrenbang
Kecamatan Yogyakarta 2018

12 Dokumen Hasil Musrenbang Kota
Yogyakarta Tahun 2018

1 dokumen Tersedianya dokumen
Musrenbang Kota Yogyakarta
Tahun 2018

100%

13 Musrenbang RPJMD 1 kali Terlaksananya Musrenbang
RPJMD

14 Dokumen Hasil Forum SKPD 1 dokumen Terlaksananya  Forum SKPD

15 Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD 1 dokumen Terlaksananya Forum Gabungan
SKPD

16 Perencanaan Usulan Dana APBN 1 dokumen Tersedianya Dokumen Usulan
Dana APBN

17 Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan 1 dokumen Tersedianya Dokumen Usulan
Dana Keistimewaan

18 Perencanaan Usulan Dana  APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan

1 dokumen Tersedianya Dokumen Usulan
Dana APBD I/Bantuan Khusus
Keuangan, Bantuan Keuangan

19 Perencanaan Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK)

1 dokumen Tersedianya Dokumen Usulan
Dana Alokasi Khusus (DAK)

20 Perencanaan Usulan Dana Tugas
Perbantuan (TP)

1 dokumen Tersedianya Dokumen Usulan
Dana Tugas Perbantuan (TP)

23 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi 1 dokumen Tersedianya Dokumen Usulan
Dana Dekonsentrasi

23 Perencanaan Usulan Dana Dekonsentrasi 1 dokumen Tersedianya Dokumen Usulan
Dana Dekonsentrasi

24 Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD
Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021

1 dokumen Tersedianya dokumen
penyusunan pedoman RPJMD
Kelurahan Kota Yogyakarta 2017-
2021

25 Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan
Hasil Reses DPRD

1 dokumen Tersediannya dokumen telaah
pokok-pokok pikiran dan hasil
reses DPRD
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7.2 Pengendalian Program
Pembangunan Daerah

UH 28 dokumen Tersedianya Dokumen
Pengendalian  Program
Pembangunan Daerah

100% 875,000,000 962,500,000

1 Evaluasi Kebijakan RPJPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen  Evaluasi
Kebijakan  RPJPD

2 Evaluasi Pelaksanaan RPJPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan RPJPD

3 Evaluasi Hasil RPJPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen  Evaluasi
Hasil RPJPD

4 Evaluasi  Kebijakan RPJMD 1 dokumen Tersedianya  Dokumen  Evaluasi
Kebijakan  RPJMD

5 Evaluasi  Pelaksanaan  RPJMD 1 dokumen Tersedianya  Dokumen  Evaluasi
Pelaksanaan  RPJMD

6 Penyusunan Dokumen  Evaluasi  Hasil
RPJMD

1 dokumen Tersedianya  Dokumen  Evaluasi
Hasil  RPJMD

Dokumen Pengendalian Program Pembangunan
Daerah

6 Penyusunan Dokumen  Evaluasi  Hasil
RPJMD

1 dokumen Tersedianya  Dokumen  Evaluasi
Hasil  RPJMD

7 Evaluasi Kebijakan RKPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Evaluasi
Kebijakan RKPD

8 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan RKPD

9 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV 4 dokumen Tersedianya Dokumen Evaluasi
Hasil RKPD TW I,II,III dan IV

10 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renstra SKPD

1 dokumen Tersedianya Dokumen PE
Kebijakan Renstra SKPD

11 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Renstra SKPD

1 dokumen Tersedianya Dokumen PE
Pelaksanaan  Renstra SKPD

12 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renstra SKPD

1 dokumen Tersedianya Dokumen PE Hasil
Renstra SKPD

13 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Renja SKPD

1 dokumen Tersedianya Dokumen PE
Kebijakan Renja SKPD

14 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja SKPD

1 dokumen Tersedianya Dokumen PE
Pelaksanaan Renja SKPD

15 Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil
Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen Tersedianya Dokumen PE Hasil
Renja SKPD TW I,II,III dan IV

16 Monitoring dan Evaluasi APBN 1 dokumen Tersedianya Dokumen Monev
APBN

17 Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan 1 dokumen Tersedianya Dokumen Monev
Dana Keistimewaan

18 Monitoring dan Evaluasi APBD I/Bantuan
Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan

1 dokumen Tersedianya Dokumen Monev
APBD I/Bantuan Khusus
Keuangan, Bantuan Keuangan

19 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK)

1 dokumen Tersedianya Dokumen Monev
DAK

19 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi
Khusus (DAK)

1 dokumen Tersedianya Dokumen Monev
DAK

20 Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas
Perbantuan (TP)

1 dokumen Tersedianya Dokumen Monev
Dana TP

21 Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi

1 dokumen Tersedianya Dokumen Monev
Dana Dekonsentrasi

22 Laporan Koodinasi  Pengendalian
Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016

1 kali Terselenggaranya  Koordinasi
Pengendalian Pembangunan Kota
Yogyakarta Tahun 2016
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7.3 Pengelolaan dan  Analisa Data
Perencanaan

UH 9 dokumen Tersedianya Data Penunjang
Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah

100% 1,075,000,000 1,182,500,000 1 Bappeda

1 Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan
II

2 Dokumen Tersedianya Dokumen Data
Kewilayahan

100%

2 Dokumen Data Sektoral 1 dokumen Tersedianya Dokumen Data
Sektoral

100%

3 Analisa Data 1 dokumen Tersedianya Dokumen Analisa
Data

100%

4 Data Series SIPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Data Series
SIPD

5 Informasi Program dan Kegiatan
Pembangunan APBD Murni

1 dokumen Tersedianya Informasi Program
dan Kegiatan Pembangunan

6 Informasi Program dan Kegiatan
Pembangunan APBD Perubahan

1 dokumen Tersedianya Informasi Program
dan Kegiatan Pembangunan

Dokumen Pengelolaan dan Analisa Data
Perencanaan

6 Informasi Program dan Kegiatan
Pembangunan APBD Perubahan

1 dokumen Tersedianya Informasi Program
dan Kegiatan Pembangunan

7 Pengembangan Data dan Informasi 2  dokumen Tersedianya Data Penunjang
Materi Perencanaan
Pembangunan Daerah

8 Program Bidang Penelitian
dan Pengembangan

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Kesesuaian hasil
kajian dengan
dokumen
perencanaan
yang ada dan
Kesesuaian hasil
kajian dengan isu
strategis

100% 2,150,000,000 2,325,000,000

8.1 Kegiatan Penelitian UH 1 Kajian Keuangan Daerah 1 dokumen Terwujudnya dokumen hasil
kajian Keuangan Daerah

100% 900,000,000 985,000,000

2 Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1 dokumen Tersedianya dokumen masukan
kebijakan program pembangunan

100%

3 Masterplan Ruang Terbuka Non Hijau
(RTNH) Perkerasan

1 dokumen Tersusunnya Dokumen
Masterplan Ruang Terbuka Non
Hijau (RTNH) Perkerasan

4 Masterplan Transportasi Perkotaan 1 dokumen Tersusunnya Dokumen Rncangan
Inter Koneksi Transportasi
Pariwisata

5 Kajian Smart City Tahap II 1 dokumen Terwujudnya Kajian Smart City
Tahap II

6 Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun) 1 dokumen Terwujudnya Kajian Kelayakan
Rumah Susun

7 Kajian Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan dan Pariwisata yang Terintegrasi

1 dokumen Tersusunnya dokumen Kajian
Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan dan Pariwisata yang
Terintegrasi

6 Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun) 1 dokumen Terwujudnya Kajian Kelayakan
Rumah Susun

7 Kajian Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan dan Pariwisata yang Terintegrasi

1 dokumen Tersusunnya dokumen Kajian
Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan dan Pariwisata yang
Terintegrasi

8 Penyusunan dokumen KLHS RPJMD 1 dokumen Tersedianya dokumen KLHS
RPJMD
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

8.2 Kegiatan Pengembangan
Kebijakan Penanganan Isu
Strategis

UH 1 Dokumen Analisa Kebijakan 6  dokumen Tersusunnya dokumen analisa
kebijakan penanganan isu
strategis

500,000,000 580,000,000 sedang
berjalan

Bappeda

8.3 Kegiatan Inovasi Daerah UH 1. Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi
Daerah (Sida)

1 dokumen Tersusunnya Dokumen Roadmap
Sistem Inovasi Daerah (Sida)

750,000,000 760,000,000

2 Dokumen Penelitian 5 dokumen Tersusunnya Dokumen masukan
kebijakan program pembangunan

3 Buku Jurnal Jarlit 2017 100 buku Tersusunnya Buku Jurnal Jarlit

4 Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 1 dokumen Tersusunnya Buku Inventarisasi
Hasil Penelitian

5 Anugerah Penelitian 2 jenis Penghargaan dan inisiasi untuk
pemenang

14,566,700,300 21,687,833,700TOTAL 14,566,700,300 21,687,833,700TOTAL
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Nama Perangkat daerah: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Jenis
SKPD

Penanggungjawab

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat.

UH Terwujudnya
kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100% 1,273,923,612

1,394,598,148

UH Materai 6000 yang tersedia 100% 578,210,592 634,242,626 Lanjutan BKPP
1,050,000 1,155,000

Materai 3000 yang tersedia 420 lbr 1,446,000 1,590,000

Prakiraan Maju
(2018)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.1 Penyediaan Jasa Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

156 lmbr

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pertangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Prioritas
Daerah

Sasaran DaerahNo

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Materai 3000 yang tersedia 420 lbr 1,446,000 1,590,000

Jasa pengiriman/paket 10 kali 2,200,000 2,420,000
STNK kendaraan roda 4 yang terbayar 3 unit 3,500,000 3,850,000
STNK kendaraan roda 2 yang terbayar 16 unit 1,957,000 2,152,700
Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

5 jenis 19,254,000 21,179,400

Jasa kebersihan kantor 12 bln 68,914,992 75,806,491

Alat tulis kantor yang tersedia 51 jenis 43,072,450 47,379,695

Jasa penggandaan 433.666 lbr 65,049,900 71,554,890

Jasa percetakan 2 jenis 34,661,250 38,127,375

Komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor yang tersedia

5 jenis 3,965,500 4,362,050

Pembayaran listrik, air, dan telepon 12 bulan 1,250,000 1,375,000

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 714 exlempar 2,640,000 2,840,000

Peraturan perundang-undangan yang
tersedia

24 buku 1,800,000 1,980,000

Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis 35,982,000 38,000,000
Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

51 jenis 209,047,750 229,952,525

Jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor

45 macam 54,459,750 59,800,000

Peralatan rumah tangga yang tersedia 3 jenis 5,235,000 5,700,000

Penyediaan Jasa Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

Peralatan rumah tangga yang tersedia 3 jenis 5,235,000 5,700,000

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan 7,800,000 8,600,000

Pengadaan printer 5  unit 14,925,000 16,417,500
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Jenis
SKPD

Penanggungjawab

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Prakiraan Maju
(2018)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran DaerahNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

UH 163,681,020 179,806,122 Lanjutan BKPP

46,200,000 50,820,000

Dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola

59 Dokumen
ASN

2,700,000 2,727,000

Jasa tenaga bantuan 5 orang 114,781,020 126,259,122
Penyediaan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

UH
Makan dan minum yang tersedia untuk:

532,032,000 580,549,400 Lanjutan BKPP

a. Koordinasi 32 orang 66,858,000 68,858,000

b. Pegawai 66 orang 9,974,000 10,971,400

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

40 laporan 455,200,000 500,720,000

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

UH Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100% 270,738,600

297,812,300

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan
akuntansi yang tersusun

5 dokumen Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan daan
operasional
perkantoran

2.

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

UH

100%

1.3 Dukungan terhadap
kelancaran
administtrasi, keuangan
daan operasional
perkantoran

100%

BKPPJasa pemeliharaan gedung/ bangunan
kantor/tempat

3 jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 160,857,600 176,943,300 Lanjutan

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

UH Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100% 270,738,600

297,812,300

Penyediaan dan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/ operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

100% 109,881,000 120,869,000 Lanjutan BKPP

a. Roda 4 3 unit 60,191,000 66,210,000

b. Roda 2 16 unit 49,690,000 54,659,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
aparatur
daan
birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

UH Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100% 89,920,000

98,912,000

Penyusunan dokumen
perencanaan, pengendalian,
dan laporan capaian kinerja
SKPD

UH 89,920,000 98,912,000

2.

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

UH BKPP

2.2 UH Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan
kantor/tempat

3 jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100%

3.

3.1

Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA,
DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian, dan
penganggaran.

100%

160,857,600 176,943,300 Lanjutan

Lanjutan BKPPPenyusunan dokumen
perencanaan, pengendalian,
dan laporan capaian kinerja
SKPD

UH 89,920,000 98,912,000

30,750,000 33,825,000
Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan
keuangan dan fisik, SKM, SPP, dan Profil).

5 dokumen Nilai kinerja akuntabilitas
kinerja SKPD

85 31,170,000 34,287,000

Frekwensi Diklat formal yang diikuti 2 kali Meningkatnya kapasitas
sumber  daya apatarur

100% 28,000,000 30,800,000

3.1

Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA,
DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian, dan
penganggaran.

100% Lanjutan BKPP
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Jenis
SKPD

Penanggungjawab

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Prakiraan Maju
(2018)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran DaerahNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Program Pengembangan
Karier Aparatur Sipil Negara

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan
dan ketatalak-
sanaan
pemerintahan

UH Terpenuhinya
kebutuhan ASN
Pemerintah Kota
Yogyakarta

100% 1,936,606,900

2,130,267,590

UH 100%       1,027,617,500          1,130,379,250

70850000 77935000
2. Pengadaan pegawai 150 orang 818365000 900201500

3. Pengadaan Calon praja IPDN - 0 0

4. Memproses pengangkatan ASN 150 orang 19702500 21672750

5. Pengambilam sumpah ASN 100 orang 4330000 4763000

6.  Penataan pegawai 100 orang 36885000 40573500
7.  Pindah  masuk/keluar/titipan 40 orang 77485000 85233500

Pengembangan karier ASN UH          791,564,400             870,720,840 Lanjutan BKPP
         192,174,400             211,391,840

4

4.1 1. Formasi pegawai:  3 dokRekrutmen Aparatur Sipil
Negara

Terlaksananya rekrutmen
Aparatur Sipil Negara

4.2 1.     Penilaian kompetensi ASN 168 orang Terlaksananya
pengembangan karier
Aparatur  Sipil Negara

100%
         192,174,400             211,391,840

2.     Mengelola Talent pool 50 orang            35,550,000               39,105,000

3.     Pelaksanaan pola karier 10 SK            41,250,000               45,375,000

4.     Seleksi JPT Pratama secara terbuka 2  kali          517,150,000             568,865,000

5.     Pengambilan sumpah dan
pelantikan pejabat ASN

4 kali               5,440,000                  5,984,000

2.     Pengelolaan data elektronik
pegawai

15.000 data

3.     Pengelolaan map data file  manual
peggawai

10.631 map

4.     Pengelolaan isi arsip manual
pegawai

1.000 buah

5.     Penggandaan buku pedoman
pengelolaan database pegawai

70 buku

Program Pelayanan
Administrasi Kepegawaian

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan
dan ketatalak-
sanaan
pemerintahan
daerah yang

UH Terwujudnya
pelayanan administrasi
kepegawaian yang
akuntabel

100% 1,265,370,000

1,390,300,600

Mutasi kepegawaian UH 100%          404,413,000             444,854,300 Lanjutan BKPP
0 0

2.     Memproses peninjauan masa kerja 3 orang 2340000 2574000

1.     Penilaian kompetensi ASN 168 orang Terlaksananya
pengembangan karier
Aparatur  Sipil Negara

100%

Lanjutan BKPP1.     Mengelola website  kepegawaian
12 bulan

Terlaksananya
pengelolaan data dan
informasi kepegawaian.

100%          117,425,0004.3 Pengelolaan data dan
informasi kepegawaian

UH

5.

5.1 1.     Crash program kenaikan pangkat 2 kali

            129,167,500

Terlaksananya mutasi
kepegawaian

2.     Memproses peninjauan masa kerja 3 orang 2340000 2574000

3.     Status kepegawaian 3 orang 2340000 2574000

5.     Terbitnya SK jabatan fungsional 50 SK 22275000 24502500
6.     Pembinaan pejabat fungsional 120 orang 14100000 15510000
7.     Terbitnya SK Kenaikan Pangkat 800 orang 88685000 97553500

4.     Penilaian angka kredit 1024 Pjb. Fgs 274673000 302140300

Terlaksananya mutasi
kepegawaian
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Jenis
SKPD

Penanggungjawab

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Prakiraan Maju
(2018)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran DaerahNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

2.     Laporan presensi pegawai 51 SKPD

3.     Administrasi perceraian 16 orang            51,435,000            56,578,000
4.     Tambahan penghasilan pegawai 12 bulan

           51,832,000            57,015,200

5.     Pembinaan mental spiritual 10 kali            45,000,000            49,000,000
6.     Pengadaan pakaian dinas -

7.     Uji kesehatan 10 orang            46,025,000            50,250,000
8.     Konseling pegawai 50 kali            57,830,000            63,613,000
9.     Memproses pemberhentian dan
pensiun

350 orang          102,515,000          112,766,500

10.  Fasilitasi Koorpri 4 kali          130,894,000          143,980,000
 UH 100%          309,951,000             340,221,100

         605,225,200  lanjutan  BKPP1.     Terlaksananya pemberian hukuman
disiplin pegawai

17 SK Terlaksananya pembinaan
dan pemberian
kesejahteraan Aparatur
Sipil  Negara

100%          551,006,0005.2 Pembinaan dan
kesejahteraan ASN

UH

1.     Surat keterangan cuti 150 orang Lanjutan BKPP5.3 Penatausahaan kepegawaian Terlaksananya
penatausahaan
kepegawaian sesuai SOP.

 UH 100%          309,951,000             340,221,100
0 0

2. Karis/Karsu/Karpeg/ KPE 300 orang 10,160,000 11,176,000

3.     Satyalancana 500 orang 34,891,000 38,380,100

4.     Fasilitasi Bapertarum 150 orang 0 0
5.     Fasilitasi kepesertaan TASPEN 150 orang 0 0
6.     Kenaikan gaji berkala,  KP4, dan
inpassing gaji

60 orang 17,325,000 19,570,000

7.     Penilaian kinerja pegawai 1 dokumen 93,830,000 103,213,000

8.     Memproses jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kesehatan

3 orang 12,375,000 12,375,000

9.     LHKPN dan LHKASN 100 orang 36,410,000 40,051,000

10.  Mengelola pegawai non PNS BLUD 1 dokumen 28,070,000 30,877,000

11.  Mengelola tenaga bantuan 1.031 orang 24,920,000 27,412,000

12.  Tanda pengenal pegawai 5.500 orang 51,970,000 57,167,000

Program peningkatan
kompetensi Aparatur Sipil
Negara

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan
dan ketatalak-
sanaan
pemerintahan

UH Terlaksana-nya
pendidikan dan
pelatihan  Aparatur
Sipil Negara.

100% 4,361,727,500

4,539,238,770

100% 348,260,000 278,421,270

70,165,000 77,181,500
2.     Merencanakan peningkatan kualifikasi
pendidikan formal

1 dokumen
25,255,000 27,780,500

1.     Surat keterangan cuti 150 orang Lanjutan BKPP5.3 Penatausahaan kepegawaian

6.

BKPP1.     Merencanakan Diklat JPT Pratama dan
Jabatan Administrasi

1 dokumen Lanjutan6.1 Analisa kebutuhan Diklat UH

Terlaksananya
penatausahaan
kepegawaian sesuai SOP.

Tersedianya data
kebutuhan Diklat, ujian
dinas, dan   standar
kompetensi.

2.     Merencanakan peningkatan kualifikasi
pendidikan formal

1 dokumen
25,255,000 27,780,500

Tersedianya data
kebutuhan Diklat, ujian
dinas, dan   standar
kompetensi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 45



Jenis
SKPD

Penanggungjawab

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Prakiraan Maju
(2018)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran DaerahNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

1 dokumen

1 dokumen

5.     Ujian dinas dan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah

40 orang
95,245,000 104,770

1 dokumen

UH 2,987,172,500 3,131,893,000 Lanjutan BKPP

2.     Pengiriman Diklatpim II 2 orang 112,367,000 123,600,000

3.     Pengiriman Diklatpim III 17 orang 419,670,000 423,866,000

4.     Pengiriman Diklatpim IV 62 orang 1,291,350,000 1,304,263,000

5.     Diklat teknis/fungsional bagi ASN 910 orang 664,015,500 730,417,000

3.     Analisaa kebutuhan Diklat 61,670,000 67,837,000

6.     Penyusunan standar kompetensi
71,195,000 78,314,500

4.     Data kepegawaian alumni Diklat
24,730,000

53 Org Terlaksananya
penyelenggaraan Diklat

struktural dan Diklat
teknis.

100%

27,203,000

6.2 Penyelengaraan pendidikan
dan pelatihan

      1.     Pengiriman Diklat
teknis/fungsional bagi PNS

5.     Diklat teknis/fungsional bagi ASN 910 orang 664,015,500 730,417,000

6.     Fasilitasi praktek kerja lapangan
bagi peserta Diklat

24 kali 42,000,000 46,200,000

7.     Sosialisasi jabatan fungsional 60 orang 6,830,000 7,513,000
8.  Desiminasi karya tulis ilmiah 120 orang 15,540,000 17,094,000

UH 100% 1,026,295,000 1,128,924,500
62,815,000 69,096,500

2.     Evaluasi jabatan 1 dokumen 52,140,000 57,354,000
2 kali

4.     Seleksi calon peserta diklat dan tugas
belajar

165 orang
21,615,000 23,776,500

5.     Pengendalian izin belajar dan tugas
belajar PNS

67 orang
20,885,000 22,973,500

6.     Memberi bantuan biaya tugas belajar
bagi PNS

40 oang
817,245,000 898,969,500

7.     Monitoring dan evaluasi peserta tugas
belajar dan izin belajar

67 orang
12,865,000 14,151,500

8.     Memproses usulan izin keluar  negeri
khusus ke-Diklat-an

25 orang
13,310,000 14,641,000

Terlaksananya
penyelenggaraan Diklat

struktural dan Diklat
teknis.

100%

25,420,000 27,962,000

9,851,129,408

Terlaksananya
pengendalian dan
pengembangan Diklat,
izin belajar, tugas belajar,
dan izin keluar negeri.

TOTAL 9,198,286,612

3.     Monitoring dan evaluasi pegawai

1.     Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat 1 dokumen Lanjutan BKPP6.3 Pengendalian dan
pengembangan Diklat
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
URUSAN KEARSIPAN

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

GK Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 1,899,470,080.00 1,937,459,481.60 sedang
berjalan

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

1.1 Materai 3000 900 buah 100% 1,278,861,500.00 1,304,438,730

Materai 6000 600 buah 7,200,000.00

Jumlah surat/berkas yang dikirim 50 berkas 94,800,000.00

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
 Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

Materai 6000 600 buah 7,200,000.00

Jumlah surat/berkas yang dikirim 50 berkas 94,800,000.00

Jumlah Telepon 2 buah 6,350,000.00

Jumlah Modem Internet 14 buah 303,525,000.00

Jumlah Handphone 1 buah 75,150,000.00

KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya 3 unit 103,562,500.00

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 4 unit 94,875,000.00

STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 2 unit 25,013,000.00

STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 4 unit 69,806,000.00

Plat Kendaraan roda 2 yang diganti 2 unit 11,965,000.00

Plat Kendaraan roda 3 yang diganti 1 unit 106,940,000.00

Plat Kendaraan roda 4 yang diganti 1 unit 325,250,000.00

Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

19 jenis 4,425,000.00

Jasa retribusi 12 bulan 135,040,716.00

Jasa kebersihan kantor 2 paket

jasa perbaikan peralatan kerja 11 jenis

Alat Tulis Kantor yang tersedia 66 jenis

Jasa percetakan 23 jenis

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

Jasa percetakan 23 jenis

Jasa penggandaan 150.000 lembar

Jasa penjilidan 200 bendel

Laminating 50 lembar
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab
Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia 14 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia 8 jenis

Peralatan Kantor 3 jenis

Obat-obatan 12 bulan

Peralatan rumah tangga yang tersedia 12 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia
5 jenis

Jumlah buku perpustakaan 20 buah

Jasa Keamanan 1 paketJasa Keamanan 1 paket

bibit tanaman 30 buah

Pot tanaman 15 buah

media tanam/pupuk tanaman 200 kg

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

GK Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan
akuntansi yang tersusun 4 jenis

100% 97,258,580 99,203,752 sedang
berjalan

Dokumen administrasi pengelolaan barang
:laporan penyimpan dan pengurus barang
yang tersusun

2 jenis
76,308,000.00

dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola 44 dokumen ASN

20,950,580.00

Jasa  Tenaga Bantuan 1 orang

1.3 GK Makan dan minum yang tersedia untuk: 100% 523,350,000.00 533,817,000 sedang
berjalan

pegawai 100 orang 229,350,000.00

rapat 121 kali 294,000,000.00

tamu 66 kali

pengunjung 990 galon

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

pengunjung 990 galon

Laporan  hasil koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 8 laporan

2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang memadai

100% 388,263,000.00 396,028,260.00 sedang
berjalan

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab
2.1 Pemeliharaan

Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

GK Jasa pemeliharaan gedung / bangunan
kantor/tempat

1 kantor Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100% 201,455,000 205,484,100 sedang
berjalan

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

2.2 GK Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

100% 186,808,000.00 190,544,160 sedang
berjalan

roda 2 8 unit

roda 3 3 unit

roda 4 5 unit

Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

roda 4 5 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

GK Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

100% 40,875,000.00 41,692,500.00 sedang
berjalan

3.1 Dokumen  Perencanaan & Penganggaran
SKPD: Review Renstra, Renja,  RKT,RKA,
DPA, Tapkin

6 jenis Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100% 14,875,000.00 15,172,500

Dokumen Kinerja SKPD  :LAKIP, Lap
Keuangan & Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil

6 jenis Nilai akuntabilitas
kinerja SKPD

BB

Personil yang mengikuti Pelatihan 10 kali Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

100% 26,000,000.00 26,520,000

4 Program Pengelolaan
Pengembangan Kearsipan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah

NG Khasanah arsip
statis yang dibuat
setiap tahun

2 buah 710,118,000.00 724,320,360.00 sedang
berjalan

4.1 Kegiatan Pengelolaan
Arsip

Personil yang menangani arsip Dinamis
SKPD

156 orang* Penanganan Arsip
Dinamis SKPD/Unit
Kerja di Lingkungan
Pemkot Yogyakarta

156 orang* 342,558,000.00 349,409,160

inventaris arsip 3 buku inventaris arsip 3 buku

Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

inventaris arsip 3 buku inventaris arsip 3 buku

Dokumen arsip statis yang tercipta 3 buku Tersedianya data
arsip statis dan
dinamis Pemkot
untuk dilayankan
kepada masyarakat

3 buku

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab
Jenis Sarana dan Prasarana  Penyimpanan
Arsip

1 paket Terlindunginya
penyimpanan arsip
sesuai dengan jenis
dan
medianya(Kertas
dan non kertas)

1 paket

Arsip pemerintah kota yang dinilai dan
disusutkan

3 SKPD Arsip pemerintah
kta yang dinilai dan
disusutkan

3 SKPD

4.2 Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot
Yogyakarta

2 Pedoman  Pedoman Kearsipan
di Lingkungan
Pemkot Yogyakarta

2 Pedoman             367,560,000                 374,911,200

Petugas Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja
yang dibimtek

154 orang Meningkatnya
kemampuan
Petugas Kearsipan
SKPD/Unit Kerja
dalam mengelola
arsip

154 orang

Kegiatan Pengembangan
Arsip

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

Petugas Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja
yang dibimtek

154 orang Meningkatnya
kemampuan
Petugas Kearsipan
SKPD/Unit Kerja
dalam mengelola
arsip

154 orang

 Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan
Profesi Arsiparis

40 orang Tersenggaranya
kegiatan
Pengembangan
Profesi Arsiparis
dalam rangka
profesionalisme

40 orang

Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis
(FKA)

12 kali FKA Pembinaan
kearsipan kepada
arsiparis dan
petugas kearsipan
Pemkot Yogyakarta

12 kali FKA

Koordinasi Forum Masyarakat Kearsipan
(FMK) DIY

1 kali Terciptanya
komunikasi arsiparis
se-DIY

1 kali

Sarana Kendali Kearsipan 1 paket Tersedianya Sarana
Kendali Kearsipan

1 paket

SKPD yang terdampingi  Pengelolaan Arsip
Konvensional dan Elektronik

154 SKPD/Unit kerja Meningkatnya
Pengelolaan Arsip
Konvensioanal dan
Elektronik

154 SKPD/
Unit kerja

Kegiatan Pengembangan
Arsip

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

SKPD yang terdampingi  Pengelolaan Arsip
Konvensional dan Elektronik

154 SKPD/Unit kerja Meningkatnya
Pengelolaan Arsip
Konvensioanal dan
Elektronik

154 SKPD/
Unit kerja
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab
5 Program Perlindungan,

Penyelamatan data dan
Informasi Arsip

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Khasanah arsip
yang terlindungi
dan terselamatkan
setiap tahun

2 buah 470,948,644.00 480,367,616.88

5.1 Kegiatan Perlindungan
dan Penyelamatan Arsip

Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot
Yogyakarta

2581 M3 Pengendalian Hama
Terpadu di Depo
Arsip Pemkot
Yogyakarta

2581 M3 175,019,000.00 178,519,380

Bahan restorasi arsip 1 paket Terlaksananya
perbaikan arsip
rusak tingkat ringan

1 paket

Arsip yang dialihmediakan

200 arsip

Tersedianya daftar
arsip dalam bentuk
digital dalam rangka
layanan arsip

200 arsip

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

Arsip yang dialihmediakan

200 arsip

Tersedianya daftar
arsip dalam bentuk
digital dalam rangka
layanan arsip

200 arsip

 Khasanah Arsip yang ditelusuri 1 daftar arsip Khasanah arsip 1 daftar arsip

SKPD yang teridentifikasi arsip vitalnya 3 SKPD/ Unit Kerja Teridentifikasinya
arsip Vital di SKPD

3 SKPD/ Unit
Kerja

SKPD yang terlindungi arsip vitalnya 3 SKPD/ Unit Kerja Terlindunginya arsip
Vital di SKPD

3 SKPD/ Unit
Kerja

5.2 Kegiatan Data, sistem
Informasi dan Jaringan
Informasi Kearsipan
Nasional

Pameran Arsip Pemkot Yogyakarta 1 kali Publikasi Kearsipan
Pemkot Yogyakarta

1 kali             295,929,644                 301,848,237

Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi
Kearsipan

 1400 lbr buletin Tersedianya
Publikasi Kearsipan
Pemkot Yogyakarta
melalui media
elektronik dan cetak

 1400 lbr
buletin

SKPD yang mengikuti Lomba Kearsipan 154 SKPD/Unit kerja Terkelolanya arsip
SKPD dengan baik

154
SKPD/Unit
kerja

6 Program Pengelolaan dan
Pengembangan
Perpustakaan

Pendidikan Aksebilitas
pendidikan
meningkat

GK Meningkatnya
angka kunjung
Perpustakaan Kota
Yogyakarta

2% 1,401,550,062 1,429,581,062.99

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

6 Program Pengelolaan dan
Pengembangan
Perpustakaan

Pendidikan Aksebilitas
pendidikan
meningkat

GK Meningkatnya
angka kunjung
Perpustakaan Kota
Yogyakarta

2% 1,401,550,062 1,429,581,062.99

6.1 Kegiatan Pengelolaan
Perpustakaan

GK 1. kunjungan Mobil  keliling 220 kali 1. Intensitas layanan
perpustakaan
keliling di
masyarakat

220 kali 949,770,062 968,765,463 sedang
berjalan

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab
2. Kunjungan Mobil Internet Keliling 220 kali 2. Intensitas layanan

Kunjungan Mobil
Internet Keliling

220 kali

3. Pelayanan Perpustakaan 12  bulan 3. Implementasi
Pelayanan
perpustakaan

12 bulan

4. Kunjungan motor perpustakaan keliling 220 kali 4. Intensitas layanan
motor perpustakaan
keliling

220 kali

5. Pedoman pengelolaan perpustakaan
yang dibuat

1 pedoman 5.  Pedoman
perpustakaan
sebagai panduan
dalam pelayanan di
bidang
perpustakaan

1 pedoman

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

5. Pedoman pengelolaan perpustakaan
yang dibuat

1 pedoman 5.  Pedoman
perpustakaan
sebagai panduan
dalam pelayanan di
bidang
perpustakaan

1 pedoman

6.  Peserta Pelatihan Pengelola
Perpustakaan sekolah

30 orang, 2 angkatan 6. Implementasi
pengelolaan
Perpustakaan
sekolah yang
berbasis IT

60 orang

7.  Peserta Pelatihan Pengelola
Perpustakaan Khusus

30 orang, 2 angkatan 7. Implementasi
pengelolaan perpust
khusus

60 orang

8.  Peserta pendampingan perpustakaan
sekolah

50 sekolah, 6 bulan 8. Implementasi
pembinaan
perpustakaan
sekolah

50 sekolah, 6
bulan

9.  Peserta Pendampingan Perpustakaan
Khusus/ Instansi

50 sekolah, 6 bulan 9. Implementasi
Pendampingan
Perpustakaan
Khusus/ Instansi

50 sekolah, 6
bulan

6.2 Kegiatan Pemasyarakatan
Budaya Gemar Membaca

1.  Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca" 60 peserta 1. Masyarakat dan
pemustaka
meningkat minat
bacanya

60 peserta             451,780,000                 460,815,600

2.  Pembacaan Cerita Rakyat di Radio 30 kali 2. Pelestarian cerita
rakyat  melalui
media radio

30 kali

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

2.  Pembacaan Cerita Rakyat di Radio 30 kali 2. Pelestarian cerita
rakyat  melalui
media radio

30 kali

3. Peserta Sanggar Menulis "Cahaya" 40 peserta, 2
angkatan

3. Anak-anak berani
dan gemar menulis

40 peserta; 2
angkatan
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab
4. Diskusi Buku 6 kali,50 peserta 4. Masyarakat dan

pemustaka
memperoleh info
buku terbitan
terbaru yang
berkualitas

300 peserta

5.  Diskusi Komunitas 2 kali, 50 peserta 5. Jalinan antar
komunitas dalam
menumbuhkan
budaya literasi

100 peserta

6. Festival Literasi 1 kali, 200 peserta 6. Budaya literasi
masyarakat
berkembang

1 kali, 200
peserta

7.  Ramadan di Perpus Kota 1 kali,100 peserta 7. Peran  Perpus
Kota dalam
menyemarakkan
bulan Ramadan

1 kali

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

7.  Ramadan di Perpus Kota 1 kali,100 peserta 7. Peran  Perpus
Kota dalam
menyemarakkan
bulan Ramadan

1 kali

8.  Liburan di PerpusKota 1 kali, 3 jenis, 50
peserta

8. Peran Perpus Kota
dalam  mengisi
Liburan sekolah

150 peserta

9. Gerakan Sumbang Buku melalui Bank
Buku

12 bulan 9. Distribusi buku
sumbangan dari
masyarakat untuk
yang membutuhkan
meningkat

12 bulan

10.  Penerbitan Majalah Pradipta
(Semester)

4 kali 10. Kegiatan Perpus
Kota semakin
dikenal oleh
masyarakat  melalui
majalah Pradipta

4 terbitan

11.Seminar Regional Perpustakaan 1 kali 11. Kajian
komprehensif untuk
kemajuan
perpustakaan Kota
Yk

1 kali

12. Peserta Lomba Bercerita Siswa SD
Tingkat Kota Yk.

100 peserta 12. Minat dan
Kemampuan
membaca  siswa SD
berkembang

10 pemenang
(5 pa, 5 pi)

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

12. Peserta Lomba Bercerita Siswa SD
Tingkat Kota Yk.

100 peserta 12. Minat dan
Kemampuan
membaca  siswa SD
berkembang

10 pemenang
(5 pa, 5 pi)

13. Peserta Forkom Perpustakaan Kab/Kota
se_DIY

100 orang 13. Jaringan
kerjasama antar
perpustakaan umum
kab/Kota dan DIY

100  peserta

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Pagu indikatif Prakiraan Maju

Jenis
KegiatanHasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan

Indikator Kinerja SKPD
Penanggung

Jawab
14.Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah di
Kota Yk

50 perpustakaan
sekolah

14. Kemampuan
berkompetisi  dalam
pengelolaan
perpustakaan
sekolah

6 pemenang

15.Peserta Lomba Perpustakaan Instansi di
lingkungan Pemkot Yogyakarta

50 instansi 15.Kemampuan
berkompetisi  dalam
pengelolaan
perpustakaan
instansi

 12
pemenang

7 Program Pelestarian
Koleksi Pustaka dan Data
Informasi Perpustakaan

Pendidikan Aksebilitas
pendidikan
meningkat

Jumlah
penambahan
koleksi pustaka

100 eks 143,240,000.00 146,104,800.007 Program Pelestarian
Koleksi Pustaka dan Data
Informasi Perpustakaan

Pendidikan Aksebilitas
pendidikan
meningkat

Jumlah
penambahan
koleksi pustaka

100 eks 143,240,000.00 146,104,800.00

7.1 Kegiatan Pelestarian
Koleksi Pustaka dan
Naskah Kuno

1.  Pemeliharaan naskah kuno 20 naskah 1. Naskah kuno
semakin terpelihara

20 naskah                62,060,000                   63,301,200

2.  Pemeliharaan koleksi pustaka 12 bulan 2. Bahan pustaka
semakin terpelihara

12 bulan

3.  Stock Opname Bahan Pustaka 1 kali 3. Koleksi bahan
pustaka semakin
tertata sesuai kaidah
perpustakaan

1 kali

4.  Penambahan koleksi bahan pustaka 100 eks 4. Masyarakat dan
pemustaka
memperoleh info
buku terbitan
terbaru yang
berkualitas

100 eks

7.2 Kegiatan Pengelolaan
Data, Sistem Informasi
Perpustakaan

Pengelolaan Sistem Perpustakaan 12 bulan Implementasi
Pengelolaan Sistem
Perpustakaan

12 bulan 81,180,000.00 82,803,600

Pengelolaan otomasi dan digital library 12 bulan Implementasi
pengelolaan
otomasi dan digital
library

12 bulan

DINAS
KEARSIPAN

DAN
PERPUSTAKAAN

DAERAH

Pengelolaan otomasi dan digital library 12 bulan Implementasi
pengelolaan
otomasi dan digital
library

12 bulan

Penyusunan data perpustakaan 1 kali Data perpustakaan
semakin tertata dan
akurat

1 kali

5,054,464,786 5,155,554,081.47 3,838,846,628 TOTAL
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Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3
URUSAN PILIHAN
Urusan Kebudayaan

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

GK Terwujudnya Kelancaran
Administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100%           562,800,610                     562,800,610 Dinas kebudayaan

1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

GK Materai 6000 an yang tersedia 100 buah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Pagu Indikatif Perkiraan Maju

Indikator Kinerja

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Jenis

Kegiatan SKPD Penaggung
jawab

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kota Yogyakarta

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%           304,202,482                     304,202,4821.1 Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

GK Materai 6000 an yang tersedia 100 buah

Materai 3000 an yang tersedia 400  buah

Jasa Pengiriman / Paket
 -

STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 Unit

STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya 1 Unit

STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya 5  Unit

tenaga teknis taman 1 orang

Retribusi sampah 12 bulan
Jasa Kebersihan Kantor 1 paket

bahan  dan peralatan kebersihan yang
tersedia

14 jenis

Alat tulis kantor Yang tersedia 49 jenis

Cetak Amplop Dinas 5000
exemplarCetak Stopmap Dinas 2000
exemplarJasa Penggandaan / FC 134.000

lembarKomponen instalasi  listrik atau  penerangan
bangunan kantor yang tersedia

6 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis

Komponen Peralatan dan Perlengkapan
kantor yang tersedia

4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%           304,202,482                     304,202,482

Jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis

Komponen Peralatan dan Perlengkapan
kantor yang tersedia

4 jenis

Komponen  Komputer yang tersedia 22 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor

2 jenis

Peralatan Rumah tangga yang tersedia 9 jenis
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Pagu Indikatif Perkiraan Maju

Indikator Kinerja

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Jenis

Kegiatan SKPD Penaggung
jawab

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia 2 jenis

Peraturan perundang-undangan yang tersedia
-

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 paket
1.2 Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran
GK  - Dokumen administrasi penatausahaan

keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100%              93,940,128                       93,940,128

 - Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang
terkelola

12
dokumen

ASN

  - Jasa Tenaga Bantuan 2 oarang

1.3
Penyediaan rarap-rapat
Koordinasi dan Konsultasi

GK Makan dan Minum yang tersedia untuk
100%           164,658,000                     164,658,000

a. Koordinasi 100 kali

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

a. Koordinasi 100 kali

b. Pegawai 242 kali

c. makan minum tamu 58 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

 a. perjalanan Dinas luar daerah dalam
provinsi

19 laporan

b, perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi 9  laporan

c. Konsultasi ke Jakarta 4 laporan

d. Advokasi ke departemen / lembaga 7 laporan

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

GK Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

100%           129,167,446                     129,167,446 Dinas Kebudayaan

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan  Kantor

GK Jasa pemiliharaan gedung / bangunan kantor /
tempat

1 unit 100%              28,547,946                       28,547,946Dukungan terhadap
peningkattan sarana dan
prasarana aparatur yang

mendukung  kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan  Kantor

GK Jasa pemiliharaan gedung / bangunan kantor /
tempat

1 unit 100%              28,547,946                       28,547,946

 - Bahan baku bangunan 3 jenis

 - Bahan / Bibit Tanaman 2 jenis

Dukungan terhadap
peningkattan sarana dan
prasarana aparatur yang

mendukung  kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Pagu Indikatif Perkiraan Maju

Indikator Kinerja

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Jenis

Kegiatan SKPD Penaggung
jawab

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2.2 Penyediaan dan
pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional

GK Jasa pemiliharaan rutin/berkala kendaraan
Dinas / operasional

Dukungan terhadap
peningkattan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung  kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%           100,619,500                     100,619,500

 - Roda 4 2 unit
 - Roda 3 1 unit
 - Roda 2 5 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

GK Terwujudnya peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

100%              78,080,000                       78,080,000 Dinas Kebudayaan

3.1 Penyusunan  Dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Laporan Capaian
Kinerja SKPD

GK Dokumen Perencanaan, Pengendalian   dan
Penganggaran   (Renstra, RENJA, PK, RKA,
DPA, DPPA,  dll )

6 Dokumen Tersedianya dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Penganggaran

100%                       78,080,000             78,080,0003.1 Penyusunan  Dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Laporan Capaian
Kinerja SKPD

GK Dokumen Perencanaan, Pengendalian   dan
Penganggaran   (Renstra, RENJA, PK, RKA,
DPA, DPPA,  dll )

6 Dokumen Tersedianya dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Penganggaran

100%

Laporan  Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Fisik dan
Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD)

6 Dokumen Nilai Akuntabilatas Kinerja
SKPD

4 Program Pelestarian
Warisan dan Nilai Budaya

Sosial Budaya Peran serta masyarakat
dalam pengembangan dan
pelestarian budaya
meningkat

Kota
Yogyakarta

Jumlah data Warisan dan
Nilai Budaya

1 jenis

       1,120,207,565                 1,120,207,565 Dinas Kebudayaan

Jumlah Kajian Warisan
dan Nilai Budaya 1 dokumen

4.1 1. Updating Data Kebudayaan 1 kali 100%           342,748,000                     342,748,000

2. Penyusunan Kajian Budaya 1 dokumen
laporan

3. Kemitraan kebudayaan 1 kali
4.2 1. Workshop 1 kali           315,796,965                     315,796,965

Dukungan Terhadap Pelestarian
Warisan dan Nilai Budaya

Kegiatan Pelestarian dan
Pengembangan Warisan
Budaya, pengetahuan dan
teknologi

Kegiatan Pelestarian Tata
Nilai Budaya

                      78,080,000

Dukungan Terhadap Pelestarian
Warisan dan Nilai Budaya

             78,080,000

3. Kemitraan kebudayaan 1 kali
4.2 1. Workshop 1 kali           315,796,965                     315,796,965

2. Melukis Bersama 10 kali
3. Pameran Seni  1 kali

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pelestari Seni
Budaya

1 kali

Dukungan Terhadap Pelestarian
Warisan dan Nilai Budaya

Kegiatan Pelestarian Tata
Nilai Budaya

Dukungan Terhadap Pelestarian
Warisan dan Nilai Budaya
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Pagu Indikatif Perkiraan Maju

Indikator Kinerja

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil ProgramPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Jenis

Kegiatan SKPD Penaggung
jawab

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4.3 1. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB
/Bangunan

12 bulan           461,662,600                     461,662,600

2. Pemberian penghargaan Pelestari
Bangunan Heritage

1 paket

5 Program Pelestarian dan
Pengembangan Sejarah
dan Bahasa

Sosial Budaya Peran serta masyarakat
dalam pengembangan dan
pelestarian budaya
meningkat

Kota
Yogyakarta

Jumlah Penulisan Sejarah,
Bahasa dan Sastra

1 buku

          393,428,000                     393,428,000 Dinas Kebudayaan

5.1 Kegiatan Pelestarian dan
Pengembangan Sejarah

1. Penyusunan Transliterasi  dan Cetak Buku 1 paket 100%           201,750,000                     201,750,000

2. FGD 1 kali
3. Lomba Penulisan Peristiwa Sejarah 1 kali
4. Seminar 1 kali
5. Jelajah Budaya 1 kali

5.2 A. Lomba / Festival 2 kali           191,678,000                     191,678,000

B. Gelar Macapat 14 kali

Dukungan Terhadap Pelestarian
dan Pengembangan Sejarah ,
Bahasa dan Sastra

Dukungan Terhadap Pelestarian
dan Pengembangan Sejarah ,
Bahasa dan Sastra

Kegiatan Pelestarian
Kepurbakalaan dan
Permuseuman

Dukungan Terhadap Pelestarian
Warisan dan Nilai Budaya

Kegiatan Pelestarian dan
Pengembangan bahasa dan
Sastra B. Gelar Macapat 14 kali

C. Workshop 1 kali

6 Program Pelestarian dan
Pengembangan Seni dan
Tradisi

Sosial Budaya Peran serta masyarakat
dalam pengembangan dan
pelestarian budaya
meningkat

Kota
Yogyakarta

Jumlah organisasi seni
dan  budaya yang
memiliki Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) Meningkat

10 organisasi

          983,593,000                     983,593,000 Dinas Kebudayaan

6.1 A. Dialog Budaya 18 kali 100%           512,308,000                     512,308,000

B. Workshop Pengembangan Seni dan Film 4 kali

C. Aktualisasi Seni Budaya 3 kali

D. Pembuatan Feature  Seni Budaya 1 paket
6.2 Kegiatan Pelestarian dan

Pengembangan Adat dan
Tradisi

A. Festival Seni Budaya 2 kali           471,285,000                     471,285,000

B. Revitalisasi Budaya 1 kegiatan
3. Kampanye Sadar Budaya 7 kali

3,267,276,621 3,267,276,621JUMLAH TOTAL

Dukungan Terhadap
Peningkatan Kapasitas
Organisasi Seni dan Budaya

Dukungan Terhadap Pelestarian
dan Pengembangan Sejarah ,
Bahasa dan Sastra

Dukungan Terhadap
Peningkatan Kapasitas
Organisasi Seni dan Budaya

Kegiatan Pelestarian dan
Pengembangan bahasa dan
Sastra

Kegiatan  Pelestarian dan
Pengembangan Seni dan
Film

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 58



SKPD : Dinas Pendidikan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
URUSAN WAJIB

Urusan Pendidikan

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100% 14,595,904,790 14,650,651,627 Dinas Pendidikan

Materai 6000 yang tersedia 1600 buah 1,314,126,550
Materai 3000 yang tersedia 450 buah
Jasa Pengiriman/paket 10 kali
STNK roda 6 yang terbayar 1 unit
STNK roda 4 yang terbayar 6 unit
STNK roda 2 yang terbayar 83 unit
Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

20 jenis

1.1 Penyediaan jasa, peralatan,
dan perlengkapan kantor

Danurejan

SKPD
Penangungjawab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Keg.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional

100% 1,353,550,347

Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

20 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Jasa Keamanan 12 bulan /2

paket
Alat tulis kantor yang tersedia 63 jenis
Jasa percetakan 8 jenis
Jasa Penggandaan 1.100.000

lembar
Komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor yang
tersedia

23 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

1 jenis

Bahan Perpustakaan 5 jenis
Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis
Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia

17 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan
kantor/kerumahtanggan/komunikasi
/studio

6 paket

Peralatan rumah tangga yang
tersedia

15 jenis

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan
1.2 Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran
Danurejan Dokumen administrasi

penatausahaan keuangan:
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi
yang tersusun

4 jenis 100% 12,771,010,240 12,771,010,240Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Danurejan Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan:
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi
yang tersusun

4 jenis 100% 12,771,010,240 12,771,010,240

dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

4 jenis

Jasa Tenaga Bantuan/PTT 554   orang
Makan dan minum yang tersedia
untuk

- 510,768,000

a. koordinasi, 2800 kali

1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Danurejan Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

526,091,040
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

SKPD
Penangungjawab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Keg.

b. pegawai 250 orang

c. Tamu 1790 kali

Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

20 laporan

2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya Sarana
dan Prasarana Aparatur
yang memadai

100% 1,120,175,500 1,176,184,275 Dinas Pendidikan

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Danurejan Jasa pemeliharaan gedung /
bangunan kantor/tempat

6 UPT Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran
tugas dan fungsi
SKPD

100% 751,445,500               789,017,775

1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Danurejan Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%

Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana

526,091,040

Penyediaan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Danurejan Jasa pemeliharaan gedung /
bangunan kantor/tempat

6 UPT Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran
tugas dan fungsi
SKPD

100% 751,445,500               789,017,775

2.2 Danurejan Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional,

- 100% 368,730,000               387,166,500

a. Roda 6(enam), 1 unit
a .roda 4 (empat), 6 unit

b. roda 2 (dua) 83 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100% 125,000,000 131,250,000 Dinas Pendidikan

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian,
dan Laporan Capaian
Kinerja SKPD

Danurejan Dokumen perencanaan,
pengendalian dan penganggaran
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian
dan
pengganggaran
tepat waktu

100% 125,000,000               131,250,000

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai
Akuntabilitas
Kinerja SKPD

BB

4 Pendidikan Daya saing
pendidikan

Rerata  Ujian Sekolah
Daerah SD

67.00            11,746,718,000         12,334,053,900 Dinas PendidikanProgram Peningkatan Dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan  Sekolah Dasar

Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana

Penyediaan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

4 Pendidikan Daya saing
pendidikan

Rerata  Ujian Sekolah
Daerah SD

67.00            11,746,718,000         12,334,053,900 Dinas Pendidikan

Persentase SD akreditasi
A

75%

Jumlah siswa
berprestasi tk Nas

6 medali

Program Peningkatan Dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan  Sekolah Dasar
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

SKPD
Penangungjawab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Keg.

4.1 Pendalaman Materi Ujian Sekolah
Daerah ( USDA)

 3 mapel @ 10
Jpl

Rerata US SD 67              2,168,672,000            2,277,105,600

Workshop penyusunan dok
Kurikulum 2013

 21 dok

Pelatihan penulisan soal ujian  30 Guru
Pengembangan Literasi sekolah  30 sekolah
Test Pendalaman Materi USDA  2 kali
Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas
3

 1 kali

Ujian Sekolah  IPS dan PKn  1 mapel
Ujian Sekolah Daerah 3 mapel   1 kali

4.2 Pengelolaan Kelembagaan
dan Sarana Prasarana SD

Workshop manajemen sekolah  165 sekolah Persentase SD
akreditasi A

75%              8,523,370,000            8,949,538,500

Pendampingan Akreditasi Sekolah  15 sekolah

Verifikasi pendirian dan penutupan
sekolah

 5 sekolah

Pembinaan dan
Pengembangan
Pembelajaran SD

Verifikasi pendirian dan penutupan
sekolah

 5 sekolah

Lomba Sekolah sehat dan kantin
sehat

6 kejuaraan

Lomba gugus SD 1 kejuaraan
Pemetaan Ketercapaian SNP 165 SD
Sister School 20 sekolah
Pengembangan Budaya Lingkungan
Sekolah

4 sekolah

Pengadaan Komputer dan Sarpras
KBS Online

1 paket

Pengadaan Media Pembelajaran 1 paket
Pengadaan Mebelair Perpustakaan 30 Ruang

Pengadaan Meja Kursi siswa 2000 paket
Pengadaan Sarpras ABK 10 paket
Rehab Ruang Inklusi 3 Sekolah
Pembangunan Green Room ABK 7 sekolah
Pengadaan Sarpras Green Room ABK 7 sekolah

Perbaikan KM & WC 60 Sekolah
Up-grade Mobil Pusat Sumber Inklusi 1 mobil

4.3 Pengelolaan Kesiswaan SD Lomba Penelitian Karya Ilmiah
remaja

 6 Juara 6
medali

             1,054,676,000            1,107,409,800

FLSSN Sekolah Dasar (SD)  69 Juara
Olimpiade Sain Nasional (OSN)  6 Juara
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) SD

 6 Juara

Jumlah siswa
berprestasi tk
Nas

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) SD

 6 Juara
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

SKPD
Penangungjawab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Keg.

Gebyar Seni SD 1 kali
MTQ SD  24 Juara

5 Pendidikan Rerata  UN SMP 72.50            15,276,663,150         16,040,496,308 Dinas Pendidikan

Persentase SMP
akreditasi A

85%

Jumlah siswa
berprestasi tk Nas

6 Medali

5.1 Pendalaman materi  UN SMP  4 mapel Rerata UN SMP 72.50              1,108,920,000            1,164,366,000

Tes Pendalaman Materi UN SMP  66 sekolah
Bedah SKL UN SMP  4 mapel
Workshp penyusunan dok  Kurikulum  16 dok

Pelatihan penulisan soal ujian  20 guru
Kajian Mulok  4 dok

5.2 Workshop Manajemen SMP 59 sekolah 85%            11,097,255,700         11,652,118,485

Pembinaan dan
Pengembangan
Pembelajaran SMP

Pengelolaan Kelembagaan
dan Sarana Prasarana SMP

Persentase SMP
akreditasi A

Program Peningkatan Dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

Daya saing
pendidikan
meningkat

5.2 Workshop Manajemen SMP 59 sekolah 85%            11,097,255,700         11,652,118,485
Diklat Penguatan Manajemen
Sekolah

59 sekolah

Pendampingan Akreditasi Sekolah 10 Sekolah

Pemetaan Ketercapaian SMP 59 sekolah
Workshop EDS 59 sekolah
Verifikasi Pendirian dan Penutupan
Sekolah

5 sekolah

Sister School 24 sekolah
Pengadaan Sarpras Kids Atletik,
Media Pembelajaran dan Meubelair
Perpustakaan Sekolah

90 paket

Pengadaan Komputer
576 unit

Rehab Ruang Penunjang Sekolah 4 paket
5.3 OSN SMP 5 medali              3,070,487,450            3,224,011,823

OOSN SMP 5 medali
FLSN 5 medali
Jelajah Museum 2 kali
Gebyar Seni 1 kali
MTQ SMP 5 medali
Lomba Karya Tulis SMP 4 medali
Pekan Budaya Jawa 4 medali
Liga Pelajar Indonesia  2 medali
Gelar Pelajar Jogja  10 kali
Pendidikan Agama Berbasis Afektif 60 Sekolah

Pengelolaan Kelembagaan
dan Sarana Prasarana SMP

Persentase SMP
akreditasi A

6
medali

Pengelolaan Kesiswaan
SMP

Jumlah siswa
berprestasi
tingkat Nasional

Pendidikan Agama Berbasis Afektif 60 Sekolah

Pameran Pendidikan di Sekaten  1 kali
Pengembangan Minat Bakat Siswa  25 siswa

POPDA  5 medali
Pertukaran Pelajar  40 siswa
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

SKPD
Penangungjawab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Keg.

Pendidikan Rerata UNPK 35.00              5,284,989,400           5,549,238,870 Dinas Pendidikan

Jumlah lembaga PAUD
siap diakreditasi

20 lembaga

Jumlah LKP terakreditasi 10 lembaga

6.1
Pelaksanaan Ujian Pendidikan
Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C

3 kali Rerata UNPK 35,0              2,045,226,500            2,147,487,825

Pelaksanaan Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B
dan C

3 kali

Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A,
B dan C

2 kali

Pengembangan Musyawarah Tutor
Mata Pelajaran (MTMP)

10 MTMP

6 Program Peningkatan Dan
Pemerataan Kualitas
Pendidikan Non Formal Dan
PAUD

Aksesibilitas
pendidikan
meningkat

Pengelolaan Pendidikan
Masyarakat dan Kesetaraan

Pengembangan Musyawarah Tutor
Mata Pelajaran (MTMP)

10 MTMP

Pengelolaan insentif Tutor
Kesetaraan

100 orang

Bimbingan Akreditasi lembaga PKBM
5 lembaga

Bimbingan Teknis Pengelola TBM 20 lembaga
Bimbingan Teknis Program JBM 45 kelurahan
BOSDA SPNF SKB 11 rombel

6.2 Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini

Pembinaan Layanan Lembaga PAUD 4 Jenis
Layanan PAUD

Jumlah lembaga
PAUD siap
diakreditasi

20 lbg              2,716,092,900            2,851,897,545

Lomba Gugus PAUD dan PAUD
berprestasi

15 juara

Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD 949

Pelatihan Pengelola PAUD 80 orang
tersertifikasi

Peningkatan kompetensi pendidik
PAUD

220 orang
tersertifikasi

Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk
Pendidik PAUD SPS

50 orang
tersertifikasi

Pengelolaan BOP PAUD 647 lembaga
Pendataan PAUD 1 dokumen
Gebyar PAUD 1000 peserta
Bimbingan uji kompetensi pendidik
PAUD

100 orangBimbingan uji kompetensi pendidik
PAUD

100 orang

Workshop dan Pendampingan
Akreditasi PAUD

50 lembaga

6.3
Bimbingan Teknis Akreditasi
Lembaga Kursus

10 lembaga 10 lbg                  523,670,000               549,853,500

Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF
30 lembaga

Pembinaan Lembaga
Pendidikan Ketrampilan

Jumlah LKP
terakreditasi
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SKPD
Penangungjawab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Keg.

Workshop Kurikulum Lembaga
Kursus dan Pelatihan

7 dokunen

Pendidikan Vokasional 60 orang
Bimbingan Teknis Uji Kompetensi 20 orang

Lomba Lembaga Kursus Berprestasi
2 cabang
lomba

Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga
Kependidikan (GTK) PAUD dan

16 cabang
lomba

7 Program Pengembangan
Pendidikan

Pendidikan Persentase guru
kualifikasi S2

30%          103,606,447,600       108,786,769,980 Dinas Pendidikan

Tersalurkannya
kesejahteraan Guru
Tenaga Kependidikan

2 kali

Tersedianya Data dan
Informasi Pendidikan

4 dokumen

Angka Putus Sekolah 0.004 %
Angka Partisipasi
Sekolah

95%

Jumlah Sekolah Inklusi 45 Sekolah
7.1

Pengembangan Kompetensi Guru 60 orang
Persentase guru
kualifikasi S2

30%              2,818,915,000            2,959,860,750

Aksesibilitas
pendidikan
meningkat

Pembinaan dan
Pengembangan Kapasitas
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

7.1
Pengembangan Kompetensi Guru 60 orang

Persentase guru
kualifikasi S2

30%              2,818,915,000            2,959,860,750

Workshop MGMP/KKG 100 orang
Kualifikasi Guru S1 dan S2 110    guru
Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas
berprestasi

9 juara

Diklat Calon kepala sekolah 60   orang
Diklat Calon Pengawas Sekolah 15     orang
Diklat Calon Penilik Pendidikan 10 orang
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 350 orang
Pelatihan PTK 60 guru
Pelatihan Administrasi Sekolah 60 orang
Pelatihan Guru UKS 60 orang
Diklat Penguatan Kepala Sekolah 50 orang
Diklat Asesor PKG 30 orang

Diklat Penilai Angka Kredit 30 orang

Lomba MTQ Gukar 25 juara
Seminar Karya Guru 15 Guru
Guru Pembelajar 28 Guru

7.2 Pengelolaan Insentif PTT Kota dan
DIY

500 Guru 2 kali            13,733,155,000         14,419,812,750

Pengelolaan Sertifikasi Guru 576 orang
Pengelolaan Tunjangan dan
penyaluaran  Profesi Guru dan
TAMSIL PNSD

4161 orang

Tersalurkannya
kesejahteraan
Guru Tenaga
Kependidikan

Pengelolaan kesejahteraan
Pendidik dan  Tenaga
Kependidikan

Pembinaan dan
Pengembangan Kapasitas
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pengelolaan Tunjangan dan
penyaluaran  Profesi Guru dan
TAMSIL PNSD

4161 orang

Pengelolaan dan Penyaluran  BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Naban

394 Orang
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Jenis
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Pengelolaan dan penyaluran TPP 3500 Orang

7.3 KBS Online 26 kali 4 dok              1,289,185,900            1,353,645,195
E. Qios 1 Paket
Rangkuman data Pendidikan  1 dok
Pengelolaan DAPODIK  443 SP
Penyusunan Buku Informasi  400 eks
Penyusunan Liflet Dinas  Pendidikan  500 eks

Penyusunan kalender Pendidikan  650 eks

Pengelolaan Wabsite Dinas  12 bl
Pendaftaran PPDB  45 sekolah

7.4 Pengelolaan Jaminan
Pendidikan Daerah

Pengelolaan dana JPD  14.500 siswa 0.004%            37,073,625,700         38,927,306,985 UPT JPD

Pengelolaan Beasiswa dan PIP  1500 siswa
Pengelolaan Dana Tunggakan  100 siswa
Pengelolaan PKH  75 siswa

Angka Putus
Sekolah

Tersedianya
Data dan
Informasi

Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Pendidikan

Pengelolaan PKH  75 siswa
Pengelolaan Retrivel  150 siswa

7.5 Pengelolaan Dana BOS dan
BOSDA Pengelolaan APBS

318 sekolah 95%            47,248,584,000         49,611,013,200

Pengelolaan BOS 318 sekolah
Pengelolaan BOSDA Negeri 129 sekolah
Pengelolaan BOSDA Swasta 189 sekolah
Pengelolaan Dana Bantuan Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional

318 sekolah

Pengelolaan Bantuan Peningkatan
Mutu Pendidikan

318 sekolah

7.6 Workshop Kurikulum ABK 1 dokumen Jumlah sekolah
inklusi

45 sek              1,442,982,000            1,515,131,100 UPT IINKLUSI

Workshop Pengelolaan Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusi

1 dokumen

Workshop pemenuhan Sarpras
pendidikan inklusi

45 sek

Pengelolaan insentif GPK 110 GPK
Pendataan ABK di SPPI 1 dokumen
Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar
untuk guru/GPK

100 guru

Assesmen siswa 150 siswa
Diklat  vokasi membuat kue 15 orang
Diklat vokasi melukis kaca 35 orang

Angka
Partisipasi
sekolah (APS)

Pengelolaan Pendidikan
Inklusi

Diklat vokasi melukis kaca 35 orang
Diklat  vokasi Batik ABK lambat
belajar

35 orang

         151,755,898,440       159,343,693,362
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SKPD : Dinas Kesehatan

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3
URUSAN WAJIB
Urusan Kesehatan

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100%     3,912,457,808          4,303,703,589                      1  Dinkes

1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

Umbulharjo Materai @ Rp. 6.000  400 lembar Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
perkantoran, keuangan dan
operasional perkantoran

100%         703,222,624              773,544,886                      1  Dinkes

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Pagu Indikatif

Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

Umbulharjo Materai @ Rp. 6.000  400 lembar Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
perkantoran, keuangan dan
operasional perkantoran

100%         703,222,624              773,544,886                      1  Dinkes

Materai @ Rp. 3.000  250 lembar

Catatan pengiriman dokumen
Dinas (surat tercatat)

 1 dokumen

Umbulharjo Telepon untuk operasional
Dinas, UPT Farm dan Alkes;
Lab. Kualitas Air Mergangsan
dapat dimanfaatkan

 12 bulan

Umbulharjo KIR kendaraan operasional
Dinas Kesehatan tepat waktu

 10 unit roda 4

Perpanjangan STNK Roda 4
tepat waktu

 19 unit roda 4

Perpanjangan STNK Roda 2
tepat waktu

 27 unit roda 2

Penggantian Plat Nomor
kendaraan roda 2 tepat waktu

 17 unit roda 2

Penggantian Plat Nomor
kendaraan roda 4 tepat waktu

 5 unit roda 4Penggantian Plat Nomor
kendaraan roda 4 tepat waktu

 5 unit roda 4

Umbulharjo Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih

 1 paket
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Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Umbulharjo Retribusi kebersihan untuk
Dinas, Lab. PKA, Puskesmas
dan Pustu (Sampah dan
asynering) dibayarkan tepat
waktu

 12 bulan

Peralatan dan perlengkapan
kantor dan kerumahtanggaan
yang terpelihara

 12 bulan

Umbulharjo Alat Tulis Kantor  1 paket

Umbulharjo Cetak blangko untuk Dinas
dan  Puskesmas

 3 paket

Umbulharjo Surat-surat dinas tergandakan  992.034
lembar

Alat listrik dan elektronik  13 kaliAlat listrik dan elektronik  13 kali
Umbulharjo Suku cadang laptop/note

book, Komputer, LCD
Proyektor, dan Printer

 1 paket

Peralatan rumah tangga
sesuai kebutuhan

 4 paket

Umbulharjo Surat Kabar Harian untuk
Dinkes dan UPT Farmasi dan
Alkes

 24 eksemplar

Buku bacaan dan peraturan
perundang-undangan

 38 buku

Umbulharjo Taman yang terpelihara  1 paket

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Pengelolaan keuangan SKPD
dapat dilaksanakan sesuai
aturan

 12 bulan Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
perkantoran, keuangan dan
operasional perkantoran

100%      2,818,543,184          3,100,397,502                      1  Dinkes

Pengelolaan tenaga bantuan
(Naban) dapat dilaksanakan
sesuai aturan

 14 bulan

1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Minuman Karyawan Dinas,
UPT PJKD, UPT Farmasi, Lab
PKA

 33.880 orang Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
perkantoran, keuangan dan
operasional perkantoran

100%         390,692,000              429,761,200                      1  Dinkes1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Minuman Karyawan Dinas,
UPT PJKD, UPT Farmasi, Lab
PKA

 33.880 orang Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
perkantoran, keuangan dan
operasional perkantoran

100%         390,692,000              429,761,200                      1  Dinkes

Makanan dan minuman untuk
penyelenggaraan rapat
koordinasi

 11.804 orang
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Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Makanan dan minuman untuk
tamu

 435 orang

Rapat koordinasi & konsultasi
keluar Daerah dapat
diselenggarakan dengan
lancar

 96 ok

Rapat koordinasi & konsultasi
keluar Negeri dapat
diselenggarakan dengan
lancar

 32 ok

2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

100%         347,954,400              382,749,840                      1  Dinkes2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

100%         347,954,400              382,749,840                      1  Dinkes

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Umbulharjo Gedung Dinkes, Lab. PKA, UPT
Farmasi & RPG terpelihara

2 paket Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%         119,974,400              131,971,840                      1  Dinkes

2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Umbulharjo Servis kendaraan bermotor
Roda 4 sesuai aturan

57 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%         227,980,000              250,778,000                      1  Dinkes

Servis kendaraan bermotor
Roda 2 sesuai aturan

81 unit

Penggantian suku cadang
roda 4

19 unit

Penggantian suku cadang
roda 2

28 unit

BBM/ Gas berupa bensin
untuk oprs kend. (Roda 4, dan
roda 2)

20.160 liter

BBM/ Gas berupa olie untuk
oprs kend.(Roda 4, dan roda
2)

488 literBBM/ Gas berupa olie untuk
oprs kend.(Roda 4, dan roda
2)

488 liter
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kegiatan
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Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%         245,500,000              270,050,000                      1  Dinkes

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian,
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Umbulharjo Dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD

 12 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengganggaran dan laporan
kinerja tepat waktu

100%         245,500,000              270,050,000                      1  Dinkes

Dokumen penyusunan
Laporan Kinerja SKPD

 12 dokumen

Dokumen RENSTRA  1 dokumen

4 Program Pelayanan Kesehatan
Dasar

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat meningkat

Indeks kepuasan layanan
kesehatan puskesmas

77   40,735,664,744        44,809,231,218 1  Dinkes4 Program Pelayanan Kesehatan
Dasar

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat meningkat

Indeks kepuasan layanan
kesehatan puskesmas

77   40,735,664,744        44,809,231,218 1  Dinkes

4.1 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Danurejan I

Danurejan (Tegal
panggung)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas DN-I

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas DN I sesuai
ketentuan

12 bulan 872,415,000              959,656,500 1  Dinkes

4.2 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Danurejan II

Danurejan
(Bausasran,
Suryatmajan)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas DN-II

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas DN-II sesuai
ketentuan

12 bulan 608,935,931              669,829,524 1  Dinkes

4.3 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas  Gedongtengen

Gedongtengen Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas GT

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas GT sesuai
ketentuan

12 bulan 1,490,562,534          1,639,618,787 1  Dinkes

4.4 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gondokusuman I

Gondokusuman
(Klitren,
Demangan, Baciro)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas GK-I

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas GK-I sesuai
ketentuan

12 bulan 1,270,646,090          1,397,710,699 1  Dinkes

4.5 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gondokusuman II

Gondokusuman
(Terban, Kotabaru)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas GK-II

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas GK-II sesuai
ketentuan

12 bulan 748,414,298              823,255,728 1  Dinkes4.5 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gondokusuman II

Gondokusuman
(Terban, Kotabaru)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas GK-II

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas GK-II sesuai
ketentuan

12 bulan 748,414,298              823,255,728 1  Dinkes
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4.6 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gondomanan

Gondomanan Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas GM

12 bulan Penyelenggaraan pelayanna
kesehatan perorangan
Puskesmas GM sesuai
ketentuan

12 bulan 965,296,715          1,061,826,387 1  Dinkes

4.7 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Jetis

Jetis Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas JT

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas JT sesuai
ketentuan

12 bulan 1,773,950,329          1,951,345,362 1  Dinkes

4.8 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Kotagede I

Kotagede
(Prenggan,
Purbayan)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas KG-I

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas KG-I sesuai
ketentuan

12 bulan 1,493,899,796          1,643,289,776 1  Dinkes

4.9 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Kotagede II

Kotagede
(Rejowinagun)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas KG-II

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas KG-II sesuai
ketentuan

12 bulan 924,910,200          1,017,401,220 1  Dinkes4.9 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Kotagede II

Kotagede
(Rejowinagun)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas KG-II

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas KG-II sesuai
ketentuan

12 bulan 924,910,200          1,017,401,220 1  Dinkes

4.10 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Kraton

Kraton Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas KT

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas KT sesuai
ketentuan

12 bulan 1,046,490,300          1,151,139,330 1  Dinkes

4.11 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Mantrijeron

Mantrijeron Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas MJ

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas MJ sesuai
ketentuan

12 bulan 1,798,635,200          1,978,498,720 1  Dinkes

4.12 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Mergangsan

Mergangsan Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas MG

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas MG sesuai
ketentuan

12 bulan 1,789,459,906          1,968,405,897 1  Dinkes

4.13 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Ngampilan

Ngampilan Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas NG

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas NG sesuai
ketentuan

12 bulan 853,658,482              939,024,330 1  Dinkes

4.14 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Pakualaman

Pakualaman Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas PA

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas PA sesuai
ketentuan

12 bulan 705,276,380              775,804,018 1  Dinkes4.14 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Pakualaman

Pakualaman Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas PA

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas PA sesuai
ketentuan

12 bulan 705,276,380              775,804,018 1  Dinkes
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4.15 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas  Tegalrejo

Tegalrejo Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas TR

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas TR sesuai
ketentuan

12 bulan 2,614,000,000          2,875,400,000 1  Dinkes

4.16 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Umbulharjo I

Umbulharjo
(Warungboto,
Pandeyan,
Giwangan,
Sorosutan)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas UH-I

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas UH-I sesuai
ketentuan

12 bulan 2,322,243,175          2,554,467,493 1  Dinkes

4.17 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Umbulharjo II

Umbulharjo
(Semaki, Tahunan,
Muja muju)

Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas UH-II

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas UH-II sesuai
ketentuan

12 bulan 1,283,739,592          1,412,113,551 1  Dinkes

4.18 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Wirobrajan

Wirobrajan Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas WB

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas WB sesuai
ketentuan

12 bulan 1,693,287,236          1,862,615,960 1  Dinkes4.18 Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Wirobrajan

Wirobrajan Operasional Pelayanan
Kesehatan Perorangan
Puskesmas WB

12 bulan Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan perorangan
Puskesmas WB sesuai
ketentuan

12 bulan 1,693,287,236          1,862,615,960 1  Dinkes

4.19 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Danurejan I

Danurejan (Tegal
panggung)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas DN- I

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas DN-I
sesuai ketentuan

1 dokumen 1,107,829,888          1,218,612,877 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Danurejan I

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.20 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Danurejan II

Danurejan
(Bausasran,
Suryatmajan)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas DN- II

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas DN-II
sesuai ketentuan

1 dokumen 559,113,917              615,025,309 1  Dinkes4.20 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Danurejan II

Danurejan
(Bausasran,
Suryatmajan)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas DN- II

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas DN-II
sesuai ketentuan

1 dokumen 559,113,917              615,025,309 1  Dinkes
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laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Danurejan II

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.21 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas  Gedongtengen

Gedongtengen laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GT

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GT
sesuai ketentuan

1 dokumen 1,112,599,670          1,223,859,637 1  Dinkes4.21 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas  Gedongtengen

Gedongtengen laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GT

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GT
sesuai ketentuan

1 dokumen 1,112,599,670          1,223,859,637 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Gedongtengen

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.22 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Gondokusuman I

Gondokusuman
(Klitren,
Demangan, Baciro)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GK-I

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GK-I
sesuai ketentuan

1 dokumen 955,141,780          1,050,655,958 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Gondokusuman I

1 paketlaporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Gondokusuman I

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen
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laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.23 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Gondokusuman II

Gondokusuman
(Terban, Kotabaru)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GK-II

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GK-II
sesuai ketentuan

1 dokumen 1,362,114,080          1,498,325,488 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Gondokusuman II

1 paketlaporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Gondokusuman II

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.24 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Gondomanan

Gondomanan laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GM

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GM
sesuai ketentuan

1 dokumen 786,646,579              865,311,237 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Gondomanan

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumenlaporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen
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4.25 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Jetis

Jetis laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas JT

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas JT
sesuai ketentuan

1 dokumen 1,132,019,423          1,245,221,365 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas Jetis

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumenlaporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.26 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Kotagede I

Kotagede
(Prenggan,
Purbayan)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas KG-I

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas KG-I
sesuai ketentuan

1 dokumen 476,723,000              524,395,300 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas Kotagede
I

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumenlaporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.27 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Kotagede II

Kotagede
(Rejowinagun)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas KG-II

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas GK-II
sesuai ketentuan

1 dokumen 589,079,080              647,986,988 1  Dinkes
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laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas Kotagede
II

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumenlaporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.28 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Kraton

Kraton  laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas KT

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas KT
sesuai ketentuan

1 dokumen 917,483,594          1,009,231,953 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas Kraton

1 paket
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laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.29 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Mantrijeron

 Mantrijeron Jumlah laporan
penyelenggaraan manajemen
Puskesmas MJ

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas MJ
sesuai ketentuan

1 dokumen 999,562,200          1,099,518,420 1  Dinkes4.29 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Mantrijeron

 Mantrijeron Jumlah laporan
penyelenggaraan manajemen
Puskesmas MJ

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas MJ
sesuai ketentuan

1 dokumen 999,562,200          1,099,518,420 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Mantrijeron

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.30 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Mergangsan

 Mergangsan laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas MG

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas MG
sesuai ketentuan

1 dokumen 1,467,157,010          1,613,872,711 1  Dinkes
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laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Mergangsan

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumenlaporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.31 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Ngampilan

Ngampilan laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas NG

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas NG
sesuai ketentuan

1 dokumen 1,014,326,600          1,115,759,260 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Ngampilan

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.32 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Pakualaman

Pakualaman laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas PA

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas PA
sesuai ketentuan

1 dokumen 806,199,239              886,819,163 1  Dinkes4.32 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Pakualaman

Pakualaman laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas PA

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas PA
sesuai ketentuan

1 dokumen 806,199,239              886,819,163 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Pakualaman

1 paket
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laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.33 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Tegalrejo

Tegalrejo laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas TR

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas TR
sesuai ketentuan

1 dokumen 603,240,000              663,564,000 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas Tegalrejo

1 paketlaporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas Tegalrejo

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.34 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Umbulharjo I

Umbulharjo
(Warungboto,
Pandeyan,
Giwangan,
Sorosutan)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas UH-I

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas UH-I
sesuai ketentuan

1 dokumen 730,251,080              803,276,188 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Umbulharjo I

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumenlaporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen
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laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.35 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas  Umbulharjo II

Umbulharjo
(Semaki, Tahunan,
Muja muju)

laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas UH-II

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas UH-II
sesuai ketentuan

1 dokumen 945,485,500          1,040,034,050 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Umbulharjo II

1 paketlaporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Umbulharjo II

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen

laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

4.36 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Wirobrajan

Wirobrajan laporan penyelenggaraan
manajemen Puskesmas WB

1 dokumen Penyelenggaraan
manajemen Puskesmas WB
sesuai ketentuan

1 dokumen 914,870,940          1,006,358,034 1  Dinkes

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Wirobrajan

1 paketlaporan penyelenggaraan
upaya pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya layanan
preventif dan promotif untuk
kesehatan masyarakat
wilayah puskesmas
Wirobrajan

1 paket

laporan penyelenggaraan
upaya pelayanan gizi dan
kesehatan keluarga

1 dokumen
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laporan penyelenggaraan
upaya pemberdayaan
masyarakat dan promosi
kesehatan

1 dokumen

laporan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan

1 dokumen

5 Program Pelayanan Kesehatan
Rujukan

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat meningkat

Indeks kepuasan layanan
kesehatan Rumah Sakit
Pratama

65 36,108,503,450        39,719,353,795 1 Dinkes

5.1 Upaya Pelayanan Kesehatan
Rujukan RS  "Pratama"

Mergangsan Tersedianya pelayanan
kesehatan rujukan RS
"Pratama"

12 bulan Meningkatnya kinerja
pelayanan rujukan di RS
"Pratama"

70% 31,598,679,025        34,758,546,928 1 Dinkes5.1 Upaya Pelayanan Kesehatan
Rujukan RS  "Pratama"

Mergangsan Tersedianya pelayanan
kesehatan rujukan RS
"Pratama"

12 bulan Meningkatnya kinerja
pelayanan rujukan di RS
"Pratama"

70% 31,598,679,025        34,758,546,928 1 Dinkes

5.2 Pendukung Pelayanan
Kesehatan Rujukan RS
"Pratama"

Mergangsan Tersedianya pendukung
pelayanan kesehatan rujukan
RS "Pratama"

12 bulan Meningkatnya kinerja
pelayanan rujukan di RS
"Pratama"

70% 4,509,824,425          4,960,806,868 1 Dinkes

6 Program Upaya Pelayanan
Kesehatan

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat meningkat

Prosentase mutu
pelayanan kesehatan

80%   17,435,976,879        18,260,938,351                      1  Dinkes

Persentase penduduk
miskin mendapatkan
jaminan kesehatan

100%

6.1 Pelayanan Kesehatan Primer
dan Rujukan

14 Kecamatan di
Kota Yogyakarta

Tenaga kesehatan di
Puskesmas dan Dinas
Kesehatan dapat
melaksanakan program
pelayanan kesehatan dasar

800 orang Semua Tenaga Kesehatan
Puskesmas mampu
memberikan pelayanan
kesehatan dasar

18 Puskesmas         536,420,896              590,062,986                      1  Dinkes

Laporan hasil koordinasi &
Evaluasi Pelayanan  Program
Yankesdas dan Rujukan

1 dokumen Tersusunnya hasil Penilaian
Kinerja Puskesmas

18 Puskesmas

Data hasil Penilaian kinerja
puskesmas

1 dokumen Tersusunnya data Standar
Pelayanan Minimal (SPM)

18 Puskesmas

Data Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

2 dokumen Tersusunnya Panduan
Pengobatan Puskesmas

1 dokumen

Kajian Panduan Pengobatan
Puskesmas

1 dokumen Tersusunnya Penghitungan
Jasa Pelayanan Puskesmas

1 dokumenKajian Panduan Pengobatan
Puskesmas

1 dokumen Tersusunnya Penghitungan
Jasa Pelayanan Puskesmas

1 dokumen

Kajian penghitungan jasa
pelayanan puskesmas

1 dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 80

Rica
Line



Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Laporan Pelaksanaan kegiatan
bersumber dana DAK

1 dokumen

6.2 Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Puskesmas
Memberikan pelayanan
kesehatan haji

18 Puskesmas Semua Puskesmas mampu
memberikan pelayanan
kesehatan haji

18 Puskesmas         381,532,900              419,686,190                      1  Dinkes

Laporan hasil koordinasi &
Evaluasi Pelayanan  Program
Yankesus

1 dokumen Semua calon jamaah haji
dilakukan pemeriksaan
kebugaran jasmani

500 orang

Data hasil Pengukuran
Kebugaran Jasmani

1 dokumen Tersedianya Pedoman
Penanganan Bencana Bidang
Kesehatan

1 dokumen

Buku Pedoman Penanganan
Bencana Bidang Kesehatan

1 dokumen

6.3 Pengelolaan Penjaminan dan
Peningkatan Mutu Kesehatan

Dokumen MOU & Perwal
Jamkesda

2 dokumen Cakupan layanan Jamkesda
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

100%   15,682,899,250        17,251,189,175                      1  Dinkes6.3 Pengelolaan Penjaminan dan
Peningkatan Mutu Kesehatan

Dokumen MOU & Perwal
Jamkesda

2 dokumen Cakupan layanan Jamkesda
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

100%   15,682,899,250        17,251,189,175                      1  Dinkes

Petugas Kesehatan, Lintas
Sektor dan masyarakat
mendapatkan Informasi
mekanisme pelayanan
Jamkesda

3.351 orang Cakupan wilayah desiminasi
informasi mekanisme
pelayanan jamkesda

45 kelurahan

Laporan hasil kegiatan
koordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi
Jamkesda

 1 dokumen Persentase kasus yang
dijamin pembiayaan
perawatan kesehatan

100%

Jaminan pembiayaan
kesehatan untuk masyarakat
Kota Yk yang tidak memiliki
jaminan kesehatan, pelayanan
24 jam pertama PSC 119 YES
dan  Sego Segawe

 12 kegiatan Cakupan faskes yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan dalam sistem JKN

100%

Laporan hasil monitoring -
evaluasi pelayanan kesehatan
dalam sistem JKN

 1 dokumen Cakupan  FKTP milik
Pemerintah yang
melaksanakan pengelolaan
dana kapitasi dan kegiatan
anti Fraud sesuai ketentuan
yang berlaku

18 PuskesmasLaporan hasil monitoring -
evaluasi pelayanan kesehatan
dalam sistem JKN

 1 dokumen Cakupan  FKTP milik
Pemerintah yang
melaksanakan pengelolaan
dana kapitasi dan kegiatan
anti Fraud sesuai ketentuan
yang berlaku

18 Puskesmas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 81

Rica
Line



Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Laporan hasil monev dana
kapitasi dan anti Fraud FKTP
milik Pemerintah Kota Yk

 1 dokumen Cakupan wilayah
mendapatkan informasi
akreditasi Puskesmas

5 kecamatan

Petugas kesehatan dan lintas
sektor mendapatkan
informasi akreditasi
Puskesmas

50 orang Cakupan Puskesmas
terakreditasi

100%

Laporan hasil monitoring -
evaluasi Puskesmas
terakreditasi

 1 dokumen

Laporan hasil pendampingan
akreditasi Puskesmas

 1 dokumen

6.4 Pengelolaan Operasional
Public Safety Center 119

Laporan pelaksanaan kegiatan
PSC 119 YES

 12 dokumen PSC 119 YES  dapat
beroperasional dalam
melayani masyarakat

12 bulan         835,123,833              918,636,2166.4 Pengelolaan Operasional
Public Safety Center 119

Laporan pelaksanaan kegiatan
PSC 119 YES

 12 dokumen PSC 119 YES  dapat
beroperasional dalam
melayani masyarakat

12 bulan         835,123,833              918,636,216

7 Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat meningkat

Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan (PF)

99.88%     6,403,299,515          7,043,629,467                      1  Dinkes

Persentase kunjungan
neonatal pertama (KN1)

100%

Persentase  ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal (K4)

92%

Cakupan Bayi yang diberi
ASI eksklusif

63%

Cakupan Balita Gizi Buruk
Mendapatkan Perawatan

100%
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Cakupan Kelurahan Siaga
Aktif (Mandiri)

22%

Cakupan Rumah Tangga
yang melaksanakan PHBS

44%

Persentase rumah,
Tempat-tempat Umum
(TTU), Tempat
Pengolahan Makanan
(TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan

85%

7.1 Pembinaan Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat

14 Kecamatan di
Kota Yogyakarta

 Jumlah   Dokumen Kebijakan
Pelayanan KIA dan Gizi

2 dokumen Cakupan Balita ditimbang
berat badannya (D/S)

85%      2,039,133,365          2,243,046,702                      1  Dinkes7.1 Pembinaan Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat

14 Kecamatan di
Kota Yogyakarta

 Jumlah   Dokumen Kebijakan
Pelayanan KIA dan Gizi

2 dokumen Cakupan Balita ditimbang
berat badannya (D/S)

85%      2,039,133,365          2,243,046,702                      1  Dinkes

 Data Pemantauan Wilayah
Setempat KIA, Gizi

24 dokumen Cakupan Ibu Hamil
mendapat Fe 90 tablet

90%

 Jumlah Kader mendapatkan
peningkatan pengetahuan
dan keterampilan pelayanan
KIA, Gizi

249 kader Cakupan Keluarga Sadar Gizi
dan  garam beryodium

90%

 Jumlah  Petugas
mendapatkan peningkatan
pengetahuan dan
keterampilan pelayanan KIA,
Gizi

355 petugas Cakupan K1 100%

 Jumlah Puskesmas, Bidan
Praktek Mandiri, RSKIA, RS
mendapatkan Pembinaan
Pelayanan KIA, Gizi

70 faskes Cakupan pelayanan nifas
oleh tenaga kesehatan

95%

 Data Penjaringan/ Skrining
Kesehatan Ibu dan Anak

2 dokumen Deteksi faktor resiko oleh
masyarakat

100% Data Penjaringan/ Skrining
Kesehatan Ibu dan Anak

2 dokumen Deteksi faktor resiko oleh
masyarakat

100%
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 Data Balita KEP yang
Mendapat perawatan

12 dokumen Cakupan pelayanan
kesehatan bayi dan balita

90%

 Laporan Hasil Pelaksanaan
Lomba Baduta ASI

1 dokumen Cakupan penanganan
komplikasi obstetri dan
neonatus

80%

 Jumlah Posyandu
melaksanakan keterpaduan
BKB, PAUD dan SDIDTK

12 posyandu Cakupan peserta KB aktif 76%

7.2 Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang Kesehatan

Jumlah Institusi Kesehatan
yang melaksanakan Promosi
Kesehatan

 20 Lokasi ( 18
puskesmas, 1
RSL, 1 Dinkes)

 Pengunjung Institusi
Kesehatan terpapar program
kesehatan

 20 Lokasi ( 18
puskesmas, 1
RSL, 1 Dinkes)

     2,933,171,221          3,226,488,343                      1  Dinkes

Jumlah Institusi Pendidikan
yang melaksanakan Promosi
Kesehatan

 300 sekolah
(TK/PAUD, SD,
SMP, SMA)

 Peserta Didik terpapar
program kesehatan

 300 sekolah
(TK/PAUD, SD,
SMP, SMA)

Jumlah Institusi Pendidikan
yang melaksanakan Promosi
Kesehatan

 300 sekolah
(TK/PAUD, SD,
SMP, SMA)

 Peserta Didik terpapar
program kesehatan

 300 sekolah
(TK/PAUD, SD,
SMP, SMA)

Jumlah Tempat-tempat
Ibadah yang melaksanakan
Promosi Kesehatan

 200 Lokasi
(Masjid)

 Masyarakat terpapar
program kesehatan melalui
Tempat Ibadah

 200 Lokasi
(Masjid)

Jumlah Tempat-tempat
Umum yang melaksanakan
Promosi Kesehatan

 10 lokasi  Pengunjung terpapar
program kesehatan melalui
tempat-tempat umum yang
terpilih

 10 lokasi

Jumlah Siaran Radio
mengenai Pemberdayaan
Masyarakat dan Promosi
Kesehatan

 12 kali siaran  Diterimanya pesan
kesehatan dari media massa

 12 bulan

Jumlah siaran TV mengenai
Pemberdayaan Masyarakat
dan Promosi Kesehatan

 6 kali siaran Tersedianya informasi
posyandu balita, lansia,
PHBS, UKS, sebagai dasar
untuk perencanaan program

 1 dokumen

Publikasi program kesehatan
melalui kegiatan massal

 4 kegiatan
(HTTS, Gebyar
PHBS, GHS,
Pameran
Sekaten)

Jumlah kelurahan siaga
mandiri

 45 kelurahanPublikasi program kesehatan
melalui kegiatan massal

 4 kegiatan
(HTTS, Gebyar
PHBS, GHS,
Pameran
Sekaten)

Jumlah kelurahan siaga
mandiri

 45 kelurahan

Media Cetak Pemberdayaan
Masyarakat dan Promosi
Kesehatan

 4 media Tersedianya layanan
preventif dan promotif pada
lansia di rumah sehat lansia

 12 bulan
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Kebijakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Promosi
Kesehatan

 1 dokumen Tersedianyan petugas
penyuluh, kader dan peer
edocator  terlatih untuk
bahaya rokok

 3 kegiatan

Data Stratifikasi Kelurahan
Siaga  (KESI) di Kota

 1 dokumen

Data Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)

 1 dokumen

Profil PHBS  1 dokumen
Data layanan lansia di rumah
sehat lansia

 12 dokumen

Jumlah pelatihan
pengendalian dampak buruk
rokok bagi petugas dan
masyarakat

 3 kegiatanJumlah pelatihan
pengendalian dampak buruk
rokok bagi petugas dan
masyarakat

 3 kegiatan

7.3 Penyehatan Lingkungan dan
Kesehatan Kerja

Jumlah sampel pemeriksaan
kualitas air di Kota Yogyakarta

2.000 sampel Tersedianya data Kesehatan
Lingkungan

1 dokumen      1,430,994,929          1,574,094,422                      1  Dinkes

Jumlah Sekolah yang
mengaplikasikan persyaratan
kesehatan lingkungan

50 sekolah Tersedianya data Puskesmas
yang memenuhi syarat
kesehatan lingkungan

1 dokumen

Jumlah dokumen lingkungan
sebagai pengelolaan &
pemantauan lingkungan di
Puskesmas

1 dokumen Pedagang pasar dapat
menerapkan personal
hygiene sanitasi pangan

1 kali

Data Kesehatan Lingkungan 1 dokumen Masyarakat pengguna
pokmair mendapat air yang
memenuhi syarat

1 dokumen

Pengelola Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM )
dapat menerapkan personal
hygiene sanitasi pangan

1 dokumen Persentase air minum
memenuhi syarat kesehatan
di penyelenggara air minum

100%

Petugas sanitarian dapat
melaksanakan program
penyehatan lingkungan sesuai
persyaratan

3 kali Permasalahan kesehatan
lingkungan sudah
mempunyai payung hukum

1 dokumenPetugas sanitarian dapat
melaksanakan program
penyehatan lingkungan sesuai
persyaratan

3 kali Permasalahan kesehatan
lingkungan sudah
mempunyai payung hukum

1 dokumen
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Data pengelolaan limbah
medis cair

1 dokumen Kota Yogyakarta
memperoleh penghargaan
kota sehat tertinggi

7 tatanan

Pengurus pokmair dapat
menerapkan teknik
pengelolaan air yang
memenuhi syarat kesehatan

3 kali Diterapkannya prinsip
kesehatan kerja untuk
pekerja di tempat kerja

2 kali

Pengelola DAM dapat
menerapkan teknik
pengelolaan air yang
memenuhi syarat kesehatan

3 kali Persentase PKL pangan, jasa
boga, rumah makan dan
DAM memenuhi syarat
kesehatan

100%

Jumlah sasaran penilaian
kebersihan Puskesmas

18 Puskesmas

Dokumen raperda kesling 1 dokumenDokumen raperda kesling 1 dokumen

Jumlah Puskesmas sasaran
pemeriksaan kebisingan dan
pencahayaan indoor

5 Puskesmas

Jumlah IPAL Puskesmas yang
memenuhi syarat kesehatan

5 Puskesmas

Data lokasi unggulan kota
sehat di Kota Yogyakarta

1 dokumen

Pengelola tempat kerja
menerapkan prinsip
kesehatan untuk pekerjanya

2 kali

Pengelola pedagang kaki lima
pangan mendapat sertifikat
pelatihan laik hygiene sanitasi

100 PKL

Pengelola jasaboga dan
rumah makan mendapat
sertifikat pelatihan laik
hygiene sanitasi

60 saranaPengelola jasaboga dan
rumah makan mendapat
sertifikat pelatihan laik
hygiene sanitasi

60 sarana

Pengelola depot air minum
dalam kemasan mendapat
sertifikat pelatihan laik
hygiene sanitasi

30 sarana
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8 Program Regulasi dan
Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat meningkat

Persentase sertifikasi
hotel, restoran dan kolam
renang yang sudah
tersertifikasi laik sehat

55%   10,863,338,432        11,949,672,275                      1  Dinkes

Persentase Fasilitas
kesehatan dan tenaga
kesehatan yang berijin

80%

Persentase ketersediaan
obat, vaksin dan alkes

95%

Persentase penggunaan
obat rasional di
Puskesmas

85%

8.1 Pembinaan Regulasi Sarana
Prasarana dan Sertifikasi
Bidang Kesehatan

14 Kecamatan di
Kota Yogyakarta

Produsen Industri Rumah
Tangga  mendapat sertifikat
Produk Pangan Industri
Rumah Tangga

180 sarana Sarana dan tenaga kesehatan
memenuhi standar minimal

100%         647,075,700              711,783,270                      1  Dinkes8.1 Pembinaan Regulasi Sarana
Prasarana dan Sertifikasi
Bidang Kesehatan

14 Kecamatan di
Kota Yogyakarta

Produsen Industri Rumah
Tangga  mendapat sertifikat
Produk Pangan Industri
Rumah Tangga

180 sarana Sarana dan tenaga kesehatan
memenuhi standar minimal

100%         647,075,700              711,783,270                      1  Dinkes

Tenaga kesehatan
mendapatkan layanan
regulasi di bidang kesehatan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

3.000 tenaga Sarana dan tenaga kesehatan
memenuhi standar mutu

90%

Tenaga pelayanan kesehatan
mendapatkan layanan
regulasi dan sertifikasi dalam
sesuai dengan bidangnya

11 dokumen Terselesaikannya masalah
perizinan tenaga kesehatan
di Kota Yogyakarta

90%

Dokumen penyelesaian
permasalahan regulasi dan
sertifikasi dalam organisasi
profesi

11 dokumen Sarana kesehatan memenuhi
standar mutu

100%

Pengelola Fasilitas kesehatan
mendapatkan pengetahuan
tentang regulasi dan
sertifikasi pelayanan
kesehatan

200 sarana Terselesaikannya masalah
perizinan lintas kabupaten

100%Pengelola Fasilitas kesehatan
mendapatkan pengetahuan
tentang regulasi dan
sertifikasi pelayanan
kesehatan

200 sarana Terselesaikannya masalah
perizinan lintas kabupaten

100%

Data permasalahan
pelayanan regulasi dan
sertifikasi pada jenis layanan
fasyankes dan perseorangan

1 dokumen Adanya juklak izin
penyelenggara sarana
kesehatan dan izin tenaga
kesehatan sesuai peraturan
perundangan

1 dokumen
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Dokumen Revisi Perwal No.13
tahun 2009 tentang Juklak Izin
Penyelenggaraan Sarana
Kesehatan dan Izin Tenaga
Kesehatan

600 orang Sarana
mengimplementasikan Perda
sarana dan tenaga pelayanan
kesehatan

85%

Pengelola fasyankes dan
Tenaga Pelayanan Kesehatan
mendapatkan pengetahuan
tentang perda Regulasi dan
sertifikasi  dan Sertifikasi
Sarana Tenaga Kesehatan

90 orang
Lintas Program

Sarana dan tenaga kesehatan
melaksanakan pelayanan
sesuai peraturan perundang-
undangan yang ada

85%

Laporan monitoring dan
evaluasi izin dan sertifikasi
antar propinsi

1 dokumen Sarana dan tenaga farmasi
memenuhi standar minimal

100%Laporan monitoring dan
evaluasi izin dan sertifikasi
antar propinsi

1 dokumen Sarana dan tenaga farmasi
memenuhi standar minimal

100%

Sarasehan/Sosialisasi Perda
Perizinan dan Sertifikasi
Bidang Kesehatan  untuk
Masyarakat mendapatkan
pengetahuan dan
peningkatan pemberdayaan
serta Perijinan Bidang
Kesehatan

27 regulasi Masyarakat mendapatkan
pengetahuan dan
peningkatan pemberdayaan
serta perizinan bidang
kesehatan

450 orang

Regulasi tentang sertifikasi
perizinan dan tanda terdaftar
bidang kesehatan

5 dokumen

8.2 Pembinaan dan
Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan (SDMK)

14 Kecamatan di
Kota Yogyakarta

Tenaga kesehatan teladan di
Puskesmas tingkat Kota
Yogyakarta

 5 profesi Tersedianya calon nakes
teladan tingkat propinsi

 5 profesi 388,260,710              427,086,781                      1  Dinkes

Fasilitasi PKL mahasiswa
institusi kesehatan di
lingkungan Dinkes Kota
Yogyakarta

 10 bulan Kelancaran pelaksanaan PKL
mahasiswa institusi
kesehatan di lingkunagn
Dinkes Kota Yogyakarta

 10 bulan

Dokumen penghitungan
perencanaan kebutuhan
SDMK

 1 dokumen Diketahuinya jumlah
kebutuhan SDM dinas
kesehatan

100%Dokumen penghitungan
perencanaan kebutuhan
SDMK

 1 dokumen Diketahuinya jumlah
kebutuhan SDM dinas
kesehatan

100%

Inventarisasi dan pemecahan
permasalahan SDM Kesehatan

 12 bulan Permasalahan SDM
kesehatan dapat
terselesaikan

 12 bulan
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Penilaian kompetensi tenaga
kesehatan

 6 bulan Diketahuinya kompetensi
tenaga kesehatan

 6 bulan

Dokter puskesmas mendapat
sertifikat ATLS

10 orang Cakupan dokter Puskesmas
dengan kemampuan
penanganan kasus trauma
akut

36%

Dokter puskesmas
mendapatkan sertifikat ACLS

9 orang Cakupan dokter puskesmas
dengan kemampuan
penanganan kegawatan
jantung

72%

Pembaruan Data SDMK
tingkat Kota Yogyakarta

2 kali Update data SDMK Kota
Yogyakarta

2 kali

Dokter gigi puskesmas
mendapatkan sertifikat BLS

18 orang Cakupan Dokter gigi
puskesmas dengan
kemampuan penanganan
kegawatdaruratan gigi

62%

Tenaga Kesehatan
mendapatkan sertifikat Dasar-
Dasar AMDAL

1 orang Penambahan jumlah personil
dengan kemampuan dasar
AMDAL

1 orangTenaga Kesehatan
mendapatkan sertifikat Dasar-
Dasar AMDAL

1 orang Penambahan jumlah personil
dengan kemampuan dasar
AMDAL

1 orang

Tenaga Kesehatan
mendapatkan sertifikat
Penyusunan AMDAL

1 orang Penambahan jumlah personil
dengan kemampuan
penyusunan AMDAL

1 orang

Tenaga Kesehatan
mendapatkan sertifikat
Penilaian AMDAL

1 orang Penambahan jumlah personil
dengan kemampuan
penilaian AMDAL

1 orang

Tenaga elektromedis
mendapatkan sertifikat
pelatihan teknis elektromedik

1 orang Peningkatan kemampuan
teknis petugas elektromedik

1 orang

Petugas sampling obat dan
makmin mendapatkan
pelatihan sampling obat,
makanan, minuman

4 orang Peningkatan kemampuan
petugas dalam pelaksanaan
sampling obat, makanan
minuman

4 orang

Peserta Seminar/kursus/work
shop

1 paket SDMK mendapat sertifikat
seminar/workshop

1 paket

8.3 Pengelolaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman

Obat untuk pelayanan
kesehatan

1 paket Tersedianya obat dan
terpeliharanya  sarana
penyimpan obat

12 bulan      9,828,002,022        10,810,802,224                      1  Dinkes8.3 Pengelolaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman

Obat untuk pelayanan
kesehatan

1 paket Tersedianya obat dan
terpeliharanya  sarana
penyimpan obat

12 bulan      9,828,002,022        10,810,802,224                      1  Dinkes

Dokumen pelaporan sediaan
farmasi dan alat kesehatan

15 dokumen Dokumen pelaporan dapat
dimanfaatkan untuk
perencanaan tahun
berikutnya

100%
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Data ketersediaan obat 4 dokumen Tersedianya informasi
keadaan dan kebutuhan alat
kesehatan, obat dan bahan
laboratorium di Dinkes Kota
Yogyakarta

12 bulan

Data penggunaan obat
generik

4 dokumen Petugas kesehatan dapat
menggunakan alat
kesehatan, obat dan bahan
laboratorium untuk
pelayanan kesehatan

12 bulan

Data penggunaan obat
rasional

4 dokumen Alat Kesehatan sesuai
dengan standart yang
dipersyaratkan

12 bulan

Data hasil review formularium
puskesmas

1 dokumen Meningkatnya kemampuan
tenaga kefarmasian dan
analis kesehatan

100%Data hasil review formularium
puskesmas

1 dokumen Meningkatnya kemampuan
tenaga kefarmasian dan
analis kesehatan

100%

Reagensia dan alat
laboratorium

1 paket Dokumen dapat
dimanfaatkan untuk
pelaksanaan pengadaan

100%

Alat dan bahan medis pakai
habis

1 paket Penyelenggaraan review
fornas berjalan sesuai
rencana

100%

Alat kesehatan untuk
kebutuhan pelayanan
kesehatan

1 paket Tersedia dokumen revisi
Formularium puskesmas

1 dokumen

Alat kesehatan terpelihara
dan dikalibrasi

3 paket Dokumen  kompendium
alkes tingkat Puskesmas
sesuai dengan kebutuhan

1 dokumen

Ruang penyimpanan obat
bebas dari hewan pengerat

19 tempat Tersedia dokumen
kefarmasian, alat kesehatan
dan makanan minuman

1 dokumen

Dokumen hasil seleksi obat
dan alkes

2 paket Diterbitkan sertifikat
Penyuluhan Keamanan
Pangan (PKP)

1.000 sertifikatDokumen hasil seleksi obat
dan alkes

2 paket Diterbitkan sertifikat
Penyuluhan Keamanan
Pangan (PKP)

1.000 sertifikat
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Peningkatan kapasitas tenaga
analis laboratorium

1 kali Hasil pemeriksaan
laboratorium jajanan anak
sekolah dan ruman makan
yang disampling

1 dokumen

Peningkatan kapasitas tenaga
kefarmasian

5 kali

Data teknis pendukung
pengadaan

4 dokumen

Review fornas di tingkat kota
Yogyakarta

1 kali

Usulan revisi formularium
Kota Yogyakarta

1 dokumen

Laporan kompendium alkes
tingkat Puskesmas Kota
Yogyakarta

1 dokumenLaporan kompendium alkes
tingkat Puskesmas Kota
Yogyakarta

1 dokumen

Data unit layanan kefarmasian
di Kota Yogyakarta
termutakhir

1 dokumen

Data produsen alkes rumah
tangga di Kota Yogyakarta

1 dokumen

PIRT, guru UKS dan Pedagang
asongan mendapat
pembinaan keamanan pangan

1.000 orang

Jajanan anak sekolah dan
rumah makan diperiksa

100 sampel

9 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat meningkat

Proporsi kasus TB yang
berhasil diobati dalam
program DOT (succes
rate )

83.05%     1,965,759,059          2,162,334,965                      1  Dinkes

Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit DBD

100%Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit DBD

100%

Prevalensi HIV-AIDS 0.1%
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)

95%

Persentase masyarakat
yang melakukan deteksi
dini penyakit tidak
menular

5%

Cakupan Desa/Kelurahan
Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam

100%Cakupan Desa/Kelurahan
Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam

100%

 Persentase tersedianya
data dan informasi
kesehatan yang tepat dan
lengkap

73%

9.1 Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Menular dan
Imunisasi

Data DBD 12 dokumen Prosentase penurunan kasus
DBD

20%      1,107,050,000          1,217,755,000                      1  Dinkes

Jumlah pelaksanaan fogging
focus DBD & chikungunya &
Penanggulangan KLB

400 focus Prosentase peningkatan
penemuan kasus TB Paru

20%

Data survei angka bebas jentik
kelurahan

45 data
kelurahan

Prosentase peningkatan
kesembuhan kasus TB Paru

20%

Jumlah peralatan fogging
focus DBD yang terpelihara

25 unit Cakupan  penanganan ISPA 100%

Jumlah frekuensi community
deal  DBD

2 kali Angka Kesembuhan Diare 100%

Jumlah sampel yang diperiksa
secara laboratorik untuk
croscheck slide  TB

1.500 sampel Kasus Penyakit Kusta
tertangani

100%Jumlah sampel yang diperiksa
secara laboratorik untuk
croscheck slide  TB

1.500 sampel Kasus Penyakit Kusta
tertangani

100%

Data TB 12 dokumen Kasus HIV/ AIDS tertangani 100%
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Jumlah Penderita TB & PMO
yang memperoleh motivasi
untuk meningkatkan
kesembuhan penyakit TB

200 orang Tersedianya informasi untuk
pengambilan langkah
selanjutnya untuk program
imunisasi

 1 dokumen

Data tribulanan implementasi
P2TB Tingkat Kota

4 dokumen Praktisi swasta ikut berperan
serta dalam pengendalian
penyakit menular

 1 dokumen

Data permasalahan TB-HIV 2 dokumen

Jumlah frekuensi jejaring
internal petugas TB

4 kali Tersedianya informasi untuk
langkah tindak lanjut
pencegahan kematian akibat
penyakit menular

 1 dokumenJumlah frekuensi jejaring
internal petugas TB

4 kali Tersedianya informasi untuk
langkah tindak lanjut
pencegahan kematian akibat
penyakit menular

 1 dokumen

Jumlah petugas Lab TB di
fasyankes yang mendapatkan
on the job training

30 fasyankes Dukungan masyarakat,
petugas kesehatan,
steakholder dll dalam upaya
pengendalian penyakit
menular

 500 orang
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

Jumlah fasyankes yang
mendapatkan on the job
training  TB MDR

6 fasyankes Penatalaksanaan penyakit
menular di fasyankes
dilaksanakan sesuai evidence
based  terbaru

30 fasyankes

Data Infeksi Saluran Paru Akut
(ISPA)

12 dokumen Tersosialisasinya hasil
pemantauan dan
pengendalian masalah
zoonosis

14 kecamatan

Data diare 12 dokumen

Jumlah data pelacakan kasus
kusta

10 kasus

Jumlah data hasil
pemeriksaan spesimen darah
risti pada pasien IMS dan
HIV/AIDS

320 data
spesimen

Data tribulanan Aplikasi SIHA
pada IMS

4 dokumenData tribulanan Aplikasi SIHA
pada IMS

4 dokumen

Data imunisasi 12 dokumen

Jumlah sekolah yang
melaksanakan BIAS (Bulan
Imunisasi Anak Sekolah)

200 sekolah

Jumlah frekuensi praktisi
swasta

2 kali

Data  Audit kasus kematian
penyakit menular bagi RS dan
puskesmas

6 dokumen

Masyarakat, lintas sektor dan
lintas program memperoleh
informasi tentang
pengendalian penyakit
menular

500 orang

Petugas puskesmas dan RS
memperoleh informasi
terbaru  tentang
penatalaksanaan penyakit
menular dan mampu
mengimplementasikannya

172 orangPetugas puskesmas dan RS
memperoleh informasi
terbaru  tentang
penatalaksanaan penyakit
menular dan mampu
mengimplementasikannya

172 orang
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

9.2 Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa

Jumlah WUS yang diperiksa
untuk deteksi dini Kanker
Leher Rahim dengan metode
IVA

900 orang Prosentase rujukan kasus
penyakit kanker ke fasilitas
kesehatan yang sudah
lengkap

15%         240,353,500              264,388,850                      1  Dinkes

Workshop kolaborasi diabetes
Melitus dengan TB

100 orang Terinformasikannya tentang
penyakit tidak menular

100 orang

Peningkatan kapasitas Pos
Pelayanan Terpadu
(POSBINDU) bagi kader

60 orang Cakupan pengendalian kasus
PTM

45 kelurahan

Penguatan Pos Pelayanan
Terpadu (POSBINDU) bagi
kader

140 orang Diketahuinya permasalahan
PTM di Kota Yogyakarta

1 dokumen

Data POSBINDU 12 dokumen Masyarakat mampu
mencegah terjadinya
hipertensi bagi masyarakat

150 orangData POSBINDU 12 dokumen Masyarakat mampu
mencegah terjadinya
hipertensi bagi masyarakat

150 orang

Jumlah orang yang diperiksa
untuk deteksi dini faktor
resiko PTM pada populasi
resiko usia >15 th

500 orang Petugas mendapatkan
tambahan ilmu terkait
penyakit tidak menular

40 orang

Masyarakat lintas program,
petugas kesehatan dan lintas
sektor mendapatkan
informasi terbaru tentang
PTM

120 orang Penjaringan pegawai yang
menggunakan narkoba

6.000 orang

Data Evaluasi kegiatan PTM
puskesmas

1 dokumen Petugas memahami
penanganan kesehatan jiwa

36 orang

Workshop pengendalian
penyakit hipertensi bagi
masyarakat

150 orang

Up date Knowledge  Penyakit
Tidak Menular

40 orang

Data hasil  pemeriksaan urine
narkoba PNS Pemkot

1 dokumen

Jumlah frekuensi pembinaan
dan evaluasi penanganan
kesehatan jiwa

6 kali

Data hasil  pemeriksaan urine
narkoba PNS Pemkot

1 dokumen

Jumlah frekuensi pembinaan
dan evaluasi penanganan
kesehatan jiwa

6 kali
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Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target 1/2/3 1/2/3

Prakiraan maju
Jenis

kegiatan

SKPD
Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

9.3 Pengelolaan Surveilans dan
Sistem Informasi Kesehatan

Laporan Analisis Surveilans
Epidemiologi Kesehatan

3 laporan Cakupan kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

100%         618,355,559              680,191,115                      1  Dinkes

Laporan Pemantauan
Kewaspadaan Dini KLB

4 dokumen Persentase ketepatan,
kelengkapan dan verifikasi
alert dalam sistem
kewaspadaan dini dan
respon

90%

Laporan Kejadian Potensial
KLB dan keracunan makanan

2 dokumen Persentase ketepatan dan
kelengkapan data dan
informasi kesehatan

73%

Laporan Sistem Informasi
Kesehatan

6 dokumen

Aplikasi Sistem Informasi
Kesehatan terpelihara

17 aplikasi

Server Sistem Informasi
Kesehatan terpelihara

17 serverServer Sistem Informasi
Kesehatan terpelihara

17 server

Database Sistem Informasi
Kesehatan terpelihara

17 database
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Nama Perangkat Daerah :  Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan

Urusan Wajib
1 Program Pelayanan

administrasi
perkantoran

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kec. UH Outcome :
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                  1,014,412,800         1,064,408,940 Sekretariat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yoyakarta

340 buah

Pagu IndikatifNo.

Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

1 Materai 3000 yang
tersedia

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi

keuangan dan operasional
perkantoran

100%

Jenis
Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

1 Program Pelayanan
administrasi
perkantoran

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kec. UH Outcome :
Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                  1,014,412,800         1,064,408,940 Sekretariat

1.1 Kec. UH                      464,347,100            486,839,955

                         2,760,000                 2,898,000 1

2 Materai 6000 yang
tersedia

290 buah

Penyediaan jasa
peralatan dan

perlengkapan kantor

Kec. UH 3 Frekwensi sewa mesin
foto kopi

12 bulan 1 12000000 12600000 1 Diskominfo dan
Persandian

Penyediaan Jasa Kec. UH 1 4770000 5008500 1 Diskominfo dan4 STNK Roda 2 Yang
diperpanjang Izinnya

16 Unit

5 STNK Roda 4 Yang
diperpanjang Izinnya

4 Unit

Penyediaan Jasa Kec. UH 23661450 24844522.5 1 Diskominfo dan
6 Bahan dan peralatan

kebersihan yang tersedia
1 Paket 1

7 Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Kegiatan Penyediaan

Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

Kec. UH 8 Frekwensi perbaikan
peralatan kerja

46 kali 1 14200000 14910000 1 Diskominfo dan
Persandian

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Kec. UH 9 Alat Tulis Kantor yang
tersedia

109 jenis 1 43125800 45282090 1 Diskominfo dan
Persandian

Penyediaan barang
cetakan dan

penggandaan

Kec. UH 10 Jasa Penggandaan 70,000 lembar 1 36353350 38171017.5 1

11 Penjilidan 230 buku
12 Percetakan 5 jenis
13 Komponen instalasi

listrik/ penerangan
bangunan kantor yang
tersedia

11 jenis 1 1722500 1808625

340 buahPenyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

1 Materai 3000 yang
tersedia

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi

keuangan dan operasional
perkantoran

100%

13 Komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor yang
tersedia

11 jenis 1 1722500 1808625

Penyediaan peralatan
dan perlengkapan

kantor

Kec. UH 14 Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia

37 Jenis 1 91956000 96553800 1

15 Pengadaan mebelair
Bidang TI

1 Paket 185000000 194250000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 97



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Pagu IndikatifNo.

Jenis
Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Kec. UH 16 Bahan Bacaan/surat
kabar dan peraturan
perundangan  yang
tersedia

3 jenis 1 48108000 50513400 1

17 Pemeliharaan taman 1 paket                          8,860,000                 9,303,000
1.2 Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan
Perkantoran

                                      - Kec. UH 1 Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan
yang tersusun (SPP, SPM,
SPJ dan Laporan
Akuntansi

4 laporan  Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan operasional
perkantoran

100%                      153,750,700            161,438,235 ok

51300000 53865000
2 Dokumen administrasi

kepegawaian yang
terkelola

50 dokumen ASN

3 Jasa Tenaga bantuan 4 orang 102450700 107573235 1

1.3 Kec. UH                      396,315,000            416,130,750 ok Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan operasional
perkantoran

Penyediaan rapat-rapat
Koordinasi dan

Konsultasi

1.3 Kec. UH                      396,315,000            416,130,750 ok

1.3 1. Laporan Hasil Koordinasi
dan Konsultasi keluar
daerah

32 kali 100% 350175000 367683750 1

2. Press Tour 1 kali
1.9 Penyediaan makanan

dan minuman
3. Makan dan Minum Yang

Tersedia
115 Kali 46140000 48447000 1

2. Program Peningkatan
Sarana dan Aparatur

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kec. UH Outcome :
Terwujudnya
sarana dan
prasarana aparatur
yang memadai

100%                      200,350,472            210,367,996 Sekretariat

2.1 Kec. UH 1 Pembuatan front desk 1 paket Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%                        49,211,472               51,672,046 ok

2 Jasa pemeliharaan
peralatan gedung/kantor

1 unit                        41,041,472               43,093,546

2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kec. UH 1. Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

20 unit 100%                      151,139,000            158,695,950 ok
Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

 Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan operasional
perkantoran

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
/Bangunan Kantor

Penyediaan rapat-rapat
Koordinasi dan

Konsultasi

2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/operasional

Kec. UH 1. Jasa pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

20 unit 100%                      151,139,000            158,695,950 ok

2. Roda 4 (empat ) 4 Unit
Roda 2 (dua ) 16 Unit

3 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kec. UH Outcome :
Terwujjudnya
peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

100%                        97,590,000            102,469,500 Sekretariat

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Pagu IndikatifNo.

Jenis
Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

3.1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

Kec. UH 1. Dokumen Perencanaan,
pengendalian  dan
penganggaran : Review
Renstra, renja, RKT, RKA
DPA, Tapkin yang
tersusun

4 Jenis  Tersedianya dokumen
perencanaan dan
penganggaran

100%                        97,590,000            102,469,500 1

                       19,590,000               20,569,500
2 Laporan kinerja SKPD

(LKIP, Laporan keuangan
dan fisik, SKM, SPIP,
Profil)

5 dokumen  Nilai akuntabilitas kinerja
SKPD

B

3 Pendidikan dan Pelatihan
formal

16 orang  Meningkatnya  kapasitas
sumber daya aparatur

100%                        78,000,000               81,900,000

Urusan Komunikasi dan Informatika
4 Kec. UH Outcome : 8% 8%                12,777,290,814       13,416,155,355Kinerja

aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
dan Telematika

 Bidang Teknologi
dan Informatika

4 Kec. UH Outcome : 8% 8%                12,777,290,814       13,416,155,355

Persentase aplikasi
yang terintegrasi

30%

4.1 Kec. UH  Kelancaran akses data 48 SKPD                      799,225,000            839,186,250 1

1 Terkelolanya website 24 unit

2 Tertanganinya perawatan
dan perbaikan perangkat
lunak dan aplikasi

10 paket

3 Terlaksananya
peningkatan kemampuan
programmer

2 kali

4 Terlaksananya pengadaan
hardware

1 paket

5 Terlaksananya
pembangunan/pengemba
ngan/redesain aplikasi

5 paket

4.2 Kec. UH 1.  monitoring jaringan
informasi

12 kali Kelancaran operasional
perangkat hardware

155
lokasi

11,837,065,814       12,428,919,105 1

2. Perawatan dan Perbaikan
perangkat keras dan
jaringan TI

Kelancaran operasional
koneksi jaringan informasi

211
lokasi

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

 Seksi Perangkat
Lunak

 Seksi Perangkat
Keras dan

infrastruktur
telematika

Kegiatan Pengelolaan
Aplikasi Teknologi
Informasi dan
Telematika

Kegiatan Pengelolaan
Perangkat Keras dan
Jaringan Teknologi
Informasi dan
Telematika

Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
dan Telematika

 Bidang Teknologi
dan Informatika

2. Perawatan dan Perbaikan
perangkat keras dan
jaringan TI

Kelancaran operasional
koneksi jaringan informasi

211
lokasi

3  perawatan dan perbaikan
server

12 kali

4  perawatan dan perbaikan
komputer client dan
periperal

10 unit/bulan

5  perawatan dan perbaikan
jaringan internet/intranet

45 keluhan/bln

6 Pengadaan belanja modal
komputer pendukung
Aplikasi E Gov

1 paket

 Seksi Perangkat
Keras dan

infrastruktur
telematika

Kegiatan Pengelolaan
Perangkat Keras dan
Jaringan Teknologi
Informasi dan
Telematika
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Pagu IndikatifNo.

Jenis
Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

7 pengadaan CCTV 1 paket
8 pengadaan perangkat

free hotspot
1 paket

9  Jasa  koneksi  internet
a .Jasa  koneksi internet

layanan E-Gov,  200 Mbps
12 bl

b koneksi internet
perpustakaan, 30 Mbps

12 bl

c  koneksi internet DPRD,
20 Mbps

12 bl

d  koneksi internet
pendidikan , 50 Mbps

12 bl

e koneksi internet sub
domain, 50 Mbps

12 bl

f  koneksi internet non
SKPD

12 bl

g  koneksi internet
Pengelola TI

12 blg  koneksi internet
Pengelola TI

12 bl

10   Jasa   Koneksi  Intranet
Luar Komplek Balaikota

12 bulan

11  Pengadaan  licency
pengamanan jaringan

12 bulan

12 Virtual Server Privat (VPS) 12 bulan

14 Peningkatan Kualitas
SDM Pengelola TI

6 kali

15  Pembangunan Jaringan
optik luar komplek
Balaikota

1 paket

4.3 Pengembangan Smart
City

Terkelolanya sistem
informasi

26 unit                      141,000,000            148,050,000 Seksi
Pengembangan
Smart City

5 Program Pengelolaan
Informasi dan
Statistik

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Tersebar
se Kota
Yogyakarta

Terwujudnya
Pengelolaan
Informasi Melalui
semua media dan
statistik

100%                  1,670,961,765         1,754,509,853  Bidang Informasi
dan Statistik

5.1 Promosi Publikasi dan
Kemitraan Informasi

Tersebar se
Kota
Yogyakarta

Pameran Sekaten 1 kali  Desemenasi dan distribusi
Infromasi melalui media
massa (majalah, radio, TV)

100%                  1,417,451,965         1,488,324,563  Seksi Promosi,
Publikasi dan
Kemitraan
Informasi

Penerbitan Media Info
Kota

6 kali  -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media baru
internet website

Penerbitan Media Info
Kota

6 kali  -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media baru
internet website

Penerbitan majalah
Ayodya

2 kali  -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media
tradisional seperti pertunra

Pengelolaan Website
Jogjakota.go.id

12 Bulan  -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media
interpersonal seperti tatap
muka
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Pagu IndikatifNo.

Jenis
Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

Pengelolaan Kelompok
Informasi Masyarakat

12 Bulan  -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media luar
ruang seperti baliho, brosur
leflet bulletin

Sosialisasi kebijakan
Pemkot Yogyakarta
melalui Media Radio

1359 kali  Terlaksananya Sosialisasi
kebijakan Pemkot Yogyakarta
melalui melalui Media Radio

Sosialisasi kebijakan
Pemkot Yogyakarta
melalui Media Televisi

466 kali  Terlaksananya Sosialisasi
kebijakan Pemkot Yogyakarta
melalui Media Televisi

Sosialisasi kebijakan
Pemkot Yogyakarta
melalui Media Luar Ruang

315 kali  Terlaksananya Sosialisasi
kebijakan Pemkot Yogyakarta
melalui Media Luar Ruang

Sosialisasi kebijakan
Pemkot Yogyakarta
melalui PERTUNRA

3 kali  Terlaksananya Sosialisasi
kebijakan Pemkot Yogyakarta
melalui PERTUNRA

Sosialisasi kebijakan
Pemkot Yogyakarta
melalui PERTUNRA

3 kali  Terlaksananya Sosialisasi
kebijakan Pemkot Yogyakarta
melalui PERTUNRA

Dokumentasi Kegiatan
Pemerintah Kota
Yogyakarta

6 Kali  Tersusunnya dokumentasi
kegiatan Pemerintah Kota
Yogyakarta

5.2 Pengelolaan Informasi
dan Data Statistik

Kec. UH
Buku Kota Yogyakarta
Dalam Angka Terbitan
Tahun 2017

1 dokumen

 Tersedianya data penunjang
Materi Perencanaan
Pembangunan Kota
Yogyakarta

100%                      253,509,800            266,185,290  Seksi Statistik

Buku Saku Kota
Yogyakarta Dalam Angka
Terbitan Tahun 2017

1 dokumen

Buku Kecamatan Dalam
Angka Terbitan Tahun
2017

1 dokumen

Buku Analisis PDRB Kota
Yogyakarta Menurut
Lapangan Usaha Tahun
2016

1 dokumen

Buku Analisis PDRB Kota
Yogyakarta Menurut
Penggunaan Tahun 2016

1 dokumen

Buku Analisis PDRB
Kecamatan Kota Yk.
Tahun 2016

1 dokumen
Buku Analisis PDRB
Kecamatan Kota Yk.
Tahun 2016

1 dokumen

Buku ICOR Kota
YogyakartaTahun 2016

1 dokumen

Buku Indeks
Kesejahteraan Rakyat
Kota Yk. Tahun 2016

1 dokumen

Buku Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) Kota Yk.  Tahun
2016

1 dokumen
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Pagu IndikatifNo.

Jenis
Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

Buku Statistik Perhotelan
Kota Yk. Tahun 2016

1 dokumen

Buku SUSENAS Kota Yk.
Tahun 2016

1 dokumen

Buku Indikator Ekonomi
Kota Yk. Tahun 2016

1 dokumen

Buku Gini Rasio dan
Pemerataan Pendapatan
Tahun 2016

1 dokumen

Buku Indeks Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
(UMKM) Tahun 2016

1 dokumen

6 Program Peningkatan
Komunikasi Publik

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Tersebar
se Kota
Yogyakarta

Terwujudnya
Komunikasi Publik

100%                  1,336,430,858         1,403,252,401  Bidang Komunikasi
Publik

6 Program Peningkatan
Komunikasi Publik

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Tersebar
se Kota
Yogyakarta

Terwujudnya
Komunikasi Publik

100%                  1,336,430,858         1,403,252,401  Bidang Komunikasi
Publik

6.1 Kehumasan dan
Pelayanan Informasi

Komunikasi
dan Informasi

Tersebar se
Kota
Yogyakarta

Pengkajian Berita 1 kali

 Desemenasi dan distribusi
Infromasi melalui media
massa (majalah, radio, TV)

100% 875,138,929 918,895,875 Seksi Humas dan
Pelayanan
Informasi Publik

Sosialisasi Perda / Perwal 2 kali

 -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media baru
internet website

Sosialisasi LPPD Akhir
Tahun 2016

2 kali

 -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media
tradisional seperti pertunra

Sosialisasi APBD Tahun
2017

2 kali

 -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media
interpersonal seperti tatap
muka

Sosialisasi Hasil Audit BPK
Tahun 2016

1 kali

 -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media luar
ruang seperti baliho, brosur
leflet bulletin

Sosialisasi melalui Iklan
Layanan Masyarakat

2 kali

 Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan kelompok
informasi di masyarakat di
tingkat kecamatan

Sosialisasi melalui Iklan
Layanan Masyarakat

2 kali

 Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan kelompok
informasi di masyarakat di
tingkat kecamatan

Kerjasama penulisan 86 kali
Advetorial 1 kali
Ucapan Selamat 17 kali
Fasilitasi Jumpa Pers
Wartawan

55 kali

Fasilitasi Peliputan
Wartawan

44 kali
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Pagu IndikatifNo.

Jenis
Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

6.2 Pengelolaan Keluhan
dan Aduan

Tersebar se
Kota
Yogyakarta

Pegeloalan Unit
Pelayanan Informasi dan
Keluhan (UPIK)

12 Bulan  Desemenasi dan distribusi
Infromasi melalui media
massa (majalah, radio, TV)

100%                      461,291,929            484,356,525  Seksi Pengelolaan
Keluhan dan Aduan

Pengelolaan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

12 Bulan  -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media baru
internet website

Dialog Interaktif Walikota
Menyapa

360 kali  -Deseminasi dan disitrubusi
informasi melalui media
tradisional seperti pertunra

7  Program Peningkatan
Pelayanan Persandian

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Kec. UH Presentase
Pelayanan
Pengamanan
Informasi.

100%                      897,958,200         1,198,838,520  Bidang Persandian
dan Telekomunikasi

7.1 Kec. UH - Pengamanan Sinyal
Frekuensi

11 bulan Presentase pelayanan
persandian, untuk
pengamanan informasi

100%                      371,745,000            408,919,500  Seksi Operasional
Persandian dan
Telekomunikasi

 Operasional
Persandian dan
Telekomunikasi

7.1 Kec. UH - Pengamanan Sinyal
Frekuensi

11 bulan Presentase pelayanan
persandian, untuk
pengamanan informasi

100%                      371,745,000            408,919,500  Seksi Operasional
Persandian dan
Telekomunikasi

- Pemeliharaan Peralatan
Persandian

30 Unit                               -

- Perawatan dan perbaikan
perangkat PABX dan
billing

12 kali

- Perawatan dan perbaikan
perangkat telepon

12 kali

- Perawatan dan perbaikan
faximilli

12 kali

- perawatan dan perbaikan
pesawat IP Phone

12 kali

- Pembayaran pajak
komunikasi radio (HT)

2 unit

7.2 Kec. UH - Jaring Komunikasi Sandi
Internal Pemerintah Kota
Yogyakarta

55 JKS Terlaksananya jaring
komunikasi persandian

100%                      494,813,200            566,734,520  Seksi
Pengembangan
Persandian dan
Telekomunikasi

- Forum Komunikasi
Persandian

10 kali                               -

- Pengadaan Perangkat
Telekomunikasi

1 paket

7.3  Pengawasan dan
Pengendalian
Komunikasi dan
Informatika

Kec. UH - Laporan penyelenggaraan
pengawasan dan
pengendalian komunikasi
dan informatika

1 dokumen Tersusunnya penyelenggaraan
pengawasan dan
pengendalian komunikasi dan
informatika

100%                        31,400,000               32,970,000  Seksi Pengawasan
dan Pengendalian
Komunikasi dan
Informatika

 Pengembangan
Persandian dan
Telekomunikasi

JUMLAH

 Operasional
Persandian dan
Telekomunikasi

7.3  Pengawasan dan
Pengendalian
Komunikasi dan
Informatika

Kec. UH - Laporan penyelenggaraan
pengawasan dan
pengendalian komunikasi
dan informatika

1 dokumen Tersusunnya penyelenggaraan
pengawasan dan
pengendalian komunikasi dan
informatika

100%                        31,400,000               32,970,000  Seksi Pengawasan
dan Pengendalian
Komunikasi dan
Informatika

17,994,994,909 19,150,002,564JUMLAH
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Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah  : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Target Target Tolok Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat.

- Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

100% Administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
lancar.

100% 2,225,802,005 2,448,382,206 1 DLH

1.1 DLH - Materai yang tersedia. 400 buah 100%           841,756,125            925,931,738 1 DLH

- Pembayaran listrik. 12 bulan

- STNK kendaraan Roda 6
49 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  Tahun 2017

SKPD
Penanggung

jawab

Jenis
Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur

 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

Penyediaan Jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

- STNK kendaraan Roda 6
49 unit

- STNK kendaraan Roda 4
15 unit

- STNK kendaraan Roda 3
32 unit

- STNK kendaraan Roda 2
24 unit

- Bahan dan peralatan
kebersihan yang tersedia 14 jenis

- Jasa kebersihan kantor
12 bulan

- Alat tulis kantor yang
tersedia. 60 jenis

- Jasa percetakan.
4 jenis

- Jasa penggandaan.
40.000 lembar

- Komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
tersedia.

9 jenis

- Peralatan kantor yang
tersedia.

20 jenis

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

Penyediaan Jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

- Peralatan kantor yang
tersedia.

20 jenis

- Peralatan rumahtangga
yang tersedia. 10 jenis

- Bahan bacaan/surat kabar
yang tersedia. 2 jenis
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Target Target Tolok Ukur Target

SKPD
Penanggung

jawab

Jenis
Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur

 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

- Jasa perbaikan peralatan
kerja. 12 jenis

- Jasa Keamanan kantor
12 bulan

- Jasa pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor.

9 jenis

- Pakaian kerja lapangan
yang tersedia.

485 buah

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

DLH - Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan :
SPP, SPM, SPJ dan Laporan
Akuntansi yang tersusun.

4 jenis 100% 1,030,297,880 1,133,327,668 1 DLH

- Dokumen administrasi
kepegawaian yang
terkelola.

50 dokumen ASN

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.- Dokumen administrasi

kepegawaian yang
terkelola.

50 dokumen ASN

- Jasa tenaga bantuan
(NABAN)

42 orang

1.3 DLH - Makanan dan minuman
yang tersedia untuk
pegawai.

347 orang
100% 353,748,000 389,122,800 1 DLH

- Makanan dan minuman
yang tersedia untuk
koordinasi.

75 kali

- Laporan hasil koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah.

42 laporan

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat.

DLH -
Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

Sarana dan
prasarana aparatur
terpelihara dengan
baik.

100% 2,016,540,000 2,218,194,000 1 DLH

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan
Kantor

DLH - Jasa pemeliharaan
bangunan gedung kantor
dan sektor.

7 sektor Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD.

100% 80,575,000 88,632,500 1 DLH

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

Penyediaan Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan
Kantor

DLH - Jasa pemeliharaan
bangunan gedung kantor
dan sektor.

7 sektor Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD.

100% 80,575,000 88,632,500 1 DLH
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Target Target Tolok Ukur Target

SKPD
Penanggung

jawab

Jenis
Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur

 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

2.2 DLH - Jasa pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional roda 2

22 Unit
100% 1,935,965,000

- Jasa pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional roda 3

35 unit

- Jasa pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional roda 4

15 unit

- Jasa pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional roda 6

46 unit

-
Jasa pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional alat berat

1 unit

1Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional

2,129,561,500Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD.

DLH

-
Jasa pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional alat berat

1 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat.

DLH - Terwujudnya
peningkatan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.

100% Sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
meningkat .

100% 218,902,000 240,792,200 1 DLH

- Dokumen perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran.

12 dokumen

Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran tepat
waktu dan kualitas.

100%

- Laporan kinerja SKPD. 15 dokumen Nilai Akuntabilitas
Kinerja SKPD.

B

- Diklat formal yang diikuti. 5 kali Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur.

100%

4 -
Indeks Pencemaran
Udara

78,5
(Baik)

2,143,070,150 2,357,377,165 1 DLH

-
Indeks Kualitas Air

52
(Sangat
Kurang)

218,902,000 240,792,200 DLH1

1

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

DLH

Program Penataan dan
Pengendalian Dampak
Lingkungan

Lingkungan
Hidup dan
Pemanfaatan
Ruang

Kualitas
Lingkungan
Hidup
meningkat.

DLH

2,129,561,500 DLH

-
Indeks Kualitas Air

52
(Sangat
Kurang)

Program Penataan dan
Pengendalian Dampak
Lingkungan

Lingkungan
Hidup dan
Pemanfaatan
Ruang

Kualitas
Lingkungan
Hidup
meningkat.

DLH
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Target Target Tolok Ukur Target

SKPD
Penanggung

jawab

Jenis
Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur

 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

4.1 - Dokumen kajian tentang
lingkungan hidup.

5 dokumen Peningkatan jumlah
dokumen kajian
lingkungan hidup.

20% 849,027,200 933,929,920 2 DLH

- Dokumen lingkungan yang
disetujui.

850 dokumen Peningkatan jumlah
usaha/kegiatan
yang memiliki
dokumen
lingkungan.

17.00%

4.2 - Fasilitas konservasi air
tanah yang
terbangun/terpelihara.

100 unit Peningkatan jumlah
fasilitas konservasi
air tanah.

52.94% 1,294,042,950 1,423,447,245 2 DLH

- Usaha yang memiliki izin
Tempat Penyimpanan
Sementara B3

50 usaha Peningkatan jumlah
usaha yang
memiliki izin TPS
B3.

8.33%

Kajian Dampak
Lingkungan

Pengendalian
Pencemaran dan
Limbah B3

DLH

DLH

- Usaha yang memiliki izin
Tempat Penyimpanan
Sementara B3

50 usaha Peningkatan jumlah
usaha yang
memiliki izin TPS
B3.

8.33%

- Usaha/kegiatan
berpotensi pencemaran
lingkungan yang dibina.

40 usaha /
kegiatan

Peningkatan jumlah
usaha/kegiatan
berpotensi
pencemaran yang
terbina.

68.75%

5 - Penghargaan
lingkungan yang
diterima.

3
pengharg

aan

3,582,300,000 3,940,530,000 DLH

- Tingkat pengelolaan
lingkungan oleh dunia
usaha.

66.67%

5.1 Optimalisasi Sumber
Daya Lingkungan Hidup

- Sekolah dan PP yang
dibina menjadi sekolah/PP
berwawasan lingkungan.

- 25 sekolah
- 2 PP

Seluruh sekolah dan
PP berpredikat
berwawasan
lingkungan.

72.64% 1,720,000,000 1,892,000,000 1 DLH

- Publikasi dan informasi
tentang lingkungan hidup.

18 kali Cakupan informasi
LH meningkat.

20.00%

Program
Pengembangan
Kapasitas Lingkungan
Hidup

Lingkungan
Hidup dan
Pemanfaatan
Ruang

Kualitas
Lingkungan
Hidup
meningkat.

Pengendalian
Pencemaran dan
Limbah B3

DLH

DLH

DLH
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Target Target Tolok Ukur Target

SKPD
Penanggung

jawab

Jenis
Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur

 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

5.2 Penaatan dan
Pemantauan
Lingkungan

- Lokasi Kualitas udara
(ambien roadsite, ambien
permukiman, ambien
indoor, ozon, uji emisi gas
buang kendaraan) yang
terpantau.

100 lokasi Kualitas udara
terpantau.

71.43% 615,000,000 676,500,000 2 DLH

- Lokasi kualitas air yang
terpantau. 300 lokasi

Kualitas air
terpantau.

20.00%

- % usaha/kegiatan yang
mentaati pengelolaan
lingkungan perusahaan.

80% Peningkatan jumlah
usaha kegiatan
yang mentaati
pengelolaan
lingkungan
perusahaan.

2.00%

5.3 UPT Laboratorium
Pengujian Kualitas
Lingkungan

- Jumlah sampel parameter
kualitas air yang diuji.

300 sampel Tersedianya data
dan analisa hasil
pemeriksaan
kualitas air sungai /
sumur.

1 dokumen 1,247,300,000 1,372,030,000 1 BLHDLH

DLH

5.3 UPT Laboratorium
Pengujian Kualitas
Lingkungan

- Jumlah sampel parameter
kualitas air yang diuji.

300 sampel Tersedianya data
dan analisa hasil
pemeriksaan
kualitas air sungai /
sumur.

1 dokumen 1,247,300,000 1,372,030,000 1 BLH

- Parameter pengujian
kualitas air terakreditasi
yang terlayani.

5 parameter
Layanan pengujian
lab meningkat.

20.83%

6 Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Publik

Lingkungan
Hidup dan
Pemanfaatan
Ruang

Kualitas
Lingkungan
Hidup
meningkat.

DLH - % luasan Ruang
Terbuka Hijau yang
dikelola.

0.22% 8,032,337,110 8,835,570,821 DLH

6.1 Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau Publik

DLH - Ruang Terbuka Hijau
Publik (RTHP) di Kota
Yogyakarta yang tertata.

1.100 m2 Peningkatan luasan
RTHP yang dikelola.

0.02% 1,216,120,540 1,337,732,594 2 DLH

- Ruang Terbuka Hijau
Publik (RTHP) di Kota
Yogyakarta yang
terpelihara.

24.345 m2 RTHP yang
terpelihara
kondisinya.

100%

6.2 Pertamanan dan
Perindang Jalan

DLH
-

Taman kota yang
direhab/direnov.

3 lokasi
Taman kota dalam
kondisi baik.

63.63%
6,816,216,570 7,497,838,227 2 DLH

- Pohon perindang yang
ditanam di jalur hijau di
Kota Yogyakarta.

500 pohon Peningkatan jumlah
pohon perindang.

2.86%

Lingkungan
Hidup dan
Pemanfaatan
Ruang

Kualitas
Lingkungan
Hidup
meningkat.

DLH

- Pohon perindang yang
ditanam di jalur hijau di
Kota Yogyakarta.

500 pohon Peningkatan jumlah
pohon perindang.

2.86%

7 Program Pengelolaan
Persampahan

DLH - Tingkat pengelolaan
sampah mandiri oleh
masyakarat.

94.27%
20,165,699,100 22,182,269,010 DLH

- Tingkat layanan
penanganan sampah.

89.67%

Lingkungan
Hidup dan
Pemanfaatan
Ruang

Kualitas
Lingkungan
Hidup
meningkat.
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Target Target Tolok Ukur Target

SKPD
Penanggung

jawab

Jenis
Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur

 Indikator Kinerja
Pagu Indikatif

2017
Prakiraan Maju

2018
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

7.1 Pengurangan Sampah DLH - Kelompok masyarakat
pengelola sampah yang
dibina.

350 kelompok Meningkatnya
jumlah kelompok
pengelola sampah.

20.69% 1,445,000,000 1,589,500,000 2 DLH

- Fasilitas pengurangan
sampah yang tersedia dan
terkelola.

1 lokasi Meningkatnya
jumlah sampah
yang dikelola di
TPST 3R.

0.51%

7.2 DLH - Sarana dan prasarana
penanganan sampah yang
tersedia.

20 unit Peningkatan Sarana
dan prasarana
penanganan
sampah.

34% 10,313,000,000 11,344,300,000 2 DLH

- Sarana prasarana tempat
penampungan sampah
sementara (TPSS) yang
direnovasi.

7 lokasi Peningkatan
pemeliharaan
sarpras
penanganan
sampah.

6.93%

Penanganan Sampah

- Sarana prasarana tempat
penampungan sampah
sementara (TPSS) yang
direnovasi.

7 lokasi Peningkatan
pemeliharaan
sarpras
penanganan
sampah.

6.93%

7.3 Pemungutan Retribusi
Kebersihan

DLH - Pendapatan retribusi
kebersihan.

 Rp 3,308,000,000 Peningkatan
pendapatan
retribusi
kebersihan.

4.97% 1,387,648,700 1,526,413,570 2 DLH

7.4 Pembersihan Sampah DLH - Pelayanan pengangkutan
sampah dari TPS/Depo ke
TPA.

100% Terangkutnya
timbulan sampah
dari TPS ke TPA.

100% 7,020,050,400 7,722,055,440 2 DLH

- Penyapuan jalan di Kota
Yogyakarta.

526 penggal Jalan di Kota
Yogyakarta bersih
dari sampah.

94.26%

38,384,650,365 42,223,115,402

Penanganan Sampah

TOTAL
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Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3
URUSAN PILIHAN
Urusan Pariwisata

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

GK Terwujudnya Kelancaran
Administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100%                  523,537,460             537,547,461 Dinas pariwisata

1.1 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan

GK Materai 6000 an yang tersedia 100 buah

Materai 3000 an yang tersedia 400  buah

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil Program

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                  325,595,332

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan

            327,595,332

SKPD Penaggung
jawab

Perkiraan Maju

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

Materai 3000 an yang tersedia 400  buah

Jasa Pengiriman / Paket
 -

STNK Roda 4 yang diperpanjang
izinnya

2 Unit

STNK Roda 3 yang diperpanjang
izinnya

1 Unit

STNK Roda 2 yang diperpanjang
izinnya

6  Unit

tenaga teknis taman 1 orang

Retribusi sampah 12 bulan
Jasa Kebersihan Kantor 1 paket

bahan  dan peralatan kebersihan
yang tersedia

14 jenis

Alat tulis kantor Yang tersedia 49 jenis

Alat tulis kantor  tersedia (UPT
Malioboro)

49 jenis

Cetak Amplop Dinas 4000
exemplar

Cetak Amplop UPT Malioboro 1000
exemplar

Cetak Stop map Dinas 1600
exemplar

Cetak Stop map UPT 400
exemplar

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                  325,595,332             327,595,332

Cetak Stop map UPT 400
exemplar

Jasa Penggandaan / FC 134.000
lembar

Komponen instalasi  listrik atau
penerangan bangunan kantor yang
tersedia

6 jenis
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil ProgramNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan
SKPD Penaggung

jawab
Perkiraan MajuPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

Jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis

Komponen Peralatan dan
Perlengkapan  kantor yang tersedia

7 jenis

Komponen  Komputer yang tersedia 22 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor

2 jenis

Peralatan Rumah tangga yang
tersedia

9 jenis

bahan bacaan atau surat kabar yang
tersedia

2 jenis

Peraturan perundang-undangan yang
tersedia -
Peraturan perundang-undangan yang
tersedia -

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 paket

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

GK  - Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan : SPP, SPM,
SPJ, dan Laporan Akuntansi yang
tersusun

5 jenis 100%                    99,040,128             109,050,129

 - Dokumen Admisistrasi
Kepegawaian yang terkelola

12
dokumen

ASN
  - Jasa Tenaga Bantuan 2 oarang

1.3 Penyediaan rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi

GK Makan dan Minum yang tersedia
untuk

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                    98,902,000             100,902,000

a. Koordinasi 100 kali

b. Pegawai 242 kali

c. makan minum tamu 58 kali

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

c. makan minum tamu 58 kali

Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 111



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil ProgramNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan
SKPD Penaggung

jawab
Perkiraan MajuPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

 a. perjalanan Dinas luar daerah
dalam provinsi

19 laporan

b, perjalanan Dinas luar daerah luar
provinsi

9  laporan

c. Konsultasi ke Jakarta 4 laporan

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

GK Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

100%                  125,352,540             127,352,540 Dinas pariwisata

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan  Kantor

GK Jasa pemiliharaan gedung / bangunan
kantor / tempat

100%                    24,953,040               25,953,040

Gedung kantor Dinas 1 unit

Dukungan terhadap
peningkattan
sarana dan

prasarana aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Gedung kantor Dinas 1 unit

Gedung kantor UPT malioboro 1 unit

Bahan baku bangunan 3 jenis

Bahan / Bibit Tanaman 2 jenis

2.2 GK Jasa pemiliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas / operasional

100%                  100,399,500             101,399,500

 - Roda 4 4 unit
 - Roda 3 2 unit
 - Roda 2 11 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

GK Terwujudnya peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

100%                    90,730,000               91,735,000 Dinas pariwisata

Penyediaan dan
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional

Dukungan terhadap
peningkattan
sarana dan
prasarana aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Dukungan terhadap
peningkattan
sarana dan

prasarana aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

GK Terwujudnya peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

100%                    90,730,000               91,735,000 Dinas pariwisata
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil ProgramNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan
SKPD Penaggung

jawab
Perkiraan MajuPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

3.1 Penyusunan  Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

GK Dokumen Perencanaan,
Pengendalian   dan Penganggaran
(Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA,
dll )

6 Dokumen Tersedianya
dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan
Penganggaran

100%                    90,730,000               91,735,000

Laporan  Kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Fisik dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP,
Profil SKPD)

6 Dokumen Nilai Akuntabilatas
Kinerja SKPD

4 Program Pengembangan
dan Pemasaran Wisata

Pertumbuhan
Ekonomi

Kunjungan
Wisatawan
Meningkat

Kota
Yogyakart
a

Jumlah Kunjungan
Wisatawan di Daya Tarik
Wisata

 3.000.000
orang

100%             12,862,807,857        13,066,551,856 Dinas Pariwisata4 Program Pengembangan
dan Pemasaran Wisata

Pertumbuhan
Ekonomi

Kunjungan
Wisatawan
Meningkat

Kota
Yogyakart
a

Jumlah Kunjungan
Wisatawan di Daya Tarik
Wisata

 3.000.000
orang

100%             12,862,807,857        13,066,551,856 Dinas Pariwisata

4.1 Kegiatan Pengelolaan dan
Pengembangan  Obyek
Daya Tarik Wisata

Terlaksananya
Pengelolaan dan
Pengembangan  Obyek
Daya Tarik Wisata

Dukungan terhadap
pencapaian jumlah
kunjungan
wisatawan

33%               1,695,139,000

A. Penyusunan Event Informasi
Pariwisata

1. Calendar Event Mingguan 52 kali

2. Calendar Event Tahunan 1 kali

B. Pengembangan ODTW

1. Pengembangan Potensi Kampung
Wisata

1 kali

2. Gelar Potensi 1 kali

3. Sosialisasi Kampung Wisata /
Pokdarwis

1 kali

4. Workshop Kampung Wisata 1 kali4. Workshop Kampung Wisata 1 kali

4.2 Kegiatan Promosi dan
Pemasaran  Pariwisata

1. Pameran Dalam Negeri Dukungan terhadap
pencapaian jumlah
kunjungan
wisatawan

33%               5,167,728,830

 -
  - Pameran Pariwisata 3 kali
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil ProgramNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan
SKPD Penaggung

jawab
Perkiraan MajuPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

 - Travel Dialog 2 kali

 - Jogja Kraetif 12 kali

 - Jogja Night Carnival ( Pawai Budaya
Jogja )

1 kali

 - Famtrip 1 kali
 - Jogja Day 1 kali
 - Pembuatan Materi Pariwisata 6 jenis

 - Pelayanan Informasi 2 jenis

 - Promosi Media Masa 3 kali

 - Pemilihan Dimas Diajeng
Yogyakarta

1 kali

2. Promosi Luar Negeri2. Promosi Luar Negeri

 - Pameran Pariwisata 2 kali

 - Promosi Media Masa 1 kali

3. Kerjasama Pemasaran Pariwisata

 - TPO 1 kali
 - Java Promo 1 kali

 - Pengiriman Misi Promosi Pariwisata 2 kali

 - Perikatan Kerjasama Pariwisata 2 kali

 - Penjajagan Pariwisata 2 kali

 - Workshop dan seminar Pariwisata 12 kali

4. Survey dan Analisa Pasar

 - Penghitungan Jumlah Kunjungan
Wisatawan

2 kali

Kegiatan  Pengelolaan
Kawasan Malioboro

 - Penghitungan Jumlah Kunjungan
Wisatawan

2 kali

4.3  A. Pengelolaan Keamanan Kawasan
Malioboro

Dukungan terhadap
pencapaian jumlah
kunjungan
wisatawan

33% 5,999,940,027

 1. Pengamanan Kawasan Malioboro  60 orang

Kegiatan  Pengelolaan
Kawasan Malioboro
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil ProgramNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan
SKPD Penaggung

jawab
Perkiraan MajuPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

 2. . Pengawasan CCTV  12 bendel
laporan

 3. Pengurusan Frekuensi Radio
pancar ulang/HT

 1 kali ijin

 B. Pengelolaan Kebersihan Kawasan
Malioboro

 1. . Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo
Mulyo), Jl.Malioboro

 11.209 m2
dan 18.230
m2 /12 bln

 2. Penyapuan TKP I  12 bulan
 3.  Penyemprotan Jalan dan trotoar  200 kali

 C. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kawasan Malioboro
 C. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kawasan Malioboro

 1. Pemeliharaan Taman dan Pergola  1 paket

 2. Pemeliharaan Jaringan Listrik
kawasan Malioboro

 1 paket

 3. Pemeliharaan panggung mobile  1 buah

 4. Pemeliharaan  CCTV  1 ruang
kendali, 22

cctv
 5.  Pemeliharaan Studio Radio dan
jaringan bawah tanah

 1 studio
dan

jaringannya

  6. Prunning  2 kali
 D. Pengelolaan Informasi Kawasan
Malioboro
 1. Pengelolaan Radio Kawasan
Wisata Malioboro

 12 bulan /
laporan

  2.  Pengelolaan Pengaduan  1 paket
 E. Peningkatan SDM Kawasan
Malioboro
 1. Pembinaan PKL  1 kali 1. Pembinaan PKL  1 kali
  2. Pembinaan Angkutan Non Mesin  1 kali

 3. Pembinaan Lesehan  1 kali
 4. Pembinaan Seniman Malioboro  1 kali

 5. Pembinaan guide kawasan
Malioboro

 1 kali
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil ProgramNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan
SKPD Penaggung

jawab
Perkiraan MajuPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

 6. Laporan hasil kunjungan
konsultasi/undangan/ promosi

 3 laporan
konsultansi,
1 lap study

banding

 F. Pengelolaan Pendapatan Parkir
TKP
 1. Cetak blanko  8 jenis
  2. pengelolaan bagi hasil retribusi
TKP 1 dan TKP 2

 12 bulan

5 Program Peningkatan
Kualitas Atraksi Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan
Ekonomi

Lama Tinggal
Wsatawan meningkat

Kota
Yogyakart
a

Rata -rata lama tinggal
wisatawan meningkat

2 hari

100%               5,001,278,040          5,170,519,040 Dinas Pariwisata

5.1 Kota
Yogyakart
a

1. Kajian Ekonomi Kreatif 1 kali Dukungan Terhadap
Peningkatan  rata
rata lama tinggal

50%               1,831,500,000Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Ekonomi
Kreatif

5.1 Kota
Yogyakart
a

1. Kajian Ekonomi Kreatif 1 kali Dukungan Terhadap
Peningkatan  rata
rata lama tinggal

50%               1,831,500,000

2. Gelar Potensi Ekonomi Kreatif 3 kali

3. Pembinaan Usaha Pariwisata 40 kali

4. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 40 kali

5. Survey Kepuasan Wisatawan 1 dokumen
laporan

6. Penghitungan lama tinggal
wisatawan

1 dokumen
laporan

7. Penyusunan Dosier Jogja Creatif
City

1 dokumen
laporan

5.2 1. Pentas kangen Jogja 10 kali 0.5               3,169,778,040

2. PMPS 1 kali

3. Pentas Atraksi Wisata di kampung
wisata

17 kali

4. Pentas Kawasan 10 kali

5. Pentas Event Khusus 40 kali

Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Ekonomi
Kreatif

Kota
Yogyakart

a

Kegiatan Penyelenggaraan
Atraksi  Pariwisata

Dukungan Terhadap
Peningkatan rata
rata lama tinggal

wisatawan

5. Pentas Event Khusus 40 kali

6. Pengiriman Misi Kesenian

 - Luar DIY 1 kali
 - Dalam DIY 1 kali

7. FGD Atraksi Wisata 1 kali
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target  1/2/3

Keluaran Kegiatan Pagu IndikatifHasil ProgramNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Hasil Kegiatan
SKPD Penaggung

jawab
Perkiraan MajuPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Jenis
Kegiatan

6 Program Pengembangan
Taman Pintar

Pertumbuhan
Ekonomi

Jumlah Pengunjung
Taman Pintar

Kec.
Gondoma
nan

Pengunjung Taman Pintar
Meningkat

800,000
orang

100%             13,000,000,000        13,000,000,000 Dinas Pariwisata

6.1 Kegiatan Operasional
Layanan BLUD Taman
Pintar

Layanan Taman Pintar 12 bulan

Dukungan terhadap
peningkatan jumlah
kunjungan Taman
Pintar

100%             13,000,000,000        13,000,000,000

31,603,705,897 31,993,705,897JUMLAH TOTAL
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1/2/3 1/2/3

1 Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%               440,000,000           484,000,000

1.1 Umbulharjo - Materai 6000 yang tersedia 300 bh;               165,000,000                     181,500,000 Berjalan KPMP

- Materai 3000 yang tersedia 600 bh
- STNK roda 4 yang terbayar 3 unit
- STNK roda 2 yang terbayar 6 unit
- Alat Kebersihan Kantor yang tersedia  4 Kantor
-  Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 unit komputer

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

100%

Tolok Ukur Target

Wajib
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target

Rumusan Rencana Program dan  Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah  : Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  Perempuan dan Perlindungan Anak

No

Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan

Prioritas Pembangunan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

Kegiatan Penyediaan jasa,
Peralatan, dan perlengkapan
kantor

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

-  Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 unit komputer
- Alat tulis kantor yang tersedia kertas dan buku, alat

tulis, bahan penghapus,
dan tationery

- Jasa penggandaan  300.000 lembar
- Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan yang tersedia
24 Titik lampu dan
peralatan koneksinya

- Peralatan & Perlengkapan Kantor yang
tersedia

supplies 6 unit printer

-  Peralatan Rumah Tangga yang tersedia Pengisian Tabung gas 2
TPA dan KPMP

- Bahan Bacaan & Peraturan Per UU yang
tersedia

16 Buku

1.2 Umbulharjo - Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan
akuntansi yang tersusun

4 jenis               110,000,000                     121,000,000 Berjalan KPMP

Dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola

25 Dokumen ASN

 Jasa Tenaga Bantuan 3 org

1.3 Umbulharjo Makanan & Minuman yang tersedia untuk
pegawai

23 pegawai               165,000,000                     181,500,000 Berjalan KPMP

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

Koordinasi Dalam
propinsi 28 oh;
koordinasi luar propinsi
44 oh

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

100%

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

100%

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

100%

Kegiatan Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Rapat rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

Koordinasi Dalam
propinsi 28 oh;
koordinasi luar propinsi
44 oh

2 Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%               283,000,000           311,300,000

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran.

100%

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
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1/2/3 1/2/3
Tolok Ukur Target

Wajib

Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan

Prioritas Pembangunan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

2.1 Umbulharjo Jasa pemeliharaan Gedung / bangunan
kantor/tempat

4 gedung kantor Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
fungsi SKPD

              208,000,000                     228,800,000 Berjalan KPMP

Tersedia Jasa Tenaga Teknis 2 org

2.2 Umbulharjo Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

                75,000,000                       82,500,000

a. Roda 4 (empat) 3 unit
a. Roda 2 (dua) 6 unit

3 Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                 67,000,000              73,700,000

Kegiatan Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin/Berkala Kend
dinas/Operasioanal

Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur yangProgram Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kegiatan Pemeliharaan
rutin/Berkala Gedung/Bangunan
Kantor

3 Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                 67,000,000              73,700,000

3.1 Umbulharjo Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA,
DPA)

5 dokumen
tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100%

                67,000,000                       73,700,000 Berjalan KPMP

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen
nilai akuntabilitas
kinerja SKPD

BB

Pelatihan pendalaman pemahaman
pemberdayaan masyrakat dan
perlindungan perempuan dan anak

50 org
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

100%

Tersedia Jasa Tenaga Teknis 1 org

4 Sosial Budaya Kemiskinan
masyarakat
menurun

Swadaya murni
masyarakat
meningkat

5%           2,890,000,000        3,179,000,000

4.1 Umbulharjo Pendampingan Kelembagaan LPMK dan RW 45 Kel, 14 Kec            1,660,000,000                 1,826,000,000 Berjalan KPMP

Pendampingan Kelembagaan Pokjanal
Posyandu

1 Gugus tugas

Pendampingan Kelembagaan PKK (sekretariat,
honor lembaga, tpa beringharjo, tk pkk)

1 TP PKK, 14 Kec, 45 Kel

Kegiatan Pembinaan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD

Program Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan
Kemasyarakatan

4.2 Umbulharjo Pendataan Swadaya Murni Masyarakat 45 Kel, 1 Dokumen            1,230,000,000                 1,353,000,000 Berjalan KPMP

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat

1 Kegiatan

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun
Desa(TMMD)

2 Tahap

Gelar TTG (TeknologiTepat Guna) 1 Pemenang
Peningkatan peran Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)

90 org

Pendampingan 10 Program Pokok PKK
1 TP PKK

Kegiatan Pembinaan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan
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1/2/3 1/2/3
Tolok Ukur Target

Wajib

Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan

Prioritas Pembangunan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

Pendampingan partisipasi masyarakat di
bidang keagamaan

1 Kegiatan

5 Sosial Budaya Kemiskinan
masyarakat
menurun

Persentase kasus
kekerasan dalam
Rumah Tangga

0.49%           1,500,000,000        1,650,000,000

5.1 Umbulharjo               795,000,000                     874,500,000 Berjalan KPMP

Pendampingan pemenuhan peneilaian
Anugreah Parahita Ekapraya

1 Anugerah

Pendampingan Anggaran Responsif Gender 51 SKPD

Pendampingan Kelompok Sadar Gender 1 Gugus Tugas
Pennyusunan Data terpilah 1 Dokumen
Pendampingan Kelembagaan Organisasi
Perempuan (GOW, DWP, Tpa Prabhadarma),
Hari Besar Perempuan

14 Organisasi

Penyusunan Pedoman Penanganan Korban
Kekerasan Berbasis Gender

1 Dokumen

Penyusunan Database Perlindungan
Perempuan dan Anak

1 Database

Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan

Kegiatan Pembinaan
Pengarusutamaan Gender

Penyusunan Database Perlindungan
Perempuan dan Anak

1 Database

Penyusunan Pedoman  Perlindungan
Perempuan dan Anak pada situasi bencana

1 Dokumen

5.2 Umbulharjo Pembentukan dan Pendampingan Kelompok
Rintisan Usaha

27 Kelompok               705,000,000                     775,500,000 Berjalan KPMP

Pendampingan P2W-KSS 6 Kelurahan                                          -
Pendampingan UP2K-PKK 45 Kelurahan
Pendampingan Usaha Perempuan Kepala
Keluarga Korban kekerasan

20 KK

Pendampingan GSI 1 Pokjatap
Pendampingan FPKK 1 Forum
Pendampingan Gugus Tugas PTPPO 1 Gugus Tugas                                          -

6 Sosial Budaya Kemiskinan
masyarakat
menurun

Menurunnya kasus
kekerasan terhadap
anak

2.00%           1,600,000,000        1,760,000,000

6.1 Umbulharjo Pendampingan Forum Anak 1 Kegiatan               735,000,000                     808,500,000 Berjalan KPMP

Peringatan Hari Anak 1 Kegiatan
Pendampingan TMPI 1 Kegiatan                                          -
Pendampingan dan pembentukan KLA - KRA 1 Kegiatan

Pengelolaan SIGA 1 Kegiatan
Pengelolaan Data Korban Kekerasan 1 Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan
Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Anak

Kegiatan Pembinaan
Pengarusutamaan Hak Anak

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan
Perlindungan Anak

6.2 Umbulharjo

Sosialisasi KHA

1 Kegiatan               565,000,000                     621,500,000 Berjalan KPMP

Pendampingan Kegiatan Anak 1 Kegiatan                                          -
Penanganan Korban Kekerasan 1 Kegiatan                                          -

Pembentukan Puskesmas Ramah Anak
1 Kegiatan

Pembentukan Sekolah Ramah Anak 1 Kegiatan
Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual
Anak

1 Kegiatan

Pendampingan KPAI-D 1 Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan
Perlindungan Anak
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1/2/3 1/2/3
Tolok Ukur Target

Wajib

Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan

Prioritas Pembangunan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pagu Indikatif

6.3 UPT P2TP2A Umbulharjo Penanganan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

20 Kasus               300,000,000                     330,000,000 Berjalan KPMP

Monev Penanganan Korban 500 data kasus

          6,780,000,000        7,458,000,000JUMLAH
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Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Tolok Ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Terwujudnya
kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100% 1,729,870,260 1,816,363,773 Dinas
Penanama
n Modal
dan
Perizinan

1.1 - Materai 450 buah 100% 778,181,900 817,090,995 sdg berjalan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Penyediaan  Jasa , Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

1.1 - Materai 450 buah 100% 778,181,900 817,090,995 sdg berjalan

- Perangko 5600 buah

STNK roda 4 yang terbayar 4 unit sdg berjalan

STNK roda 2 yang terbayar 15 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

10 jenis sdg berjalan

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 75 jenis

 Jasa percetakan 16 jenis

 Jasa penggandaan 90.000 lbr

Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia

19 jenis sdg berjalan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 4 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

34 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 10 jenis

Penyediaan  Jasa , Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
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Tolok Ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

Penyediaan pakaian dinas harian 90 stel sdg berjalan

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan: SPP,SPM,SPJ dan laporan
akuntansi yang tersusun

4 jenis         503,522,860          528,699,003

Dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola

61 dokumen
ASN

Jasa tenaga bantuan 20 orang

1.3 Penyediaan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Penyediaan makanan dan minuman
pegawai,rapat maupun tamu :

        448,165,500          470,573,775 sdg berjalan

- Makan dan minum pegawai 90 orang

- Makan dan minum rapat 10 kali

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%

- Makan dan minum rapat 10 kali

- Makan dan tamu 8 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

15 laporan sdg berjalan

2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya  sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100% 315,128,000 330,884,400 Dinas
Penanama
n Modal
dan
Perizinan2.1 Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung / Bangunan Kantor
Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan
kantor

6 jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

100% 173,185,000 181,844,250 sdg berjalan

2.1 Penyediaan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

100% 141,943,000 149,040,150 sdg berjalan

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%
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Tolok Ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan

Terwujudnya
peningkatan  capaian
kinerja dan keuangan

100% 81,324,000 85,390,200

dinzin

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD

- Dokumen perencanaan , pengendalian dan
penganggaran ( renstra,  reiew renstra,
Renja, PK, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang
tersusun )

6 dokumen Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100% 81,324,000 85,390,200 sdg berjalan

- Laporan kinerja SKPD (LAKIP,Laporan
keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang
tersusun)

6 jenis
laporan

Nilai akuntabilitas
Kinerja SKPD

- Laporan kinerja SKPD (LAKIP,Laporan
keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang
tersusun)

6 jenis
laporan

Nilai akuntabilitas
Kinerja SKPD

4 Program Pelayanan Penanaman
Modal dan Perizinan

Penerbitan Izin sesuai
standar pelayanan
perizinan

91% 3,189,050,985 4,966,041,974 Dinas
Penanama
n Modal
dan
Perizinan

4.1 Pelaksanaan Koordinasi dan
Penelitian Lapangan

1. Pengecekan permohonan izin oleh tim
penelitian lapangan dan pengendalian
perizinan

400 izin 1. Meningkatnya
kegiatan membangun
bangunan gedung
dan kegiatan
berusaha yang
memiliki izin melalui
dinas perizinan

400 izin         755,682,125          793,466,231 sdg berjalan

2. Penelitian dan koordinasi
penyelenggaraan perizinan di dinzin

2798 izin 2. Meningkatnya
kepastian hukum di
bidang pembangunan
gedung dan usaha di
Kota Yogyakarta

2.798 izin
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Tolok Ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

3. Analisa gambar situasi di dinas perizinan 950 GS 3. Selesainya gambar
situasi IMB di Dinas
Perizinan

950 GS

4. Analisa struktur  bangunan gedung 129 IMB 4. Perhitungan
struktur bangunan
gedung sesuai
dengan standar
nasional indonesia
(SNI)

129 IMB

5. Pengolahan berkas permohonan IMB 1.300 berkas 5. Meningkatnya
kepastian berkas
yang terkendali

1.300
berkas

6. Klinik pelayanan perizinan 129 berkas 6. Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan tata
ruang

129 berkas6. Klinik pelayanan perizinan 129 berkas 6. Meningkatnya
kesesuaian
pemanfaatan tata
ruang

129 berkas

7. Koordinasi pengesahan gambar dan
uraian pertelaan rumah susun

10 dok 7. Terselesaikannya
dokumen gambar dan
uraian pertelaan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku

10 dok baru

8. Koordinasi pencermatan dan penelitian
dokumen pertelaan

10 dok 8. Selesainya
dokumen gambar dan
pertelaan sesuai
persyaratan teknis
dan adminstrasi

10 dok

4.2 Pelaksanaan Operasional
Pelayanan Perizinan

1. Pelayanan pemohon izin 8000
pemohon

Izin terbit tahun 2017 8000 izin 2,029,770,000 2,131,258,500 sdg berjalan

2. Pelaksanaan pencermatan berkas
pendaftaran izin

8000 berkas

3. Pelaksanaan Pencermatan Permohonan
Advice Planing

500 berkas

4. Laporan hasil pengendalian administrasi
perizinan

12 laporan
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Tolok Ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4.3 Pelaksanaan Penerbitan
Perizinan

1. Pelaksanaan pencermatan berkas
permohonan izin

8000
pemohon

Izin terbit tahun 2017 8000 izin 403,598,860 423,778,803 sdg berjalan

2. Laporan hasil tindak lanjut dan
pengendalian pasca penerbitan izin

12 kali
laporan

3. Penyediaan sarana pendukung
administrasi perizinan dalam bentuk
dokumen cetak

8 kel izin

5 Program Pengawasan dan
Penanganan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan

Kesesuaian antara izin
dengan pelaksanaan
kegiatan

60 668,263,930 701,677,127 Dinas
Penanama
n Modal
dan
Perizinan

5.1 Pengawasan  Perizinan Kota
Yogyakarta

1. Pelaksanaan pengawasan izin  yang
diterbitkan Dinas PM dan Perizinan

1200 izin 1. Terlaksananya
pengawasan izin yang
diterbitkan di Kota
Yogyakarta

1200 Berita
Acara

478,582,930 502,512,077 sdg berjalan5.1 Pengawasan  Perizinan Kota
Yogyakarta

1. Pelaksanaan pengawasan izin  yang
diterbitkan Dinas PM dan Perizinan

1200 izin 1. Terlaksananya
pengawasan izin yang
diterbitkan di Kota
Yogyakarta

1200 Berita
Acara

478,582,930 502,512,077 sdg berjalan

2. Analisa dan tindak lanjut hasil
pengawasan izin

1 dokumen 2. Tersusunnya
dokumen hasil
analisa dan tindak
lanjut hasil
pengawasan izin

1 dok

3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota
Yogyakarta

1 dokumen 3. Tersusunnya
laporan hasil evaluasi
pelaksanaan
perizinan di kota
yogyakarta

1 laporan

4. Proses pencermatan permohonan SLF 50
permohonan

4. Terlaksananya
proses pencermatan
permohonan SLF

50 dok

5.2  Pengelolaan Pengaduan
Perizinan Kota Yogyakarta

1.  Pelayanan pengaduan perizinan dari
masyarakat

60 pengaduan 1. Terlaksananya
pelayanan
pengaduan perizinan
dari masyarakat

60 penga
duan

189,681,000 199,165,050 baru
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No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2. Analisa permasalahan pengaduan
perizinan

1 dokumen 2. Tersusunnya
dokumen hasil
analisa permasalahan
pengaduan perizinan

1 dokumen

3. Pengecekan lokasi pengaduan 30 pengaduan 3. Terlaksananya
pengecekan lokasi
pengaduan perizinan

30 berita
acara

4. Evaluasi permasalahan perizinan 1 dokumen 4. Tersusunnya
laporan hasil evaluasi
permasalahan
perizinan

1 laporan4. Evaluasi permasalahan perizinan 1 dokumen 4. Tersusunnya
laporan hasil evaluasi
permasalahan
perizinan

1 laporan

6 Program Pengembangan
Penanaman Modal

Peningkatan investasi 10% 1,201,652,430 1,261,735,052 Dinas
Penanama
n Modal
dan
Perizinan

6.1 Pemeliharaan : Tersedianya: 584,452,430 613,675,052 sdg berjalan

Aplikasi SIM PM dan Perizinan,
SPIPISE,SIPO,Simjaki

4 aplikasi  Aplikasi SIM PM dan
Perizinan, SPIPISE,
SIPO, Simjaki

1 aplikasi

Sub domain Dinas PM dan Perizinan 1 sub domain Sub domain Dinas PM
dan Perizinan

1 sub
domain

Pengembangan SIM PM dan Perizinan,
SPIPISE,SIPO,Simjaki

1 unit Tersedianya SIM di
bidang Perizinan

1 unit

Penyediaan hardware 2 macam Tersedianya
hardware

24 unit

a. Printer dot matrik 4 unit

b. Monitor 10 unit

Berkas arsip perizinan terkelola dengan baik 31 jenis izin Tersedia berkas arsip
dalam pelayanan
data

92.400
berkas

Pengelolaan Data dan  Informasi
Perizinan
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No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Ahli media (scan & entri) dokumen gambar
pada berkas IMB

19.482 lembar Tersedianya alih
media ( scan & entri )
gambar pada berkas
IMB

19,482

Penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur 7500 berkas Tersusutnya arsip in
aktif

7.500
berkas

Duplikat dan legalisir proses izin sesuai
prosedur

220 pemohon Terlayaninya duplikat
dan legalisir izin

220
pemohon

6.2 Identifikasi potensi PM 1 dok Teridentifikasinya
potensi PM

1 dok 296,655,000 311,487,750 sdg berjalan

Bahan Promosi 1 jenis Terpenuhinya bahan
promosi

1 jenis

Pengembangan dan
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal Bahan Promosi 1 jenis Terpenuhinya bahan

promosi
1 jenis

Pelayanan informasi PM 1 dok Terlaksananya
pelayanan informasi
PM

1 dok

6.3 Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan PM

Pengendalian pelaksanaan PM 1 dok Terlaksananya
pengendalian
pelaksanaan PM

1 dok 320,545,000 336,572,250 sdg berjalan

Monev kegiatan PM 1 dok Terlaksananya monev
kegiatan PM 1 dok

Sosialisasi dan forum komunikasi di bidang
PM

2 kali Terselenggaranya
sosialisasi dan forum
komunikasi di bidang
PM

2 kali

7 Program Penguatan Regulasi dan
Pengembangan Kinerja Layanan
Penanaman Modal dan perizinan

Ketersediaan Regulasi
sebagai   dasar
pelayanan  perizinan

100% 891,111,730 935,667,317 Dinas
Penanama
n Modal
dan
Perizinan

7.1 Pengkajian dan Sosialisasi
Peraturan perizinan

1. Kajian peraturan dibidang palayanan
perizinan

3 dokumen Kepastian hukum
dalam bidang
perizinan

100% 362,794,950 380,934,698 sdg berjalan

Pengembangan dan
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal
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No
Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD

Penanggu
ng jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2. Draft rancangan peraturan
daerah/peraturan walikota/keputusan
kepala dinas

4 dok draft

3. Sosialisasi peraturan perizinan    melalui :

 - Dialog interaktif melalui    radio 3 x siaran
- Sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan
kelurahan

2x pertemuan

- Penyederhanaan perizinan IMB dan izin
gangguan

Proses izin
lebih
sederhana

- Penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec.
Sesuai dengan ketentuan

Proses izin
IMB dan HO
sesuai dengan
SPP dan SOP

- Penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec.
Sesuai dengan ketentuan

Proses izin
IMB dan HO
sesuai dengan
SPP dan SOP

7.2 Pengelolaan Data Perizinan 1. Berkas arsip perizinan terkelola dengan
baik

31 jenis izin 1. Tersedianya berkas
arsip dalam
pelayanan data

92.400 brks 277,762,000 291,650,100 sdg berjalan

2. Alih media (scan dan entri) dokumen
gambar pada berkas IMB

19.482 lbr 2. Tersedianya alih
media (scan dan
entri) dokumen
gambar pada berkas
IMB

19.482 lbr

3. Penyusutan arsip perizinan sesuai
prosedur

7.500 berkas 3. Tersusutnya arsip
in aktif

7.500
berkas

baru

4. Duplikat dan legalisir proses izin sesuai
prosedur

220 pemohon 4. Terlayani duplikat
dan legalisir izin

220
pemohon

7.3 Pengukuran Kinerja Pelayanan 1. Pengukuran kinerja melalui : Peningkatan kinerja
pelayanan perizinan

81,26 (skor) 528,316,780 554,732,619 sdg berjalan

- Survey IKM 6000 resp
- Pelaksanaan IHT 6 kali
2. Pemantapan pelembagaan ISO  pada
Dinzin kota Yogyakarta

1 dok

8,076,401,335
10,097,759,842TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

Urusan/Bidang urusan Prioritas
No Pemerintahan Daerah dan Daerah SKPD

Program Kegiatan Penanggung Jawab

1 Kinerja Aparatur 100% 1,261,695,754 1,324,780,542
dan Birokrasi

1.1 Umbulharjo materai 6000 yang tersedia 1400 buah 100% 709,938,450 745,435,373 sedang
materai 3000 yang tersedia 2300 buah berjalan
Jasa pengiriman/paket 175 paket

STNK Roda 4 yang terbayar 17 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan kantor

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

Sasaran Lokasi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Program  Pelayanan
Administrasi Perkantoran

STNK Roda 4 yang terbayar 17 unit

STNK Roda 2 yang terbayar 35 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 13 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan 100% sedang
Jasa Tenaga Keamanan 7 orang berjalan
Alat tulis kantor yang tersedia 66 jenis 100% sedang
Jasa Percetakan 2 jenis 100% sedang
Jasa penggandaan  393,751

lembar
100% sedang

Komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor yang tersedia

29 jenis
berjalan

Pembayaran listrik 12 bulan

Pembayaran telepon 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar 3 jenis 100% sedang
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia 4 jenis 100% sedang
Jasa Perbaikan peralatan kerja 3 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia

32 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor

4 kali berjalan
jasa pemeliharaan Taman 12 bulan

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Umbulharjo Dokumen administrasi penatausahaan keuangan :
SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100%
293,757,304 308,445,169 sedang

Dokumen Administrasi Kepegawaian 50 Dokumen

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

Dokumen Administrasi Kepegawaian 50 Dokumen

Jasa Tenaga Bantuan 11 orang 100% sedang

1.3 Umbulharjo Makan dan minum yang tersedia untuk 100% 258,000,000 270,900,000
a. koordinasi 54 kali sedang
b pegawai 90 orang berjalan
Laporan hasil koordinasi dan 25 laporan sedang
konsultasi keluar daerah berjalan

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional

Kegiatan Penyediaan Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi
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Urusan/Bidang urusan Prioritas
No Pemerintahan Daerah dan Daerah SKPD

Program Kegiatan Penanggung Jawab

Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Sasaran Lokasi

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

meningkat

Terwujudnya
sarana dan
prasarana aparatur
yang memadai

100% Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang
memadai

100% 738,655,000 775,587,750 Dinsosnakertrans

2.1 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Umbulharjo Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor

12 bulan
Dukungan terhadap
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

100% 177,295,000 177,295,000 sedang

2.2 Umbulharjo 1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

100% 561,360,000 561,360,000 sedang

a. roda 4 (empat) 17 unit

b. roda 2 (dua) 35 unit

c. Roda 3 1 unit

3 Program Peningkatan 100% 99,565,000 104,543,250 Dinsosnakertrans
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

Kegiatan Penyediaan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Dukungan terhadap
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

3.1
Umbulharjo 1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan

penganggaran : renstra, renja,  PK, RKA, DPA
7 dokumen

99,565,000 104,543,250
sedang

2. Laporan Kinerja SKPD :  LAKIP, Laporan Keuangan
dan Fisik, SPM, SKM, SPIP

5 laporan
berjalan

3. Profil SKPD 1 dokumen

4. Penyusunan SPP 1 dokumen

4 Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial

Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat
menurun

Persentase PMKS
yang mendapatkan
perlindungan sosial 70%

4,152,913,304 4,360,558,969

Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial

4.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Umbulharjo 1. Jumlah Anak Panti Asuhan se Kota Yk yang
mengikui forum Kreativitas

550 anak
862,614,378 905,745,097

Seksi Perlindungan
Sosial

2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban
Bencana Bantuan Korban Bencana

12 kali

3. Jasa Piket Tagana 365 hari

4. Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan 80 orang

5. Forum Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut
Usia Potensial

2 kali

7. Laporan Pelaksanaan Gebyar Hari Lanjut Usia Kota
Yogyakarta

1 kali

8. Laporan Pelaksanaan Workshop Komisi Daerah
Lanjut Usia

15 kali

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

Dukungan terhadap
terwujudnya
penatausahaan keuangan
dan manajemen
pencapaian kinerja
program

8. Laporan Pelaksanaan Workshop Komisi Daerah
Lanjut Usia

15 kali

4.2 Kegiatan Jaminan dan
Bantuan Sosial

Umbulharjo 1. Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Asistensi
Sosial

250 orang 955,103,966 1,002,859,164 Seksi Jaminan dan
Bantuan Sosial

2. Jasa Monitoring dan Evaluasi Distribusi Rastra 14 kali

3. Jasa Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH)

12 kali

4. Laporan Hasil Pemberian Santunan Kematian Bagi
Keluarga Yang Memiiki KMS

800 orang
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Urusan/Bidang urusan Prioritas
No Pemerintahan Daerah dan Daerah SKPD

Program Kegiatan Penanggung Jawab

Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Sasaran Lokasi

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

5. Laporan Hasil Evaluasi Program Simpanan Keluarga
Sejahtera (PSKS)

1 kali

6. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah 12 bulan

7. Jenazah Terlantar Yang Dimakamkan 40 Jenazah

8. Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar Yang
Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta

125 orang

4.3 Kegiatan Pelayanan Anak di
Rumah Pengasuhan Anak
Wiloso Projo

Umbulharjo Anak terlantar yang dilayani 30 anak

888,891,728 933,336,314

UPT Rumah
Pengasuhan Anak
Wiloso Projo

4.4 Kegiatan Pelayanan di Rumah
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Terlantar Budhi Dharma

Umbulharjo Jompo terlantar yang dilayani 70 Lansia

1,446,303,232 1,518,618,394

UPT Rumah Pelayanan
Sosial Lanjut Usia
Terlantar "Budhi
Dharma"

5 Program Advokasi dan
Rehabilitasi Sosial

Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat
menurun

Prosentase PMKS
yang tertangani

70% 1,226,317,318 1,287,633,184 Bidang Advokasi dan
Rehabilitasi Sosial

5 Program Advokasi dan
Rehabilitasi Sosial

Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat
menurun

Prosentase PMKS
yang tertangani

70% 1,226,317,318 1,287,633,184 Bidang Advokasi dan
Rehabilitasi Sosial

5.1 Kegiatan Rehabilitasi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Umbulharjo 1. Panyandang disabilitas yang mengikuti kursus
kerajinan dan mendapatkan bantuan modl usaha

15 orang

482,082,992 506,187,142 Seksi Rehabilitasi Sosial

2. Keluarga penyandang  disabilitas yang mengikuti
pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha

20 orang

3. Keluarga dengan anak disabilitas yang tergabung
dalam FKKADK/Paguyuban Keluarga dengan
Disabilitas

5 lembaga

4. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti
pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha

20 orang

5. Klien Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan
dan bantuan modal usaha

40 orang

6. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti
pelatihandan medapatkan   bantuan modal usaha

20 orang

7. Anak rentan hidup di  Jalan yang mengikuti
pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha

20 orang

8. Masyarakat peserta penanganan anjal,  dan
gepeng

14 kecamatan

9.Anak jalanan yang mendapatkan motivasi 60 orang
10.Gelandangan Pengemis  yang mengikuti pelatihan
dan mendapatkan bantuan modal usaha

20 orang10.Gelandangan Pengemis  yang mengikuti pelatihan
dan mendapatkan bantuan modal usaha

20 orang

11.Penyandang Disabilitas memperingati hari
kelahirannya

500 orang

12.Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti
pelatihan

20 orang

13. Penyandang Sakit Jiwa yang dikirim ke RS Jiwa 50 orang

14. Penguatan sosial psikologis korban Napza dan HIV
AIDS

20 orang
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Urusan/Bidang urusan Prioritas
No Pemerintahan Daerah dan Daerah SKPD

Program Kegiatan Penanggung Jawab

Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Sasaran Lokasi

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

5.2 Umbulharjo 1. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas

1 unit
744,234,326 781,446,042

Seksi Advokasi dan
Pendampingan

2. Permohonan alat bantu bagi penyandang
disabilitas

8 kali

3. Bayi Terlantar yang ditangani dan Rekomendasi
yang diberikan untuk Pengangkatan anak

25 bayi

4. Surat Rekomendasi bagi PMKS 300 orang

5. Advokasi penanganan PMKS 100 kali

6. KUBE FM yang memperoleh Pembinaan Lanjut
(Binjut)

10 KUBE FM

7. Jasa KIE KUBE FM dan USEP KM bagi pengurus 6 Kegiatan (125
KUBE FM,56

USEP KM)

8. LKM KUBE FM dan  USEP KM yang memperoleh
pendampingan

6Kegiatan

Kegiatan Advokasi dan
Pendampingan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

7. Jasa KIE KUBE FM dan USEP KM bagi pengurus 6 Kegiatan (125
KUBE FM,56

USEP KM)

8. LKM KUBE FM dan  USEP KM yang memperoleh
pendampingan

6Kegiatan

9. Pendampingan KUBE FM dan USEP KM 10 orang

10. Penyusunan Profil KUBE FM 1 Kegiatan

11. Peringatan HDI 1 Kegiatan

6 Program Data, Informasi dan
Pemberdayaan Sosial

Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat
menurun

Persentase PSKS
yang aktif

80% 1,959,993,394 2,057,993,064 Bidang Pemberdayaan
Sosial

6.1 Kegiatan Pendataan PMKS
dan PSKS

Umbulharjo 1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan
Sosial

1 dokumen
1,218,829,768 1,279,771,256

Seksi Data dan
Informasi Sosial

2. Data base PSKS 1 dokumen

3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi 1 dokumen

4. Perwal Pendataan Keluarga Sasaran jaminan
Perlindungan Sosial

1 dokumen

5. Kepwal Parameter Keluarga Sasaran jaminan
Perlindungan Sosial

1 dokumen

6.2 Umbulharjo 1. PSM  petugas verifikasi data yang mengikuti
Pelatihan Teknis Pengelolaan Data

150 orang
741,163,626 778,221,807

Seksi Pemberdayaan
Sosial

2. PSM yang memperoleh  Pelatihan Bimbingan Dasar 80 orang

3. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut 80 orang

4. Pengurus Karang Taruna  yang mendapat pelatihan 45 orang

5. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN 100 anak

Kegiatan Pemberdayaan
Potensi Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

4. Pengurus Karang Taruna  yang mendapat pelatihan 45 orang

5. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN 100 anak

6. PSM, Karang Taruna, LKS, TKSK berprestasi Tingkat
Kota Yogyakarta

5 Jenis
kejuaraan

7. Optimalisasi PSKS dengan :

 - Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang
sosial

80 orang

  - Karang Taruna yang dibina 45 Kelurahan

  -  PSM yang dibina 45 Kelurahan

  - LKS yang dibina 30 lembaga
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Urusan/Bidang urusan Prioritas
No Pemerintahan Daerah dan Daerah SKPD

Program Kegiatan Penanggung Jawab

Indikator Kinerja
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Sasaran Lokasi

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

  - WKSBM yang dibina 22 buah

  - TKSK yang dibina 2 kegiatan

- Peserta Workshop PSKS 75 orang

  - Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk 12 bulan

8. Peserta Sosialisasi Peraturan tentang Pengumpulan
Sumbangan Sosial dan Undian Berhadiah

120 orang

9. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pendaftaran LKS140 orang

10. KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta 30 orang

9,439,139,770 9,911,096,759TOTAL
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional

100%            1,119,304,582         1,119,304,582

1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor

Kec.
Umbulharjo

Materai 6000 yang tersedia 950 lbr 100%               476,306,370            476,306,370

Materai 3000 yang tersedia 2550 lbr

Jasa Pengiriman / Paket 175  paket

Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan

Kec
Umbulharjo

STNK roda 4 yang terbayar 6 unit                               -
STNK roda 3 yang terbayar 0 unit

STNK roda 2 yang terbayar 29 unit

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan
operasional perkantoran

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

STNK roda 2 yang terbayar 29 unit

Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

Kec
Umbulharjo

bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

69 jenis

                              -
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec

Umbulharjo
alat tulis kantor yang tersedia 153 jenis                               -

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Kec
Umbulharjo

barang cetakan dan penggandaan 654,600 lbr                               -
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Kec
Umbulharjo

komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

12 bulan
                              -

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Kec
Umbulharjo

Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang
Tersedia

2 jenis
                              -

Peraturan Perundang - Undangan Yang
Tersedia

4 jenis

Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

Kec
Umbulharjo

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9 jenis                               -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Kec
Umbulharjo

Komponen Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Yang Tersedia

18 jenis
                              -

 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

135 kali

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Kec
Umbulharjo

Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 2 jenis
                              -

Jasa Pemeliharaan Taman 12 bulan

1.2 Penyediaan jasa Pengelola
Pelayanan perkantoran

Kec.
Umbulharjo

Dokumentasi Administrasi
Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM,
SPJ dan Laporan Akuntansi Yang
Tersusun

4 jenis Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan
operasional perkantoran

100%               242,748,212

           242,748,212
Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

14 dokumen
ASN

Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

14 dokumen
ASN

Penyediaan Jasa Tenaga
Bantuan

Kec
Umbulharjo

Jasa Tenaga bantuan 8 orang

1.3 Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan konsultansi

Kec.
Umbulharjo

rapat koordinasi 111 kali 100% 400,250,000 400,250,000

tamu 1,990 orang
pegawai 50 orang

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,

keuangan dan
operasional perkantoran
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

Kec
Umbulharjo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke Luar Daerah

87 laporan

2 Program Peningkatan Sarana
dan Aparatur

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah

Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100%               475,296,000            475,296,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Kec
Umbulharjo

Pemeliharaan Gedung Dinas Koperasi 1 paket Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 146,410,000            146,410,000

2.2 Kec
Umbulharjo

kendaraan roda 4 6 unit 328,886,000            328,886,000

kendaraan roda 3 0 unit

kendaraan roda 2 29 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan DInas/Operasional

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100%

kendaraan roda 2 29 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%               140,922,500            140,922,500

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
laporan Capaian Kinerja SKPD

Kec
Umbulharjo

Dokumen perencanaan, pengendalian
dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,
RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100%               140,922,500

           140,922,500
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas
Kinerja SKPD

Kenaikan omset
pertahun

10% 1,249,999,930 1,249,999,930

Kenaikan aset
pertahun

10%

4.1 UH 1. Penyuluhan dan Bimbingan Teknik: 504,467,450 504,467,450

- Penyuluhan
Peningkatan Kelembagaan Kelompok
pra koperasi

10 Kelompok

- Diklat Akuntansi
bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi

30 Koperasi

- Bimbingan
Kelembagaan Koperasi

20 Koperasi

- Bintek Standart
 Operasional Manajemen bagi KSP

30 Koperasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan DInas/Operasional

Pembinaan Kelembagaan
Koperasi

1. Kepastian hukum bagi
kelompok dan
peningkatan teknis
pengelolaan koperasi

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100%

4 Program Peningkatan Kualitas
Koperasi

  Pertumbuhan
Ekonomi

Pendapatan
masyarakat
meningkat

10 klp, 110
kop

- Bintek Standart
 Operasional Manajemen bagi KSP

30 Koperasi

- Bintek Administrasi
 Keuangan bagi Pengawas Koperasi

30 Koperasi
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2. Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah 20 Koperasi 2. Peningkatan
pengetahuan dan
motivasi bagi
pengurus/pengawas
manajemen syariah

20 Koperasi

3. Pelatihan bagi Pengawas Manajemen
Koperasi Syariah

20 Koperasi 3. Peningkatan
pemahaman dan
pengetahuan DPM

20 Orang

4.  Sosialisasi
Dewan Pengawas Syariah

20 Koperasi 4. Peningkatan
pemahaman peran DPS
 Dewan Syariah Nasional

20 Orang

5. Pelatihan Sistem Manajemen
Koperasi bagi koperasi syariah

20 Koperasi 5.Penerapan Sistem
Manajemen koperasi
sesuai ketentuan

20 Koperasi

6. Sosialisasi  perkoperasian di 14
Kecamatan

14 kecamatan 6. Peningkatan
pengetahuan
perkoperasian
masyarakat

14 Kecama
tan

6. Sosialisasi  perkoperasian di 14
Kecamatan

14 kecamatan 6. Peningkatan
pengetahuan
perkoperasian
masyarakat

14 Kecama
tan

7. Sosialisasi BPJS dan Perpajakan 30 orang 7. Peningkatan
keikutsertaan koperasi
pada program
penjaminan dan
perpajakan

30 orang

8. Workshop / Sarasehan dalam rangka
Harkop ke 70

50 orang 8. Peningkatan
pengetahuan
pengelolaan dan
pengembangan koperasi

50 orang

9.  Monitoring
 dan Evaluasi Koperasi Syariah

15 Kopsyah 9. Tersedianya data
perkembangan dan
inventarisasi
permasalahan kopsyah
di Yogyakarta

15 Kopsyah

10. Lomba Tangkas Trampil
Perkoperasian

15 siswa SMP,
15 siwa SMA,
5 PT

10. Peningkatan
pengetahuan
perkoperasian bagi
siswa/mahasiswa

15 siswa
SMP, 15
siswa SMA,
5 PT

11. Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke
70

2 Koperasi 11. Partisipasi
peringatan Hakopnas ke
70

2 Koperasi

12. Monev Koperasi yang belum RAT 30 Koperasi 12. Peningkatan
pelaksanakan RAT oleh
koperasi

30 Koperasi

13. Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif 10 Koperasi 13. Peningkatan
kelembagaan dan usaha
koperasi

10 Koperasi13. Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif 10 Koperasi 13. Peningkatan
kelembagaan dan usaha
koperasi

10 Koperasi

14. Lomba Koperasi berprestasi
menurut kelompok

5 koperasi 4
jenis

14. Peningkatan
tatakelola koperasi
sesuai dengan ketentuan

5 koperasi 4
jenis
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4.2 Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi

  - - Kota
Yogyakarta

Monitoring dan Evaluasi 17 macam Data Perkembangan
Program Pembiayaan
dan Bantuan

17 macam               745,532,480 745,532,480

1. Program Dana Bergulir APBD 11 LKM 1. Program Dana
Bergulir APBD

11 LKM

2. Program BBM 21 LKM/ Kop 2. Program BBM 21 LKM/
Kop

3.Program MAP 2 LKM/ Kop 3.Program MAP 2 LKM/ Kop
4. Program Agribisnis 2 LKM/kop 4. Program Agribisnis 2 LKM/kop
5. Program P3KUM 21 LKM/kop 5. Program P3KUM 21 LKM/kop

6. Program DB Syariah 5 Kop 6. Program DB Syariah 5 Kop

7. Program Mitigasi 7 LKM/ Kop 7. Program Mitigasi 7 LKM/ Kop
8. Program PERKASA 1 LKM/kop 8. Program PERKASA 1 LKM/kop
9. Monev DB APBD dan APBN ke
lapangan

72 LKM/ Kop 9. Monev DB APBD dan
APBN ke lapangan

72 LKM/
Kop

10. Pinjaman Daerah MKPL 5 Kop 10. Pinjaman Daerah
MKPL

5 Kop

11. Program Dana Bergulir DIY 30 Kop 11. Program Dana
Bergulir DIY

30 Kop

10. Pinjaman Daerah MKPL 5 Kop 10. Pinjaman Daerah
MKPL

5 Kop

11. Program Dana Bergulir DIY 30 Kop 11. Program Dana
Bergulir DIY

30 Kop

12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL 8 Kec 12. Program Pinjaman
Tendanisasi PKL

8 Kec

13. UED SP 25 UED SP 13. UED SP 25 UED SP

14. BUKP 14 BUKP 14. BUKP 14 BUKP

15. Program Bansos Koperasi Perkotaan
/ Perdesaan

20 Kop 15. Program Bansos
Koperasi Perkotaan /
Perdesaan

20 Kop

16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU 5 Kop 16. UKM Mart, Smesco
Mart, TPKU

5 Kop

17. Penerima LPDB 9 Kop 17. Penerima LPDB 9 Kop

Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM 5 Kegiatan Pembinaan Usaha
Koperasi dan UKM

5 Kegiatan

1. Penilaian Kesehatan Koperasi 75 koperasi Data tingkat kesehatan
koperasi

75 Koperasi

2. Pengawasan Koperasi

- Pengawasan Koperasi dilapangan 20 Koperasi Pembinaan tatakelola
koperasi

20 Koperasi

- Pembinaan dan pengawasan koperasi
head to head

5 Koperasi Intensifikasi tatakelola
koperasi

5 Koperasi

3. Klinik Koperasi Sehat 1 Kegiatan 1. Konsultansi,
Pendampingan dan atau
Kebijakan terkait
Program Perkuatan bagi
Koperasi, LKM dan BUKP

1 Kegiatan   Pokir
Dewan/Inovasi
Daerah

3. Klinik Koperasi Sehat 1 Kegiatan 1. Konsultansi,
Pendampingan dan atau
Kebijakan terkait
Program Perkuatan bagi
Koperasi, LKM dan BUKP

1 Kegiatan   Pokir
Dewan/Inovasi
Daerah

- Perangkat komputer untuk operator
KKS

1 paket

-  Forum updating data KKS 100 koperasi

- Penyusunan studi kebijakan
pembukaan
kantor cabang,kantor cabang
pembantu dan kantor kas

1 paket
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

- Forum komunikasi pembina, assosiasi,
dan lembaga  gerakan koperasi

4 kali

4. Gelar Produk Koperasi dan UKM 8 Koperasi 4. Sarana promosi
melalui Gelar Produk
Koperasi dan UKM

8 Koperasi

5. Cooperatif Fair 4 Koperasi 5. Sarana promosi
melalui Cooperatif Fair

4 Koperasi

6. Pelatihan Motivasi Teknis
Pengelolaan BUKP

14 BUKP 6. Pengelola BUKP
bertambah wawasan,
pengetahuan dan
ketrampilan

14 BUKP

7. Jogja Expo 4 Koperasi 7. Sarana promosi
produk koperasi melalui
Jogja Expo

4 Koperasi

8. Gelar Potensi dan Produk koperasi
dalam rangka Hari Koperasi

20 Koperasi 8. Sarana Promosi
melalui Gelar potensi
dan Produk Koperasi
dalam Rangka Hari
Koperasi

20 Koperasi8. Gelar Potensi dan Produk koperasi
dalam rangka Hari Koperasi

20 Koperasi 8. Sarana Promosi
melalui Gelar potensi
dan Produk Koperasi
dalam Rangka Hari
Koperasi

20 Koperasi

Meningkatnya omset 5%            2,849,989,880 2,849,989,880

Meningkatnya nilai
program

10%

5.1 Kemitraan dan Pembiayaan
UMK

Kota
Yogyakarta

Pengembangan Kemitraan dan
Pembiayaan UMK

8 kali  Kemitraan  UMKM  dan
stakeholder
terjalin baik

240 UMKM            1,250,000,000 1,250,000,000

UMK Promo 4 kali Meningkatnya inovasi
dan Produk unggulan
UMK

16 UMKM

Gebyar UMK 1 kali Meningkatnya Produk
UMK

44 UMKM

Inovasi Pengembangan dan Pemasaran
UMK

2 kali Meningkatnya
Pemasaran UMK

30 UMKM

Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama,
Kemitraan dan Tindaklanjut UMK

8 kali Terjalinnya Kemitraan UMK antar Daerah8  UMKM

5 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah

  Pertumbuhan
Ekonomi

Kesenjangan
pendapatan
masyarakat
menurun
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

5.2 Pembinaan, Pengembangan dan
Pemberdayaan UMK

Pelatihan Bisnis
Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp )
IV

1 kali/paket Bertambahnya pelaku
Aneka Usaha

40 UMKM 1,599,989,880.00         1,599,989,880

Kota
Yogyakarta

Pengembangan
wawasan Dekranasda

1 Kali Menambah wawasan
pengurus dan member
dekranasda

40 UMKM

Lanjutan
Kota
Yogyakarta

Gathering kemitraan member dekranas 1 kali Silaturahmi dan tukar
pengalaman antar
member dekranasda

200 UMKM

Baru
Kota
Yogyakarta

Ajang promosi dekranas
pameran

2 kali Sarana informasi dan
promosi produk UMKM

1 paket
Baru

Kota
Yogyakarta

Pemasaran Produk
 dalam Kota member Dekranas

4 orang ,2 lokasiProduk member
Dekranasda dapat
terpasarkan di gerai
kriya dan XT Square

11 bulan, 40
UMKM

Lanjutan
Jawa Cetak Buku Hasil

 Lomba Disain Batik Khas Jogja
500
eksemplar

Buku Hasil Lomba
Disain Batik Khas Jogja

250 eksemp
lar

Lanjutab
Kota
Yogyakarta

Cetak Buku  batik
 warna alam

500
eksemplar

Buku  batik
 warna alam

200 eksemp
lar

Lanjutan

Kota
Yogyakarta

Cetak Buku  batik
 warna alam

500
eksemplar

Buku  batik
 warna alam

200 eksemp
lar

Lanjutan
Kota

Yogyakarta
IUM 14 Kec Pelaku Usaha semakin

paham pentingnya
legalitas usaha mikro
dan kecik

14 Kec, 2
kali

Kota
Yogyakarta

Operasional Pusat
Pengembangan UMKM

5 org/11bln Pelayanan di Griya
UMKM

11 Bln
Lanjutan

Kota
Yogyakarta

Konsultasi Bisnis
dan Managemen bagi UMKM

3 org x 11 bln Konsultasi Bisnis bagi
UMKM

300 UMKM
Lanjutan

Kota
Yogyakarta

Up dating
 data base UMKM

1 paket Bertambahnya Up date
data base UMKM

4000 UMKM
Baru

Kota
Yogyakarta

Pengembangan
produk UMKM di luar Daerah

2 kali Adanya pasar baru
untuk mempromosikan
dan mengembangkan

3 lokasi
Lanjutan

Jakarta Indonesia Fashion Week (IFW) 1 paket Pelaku usaha fashion
mempromosikan
produknya

4 stand, 4
UKM

Kota
Yogyakarta

Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil 1 paket Pelaku usaha
termotivasi untuk
pemasaran

14 Kec, 30
UKM

Kota
Yogyakarta

Kajian Pola Distribusi dan Wilayah
Pemasaran Produk UMKM

1 paket Dokumen Kajian Pola
Distribusi dan Wilayah
Pemasaran Produk
UMKM

1 dokumen

Kota
Yogyakarta

Pemantapan Regulasi dan
Pengembangan UMKM

3 kali Kebijakan dan Peraturan
pemerintah  pusat dapat
diterapkan di
daerah/Kota Yogyakarta

3 kaliKota
Yogyakarta

Pemantapan Regulasi dan
Pengembangan UMKM

3 kali Kebijakan dan Peraturan
pemerintah  pusat dapat
diterapkan di
daerah/Kota Yogyakarta

3 kali

Kota
Yogyakarta

Studi komparasi Hasil Kajian 3 kali Materi baru untuk
inovasi

3 lokasi
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

6 Program Pengembangan dan
Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

 Pertumbuhan
Ekonomi

Kesenjangan
pendapatan
masyarakat
menurun

4,282,716,500

4,282,716,500
Bidang
Pengembanga
n Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

6.1 Kota
Yogyakarta

Pencari Kerja yang dilatih melalui: 2,527,617,600 2,527,617,600 Seksi
Pengembanga

Pelatihan MTU :

Pelatihan Teknisi HP 16 orang

Pelatihan Sablon/Percetakan 16 orang

Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi16 orang

Pelatihan Bengkel Mobil 16 orang

Pelatihan Institusional :

Satpam 40 orang

Stir Mobil dan SIM A 60 orang

Perhotelan 25 orang

Kegiatan Pelatihan Produktivitas
Tenaga Kerja dan Pembinaan
Lembaga Pelatihan Kerja

Perhotelan 25 orang

Front Office 32 orang

Travel Agent 16 orang

Pembuatan Kue Roti 32 orang

Tata Boga 32 orang

Tata Rias Kecantikan 16 orang

Tata Rias Pengantin 16 orang

Tata Rias Pengantin Paes Ageng 16 orang

Pelatihan Menjahit Dasar 16 orang

Spa Terapis 16 orang

Menjahit Mahir 16 orang

Menjahit kebaya dan Surjan 16 orang

Pelatihan untuk Difabel 16 orang

Pelatihan Teknik Pendingin 16 orang

Pelatihan Cleaning Service 16 orang

Pelatihan Komputer Desain Grafis dan
Sablon

16 orang

Pelayanan Perdagangan Retail 16 orang

Peserta Pelatihan Peningkatan
Produktivitas Manajemen 5 R

16 orang

Peserta Pelatihan Pengukuran
Produktivitas Perusahaan

16 orang

Calon Peserta Pelatihan yang mendapat
Sosialisasi Program Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja

100 orangCalon Peserta Pelatihan yang mendapat
Sosialisasi Program Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja

100 orang

Peserta Pemagangan yang ditingkatkan
pengalaman kerjanya

169 orang

Peserta Sertifikasi Kompetensi
Perhotelan

20 orang
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi
Kompetensi Instruktur LPK

20 orang

Peserta Bimtek Metode Mengajar dan
Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi
Instruktur LPK

20 orang

Peserta Bimtek Administrasi
Perkantoran bagi LPK

20 orang

LPK yang mendapat Pendampingan
dalam rangka Akreditasi

5 LPK

LPK yang memperoleh penilaian Kinerja 20 LPK

LPK yang memperoleh pembinaan (2
kali)

20 LPK

6.2 Kota
Yogyakarta

1. Calon tenaga kerja terseleksi 500 orang 1,269,832,050 1,269,832,050 Seksi
Bimbingan

2. Tenaga kerja ditempatkan melalui
antar kerja

350 orang

3. Daerah penempatan AKAD yang
mendapat komunikasi dan monitoring
(Job canvasing)

8 lokasi

Kegiatan Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja

3. Daerah penempatan AKAD yang
mendapat komunikasi dan monitoring
(Job canvasing)

8 lokasi

4. Laporan hasil temu konsultasi
BKK,PPTKIS, PPTKS

4 laporan

5. Tenaga kerja mandiri (TKM) yang
terbentuk

7 angkatan
@16 orang

6. Laporan Sosialisasi Penempatan
Tenaga Kerja AKAL, AKAD dan AKAN

14 kec

7. Peserta padat karya infrastruktur 48 orang

8. Data penganggur Kota YK yang
tersedia

1 dokumen

9. Perusahaan yang diberi Bimtek
tentang Informasi Pasar Kerja Online
(IPKOL)

100
perusahaan

10. Peserta didik SMK yang diberi
sosialisasi PBJ dan IPK Online

15 sekolah

11. Dokumen Pelayanan Pencaker
berstandar ISO 9001-2015

1 dokumen

12. Bursa kerja (job fair) 1 kali

6.3 Kegiatan Penempatan
Transmigrasi

Kota
Yogyakarta

1. Calon transmigran trampil Pra PDU
Pertanian

15 KK 485,266,850 485,266,850 Seksi
Pengembanga
n dan2. Calon transmigran yang mendapat

pengarahan dan perpindahan
10 kali

3. Transmigran memperoleh
pengarahan tentang transmigrasi

10 kali3. Transmigran memperoleh
pengarahan tentang transmigrasi

10 kali

4. Komunikasi transmigrasi ke Kab se
DIY dan pusat

5 kali

5. Calon transmigran yang terealisir
penempatannya

15 KK

6. Lokasi
penjajagan/checking/monitoring dan
pengawalan transmigrasi dengan
daerah penempatan

9 lokasi

7. Calon transmigran berkualitas 80 orang
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab
Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

8. Calon transmigran yang siap
berangkat

60 orang

9. Uang saku, alat dan bibit pertanian
yang tersedia

15 KK

7 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Tenaga Kerja

 Pertumbuhan
Ekonomi

Kesenjangan
pendapatan
masyarakat
menurun

1,599,897,950

        1,599,897,950

Bidang
Kesejahteraan
dan
Hubungan
Industrial

7.1 Pembinaan, Pengembangan
Pekerja dan Pengupahan

Kota
Yogyakarta

1. Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta 11 Bulan
660,626,500 660,626,500

Seksi
Kesejahteraan
dan2. Pembinaan, Pengembangan

Kesejahteraan Pekerja
40
perusahaan

3. Pembinaan Kepesertaan Jaminan
Sosial

40
perusahaan

4. FGD Jaminan Sosial 2 kali

5. Pembinaan Peraturan Pemerintah 78
Tahun 2015

3 kali

6. THR Keagamaan bagi pekerja yang
dipantau pembayaran

1 kali

5. Pembinaan Peraturan Pemerintah 78
Tahun 2015

3 kali

6. THR Keagamaan bagi pekerja yang
dipantau pembayaran

1 kali

7. Sosialisasi Penetapan UMK 2018 1 kali

7.2 Kota
Yogyakarta

Pengembangan Hubungan Industrial
bagi Siswa klas 3 SMKN .

3000 siswa
939,271,450 939,271,450

Seksi
Perselisihan

Penyelesaian Kasus Perselisihan
Hubungan Industrial

40 kasus

Deteksi Dini Ketenagakerjaan 24
perusahaan

Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB 40
perusahaan

Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah

3 kesepakatan

Lokakarya terhadap
Pengusaha/SP/Buruh.

1 buah

Peringatan Hari Buruh Nasional Kota
Yogyakarta

1 kali

Laporan hasil Temu Regional Fungsional
Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.

1 buah

Verifikasi SP/SB. 1 kali

Workshop Teknik Negoisasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

1 buah

Laporan Pelaksanaan Pencatatan
penyerahan sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan kpd Perusahaan lain.

11 Bulan

11,718,127,342 11,718,127,342

Kegiatan Pelayanan Hubungan
Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja

TOTAL 11,718,127,342 11,718,127,342TOTAL
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Terwujudnya daya
dukung
pengembangan

Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3

KEC. UH

1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100% 3,115,174,540 3,426,691,994

1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor

Materai yang tersedia 1300 helai 100% 1,045,694,200 1,150,263,620 sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

N
Jasa Pengiriman surat 60  kali 100% 0 sedang berjalan

STNK kendaraan dinas/operasional yang
diperpanjang izinnya

64 unit 100% 0

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Prioritas
Daerah

SKPD
Penanggu
ng jawab

Jenis Kegiatan
Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSasaran Daerah Lokasi

UMBULH
ARJO

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan, dan operasional
perkantoran

sedang berjalanSTNK kendaraan dinas/operasional yang
diperpanjang izinnya

64 unit 100% 0

Jasa KIR kendaraan dinas/operasional 22 unit, 2 kali

Nomor Polisi (Plat nomor) kendaraan
dinas/operasional yang diganti

1 unit

Bahan dan Peralatan Kebersihan yang
tersedia

11 jenis 100% 0 sedang berjalan

Jasa kebersihan Kantor dan gudang 12 laporan

Jasa cuci/laundry 12 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC 10 unit, 2 kali 100% 0

Jasa pemeliharaan dan perbaikan
Komputer

13 unit

Jasa pemeliharaan dan perbaikan Printer 10 unit, 2 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT 48 buah
Jasa pemeliharaan dan perbaikan Mesin
Ketik

13 buah, 2 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang
Elektronik

5 unit, 2 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera 8 buah

Jasa pemeliharaan dan perbaikan Laptop  7 unit

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan, dan operasional
perkantoran

sedang berjalan

sedang berjalan

Jasa pemeliharaan dan perbaikan Laptop  7 unit

Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa
air

2 unit

Alat Tulis Kantor yang tersedia 64 jenis 100% 0 sedang berjalan

Jasa percetakan 13 jenis 100% 0

Jasa penggandaan 449.170 lembar

sedang berjalan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

SKPD
Penanggu
ng jawab

Jenis Kegiatan
Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSasaran Daerah Lokasi

Jasa penjilidan 100 buku

Bahan-bahan komputer/printer yang
tersedia

18 jenis 100% 0

Peralatan dan perlengkapan
kantor/rumah tangga yang tersedia

17 jenis

Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 13 jenis 100% 0 sedang berjalan

Buku bacaan perpustakaan yang tersedia 12 buku

Surat kabar yang tersedia 12 bulan (4 jenis
tiap bulan)

0 sedang berjalanKomponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia

sedang berjalan

15 jenis 100%

Surat kabar yang tersedia 12 bulan (4 jenis
tiap bulan)

Pakaian dan sepatu dinas harian pegawai
beserta kelengkapannya terpenuhi

245 stel 100% 0 sedang berjalan

Pakaian dan sepatu dinas lapangan
beserta kelengkapannya terpenuhi

245 stel

UMBULH
ARJO

Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan dan barang yang tersusun
(SPP,SPM,SPJ,Laporan akuntansi &
Laporan persediaan barang)

5 jenis 100% 1,593,772,340 1,753,149,574 sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

N

Dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola

54 Dokumen ASN

Jasa tenaga bantuan 100% 0

a. Pol PP 73 orang (14 bulan)

b. Dan ops lap (polisi) 1 orang (12 bulan)

Minuman harian pegawai yang tersedia 242 hari 100% 475,708,000 523,278,800 sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

Makanan dan minuman rapat yang
tersedia

172 sesi 100% 0

Makanan dan minuman tamu yang
tersedia

24 sesi

Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

27 laporan

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Keuangan

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan, dan operasional
perkantoran

sedang berjalan

1.3 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi

UMBULH
ARJO

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan, dan operasional
perkantoran

sedang berjalan

Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

27 laporan

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya  sarana
dan prasarana aparatur
yang memadai

100% 991,781,000 1,090,959,100

1.3 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan, dan operasional
perkantoran
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

SKPD
Penanggu
ng jawab

Jenis Kegiatan
Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSasaran Daerah Lokasi

2.1 100% 75,900,000 83,490,000

2.2 UMBULH
ARJO

Jasa service kendaraan dinas/operasional 64 unit 100% 915,881,000 1,007,469,100 sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

N
Kendaraan dinas/operasional yang
diganti suku cadangnya

57 unit

BBM dan Pelumas kendaraan
dinas/operasional yang tersedia

70.764 liter

Kendaraan tidak bermotor yang terawat
dan terpelihara

13 unit

3

Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan
rehab bangunan kantor

1 dokumen Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

sedang berjalan

76,369,500 84,006,450

DINAS
KETERTIBA

N

Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

Meningkatnya
kelancaran
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%

UMBULH
ARJO

Dokumen perencanaan, pengendalian,
dan penganggaran

20 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian,
dan penganggaran

100% 76,369,500 84,006,450 sedang berjalan

Laporan kinerja yang tersusun 28 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja
SKPD

4.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 100% 1,359,425,000 1,495,367,500

Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan  700 dokumen

Penyidikan kasus dengan Berita Acara
Singkat/Biasa

8 kasus

76,369,500 84,006,450PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

Meningkatnya
kelancaran
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian, dan Laporan Capaian
Kinerja SKPD

DINAS
KETERTIBA

N

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%

4 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Persentase
penyelesaian
pelanggaran
Ketertiban,
Ketentraman dan
Keindahan (K3)

80%

sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

N

3,958,939,965 4,354,833,962

Kecamat
an se-
Kota

Yogyakar
ta

Jumlah tersangka yang terjaring Operasi
Pelanggaran Perda pro yustisi

 1000 tersangka Tercapainya penyelesaian
pelanggaran Peraturan
Daerah secara pro yustisi

Penyidikan kasus dengan Berita Acara
Singkat/Biasa

8 kasus

Penegakan Hukum terhadap
saksi/tersangka yang berdomisili di luar
daerah

7 kasus
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

SKPD
Penanggu
ng jawab

Jenis Kegiatan
Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSasaran Daerah Lokasi

Penjemputan tersangka dalam daerah 24 kasus

Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS 15 orang

4.2 100% 2,599,514,965 2,859,466,462

Operasi Penindakan Hukum Terpadu
terlaporkan

80 laporan

Operasi Jogobaran terlaporkan 28 laporan

Operasi penertiban gabungan
terlaporkan

96 laporan

Kecamat
an se-
Kota

Yogyakar
ta

Operasi Gugus Ramadhan terlaporkan 20 laporan Tercapainya penyelesaian
pelanggaran Peraturan
Daerah secara non yustisi

Nama Kegiatan
Baru

DINAS
KETERTIBA

N

Operasi Penertiban Mandiri di Kawasan
Jogja Utara dan Jogja Selatan terlaporkan

12 laporan

Operasi Ketertiban Umum

Operasi penertiban gabungan
terlaporkan

96 laporan

Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah 20 orang

Operasi Tertib kawasan bebas Rokok
terlaporkan

20 laporan

Operasi Tertib cukai Rokok terlaporkan 10 laporan

5.1 Pengamanan Umum dan Penjagaan
Khusus

100% 5,214,903,000 5,736,393,300 Nama kegiatan
baru

DINAS
KETERTIBA

N

Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-
Alun Utara terlaporkan

2 laporan

100%

5 PROGRAM PENINGKATAN
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Cakupan pengendalian
gangguan ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

60%

Operasi Tertib puntung Rokok
terlaporkan

10 laporan

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Kecamat
an se-
Kota

Yogyakar
ta

Pengamanan umum dan pengamanan
kegiatan Pemkot terlaporkan

137 laporan Kondisi yang aman bagi
pejabat, kegiatan pemkot,
terkendalinya gangguan
keamanan, Ketentraman dan
ketertiban di wilayah Kota
Yogyakarta

5,934,708,000 6,528,178,800

Pengamanan tempat penting milik
Pemkot terlaporkan

12 laporan Terkendalinya gangguan
keamanan, Ketentraman dan
ketertiban di Kawasan
Khusus Kota Yogyakarta

Pengamanan tempat penting milik
Pemkot terlaporkan

12 laporan Terkendalinya gangguan
keamanan, Ketentraman dan
ketertiban di Kawasan
Khusus Kota Yogyakarta
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

SKPD
Penanggu
ng jawab

Jenis Kegiatan
Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSasaran Daerah Lokasi

Kegiatan monitoring  penjagaan khusus
terlaporkan

288 laporan

Pengendalian keamanan dan ketertiban
Kawasan Khusus terlaporkan

12 laporan

5.2 Peningkatan Kewaspadaan Dini
Masyarakat

100% 719,805,000 791,785,500 Nama kegiatan
baru

DINAS
KETERTIBA

N
Mediasi kasus pelanggaran perda 4 laporan

Kegiatan monitoring dan penyelidikan
terlaporkan

150 laporan

Patroli Bina Pelajar terlaporkan 32 laporan

Operasional monitoring dan pembinaan
kamling di wilayah kampung terlaporkan

24 laporan

Kecamat
an se-
Kota

Yogyakar
ta

Piket Intel Pol.PP terlaporkan 730 laporan Terkendalinya gangguan
keamanan, Ketentraman dan
ketertiban di wilayah Kota
Yogyakarta

Operasional monitoring dan pembinaan
kamling di wilayah kampung terlaporkan

24 laporan

Patroli sambang wilayah terlaporkan 72 laporan

6.1 Peningkatan Kapasitas Pol.PP Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan
Pol.PP

33 laporan Meningkatnya kesiapsiagaan
PPNS dan Pol.PP

100 orang 309,223,280 340,145,608 sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

N
Tes kesamaptaan 1 dokumen

Bimbingan mental bagi Satpol PP 2 laporan

Lintas Alam bagi PPNS dan Pol.PP 2 laporan

Pemahaman peraturan perundang-
undangan

11 dokumen

Bimbingan Teknis Satpol PP 8 orang

Workshop Pol.PP 2 dokumen

Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah 1 dokumen

6 PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAN PENGKAJIAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Persentase keakurasian
Pol PP dalam bertindak

60%

UMBULH
ARJO

Meningkatnya kecepatan
dan ketepatan PPNS dan Pol
PP dalam penanganan
pelanggaran Perda

40 orang

467,995,780 514,795,358

Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah 1 dokumen

Penyusunan Profil Sat Pol PP 100 buku
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

SKPD
Penanggu
ng jawab

Jenis Kegiatan
Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSasaran Daerah Lokasi

6.2 37 perda 158,772,500 174,649,750

Hasil kajian rancangan produk hukum
daerah

10 dokumen

Hasil kajian penanganan aduan  7 dokumen

Permasalahan hukum yang
dikonsultasikan pada pakar hukum

 4 dokumen

Resume dan kodifikasi produk hukum
daerah yang tersusun

 7 dokumen

Hasil naskah kerjasama yang tersusun 8 dokumen

7 PROGRAM PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Persentase partisipasi
kampung dalam
perlindungan
masyarakat

60% 3,915,881,045 4,307,469,150 DINAS
KETERTIBA

N

sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

N

UMBULH
ARJO

Pengkajian Peraturan Perundang-
undangan

Hasil kajian penegakan peraturan
perundang-undangan yang tersusun

5 dokumen Tersedianya hasil kajian dan
resume peraturan perundang-
undangan

7 PROGRAM PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

KEC. UH Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Persentase partisipasi
kampung dalam
perlindungan
masyarakat

60% 3,915,881,045 4,307,469,150 DINAS
KETERTIBA

N

7.1 100% 2,079,398,565 2,287,338,422

Pelatihan kesamaptaan bagi petugas
linmas terlaporkan

24 laporan

Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi
petugas linmas terlaporkan

1 laporan Terkendalinya gangguan
keamanan, ketentraman,
dan ketertiban di wilayah
Kota Yogyakarta

100%

Pakaian dan sepatu dinas lapangan
petugas linmas beserta kelengkapannya
terpenuhi

450 stel

KTA Linmas bagi petugas linmas
terpenuhi

1.200 buah

Pengamanan wilayah terlaporkan 365 laporan

Piket rescue linmas terlaporkan 365 laporan

Pengamanan pemilukada terlaporkan 3 laporan

DINAS
KETERTIBA

N

Pembinaan dan Mobilisasi Linmas UMBULH
ARJO

Pembekalan Sat Linmas terlaporkan 12 laporan Meningkatnya kemampuan
petugas linmas dalam
penanganan masalah sosial,
bencana dan SAR Linmas
Kota Yogyakarta

Nama kegiatan
baru

Pengamanan pemilukada terlaporkan 3 laporan

Penanganan musibah dan bencana
terlaporkan

36 laporan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
Daerah

SKPD
Penanggu
ng jawab

Jenis Kegiatan
Sasaran
Daerah

Lokasi
Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSasaran Daerah Lokasi

7.2 38.613 orang 1,836,482,480 2,020,130,728

Rembug Kampung Panca Tertib di
wilayah kampung

60 laporan

Sarasehan Penumbuhan Gerakan
Kampung Panca Tertib

180 laporan

Pencanangan Gerakan Kampung Panca
Tertib

15 kampung

Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan
Kampung Panca Tertib terlaporkan

6 laporan

Penjangkauan Gerakan Kampung Panca
Tertib terlaporkan

21.600 Laporan

18,460,849,830 19,296,869,449

2688 laporan Dukungan, peran serta dan
keterlibatan masyarakat
dalam menjaga ketentraman
dan ketertiban umum di Kota
Yogyakarta

sedang berjalan DINAS
KETERTIBA

N

JUMLAH

Pembinaan Masyarakat dan Gerakan
Kampung Panca Tertib

Kecamat
an se-
Kota

Yogyakar

Operasional Duta Ketertiban terlaporkan
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1/2/3 1/2/3
Urusan Wajib

Bidang Urusan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi Publik
yang baik

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Meningkat

Kec. UH Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 814,819,455 894,819,455 839,264,039 864,441,960 sedang
berjalan

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

1.1 Kec. UH 100% 337,086,671 417,086,671 347,199,271 357,615,249 sedang
berjalan

Dinas
Kependuduka─ Materai Rp. 3000 400 buah

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No

Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggung

jawab
Pagu Indikatif

sesuai SE
Prakiraan Maju

sesuai SE
Tolok Ukur

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kegiatan Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan

1.1 Kec. UH 100% 337,086,671 417,086,671 347,199,271 357,615,249 sedang
berjalan

Dinas
Kependuduka─ Materai Rp. 3000 400 buah

─ Materai Rp. 6000 400 buah

─ Perangko 150 buah

─ Jasa Pengiriman 1 kali

─ Pembayaran Jasa Komunikasi 12
bulan

bulan

─ STNK roda 4 yang terbayar 18 unit

─ STNK roda 2 yang terbayar 4 unit

─ Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

─ Jasa Perbaikan peralatan kerja 7 jenis

─ Alat tulis kantor yang tersedia 55 jenis

─ Jasa Percetakan 3 jenis

─ Jasa Penggandaan 91,000 lembar

─ Jasa Penjilidan 350 buku

─ Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia

13 jenis

─ Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang
tersedia

17 jenis

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

─ Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang
tersedia

17 jenis
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1/2/3 1/2/3

No

Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggung

jawab
Pagu Indikatif

sesuai SE
Prakiraan Maju

sesuai SE
Tolok Ukur

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan

─ Peralatan rumah tangga yang
tersedia

7 jenis

─ Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

3 jenis

─ Buku Kependudukan/Capil 10 buku

1.2 Kec. UH 100% 174,638,784 174,638,784 179,877,948 185,274,286

─ Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan : SPP,
SPM, SPJ, dan laporan Akuntansi
tersusun

4 jenis

─ Dokumen administrasi
kepegawaian terkelola

63 dokumen
ASN

─  Jasa tenaga bantuan 6 orang

1.3 Kec. UH Makan dan Minuman yang
tersedia untuk :

100% 303,094,000 303,094,000 312,186,820 321,552,425 sedang
berjalan

─ Pegawai 63 orang

Kegiatan Penyediaan jasa
pengelola pelayanan
perkantoran

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Kegiatan Penyediaan Rapat
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

sedang
berjalan

─ Pegawai 63 orang

─ Koordinasi 88 kali

─ Makan minum Tamu Dinas 151 kali

─ Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

38 laporan

2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Meningkat

Kec. UH Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Yang
Memadai

100% 290,165,000 210,165,000 298,869,950 307,836,049

2.1 Kec. UH Pemeliharaan Gedung/ Kantor
:

100% 100,325,000 45,325,000 103,334,750 106,434,793 sedang
berjalan

─ Jasa Pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor/tempat

3 jenis

2.2 Kec. UH Jasa Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional

100% 189,840,000 164,840,000 195,535,200 201,401,256 sedang
berjalan

─ Kendaraan roda 2 17 unit

─ Kendaraan roda 4 4 unit

Dukungan terhadap
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
mendukung
Kelancaran Tugas dan
Fungsi SKPD

Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
/Bangunan Kantor

Kegiatan Pemeliharaan
rutin/ berkala kendaraan
Dinas/ Operasional

Dukungan terhadap
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
mendukung
Kelancaran Tugas dan
Fungsi SKPD

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Kegiatan Penyediaan Rapat
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

─ Kendaraan roda 4 4 unit

Dukungan terhadap
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
mendukung
Kelancaran Tugas dan
Fungsi SKPD

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil
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1/2/3 1/2/3

No

Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggung

jawab
Pagu Indikatif

sesuai SE
Prakiraan Maju

sesuai SE
Tolok Ukur

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan

4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
& Keuangan

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Meningkat

Kec. UH Terwujudnya
Peningkatan
Capaian kinerja
dan Keuangan

100% 152,978,500 152,978,500 157,567,855 162,294,891

4.1 Kec. UH 100% 152,978,500 152,978,500 157,567,855 162,294,891 sedang
berjalan1. Laporan Kinerja SKPD: LAKIP,

Laporan Keuangan dan Fisik,
SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil
yang tersusun

7 dokumen Nilai Akuntabilitas
Kinerja SKPD

2. Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran: Review
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA,
RKPA, DPA, DPPA, TAPKIN yang
tersusun

8 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

3. Penyusunan SOP Adminduk 1 dokumen

Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan,
Pengendalian, dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

3. Penyusunan SOP Adminduk 1 dokumen

4. Pelaksanaan pembinaan teknis
adminduk

1 dokumen Meningkatnya
kapasitas sumber daya
aparatur

5. Program Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kec. UH Persentase
Pelayanan
Dokumen dan
Surat - Surat
Kependudukan

90% 1,301,625,970 1,301,625,970 1,340,674,749 1,380,894,992

5.1 Kec. UH 100% 601,098,040 601,098,040 619,130,981 637,704,911
1. Pemberian Dokumen KK KTP

bagi pemegang SKOT
150 orang

2. Pengawalan pelayanan
pendaftaran penduduk

14 kecamatan

3. Pelayanan Percepatan KTP-EL 14 kecamatan

4. Pelaksanaan Pelayanan Jemput
Bola Pendaftaraan Penduduk

18 lokasi

5. Pelaksanaan Mobile KTP EL
untuk lansia dan keterbatasan
fisik

45 Kelurahan

6. Mobile KIA untuk pelajar SLTA 12 sekolah

7. Penilaian dan Penghapusan
Arsip Adminduk

46 bendel

8. Pengadaan blanko / formulir
pendaftaran penduduk

16 jenis

Kegiatan Pelayanan
Identitas Penduduk

Dukungan terhadap
terlaksananya
pelayanan dokumen
dan surat - surat
kependudukan

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan,
Pengendalian, dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

8. Pengadaan blanko / formulir
pendaftaran penduduk

16 jenis

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 153



1/2/3 1/2/3

No

Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggung

jawab
Pagu Indikatif

sesuai SE
Prakiraan Maju

sesuai SE
Tolok Ukur

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan

5.2 Kec. UH 100% 700,527,930 700,527,930 721,543,768 743,190,081
1. Evaluasi pelaksanaan pindah

datang  penduduk
20 laporan

2. Penyelenggaraan Sosialisasi
Adminduk

45 kegiatan

3. Penyelenggaraan verifikasi
Rentan Adminduk

150 orang

4. Pendataan Penduduk Non
Permanen

3,148 RT/RW

6. Program Pelayanan
Pencatatan Sipil

Kec. UH Persentase
Pelayanan
Dokumen
Pencatatan Sipil

100.0% 936,605,110 936,605,110 964,703,263 993,644,361

6.1 Kec. UH 1. Pelayanan Proses Pencatatan
Kelahiran

12 kegiatan 100% 534,190,250 534,190,250 550,215,958 566,722,436

─ Surat Keterangan Kelahiran 6,000 Lembar

Kegiatan Pelayanan
Kelahiran dan Kematian

Kegiatan Pelayanan Pindah
Datang dan Pendataan
Penduduk

Dukungan terhadap
terlaksananya
pelayanan dokumen
pencatatan sipil

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Dukungan terhadap
terlaksananya
pelayanan dokumen
dan surat - surat
kependudukan

─ Surat Keterangan Kelahiran 6,000 Lembar

2. Pelayanan Proses Pencatatan
Kematian

10 kegiatan

─ Surat Keterangan Kema an 1,500 Lembar

─ Surat AV 290 Lembar

3. Penataan & Pengelolaan
Digitalisasi Dokumen
Pencatatan Sipil

15000 berkas

4. Pemutakhiran Register Lama 400 buku

5. Pengadaan Dokumen Non
Security Printing Pencatatan
Sipil

22 jenis

6. Restorasi Register Akta 1,500 lembar

7. Percepatan Pelayanan Akta di
wilayah

45 kelurahan

8. Pelayanan Pencatatan kelahiran
Kerja sama dengan Rumah sakit

4 Rumah sakit

6.2 Kec. UH 100% 402,414,860 402,414,860 414,487,306 426,921,925

1. Forum komunikasi dan advokasi 8 Pertemuan

2. Sosialisasi Pencatatan Sipil 2,680 orang

Kegiatan Pelayanan
Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak,
Dan Pewarganegaraan

Dukungan terhadap
terlaksananya
pelayanan dokumen
pencatatan sipil

Kegiatan Pelayanan
Kelahiran dan Kematian

Dukungan terhadap
terlaksananya
pelayanan dokumen
pencatatan sipil

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

2. Sosialisasi Pencatatan Sipil 2,680 orang

3. Keikutsertaan stand PMPS 1 Kegiatan

4. Persidangan & Pencatatan
Perkawinan di lokasi

450 persidangan

Kegiatan Pelayanan
Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak,
Dan Pewarganegaraan

Dukungan terhadap
terlaksananya
pelayanan dokumen
pencatatan sipil

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil
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1/2/3 1/2/3

No

Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan
Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

 Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggung

jawab
Pagu Indikatif

sesuai SE
Prakiraan Maju

sesuai SE
Tolok Ukur

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Target
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan

7. Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

Kec. UH SIAK berfungsi
dengan baik

100% 1,306,505,965 1,306,505,965 1,345,701,144 1,386,072,178

7.1 Kec. UH SIAK berfungsi dengan
baik

100% 1,029,189,000 1,029,189,000 1,060,064,670 1,091,866,610

1. Fasilitas sarana dan prasarana
pengelolaan informasi
administrasi kependudukan

15 titik

2. Pembinaan SDM teknologi
informasi dan komunikasi

4 kali

3. Inovasi pelayanan administrasi
kependudukan

1 modul

4. Pelaksanaan kerjasama
administrasi kependudukan

1 kali

7.2 Kec. UH SIAK berfungsi dengan
baik

100% 277,316,965 277,316,965 285,636,474 294,205,568Kegiatan Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

Kegiatan Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil

7.2 Kec. UH SIAK berfungsi dengan
baik

100% 277,316,965 277,316,965 285,636,474 294,205,568

1. Pengelolaan data
perkembangan kependudukan
tahun 2016

1 buku profil

2. Pengelolaan data laporan
kependudukan tahun 2017

19 buku
laporan
(bulanan,
triwulan,
semester,
tahunan)

3. Penerbitan buku Analisis
kependudukan

1 jenis

4. Penyajian informasi
kependudukan melalui Web dan
SMS Masking

1 kegiatan

5. Penerbitan buku induk
penduduk

1 kegiatan

4,802,700,000 4,802,700,000 4,946,781,000 4,944,000,000TOTAL

Kegiatan Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

Dinas
Kependuduka
n dan
pencatatan
Sipil
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
Kinerja
Pemeri
ntah
Daerah

Terwujudnya
Kelancaran
Administrasi,
Keuangan dan
Operasional
Perkantoran

100%      4,566,727,682.00

1.1 Kec.
Gondomanan

Materai 6000 yang tersedia 1280 buah 100%      2,673,725,350.00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor
Urusan/Bidang urasan

Pemerintahn Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran

Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Penyediaan Jasa, Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

1.1 Kec.
Gondomanan

Materai 6000 yang tersedia 1280 buah 100%      2,673,725,350.00

Materai 3000 yang tersedia 2666 buah

Jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrik yang tersedia

5 jenis

STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya 8 unit

STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 9 unit

STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 5 unit

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 30 unit

KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya 8 unit

KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya 5 unit

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 8 jenis

Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Penyediaan Jasa, Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Jasa perbaikan peralatan kerja 8 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 85 jenis

Jasa Percetakan 1 jenis

Jasa Penggandaan 2 jenis

komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia

25 jenis
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Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

16 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 69 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 5 jenis

Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Kantor

Kec.
Gondomanan

Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100%      1,632,918,332.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

50 jenis

1.2 Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

50 jenis

Jasa Tenaga Bantuan 73 orang

1.3 Kec.
Gondomanan

Makan dan minum yang tersedia untuk
pegawai

334 orang 100%         260,084,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Makan dan minum rapat yang tersedia
untuk koordinasi

222 kali

Makan dan minum tamu yang tersedia
untuk tamu

11 bulan

Makan dan minum harian umum 11 bulan

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

66 laporan

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
Kinerja
Pemeri
ntah

Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100%         650,657,000.00

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Kec.
Gondomanan

Jasa pemeliharaan gedung/bangunan
kantor/tempat

52 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%         650,657,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

1.2 Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

Kec.
Gondomanan

Jasa pemeliharaan gedung/bangunan
kantor/tempat

52 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%         650,657,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Kendaraan
Dinas/ Operasional

Kec.
Gondomanan

Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

52 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%         650,657,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
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3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
Kinerja
Pemeri
ntah

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan
keuangan

100%         128,150,000.00

Kec.
Gondomanan

Dokumen perencanaan dan
penganggaran: review renstra, renja,
RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun

6 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian
dan penganggaran tepat waktu

100%         128,150,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan
keuangan fisik dan keuangan, SOP dan
SPIP yang tersusun

4 dokumen Nilain Akuntabilitas Kinerja
SKPD

BB

4 Program Pembinaan dan
Pengendalian
Perdagangan

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat

- prosentase kualitas
komoditi
perdagangan

     4,218,475,300.00

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

4 Program Pembinaan dan
Pengendalian
Perdagangan

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat

- prosentase kualitas
komoditi
perdagangan

     4,218,475,300.00

- nilai ekspor
4.1 Pembinaan Usaha

Perdagangan
           2,968,592,500 Dinas

Perindustrian dan
PerdaganganJakarta Pameran dan gelar potensi 124

Pengusaha
Telah diikutsertakannya UKM
dalam event pameran dan
bertambahnya informasi
peluang pasar yang baru

 124 UKM

5 UKM, 1
kali

Kemitraan UMKM dengan
pelaku usaha luar daerah

 5 UKM

Kota
Yogyakarta

Pameran produk UKM dan potensi
Kecamatan  pada PMPS

45 hari Sarana promosi produk UKM
dan potensi Kecamatan serta
pelayanan publik

42 UKM

Kota
Yogyakarta

Pemanfaatan lahan 5 Zona Sarana lahan bagi UMKM 5 Zona

Kota
Yogyakarta

Pelatihan
Diversifikasi usaha bagi pedagang

8 kali Peningkatan
kemampuan diversifikasi usaha
bagi pedagang

8 kali

Kota
Yogyakarta

Pengembangan
Kemitraan Pedagang dengan
Distributor/Toko Modern

8 kali Terjalin
Kemitraan pedagang eceran
dengan distributor/
Toko Modern

8 kali

Kontak dagang potensi bisnis bagi
UMKM

Kota
Yogyakarta

Pengembangan
Kemitraan Pedagang dengan
Distributor/Toko Modern

8 kali Terjalin
Kemitraan pedagang eceran
dengan distributor/
Toko Modern

8 kali

Kota
Yogyakarta

Operasi pasar 14
kecamatan

Masyarakat
mendapat harga di bawah
harga pasar yang tinggi

14
kecamatan

Kota
Yogyakarta

Pengembangan
Kemitraan UMKM dengan Toko Modern

2 kali Terjalin Kemitraan
 antar Toko modern dengan
UMKM

2 kali
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SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kota
Yogyakarta

Penyusunan
 Perubahan Perwal

1 dok Perwal
menjadi lebih sempurna

1 dok

Sosialisasi
Hasil Kajian

1 kali Masyarakat
menjadi lebih termotivasi
dalam mengembangkan
usahanya

1 kali

Workshop Display
Toko Kelontong

2 kali Pedagang menjadi lebih paham
mengenai penataan display
yang benar

2 kali

Pelatihan Manajemen dan Pemasaran
warung Kelontong

2 kali Omzet penjualan para pemilik
warung kelontong meningkat

2 kaliPelatihan Manajemen dan Pemasaran
warung Kelontong

2 kali Omzet penjualan para pemilik
warung kelontong meningkat

2 kali

Pelatihan Manajemen dan Pemasaran
warung Kelontong

2 kali Omzet penjualan para pemilik
warung kelontong meningkat

2 kali

Sosialisasi
Konsumen Cerdas

4 kali Konsumen lebih kritis dan
selektif dalam membeli suatu
produk

4 kali

4.2 Pengawasan dan
pengendalian
Perdagangan dan Industri

              875,031,250 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Kota
Yogyakarta

Monitoring harga
bahan pokok

8 pasar Data monitoring harga
sembako

8 pasar

Kota
Yogyakarta

Kemitraan
Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar

1 kali Terjalin
Kemitraan Ketersediaan Bahan
dan Pasar

1 kali

Kota
Yogyakarta

Pengawasan
Peredaran Barang Berbahaya

2 kali Data Pengawasan Barang
Berbahaya

2 kali

Kota
Yogyakarta

Monitoring
 Penggunaan BTM/P

Kota Yk, 4
kali

Data Pengawasan BTM/P Kota Yk, 4 kali

Kota
Yogyakarta

Monitoring
LPG 3 Kg dan BBM

12 agen, 40
pangkalan,
16 SPBU

Data Pengawasan LPG 3 kg dan
BBM

12 agen, 40
pangkalan,
16 SPBU

Kota
Yogyakarta

Monitoring
LPG 3 Kg dan BBM

12 agen, 40
pangkalan,
16 SPBU

Data Pengawasan LPG 3 kg dan
BBM

12 agen, 40
pangkalan,
16 SPBU
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Kota
Yogyakarta

Monitoring
Distributor dan Pergudangan

12
distributor,
30 gudang

Data Pengawasan Distributor
dan Gudang

12
distributor,
30 gudang

Kota
Yogyakarta

Pengendalian Harga Data Harga
Sembilan
Bahan
Pokok
Terkendali

Data Ketersediaan Pasokan
Sembilan Bahan Pokok

Data Harga
Sembilan
Bahan Pokok
Terkendali

Kota
Yogyakarta

Pengawasan UTTP Pasar,
Perseorang
an,
Lembaga

Data Pengawasan UTTP Pasar,
Perseorangan
, Lembaga

Kota
Yogyakarta

Pengawasan UTTP Pasar,
Perseorang
an,
Lembaga

Data Pengawasan UTTP Pasar,
Perseorangan
, Lembaga

Kota
Yogyakarta

Sosialisasi Penataan PKL  4 kali Meningkatnya pemahaman PKL
ttg penataan  penertiban PKL

 160 PKL

Kota
Yogyakarta

Pengelolaan SIM PKL  1 SIM PKL SIM PKL terkelola lebih baik  1 sistem

Kota
Yogyakarta

Updating Pendataan PKL  14
Kecamatan

Data PKL di wilayah Kota
Yogyakarta  lebih akurat

 7000 data
PKL

Kota
Yogyakarta

Penyusunan Draft Raperwal tentang
Penataan PKL

 1 dokumen Dokumen draft raperwal
Penataan PKL

 1 dokumen

Kota
Yogyakarta

Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di
Kecamatan se Kota Yogyakarta

 1 kali Lebih tertatanya PKL di Kota
Yogyakarta

 14
Kecamatan

Kota
Yogyakarta

Pembinaan dan pemberdayaan kawasan
AlunAlun Utara

 1 paket Lebih tertatanya PKL di
kawasan Alun-alun Utara Kota
Yogyakarta

 3 shelter

4.3 UPT Metrologi
374,851,550

Dinas
Perindustrian dan
PerdaganganPenyelenggaraan

Metrologi Legal
Kota

Yogyakarta
Penyuluhan dan Sosialisasi UTTP, BDKT,
dan SI

20 kali Peningkatan pemahaman
konsumen tentang kegiatan
metrologi legal di Kota
Yogyakarta

20 kaliPenyelenggaraan
Metrologi Legal

Kota
Yogyakarta

Penyuluhan dan Sosialisasi UTTP, BDKT,
dan SI

20 kali Peningkatan pemahaman
konsumen tentang kegiatan
metrologi legal di Kota
Yogyakarta

20 kali

Kota
Yogyakarta

Pengawasan UTTP, BDKT, dan SI 47 kali Peningkatan pengawasan
metrologi

47 kali
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Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kota
Yogyakarta

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP 47 kali Akurasi peralatan UTTP 47 kali

Kota
Yogyakarta

Penyusunan Draf Raperda Pelayanan
Metrologi

1 dokumen Raperda Pelayanan  Metrologi 1 dokumen

5 Program Pembinaan
Perindustrian

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat
mening
kat

jumlah
penumbuhan dan
pengembangan
sentra Industri
Mikro Kecil dan
menengah

     4,905,691,000.005 Program Pembinaan
Perindustrian

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat
mening
kat

jumlah
penumbuhan dan
pengembangan
sentra Industri
Mikro Kecil dan
menengah

     4,905,691,000.00

5.1 Pembinaan Teknis
Perindustrian

Kota
Yogyakarta

Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi
IMKM

           1,639,392,000 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Pelatihan
teknik membatik di Kel pandeyan dan
Kel Sorosutan

40 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
membatik

40 orang

Sosialisasi sertifikasi PIRT , Sertifikasi
Halal dan Merk

30 orang 3
hari 2 kali

Meningkatnya pemahaman
PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk

60 orang

Pelatihan pengemasan produk olahan
makanan di Kel Notoprajan

20 org 3
hari 1 kali

Meningkatnya pengetahuan
pengemasan produk olahan
makanan

20 orang

Pelatihan membuat tas rajut di Kel
Purbayan

20 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
pembuatan tas rajut

20 orang

Pelatihan peningkatan mutu dan desain
produk kerajinan kulit di Kelurahan
Keparakan RW 8

20 orang 6
hr 1 kali

Meningkatnya mutu dan desain
produk kerajinan kulit

20 orang

Pelatihan membatik di Kel
Pringgokusuman

20 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
teknik membatik

20 orangPelatihan membatik di Kel
Pringgokusuman

20 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
teknik membatik

20 orang

-Pelatihan jumputan di Kel Suryatmajan 20 orang 5
hr 2 kali

Meningkatnya ketrampilan
dalam membuat produksi
jumputan

40 orang

Pelatihan jumputan di Kel Purbayan RW
11

20 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
dalam membuat produksi
jumputan

20 orang

Pelatihan sablon di Kel Suryatmajan 20 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
menyablon

20 orang
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Pelatihan dasar pembuatan desain grafis 20 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
pembuatan produk desain
grafis

20 orang

Pelatihan industri di Kec Jetis 20 orang 5
hr 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
pembuatan produk industri

20 orang

Pelatihan menjahit busana Jawa Surjan
Gagrak Yogyakarta

20 orang 6
hari 1 kali

Meningkatnya ketrampilan
produksi busana Jawa gaya
Yogyakarta

20 orang

Pameran Industri Kreatif Berbasis
Budaya

4 IKM 3 kali Proses produksi industri
berbasis budaya semakin
dikenal masyarakat

4 IKM 3 kali

Pembentukan sentra baru di Kel
Warungboto (shuttle cock)

1 sentra
baru, 1 kali

Terbentuk sentra shuttle cock
di kel Warungboto

1 sentra baruPembentukan sentra baru di Kel
Warungboto (shuttle cock)

1 sentra
baru, 1 kali

Terbentuk sentra shuttle cock
di kel Warungboto

1 sentra baru

Pemberdayaan sentra produksi batik 1 sentra 1
kali

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produksi di sentra
batik

1 sentra

Pemberdayaan sentra produksi kulit 1 sentra 1
kali

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produksi di sentra
kulit

1 sentra

Pemberdayaan dan pengembangan
OVOP Produk batik

1 OVOP 1
kali

Terjaganya Batik sebagai
produk OVOP

1 OVOP

Pemberdayaan dan pengembangan
OVOP Produk kulit

1 OVOP 1
kali

Terjaganya Kulit sebagai produk
OVOP

1 OVOP

Pengembangan produk unggulan batik 1 PUD 1 kali Daya saing dan potensi
sumberdaya lokal serta
pendapatan dan kemampuan
SDM meningkat

1 PUD

Pengembangan produk unggulan kulit 1 PUD 1 kali Daya saing dan potensi
sumberdaya lokal serta
pendapatan dan kemampuan
SDM meningkat

1 PUDPengembangan produk unggulan kulit 1 PUD 1 kali Daya saing dan potensi
sumberdaya lokal serta
pendapatan dan kemampuan
SDM meningkat

1 PUD

Expo produk sentra produksi batik 4 IKM 1 kali Produktivitas meningkat
sehingga potensi pangsa pasar
dapat tercapai

4 IKM, 1 kali
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Jawab
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Expo produk sentra produksi kulit 4 IKM 1 kali Produktivitas meningkat
sehingga potensi pangsa pasar
dapat tercapai

4 IKM, 1 kali

5.2 Pembinaan Sarana
Produksi

Kota
Yogyakarta

           3,266,299,000 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Monitoring dan pendampingan
kelompok PEW oleh fasilitator

20 orang,
11 bulan

Pengelolaan dana bergulir PEW
lebih dapat
dimanfaatkan,dipantau dan
difasilitasi

1.389
kelompok

Bimbingan teknis administrasi dan
pembukuan kelompok PEW

30 orang, 1
hari, 3
angkatan

Keterampilan administrasi dan
pembukuan kelompok PEW
lebih baik

90 orangBimbingan teknis administrasi dan
pembukuan kelompok PEW

30 orang, 1
hari, 3
angkatan

Keterampilan administrasi dan
pembukuan kelompok PEW
lebih baik

90 orang

Sosialisasi program dan pengembangan
PEW di Kecamatan

30 orang, 1
hari, 14 kali

Terfasilitasinya Kelompok PEW
di 14 Kecamatan

45 Forkom
PEW

Pelatihan pengolahan makanan 30 org, 3 hr,
5 angkatan

Ketrampilan pengolahan
makanan pada anggota
kelompok PEW lebih meningkat

150 orang

Pengembangan wawasan produk olahan
makanan dan kerajinan ke luar daerah

30 org, 3 hr,
2 kali

Wawasan anggota kelompok
PEW tentang produk olahan
makanan menjadi meningkat

60 orang

Forum komunikasi kelompok PEW di
Kelurahan

45 kali Bertambahnya pengetahuan
dan perkembangan PEW di
kelurahan

1.389
kelompok

Pilot project 5 kelompok PEW untuk
menjadi koperasi

250 orang Kelompok PEW menjadi
koperasi

5 kop

Pengembangan wawasan kemasan
produk

25 org, 3 hr,
1 kali

Wawasan anggota kelompok
PEW tentang produk olahan
makanan menjadi meningkat

25 orangPengembangan wawasan kemasan
produk

25 org, 3 hr,
1 kali

Wawasan anggota kelompok
PEW tentang produk olahan
makanan menjadi meningkat

25 orang

Pelatihan E-Commerce 20 org, 3 hr,
3 kali

Meningkatnya kemampuan dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam mengelola
usaha

60 org

Pelatihan Total Motivation Training
(TMT)

30 org, 3 hr,
3 kali

Meningkatnya motivasi dalam
pengembangan usaha

90 org
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Prioritas
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Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Manajemen resiko bencana bagi IMK 30 org, 3 hr,
3 kali

Kesiapsiagaan IKM dalam
menghadapi keadaan darurat
bencana

90 org

Pelatihan
Kewirausahaan

30 org, 3 hr,
3 kali

Meningkatnya
kemampuan dalam
berwirausaha

90 orang

Penyusunan Perda Pengembangan
Industri Daerah (RIPIDA)

1 paket Terbentuk Perda yang
mengatur tentang industri
daerah

1 paket

Naskah Akademik RIPIDA 1 paket Mempersiapkan Konsep Perda
Pengembangan Industri Daerah
(RIPIDA)

1 paket

Pelatihan Industri Kreatif berbasis
TI/Animasi di BCIC/ BDI Denpasar

20 orang,
30 hari, 1
kali

Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan dalam
pembuatan animasi

20 orangPelatihan Industri Kreatif berbasis
TI/Animasi di BCIC/ BDI Denpasar

20 orang,
30 hari, 1
kali

Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan dalam
pembuatan animasi

20 orang

Pameran/Expo Industri Kreatif berbasis
TI/Animasi

4 IKM 2 kali Meningkatkan kemampuan dan
pengalaman dari masing-
masing IKM industri kreatif
berbasis fashion

8 orang

Pameran/Expo Industri Kreatif berbasis
fashion

4 IKM 3 kali Meningkatkan kemampuan dan
pengalaman dari masing-
masing IKM industri kreatif
berbasis fashion

12 orang

Festival Animasi "Animpiade 2017" 1 paket Memberikan wadah bagi para
animator khususnya yanga di
Kota Yogyakarta untuk
menampilkan hasil karya
animasinya

80 orang

6 Program Pengembangan
Industri Logam

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat
mening
kat

Optimalisasi
pelayanan BLUD
UPT Logam

     7,810,420,529.00

Optimalisasi pelayanan
BLUD UPT Logam

Kota
Yogyakarta

7,810,420,529Optimalisasi pelayanan
BLUD UPT Logam

Kota
Yogyakarta

7,810,420,529

Operasional
Pelayanan UPT Logam

12 bulan Pelayanan
 UPT Logam lebih baik

12 bulan

Pengadaan
 Mesin dan Peralatan UPT Logam

1 paket Mesin
 dan Peralatan UPT Logam
cukup untuk melayani perajin
logam

1 paket
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang urasan
Pemerintahn Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran

Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pemeliharaan dan Penggantian
Sparepart Mesin
 UPT Logam

9 mesin Sparepart Mesin
 UPT Logam terawat dengan
baik

9 mesin

Pelatihan
Inovasi Produk Rumah tangga

10 orang,
1 angkt

IKM Logam terbiasa melakukan
inovasi produk yang
berorientasi pada
kebutuhan pasar

10  orang
 1 angkt

Penelitian
Peralatan Kerja Tepat Guna

2 penelitian Berkembangnya
 produksi yang lebih inovatif

2 penelitianPenelitian
Peralatan Kerja Tepat Guna

2 penelitian Berkembangnya
 produksi yang lebih inovatif

2 penelitian

Pendampingan Tenaga Ahli untuk
Revitalisasi
 Pelayanan UPT Logam

1 orang,
 6 bulan

Perajin dan
pelaku usaha logam
terdampingi dan terlayani lebih
baik

1 orang,
 6 bulan

Sewindu
UPT Logam

1 paket Inovasi teknologi dan prestasi
UPT Logam selama sewindu
lebih dikenal
masyarakat luas

1 paket

Pameran
INAPA 2017

2 IKM Dikenalnya potensi IKM Logam
Kota Yogyakarta di tengah
persaingan
komponen presisi internasional

2 IKM

Sosialisasi
dan promosi dalam rangka
meningkatkan pendapatan UPT Logam

12 bulan Pendapatan
UPT Logam meningkat

12 bulan

7 Program Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Kebersihan, Keamanan
dan Ketertiban Pasar

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat
mening
kat

Prosentase kondisi
pasar memenuhi
standar sarpras,
kebersihan,
ketertiban dan
keamanan pasar

84.50%      8,697,348,060.007 Program Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Kebersihan, Keamanan
dan Ketertiban Pasar

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat
mening
kat

Prosentase kondisi
pasar memenuhi
standar sarpras,
kebersihan,
ketertiban dan
keamanan pasar

84.50%      8,697,348,060.00

7.1 Pengelolaan Kebersihan
Pasar

Gondomanan Jumlah pasar yang dipelihara
kebersihannya

31 pasar Kebersihan pasar yang
terpelihara

31 pasar      4,181,901,204.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Jumlah pasar yang dipantau
kebersihannya

31 pasar Kebersihan pasar yang
terpantau

31 pasar
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang urasan
Pemerintahn Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran

Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Jumlah pasar yang dipelihara tamannya 22 pasar Taman pasar yang terpelihara 22 pasar

Peralatan kebersihan pasar yang
dibutuhkan

1 paket Peralatan Kebersihan yang
tersedia

1 paket

Pengolahan dan Pemilahan Sampah
yang dikelola

1 pasar Sampah pasar yang terpilah
dan terolah

1 pasar

7.2 Pengelolaan Pengamanan
dan Penertiban Pasar

Gondomanan Pengamanan pasar menjelang dan
sesudah hari besar

15 kali Keamanan dan kertertiban
pasar yang terwujud

31 pasar      2,562,564,540.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Pengamanan dan penertiban pasar 31 pasar Pengetahuan pedagang pasar
yang dibina

27 kegiatanPengamanan dan penertiban pasar 31 pasar Pengetahuan pedagang pasar
yang dibina

27 kegiatan

Tenaga teknis pengamanan dan
penertiban pasar yang direkrut

80 orang

Pengetahuan pengamanan dan
penertiban pasar bagi pedagang yang
ditingkatkan

27 kegiatan

7.3 Pemeliharaan Pasar - Pasar
se Kota Yogyakarta

Gondomanan Sarana dan prasarana pasar yang
dipelihara

10 pasar Sarana dan prasarana pasar
yang terpelihara

10 pasar      1,952,882,316.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Instalasi air dan listrik yang dipelihara 21 pasar Instalasi dan distribusi listrik
dan air yang terpelihara dan
terpantau

21 pasar

Alat listrik dan elektronik yang
dibutuhkan

1 paket Alat listrik dan elektronik yang
tersedia

1 paket

Genset pasar yang dipelihara 2 pasar Cadangan listrik yang tersedia 2 pasar

8 Program Penataan,
Pengembangan dan
Pendapatan Pasar

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat

Optmalisasi lahan
pasar

96%      8,622,172,972.00

Optimalisasi
pengelolaan
retribusi

14,9 MOptimalisasi
pengelolaan
retribusi

14,9 M

Peningkatan
frekuensi promosi

70 kali

8.1 Pengelolaan Pendapatan
Pasar

Umbulharjo Pendapatan retribusi pelayanan pasar
yang dikelola

31 pasar Target pendapatan retribusi
yang tercapai

14,8 m         419,832,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang urasan
Pemerintahn Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran

Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pengelolaan retribusi pelayanan pasar
yang dikoordinasikan

40 kali Sarana administrasi dan
pemungutan retribusi yang
tersedia

100%

Pelayanan administrasi pedagang pasar
yang dikelola

31 pasar Barang cetakan yang tersedia 1 kali

Bahan percetakan sarana administrasi
yang dicetak

1 kali Listrik pasar yang terdata 1100
pelanggan

Jumlah listrik pelanggan yang dikelola 1100
pelanggan

8.2 Penataan Lahan dan
Pedagang

Umbulharjo Penataan lahan dan pedagang pasar
yang dikelola

31 pasar Penataan lahan dan pedagang
pasar yang tertata

31 pasar      1,336,805,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

8.2 Penataan Lahan dan
Pedagang

Umbulharjo Penataan lahan dan pedagang pasar
yang dikelola

31 pasar Penataan lahan dan pedagang
pasar yang tertata

31 pasar      1,336,805,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Pemutakhiran data pedagang pasar yang
dikelola

31 pasar data pedagang pasar yang valid 31 pasar

Sosialisasi pedagang pasar 3 pasar Sosialisasi pedagang pasar yang
terlaksana

3 pasar

Penataan pemanfaatan lahan penunjang
dan fasilitas pasar yang dikelola

20 pasar Lahan penunjang dan fasilitas
pasar yang terdata

20 pasar

Workshop Peningkatan SDM yang dibina 60 orang Pengetahuan SDM yang
meningkat

60 orang

Tanah Pasar yang disewa 4 pasar Tanah pasar yang digunakan 4 pasar

8.3 Optimalisasi Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah I

Gondomanan Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 1 pasar Pendapatan retribusi pasar
yang tercapai

100%      1,226,697,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Petugas pungut yang dibina 36 orang Tertib administrasi pungutan
yang tercapai

36 orang

Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU
kan

3 jenis Pengembalian retribusi
pelayanan pasar sesuai MOU

3 jenis
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang urasan
Pemerintahn Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran

Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

8.4 Optimalisasi Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah II

Kota
Yogyakarta

Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 1 pasar Pendapatan retribusi pasar
yang tercapai

100%         802,012,200.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Petugas pungut yang dibina 37 orang Tertib administrasi pungutan
yang tercapai

37 orang

Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU
kan

2 jenis Pengembalian retribusi
pelayanan pasar sesuai MOU

3 jenis

8.5 Optimalisasi Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah III

Kota
Yogyakarta

Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 12 pasar Pendapatan retribusi pasar
yang tercapai

100%         712,311,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

8.5 Optimalisasi Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah III

Kota
Yogyakarta

Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 12 pasar Pendapatan retribusi pasar
yang tercapai

100%         712,311,000.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Petugas pungut yang dibina 31 orang Tertib administrasi pungutan
yang tercapai

31 orang

Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU
kan

2 jenis Pengembalian retribusi
pelayanan pasar sesuai MOU

2 jenis

8.6 Optimalisasi Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar
Wilayah IV

Kota
Yogyakarta

Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 10 pasar Pendapatan retribusi pasar
yang tercapai

100%      1,176,655,200.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Petugas pungut yang dibina 48 orang Tertib administrasi pungutan
yang tercapai

48 orang

Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU
kan

2 jenis Pengembalian retribusi
pelayanan pasar sesuai MOU

2 jenis

8.7 Mergangsan Sarana dan prasarana pasar dan
peralatan kerja yang dipelihara

8 kegiatan Sarana dan prasarana dan
peralatan kerja yang terpelihara

8 kegiatan      1,255,246,700.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

Pedagang PASTY yang dibina 160
pedagang

Pedagang PASTY yang dibina 160
pedagang

Instalasi pasar yang dipelihara 7 kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pasar 7 kegiatan

Rettribusi pelayanan pasar yang
dipungut

420
pedagang

Pendapatan retribusi pasar 420
pedagang

Optimalisasi Pengelolaan
Pasar Satwa dan Tanaman
Hias Yogyakarta

Rettribusi pelayanan pasar yang
dipungut

420
pedagang

Pendapatan retribusi pasar 420
pedagang

Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU
kan

2 jenis Pengembalian retribusi
pelayanan pasar sesuai MOU

2 jenis

8.8 Pengembangan Pasar
Tradisional

Umbulharjo Promosi undian belanja berhadiah 20 kegiatan Meningkatnya pengunjung
pasar tradisional

75 % menjadi
80%

     1,692,613,872.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang urasan
Pemerintahn Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran

Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Promosi melalui berbagai kegiatan 10 kegiatan Pelayanan pedagang dengan
sistem komputerisasi

10% menjadi
20%

Kajian pasar tradisional 3 kegiatan Meningkatnya Pengetahuan
pedagang akan hak dan
kewajibannya

60%

Pelayanan menggunakan SIM Pasar 3 pasar Meningkatnya Pengetahuan
komunitas pasar akan hak dan
kewajibannya

60%

Radio pasar yang tersedia 3 pasar Meningkatnya usaha pedagang
pasar

31 pasar

sarasehan pedagang pasar yang
dilaksanakan

15 kegiatansarasehan pedagang pasar yang
dilaksanakan

15 kegiatan

Peningkatan pengetahuan pedagang
dalam berbisnis

5 kegiatan

FGD pedagang pasar tradisional 1 kegiatan

9 Program Pengembangan
Pusat Bisnis

Pertumbuh
an Ekonomi

Pendap
atan
masyar
akat

Optimalisasi
pelayanan BLUD
UPT Pusat Bisnis

77%      5,262,717,405.00

9.1 Optimalisasi Pelayanan
BLUD UPT Pusat Bisnis

Umbulharjo Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat
Bisnis yang dilaksanakan

1 kegiatan Optimalisasi pelayanan BLUD
UPT Pusat Bisnis yang
terlaksana

1 kegiatan      5,262,717,405.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan

   44,862,359,948.00Jumlah
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Pangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%                    767,776,496                      767,776,496

1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor

Kec
Umbulharjo

Materai 6000 yang tersedia 300 lbr 100%                    366,393,300                      366,393,300

Materai 3000 yang tersedia 1200 lbr
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan

Kec
Umbulharjo STNK roda 4 yang terbayar 8 unit                                         -

STNK roda 3 yang terbayar 7 unit

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah Lokasi

Indikator Kinerja
 Pagu Indikatif

 Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

STNK roda 3 yang terbayar 7 unit

STNK roda 2 yang terbayar 29 unit

Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

Kec
Umbulharjo alat kebersihan, 6 paket                                         -

alat kantor 2 paket

retribusi 12 kali

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kec
Umbulharjo alat tulis kantor 87 jenis                                         -

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Kec
Umbulharjo barang cetakan dan penggandaan 315,500 lbr                                         -

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Kec
Umbulharjo

komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

12 bulan

                                        -
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Kec
Umbulharjo

Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang
Tersedia

3 jenis
                                        -

Peraturan Perundang - Undangan Yang
Tersedia

10 jenis

Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

Kec
Umbulharjo Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9 jenis                                         -

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Kec
Umbulharjo

Komponen Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Yang Tersedia

18 jenis
                                        -

 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

135 kali

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Kec
Umbulharjo

Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 2 jenis
                                        -

Jasa Pemeliharaan Taman 12 bulan

Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor

Kec
Umbulharjo Jasa keamanan 1 paket

1.2 Penyediaan jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Kec
Umbulharjo

Dokumentasi Administrasi
Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM,
SPJ dan Laporan Akuntansi Yang
Tersusun

4 jenis 100%                    268,733,196

                     268,733,196

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

1.2 Penyediaan jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Kec
Umbulharjo

Dokumentasi Administrasi
Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM,
SPJ dan Laporan Akuntansi Yang
Tersusun

4 jenis 100%                    268,733,196

                     268,733,196
Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

14 Dokumen
ASN

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kec
Umbulharjo

Jasa Tenaga bantuan 9 orang, 14
bulan

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah Lokasi

Indikator Kinerja
 Pagu Indikatif

 Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.3 Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultansi

Kec
Umbulharjo

Rapat 47 kali 100% 132,650,000 132,650,000

Tamu 1,410 orang
1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah
Kec
Umbulharjo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke Luar Daerah

2
Kementrian/
Lembaga

2 Program Peningkatan Sarana
dan Aparatur

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai

100%                    557,439,000                      557,439,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kntor

Kec
Umbulharjo

Pemeliharaan Bangunan RPH, Poliklinik
Hewan dan Lab C

1 paket
265,930,000                      265,930,000

Pemeliharaan Gedung Dinas Pertanian 1 paket

2.2 Kec
Umbulharjo

kendaraan roda 4 8 unit 291,509,000                      291,509,000

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Penyediaan dan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
DInas/Operasional

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%2.2 Kec
Umbulharjo

kendaraan roda 4 8 unit 291,509,000                      291,509,000
kendaraan roda 3 7 unit

kendaraan roda 2 29 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100%                      85,425,000                        85,425,000

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
laporan Capaian Kinerja SKPD

Kec
Umbulharjo

Dokumen perencanaan, pengendalian
dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,
RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian dan
penganggaran

100%                       85,425,000

                       85,425,000
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD

4 Program Pembinaan Pertanian  Pertumbuhan
ekonomi

Pendapatan
masyarakat
meningkat

Peningkatan Klas
Kelompok
Pertanian

                   669,592,350                      669,592,350

4.1 Pembinaan Usaha dan Budidaya
Pertanian

Penyusunan Data Statistik Pertanian 1 dok Tersusunnya Data Pertanian 1 dok 558,081,350
                     558,081,350

Monitoring dan Pengawasan
Peredaran Pupuk dan Pestisida

4 kali Terlaksanannya monitoring dan
Pengawasan Peredaran Pupuk

4 kali

Kontes Tanaman Hias 1 kali Terlaksanannya Kontes
Tanaman Hias

1 kali

Penyediaan dan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
DInas/Operasional

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%

Kontes Tanaman Hias 1 kali Terlaksanannya Kontes
Tanaman Hias

1 kali

Lomba Kelompok Tani / Gapoktan 1 kali Terseleksinya Kelompok
Tani/Gapoktan

1 kali

Gelar Potensi Pertanian 1 kali Terlaksananya Gelar Potensi
Pertanian

1 kali

Monitoring dan Pembinaan Kelompok
Tani/Gapoktan

45 kelurahan Termonitoringnya dan
Terbinanya Kelompok
Tani/Gapoktan

45 kelurahan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah Lokasi

Indikator Kinerja
 Pagu Indikatif

 Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Bimtek Peningkatan Produktivitas
Lahan Pekarangan

1 kali Meningkatnya Pengetahuan
Teknis Budidaya Hortikultura di
Lahan

1 kali

Informasi, Promosi dan Pemasaran
Pertanian

2 paket Terlaksananya Kegiatan
Informasi, Promosi dan
Pemasaran

2 paket

Kegiatan rutin UPT Pelayanan
Pertanian

12 Bulan, 3
lokasi

Terkelolanya UPT Pelayanan
Pertanian

3 lokasi

Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah
Pisang

12 Bulan Tercapainya penyediaan benih
pisang

2,700 btg

Pengelolaan Kebun  Hortikultura 12 Bulan Tercapainya penyediaan benih
hortikultura, tanaman hias dan
tanaman obat

2,035  btg

Pengelolaan Kebun Giwangan 12 Bulan Tercapainya pengelolaan kebun
Giwangan

14.500 kg
calon benih
padiPengelolaan Kebun Tegalrejo 12 Bulan Tercapainya pengelolaan kebun

Tegalrejo
15.200 kg
calon benih
padiPemeliharaan gedung 1 paket, 1

lokasi
Terwujudnya pemeliharaan
gedung

1 lokasi

Pengawasan Mutu Komoditas
dan Pelayanan Pertanian

Pemeliharaan gedung 1 paket, 1
lokasi

Terwujudnya pemeliharaan
gedung

1 lokasi

4.2 Kota
Yogyakarta

Pemantauan, Pembinaan serta
pengawasan mutu hasil pertanian

12 bln Mutu hasil pertanian lebih
terkendali

12 bln
                   111,511,000                      111,511,000

Sosialisasi hasil mutu pertanian 7 kali Meningkatnya pengetahuan
tentang mutu hasil pertanian

7 kali

Uji mutu lab 1500 sampel Uji mutu lab 1500 sampel

5 Program Pembinaan Kehewanan
dan Perikanan

 Pertumbuhan
ekonomi

Pendapatan
masyarakat
meningkat

Peningkatan unit
usaha
kehewanan  dan
perikanan

                2,645,026,132                  2,645,026,132

5.1 Pembinaan Usaha Budidaya
Kehewanan dan Perikanan

Kota
Yogyakarta

Pengendalian penyakit zoonosa 12 bln Terkendalinya penyakit zoonosa
di Kota Yk

12 bln
                1,851,430,303 1,851,430,303

Workshop dokter hewan praktisi 1 kali Kegiatan dopkter hewan
praktisi dapat terpantau dan
tersosialisasinya peraturan
pemerintah

1 kali

Penguatan jejaring komunitas pecinta
satwa

1 kali Terjalin komunikasi dan relasi
para pecinta satwa

se-Kota Yk

Pelayanan Poliklinik Hewan 12 Bulan Pelayanan Poliklinik Hewan 9.740 Tindakan

Jasa Kantor 4 Paket Jasa Kantor 4 paket

Peningkatan Sumber Daya Manusia 2 orang Peningkatan SDM 2 orang

Promosi Poliklinik Hewan 1 paket Promosi Poliklinik Hewan Masyarakat
mengenal
Poliklinik
Hewan dan
jenis-jenis
pelayanannya

Pengawasan Mutu Komoditas
dan Pelayanan Pertanian

Promosi Poliklinik Hewan 1 paket Promosi Poliklinik Hewan Masyarakat
mengenal
Poliklinik
Hewan dan
jenis-jenis
pelayanannya

Pengelolaan BBI Nitikan 12 Bulan Tersedianya benih ikan hias di
BBI Nitikan

10.200 ekor
benih aneka
ikan hias
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah Lokasi

Indikator Kinerja
 Pagu Indikatif

 Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pengelolaan BBI Mendungan 12 Bulan Tersedianya benih ikan
konsumsi di BBI   Mendungan

39.250 ekor
benih ikan ;
320kg ikan
konsumsi

Pengelolaan subraiser ikan hias 12 bulan Terkelolanya subraiser ikan hias 1 lokasi

Pelatihan Pengolahan Limbah
Peternakan

1 kali Meningkatnya Pengetahuan
dan Ketrampilan Masyarakat
Dalam Pengelolaan Limbah
Hasil Peternakan

30 peserta

Pelatihan Budidaya Lovebird 1 kali Meningkatnya Pengetahuan
dan Ketrampilan Petani Ternak
Lovebird

30 peserta

Penyusunan/Updating Data
Peternakan

1 paket Tersedianya Data Peternakan 10 buku

Pembinaan Kelompok Ternak 12 bulan Meningkatnya Sumber Daya
Kelompok Ternak

12 bulan

Lomba Ternak 2 kali Meningkatnya nilai ekonomi
dan pelestarian ternak

2 kaliLomba Ternak 2 kali Meningkatnya nilai ekonomi
dan pelestarian ternak

2 kali

Promosi, Informasi dan Pemasaran 12 bulan Meningkatnya sarana promosi
dan Informasi Peternakan

12 bulan

Pembinaan Kelembagaan Perikanan 45 klrhn Mewujudkan Sistem Logistik
Ikan Nasional (SLIN)

45 kelurahan

Promosi, Informasi dan Pemasaran
Perikanan

45 klrhn Pengetahuan dan Wawasan
Masyarakat Tentang Perikanan
Meningkat

45 kelurahan

Penyusunan Data Perikanan 10 dokumen Data Perikanan 10 dokumen

Restocking Ikan 30000 bibit Pelestarian Sumber Daya Ikan 30000 bibit

5.2 Pengawasan Mutu Komoditas
Perikanan dan Kehewanan

Kota
Yogyakarta

Pembinaan dan Pengawasan Kualitas
Hewan Qurban

415 TPH Meningkatnya Pengetahuan
Pemotongan Hewan Qurban

415 TPH                    793,595,829                      793,595,829

Sosialisasi Mutu dan Keamanan
Pangan

7 kali Meningkatnya Pengetahuan
Tentang Keamanan Pangan dan
Pangan Segar Bebas dari Bahan
Berbahaya

10 kali

Pemantauan, Pembinaan serta
Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan

149 tempat
penyediaan
bahan
pangan asal
pertanian,
peternakan,
perikanan

Mutu dan Keamanan Pangan
lebih terkendali

149 tempat
penyediaan
bahan pangan
asal pertanian,
peternakan,
perikanan

Pemantauan, Pembinaan serta
Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan

149 tempat
penyediaan
bahan
pangan asal
pertanian,
peternakan,
perikanan

Mutu dan Keamanan Pangan
lebih terkendali

149 tempat
penyediaan
bahan pangan
asal pertanian,
peternakan,
perikanan

Pelayanan Rumah Potong Hewan 12 bulan Pelayanan Rumah Potong
Hewan

6.935 ekor
sapi, 6.360
ekor kambing

Penyediaan Jasa Kantor 5 paket Penyediaan Jasa Kantor 5 paket

Pemeliharaan sarana prasarana kerja 1 paket, 12
bulan

Pemeliharaan sarana prasarana
kerja

4 jenis
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
 Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah Lokasi

Indikator Kinerja
 Pagu Indikatif

 Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggungja

wab

Hasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Cetak Buku 100 buku
profil

Cetak Buku 100 buku profil

Terlaksananya Uji Mutu Laboratoris 1750 sampel Terlaksananya Uji Mutu
Laboratoris

99% layak
konsumsi

Uji Cepat Pangan Hasil Pertanian,
Peternakan dan Perikanan

450 sampel Terdeteksinya Kandungan
Bahan Berbahaya Pada Pangan
Secara Cepat

Berkurangnya
bahan
makanan yang
mengandung
bahan
berbahaya

6 Program Pembinaan Ketahanan
Pangan

 Pertumbuhan
ekonomi

Pendapatan
masyarakat
meningkat

Skor PPH                    938,477,300                      938,477,300

6.1 Pengembangan Konsumsi dan
Kewaspadaan Pangan

Kota
Yogyakarta

Penyuluhan Pertanian 2 paket Meningkatnya kualitas
kelembagaan kelompok tani

2 paket
855,307,300                      855,307,300

Peningkatan SDM Pertanian 1 paket Meningkatnya Kualitas SDM
Pertanian

20 orangPeningkatan SDM Pertanian 1 paket Meningkatnya Kualitas SDM
Pertanian

20 orang

Pembuatan Database Bidang
Ketahanan Pangan

1 paket Data Bid Ketahanan Pangan 1 paket

Pembuatan Database Kelompok Tani 1 paket Data kelompok
 Tani

se Kota
Yogyakarta

Penyusunan PPH dan SKPG 4 paket Data PPH dan SKPG 2 laporan

Lomba bidang Ketahanan Pangan 3 kali Menambah pengetahuan
masyarakat tentang wawasan
dan teknologi pengolahan
makanan

14 kec

Sosialisasi Penganekaragaman Pangan 7 kali Menambah pengetahuan
masyarakat tentang
pengembangan
penganekaragaman pangan

7 kali

Pekan Nasional 1 kali Menambah pengetahuan
masyarakat tentang hasil
pembangunan pertanian dan
pelayanan bidang pertanian

1 kali

Gelar Potensi Ketahanan Pangan 2 kali Promosi hasil pertanian Kota
Yogyakarta

2 kali

6.2 Pengembangan Ketersediaan dan
Distribusi Pangan

Kota
Yogyakarta

Pengembangan Dewan Ketahanan
Pangan

4 kali Koordinasi Dewan Ketahanan
Pangan

4 kali                       83,170,000
                       83,170,000 Lanjutan

Penyusunan Neraca Bahan Makanan 1 dok Data NBM 1 dok

Distribusi beras baru 5 kali Mewujudkan kedaulatan
pangan Kota Yogyakarta

5 kec

5,663,736,278 5,663,736,278TOTAL 5,663,736,278 5,663,736,278TOTAL
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Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 706,211,080 0 DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

Materai 6000 yang tersedia 300 buah

Materai 3000 yang tersedia 300 buah

Hasil Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

100% 2,862,500UMBULHARJO Dukungan terhadap kelancaran
administrasi , keuangan dan
operasional perkantoranMaterai 3000 yang tersedia 300 buah

Jasa Pengiriman/paket 17  kali

STNK roda 4 yang terbayar 4 unit 5,080,000

STNK roda 2 yang terbayar 13 unit

Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia

12 jenis 70,220,400

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 71 jenis 28,490,600

Jasa Penggandaan 170000 lembar                25,500,000

Komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor yang
tersedia

7 jenis 3,420,000

Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

3 jenis 3,780,000

Peraturan perundangan-undangan
yang tersedia

4 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 14 jenis 11,275,000

Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia

4 jenis 245,497,000

DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

100% 2,862,500

DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

UMBULHARJO Dukungan terhadap kelancaran
administrasi , keuangan dan
operasional perkantoran

Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia

4 jenis 245,497,000

Jasa Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor

10 jenis 16,900,000
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan:
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi
yang tersusun

4 jenis 65,100,000

Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola
Jasa Tenaga Naban  1 orang 20,950,580

Makan dan minum yang tersedia
untuk

-

a.koordinasi, 99 kali

b.pegawai 70 orang

b.Tamu 100 orang

b. Operasional/Survey/ Monitoring 20 kali

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

UMBULHARJO Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

UMBULHARJO

DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

100% 56,760,000 DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

b.Tamu 100 orang

b. Operasional/Survey/ Monitoring 20 kali

Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

22 laporan 150,375,000

2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
memadai

100% 237,012,000 0 DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan
Kantor

UMBULHARJO Jasa pemeliharaan
gedung/bangunan kantor/tempat

2 jenis Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 118,100,000

2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

UMBULHARJO Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

- 100% 118,912,000

a.roda 4 (empat), 4 unit
b.roda 2 (dua) 13 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100% 129,683,930 0

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

56,760,000

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100% 129,683,930 0

3.1 UMBULHARJO Dokumen perencanaan,
pengendalian dan penganggaran
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian dan
pengganggaran tepat waktu

100% 129,683,930

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP,
Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD B

Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan

4 Program Pengelolaan
Pertanahan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah

25,898,327,860 0

Pensertifikatan aset tanah
Pemerintah Kota Yogyakarta

20 bidang Persentase aset Pemerintah Kota
Yogyakarta yang sudah
disertifikatkan atas nama
Pemerintah Kota Yogyakarta.

70% 283,922,860

Penyelesaian Permohonan
rekomendasi tanah negara

60
Permohonan

Persentase permohonan yang
dapat diselesaikan

100%

4.2 Pemanfaatan Pertanahan UMBULHARJO Pengadaan tanah pembangunan
kantor kelurahan

3 kelurahan Bertambahnya aset/fasilitas
publik milik Pemerintah Kota
Yogyakarta

4606 m2 25,548,255,000

Pengadaan tanah untuk RTHP 3 lokasi Data Rekomendasi Pemanfaatan
Tanah

1
dokumen

4.1 Inventarisasi dan
Identifikasi Pertanahan

UMBULHARJO DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

Pengadaan tanah untuk RTHP 3 lokasi Data Rekomendasi Pemanfaatan
Tanah

1
dokumen

Appraisal Pemanfaatan Tanah 1 dokumen Persentase permohonan
rekomendasi yang dapat
diselesaikan

100%

Pengadaan tanah untuk balai
serbaguna

1 lokasi Pengadaan Tanah untuk Balai
serbaguna

1 lokasi

4.3 Penyelesaian Masalah
Pertanahan

UMBULHARJO Penyelesaian masalah pertanahan 5 bidang tanah Kejelasan status pertanahan 5 bidang
tanah

66,150,000

5 Program Pembinaan Tata
Ruang

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah

972,786,930 0

Naskah Akademik Review RTRW 1 dokumen 304,866,965

Draft Raperda RTRW 1 dokumen

Draft Raperwal Juknis Perda RDTR 1 dokumen

Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Jl. Solo

1 dokumen 545,671,965

Kajian Blok Kawasan Strategis 1 dokumen

Laporan Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah

1 dokumen 122,248,000

Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

14 kecamatan

5.1 Pengaturan Tata Ruang
Wilayah dan Tata Ruang
Rinci

UMBULHARJO

5.2 Pengaturan Tata
Bangunan dan Tata
Lingkungan

UMBULHARJO Tersedianya Kajian dan Aturan
Tata Bangunan dan Tata
Lingkungan perkotaan

Tersedianya Aturan Tata Ruang
Wilayah dan Tata Ruang Rinci

3
dokumen

2
dokumen

DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

5.3 Pembinaan Tata Ruang UMBULHARJO Meningkatnya sinergitas dan
keselarasan pembangunan kota
Yogyakarta dengan tata ruang
kota maupun tata ruang
keistimewaan

1
dokumen

Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang
Kota Yogyakarta

14 kecamatan

6 Program Pengendalian
Tata Ruang

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

476,503,930 0 DINAS
PERTANAHAN
DAN TATA
RUANG

6.1 Pengendalian Tata Ruang UMBULHARJO Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang
dan Pertanahan

1 dokumen Tersedianya data rinci
pemanfaatan ruang kota
Yogyakarta dan kesesuaian
terhadap perencanaan tata ruang
daerah

1
dokumen

162,671,965

5.3 Pembinaan Tata Ruang UMBULHARJO Meningkatnya sinergitas dan
keselarasan pembangunan kota
Yogyakarta dengan tata ruang
kota maupun tata ruang
keistimewaan

1
dokumen
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan

6.2 Pengawasan Tata Ruang UMBULHARJO Laporan Pengaturan, Pembinaan,
Pelaksanan Pengawasan Tata Ruang
(Turbinlakuwas)

1 dokumen 50% 187,076,965

Neraca Penatagunaan Tanah,
Sumber Daya Air, Udara, dan
Sumber Daya Alam lainnya

1 dokumen

6.3 Pengelolaan Data dan
Informasi Tata Ruang

UMBULHARJO Peta Updating RTRW 1 dokumen 4
dokumen

126,755,000

Laporan Penerapan Norma Standar
Prosedur dan Kriteria (NSPK)

1 kali

Laporan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)

2 kali

TOTAL ANGGARAN 28,420,525,730 0

Meningkatnya tertib tata ruang

Terkelolanya data dan Informasi
tata ruang dan pertanahan Kota
Yogyakarta

TOTAL ANGGARAN 28,420,525,730 0
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Nama Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 1,793,982,331 1,973,370,000 Dinas PU PKP

Materai 6000 tersedia 450 buah 923,674,550 1,016,040,000

Materai 3000 tersedia 400 buah

Urusan Pekerjaan Umum

Sedang
Berjalan

Sasaran Lokasi

Terpenuhinya jasa
kebutuhan surat-
menyurat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

UMBULHARJO

Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

100% Dinas PU PKP

Materai 3000 tersedia 400 buah

Jasa Pengiriman Paket 6 kali

Pembayaran rekening air
& listrik Rusunawa

12 bulan Terpenuhinya
pembayaran rekening,
air, dan listrik

12 bulan

Penyediaan jasa KIR 20 Kendaraan 12 bulan

Penyediaan Perpanjangan
STNK

51 Kendaraan

Penyediaan Perpanjangan
SIM

1 SIM

Pemeliharaan kebersihan
kantor

1 unit gedung Terciptanya ruang kerja
yang bersih dan nyaman

1 dinas

Perbaikan Peralatan Kerja 4 item Terpeliharanya
Peralatan Kerja

1 dinas

Pengadaan Alat Tulis Dinas 54 item Tersedianya ATK untuk
menunjang Tupoksi
Dinas

1 dinas

Penyediaan Kebutuhan
Cetak & penggandaan

Cetak : 6
cetakan
Penggandaan :
364.000 lbr
   Jilid : 600 exp

Tersedianya kebutuhan
cetak & penggandaan

1 dinas

Sedang
Berjalan

Terpenuhinya jasa
kebutuhan surat-
menyurat

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

UMBULHARJO 100%

Terpenuhinya
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
Dinas

Dinas PU PKP

Penyediaan Kebutuhan
Cetak & penggandaan

Cetak : 6
cetakan
Penggandaan :
364.000 lbr
   Jilid : 600 exp

Tersedianya kebutuhan
cetak & penggandaan

1 dinas

Penyediaan Kebutuhan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Gedung

komponen
listrik : 5 item

Tersedianya kebutuhan
Penerangan Bangunan
Kantor

1 dinas

Sedang
Berjalan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Sasaran LokasiNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Pengadaan Printer 6 unit

Pengadaan Alat-alat
Kantor dan Rumah Tangga

1 Dinas

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

14 item Terselenggaranya
kebutuhan peralatan
rumah tangga

1 dinas

Penyediaan bahan bacaan
surat kabar dan buku
perpustakaan

12 bulan dan 2
paket

Tersedianya bahan
bacaan & peraturan
perundangan

1 dinas

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

UMBULHARJ
O

Honorarium pengelola
keuangan dan barang

17 orang Kelancaran tugas
pengelola keuangan
dan barang

12 bulan

Sedang
Berjalan

Dinas PU PKP         466,569,781 513,220,000 sedang
berjalan

Penyediaan
KebutuhanBahan
Komputer

13 item 1 dinasTersedianya kebutuhan
penyediaan peralatan &
perlengkapan kantor

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

UMBULHARJ
O

Honorarium pengelola
keuangan dan barang

17 orang Kelancaran tugas
pengelola keuangan
dan barang

12 bulan

dokumen administrasi
kepegawaian yang
terkelola

126 dokumen
ASN

12 bulan

Jasa Tenaga Bantuan
(NABAN)

12 bulan Terselenggaranya
Penyediaan Jasa Tenaga
Bantuan

1 dinas

Penyediaan makanan dan
minuman Pegawai

180 orang Tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan
minuman Rapat

14 kali

Perjalanan dinas luar
daerah dan dalam DIY

26 Laporan Tersedianya kebutuhan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah

2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Umbulharjo Meningkatnya
Sarana dan
Aparatur

100% 1,176,486,486 10,794,980,000

2.1 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pemeliharaan gedung
kantor

1 paket Sarana dan Prasana
gedung/peralatan
memadai

1 dinas 216,800,000 238,480,000 Dinas PU PKP

Dinas PU PKP

Dinas PU PKP1 dinas 403,738,000

         466,569,781 513,220,000 sedang
berjalan

444,110,0001.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

UMBULHARJ
O

sedang
berjalan

2.1 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pemeliharaan gedung
kantor

1 paket Sarana dan Prasana
gedung/peralatan
memadai

1 dinas 216,800,000 238,480,000 Dinas PU PKP

2.2 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

64 kendaraan Kendaraan dinas
berfungsi secara
memadai

1 dinas 959,686,486 10,556,500,000 Dinas PU PKP
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Sasaran LokasiNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Umbulharjo Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

100% 291,500,000 320,650,000

3.1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja Dinas

8 dokumen

Profil Dinas 1 paket

4 Program Pembangunan
Gedung Pemerintah

Pembangunan
 Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
antar wilayah
menurun

Kota
Yogyakarta

Persentase
pemenuhan
bangunan gedung
sesuai dengan
standar kebutuhan

85.5% 56,418,876,921 61,510,760,000

Dinas PU PKP1 dinas 320,650,000Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja Dinas

291,500,000Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD4 Program Pembangunan
Gedung Pemerintah

Pembangunan
 Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
antar wilayah
menurun

Kota
Yogyakarta

Persentase
pemenuhan
bangunan gedung
sesuai dengan
standar kebutuhan

85.5% 56,418,876,921 61,510,760,000

4.1 Kegiatan Perencanaan
Teknis Gedung Pemerintah

Rapor penilaian
penyediaan jasa konstruksi

1 Dokumen Meminimalkan
ketidaksesuaian
realisasi
keluaran/output
kegiatan dengan target
kegiatan, pelaksanaan
kegiatan dengan
rencana tahapan
kegiatan, dan
pelaksanaan kegiatan
dengan ketentuan yang
berlaku

8% 1,657,056,780 1,272,760,000 Baru Dinas PU PKP

Laporan pelaksanaan
pembinaan penyedia jasa
konstruksi

2 Laporan Data Ledger Bangunan 1 Dokumen

Laporan Forum
komunikasi dan fasilitasi
penyelesaian
permasalahan penyedia
jasa kontruksi

1 Laporan Rekomendasi
Keandalan Bangunan
Gedung

4 Bidang
Bangunan

Opersional SIPJAKI 12 Laporan Tersedianya dokumen
perencanaan untuk
pelaksanaan fisik
konstruksi

11 DokumenOpersional SIPJAKI 12 Laporan Tersedianya dokumen
perencanaan untuk
pelaksanaan fisik
konstruksi

11 Dokumen
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Sasaran LokasiNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Updating Data Legder
Bangunan Gedung

1 Dokumen Meningkatnya
pengetahuan dan
terpantaunya
pelaksanaan
pembangunan pada
seluruh SKPD

49 Dokumen

Rekomendasi keandalan
Bangunan Gedung

4 Dokumen

Dokumen Perencanaan 11 Dokumen

Pembinaan/Pendampingan
 Teknis Bangunan Gedung
Pemerintah

49 SKPD

4.2 Pembangunan Kantor SKPD 1 LokasiKegiatan Pembangunan
Gedung Pemerintah

Dinas PUPKP54,761,820,141 60,238,000,000 BaruBerfungsi secara
optimal gedung-gedung
milik pemerintah

33 Lokasi4.2 Pembangunan Kantor SKPD 1 Lokasi

Pemeliharaan Jaringan
Listrik/Tambah Daya

1 Paket

Renovasi Bangunan
Pemerintah

31 Lokasi

5 Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Saluran
Pengairan dan Drainase

Pembangunan
 Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
antar wilayah
menurun

Kota
Yogyakarta

Persentase
kualitas saluran
Pengairan dan
Drainase

81.86% 30,449,621,656 33,494,580,000

5.1 Kegiatan Peningkatan dan
Pembangunan Saluran
Pengairan dan Drainase

Saluran
Pengairan
dan Drainase

Kota
Yogyakarta

Pembangunan Saluran 1913,83 m Penambahan Aset Kota Yk 19,319,093,000      21,251,000,000 Baru Dinas PU PKP

5.2 Kegiatan Pemeliharaan
Saluran Pengairan dan
Drainase

Saluran
Pengairan
dan Drainase

Kota
Yogyakarta

Pemeliharaan Saluran 1848 m Peningkatan umur
manfaat

Kota Yk 11,130,528,656 12,243,580,000 Baru Dinas PU PKP

6 Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan

Pembangunan
 Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
antar wilayah
menurun

Kota
Yogyakarta

Persentase
Kualitas Sarana
dan Prasarana
Jalan dan
Jembatan

92.59% 45,716,365,972 50,287,990,000

Kegiatan Pembangunan
Gedung Pemerintah

Dinas PUPKP54,761,820,141 60,238,000,000 BaruBerfungsi secara
optimal gedung-gedung
milik pemerintah

33 Lokasi

6 Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan

Pembangunan
 Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
antar wilayah
menurun

Kota
Yogyakarta

Persentase
Kualitas Sarana
dan Prasarana
Jalan dan
Jembatan

92.59% 45,716,365,972 50,287,990,000

6.1 Kegiatan Peningkatan
Jalan dan Jembatan

Jalan,
Jembatan dan
Trotoar

Kota
Yogyakarta

Peningkatan Jalan,
Peningkatan Jembatan

28.000 m2 , 1
buah

Terciptanya
kenyamanan lalu lintas
jalan

4 ruas jalan 12,231,525,000 13,454,670,000 Baru Dinas PU PKP

6.2 Kegiatan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

Jalan,
Jembatan dan
Trotoar

Kota
Yogyakarta

Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan

900 m2 Peningkatan umur
manfaat jalan dan
jembatan

2 ruas jalan 8,470,229,972        9,317,250,000 Baru Dinas PU PKP
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Sasaran LokasiNo

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

6.3 Kegiatan Pengelolaan
Penerangan Jalan Umum

Kota
Yogyakarta

Pemeliharaan Lampu PJU
dan Panel Jaringan

1.900 titik Terlaksananya
Pemeliharaan Lampu
PJU dan Panel Jaringan

Kota Yk     25,014,611,000

Penggantian Lampu PJU
habis umur pakai

579 titik Terlaksananya
penggantian Lampu PJU
habis umur pakai

Pembayaran rekening air
dan rekening listrik

12 bulan Terlaksananya
pembayaran rekening
air dan rekening listrik

Pemeliharaan lampu Hias 13 unit Terlaksananya
pemeliharaan lampu
hias

7 Program Penataan
Perumahan Permukiman
dan Tata Bangunan

Pembangunan
 Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

 Ketimpangan
antar wilayah
menurun

Kota
Yogyakarta

Persentase
kualitas
perumahan dan
permukiman

75% 15,628,104,555 16,970,900,000

43,3 m2

     27,516,070,000 BaruPenerangan
Jalan Umum

       6,213,410,000Pembangunan Talud
Permukiman

Dinas PU PKP

7.1 Kegiatan Penataan
Perumahan dan
Permukiman

Prasarana
Dasar Umum

Kota
Yogyakarta

Baru Dinas PU PKPTerwujudnya
Perumahan dan
Permukiman yang
memadai dan
berkualitas

wilayah kota
Yk

7 Program Penataan
Perumahan Permukiman
dan Tata Bangunan

Pembangunan
 Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

 Ketimpangan
antar wilayah
menurun

Kota
Yogyakarta

Persentase
kualitas
perumahan dan
permukiman

75% 15,628,104,555 16,970,900,000

      5,648,556,929

Pemeliharaan talud dan
Sarpras Tersebar

39,3 m2

Pemeliharaan Sarpras
Tersebar

3 unit

Pembangunan Sarana dan
Prasarana PMPS

1 paket

Land Cleaning Pasca PMPS 1 paket

Sambungan Rumah 1 paket

Penataan Kawasan 10 Kawasan Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Perumahan/
Permukiman Kumuh

3,965,812,929

Pemeriksaan Kelaikan
Bangunan

13 unit
bangunan

43,3 m2        6,213,410,000Pembangunan Talud
Permukiman

7.1 Kegiatan Penataan
Perumahan dan
Permukiman

Prasarana
Dasar Umum

Kota
Yogyakarta

Baru Dinas PU PKP

7.2 Kegiatan Penataan
Bangunan dan Lingkungan

Terwujudnya
Perumahan dan
Permukiman yang
memadai dan
berkualitas

wilayah kota
Yk

4,142,390,000Kawasan
Permukiman

Kota
Yogyakarta

Masyarakat
Kota
Yogyakarta

Pemeriksaan Kelaikan
Bangunan

13 unit
bangunan

7.3 Kegiatan Pengelolaan
Rusunawa

Sarpras
Rusunawa

Rusunawa Operasional pengelolaan
Rusunawa

2 unit Terkelolanya rusunawa 2 unit 528,863,391 581,740,000 Baru Dinas PU PKP

7.4 Kegiatan Pengelolaan
Saluran Air Limbah

Saluran Air
Limbah

Kota
Yogyakarta

Operasional Pengelolaan
Saluran Air limbah

540 m Terpeliharanya Saluran
Air Limbah

wilayah kota
Yk

5,484,871,306 6,033,360,000 Baru Dinas PU PKP

151,474,937,921 175,353,230,000TOTAL

7.2 Kegiatan Penataan
Bangunan dan Lingkungan

4,142,390,000Kawasan
Permukiman

Kota
Yogyakarta

Masyarakat
Kota
Yogyakarta
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(13) (14) (15)

Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan, dan
operasional
perkantoran

100% 506,361,071 531,679,125

1.1 100% 203,043,911 213,196,107
                         2,250,000 2,362,500 1

250 materai

2 saluran
telepon, 2
sambungan
listrik

6,000,000 6,300,000 1

250 materai

Hasil Kegiatan

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

Penyediaan jasa, peralatan,
dan perlengkapan kantor

Meterai 3.000 yang tersedia

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggunjawa

b

Hasil ProgramSasaran
Daerah

Prakiraan MajuPagu Indikatif

Meterai 6.000 yang tersedia

Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kec.
Kotagede

Keluaran KegiatanPrioritas
Daerah

Tolok Ukur

Jumlah penyediaan  jasa
komunikasi, sumberdaya air,
dan listrik

Jumlah penyediaan  Jasa
Peralatan dan perlengkapan
Kantor

2 saluran
telepon, 2
sambungan
listrik

6,000,000 6,300,000 1

5 jenis 9,100,000 9,555,000 1

3 unit                          6,725,000 7,061,250 1

37 unit

10 jenis 34,647,478 36,379,852 1

12 bulan

3 jenis 17,400,000 18,270,000 1

80 jenis 14,044,425 14,746,646 1

 166.416
lembar, 65
jilid

27,212,400 28,573,020 1

 10 digital
print
10 jenis 1,477,257 1,551,120 1

Jasa Perbaikan dan Peralatan
Kerja
Alat Tulis Kantor  yang tersedia

Jasa penggandaan

Jenis cetak

STNK  roda 4 yg terbayar

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang tersedia

Komponen Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
tersedia

STNK  roda 2 yg terbayar

Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia

Jasa Kebersihan Kantor

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

Jumlah penyediaan  jasa
komunikasi, sumberdaya air,
dan listrik

Jumlah penyediaan  Jasa
Peralatan dan perlengkapan
Kantor

10 jenis 1,477,257 1,551,120 1

9 jenis 23,950,000 25,147,500 1

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang tersedia

Komponen Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
tersedia
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(13) (14) (15)

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggunjawa

b

Hasil ProgramSasaran
Daerah

Prakiraan MajuPagu IndikatifLokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanPrioritas

Daerah
Tolok Ukur

15 jenis 6,700,000 7,035,000 1

1 paket

6 buah buku 2,520,000 2,646,000 1
2 jenis harian

2 orang 42,017,351 44,118,219 1
3 taman 12
bulan

9,000,000 9,450,000

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

4 jenis 114,805,160 120,545,418

Jasa pemeliharaan taman
 Jasa keamanan Kantor

Peralatan Rumah Tangga yang
tersedia

Jumlah pemeliharaan meubelair
yang tersedia

Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yang
tersedia

Kec.
Kotagede

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

Dokumen adm. Penatausahaan
keuangan dan barang: SPP,
SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg
tersusun

100%1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

4 jenis 114,805,160 120,545,418

70,204,000 73,714,200 1

35 dokumen
ASN

2,700,000 2,835,000 3

2 orang 41,901,160 43,996,218 1

188,512,000 197,937,600

33,801,600 128 kali

12 kali

11 laporan 156,320,000 164,136,000 1

2 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN APARATUR

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Kec.
Kotagede

Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100% 263,382,000 276,551,100

Dokumen administrasi
kepegawaian yang terkelola

 Jasa Tenaga Bantuan

100%11 kali

Laporan hasil Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

Jasa Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Jamuan makan dan minum
penerimaan tamu yang tersedia

Jamuan makan dan minum
rapat koordinasi yang tersedia

Kec.
Kotagede

Minum pegawai yang tersediaKec.
Kotagede

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

Dokumen adm. Penatausahaan
keuangan dan barang: SPP,
SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg
tersusun

100%

32,192,000

Penyediaan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

1.3

2 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN APARATUR

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Kec.
Kotagede

Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100% 263,382,000 276,551,100

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Kantor

Kec.
Kotagede

1 paket Dukungan  terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi skpd

100% 92,500,000 97,125,000 1Jasa Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 185



Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(13) (14) (15)

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggunjawa

b

Hasil ProgramSasaran
Daerah

Prakiraan MajuPagu IndikatifLokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanPrioritas

Daerah
Tolok Ukur

2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional

Kec.
Kotagede

170,882,000 179,426,100 1

- Roda 4 3 unit
- Roda 2 37 unit

3 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Kec.
Kotagede

Terwujudnya
Peningkatan
Capaian Kinerja dan
keuangan

100% 28,062,000 29,465,100

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Kec.
Kotagede

 5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian
dan penganggaran

100%                       28,062,000               29,465,100 1

Dukungan  terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi skpd

Dokumen Perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja,
PK, RKA, DPA)

Laporan kinerja SKPD (LKIP,
Laporan keuangan dan fisik,
SKM, SPIP, Profil)

Jasa Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Kec.
Kotagede

 5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian
dan penganggaran

100%                       28,062,000               29,465,100 1

 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja
SKPD

B

4 pertemuan Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur

100% 10,936,000 11,482,800 1

4 PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK

Sosial Budaya Kemiskinan
masyarakat
menurun

Kota
Yogyakarta

Rata-rata jumlah
anak per keluarga

1,173 1,728,794,500 1,815,234,225

4.1 86,877,500 91,221,375

     1 Jumlah penyusunan grand
design kependudukan

 1 buku Dukungan 33,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengendalian penduduk

100% 2

     2 Jumlah pertemuan
FAPSEDU

 18
pertemuan

Dukungan 33,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengendalian penduduk

100% 1

     3 Jumlah orang yang
mengikuti Sosialisasi isi-isu
strategis kependudukan
bagi Camat, Lurah dan PKB

 85 orang Dukungan 33,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengendalian penduduk

100% 2

Kota
Yogyakarta,

14
Kecamatan,

45
Kelurahan

Kota
Yogyakarta,

14
Kecamatan,

45
Kelurahan

Jumlah pertemuan In House
Training yang diikuti

Dokumen Perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja,
PK, RKA, DPA)

Laporan kinerja SKPD (LKIP,
Laporan keuangan dan fisik,
SKM, SPIP, Profil)

Pengendalian Penduduk

Pengelolaan Data, Advokasi,
dan Komunikasi Informasi
Edukasi

     3 Jumlah orang yang
mengikuti Sosialisasi isi-isu
strategis kependudukan
bagi Camat, Lurah dan PKB

 85 orang Dukungan 33,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengendalian penduduk

100% 2

4.2 1,641,917,000 1,724,012,850

     1 Jumlah pertemuan
updating data keluarga
dan pencatatan pelaporan

70
pertemuan

Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

     2 Jumlah cetak SIDUGA  1 paket Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

Kota
Yogyakarta,

14
Kecamatan,

45
Kelurahan

Pengelolaan Data, Advokasi,
dan Komunikasi Informasi
Edukasi
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(13) (14) (15)

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggunjawa

b

Hasil ProgramSasaran
Daerah

Prakiraan MajuPagu IndikatifLokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanPrioritas

Daerah
Tolok Ukur

     3 Jenis media promosi dan
publikasi program KKBPK

 8 jenis Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 2

     4 Jumlah hari KIE melalui
Mupen

36 hari Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

     5 Jumlah hari promosi
program KB KS melalui
PMPS

45 hari Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

     6 Jumlah pertemuan
monitoring dan evaluasi
TMKK (TNI Manunggal KB
Kesehatan)

15
pertemuan

Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1     6 Jumlah pertemuan
monitoring dan evaluasi
TMKK (TNI Manunggal KB
Kesehatan)

15
pertemuan

Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

     7 Jumlah pertemuan KKG
PKK KB Kesehatan

19
pertemuan

Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

     8 Jumlah pertemuan seleksi
pembinaan KB KS tingkat
Kota

9 lomba Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 2

     9 Jumlah pertemuan
rakercab IPeKB

1 pertemuan Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

   10 Jumlah peringatan Hari
Keluarga tingkat Propinsi

1 kegiatan Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 2

   11 Jumlah orang yang
mendapatkan bantuan
Operasional IMP

3192 IMP Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1   11 Jumlah orang yang
mendapatkan bantuan
Operasional IMP

3192 IMP Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 1

   12 Jumlah pembinaan
paguyuban IMP

9 kegiatan Dukungan 8,33% terhadap
capaian kinerja kegiatan
pengelolaan data, advokasi,
dan KIE

100% 3

5 Sosial Budaya Kemiskinan
masyarakat
menurun

Kota
Yogyakarta

Ckupan peserta KB
aktif

75,91% 2,476,100,429 2,599,905,450

1,493,818,529 1,568,509,455Pelayanan Keluarga
Berencana

Kota, 14
Kecamatan

dan 45
Kelurahan

PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

5.1
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(13) (14) (15)

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggunjawa

b

Hasil ProgramSasaran
Daerah

Prakiraan MajuPagu IndikatifLokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanPrioritas

Daerah
Tolok Ukur

1 Jumlah PUS yang terlayani
pelayanan KB

1130 PUS Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 1

2 Jumlah kegiatan
pengukuhan dan
pembentukan kampung
KB

15 kegiatan Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 2

3 Jumlah pertemuan
pembinaan dan evaluasi
program KB

16
pertemuan
tingkat Kota,
62
pertemuan
tingkat
Kecamatan,
180
pertemuan
tingkat
Kelurahan

Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 1

Pelayanan Keluarga
Berencana

Kota, 14
Kecamatan

dan 45
Kelurahan

5.1

3 Jumlah pertemuan
pembinaan dan evaluasi
program KB

16
pertemuan
tingkat Kota,
62
pertemuan
tingkat
Kecamatan,
180
pertemuan
tingkat
Kelurahan

Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 1

4 Jumlah kegiatan
pembentukan,
pembinaan, dan evaluasi
kelompok KB Pria

32 kegiatan Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 1

5 Jumlah remaja yang
mengikuti pelatihan
konseling bagi pendidik
dan konselor sebaya

50 orang Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 1

6 Jumlah kelompok yang
disasar sosialisasi kespro

26
pertemuan

Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 2

7 Jumlah pertemuan yang
disasar pembinaan dan
evaluasi PIK R

204
pertemuan

Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 1

8 Jumlah yang disasar
kegiatan lomba remaja
dan PIK R

3 kegiatan Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 2

9 Jumlah kegiatan yang
disasar dialog remaja

14 kegiatan Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 39 Jumlah kegiatan yang
disasar dialog remaja

14 kegiatan Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 3

10 Jumlah draft yang disasar
penyusunan pedoman KIE
Kespro wilayah

1 draft Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 3

11 Jumlah remaja yang
disasar kegiatan Outbond
PIK R

180 remaja Dukungan 9,09% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pelayanan Keluarga
Berencana

100% 2
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(13) (14) (15)

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggunjawa

b

Hasil ProgramSasaran
Daerah

Prakiraan MajuPagu IndikatifLokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanPrioritas

Daerah
Tolok Ukur

5.2 Pembinaan Pembangunan
Keluarga

982,281,900 1,031,395,995

1 Jumlah pertemuan
pembinaan kegiatan KS

120
pertemuan
tingkat Kota,
Kecamatan,
Kelurahan

Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

     2 Jumlah pertemuan
kelompok BKS

1.395
pertemuan
BKB, BKR,
BKL

Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

3 Jumlah pertemuan
pemantauan dan
monitoring kelompok BKS

14
Kecamatan

Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 3

     4 Jumlah pertemuan Forum
BKB Kota dan Kecamatan

16
pertemuan tk
Kota dan
Kecamatan

Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

Kota
Yogyakarta,

14
Kecamatan,

45
Kelurahan

     4 Jumlah pertemuan Forum
BKB Kota dan Kecamatan

16
pertemuan tk
Kota dan
Kecamatan

Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

5 Jumlah pertemuan yang
diadakan dalam rangka
peningkatan kapasitas
kader BKS

11
pertemuan

Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 2

     6 Jumlah Family Gathering
BKL

1 kegiatan Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 3

7 Jumlah draft perda
ketahanan keluarga

1 draft Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 3

     8 Jumlah draft buku
pegangan program KKBPK

1 draft Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 3

9 Jumlah pertemuan
kelompok UPPKS

705
pertemuan

Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

   10 Jumlah promosi hasil
kelompok UPPKS

5 kegiatan Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 2

11 Jumlah event kontak
dagang kelompok UPPKS
Kota Yogyakarta

1 kali event Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 111 Jumlah event kontak
dagang kelompok UPPKS
Kota Yogyakarta

1 kali event Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

   12 Jumlah pertemuan
kelompok UPPKS dengan
mitra kerja

2 pertemuan Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

13 Jumlah pertemuan
pengurus BPC AKU Kota

18 pertemuan Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(13) (14) (15)

Hasil KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Jenis
Kegiatan

SKPD
Penanggunjawa

b

Hasil ProgramSasaran
Daerah

Prakiraan MajuPagu IndikatifLokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Keluaran KegiatanPrioritas

Daerah
Tolok Ukur

   14 Jumlah kegiatan
peningkatan
kewirausahaan dan
keterampilan kelompok
UPPKS

3 kegiatan Dukungan 7,14% terhadap
capaian kinerja kegiatan
Pembinaan Pembangunan
Keluarga

100% 1

5,002,700,000 5,252,835,000
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Nama Perangkat Daerah: DINAS PERHUBUNGAN
Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Urusan Wajib
Urusan Perhubungan

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%         4,883,258,143 4,980,923,306 Dinas
Perhubungan

1.1 UH Materai 6000 2400 buah 100%         1,743,142,829         1,778,005,686 Baru

Materai 3000 2400 buah

Perangko 3000 4500 buah

Kilat khusus 5 buah

Kenaikan harga barang
dan jasa

Dinas PerhubunganPenyediaan jasa, peralatan,
dan perlengkapan kantor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Kilat khusus 5 buah

listrik ,
telepon/telekomuni
kasi ,air

12 bulan Tarif air
,telepon/komunik
asi dan pajak air
tanah(sumur

Kenaikan harga barang
dan jasa

STNK Sky Lift
1  unit

Tambah kendaraan

STNK roda 2
35 unit

STNK roda 3
2 unit

STNK roda 4
9 unit

KIR
5  unit

Bahan dan
peralatan

20 jenis
Dinas
Perhubungan

Kenaikan harga barang
dan jasa

Retribusi sampah
TKP

2 jenis

Pemeliharaan
taman

4 jenis

Jasa pemeliharaan
kerumahtanggaan

1 jenis

Jasa perbaikan
peralatan kerja

9 jenis
Kenaikan harga barang
dan jasa

ATK 39  jenis Kenaikan harga barang
dan jasa

Jasa percetakan
 7 jenis

Kenaikan harga barang
dan jasa

Dinas PerhubunganDukungan
terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Jasa percetakan
 7 jenis

Kenaikan harga barang
dan jasa

Jasa penggandaan  356.400
lembar

Komponen Instalasi/
penerangan 7 jenis
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Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

peralatan-peralatan
rumah tangga

9 jenis
Kenaikan harga barang
dan jasa

Peraturan
perundang-
undangan yang
tersedia

1 jenis

Surat kabar 3 jenis

Pengadaan pakaian
dinas harian

105 buah

Pakaian Kerja
lapangan

121 buah Kenaikan harga barang
dan jasa

Keamanan kantor
PKB

4 orang

Kenaikan harga barang
dan jasa

Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

7 jenis

Dinas
Perhubungan

Keamanan kantor
PKB

4 orang

Bimbingan teknis 50 orang

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

UH Dokumen
administrasi
penatausahaan
keuangan:
SPP,SPM,SPJ,dan
Laporan Akuntansi
yang tersusun

4 jenis Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%         2,796,695,314         2,852,629,220 Baru Dinas
Perhubungan

Dinas Perhubungan

dokumen
administrasi
kepegawaian yang
terkelola

86 dokumen
ASN

Kenaikan UMK Kenaikan UMK dan BPJS

Informasi Website
terkelola

22 orang

Jasa Tenaga
Bantuan

15 orang Kenaikan harga barang
dan jasa

Petugas Teknis 90 orang Kenaikan harga barang
dan jasa

1.3 UH Penyediaan
makanan dan
minuman untuk :

12 bulan
           350,288,400 Baru Kenaikan harga barang

dan jasa
Dinas Perhubungan

a. Koordinasi 145 kali .

b. Pegawai 125 orang .

Laporan hasil
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah

22 laporan

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%            343,420,000Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Laporan hasil
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah

22 laporan

Dukungan
terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%
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Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

2 Program Peningkatan
Sarana  dan Prasarana
Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat

Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur

100%            805,017,000            821,117,340 Baru Dinas Perhubungan

2.1 Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor

UH gedung 2 jenis Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100%            423,895,000            432,372,900 Baru Dinas
Perhubungan

Tambah kendaraan Dinas Perhubungan

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional

UH Jasa Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional

100%            388,744,440 Baru Dinas
Perhubungan

Tambah kendaraan Dinas Perhubungan           381,122,000Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional

UH Jasa Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional

100%            388,744,440 Baru Dinas
Perhubungan

Tambah kendaraan Dinas Perhubungan

STNK Sky Lift 1  unit

STNK roda 2 35 unit

STNK roda 3 2 unit

STNK roda 4 9 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100%            131,178,000            135,113,340 Baru Dinas
Perhubungan

ASB

Dinas
Perhubungan

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian,
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

UH Dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran
(Renstra,
Renja,Renja
Perubahan,KUAPPA
S,KUPPA, Penetapan
Kinerja, RKA,RKA
Perubahan,
DPA,DPPA,RUP
Murni,RUP
Perubahan)

11 dokumen Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
pengganggaran
tepat waktu

100%            131,178,000            135,113,340 Baru Dinas
Perhubungan

ASB

Dinas Perhubungan

           381,122,000Dukungan
terhadap
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian,
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

UH Dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran
(Renstra,
Renja,Renja
Perubahan,KUAPPA
S,KUPPA, Penetapan
Kinerja, RKA,RKA
Perubahan,
DPA,DPPA,RUP
Murni,RUP
Perubahan)

11 dokumen Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
pengganggaran
tepat waktu

100%            131,178,000            135,113,340 Baru Dinas
Perhubungan

ASB

Dinas Perhubungan

Laporan kinerja
SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik,
Laporan Pencapaian
Penetapan Kinerja,
LPPD/LKPJ)

3 dokumen Nilai Akuntabilitas
Kinerja SKPD
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Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

frekuensi diklat
formal yang diikuti

2

Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

4 Program Pengelolaan Lalu
Lintas

Pembangunan
Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
Antar Wilayah
Menurun

Rasio Kecepatan
perjalanan

0.8         5,469,827,787         5,579,224,343 Baru

Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

4.1 Kegiatan Kajian dan
Pengembangan Lalu Lintas

1.Survey  bangkitan
dan perjalanan
tarikan serta
kebutuhan Parkir
Pusat layanan
Kesehatan

1 dokumen

           581,925,000            593,563,500

2.Survey  tarikan
dan  bangkitan
perjalanan dan
kebutuhan parkir
Pasar Tradisional

1 dokumen

Peningkatan
perencanaan
manajemen lalu
lintas

100%

2.Survey  tarikan
dan  bangkitan
perjalanan dan
kebutuhan parkir
Pasar Tradisional

1 dokumen

3.Survey updating
kinerja lalu lintas
jalan (volume per
kapasitas dan
kecepatan)

1 dokumen

4. Kajian Andalalin 15 dokumen

4.2 Survey manajemen
rekayasa  LL
kawasan

1 dokumen

           624,836,787            637,333,523 Baru

Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

Manajemen dan
rekayasa LL 2 laporan

4.3
1.Cermin tikungan, 100 unit

        4,263,066,000         4,348,327,320 Baru Kenaikan harga barang
dan jasa

Dinas Perhubungan

2.rambu lalu lintas, 100 buah

3.papan nama jalan
antik

20 unit

4.papan nama jalan
antik lingkungan

60 unit

Peningkatan
perencanaan
manajemen lalu
lintas

100%

Peningkatan
jumlah Fasilitas
Perlengkapan
Jalan bidang
Perhubungan dan
Pemeliharaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan bidang
Perhubungan

Kegiatan Manajemen  dan
Rekayasa lalu lintas

sekota
yogyakarta

Peningkatan
perencanaan
manajemen lalu
lintas

100%

-Sekota
Yogyakarta

Kegiatan Pengadaan dan
pemeliharaan sarana,
prasarana dan fasilitas
perhubungan

4.papan nama jalan
antik lingkungan

60 unit

5.FO ATCS 1 paket

6.ATCS 1 simpang 1 unit

7.APILL tenaga surya
2 unit

                                - Kenaikan harga barang
dan jasa

Peningkatan
jumlah Fasilitas
Perlengkapan
Jalan bidang
Perhubungan dan
Pemeliharaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan bidang
Perhubungan

-Sekota
Yogyakarta

Kegiatan Pengadaan dan
pemeliharaan sarana,
prasarana dan fasilitas
perhubungan
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Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

8. Pemeliharaan
rambu lalu lintas, 110 unit

9. Pemeliharaan
marka jalan, 5000 m2

10. Pemeliharaaan
ruang tunggu
sepeda, 500 m2

11. Pemeliharaan
marka jalur sepeda, 500 m2

12.Marka ZOSS
500 m2

13.pemeliharaan
APILL,

50 unit

14.pemeliharaan
warning light,

28 unit

Kenaikan harga barang
dan jasa

14.pemeliharaan
warning light,

28 unit

15.perbaikan
instalasi kabel,

4 simpang

16.batery 20 buah

5 Program Angkutan Jalan ,
Pengendalian Operasional
dan Keselamatan lalu Lintas

Pembangunan
Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
Antar Wilayah
Menurun

Prosentase
angkutan umum
yang melewati jalan
kota yang
memenuhi standar
keselamatan

93%         2,208,365,000         2,252,532,300 Baru SHBJ snack ,
makan

Pemenuhan SPM dan
target Renstra dan
Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan
Angkutan

UH optimalisasi
perizinan angkutan

1000 ijin
dispensasi
jalan, 30

rekomendasi

optimalisasi
perizinan
angkutan dan
Peningkatan
Ketertiban
kendaraan tidak
bermotor

100%            662,524,000            675,774,480 Baru SHBJ snack ,
makan

Pemenuhan SPM dan
target Renstra dan
Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

Pengadaan tempat
pemberhentian
kendaraan
penumpang umum

10 unit

Survey Penyusunan
Jaringan Trayek Bus
Sekolah di Kota
Yogyakarta

1 paket

Kampanye
ketertiban KTB
tahap V

600 KTB

Kenaikan harga barang
dan jasa

Kampanye
ketertiban KTB
tahap V

600 KTB

Plat KTB/TNKTB  200 pasang

SIOKTB  200 set

Reflektor KTB  500 unit
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Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

Identitas Pengemudi
KTB  200 set

Penyusunan Desain
dan Penempatan
Sarana Prasarana
KTB

1 paket

Tempat Sepeda 5 unit

5.2 Kegiatan Pelayanan
Pengujian Kendaraan
Bermotor

UH

Rehabilitasi
perlengkapan
operasional
pengujian
kendaraan
bermotor/PKB

1 UPT, 2 line
alat Pengujian

kendaraan
bermotor

100%            698,025,000            711,985,500 Baru Dinas Perhubungan

Stiker tanda
samping

18200 set

Peningkatan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Sarana, Prasarana
dan Fasilitas
Pengujian
Kendaraan
BermotorStiker tanda

samping
18200 set

Buku uji berkala 8000 buku

Tanda uji berkala 35300 set

pemungutan
retribusi pengujian
kendaraan
bermotor/PKB

100%

1.pelajar, 700 orang            457,930,000            467,088,600 Baru Pemeliharaan
Taman Edukasi LL

Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

2.masyarakat
umum,

400 orang

3.kegiatan taman
edukasi
keselamatan LL

7200
kunjungan

5.4
-sekota

yogyakarta

1.Pengawasan,
pengendalian dan
pengawalan LL.

348 kali

100%            389,886,000            397,683,720 Baru SHBJ snack ,
makan

Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

2.patroli penegakan
perda bidang
perhubungan 132 kali

3.Operasi bersama
penegakan perda
bidang
perhubungan

44 kali

100%

Peningkatan
pemahaman
keselamatan
transportasi

Peningkatan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Sarana, Prasarana
dan Fasilitas
Pengujian
Kendaraan
Bermotor

Kegiatan Optimalisasi
Pelaksanaan Perda dan
Pengendalian Operasional di
bidang Perhubungan

Peningkatan
ketertiban dan
keselamatan
transportasi

5.3 Kegiatan Bimbingan dan
Keselamatan Lalu Lintas

-sekota
yogyakarta

3.Operasi bersama
penegakan perda
bidang
perhubungan

44 kali

4.piket di hari libur 120 kali

5.koordinasi
persiapan
penegakan perda

44 kali
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Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

6.Pengaturan dan
pengendalian
angkutan dan lalu
lintas : lebaran,
natal dan tahun
baru,hari besar
keagamaan,dan di
Pasar Malam
Perayaan Sekaten

72 hari

7.koordinasi
persiapan kegiatan, 45 kali

6 Program Pengelolaan
Perparkiran

Pembangunan
Wilayah dan
Peningkatan
Infrastruktur

Ketimpangan
Antar Wilayah
Menurun

Jumlah laporan
pelanggaran
perparkiran

20
laporan

        7,976,972,000         8,136,511,440 Baru SHBJ snack ,
makan

Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

6.1 Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan
Perparkiran

-sekota
yogyakarta

1.operasional
penyelenggaraan
perparkiran

12 bulan
91%         7,522,176,500         7,672,620,030Peningkatan

operasional
penyelenggaraan
perparkiran

6.1 Kegiatan Operasional
Penyelenggaraan
Perparkiran

-sekota
yogyakarta

1.operasional
penyelenggaraan
perparkiran

12 bulan
91%         7,522,176,500         7,672,620,030

2.pengadaan karcis
parkir 13 macam

3.pengadaan
pakaian jukir 900 bh

4.pemungutan
retribusi parkir 100%

.

5.Pengawasan
perparkiran 12 bulan

6.2 Kegiatan Optimalisasi
Penyelenggaraan
Perparkiran

-sekota
yogyakarta

1.koordinasi di
bidang perparkiran 100%

Optimalisasi
penyelenggaraan
perparkiran

91%            454,795,500            463,891,410 Baru SHBJ snack ,
makan

Kenaikan Barang dan
jasa

Dinas Perhubungan

2.pengendalian dan
evaluasi
penyelenggaraan
perparkiran

600 lokasi
Pemenuhan SPM dan
target Renstra

3.pembinaan
terhadap juru parkir 850 jukir

4.pembinaan
terhadap petugas
parkir dan pedagang
TKP

4 TKP

Peningkatan
operasional
penyelenggaraan
perparkiran

4.pembinaan
terhadap petugas
parkir dan pedagang
TKP

4 TKP

5.pengadaan papan
tarif parkir TJU 20 buah

6.kegiatan POKJA
perparkiran 100%

7.perbaikan papan
tarif parkir 50 bh
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Keterangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan
Keterangan

SKPD Penanggung
jawab

Hasil KegiatanSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

 Pagu Indikatif

8.pemeliharaan
TKP(ngabean,
senopati,sriwedani)

3 bh

9.pemeliharaan TKP
(Limaran) 1 bh

10.Penyediaan
sarpras TJU
(Marka,Rambu,
papan informasi)

1 paket

      21,474,617,930       21,904,110,289 -TOTAL
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SKPD: Dinas Kebakaran

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
URUSAN WAJIB
Urusan  Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 2,109,964,586 2,146,910,443

Materai 6000 yang tersedia 160 buah

Materai 3000 yang tersedia 500 buah
STNK roda 10 yang terbayar 2 unit
STNK roda 6 yang terbayar 7 unit
STNK roda 4 yang terbayar 7 unit
STNK roda 3 yang terbayar 1 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Prioritas daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

UMBULHA
RJO

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi ,
keuangan dan operasional
perkantoran

100% Dinas Kebakaran798,028,575 821,969,432 baru

STNK roda 3 yang terbayar 1 unit
STNK roda 2 yang terbayar 8 unit
Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

36 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Alat tulis kantor yang tersedia 77 jenis
Jasa percetakan 3 jenis
Jasa Penggandaan 250.000 lembar

Komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor yang tersedia

12 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis

Peraturan perundang-undangan yang
tersedia

5 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 14 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

12 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor

20 kali

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan
Pengadaan pakaian dinas harian 88 buah
Pakaian Kerja lapangan 126 buah

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

UMBULHA
RJO

Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100% 878,436,011 878,436,011 baru Dinas KebakaranDukungan terhadap
kelancaran administrasi ,
keuangan dan operasional
perkantoran

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi ,
keuangan dan operasional
perkantoran

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

UMBULHA
RJO

Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100% 878,436,011 878,436,011 baru Dinas Kebakaran

dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola

88 dokumen ASN

Jasa Tenaga Bantuan 19 orang

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi ,
keuangan dan operasional
perkantoran
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Prioritas daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Makan dan minum yang tersedia untuk -

a.koordinasi, 24 kali
b.pegawai 88 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

19 laporan

2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
memadai

100% 1,258,187,000 1,295,932,610

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

UMBULHA
RJO

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan
kantor/tempat

3 Jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 134,000,000 138,020,000 baru Dinas Kebakaran

100% 433,500,0001.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

UMBULHA
RJO

Dinas KebakaranbaruDukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

446,505,000

2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

UMBULHA
RJO

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan
kantor/tempat

3 Jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 134,000,000 138,020,000 baru Dinas Kebakaran

2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

UMBULHA
RJO

Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional,

25 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 1,124,187,000 1,157,912,610 baru Dinas Kebakaran

a. roda 10 2 unit
b. roda 6 7 unit
c. roda 4 7 unit
d. roda 3 1 unit
e. roda 2 8 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100% 270,705,000 278,826,150

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

UMBULHA
RJO

Dokumen perencanaan, pengendalian
dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,
RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
pengganggaran tepat
waktu

100% 270,705,000 278,826,150 baru Dinas Kebakaran3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

UMBULHA
RJO

Dokumen perencanaan, pengendalian
dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,
RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
pengganggaran tepat
waktu

100% 270,705,000 278,826,150 baru Dinas Kebakaran

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja
SKPD

BB

Frekuensi diklat formal yang diikuti 5 kali Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Prioritas daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4 Program Pencegahan
Kebakaran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Pelayanan
Pencegahan
Kebakaran

80% 1,793,050,000 1,846,841,500

4.1 Pencegahan Bahaya
Kebakaran

UMBULHA
RJO

Pelayanan Rekomendasi Kebakaran 12 bulan Terbitnya Rekomendasi
Sarana Perlindungan
Bangunan

12 bulan 1,447,675,000 1,491,105,250 baru Dinas Kebakaran

Pemeriksaan Sarana Perlindungan
Bangunan

200 kali Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat dalam
Pemenuhan Proteksi
Kebakaran

200 bangunan

Penyusunan DED Hidran Kampung 1 paket Tersedianya Detail
Enginering Desain Hidran
Kampung

5 dokumen

Pengadaan Konstruksi Hidran Kampung 3 paket Terbangunnya Konstruksi
Instalasi Hidran Kampung

3 paket

4.2 Penyuluhan dan Edukasi
Bahaya Kebakaran

UMBULHA
RJO

Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran 50 kegiatan Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat
tentang Penanggulangan
Kebakaran

2500 orang 345,375,000 355736250 baru Dinas Kebakaran

Simulasi Penanggulangan Kebakaran 11 bulan Terlaksananya Simulasi
Penanggulangan
Kebakaran

200 orangSimulasi Penanggulangan Kebakaran 11 bulan Terlaksananya Simulasi
Penanggulangan
Kebakaran

200 orang

Penerimaan Kunjungan Siswa KB/TK/SD 11 bulan Meningkatnya Kesadaran
Anak-anak/Siswa dalam
Penanggulangan
Kebakaran

11 bulan

Pameran PMPS 50 hari Terlaksananya Pameran
PMPS

50 hari

5 Program Penanggulangan
Kebakaran

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Tingkat waktu
tanggap (response
time rate) 15
menit

75% 1,739,010,000 1,779,420,900

5.1 Penanganan Kebakaran UMBULHA
RJO

Pemadaman Kebakaran 140 kali Pemadaman Kebakaran
berhasil

 140 kali 1,347,030,000 1,387,440,900 baru Dinas Kebakaran

Evakuasi Bencana  50 kali Evakuasi Bencana
Dilakukan

 50 hari

PAM Kegiatan Insidentil / Sewa Mobil PK
/ Penyiraman

125 kali Kegiatan Insidentil Aman /
Sewa Mobil PK Dilayani /
Penyiraman Terlaksana

125 kali

PAM PMPS  50 kali PMPS Aman  50 hari
Pelatihan Rutin Petugas Pemadam  6 kali Meningkatnya

Ketrampilan Petugas
Pemadam

 6 kali

Piket Pemadam Kebakaran 365 hari Kesiapsiagaan Petugas
Pemadam kebakaran

365 hari

5.2 Pengelolaan Sarana
Prasarana Kekabaran

UMBULHA
RJO

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 240 tabung Tabung Pemadam
Kebakaran Siap pakai

240 tabung 391,980,000 403,739,400 baru Dinas Kebakaran5.2 Pengelolaan Sarana
Prasarana Kekabaran

UMBULHA
RJO

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 240 tabung Tabung Pemadam
Kebakaran Siap pakai

240 tabung 391,980,000 403,739,400 baru Dinas Kebakaran

Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran  2 paket Selang dan kelengkapan
pemadam kebakaran

 2 paket

7,170,916,586 7,347,931,603
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Nama SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

URUSAN WAJIB
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Kinerja
Aparatur &
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan &
ketatalaksanaan pemerintah
daerah yang berkualitas

Terwujudnya pelayanan
administrasi
perkantoran dengan baik                            310,271,670                        341,298,837

1.1 Penyediaan jasa, peralatan
dan perlengkapan kantor

Kec. UH

Materei 6000 yang tersedia 75 buah

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%

168,591,670

Materei 3000 yang tersedia 250 buah
STNK roda 4 yang terbayar 2 buah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja

SKPD
Penangungjawab

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

185,450,837

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda &
Olahraga

Prioritas
Daerah

No.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Jenis Keg.

Sasaran Daerah Lokasi
Hasil program Keluaran Kegiatan

STNK roda 4 yang terbayar 2 buah
STNK roda 2 yang terbayar 9 buah
Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

12 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Alat tulis kantor yang tersedia 48 jenis
Jasa percetakan 1 jenis
Jasa penggandaan

125.000
lembar

Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia

9 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis

Peraturan penrundang-undangan yang
tersedia

5 buah

Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

6 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor

11 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 10 jenis

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan
2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur
Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah meingkat

Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

100%

108,280,000 119,108,000

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

185,450,837

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda &
Olahraga

2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah meingkat

Terwujudnya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai

100%

108,280,000 119,108,000

Dinas Pemuda
dan Olah Raga
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja

SKPD
Penangungjawab

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Prioritas
Daerah

No.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Jenis Keg.

Sasaran Daerah Lokasi
Hasil program Keluaran Kegiatan

2.1 Pemeliharaan rutin / berkala
gedung / bangunan kantor

Umbulharjo Jasa pemeliharaan gedung / bangunan
kantor / tempat

1  jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100%

20,000,000 22,000,000

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas /
operasional

Umbulharjo Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/ops

1  jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100%

88,280,000 97,108,000

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah meingkat

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%

33,400,000 36,740,000

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

100% Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian
dan penganggaran

100%

33,400,000 36,740,000

Sedang
berjalan

3.1. Penyusunan dokumen
perencanaan, pengendalian
dan laporan capaian kinerja
SKPD

Umbulharjo Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA,
DPA)

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah meingkat

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%

33,400,000 36,740,000

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

100%
Nilai akuntabilitas kinerja
SKPD

Frekuensi diklat formal yang diikuti 2 kali Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur

4 Program Pengembangan
Kepemudaan

Sosial Budaya Meningkatnya kapasitas
pemuda yang berkualitas,
berdaya saing dan berkarakter

Terwujudnya generasi
muda yang memiliki

kompetensi dan daya
saing yang tinggi

100%

3,346,000,000 3,680,600,000

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

4.2. Pembinaan dan
Pengembangan Kepemudaan

Umbulharjo Pemilihan Pemuda Pelopor 1 kegiatan

Peningkatan Kualitas SDM Pemuda di Kota
Yogyakarta

3 kegiatan

Aksi Damai dan Apresiasi Seni Pemuda
Indonesia

3 kegiatan

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda 1 kegiatan
Seleksi, pendidikan dan pelaksanaan
Paskibraka

1 kegiatan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

Kualitas generasi muda Kota
Yogyakarta sesuai standar

100%

2,372,500,000 2,609,750,000

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

100% Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian
dan penganggaran

100%

33,400,000 36,740,000

Sedang
berjalan

3.1. Penyusunan dokumen
perencanaan, pengendalian
dan laporan capaian kinerja
SKPD

Umbulharjo Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA,
DPA)

Seleksi, pendidikan dan pelaksanaan
Paskibraka

1 kegiatan

Penanggulanan Penyalahgunaan NAPZA 2 kegiatan

4.2.. Pembinaan Kelembagaan
Kepemudaan

Umbulharjo Konsolidasi Kelembagaan OKP di Kota
Yogyakarta

2 kegiatan

Forum Sosilisasi Program Pemerintah 2 kegiatan
Kerjasama Lembaga Kepemudaan 3 kegiatan

973,500,000 1,070,850,000

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

Kualitas generasi muda Kota
Yogyakarta sesuai standar

100%

2,372,500,000 2,609,750,000

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja

SKPD
Penangungjawab

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Prioritas
Daerah

No.
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Jenis Keg.

Sasaran Daerah Lokasi
Hasil program Keluaran Kegiatan

5. Program Pengembangan
Olahraga

Sosial Budaya Meningkatnya kapasitas
olahraga yang berkualitas,

berdaya saing dan berkarakter

Terwujudnya kualitas
kesehatan dan prestasi
olahraga Kota
Yogyakarta

100%

5,037,664,040 5,541,420,544

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

5.1. Pembinaan Olahraga Prestasi
dan Masyarakat

Umbulharjo Pengiriman kontingen Kota Yogyakarta
dalam Tri Lomba Juang

1 kegiatan

Kegiatan keolahragaan bagi masyarakat dan
olahraga prestasi

3 kegiatan

Peningkatan kualitas SDM olahraga 2 kegiatan

5.2. Pembinaan Kelembagaan
Keolahragaan

Umbulharjo Pengembangan FORMY melalui: 3 kegiatan 100%

1,889,120,640 2,078,032,704

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

Cakupan kelembagaan
keolahragaan untuk

memenuhi kebutuhan
kegiatan olahraga

masyarakat Kota Yogyakarta

Prestasi olahraga Kota
Yogyakarta dalam kejuaraan
yang diikuti

Pengembangan Kelas Khusus Olah Raga 2 kegiatan

100%

3,148,543,400 3,463,387,840

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

5.2. Pembinaan Kelembagaan
Keolahragaan

Umbulharjo Pengembangan FORMY melalui: 3 kegiatan 100%

1,889,120,640 2,078,032,704

Sedang
berjalan

Dinas Pemuda
dan Olah Raga

Pengembangan KONI Kota Yogyakarta 2 kegiatan

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
di Kota Yogyakarta

1 kegiatan

8,835,615,710 9,719,167,381Jumlah

Cakupan kelembagaan
keolahragaan untuk

memenuhi kebutuhan
kegiatan olahraga

masyarakat Kota Yogyakarta
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Nama Perangakat Daerah : Bagian Tata Pemerintahan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Kinerja dan
Aparatur
Birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Akuntabilitas
Kinerrja
Pemerinrtah
Daerah
Meningkat

100% 714,960,746 788,814,531

Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan

UMBULHA
RJO -

Materai 6000 yang tersedia 400 buah

Materai 3000 yang tersedia 124 buah

STNK Roda 4 yang terbayar 3 unit

STNK Roda 4 yang terbayar 4 unit
Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia

7 jenis 100% Baru Bag.
Tapem

100%

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%

Bag.
Tapem

Bag.
Tapem

89,985,900 99,100,000 Baru

Baru

Prakiraan Maju
2018

Jenis
Keg

SKPD
Penangg

ung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan Wajib

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nomor Urusan/Bidang
urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

STNK Roda 4 yang terbayar 4 unit
Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia

7 jenis 100% Baru Bag.
Tapem

Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis 100% Baru Bag.
Tapem

Alat tulis kantor yang tersedia 32 jenis 100% Baru Bag.
Tapem

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

80.000 lembar 100% Baru Bag.
Tapem

Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

7 jenis 100% Baru Bag.
Tapem

1.2 Penyediaan jasa
pengelola
pelayanan
perkantoran

UMBULHA
RJO -

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan SPP,
SPM dan Laporan akuntansi yang
tersusun

4 jenis Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100% 57,646,846 63,411,531 Baru Bag.
Tapem

Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

20 dokumen jumlah dokumen asn 20 dokumen

Jasa Tenaga bantuan 2 orang Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%

100% Bag.
Tapem

Baru

Jasa Tenaga bantuan 2 orang Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%

1.3 Penyediaan Rapat
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi

makan dan minum yang tersedia
untuk

100% 489,542,000 544,000,000 Baru Bag.
Tapem
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Prakiraan Maju
2018

Jenis
Keg

SKPD
Penangg

ung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan Wajib

Nomor Urusan/Bidang
urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

koordinasi 30 kali

 rapat dinas walikota 12 kali

Pegawai 15 orang

Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi keluar daerah

12 laporan 100% Bag.
Tapem

2 Program
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
yang
memadai

100% 62,056,000 65,000,000

UMBULHA
RJO

Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional,

- Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100% 62,056,000 65,000,0002.1 Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

UMBULHA
RJO

Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional,

- Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

100% 62,056,000 65,000,000

a.roda 4 (empat), 3 unit

b.roda 2 (dua) 4 unit

3 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur
dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

UMBULHA
RJO -

Terwujudnya
peningkatan
capaian
kinerja dan
keuangan

100% 15,730,000 17,303,000

3.1 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan
Laporan Capaian
Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan dan
penganggaran : Review Renstra,
Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian
Kinerja yang tersusun

6 dokumen Dukungan terhadap
terwujudnya penatausahaan
keuangan dan manajemen
pencapaian kinerja porgram
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 15,730,000 17,303,000 Bag.
Tapem

2.1 Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

3.1 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian dan
Laporan Capaian
Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan dan
penganggaran : Review Renstra,
Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian
Kinerja yang tersusun

6 dokumen Dukungan terhadap
terwujudnya penatausahaan
keuangan dan manajemen
pencapaian kinerja porgram
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 15,730,000 17,303,000 Bag.
Tapem
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Prakiraan Maju
2018

Jenis
Keg

SKPD
Penangg

ung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan Wajib

Nomor Urusan/Bidang
urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Laporan kinerja SKPD, LKIP,
Laporan keuangan dan fisik, SPM,
IKM, SPIP, Profil yang tersusun

6 jenis laporan

4 Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Tata Pemerintahan

Hukum dan
Aparatur

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

Prosentase
dokumen
pelaporan
yang disusun
tepat waktu

100%

Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemkot
Yogyakarta

B

Nilai Evaluasi
Kinerja
Penyelenggar
an Pemda

Tinggi

2,740,248,930 3,014,273,823

Terinformasikannya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada
DPRD

Buku LKPJ TA. 2016 beserta
lampirannya

4 buku, 600 eksp

Nilai Evaluasi
Kinerja
Penyelenggar
an Pemda

Tinggi

4.1 Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum

UMBULHA
RJO -

4 buku, 600
eksp

1,016,248,880 1,117,873,768 Bag.
Tapem

Buku LPPD  Kota Yogyakarta tahun
2016

1 buku,65 eks Terinformasikannya Kinerja
Penyelenggaaan Pemda
Tahun 2015

1 buku,65
eks

Bag.
Tapem

ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 1 dokumen 100%

Fasilitasi Forpi 6 orang Terlaksananya Pemantauan
Pakta Integritas

49 SKPD

Fasilitasi Tim koordinasi Pilkada 6 bulan Kelancaran persiapan
penyelenggaraan pilkada

11 bulan Bag.
Tapem

Memori Jabatan Penjabat Walikota
Yogyakarta

1 Buku Terinformasikannya
penyelenggaraan
pemerintahan selama 5 tahun

4 buku. 600
eksp

Bag.
Tapem

Terinformasikannya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada
DPRD

Buku LKPJ TA. 2016 beserta
lampirannya

4 buku, 600 eksp

Memori Jabatan Penjabat Walikota
Yogyakarta

1 Buku Terinformasikannya
penyelenggaraan
pemerintahan selama 5 tahun

4 buku. 600
eksp

Bag.
Tapem

Tersusunya buku topomini 25 eksp Inventarisasi unsur buatan
toponimi

1 dokumen

Penegasan Batas Wilayah 50 pathok batas pemeliharaan pathok batas
wilayah

50 pathok
batas
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Prakiraan Maju
2018

Jenis
Keg

SKPD
Penangg

ung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan Wajib

Nomor Urusan/Bidang
urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

4.2 Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
dan Bina
Administrasi
Kecamatan

Dokumen Monev Pelaksanaan
Urusan Pemda

1 dokumen Tersedianya Dukungan bahan
pertimbangan untuk
pelaksanaan UPD

3 dokumen 1,000,000,050 1,100,000,055 Bag.
Tapem

Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun
2014

1 dokumen Tersedianya Laporan Monev
Pelaksanaan Pelimpahan
Kewenangan Walikota

1 dokumen

Evaluasi Urusan Pemerintahan
Daerah

1 dokumen Dukungan terhadap
peningkatan pelaksanaan
Pelimpahan kewenangan
sesuai  peraturan yang ada

1 kaliEvaluasi Urusan Pemerintahan
Daerah

1 dokumen Dukungan terhadap
peningkatan pelaksanaan
Pelimpahan kewenangan
sesuai  peraturan yang ada

1 kali

Dokumen Monev Pelaksanaan
Pelimpahan  Sebagian Kewenangan
Walikota kepada camat

1 dokumen Tersedianya Dukungan bahan
Pertimbangan  Evaluasi
Perwal Pelimpahan
Kewenangan

1 dokumen

 Pembekalan Perwal Pelimpahan
Kewenangan

1 kali  Penyelesaian permasalahan
dalam pelaksanaan
pelimpahan kewenangan

1 dokumen

Evaluasi Perwal Pelimpahan
Kewenangan

1 dokumen Dukungan peningkatan
terhadap kualitas petugas
teknis pelaksanaan
pelimpahan kewenangan

1 kali Bag.
Tapem
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Prakiraan Maju
2018

Jenis
Keg

SKPD
Penangg

ung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan Wajib

Nomor Urusan/Bidang
urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Pendampingan Pelaksanaan
Pelimpahan Kewenangan

1 dokumen Penyediaan bahan dan data
perencanaan pembangunan
masyarakat di Tingkat
Kelurahan

2 dokumen
(semester I
dan II)

 Pendampingan Teknis pelimpahan
Kwenangan

1 kali Penyediaan data potensi,
perkembangan dan data
dasar keluarga berbasis
Kelurahan

1 dokumen

 Penyusunan Buku Rekapitulasi
Monografi Kelurahan se-Kota
Yogyakarta

2 dokumen
(semester I dan
II)

Pemanfaatan hasil rakor
dalam pengambilan kebijakan
penyelenggaraan
Pemerintahan Kec & Kel

14
Kecamatan
dan 45
Kelurahan

 Penyusunan Buku Rekapitulasi
Monografi Kelurahan se-Kota
Yogyakarta

2 dokumen
(semester I dan
II)

Pemanfaatan hasil rakor
dalam pengambilan kebijakan
penyelenggaraan
Pemerintahan Kec & Kel

14
Kecamatan
dan 45
Kelurahan

Penyusunan Data Profil Kelurahan
se-Kota Yogyakarta

1 dokumen Pemanfaatan data perangkat
Kecamatan & Kelurahan
sebagai bahan masukan
penataan perangkat Kec &
Kel

14
Kecamatan
dan 45
Kelurahan

Pelaksanaan Koordinasi antar
Kecamatan dan Kelurahan dengan
SKPD / Instansi

14 Kecamatan
dan 45
Kelurahan

 Peningkatan wawasan dan
kemampuan perangkat Kec &
Kel dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Kec & Kel

14
Kecamatan
dan 45
Kelurahan

Bag.
Tapem

Penyusunan data perangkat
Kecamatan dan Kelurahan

14 Kecamatan
dan 45
Kelurahan

Penciptaan iklim persaingan
yang sehat dan kondusif antar
Kecamatan dalam
penyelenggaraan PATEN

3
Kecamatan

 Evaluasi Kecamatan sebagai
Penyelenggara PATEN terbaik
tingkat Kota Yogyakarta

3 kecamatan Peningkatan kualitas
pelayanan perizinan maupun
non perizinan di Kecamatan
dan Kelurahan

14
Kecamatan
dan 45
Kelurahan

 Evaluasi Kecamatan sebagai
Penyelenggara PATEN terbaik
tingkat Kota Yogyakarta

3 kecamatan Peningkatan kualitas
pelayanan perizinan maupun
non perizinan di Kecamatan
dan Kelurahan

14
Kecamatan
dan 45
Kelurahan

Penyelenggaraan pelayanan di
Kecamatan dan Kelurahan secara
elektronik

14 Kecamatan
dan 45
Kelurahan

Penetapan status tertentu
dari capaian hasil
perkembangan Kel

45
Kelurahan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Prakiraan Maju
2018

Jenis
Keg

SKPD
Penangg

ung
Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan Wajib

Nomor Urusan/Bidang
urusan

Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Evaluasi Perkembangan Kelurahan
Tingkat Kota Yogyakarta

45 Kelurahan Penyediaan bahan dan data
pengembangan
pemerintahan, pembangunan
dan pemberdayaan berbasis
Kel

6 kelurahan

4.3 Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Rakyat

Peningkatan Kehidupan Beragama 1 dokumen Terwujudnya Pendampingan
dan Pengembangan kegiatan
keagamaan

1 dokumen 724,000,000 796,400,000

Penguatan lembaga sosial dan
keagamaan

1 dokumen Tersedianya dokumen
Penguatan lembaga sosial
dan keagamaan

1 dokumenPenguatan lembaga sosial dan
keagamaan

1 dokumen Tersedianya dokumen
Penguatan lembaga sosial
dan keagamaan

1 dokumen

Monitoring dan evaluasi upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat

1 dokumen Tersedianya dokumen hasil
Monitoring dan evaluasi
upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat

1 dokumen

3,455,209,676 3,803,088,354 -
TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Pekerjaan Umum

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Terwujudnya Kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100% 475,059,020 522,324,922 Bagian Hukum

Materai 6000 tersedia 200 buah 61,152,500 67,267,750

Materai 3000 tersedia 300 buah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD Penanggung

Jawab

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

100% Sedang
berjalan

Bagian Hukum1.1 Penyediaan jasa, peralatan,
dan perlengkapan kantor

Materai 3000 tersedia 300 buah

Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia

17 macam Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

STNK Roda 4 yang terbayar 2 Unit 100%

STNK Roda 2 yang terbayar 4 Unit

Jasa perbaikan peralatan kerja 10 Kali service Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia

5 Jenis Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Alat Tulis Kantor yang tersedia 62 jenis Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Penyediaan Kebutuhan Cetak &
penggandaan

Cetak : 2 jenis
Penggandaan : 5
jenis

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% Sedang
berjalan

Bagian Hukum

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

1.1 Penyediaan jasa, peralatan,
dan perlengkapan kantor

Penyediaan Kebutuhan Cetak &
penggandaan

Cetak : 2 jenis
Penggandaan : 5
jenis

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang tersedia

5 Jenis Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Sedang
berjalan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Peralatan Rumah tangga yang
tersedia

5 Jenis Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Surat kabar yang tersedia 2 Jenis

Buku peraturan perundang-
undangan/ buku referensi yang
tersedia

14 Buku

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan; SPP, SPM,
SPJ, dan laporan barang yang
tersusun

4 Jenis Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%              73,650,520 80,775,572 sedang
berjalan

Bagian Hukum

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan; SPP, SPM,
SPJ, dan laporan barang yang
tersusun

4 Jenis Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%              73,650,520 80,775,572 sedang
berjalan

Bagian Hukum

Dokumen administrasi kepegawaian
yang terkelola

15 ASN, 2 Naban Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

12 bulan

Jasa Tenaga Bantuan (NABAN) 2 Orang Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100%

Penyediaan makanan dan minuman
Pegawai

21 orang

Penyediaan makanan dan minuman
Rapat

14 kali

Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

27 Kali Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah

UH Terwujudnya
pemeliharaan sarana
dan prasarana aparatur

100% 72,700,000 79,970,000 Bagian Hukum

2.1 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jasa pemeliharaan
gedung/bangunan kantor/tempat

1 Unit Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 15,000,000 16,500,000

2.2 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Roda 4 : 2 Unit
Roda 2 : 4 Unit

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 57,700,000 63,470,000

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

sedang
berjalan

Bagian Hukum1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

100% 340,256,000 374,281,600

2.2 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Roda 4 : 2 Unit
Roda 2 : 4 Unit

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 57,700,000 63,470,000
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Meningkat

UH Meningkatnya
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

100% 51,889,000 32,327,900

3.1 Dokumen perencanaan dan
panganggaran : Review Renstra,
Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang
tersusun

6 dokumen

Laporan Kinerja SKPD : LAKIP,
Laporan keuangan dan fisik, SPM,
IKM, SPIP, Profil yang tersusun

6 Jenis Laporan

Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 51,889,000 32,327,900 Bagian Hukum

Laporan Kinerja SKPD : LAKIP,
Laporan keuangan dan fisik, SPM,
IKM, SPIP, Profil yang tersusun

6 Jenis Laporan

Pegawai yang mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

7 orang

4 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan dan
Pelayanan Hukum

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang berkualitas

UH Persentase rancangan
produk hukum yang
tepat waktu

100% 2,813,904,970 2,813,904,970

4.1 Kegiatan Peraturan PerUndang-
Undangan

Publikasi Raperda ke Media Cetak 6 Raperda Terpublikasinya Raperda ke
Media cetak

6 Raperda 162,195,000 Sedang
berjalan

Bagian Hukum

Draft Raperda, Konsinyering,
Pembahasan Raperda dengan DPRD,
Perwal & Kepwal, Analisis Perwal,
Naskah Akademik Raperda, Naskah
Paripurna Raperda

7 Sub Kegiatan Tersusunnya Produk Hukum
daerah

455 produk
hukum

1,118,395,000

4.2 Kegiatan Bantuan Hukum Perkara/sengketa yang ditangani 5 Perkara Terselesaikannya
perkara/sengketa yang
ditangani

5 Perkara 889,150,000

Konsultasi hukum untuk masyarakat 11 bulan Terdampinginya masyarakat
yang mempunyai permasalahan
hukum

100%

Jumlah Raperda/Raperwal yang
terharmonisasi

3 Raperda, 3
Raperwal

3 Raperda, 3
Raperwal

171,468,000Terwujudnya nilai-nilai HAM
dalam Raperda/Raperwal Kota
Yogyakarta dan Kegiatan di
SKPD

Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 51,889,000 32,327,900 Bagian Hukum

Jumlah Raperda/Raperwal yang
terharmonisasi

3 Raperda, 3
Raperwal

3 Raperda, 3
Raperwal

171,468,000

Jumlah dokumen laporan kegiatan 2 dokumen
laporan kegiatan

2 dokumen
laporan
kegiatan

Terwujudnya nilai-nilai HAM
dalam Raperda/Raperwal Kota
Yogyakarta dan Kegiatan di
SKPD
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4.3 Sosialisasi Produk Hukum kepada
masyarakat

8 Kali 8 Kali

Penyuluhan Hukum kepada
masyarakat

4 Kali Meningkatnya pemahaman
Masyarakat

5 Kali

Pembinaan Masyarakat Sadar hukum 14 kecamatan Terbinanya masyarakat Sadar
Hukum Kota Yogyakarta

14
Kecamatan

Bendel cetakan Perda, Perwal,
Peraturan DPRD

7875 bendel
cetakan produk
hukum

tersedianya bendel cetakan,
Perda, Perwal, Peraturan DPRD

7875 bendel
cetakan
produk
hukum

472,696,970

3,413,552,990 3,448,527,792TOTAL

Tersampaikannya Informasi
produk hukum kepada
masyarakat

Kegiatan Dokumentasi dan
Informasi hukum daerah

3,413,552,990 3,448,527,792TOTAL
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Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target 1/2/3 1/2/3

(13) (14) (15)

Urusan Wajib
1 Program Pelayanan

administrasi
perkantoran

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Outcome : Terwujudnya
Kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%      262,922,300            276,068,415

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

Kec. UH - Materai 3000 yang tersedia 350 buah Dukungan terhadap kelancaran
administrasi keuangan dan
operasional perkantoran

100%      128,926,300            135,372,615 sedang
berjalan

- Materai 6000 yang tersedia 120 buah
STNK Roda 2 Yang terbayar 4 Unit
STNK Roda 4 Yang terbayar 2 Unit
Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

18 jenis

Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 30 Unit
Jasa Pemeliharaan komputer 10 Unit

Nama Perangkat Daerah : Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sasaran Daerah Lokasi

Bagian Adbang

Jenis Keg SKPD Penanggung
JawabHasil Program

Indikator Kinerja Prakiraan Maju

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nomor Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Jasa Pemeliharaan komputer 10 Unit
Alat Tulis Kantor yang tersedia 64 jenis
Jasa Penggandaan 167.980

lembar
 komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor

4 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia

19 jenis

 peralatan rumah tangga tersedia 3 jenis
Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia 2 jenis

Buku Perpustakaan dan peraturan
perundang-undangan yang tersedia

16 buku

1.2 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

Kec. UH Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ
dan Laporan Akuntansi

4 jenis Dukungan terhadap kelancaran
administrasi keuangan dan
operasional perkantoran

100%        27,000,000              28,350,000 sedang
berjalan

Bagian Adbang

Dokumen administrasi kepegawaian 12
Dokumen
ASN

1.3 Kec. UH 1. Makan dan Minum Yang Tersedia 100%      106,996,000            112,345,800
Pegawai 242 kali
Koordinasi 33 kali
Tamu 20 orang

2 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi
keluar daerah

19 laporan

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi keuangan dan
operasional perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi

sedang
berjalan

 Bagian Adbang

2 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi
keluar daerah

19 laporan

2. Program Peningkatan
Sarana dan Aparatur

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Outcome : Terwujudnya
sarana dan prasarana
aparatur yang memadai

100%        78,121,000              82,027,050

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi keuangan dan
operasional perkantoran
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Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target 1/2/3 1/2/3

(13) (14) (15)

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sasaran Daerah Lokasi Jenis Keg SKPD Penanggung

JawabHasil Program
Indikator Kinerja Prakiraan MajuNomor Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

2.1 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung/bangunan kantor

Kec. UH 1. Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/
kantor/tempat

1 unit 100%        20,525,000              21,551,250 sedang
berjalan

Bagian Adbang

2.2 Kec. UH 1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

100%        57,596,000              60,475,800 sedang
berjalan

Roda 4 (empat ) 4 Unit

Roda 2 (dua ) 2 Unit

3 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Outcome : Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100% 100%      101,484,574            106,558,802

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Kec. UH 1. Dokumen Perencanaan, pengendalian
dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA,
DPA dan PK)

5 Dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian dan
penganggaran

100%      101,484,574            106,558,802 sedang
berjalan

Bagian Adbang

Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD

Penyediaan dan
pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/ operasional

Bagian Adbang

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

Kec. UH 1. Dokumen Perencanaan, pengendalian
dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA,
DPA dan PK)

5 Dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian dan
penganggaran

100%      101,484,574            106,558,802 sedang
berjalan

Bagian Adbang

2. Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan
keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 Dokumen Nilai akuntabilitas kinerja SKPD BB

3. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal

16 orang Meningkatnya  kapasitas sumber
daya aparatur

100%

4 Pegawai yang mengikuti service
excellent

20 orang Meningkatnya  kapasitas sumber
daya aparatur

100%

4 Kec. UH Outcome :  1,231,394,929         1,292,964,676
92%

4.1 1. Dokumen  Renstra Setda 1 dokumen Tersedianya renstra setda 100%      108,400,000            113,820,000

4.2 Pengendalian
Administrasi dan
Pelaksanaan Kegiatan

Kec. UH 1. Laporan Evaluasi Dokuman Kontrak
konstruksi

1 laporan Terwujudnya Laporan bulanan
pelaksanaan kegiatan

100%      748,566,929            785,995,276 sedang
berjalan

2. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan
dan evaluasi SIM pelaporan

12 laporan Terwujudnya Laporan Monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

100%

3. Laporan Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan

4 laporan Terwujudnya Laporan hasil
pengendalian perencanaan
kegiatan

100%

 Bagian Adbang

Bagian Adbang

Persentase kesesuaian
realisasi terhadap target

kegiatan

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Penyusunan
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Setda

sedang
berjalan

Program Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan

3. Laporan Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan

4 laporan Terwujudnya Laporan hasil
pengendalian perencanaan
kegiatan

100%

4. Laporan hasil pengendalian perencanaan
kegiatan

20 laporan Terwujudnya Laporan hasil
pengendalian fisik kegiatan

100%

5. Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik
konstruksi

150
laporan

Terwujudnya Laporan operasional
SIM Pelaporan

100%

6. Laporan pengendalian Kontrak Kritis 1  laporan Tersedianya Uji Lab Konstruksi 100%
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Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Target 1/2/3 1/2/3

(13) (14) (15)

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sasaran Daerah Lokasi Jenis Keg SKPD Penanggung

JawabHasil Program
Indikator Kinerja Prakiraan MajuNomor Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

7. Laporan uji teknik dan bahan hasil
pekerjaan kosntruksi

1  laporan Terwujudnya Laporan uji teknik dan
bahan hasil pekerjaan konstruksi

100%

8 Pembuatan dan updating data
pengendalian berbasis digital

12 bulan Terwujudnya updating data
pengendalian berbasis digital

100%

4.3 Penyusunan Pedoman
Pengendalian Kegiatan

Kec. UH 1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD 1 dokumen Tersedianya Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan APBD

100%      374,428,000            393,149,400 sedang
berjalan

2. Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa
lainnya

1 laporan Tersedianya Kajian AHS pekerjaan
konstruksi dan jasa lainnya

100%

3. Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan 1 laporan Tersedianya Buku Saku
Pelaksanaan Kegiatan

100%

4. Lapoaran Evaluasi AHSP 1 laporan Terwujudnya Laporan Evaluasi
AHSP

100%

5. Peraturan Walikota tentang Analisa
Harga Satuan

1 dokumen Tersedianya Peraturan Walikota
tentang Analisa Harga Satuan

100%

6. Sosialisasi peraturan terkait pedoman
pelaksanaan kegiatan

1 laporan Terselenggaranya Sosialisasi
peraturan terkait pedoman
pelaksanaan kegiatan

100%

Bagian Adbang

6. Sosialisasi peraturan terkait pedoman
pelaksanaan kegiatan

1 laporan Terselenggaranya Sosialisasi
peraturan terkait pedoman
pelaksanaan kegiatan

100%

 1,673,922,803         1,757,618,943TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: Bagian Perekonomian, Pengembangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target

Bidang Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian

1  PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

 UH  Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 622,947,900                   650,000,000 Bagian P3ADK

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

UH
 Materai 3000 yang tersedia 300 buah

100% 81,115,000Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Nomor
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi
 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis

Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

UH
 Materai 3000 yang tersedia 300 buah

100% 81,115,000

 Materai 6000 yang tersedia 175 buah
 Jasa Pengiriman/paket 2 paket
 STNK roda 4 yang terbayar 2 kendaraan

 STNK roda 2 yang terbayar 2 kendaraan

 Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

10 jenis

 Jasa kebersihan kantor 1 paket

 Alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis

 Jasa percetakan 2 jenis
 Jasa penggandaan 116,000 lembar

 Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang tersedia

6 jenis

 Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

4 jenis

 Peraturan perundang-undangan yang
tersedia

2 jenis

 Jasa perbaikan peralatan kerja 6 jenis

 Komponan peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia

17 jenis

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional

 Komponan peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia

17 jenis

 Jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor

4 jenis

 Peralatan rumah tangga yang tersedia 1 jenis

 Jasa pemeliharaan taman 6 bulan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi
 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis

Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

UH  Dokumen administrasi penatausahaan
keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan
akuntansi yang tersusun

4 jenis

92,926,900

 Dokumen administrasi kepegawaian
yang di kelola 21

dokumen
ASN

 Jasa tenaga bantu 3 orang
Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi

UH  Makan dan minum yang tersedia
untuk :

448,906,000

 a. koordinasi 44 kali

 b. pegawai 21 pegawai
 c. tamu 18 kali

 Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

20 laporan

2 PROGRAM
PEMELIHARAAN DAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

UH Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur

100%                       116,380,000 100,000,000 Bagian P3ADK

1.2

1.3

2 PROGRAM
PEMELIHARAAN DAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

UH Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur

100%                       116,380,000 100,000,000 Bagian P3ADK

2.1 Pmeliharaan rutin /
berkala gedung / kantor

UH Jasa pemeliharaan Gedung/Bangunan
kantor/tempat

1 unit Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas

100%                          50,000,000

2.1 Penyediaan dan
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

UH Jasa pemeliharaan rutin / berkala
kerdaraan dinas / operasional :

                         66,380,000

Roda 4 (empat) 2 buah
Roda 2 (dua) 4 buah

3 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

 Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilita
s kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

UH Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100%                          25,075,000                     50,000,000 APBD Bagian P3ADK

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

UH Dokumen perencanaan, pengendalian,
dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,
RKA, DPA)

5 dokumen tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100%                          25,075,000                     50,000,000

Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas
SKPD

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian Kinerja
SKPD

UH Dokumen perencanaan, pengendalian,
dan penganggaran (Renstra, Renja, PK,
RKA, DPA)

5 dokumen tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100%                          25,075,000                     50,000,000

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan
keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen nilai akuntabilitas
kinerja SKPD
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi
 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis

Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Frekuensi diklat formal yang diikuti 2 kali Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

4 Program Peningkatan
Perekonomian,
Pengembangan
Pendapatan Asli  Daerah
dan Kerjasama

Kinerja
Aparatur dan

Birokrasi

Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
meningkat

UH Tersedianya Data
Realisasi
Pendapatan Asli
Daerah dan
kerjasama daerah

100%                    1,594,218,160                   863,000,000 Bagian P3ADK

4.1 Kegiatan Perekonomian
Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

UH Data Pendapatan Asli Daerah 1 dokumen Tersedianya Data
Realisasi Pendapatan
Asli Daerah dan
kerjasama daerah

100% 713,840,160

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian
Pendapatan Pajak Daerah

12 bulan

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian
Pendapatan Retribusi Daerah

12 bulan

-

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian
Pendapatan Retribusi Daerah

12 bulan

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian
Pendapatan Lain-lain PAD

12 bulan

Penyusunan Rencana Target
Perubahan Pajak Daerah Th 2017

1 rencana
target

Penyusunan Rencana Target
Perubahan Retribusi Daerah Th 2017

1 rencana
target

Penyusunan Rencana Target
Perubahan Lain-lain PAD Th 2017

1 rencana
target

Penyusunan RencanaTarget Pajak
Daerah Th 2018

1 rencana
target

Penyusunan RencanaTarget Retribusi
Daerah Th 2018

1 rencana
target

-

Penyusunan RencanaTarget Retribusi
Daerah Th 2018

1 rencana
target

Penyusunan RencanaTarget Lain-lain
PAD Th 2018

1 rencana
target

Pendukung Kebijakan Peningkatan
Pajak Daerah

1 Dokumen
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi
 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis

Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Pendukung Kebijakan Peningkatan
Retribusi Daerah

1 Dokumen

Pendukung  Kebijakan Peraturan Pajak
Daerah

1 Dokumen

Pendukung  Kebijakan Peraturan
Retribusi Daerah

1 Dokumen

Pendukung  Kebijakan Optimalisasi
Aset Daerah

1 Dokumen

Studi /Kajian Retribusi 2 Dokumen
Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota
Yogyakarta

1 dokumen

Update data perekonomian daerah 1 dokumen

4.2 Data pendapatan BLUD 1 dokumen
Data pendapatan BUMD 1 dokumen

Kegiatan Optimalisasi
Pendapatan BLUD dan
BUMD

UH Tersedianya Data
Pendapatan BLUD
dan BUMD

100% 348,550,000 -
Data pendapatan BUMD 1 dokumen

Rancangan Pedoman pelaporan kinerja
BUMD

1 dokumen

Bahan pendukung kebijakan
pendapatan BLUD

1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
BLUD

12 bulan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD 12 bulan

Rencana Target Pendapatan BLUD
APBDP 2017

1 rencana
target

Rencana Target Pendapatan BLUD
APBD 2018

1 rencana
target

Rencana Target Pendapatan BUMD
2018

1 rencana
target

4.3 Kegiatan Kerjasama
Daerah

UH Kajian/telaah rencana Kerjasama
Daerah

50 kajian/
telaah

Terlaksananya
Kerjasama Daerah
dengan baik

100% 531,828,000

Kegiatan Optimalisasi
Pendapatan BLUD dan
BUMD

UH Tersedianya Data
Pendapatan BLUD
dan BUMD

100% 348,550,000 -

4.3 Kegiatan Kerjasama
Daerah

UH Kajian/telaah rencana Kerjasama
Daerah

50 kajian/
telaah

Terlaksananya
Kerjasama Daerah
dengan baik

100% 531,828,000

Penawaran Kerjasama Daerah 4 penawaran

Jumlah dokumen Kerjasama Daerah 50 dokumen

Dokumentasi naskah kerjasama daerah
dan dokumen pendukungnya

1 Dokumen
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Nomor

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi
 Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis

Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Updating Sistem Informasi Kerjasama
Daerah

24 update

Dokumen hasil audit objek kerjasama
daerah

1 Dokumen

Dokumen hasil evaluasi dan
pengawasan kerjasama tengah tahun

1 Dokumen

Dokumen hasil evaluasi dan
pengawasan kerjasama tahunan

1 Dokumen

Jumlah dokumen Kerjasama Daerah
yang dibuat/dicatatkan di Notaris

10 dokumen

Koordinasi kerjasama dengan APEKSI,
UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC

15
koordinasi

Pembayaran iuran keanggotaan
APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC,
Forsesdasi

5 iuran

2,358,621,060 1,663,000,000JUMLAH
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Nama Perangkat Daerah: Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

Perencanaan Pembangunan
1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah meningkat

Kec. UH Terwujudnya
Kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%         472,548,870                496,176,314  Bagian Layanan
Pengadaan

1.1 Kec. UH 100%         182,782,350                 191,921,468

2  Materai 6000 yang tersedia 100 buah

3 STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya 2 Unit

4 STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya 2 Unit

5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenis

SKPD
Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1. Materai 3000 yang tersedia 600 buahPenyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor

 Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

1

Prakiraan Maju
Jenis Keg

5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenis

6 Jasa Kebersihan Kantor  12 bulan

7 Alat Tulis Kantor yang tersedia 70 Jenis

8 Jasa Penggandaan 30,000 lembar

9  komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor

6 jenis

10 Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia 2 Jenis

11 Peraturan perundang-undangan yang tersedia 2 Jenis

12 Jasa Perbaikan peralatan kerja 2 Jenis

13 Komponen peraltan dan perlengkapan kantor
tersedia

21 Jenis

14 Peralatan rumah tangga tersedia 7 jenis

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Kec. UH         187,992,520                 197,392,146 1

2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang
terkelola

12 Dokumen
ASN

3 Jasa Tenaga Bantuan 7 Orang

 1.3  Penyediaan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Kec. UH         101,774,000                 106,862,700

2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar
daerah

16 Laporan

1

1. Dokumen administrasi keuangan yang
tersusun (SPP,SPM,SPJ dan Laporan
Akuntansi)

4 Jenis  Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

100%

1. Makan dan Minum yang tersedia 313 Kali  Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

100%

 Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

1

1 Dukungan terhadap
kelancaran administrasi
keuangan dan
operasional perkantoran

100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

SKPD
Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju
Jenis Keg

2. Pelayanan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah daerah meningkat

Kec. UH Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100%         106,495,000                111,819,750

2.1 Pemeliharaan Rutin
Berkala/Gedung Kantor

Kec. UH 1. Jasa Pemeliharaan
gedung/bangunan/kantor/tempat

1 Unit  Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelanaran
tugas dan fungsi SKPD

100%           50,525,000                   53,051,250 1

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Kec. UH 1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

100%           55,970,000                   58,768,500 1

- Roda 4 2 Unit
- Roda 2 2 Unit

3. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah meningkat

Kec. UH Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%         131,778,280                138,367,194

 Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelanaran
tugas dan fungsi SKPD

3. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah meningkat

Kec. UH Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100%         131,778,280                138,367,194

3.1 Penyusunan dokumen
perencana,Pengendalian dan
Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kec. UH 1. Dokumen perencanaan dan penganggaran :
Review Renstra,Renja,RKT,RKA,DPA,Tapkin
yang tersusun

5 dokumen  Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100%         131,778,280                 138,367,194 1

2 Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan keuangan
dan fisik, SKM,SPIP,Profil)

5 dokumen  Nilai Akuntabilitas
kinerja SKPD

3 Pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal

6 Kali  Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur

                                    -

4 Kinerja
aparatur dan
birokrasi

Akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah meningkat

Kec. UH Prosentase pelayanan
pengadaan sesuai
dengan paket
pelimpahan

8%      2,172,305,680             2,280,920,964

4.1 Pengelolaan Sistem Aplikasi
Pengadaan Barang/Jasa

Kec. UH 100%         479,807,000                 503,797,350 1

1 Laporan Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi
SPSE

1 laporan Peningkatan
Pengendalian
Pelaksanaan Aplikasi
SPSE

100%

2 Laporan Pendampingan Institusi 1 laporan Terwujudnya Laporan
Pendampingan Institusi

100%

Program Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa

2 Laporan Pendampingan Institusi 1 laporan Terwujudnya Laporan
Pendampingan Institusi

100%

3 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk 1 laporan Terwujudnya Laporan
Pendampingan
Bidding/Helpdesk

100%

4 Laporan Pendampingan SIRUP 1 laporan Terwujudnya Laporan
Pendampingan Sirup

100%

5 Laporan Hasil Surveilance ISO 1 laporan Terwujudnya Laporan
Hasil Surveylance ISO

100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

SKPD
Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju
Jenis Keg

6 Laporan Verifikasi Berkas 1 laporan Terwujudnya
Laporan'Verifikasi Berkas

100%

7 Laporan Pelatihan Aplikasi Pengadaan
Barang/Jasa

120 Peserta Terselenggaranya
Pelatihan
Penyedia/Institusi

100%

4.2 Operasional Pengadaan
Barang/Jasa

Kec. UH 100%      1,229,241,780             1,290,703,869 1

1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP 48 SKPD/Unit
Kerja

Terselenggranya
Pendampingan RPP dan
RUP

1 Laporan

2 Kajian Kebijakan dan Penyempurnaan Perwal
Pengadaan Barang/Jasa

1 dokumen Terwujudnya  Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa

1 Dokumen

3 Peraturan Walikota Pengadaan Barang/Jasa 1 Perwal Meningkatnya
Pengelolaan Proses
Pelelangan

1 Laporan3 Peraturan Walikota Pengadaan Barang/Jasa 1 Perwal Meningkatnya
Pengelolaan Proses
Pelelangan

1 Laporan

4 Paket Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa

250 Paket Meningkatnya
Pengembangan ULP
Percontohan

1 Laporan

5 Laporan Pengembangan ULP Percontohan 1 Laporan Terwujudnya Analisa
Survey

1 Laporan

6 Laporan Analisa Survey 1 Laporan

7 Laporan Penyusunan SOP Pengadaan 1 Laporan

8 FGD Evaluasi Pelaksanaan lelang dengan
penyedia/POKJA/PPK

2 kali

9 FGD Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 1 kali

10 Sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa 2 kali

4.3 Pengelolaan SDM dan Advokasi
Permasalahan Pengadaan
Barang/Jasa

Kec. UH         463,256,900                 486,419,745 1

1 Laporan Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan

1 laporan Terselenggaranya
Penyelesaian
Permasalahan
Pengadaan

1 Laporan

2 Laporan Pelaksanaan Klinik Pengadaan
Barang/Jasa

1 laporan Terselenggaranya
Pelaksanaan Klinik
Pengadaan Barang/Jasa

1 Laporan

3 Laporan Pengelolaan Resiko Pengadaan 1 laporan Terwujudnya Laporan
Pengelolaan Resiko
Pengadaan

1 Laporan

4 Laporan Pembekalan PPKom,PA,Pejabat
Pengadaan,PPHP

2 Kali Terselenggaranya
Laporan Pembekalan
PPKom,PA,Pejabat
Pengadaan,PPHP

2 kali4 Laporan Pembekalan PPKom,PA,Pejabat
Pengadaan,PPHP

2 Kali Terselenggaranya
Laporan Pembekalan
PPKom,PA,Pejabat
Pengadaan,PPHP

2 kali

5 Bimtek Peningkatan Kompetensi POKJA 1 laporan terselenggaranya
Peningkatan Kompetensi
POKJA

1 Laporan

6 Kebijakan Katalog Lokal 1 Laporan Terlaksnanya Kebijakan
Katalog Lokal

1 Laporan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

SKPD
Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju
Jenis Keg

7 Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/Jasa
Lokal

1 Laporan Terwujudnya  Kontrak
Payung dengan Pemilik
Barang/Jasa Lokal

1 Laporan

     2,883,127,830             3,027,284,222TOTAL
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Nama Perangkat Daerah  : Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta

Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target
13 14 15

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Terwujudnya
Kelancaran
Administrasi, Keuangan
dan Operasional
Perkantoran

100%             539,850,200                   593,835,220

1 - Materai 6000 yang tersedia 200 Buah 100%
- Materai 3000 yang tersedia 500 Buah
- STNK roda 6 yang terbayar 1 Unit
- STNK roda 4 yang terbayar 8 Unit
- STNK roda 2 yang terbayar 9 Unit

Jenis peralatan kerja 2 Jenis
- Jenis Pemeliharaan peralatan kerja 5 Jenis
- Bahan & peralatan kebersihan yang

tersedia
22 jenis

-
Peralatan rumah tangga yang tersedia

14 jenis

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional

224,554,660 Sedang berjalan Bagian Umum1.1 Penyediaan Jasa Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor

Kec. UH 204,140,600

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017
Kota Yogyakarta

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur

1

-
Peralatan rumah tangga yang tersedia

14 jenis

- Alat tulis kantor yang tersedia 78 Jenis
- Jasa percetakan 5 Jenis
- Jasa penggandaan  85.000 Lembar
- Komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor yang tersedia
17 Jenis

- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 2 Jenis

- Komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

26 Jenis

- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala
mebelair

10 unit

- Belanja bahan/ bibit tanaman 8 unit
- Dokumen administrasi penatausahaan

keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 Jenis

- Dokumen administrasi kepegawaian 35 dokumen ASN
- Jasa Tenaga Bantuan 5 orang
- Makan dan minum yang tersedia untuk:

a. koordinasi 77 kali

b. pegawai 35 orang

2 Program Peningkatan Sarana
dan Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Terwujudnya Sarana
dan Prasarana Aparatur
yang memadai

100%             191,351,000                   210,486,100

2.1  Sedang berjalan

39,160,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor

Kec. UH Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaraan tugas dan
fungsi SKPD

20,000,000 22,000,000

 Bagian Umum

43,076,000  Sedang berjalan  Bagian Umum

326,204,560Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Kec. UH Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

296,549,6001.2  Sedang berjalan

1.3 Penyediaan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Kec. UH Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%

100%

2 Program Peningkatan Sarana
dan Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Terwujudnya Sarana
dan Prasarana Aparatur
yang memadai

100%             191,351,000                   210,486,100

- Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan
kantor/ tempat

8 jenis 100%  Bagian Umum

- Jasa pemeliharan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional

100% 171,351,000

     - Roda 6 (enam) 1 Unit
     - Roda 4 (empat) 8 Unit

Kec. UH Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaraan tugas dan
fungsi SKPD

188,486,100  Sedang berjalan

2.1

 Bagian Umum2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasioanal

 Sedang berjalanPemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor

Kec. UH Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaraan tugas dan
fungsi SKPD

20,000,000 22,000,000

1
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target
13 14 15

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur

     - Roda 2 (dua) 9 Unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100% 37,647,000 41,411,700

- Dokumen perencanaan, pengendalian
dan penganggaran (Renstra, Renja,
Perjanjian Kinerja, RKA, DPA)

5 Dokumen Tersediaanya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100%

- Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan
Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil

5 Dokumen Nilai Akuntabilitas
Kinerja SKPD

4 Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Umum, Keuangan
Sekretariat Daerah, dan
Kerumahtanggaan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan, dan
administrasi barang
Sekretariat Daerah

100% 2,748,890,022 3,023,779,024

Kec. UH Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaraan tugas dan
fungsi SKPD

Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah

37,647,000 41,411,700

188,486,100  Sedang berjalan

Bagian Umum

 Bagian Umum

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan laporan Capaian Kinerja
SKPD

Kec. UH Sedang berjalan

2.2 Penyediaan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasioanal

2

4 Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Umum, Keuangan
Sekretariat Daerah, dan
Kerumahtanggaan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntantabilitas
kinerja pemerintah
daerah meningkat

Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan, dan
administrasi barang
Sekretariat Daerah

100% 2,748,890,022 3,023,779,024

4.1 Pelayanan Kerumahtanggaan Kec. UH - Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk
dan Dinas Perijinan lantai 3

2 lokasi 100% 1,746,456,272 1,921,101,899 Sedang berjalan Bagian Umum

- Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA,
Pawarta, PKK, dan Pos jaga pintu keluar

5 lokasi

- Pelayanan Kegiatan Isidentil Pemerintah
Kota Yogyakarta

7 Jenis

- Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota
dan Wakil Walikota

2 Unit

- Pemeliharaan kebersihan Rumah Dinas
Walikota & Wakil Walikota

2 unit 12 bulan

- Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah
Dinas Walikota dan Wakil Walikota

2 Unit

- Pemeliharaan tanaman, taman dan
penyapuan dilingkungan komplek
Balaikota selain yang dikelola satuan
organisasi Perangkat Daerah masing-

Taman = 9  lokasi

Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah

- Pemeliharaan tanaman, taman dan
penyapuan dilingkungan komplek
Balaikota selain yang dikelola satuan
organisasi Perangkat Daerah masing-

Taman = 9  lokasi

Parkir = 8 lokasi
Jalan di kompleks

balaikota

- Laporan administrasi barang Sekretariat
Daerah

1 Dokumen

4.2  Pengendalian Keuangan
Sekretariat Daerah

Kec. UH - Sinkronisasi Pengelola Keuangan Setda 1 Dokumen 100% 900,653,750Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah

990,719,125  Bagian Umum Sedang berjalan

2
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Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target
13 14 15

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan maju Jenis Kegiatan
SKPD

PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur

- Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan
Akuntasi Setda Semesteran

1 Dokumen

- Pendampingan dan Monitoring
Pelaksanaan Belanja Setda

1 Dokumen

- Pelayanan Perjalanan Dinas 150 Kali

- Dokumen Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah

1 Dokumen

4.3  Penatalaksanaan Persuratan
Dinas Pemerintah Kota
Yogyakarta

Kec. UH - Pembinaan Persuratan Dinas Sekretariat
Daerah Kota Yogyakarta

9 Bagian Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah

100% 101,780,000 111,958,000  Sedang berjalan  Bagian Umum

Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah

990,719,125  Bagian Umum Sedang berjalan

JUMLAH

3

4.3  Penatalaksanaan Persuratan
Dinas Pemerintah Kota
Yogyakarta

Kec. UH - Pembinaan Persuratan Dinas Sekretariat
Daerah Kota Yogyakarta

9 Bagian Presentase pelayanan
administrasi umum,
penatausahaan
persuratan dinas,
keuangan Sekretariat
Daerah,
kerumahtanggaan,
dan administrasi
barang Sekretariat
Daerah

100% 101,780,000 111,958,000  Sedang berjalan  Bagian Umum

3,517,738,222 3,869,512,044JUMLAH

3
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Nama SKPD: Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Pemerintahan Umum
1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran
Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
kinerja
pemeri

Terwujudnya kelancaran
administrasi, keuangan
dan operasional
perkantoran

100% 1,490,668,639 1,565,202,071

1.1 Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengkapan kantor

Umbulharjo 100% 559,628,500 587,609,925

Materai 6000 yang tersedia 650 buah 7,462,500 7,835,625

Materai 3000 yang tersedia 1000 buah

Perangko
70 buah

Jenis Keg
SKPD

Penanggung
Jawab

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Bagian
Protokol

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Prioritas
daerah

Sasaran
 Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

sedang
berjalan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Perangko
70 buah

Jasa Pengiriman/paket 15 kali

Sewa mesin fotokopi 1 unit 17,800,000 18,690,000

Servis HT 10 kali

STNK roda 4 yang terbayar 13 unit 25,250,000 26,512,500

STNK roda 2 yang terbayar 6 unit
Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia

17 jenis 14,599,000 15,328,950

Alat tulis kantor yang tersedia 70 jenis 30,841,000 32,383,050

Cetak 1.800 eks                                27,300,000 28,665,000

Penggandaan 64.000 lembar

Jilid 50 jild

Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang
tersedia

10 jenis                                19,636,000 20,617,800

Peralatan rumah tangga yang
tersedia

5 jenis                              357,750,000 375,637,500

Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

11 jenis                                58,990,000 61,939,500

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Bagian
Protokol

sedang
berjalan

Bahan bacaan/surat kabar yang
tersedia

11 jenis                                58,990,000 61,939,500

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

Umbulharjo 100%                              238,312,139 250,227,746

Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan:
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis 21,600,000 22,680,000 sedang
berjalan

Bagian
ProtokolDukungan terhadap

kelancaran
administrasi ,
keuangan dan

operasional
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Jenis Keg

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran
 Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Dokumen administrasi
kepegawaian yang terkelola

42 dokumen
ASN

2,400,000 2,520,000 baru Bagian
Protokol

Jasa Tenaga Bantuan 9 orang 214,312,139 225,027,746 sedang
berjalan

Bagian
Protokol

1.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Umbulharjo 100% 692,728,000 727,364,400

Koordinasi dan konsultasi luar
daerah

90 kali 595,400,000 625,170,000 sedang
berjalan

Bagian
Protokol

Makan dan minum pegawai 44 orang                                97,328,000 102,194,400

2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
kinerja
pemeri

Umbulharjo Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
memadai

100% 358,321,750 376,237,838

Dukungan terhadap
kelancaran
administrasi ,
keuangan dan
operasional
perkantoran

Dukungan terhadap
kelancaran

administrasi ,
keuangan dan

operasional
perkantoran

2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
kinerja
pemeri

Umbulharjo Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
memadai

100% 358,321,750 376,237,838

2.1 Penyediaan dan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Umbulharjo Jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional,

- Dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan

100% 358,321,750 376,237,838 sedang
berjalan

a.roda 4 (empat), 13 unit
b.roda 2 (dua) 6 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
kinerja
pemeri
ntah

Umbulharjo Terwujudnya
peningkatan capaian
kinerja dan keuangan

100% 27,915,000 29,310,750

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan,
pengendalian dan penganggaran
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
pengganggaran tepat
waktu

100% 27,915,000 29,310,750 sedang
berjalan

Bagian
Protokol

Laporan kinerja SKPD (LKIP,
Laporan Keuangan dan Fisik,
SPIP, IKM)

4 dokumen Tersedianya dokumen
kinerja

100%

Bagian
Protokol

Laporan kinerja SKPD (LKIP,
Laporan Keuangan dan Fisik,
SPIP, IKM)

4 dokumen Tersedianya dokumen
kinerja

100%

4 Program Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah,
Sekretaris Daerah,
Asisten, Staf Ahli dan
Keprotokolan Pemerintah
Daerah

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akunta
bilitas
kinerja
pemeri
ntah
daerah
mening

Terwujudnya Layanan
Keprotokolan yang baik

Indeks Kepuasan Layanan
Keprotokolan

65 1,932,734,459 2,029,371,182

4.1 Pemanduan Kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil

Pemanduan Kepala Daerah di
luar jam kerja  300 kali

100%                              249,272,060           261,735,663

Penerimaan Audiensi dan
silaturahmi  296 kali

Terlaksananya
pemanduan kegiatan
kepala daerah
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Jenis Keg

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran
 Daerah

Lokasi
Indikator Kinerja

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Medical Check Up Walikota dan
Wakil Walikota beserta keluarga 8 orang

4.2 Penyelenggaraan Upacara
dan Seremonial
Pemerintah Kota

Apel dan Upacara 13 kali Terselenggaranya
Upacara dan
Seremonial

100%                           1,292,447,560        1,357,069,938

Latihan Korps musik 24 kali
Penerimaan Tamu Pemerintah
Kota Yogyakarta 200kali
Kegiatan Seremonial Pemerintah
Kota Yogyakarta 45 kali
Peningkatan performa staf
penatalaksanaan acara 25 orang
Naskah Sambutan Untuk Kepala
Daerah 500 naskah

4.3 Pemanduan Kegiatan
Sekretaris Daerah, Asisten
dan Staf Ahli

Koordinasi Sekda, Asisten,Staf
Ahli dan Tenaga Ahli  240 kali

100%                              391,014,839           410,565,581

Pemanduan Sekda, Asisten, dan
Staf Ahli 240 kali

                                -

Terlaksananya
pemanduan kegiatan
kepala daerah

Terselenggaranya
pemanduan dan rapat
Sekda, Asisten, Staf
Ahli dan Tenaga AhliPemanduan Sekda, Asisten, dan

Staf Ahli 240 kali
                                -

Penerimaan Tamu Sekda,
Asisten, dan Staf Ahli  120 kali

                         3,809,639,848        4,000,121,840

Terselenggaranya
pemanduan dan rapat
Sekda, Asisten, Staf
Ahli dan Tenaga Ahli

JUMLAH
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Nama Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Lokasi Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

13                             14                             15
100% 586,135,776 615,442,565

Keluaran :
- Materai 6000 yang tersedia 150 buah

100% 166,523,500 174,849,675  sedang berjalan  Bagian Organisasi

- Materai 3000 yang tersedia 560 buah

- Jasa Pengiriman/paket 30 kali

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor serta komputer

2 mesin ketik, 10
komputer/laptop, 7 AC, 2

kipas angin, 6 printer

No.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa,
peralatan,dan
perlengkapan

dukungan terhadap
kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran

Kec.
Umbulharjo

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Hasil Kegiatan

terwujudnya
kelancaran
administrasi,ke
uangan dan
operasional
perkantoran

 Jenis Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Hasil Program Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

SKPD
Penanggungjawab

 Prakiraan Maju

Kota Yogyakarta

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor serta komputer

2 mesin ketik, 10
komputer/laptop, 7 AC, 2

kipas angin, 6 printer
- STNK Roda 4 yang terbayar 2unit
- STNK Roda 2 yang terbayar 5 unit

- Bahan dan peralatan kebersihan yang
tersedia

25 jenis

-  Alat Tulis Kantor yang tersedia 61 jenis
- jasa percetakan 1 jenis

-Jasa penggandaan 426.079 lembar

-  komponen Instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor yang tersedia

9 jenis

- komponen peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

22 jenis

-  Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia 2 surat kabar

- buku/peraturan perundang-undangan yang
tersedia

10 buku

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

4 jenis 100% 107,124,276 112,480,490

50 dokumen ASN

Jasa Tenaga bantuan 3 orang

Penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi

dukungan terhadap
kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran

dukungan terhadap
kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran

Kec.
Umbulharjo

-dokumen administrasi keuangan : SPP,
SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun

dokumen administrasi kepegawaian yang
terkelola

 sedang berjalan  Bagian Organisasi

dukungan terhadap
kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran

Kec.
Umbulharjo

Jasa Tenaga bantuan 3 orang

1.3 makan dan minum yang tersedia untuk
- koordinasi

100% 312,488,000 328,112,400  sedang berjalan  Bagian Organisasi

- pegawai 39 kali
- Tamu dinas 35 orang

28 kali
- Laporan hasil  Koordinasi dan Konsultansi ke
luar daerah

17 laporan

Penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi

dukungan terhadap
kelancaran
administrasi
keuangan dan
operasional
perkantoran

Kec.
Umbulharjo
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Lokasi Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

13                             14                             15

No.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Hasil Kegiatan
 Jenis Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

SKPD
Penanggungjawab

 Prakiraan Maju

92,449,000 97,071,450

Keluaran :

100% 30,495,000

- jasa pemeliharaan gedung/bangunan
kantor/tempat

1 unit

32,019,750  sedang berjalan  Bagian Organisasi

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Pemeliharaan rutin /
berkala gedung
/bangunan kantor

akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional

2 Program Pemeliharaan
dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

2.1

2.2

Terwujudnya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
memadai

100%

Kec.
Umbulharjo

Kec.
Umbulharjo

dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan- jasa pemeliharaan gedung/bangunan

kantor/tempat
1 unit

32,019,750  sedang berjalan  Bagian Organisasi

Keluaran : 100%
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

61,954,000 65,051,700  sedang berjalan  Bagian Organisasi

- roda 4 (empat) 2 unit
- roda 2 (dua) 5 unit

Keluaran :
 Dokumen perencanaan, pengendalian  dan
penganggaran ( renstra,renja,PK,RKA,DPA)

5 dokumen

100% 83,840,000 88,032,000  sedang berjalan  Bagian Organisasi

Laporan kinerja SKPD( LKIP,Laporan keuangan
dan fisik,SKM,SPIP,Profil)

5 dokumen
BB

frekuensi diklat formal yang diikuti 5 kali

100%

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan dan Keuangan

3.1

Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional

Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah

2.2

3

Penyusunan dokumen
perencanaan,pengendalia
n,laporan capaian kinerja
SKPD

terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

Kec.
Umbulharjo

100%

88,032,000

persentase
implementasi
indikator
standar
pelayanan yang

dukungan terhadap
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

83,840,000

70%

tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kec.
Umbulharjo

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi

frekuensi diklat formal yang diikuti 5 kali

100%

4 5,724,660,547 5,993,188,199

3.1

Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah

Penyusunan dokumen
perencanaan,pengendalia
n,laporan capaian kinerja
SKPD

persentase
implementasi
indikator
standar
pelayanan yang

70%

tersedianya
dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat

Kinerja Aparatur
dan Birokrasi
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Lokasi Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
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No.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Hasil Kegiatan
 Jenis Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

SKPD
Penanggungjawab

 Prakiraan Maju

4.1 Pelaksanaan  Analisa Keluaran :
- Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi 49 OPD / unit kerja Laporan Analisa

Jabatan Konversi
sebagai bahan
penataan
kelembagaan,
penataan pegawai
dan penyusunan
formasi

49 OPD / unit
kerja

 sedang berjalan

- Penyusunan Informasi Jabatan Dinas 21 OPD /unit kerja Laporan Informasi
Jabatan Dinas
sebagai sebagai
bahan penataan
kelembagaan,
penataan pegawai
dan penyusunan
formasi

21 OPD /unit
kerja

-Penyusunan formasi 48 OPD/unit kerja daftar formasi 48 OPD/unit
kerja

- Penyusunan evaluasi jabatan dinas &
kecamatan

35 OPD data grading jabatan 1 laporan

1,560,300,5181,486,000,493

Kec.
Umbulharjo

- Penyusunan evaluasi jabatan dinas &
kecamatan

35 OPD data grading jabatan 1 laporan

- penyusunan pola karir 1 laporan draft pola karir 1 laporan
- Penyusunan sistem pengukuran kinerja
pegawai

1 laporan standar kinerja
kesejahteraan
pegawai

1 laporan

4.2
Pemantapan Pelayanan
Publik

Keluaran :

- Pembinaan pelayanan publik 1 dokumen laporan
penyelenggaraan PP

Bahan Rekomendasi
Kebijakan
Peningkatan
Pelayanan Publik

1 dokumen
laporan

penyelenggar
aan PP

951,449,000

999,021,450  sedang berjalan

-Monev pelayanan publik 1 dokumen monev PP Hasil monev
Pelayanan publik
sebagai bahan
peningkatan dan
perbaikan kualitas
pelayanan publik
SKPD/unit kerja

1 dokumen
monev PP

- Evaluasi SPP Kecamatan 14 kecamatan bahan perbaikan
standar pelayanan
kecamatan

14 kecamatan

-Monev pencapaian SPM 2laporan pencapaian SPM  Pencapaian target
SPM sesuai yang
telah ditetapkan

2laporan
pencapaian

SPM

Kec.
Umbulharjo

-Monev pencapaian SPM 2laporan pencapaian SPM  Pencapaian target
SPM sesuai yang
telah ditetapkan

2laporan
pencapaian

SPM
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No.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Hasil Kegiatan
 Jenis Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

SKPD
Penanggungjawab

 Prakiraan Maju

-Persiapan kompetensi inovasi pelayanan
publik

5 SKPD/unit kerja pelayanan
publik

partisipasi dalam
kompetisi inovasi
pelayanan publik
sehingga dapat
memberikan inovasi
pelayanan kepada
masyarakat

5 SKPD/unit
kerja

pelayanan
publik

-Evaluasi Regulasi Pelayanan Perizinan penyederhanaan,penyatuan
regulasi jenis dan persyaratan
perizinan

grand design
pelayanan perizinan

1 dokumen

- Evaluasi PPK-BLUD 1 dokumen Bahan Rekomendasi
Peningkatan Kinerja
BLUD

1 dokumen

-  Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SKM di
Kota Yk

1 dokumen Perkembangan
Pelaksanaan IKM
sebagai bahan
rekomendasi
kebijakan IKM

1 dokumen

 sedang berjalan

-  Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SKM di
Kota Yk

1 dokumen Perkembangan
Pelaksanaan IKM
sebagai bahan
rekomendasi
kebijakan IKM

1 dokumen

 sedang berjalan

-survey pengaduan masyarakat 16 sekolah rekomendasi janji
perbaikan pelayanan

16 sekolah

- pelaksanaan SKM Utilitas Kota 4 jenis layanan kepuasan
masyarakat atas
layanan yang
diberikan pemkot

1 dokumen

4.3 Keluaran :
- evaluasi kelembagaan 1 dokumen kapasitas

kelembagaan yang
rightsizing

1 dokumen 1,939,323,385

2,036,289,554  sedang berjalan

- Evaluasi penyusunan Rincian Tugas 37 Organisasi Perangkat Daerah penjabaran
tugas,pokok dan
fungsi sesuai urusan

37 Organisasi
Perangkat

Daerah

Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM
organisasi

1 laporan rekomendasi
penyempurnaan SIM
aplikasi organisasi

1 laporan

Pemantapan
Kelembagaan Perangkat
Daerah

Kec.
Umbulharjo

Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM
organisasi

1 laporan rekomendasi
penyempurnaan SIM
aplikasi organisasi

1 laporan

-Penataan kelembagaan UPT Dinas /Badan 62 UPT kelembagaan  UPT
yang rightsizing

62 UPT

Kajian Kelembagaan 1 dokumen kajian rekomendasi
kebijakan
peningkatan
kelembagaan

1 dokumen
kajian
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No.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Hasil Kegiatan
 Jenis Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

SKPD
Penanggungjawab

 Prakiraan Maju

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 1 dokumen
rekomendasi
peningkatan kualitas
kebijakan di Pemkot
Yogyakarta

1 dokumen

4.4 Pemantapan Reformasi
Birokrasi dan
Akuntabilitas Daerah

Kec.
Umbulharjo  sedang berjalan

- Evaluasi  & Pendampingan pelaksanaan  RB 8 area perubahan
rekomendasi
kebijakan
tindaklanjut dalam
dan pemantapan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

8 area
perubahan

723,094,643 741,544,000

-Workshop Reformasi Birokrasi 1 kali Peningkatan SDM
dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

135 orang

-Penyusunan roadmap RB 1 dokumen Pedoman teknis
pelaksanaan RB

1 dokumen
-Penyusunan roadmap RB 1 dokumen Pedoman teknis

pelaksanaan RB
1 dokumen

-Evaluasi kinerja SKPD melalui SPEKOP 1 dokumen Peningkatan kinerja
SKPD

1 dokumen

-Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta 1 Dokumen Adanya Dokumen LKIP
sesuai peraturan yang
berlaku sebagai
capaian akuntabilitas
Pemerintah Kota
Yogyakarta

1 Dokumen

-Evaluasi LKIP 1 kali Adanya Laporan hasil
Evaluasi LKIP oleh
Menpan sebagai
rekomendasi
perbaikan akuntabilitas
pemerintah kota
yogyakarta

1 kali

-Pendampingan LKIP 1 kali Dukungan peningkatan
kualitas penyusunan
LKIP

1 kali

-Pengukuran Capaian Data LKIP 1 dokumen Adanya Laporan
Pengukuran Capaian
Data LKIP

1 dokumen

-Evaluasi E-LKIP 1 dokumen Adanya Laporan
Evaluasi E-LKIP sebagai
bahan rekomendasi
penyempurnaan E-LKIP

1 dokumen-Evaluasi E-LKIP 1 dokumen Adanya Laporan
Evaluasi E-LKIP sebagai
bahan rekomendasi
penyempurnaan E-LKIP

1 dokumen

-Pendampingan E-LKIP 1 kali Dukungan peningkatan
kualitas petugas  E-LKIP

1 kali

- Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT 2 Dokumen - Dokumen Perjanjian
Kinerja dan RKT

2 Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 237



Lokasi Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

13                             14                             15

No.
Urusan/Bidang urusan

Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Hasil Kegiatan
 Jenis Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

SKPD
Penanggungjawab

 Prakiraan Maju

- Pendampingan penyusunan Tapkin dan RKT 1 kali Dukungan peningkatan
kualitas penyusunan
Tapkin dan RKT

1 kali

- Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja 1 dokumen - Dokumen Perubahan
Perjanjian Kinerja

1 dokumen

- Penyusunan Perubahan RKT Instansi 1 dokumen - Dokumen Perubahan
RKT Instansi

1 dokumen

- Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja 1 dokumen Laporan Tribulanan
monev pengukuran
capaian perjanjian
kinerja  sesuai dengan
peraturan yang berlaku

1 dokumen

4.5 Keluaran :
- Penyusunan Sistem & Prosedur
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

4 draft Perwal/Kepwal,  pengembangan
sistem & prosedur
ketatalaksanaan

4 draft
Perwal/Kep

wal,  sedang berjalan
656,032,677

624,793,026Kec.
Umbulharjo

Pemantapan
Ketatalaksanaan,hubunga
n kerja dan standarisasi

- Penyusunan Sistem & Prosedur
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

4 draft Perwal/Kepwal,  pengembangan
sistem & prosedur
ketatalaksanaan

4 draft
Perwal/Kep

wal,  sedang berjalan

-  Penyelenggaraan Forkompan tingkat propinsi
dan kota

2 kali penyelenggaraan Pengembangan
kebijakan
pendayagunaan
aparatur daerah

2 kali
penyelenggar
aan

-Evaluasi Standar Sarana Prasarana kerja 1 dokumen kesesuaian standar
sarana prasarana
kerja dengan
kebutuhan dan
ketentuan

1 dokumen

_Peraturan Walikota tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa

1 dokumen Penerapan
standarisasi harga
barang dan jasa di
Pemerintah Kota
Yogyakarta

1 dokumen

_Peraturan Walikota tentang Analisa Standar
Belanja

1 dokumen Penerapan analisa
standar belanja di
Pemerintah Kota
Yogyakarta

1 dokumen

Pendampingan penyusunan SOP 48  SKPD /unit kerja kesesuaian SOP
dengan tupoksi

48 SKPD/unit
kerja

- Pengembangan budaya kerja 1 dokumen Penerapan budaya
kerja  di Pemerintah
Kota Yogyakarta

1 dokumen

6,487,085,323 6,793,734,214JUMLAH

656,032,677

624,793,026Kec.
Umbulharjo

Pemantapan
Ketatalaksanaan,hubunga
n kerja dan standarisasi

6,487,085,323 6,793,734,214JUMLAH
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Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target

Bidang Urusan : Sekretariat DPRD

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%          7,937,993,877        8,731,793,265

1.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

UMBULHARJO -  Meterai 6000 yang tersedia 720 buah

Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%          3,400,844,225        3,740,928,648 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target

1.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

UMBULHARJO -  Meterai 6000 yang tersedia 720 buah

-  Meterai 3000 yang tersedia 960 buah

 - Perangko 40 buah

 - Jasa Pengiriman / Paket 100 kali

STNK roda 4 yang  terbayar 19 unit

STNK roda 2 yang terbayar 13 unit

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat Tulis Kantor yang tersedia 76 jenis

1. Jasa percetakan 12 jenis

2. Jasa penggandaan     440,000 lembar

Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia

31 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 18 jenis

Peralatan rumah tangga yang
tersedia

54 jenis

Jasa Tenaga Keamanan 12 bulan

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

UMBULHARJO Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan :
SPP,SPM,SPJ dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis  Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

                   1             179,403,477            197,343,825 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

bulan

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%          3,400,844,225        3,740,928,648 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

Jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik

12

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran

UMBULHARJO Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan :
SPP,SPM,SPJ dan Laporan
Akuntansi yang tersusun

4 jenis  Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

                   1             179,403,477            197,343,825 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

dokumen administrasi
kepegawaian yang terkelola

46 dokumen ASN

Jasa Tenaga Bantuan 6 orang
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target
1.3 Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi

dan Konsultasi
UMBULHARJO Makan dan minum yang tersedia

untuk:
 Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional

                   1          4,357,746,175

1. Rapat / Koordinasi 396 kali

2. Pegawai 50 orang
Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

250 laporan

Bimtek DPRD 3 kali

Adeksi DPRD 2 kali

2 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah meningkat

Terwujudnya
pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur

100%             822,927,000            905,219,700

2.1 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung /Kantor

UMBULHARJO Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Kantor

12 bulan Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100%             105,019,000            115,520,900 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan

Sekretariat
DPRD

           789,698,800 Sedang
berjalan

2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional

       4,793,520,793 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

2.1 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung /Kantor

UMBULHARJO Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Kantor

12 bulan Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100%             105,019,000            115,520,900 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

4 unit                    1             717,908,000

Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional :

1. Roda 4 ( empat ) 15 unit
2. Roda 2 ( dua ) 13 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah meningkat

Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

100%             538,885,000            592,773,500

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan  Capaian Kinerja SKPD

UMBULHARJO 1. Dokumen perencanaan dan
penganggaran  :

Dukungan terhadap
terwujudnya
penatausahaan keuangan
dan manajemen
pencapaian kinerja
program yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

100%             538,885,000            592,773,500 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan

Sekretariat
DPRD

           789,698,800 Sedang
berjalan

2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian dan
Laporan  Capaian Kinerja SKPD

UMBULHARJO 1. Dokumen perencanaan dan
penganggaran  :

Dukungan terhadap
terwujudnya
penatausahaan keuangan
dan manajemen
pencapaian kinerja
program yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

100%             538,885,000            592,773,500 Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

    Renstra, Renja,RKT,PK,RKA,
    DPA 6 dokumen
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target

2. Laporan Kinerja SKPD :

    LKIP, Laporan Keuangan dan
Fisik, IKM,SPIP,SOP yang
tersusun

6 dokumen

3. Pegawai yang mengikuti
Diklat, Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan dan
Asdeksi

52 ok

4 Program Pengelolaan Informasi,
Humas Dan  Keprotokoleran DPRD

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah meningkat

Jumlah media
publikasi informasi
ke masyarakat

3          2,157,712,000        2,373,483,200

4.1 UMBULHARJO          2,157,712,000        2,373,483,200

6 kali 6 kali

Publikasi Draft Raperda dan
Perda Inisiatif di media cetak

Publikasi Draft Raperda
dan Perda Inisiatif di media
cetak

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan
DPRD

Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD6 kali 6 kali

Publikasi Kegiatan Dewan di
Media Cetak

40 kali Publikasi Kegiatan Dewan
di Media Cetak

40 kali

Talkshow DPRD di radio 18 kali Talkshow DPRD di radio 18 kali

Talkshow DPRD di Televisi 18 kali Talkshow DPRD di Televisi 18 kali

Kolom Khusus DPRD di Media
Cetak

16 kali Kolom Khusus DPRD di
Media Cetak

16 kali

Pengadaan Plaquet Cinderamata 150 buah Plaquet Cinderamata 150 buah

Publikasi baliho 1 kali Publikasi baliho 1 kali

Ucapan Selamat di media cetak 10 kali Ucapan Selamat di media
cetak

10 kali

Master DVD Profil DPRD 1 Paket Master DVD Profil DPRD 1 Paket

Pembuatan Kalender DPRD 4000 eks Kalender 4000 eks

Greetings di TV 6 kali Greetings di TV 6 kali

Pembuatan Majalah DPRD 4 edisi Majalah DPRD 4 edisi

Penerimaan Tamu DPRD dan Set.
DPRD

150 kali Penerimaan Tamu DPRD
dan Set. DPRD

150 kali

Pengelolaan Website DPRD, SIM
Agenda Dewan dan Pengelola
Media Sosial Lainnya

12 bulan Kegiatan DPRD diketahui
masyarakat lewat berbagai
media website, SIM Agnda
Dewan dan Media Sosial
Lainnya

100%

Publikasi Draft Raperda dan
Perda Inisiatif di media cetak

Publikasi Draft Raperda
dan Perda Inisiatif di media
cetak

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan
DPRD

Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

Pengelolaan Website DPRD, SIM
Agenda Dewan dan Pengelola
Media Sosial Lainnya

12 bulan Kegiatan DPRD diketahui
masyarakat lewat berbagai
media website, SIM Agnda
Dewan dan Media Sosial
Lainnya

100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target

5.1

Pelaksanaan Rapat Rapat DPRD 12 bulan Laporan Pelaksanaan
Rapat Rapat DPRD

12 dokumen

Pengawasan Mitra Kerja 138 kali Laporan Pengawasan mitra
kerja

138
dokumen

Penyusunan Rencana Kerja DPRD 2 Rencana Kerja Rencana Kerja DPRD 2 dokumen

Nota Kesepakatan  KUA-PPAS
dan KUA-PPAS P

2 Nota Kesepakatan - Dokumen Nota
Kesepakatan  KUA-PPAS

2 dokumen

Persetujuan Bersama  RAPBD -
RAPBD P

2 Persetujuan Bersama - Dokumen Persetujuan
Bersama  RAPBD

2 dokumen

30 Dokumen        33,194,730,000      36,514,203,000

Sekretariat
DPRD

Raperda/Keputusan
DPRD/Peraturan DPRD

Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

Pembahasan Raperda/Keputusan
DPRD/Peraturan DPRD

30 Raperda/Keputusan
DPRD/Peraturan DPRD

Sekretariat
DPRD

5 Program Penguatan Kapasitas
DPRD

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah meningkat

Persentase
pelaksanaan sidang
paripurna DPRD

100%        40,034,475,000      44,037,922,500

Penyelenggaraan Rapat dan
Penyusunan Risalah

UMBULHARJO

Persetujuan Bersama  RAPBD -
RAPBD P

2 Persetujuan Bersama - Dokumen Persetujuan
Bersama  RAPBD

2 dokumen

Persetujuan Bersama  Raperda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

1 Persetujuan Bersama - Persetujuan Bersama
Raperda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

1 dokumen

Kajian Ilmiah 4 Kajian Laporan Kajian Ilmiah 4 dokumen

Penyusunan
Prolegda/PropemPerda

1 dokumen Prolegda/Propemperda 1 dokumen

Pembuatan Buku Risalah Rapat
Paripurna

60 Risalah Risalah Rapat Paripurna 60 Risalah

5.2 UMBULHARJO          4,600,795,000        5,060,874,500

Aspirasi Masyarakat lewat Komisi 40 Aspirasi Laporan Aspirasi
Masyarakat

40 dokumen

Aspirasi Masyarakat dari Wilayah
Kecamatan se Kota Yk

12 bulan Laporan Aspirasi
Masyarakat dari Wilayah
se Kecamatan se Kota Yk

12 laporan

Audiensi 48 kali Laporan Hasil Audiensi 48 laporan

Kaukus Perempuan 2 kali Laporan Koordinasi Kaukus
Perempuan

2 laporan

Catatan Rapat Alat
Kelengkapan

Data Hasil  Rapat Alat
Kelengkapan

108
dokumen

Penyusunan Data hasil Rapat Alat
Kelengkapan

108

Sekretariat
DPRD

Sekretariat
DPRD

Laporan Pelaksanaan
Reses DPRD

3 dokumen

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

Kaukus Perempuan 2 kali Laporan Koordinasi Kaukus
Perempuan

2 laporan

Kegiatan Reses DPRD 3 kali

Penyusunan Draft Pokok-Pokok
Pikiran DPRD

1 Pokir Pokok Pokok Pikiran DPRD 1 dokumen

Laporan Pelaksanaan
Reses DPRD

3 dokumen
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target
Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Prioritas
Daerah

Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

Kegiatan

SKPD
Penanggung

Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target
8 dokumen          2,238,950,000        2,462,845,000

Penyiapan Draft Peraturan DPRD 2 Draft Draft Peraturan DPRD 2 dokumen

Penyiapan Draft Keputusan DPRD 30 Draft Draft Keputusan DPRD 30 dokumen

25 Draft 25 dokumen

25 Draft 25 dokumen

Pengkajian/Telaah Hukum 15 Telaah Pengkajian/Telaah Hukum 15 dokumen

Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan

35 Buku Buku Peraturan Perundang-
Undangan

35 buku

       51,491,992,877      56,641,192,165TOTAL ANGGARAN

Sedang
berjalan

Sekretariat
DPRD

Penyusunan Draft Raperda
Prakarsa DPRD

5.3 Penyusunan Produk Hukum DPRD Umbulharjo 8 dokumenNaskah Akademik dan
Darft Raperda Prakarsa
DPRD

Penyiapan Draft Keputusan
Pimpinan DPRD

Draft Keputusan Pimpinan
DPRD

Penyiapan Draft Persetujuan
Bersama

Draft Persetujuan Bersama
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Nama Perangkat Daerah:  Kecamatan Tegalrejo

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Pemberdayaan Masyarakat 

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Reformasi 

Birokrasi dan 

Tata Kelola 

Pemerintahan

Terwujudnya 

Kelembagaan 

dan 

Keterlaksanaan 

Pemerintah 

Daerah yang 

TR Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

100%           802.616.080          596.559.788 

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu Indikatif

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

No.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

Daerah yang 

Berkualitas

1.1 1. Materai 3000 1000 lbr 100%           448.176.500          492.994.150 

2. Materai 6000 400 lbr

3. Jasa Listrik 5 Rekening

4. Jasa Sumber Daya Air 4 Rekening

5. Jasa Komunikasi Telepon 5 Rekening

- Sewa Meja dan Kursi 150 buah, 600 

buah6. Sewa Tenda 10 unit

7. Sewa Sound System 5 unit

8. Pemeliharaan Peralatan 

Kantor

3 jenis

9. STNK Kendaraan Roda 4 1 unit

10. STNK Kendaraan Roda 3 2 unit

11. STNK Kendaraan Roda 2 15 unit

12. Kebersihan Kantor 12 bulan

13. Peralatan Kebersihan dan 

Bahan Pembersih

14 jenis

Penyediaan jasa, peralatan, dan 

perlengkapan kantor

Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

14. Retribusi Kebersihan 12 bulan

15. BBM Peralatan Kerja 3 jenis

16. Pemeliharaan Komputer 2 jenis

17. Alat Tulis Kantor 52 jenis

18. Penggandaan 152.950 lembar

19. Cetakan 30 buah
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

20. Komponen instalasi 

listrik/ penerangan bangunan 

kantor

10 jenis

21. Komponen peralatan dan 

perlengkapan kantor

5 jenis

22. Peralatan rumah tangga 20 jenis

23. Tabung Pemadam 51 tabung

24. Pemeliharaan Alat 3 jenis

25. Bahan bacaan 61 buah25. Bahan bacaan 61 buah

26. Surat Kabar 12 bulan, 72 

exemplar

27. Piket, PAM Hari Raya, 

Hari Besar dan Hari Libur

4 kali

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran

1. Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan : 

SPP, SPM, SPJ, Laporan 

Akuntansi, Laporan 

Penerimaan, Laporan Barang

12 bulan 100%             94.150.580          103.565.638 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

2. Dokumen administrasi 

kepegawaian yang dikelola

48 dokumen 

ASN

3. Jasa tenaga bantuan 14 bulan

1.3 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi 

dan Konsultansi

1. Makan Minum Rapat 

Koordinasi

11 bulan 100%           260.289.000          286.317.900 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo
2. Minum Pegawai 51 orang, 11 

bulan

3.  Makan Minum Tamu 1 kegiatan

4. Makan Minum Harian 11 bulan

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

4. Makan Minum Harian 11 bulan

5. Monitoring 11 bulan

6. Konsultansi keluar Daerah 3 kegiatan

2 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Reformasi 

Birokrasi dan 

Tata Kelola 

Pemerintahan

Terwujudnya 

Kelembagaan 

dan 

Keterlaksanaan 

Pemerintah 

TR Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

100%           152.635.000          167.898.500 
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Gedung/ Bangunan Kantor

1. Pemeliharaan gedung 

kantor

5 unit 100%             88.300.000            97.130.000 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

2. Bahan dan Bibit Tanaman 2 jenis

2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 

Operasional

1. Pemeliharaan Kendaraan 

Roda 4

1 unit 100%             64.335.000            70.768.500 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

2. Pemeliharaan Kendaraan 

Roda 3

2 unit

3. Pemeliharaan Kendaraan 

Roda 2

15 unit

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas SKPD

Roda 2

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Reformasi 

Birokrasi dan 

Tata Kelola 

Pemerintahan

Terwujudnya 

Kelembagaan 

dan 

Keterlaksanaan 

Pemerintah 

Daerah yang 

Berkualitas

Kecamatan 

Tegalrejo

Meningkatnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

100%             99.485.000          109.433.500 

3,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, 

Pengendalian dan Laporan Capaian 

Kinerja SKPD

1. Dokumen perencanaan 

dan penganggaran; Renstra, 

Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN 

yang tersusun

6 dokumen 100%             99.485.000          109.433.500 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

2. Laporan kinerja SKPD : 

Lakip, Laporan Keuangan dan 

fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil 

yang tersusun

6 laporan

3. Pelatihan Penyusunan 

Musrenbang

50 orang Peningkatan inf. Dan 

kemampuan dlm menyusun 

musrenbang

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas SKPD

4. Pelatihan Keuangan dan 

Barang

50 orang Peningkatan inf. Dan 

kemampuan dlm 

pengelolaan keuangan dan 

barang
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

5. Pelatihan Perencanaan, 

Pelaporan dan Evaluasi

50 orang Peningkatan inf. Dan 

kemampuan dlm menyusun 

DPA, RKA

6. Sinergitas Pegawai 50 orang Peningkatan kerjasama 

antar pegawai

4 Program Peningkatan Pelayanan 

Masyarakat Kecamatan Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

Reformasi 

Birokrasi dan 

Tata Kelola 

Terwujudnya 

Kelembagaan 

dan 

TR Jumlah 

pelimpahan 

yang 

10           567.717.216          624.488.938 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

Pemerintahan Keterlaksanaan 

Pemerintah 

Daerah yang 

dilaksanakan 

dengan baik

          310.706.000          341.776.600 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo
1. Monografi Kelurahan dan 

Kecamatan

10 dokumen Dokumen Monografi 

Kelurahan dan Kecamatan

100%

2. Penguatan Kelembagaan 

RT/ RW dan LPMK

2 kegiatan Meningkatnya kemampuan 

perangkat RT/ RW/ LPMK

100%

3. Evaluasi Kelurahan Tingkat 

Kecamatan

1 kegiatan Terpilihnya pemenang 

tingkat Kecamatan untuk 

mewakili tingkat Kota

100%

4. Papan Informasi 

Kewilayahan

236 buah Papan penanda identitas 

wilayah RT RW

100%

5. Pembinaan dan Penataan 

PKL

107 PKL Meningkatnya jumlah PKL 

yang tertib dan teratur

100%

Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Ketentraman dan Ketertiban 

Kecamatan

4,1 TR

6. Pengawasan Perizinan 12 bulan Peningkatan ketertiban 

perizinan, wilayah aman

100%

7. Forum Penyelenggara 

Pemerintahan Tingkat 

Kecamatan 

12 kali Peningkatan keamanan dan 

ketertiban wilayah

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

8. Pembinaan Anggota 

Satuan Linmas

4 kelurahan Peningkatan kemampuan 

anggota satuan Linmas

100%

9. Operasi Vandalisme 24 kali Berkurangnya aksi 

vandalisme dan kebersihan 

tembok di wilayah

100%

10. Operasi Ketertiban 72 kali Peningkatan keamanan dan 

ketertiban wilayah

100%

11. Pengamanan Umum 4 kali Pengamanan di hari besar 100%

12. Sambang Kampung 8 kali Penjaringan aspirasi 

masyarakat

100%

4,2 Penyelenggaraan Pelayanan, 

Informasi, dan Pengaduan 

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

TR           257.011.216          282.712.338 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

1. Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan

12 bulan Kelancaran pelayanan 100%

2. Perekaman dan 

pengambilan E-KTP

12 bulan Kelancaran perekaman dan 

pengambilan E-KTP

100%

3. Pemungutan Retribusi HO 

dan IMB

2 izin IMB, 80 

izin HO

Kelancaran pelayanan 

perizinan HO dan IMB

100%

4. Sosialisasi SPP 1 kegiatan Tersosialisasinya standar 

dan aturan kegiatan 

100%

dan aturan kegiatan 

kewenangan kecamatan

          678.656.700          746.522.370 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

1. Pembinaan Mitra Keluarga 215 orang Pengurangan angka KDRT, 

perceraian dan pernikahan 

dini

100%

2. Pembinaan Pemberdayaan 

Disabilitas

50 orang Peningkatan ketrampilan 

penyandang Difabel

100%

Pembinaan Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

TR4,3
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

3. Sapaan Anak Kos 2 kegiatan Ketertiban Izin Pondokan 

dan peningkatan kesadaran 

penghuni kos utk 

bermasyarakat

100%

4. Gebyar PAUD 300 anak Peningkatkan dan 

pengembangan kreativitas 

anak

100%

5. Penguatan Paguyuban 2 kegiatan Peningkatan wawasan dan 100%5. Penguatan Paguyuban 

Lansia

2 kegiatan Peningkatan wawasan dan 

kesehatan Lansia

100%

6. Peningkatan Kapasitas 

Pemerhati Sungai

2 kegiatan Peningkatan kebersihan 

sungai

100%

7. Penguatan Kelembagaan 

Karang Taruna

2 kegiatan Meningkatkan sinergi dan 

pengetahuan wawasan 

kebangsaan

100%

8. Lintas Hijau 3 kegiatan Terwujudnya penghijauan 

wilayah

100%

9. Pembinaan Kampung 

Ramah Anak

3 kegiatan Peningkatan kreativitas dan 

potensi anak 

100%

10. Pembinaan PSN Jumantik 2 kegiatan Pengurangan jentik-jentik 

nyamuk penyebab penyakit 

DBD

100%

11. Pendistribusian Raskin 12 bulan Distribusi raskin dengan 

lancar dan tepat waktu

100%

12. Inisiasi Kawasan Tanpa 

Rokok

2 kegiatan Perlindungan thdp resiko 

gangguan kesehatan akibat 

rokok

100%

13. Gerbang Mas 2 kegiatan Peningkatan kedisplinan 

anak

100%

anak

14. KKG KB Kes 200 orang Pelaksanaan KKG berjalan 

lancar

100%

15. Lomba Balita Sehat 4 kelurahan Terpilihnya pemenang 

tingkat Kecamatan untuk 

mewakili tingkat Kota

100%

16. Administrasi PKK 1 Kec, 4 kel Kelancaran administrasi PKK 

Kecamatan & Kelurahan

100%

17. PMPS 1 kegiatan Pelestarian budaya 100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

18. Pawai Budaya 1 Kec, 4 kel Pelestarian budaya 100%

19. HUT RI 1 kegiatan Kelancaran peringatan HUT 

RI

100%

20. Gelar Kesenian 2 kegiatan Pelestarian budaya 100%

          120.237.525          132.261.278 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

1. Gelar Potensi UMKM 45 orang Peningkatan Usaha UMKM 

Warga

100%

2. TKPK 1 Kec, 4 kel Penurunan angka 

kemiskinan

100%

3. Pasar Rakyat 1 kegiatan Peningkatan Usaha Warga/ 100%

4,4 Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

TR

3. Pasar Rakyat 1 kegiatan Peningkatan Usaha Warga/ 

Promosi

100%

4,5 Pembangunan Wilayah Kecamatan 

Tegalrejo

TR        1.009.416.000      1.110.357.600 Sedang 

Berjalan

Kecamatan 

Tegalrejo

1. Pemeliharaan Jalan 

Conblok

30 lokasi Kelancaran dan kenyamanan 

lalu lintas jalan

100%

2. Pemeliharaan SAH 7 lokasi Kelancaran saluran air hujan 100%

3. Pemeliharaan MCK dan Air 

Bersih

3 lokasi Kebutuhan air bersih 

terpenuhi

100%

4. Pemeliharaan Taman RTH 1 lokasi Kenyamanan lingkungan 100%

5. Pemeliharaan TPU 

Utaralaya

1 lokasi TPU terpelihara dan terawat 

dengan baik

100%

6. Pemeliharaan PJU 225 titik PJU wilayah terawat dan 

terpelihara dengan baik

100%

7. Musrenbang Kecamatan 

dan Kelurahan

5 dokumen Dokumen Musrenbang 

Kecamatan dan Kelurahan

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

8. Buku Informasi Program 

Kegiatan (Inmen)

2 dokumen Informasi Pembangunan dan 

Kegiatan Wilayah tercukupi

100%

9. Dokumen Profil Kecamatan 

& kelurahan

5 dokumen Tersusunnya Profil 

Kelurahan dan Kecamatan

100%

10. Pemeliharaan TPU 

Utaralaya

12 bulan Pemeliharaan dan 

Perawatan TPU Utaralaya

100%

4,6 TR           245.099.800          269.609.780 Kelurahan 

Tegalrejo

1. Pelatihan Jumputan 30 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

Sedang 

Berjalan

Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Tegalrejo 1. Pelatihan Jumputan 30 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

2. Pelatihan Dekorasi dari 

Janur

30 orang Peningkatan ketrampilan 100%

3. Pelatihan Pangkas Rambut 30 orang Peningkatan ketrampilan 100%

4. Pelatihan Pembuatan 

Kompos dari Sampah

20 orang Peningkatan ketrampilan 100%

5. Pelatihan Aneka Kuliner 30 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

6. Pelatihan Menjahit Dasar 30 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

7. Pelatihan Sablon 30 orang Peningkatan ketrampilan 100%

8. Pelatihan Rintisan Usaha 

Warung Kopi

20 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

9. Penyuluhan Kanker Serviks 50 orang Kesadaran kesehatan 

reproduksi

100%

10. Penyuluhan Narkoba 30 orang Remaja terhindar narkoba 100%

11. Pelatihan Pranotocoro 20 orang Peningkatan SDM 100%

12. Pembinaan Kamling 47 orang Peningkatan Kapasitas 100%

13. Pembinaan RT/RW 59 orang Peningkatan Kapasitas 100%

Tegalrejo

13. Pembinaan RT/RW 59 orang Peningkatan Kapasitas 100%

14. Pembinaan DBKS 59 orang Peningkatan Kapasitas 100%

15. Pelatihan dan Pentas 

jathilan Anak

2 kegiatan Pelestarian budaya 100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

16. Administrasi PKK RT dan 

RW

12 RW, 47 RT Peningkatan kelancaran 

administrasi PKK

17. Penguatan Kelembagaan 

Kelurahan Siaga

45 orang Peningkatan kesehatan 

masyarakat

100%

18. Operasional JBM 2 kegiatan Terciptanya suasana belajar 

mengajar yg kondusif

100%

19. Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Peningkatan Potensi Seni 100%19. Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Peningkatan Potensi Seni 

Budaya

100%

          285.360.000 

1. Pelatihan Membuat 

Makanan Tradisional

40 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

2. Pelatihan ketrampilan 

Packing PIRT

40 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

3. Pelatihan Pengembangan 

dan Pemasaran Kricak 

Kampung Budaya

35 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

4. Pelatihan Kelompok 

Pedagang Usaha Kecil

30 orang Peningkatan ekonomi warga 100%

5. Gelar Potensi Kricak 

Kampung Budaya

1 kegiatan Pelestarian budaya 100%

6. Pelatihan Kader Posyandu 

Balita

75 orang Peningkatan SDM kader 100%

7. Pelatihan Kelompok 

Pendukung Ibu

75 orang Peningkatan SDM kader 100%

8. Pelatihan Pendataan SIM 

PKK

60 orang Peningkatan SDM kader PKK 100%

Sedang 

Berjalan

         313.896.000 Kelurahan 

Kricak

Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Kricak

4,7 Kelurahan 

Kricak

PKK

9. Pelatihan Pembuatan 

Komposter

50 orang Peningkatan SDM 100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

10. Pelatihan Ketrampilan 

Membatik

30 orang Peningkatan SDM 100%

11. Pembinaan Kapasitas 

Lansia

50 orang Peningkatan SDM 100%

12. Sarasehan Kampung 

Budaya

150 orang Pelestarian budaya 100%

13. Launching Kricak 

Kampung Budaya

250 orang Pelestarian budaya 100%

14. Penguatan Kelembagaan 

Kelompok Kesenian

75 orang Pelestarian budaya 100%

15. Administrasi PKK RT dan 

RW

13 RW, 61 RT Peningkatan kelancaran 

administrasi PKK

100%

16. Penguatan Kelembagaan 

Kelurahan Siaga

45 orang Peningkatan kesehatan 

masyarakat

100%

17. Operasional JBM 2 kegiatan Terciptanya suasana belajar 

mengajar yg kondusif

100%

18. Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Peningkatan Potensi Seni 

Budaya

100%

Kelurahan 

Bener

          154.954.000          170.449.400 Sedang 

Berjalan

Kelurahan 

Bener

1. Pelatihan membuata 

Masakan Kuliner

40 orang Peningkatan pengetahuan 100%

2. Pelatihan Pembuatan 

Suvenir daur Ulang

30 orang Peningkatan pengetahuan 100%

3. Pelatihan Perkoperasian 30 orang Peningkatan pengetahuan 100%

4,8 Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Bener

3. Pelatihan Perkoperasian 30 orang Peningkatan pengetahuan 100%

4. Pelatihan Kader 

Paguyuban PAUD

50 orang Peningkatan pengetahuan 100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

5. Pelatihan Keserasian 

Berbusana

30 orang Peningkatan pengetahuan 100%

6. Pelatihan Tabulapot, 

Hidroponik dan Holtikultura

40 orang Peningkatan pengetahuan 100%

7. Roadshow Posyandu Balita 100 orang Untuk mengetahui 

Perkembangan Balita

100%

8. Penguatan Kapasitas Kader 

Yandu

42 orang Peningkatan SDM kader 100%

9. Pembinaan Keluarga 

Sakinah

50 orang Peningkatan pengetahuan 100%

Sakinah

10. Workshop Pendidikan 

Berbasis Keluarga

50 orang Peningkatan pengetahuan 100%

11. Administrasi PKK RT dan 

RW

7 RW, 26 RT Peningkatan kelancaran 

administrasi PKK

100%

12. Penguatan Kelembagaan 

Kelurahan Siaga

45 orang Peningkatan kesehatan 

masyarakat

100%

13. Operasional JBM 2 kegiatan Terciptanya suasana belajar 

mengajar yg kondusif

100%

14. Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Peningkatan Potensi Seni 

Budaya

100%

          252.958.000 

1. Pelatihan Public Speaking 40 orang Peningkatan SDM 100%

         278.253.800 Sedang 

Berjalan

Kelurahan 

Karangwaru

Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Karangwaru

4,9 Kelurahan 

Karangwaru

1. Pelatihan Public Speaking 40 orang Peningkatan SDM 100%

2. Pelatihan Marketing 40 orang Peningkatan SDM 100%

Karangwaru

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 254



Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3

Jenis 

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

jawab
Pagu IndikatifNo.

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Prakiraan Maju

3. Pelatihan Kewirausahaan 40 orang Peningkatan SDM 100%

4. Pelatihan Pijat Bayi 40 orang Peningkatan SDM 100%

5. Pelatihan Agro Politan 40 orang Peningkatan SDM 100%

6. Pelatihan penanaman Toga 

& sayuran

40 orang Peningkatan SDM 100%

7. Pelatihan Instruktur Inisiasi 

Kampung Wisata

30 orang Peningkatan SDM 100%

8. Pelatihan Kelembagaan 100 orang Peningkatan SDM 100%8. Pelatihan Kelembagaan 

Lemsos

100 orang Peningkatan SDM 100%

9. Pembinaan dan 

Perlindungan Anak

50 orang Peningkatan SDM kader 100%

10. Pelatihan Kader 

GSI/SIP/DDTKA

40 orang Peningkatan SDM kader 100%

11. Pelatihan Posbindu 40 orang Peningkatan SDM 100%

12. Pelatihan Administrasi 

PKK RT/RW

50 orang Peningkatan SDM pengurus 

PKK

100%

13. Pelatihan Kelompok 

Lansia

70 orang Peningkatan SDM Lansia 100%

14. Administrasi PKK RT dan 

RW

14 RW, 54 RT Peningkatan kelancaran 

administrasi PKK

100%

15. Penguatan Kelembagaan 

Kelurahan Siaga

45 orang Peningkatan kesehatan 

masyarakat

100%

16. Operasional JBM 2 kegiatan Terciptanya suasana belajar 

mengajar yg kondusif

100%

17. Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Peningkatan Potensi Seni 

Budaya

100%

4.369.135.321      4.662.889.903     JUMLAH TOTAL
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Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN JETIS

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran

100% 504.085.366 554.493.903

materai 3000

materai 6000

1150 lbr

330  lbr

Jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik tersedia

telepon : 4 kantor 1 

rumah dinas, air : 4 

meteran, Listrik 4 

meteran

Pengisian ulang APAR 37 unit

Sewa peralatan & perlengkapan 

kantor 

sewa kursi: 400 buah, 

sewa meja: 150 buah

sewa sound: 3 kali, sewa 

tenda: 3 kali

STNK roda 4

STNK roda 2 

STNK roda 3

1 unit

13 unit

2 unit

Bahan dan peralatan kebersihan 

yang tersedia

26 jenis

Retribusi kebersihan & assenering 12 bulan

Jasa kebersihan kantor 11 bulan

Perbaikan dan pemeliharaan 

peralatan kerja dan perlengkapan 

kantor

9 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 46 jenis

Cetakan 1 jenis

Penggandaan 2 jenis

Komponen instalasi listrik / 

penerangan bangunan kantor yang 

tersedia

16 jenis

Bahan komputer yang tersedia 4 jenis

Reffil Printer 12 bulan

Peralatan dan perlengkapan rumah 

tangga

15 jenis

Surat Kabar Lokal 12 bulan

Bahan bacaan dan buku pendukung 21 buku

Kecamatan Jetis1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan 

perlengkapan kantor

JETIS Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi , 

keuangan dan operasional 

perkantoran

100% 293.938.750 323.332.625 sedang 

berjalan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran

JETIS Jenis Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan: SPP, SPM, 

SPJ, Laporan Barang dan Laporan 

Akuntasi

4 dokumen 100% 11.630.116 12.793.128 sedang 

berjalan

Kecamatan Jetis

Dokumen administrasi kepegawaian 

yang terkelola

50 dokumen ASN

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang

Makan dan minum yang tersedia 

untuk :

1. Pegawai 41 orang

2. Koordinasi 187 kali

3. Harian Umum 11 bulan

Laporan hasil koordinasi dan 

monitoring wilayah

363 laporan

Laporan hasil koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

2 laporan

2 Program Peningkatan sarana 

dan Prasarana Aparatur 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur yang 

memadai

100% 214.634.000 236.097.400

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung/Bangunan Kantor

JETIS Pemeliharaan Taman Kantor 100 tanaman dan 21 kg 

pupuk

138.800.000 152.680.000 sedang 

berjalan

Kecamatan Jetis

Pemeliharaan Gedung kantor 4 kantor

2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

JETIS Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

Roda 4 (empat) 

Roda 2 (dua) 

Roda 3 (dua)

1 unit

13 unit

2 unit

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100% 75.834.000 83.417.400 sedang 

berjalan

Kecamatan Jetis

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

peningkatan 

capaian kinerja 

dan keuangan

100% 53.497.000 58.846.700

218.368.150 sedang 

berjalan

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi , 

keuangan dan operasional 

perkantoran

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100%

Kecamatan JetisDukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

100% 198.516.5001.3 Penyediaan Rapat Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

JETIS
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

3.1 JETIS Pelatihan untuk Sumber Daya 

Aparatur

2 pelatihan Meningkatnya kapasitas 

sumber daya aparatur

100% 53.497.000 58.846.700 sedang 

berjalan

Kecamatan Jetis

Dokumen perencanaan, 

pengendalian dan penganggaran 

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen 

perencanaan, pengendalian 

dan pengganggaran tepat 

waktu

100%

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan 

Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja 

SKPD

BB

4 Program Peningkatan 

Pelayanan Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan Jetis 

Hukum dan 

Aparatur

Terwujudnya 

kelembagaan 

dan 

ketatalaksanaan 

pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Meningkatnya 

swadaya 

masyarakat

100% 2.567.597.341 2.824.357.075

4,1 JETIS Monografi Kelurahan dan Kecamatan 4 dokumen Dokumen Monografi 

Kelurahan dan Kecamatan 

4 

dokumen

429.489.000 472.437.900 Baru KECAMATAN 

JETIS

Penguatan Kapasitas RT/RW 203 orang Meningkatnya kemampuan 

perangkat RT/ RW

203 orang 

Evaluasi Kelurahan Tingkat 

Kecamatan

1 Kelurahan Terpilihnya pemenang 

tingkat Kecamatan untuk 

mewakili tingkat Kota

1 

Kelurahan

 Verifikasi dan Monitoring Hibah 

kepada LPMK dan RT/RW

3 LPMK 166 RT 37 RW Dukungan terhadap Kegiatan 

LPMK atau RT/RW 

100%

Pembinaan dan Penataan PKL 107 PKL Jumlah PKL yang terdata 107 PKL

Piket Kantor 4 kali Keamanan kantor terjaga 4 kali

Forum Penyelenggara Pemerintahan 

Tingkat Kecamatan 

12 kali Peningkatan keamanan dan 

ketertiban wilayah

12 kali

Operasi Vandalisme 15 kali Berkurangnya aksi 

vandalisme dan kebersihan 

tembok di wilayah

15 kali

Operasi Ketertiban 72 kali Peningkatan keamanan dan 

ketertiban wilayah

72 kali

Pengamanan Umum 30 kali Pengamanan hari besar dan 

kegiatan wilayah

30 kali

Sambang Kampung 12 kali Pemantauan poskamling 

warga

12 kali

Pemberdayaan LINMAS 3 Kelurahan Memberdayakan LINMAS di 

tiap Kelurahan

3 

Kelurahan

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Pengendalian, 

dan Laporan Capaian Kinerja 

SKPD 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Ketentraman dan Ketertiban 

Kecamatan Jetis 
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

4,2 Penyelenggaraan Pelayanan 

Pengaduan Dan Informasi 

Kecamatan Jetis 

JETIS Pelayanan Terpadu Kecamatan 

(PATEN)

11 bulan Meningkatnya angka  IKM 82 187.946.720 206.741.392

Percepatan EKTP 1 kegiatan informasi perekaman dan 

distribusi EKTP

1 kegiatan

Pemungutan Retribusi HO dan IMB 1 tahun Perijinan HO dan IMBB 1 tahun

4,3 Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan Jetis 

JETIS Pasar Rakyat 50 umkm Promosi produk hasil UMKM 

wilayah

100% 25.351.000 27.886.100 Baru KECAMATAN 

JETIS

Pendampingan KUBE 140 org Peningkatan KUBE wilayah 100%

Pembinaan UMKM  2 kegiatan  Dukungan terhadap UMKM

wilayah

100%

4,4 Pembinaan Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kecamatan Jetis 

JETIS Peningkatan kapasitas lembaga sosial 19 Kegiatan Meningkatnya kapasitas 

pengurus lembaga 

masyarakat

19 

Kegiatan 

291.208.250 320.329.075 Baru KECAMATAN 

JETIS

Pemberdayaan sosial ekonomi 

masyarakat 

9 Kegiatan berkurangnya angka 

kesenjangan sosial di wilayah 

Jetis

100%

Pelestarian budaya daerah 5 Kegiatan Aktivitas seni dan budaya 5 Kegiatan 

4,5 Penyelenggaraan Pembangunan 

Wilayah Kecamatan Jetis

JETIS 1.Conblokisasi , 3802 m2 1.Meningkatnya 

kenyamanan lalu lintas 

warga ,

100% 831.048.871 914.153.758 Baru KECAMATAN 

JETIS

2. Hand Ralling 31,6 m2 2.Meningkatnya keamanan 

pejalan kaki ,

100%

3. Pemeliharaan PJU 258 titik 3.PJU wilayah terawat dan 

terpelihara dengan baik ,

100%

4.Musrenbang Kecamatan dan 

Kelurahan ,

4 dokumen 4.Dokumen Musrenbang 

Kecamatan dan Kelurahan ,

4 

dokumen

5.Profil Wilayah 4 dokumen dokumen profil wilayah 4 

dokumen

6. Informasi Program dan kegiatan 

pembangunan yang disusun

10 dokumen 6. Dokumen informasi 

pembangunan yang relevan 

10 

dokumen

4,6 Pembinaan Ekonomi Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Bumijo 

JETIS -

Kelurahan 

Bumijo

1. Gebyar Lansia 150 orang 1. Meningkatkan 

produktifitas lansia 

100% 306.410.500 337.051.550 Baru KECAMATAN 

JETIS

2. Pelatihan Membuat SPJ/Laporan 30 orang 2. Menambah kemampuan 

administrasi PKK

100%

3. Pelatihan membuat APE 40 orang 3. Meningkatkan kreatifitas 

pendidik PAUD 

100%

4.Pelatihan Senam PAUD 30 orang x 3 hari 4. Menambah kemampuan 

pendidik PAUD 

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

5. Pelatihan UP2K 40 orang 5. Meningkatnya 

perekonomian warga 

100%

6. Gebyar PAUD 150 orang 7. Mengasah keberanian dan 

kreatifitas anak 

100%

7.Pelatihan memasak menu balita 30 orang 8. Menambah variasi 

masakan bagi balita 

100%

8. Pelatihan Tata Boga 40 orang 9. Meningkatkan 

kemampuan ibu rumah 

tangga

100%

9. Pelatihan Paduan Suara 30 orang 9. Meningkatkan 

kemampuan Ibu -ibu PKK

100%

10. Pelatihan kuliner lokal (tumpeng) 30 orang 10. Melestarikan masakan 

tradisional 

100%

11. Pentas Seni HUT Kota 300 orang 11. Melestarikan 

kebudayaan daerah 

100%

12. Penyuluhan pertanian 60 orang 12. Menambah pengetahuan 

dalam pertanian 

100%

13. Pelatihan membuat sabun, 

shampo dan toiletris lainnya

30 orang 13. Meningkatkan 

perekonomian warga 

100%

14. Pelatihan membuat tas rajut 30 orang 14. Menambah kemampuan 

warga 

100%

15. Pelatihan membuat kue kering 30 orang 15. meningkatkan 

perekonomian warga 

100%

16. Workshop parenting skill 30 orang 16. Meningkatkan 

kemampuan 

100%

17. Pelatihan pangruti laya 30 orang 17. Meningkatkan kempuan 

menangani jenazah 

100%

18. Workshop Keluarga harmonis 

dan tangguh

30 orang 18. Mengurangi angka 

perceraian dalam 

masyarakat 

100%

19. Penyuluhan Pranikah 30 orang 19. Mengurangi pernikahan 

dini 

100%

20. Workshop Pengelolaan informasi 

dan dokumentasi

30 orang 20. Menambah keahlian 

pengurus lembaga sosial 

100%

21. Pawai Budaya 1 kegiatan 21. Melastarikan Budaya 

daerah 

100%

22. JBM 57 RT 22. Meningkatkan kualitas 

belajar 

100%

23. Bantuan Administrasi PKK RT dan 

RW

57 RT 23. Administrasi Pkk menjadi 

lebih tertata 

100%

24. Operasional Kelurahan Siaga 1 kegiatan 24. Menjadi lebih tanggap 

terhadap bencana 

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

4,7 1. Pentas Seni HUT Kota Yogyakarta 350 orang 1. Merayakan HUT Kota 

Yogyakarta 

100% 245.147.950 269.662.745 Baru KECAMATAN 

JETIS

2. Gebyar PAUD 130 orang 2. Menambah kreatifitas 

anak PAUD 

100%

3. Pelatihan tanggap bencana bagi 

perempuan

40 orang 3. Menambah keahlian 

dalam penanganan bencana 

100%

4. Senam Lansia 50 orang x 2 kali 4. Meningkatkan kesehatan 

Lansia

100%

5. Penyuluhan Kader Posdaya 40 orang 5. Meningkatkan kinerja 

kader posdaya 

100%

6. Lomba SIM & SIP PKK antar RT dan 

RW 

45 orang 6. Meningkatkan 

Admininstrasi PKK

100%

7. Penyuluhan Kader Posyandu 60 orang 7. Meningkatkan kinerja 

kader Posyandu

100%

8. Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan PKK

50 orang 8. Kinerja PKK menjadi lebih 

baik 

100%

9.  Penyuluhan Kesehatan Lansia 80 orang 9. Meningkatkan kesehatan  

lansia 

100%

10. Gebyar Lansia 100 orang 10. Menambah produktifitas 

lansia 

100%

11. Penyuluhan Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) sekelurahan

60 orang 11. Mengurangi wabah DBD 100%

12. Pelatihan Public Speaking dan 

Etika Kepribadian

50 orang x 2 kali 12. Menambah keahlian 

warga 

100%

13. Penguatan kapasitas Kader Mitra 

Keluarga (MK)

50 orang 13. Meningkatkan dan 

menguatkan kapasitas Kader 

MK baik RW dan Kelurahan

100%

14. Penyuluhan Administrasi Usaha 

Peningkatan Perekonomian Keluarga 

(UP2K)

40 orang 14. Meningkatnya 

perekonomian warga 

100%

15. Penyuluhan Kesehatan Remaja 40 orang 15. Meningkatkan 

Pemahaman tentang 

Kesehatan Remaja

100%

16. Rapat Koordinasi 11 bulan 360 orang 16. Meningkatkan koordinasi 

antar lembaga sosial 

100%

17. Jam belajar Masyarakat 11 RW 17. Menambah kualitas 

belajar 

100%

18. Pawai Budaya 1 kegiatan 18. Melestarikan budaya 

daerah 

100%

19. Bantuan Administrasi PKK RT dan 

RW 

1 kegiatan 19. Administrasi menjadi 

lebih tertata 

100%

20. Operasional Kelurahan Siaga 1 kegiatan 20. Meningkatkan kesiap-

siagaan akan bencana 

100%

Pembinaan Ekonomoi Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Cokrodiningratan 

JETIS -

Kelurahan 

Cokrodinin

gratan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

21. Pelatihan Pembuatan Sandal 

Hotel

40 orang 21. Meningkatkan 

perekonomian warga 

100%

22. Pelatihan Daur Ulang Sampah 

untuk Souvenir

40 orang 22. Meningkatkan 

perekonomian warga 

100%

4,8 Pembinaan Ekonomi Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Gowongan 

JETIS -

Kelurahan 

Gowongan

1. Penyuluhan  pijat bayi 30 orang 1. Menambah ketrampilan 

ibu bayi 

100% 250.995.050 276.094.555 Baru KECAMATAN 

JETIS

2. Pelatihan memasak jajan pasar 30 orang 2. meningkatkan 

perekonomian warga 

100%

3. Pelatihan Sablon &jahit kaos 15 orang 3. Meningkatkan 

perekonomian warga 

100%

4. Pelatihan kreasi seserahan 50 orang 4. Meningkatkan 

perekonomian warga 

100%

5. Pentas Seni 1 kegiatan 5. Melestarikan budaya 

daerah 

100%

6. Jam belajar Masyarakat 13 orang 6. Meningkatkan kualitas 

belajar 

100%

7. Pawai Budaya 1 kegiatan 7. Melestarikan budaya 

daerah 

100%

8. Bantuan Administrasi PKK RT dan 

RW 

30 orang 8. Administrasi menjadi lebih 

tertata 

100%

9. Operasional Kelurahan Siaga 50 orang 9. Meningkatkan kesiap-

siagaan akan bencana 

100%

10. Penyuluhan Toga 50 orang 10. Pengetahuan masyarakat 

tentang TOGA meningkat 

100%

11.  Penginformasian tentang 

HIV/AIDS dan Narkoba 

50 orang 11. Kesadaran warga akan 

HIV/AIDS dan Narkoba 

bertambah 

100%

13. UMKM yang dibina 50 orang 13. Taraf ekonomi pelaku 

usaha meningkat 

100%

14. Sosiaisasi PHBS tingkat RW 50 orang 14. Pola hidup bersih warga 

meningkat 

100%

15. Penyuluhan Gizi 50 orang 15. Pengetahuan warga akan 

gizi bertambah 

100%

16. Sosialisasi PIKR 50 orang 16. Keorganisasian PIKR 

meningkat 

100%

17. Muskel Raskin 70 orang 17. Pendistribusian Raskin 

sesuai sasaran 

100%

3.339.813.707 3.673.795.078 -JUMLAH TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Gondokusuman

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

Kelancaran 

Administrasi, 

Keuangan dan 

Operasional 

Perkantoran

100% 935.091.564                 1.028.600.720        

GK 579.340.100                 637.274.110            

Meterai 3000  Meterai 6000 yang 

tersedia

500 lb, 210 lb 2.760.000                      3.036.000                 

Pembayaran rekening listrik, 

telepon, air

12 bln 104.100.000                 114.510.000            

jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor

12 bulan 246.520.000                 271.172.000            

STNK roda 4 yang terbayar 1 unit 5.320.000                      5.852.000                 

STNK roda 3 yang terbayar 2 unit

STNK roda 2 yang terbayar 18 unit

bahan kebersihan yang tersedia 10 jenis 17.995.600                   19.795.160              

Pebaikan peralatan kerja 6 jenis 75.200.000                   82.720.000              

jasa Perbaikan mebelair 5 Jenis 10.500.000                   11.550.000              

Alat tulis kantor yang tersedia 57 Jenis 51.269.250                   56.396.175              

Jasa cetak dan penggandaan 150 buku,  220.000 

lembar foto copy, 150 

cetak kartu

36.900.000                   40.590.000              

Komponen instalasi 

listrik/penerangan yang memadai

17 jenis 15.105.250                   16.615.775              

Bahan bacaan dan peraturan 

perundang - undangan yang 

memadai

10 jenis bahan 

bacaan, 1 jenis surat 

kabar

6.760.000                      7.436.000                 

Peralatan rumah tangga yang 

memadai

6.910.000                      7.601.000                 

Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan: 

SPP,SPM,SPJ,dan Laporan 

Akuntansi yang tersusun

4 dokumen 77.100.000                   84.810.000              

dokumen administrasi 

kepegawaian yang terkelola

52 orang -                                 

Jasa Tenaga Bantuan 1 orang 20.856.464                   22.942.110              

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan 

perlengkapan kantor

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

100% sedang 

berjalan

Kec. GK

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi , 

keuangan dan operasional 

perkantoran

100%1.2 Penyediaan jasa Pengelolaan 

Pelayanan perkantoran
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

257.795.000                 283.574.500            

Makan dan minum yang tersedia

a. kordinasi 77 kali

b. pegawai 52 orang

Laporan monitoring dan Kordinasi, 

konsultasi keluar daerah 

10 laporan 120.459.000                 132.504.900            

2 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur

kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

GK Terwujudnya sarana 

dan Prasarana 

Aparatur yang 

memadai

Terwujudnya 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana aparatur

449.198.000                 494.117.800            

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala 

Gedung/Bangunan kantor

GK Jasa pemeliharaan gedung / 

bangunan kantor/tempat

3     jenis Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

1 unit 348.400.000                 383.240.000            sedang 

berjalan

Kec. GK

2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

GK Jasa pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional,

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100.798.000                 110.877.800            sedang 

berjalan

Kec. GK

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

peningkatan capaian 

kinerja dan keuangan

100% 117.843.500                 129.627.850            

Dokumen perencanaan, 

pengendalian dan penganggaran 

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen 

perencanaan, 

pengendalian dan 

pengganggaran tepat 

waktu

100%

Laporan kinerja SKPD (LKIP, 

Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, 

SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja 

SKPD

frekuensi diklat formal yang diikuti 4 kali Meningkatnya kapasitas 

sumber daya aparatur

100%

Sosialisasi PP no 53 tahun 2010 

tentang disiplin Pegawai 

1 kali

4 Program Peningkatan Pelayanan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Kewilayahan 

Kecamatan Gondokusuman

Terwujudnya 

pelayanan 

administrasi 

publik yang 

baik

Kec. 

Gondokusu

man

Meningkatnya Indeks 

indeks kepuasan 

layanan masyarakat 

dari 79 menjadi 79.50

100% Tertingkatnya indeks kepuasan 

layanan masyarakat

0,50% Masyarakat semakin puas 

terhadap pelayanan

0,50% 3.311.585.779             934.456.247            

137.336.000                 

30.382.500                   33.420.750              

87.461.000                   96.207.100              

151.069.600            

1.3 Penyediaan rapat - rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Dukungan terhadap 

kelanvaran administrasi 

keuangan dan operasional 

perkantoran

100% Kec. GKsedang 

berjalan

sedang 

berjalan

Kec. GK3.1 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Pengendalian, dan 

Laporan Capaian Kinerja SKPD 

GK
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

4.1 GK 406.026.500                 446.629.150            

Tim Kegiatan Pelatihan dll 4 bulan 100% 6.300.000                      

Pembuatan  Monografi      15 dokumen Tersedianya data 

Monografi      

100% 6.082.000                      

Terlaksananya Perluasan Wawasan 

RT,RW,LPMK       

275 / 65 Tertingkatnya kapasitas 

Rt/RW

100% 26.302.000                   

Terlaksananya evaluasi Kelurahan 5 kelurahan Terevaluasinya kinerja 

kelurahan

100% 7.135.500                      

Sosialisasi Segoro Amarto 11 kali terjalinnya komunikasi dg 

masyarakat 

100% 11.740.000                   

Musrenbang 100% 126.536.000                 

Inmen 100% 5.895.000                      

Hibah RT 100% 2.950.000                      

Lomba Kampung Bersih dan Sehat 100% 13.310.000                   

Penyusunan Profil 100% 6.754.000                      

Pendataan PKL 5 kelurahan 100% 6.000.000                      

Pembinaan Anggota Linmas 100% 1.200.000                      

Pertemuan Sar Linmas 100% 1.760.000                      

Pertemuan Sat Linmas 5 kelurahan 100% 3.200.000                      

Terlaksananya forum Komunikasi 

Pimpinan Kecamatan

12 bulan terkordinasikannya kondisi 

di wilayah

100% 3.276.000                      

Terlaksananya peningkatan 

kapasitas komunitas siaga 

bencana( SAR LIN MAS )

25 orang tertingkatnya Kapasitas Sar 

Linmas

100% 10.100.500                   

Terlaksananya peningkatan 

kapasitas Taruna siaga bencana ( 

TAGANA )

40 orang Tertingkatnya kapasitas 

Taruna siaga bencana ( 

TAGANA )

100% 9.073.000                      

Terlaksananya pelatihan  

Penanggulangan bencana bagi 

,masyarakat

50 Orang Masyarakat lebih  Tanggap 

terhadap situasi bencana 

Bencana

100% 7.679.000                      

Terlaksananya pembinaan LINMAS 

( pengamanan )

5 kelurahan Tertingkatnya kapasitas 

LINMAS

100% 22.210.500                   

Terlaksananya pengaman umum, 

operasi vandal, sambang kampung, 

operasi ketertiban

12 bulan Terjaganya keamanan 

umum, lingkungan tertib 

bersih dari corat coret

100% 97.003.000                   

Piket bencana dan kegiatan 

keramian

12 bulan 100% 31.520.000                   

Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Ketentraman dan Ketertiban 

masyarakat kecamatan 

Gondokusuman

sedang 

berjalan

Kec. GK
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

4.2 GK 63.022.929                   69.325.222              

Tim Pelaksana Kegiatan 4 bulan 100% 3.375.000                      

Pelayanan  Perizinan 3 jenis Terlaksananya Pelayanan  

Perijinan 

100% 48.957.929                   

Sosialisasi Undang undang 

kependudukan   

50 orang Tertingkatnya pemahaman 

tentang undang Undang 

kependudukan

100% 3.430.000                      

Sosialisasi U U Peraturan Perizinan      50 orang Tertingkatnya pemahaman 

tentang undang Undang / 

peraturan kependudukan

100% 3.430.000                      

Terlaksananya Pembinaan Pemilik 

Pondokan

50 orang tertingkatnya Pondokan 

yang tertib

100% 3.830.000                      

4,3 GK 20.922.500                   23.014.750              

Pelatihan Kewirausahaan UMKM 50  orang 100% 8.542.500                      

Gelar potensi UMKM 100% 12.380.000                   

GK 359.533.750                 395.487.125            

Tim Pelaksana Kegiatan 5 bulan 100% 9.375.000                      

TIM TKPK 11 bln Terdatanya kebutuhan 

peningkatan kesejahteraan 

masrakat guna 

penanggulangan 

kemiskinan

100% 9.750.000                      

Lomba HKG 1 kali Tercukupinya kebutuhan 

lomba

100% 4.920.000                      

 Bina Keluarga Sejahetera 70 orang 100% 6.015.000                      

Petugas Pengamanan Umum 12 kali Kegiatan lancar 100%

Pembinaan Mental Spiritual Anak 

dan Remaja

250 Org Silaturohmi dan 

bertambahnya ilmu anak 

anak TPA

100% 76.908.000                   

Bimbingan Tehnik Kader Jumantik 65 orang pengndalian kembangbiak 

nyamuk

100% 3.722.500                      

Penguatan Kelembagaan PKK 60 orang Peningkatan kinerja PKK 100% 4.755.000                      

Penyegaran kader PSM 60 orang Peningkatan kinerja PSM 100% 5.195.000                      

Gelar potensi seni dan budaya bagi 

generasi muda

300 orang tertingkatnya Generasi 

muda yg berbudaya

100% 50.770.000                   

Pemberdayaan Lansia 12 kali Lansia yg sehat dan 

bersemangat

100% 13.662.250                   

Penyuluhan bahaya Narkoba 50 Org wilayah bebas narkoba 100% 4.622.500                      

Sosialisasi Mutu Pangan 50 Orang meningkatkan kualitas 

pangan

100% 3.943.000                      

4,4 Pembinaan Sosial dan budaya 

masyarakat Kecamatan 

Gondokusuman

Kec. GK

Penyelenggaraan Pelayanan, 

Informasi dan Pengaduan

sedang 

berjalan

Kec. GK

Tim Pelaksana Kegiatan 3 bulan 100%Pembinaan Perekonomian 

Kecamatan Gondokusuman

sedang 

berjalan

Kec. GK

sedang 

berjalan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

Pentas Seni dan Budaya 100 orang Memperkenalkan dan 

memelihara seni dan 

budaya

100% 30.420.000                   

Pelestarian Budaya Mocopat 50 orang lestarinya  budaya 

mocopat

100% 4.470.000                      

Kegiatan Segoro Amarto 11 kali terjalinnya komunikasi dg 

masyarakat 

100% 6.900.000                      

Pawai budaya HUT Kota 3 Hari Meriahnya HUT Kota 100% 5.440.000                      

Pelatihan Seni Budaya 12 kali Latihan seni lancar 100% 5.280.000                      

Pembinaan pengelolaan keuangan 

bagi pengurus PKK

1 kali Peningkatan kinerja PKK 100% 6.116.750                      

Fasilitasi Kegiatan PKK 10 kali Tertingkatnya kapasitas 

kader PKK

100% 6.720.000                      

pembinaan Administrasi SIM PKK 30 orang Peningkatan kinerja PKK 100% 2.966.000                      

Bimbingan konseling mitra 

keluarga

50 orang Keluarga sejahtera 100% 3.943.000                      

Kader BKB 50 orang Peningkatan kinerja kader 

BKB

100% 3.943.000                      

Kader Posyandu 65 orang Peningkatan kinerja kader 

Posyandu

100% 4.793.750                      

PIK R 50 orang Tertanggulanginya 

kenakalan remaja

100% 4.503.000                      

Piket Hari Besar Keagamaan, 

Pentas Seni Budaya

100% 2.400.000                      

Petugas / Surveyor 100% 78.000.000                   

4,5 GK 200.388.500                 220.427.350            

Administrasi PKK Kelurahan RT & 

RW

12 bln Kegiatan lancar 100%

Pawai Budaya 1 Kegiatan Melestarikan Kebudayaan 100%

Operasional JBM 12 bln Tertib belajar 100%

Operasional Kelurahan Siaga 12 bln Siaga Kesehatan 100%

Pelatihan MC 50 orang Terampil 100%

Pembinaan Posyandu 60 anak sehat 100%

Peningkatan Kapasitas Lansia 50 orang Kegiatan  lancar 100%

Kegiatan Lansia 12 x 2 x 50 x 8000 Kegiatan  lancar 100%

Pelatihan Ketranpilan berbahasa 

Jawa dan Berbusana Jawa yang 

baik dan benar

30 orang Terampil bahasa jawa 100%

Pentas Budaya HUT Kota 100%

Tim Kordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)

10 bln Terdatanya kebutuhan 

peningkatan kesejahteraan 

masrakat guna 

penanggulangan 

kemiskinan

100%

Kegiatan Segoro Amarrto 12 bulan 100%

ANGKUT RASKIN 12 bln Kelancaran distribusi 

raskin

100%

Kec. GKPembinaan ekonomi sosial dan 

budaya Masyarakat Kelurahan 

Demangan

sedang 

berjalan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

4,6 GK 200.132.000                 220.145.200            

Terlaksananya : 

Gebyar PAUD 1.560            orang Tumbuh kembang anak 100%

Tim Fasilitasi PKK 100%

Gebyar Lansia 100 orang Kesehatan Lansia 100%

Penguatan Kapasitas PKK 4 RW kegiatan Pkk lancar 100%

Fasilitas kegiatan paguyuban 

kesenian

20 x 20 nyaman,semangat 100%

Sosialisasi kesehatan reproduksi 

Remaja

50 remaja SDM, Keluarga berencana 100%

Kegiatan Jambore Anak 90 anak pendidikan sosial dasar 100%

Pawai Alegoris Serbuan Kotabaru 400 org nilai semangat pejuang 100%

Pentas Budaya Dikenang masyarakat 100%

Operasional KESI Kotabaru 1 tahun Optimalisasi 100%

Tim Kordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)

10 bln Terdatanya kebutuhan 

peningkatan kesejahteraan 

masrakat guna 

penanggulangan 

kemiskinan

100%

Pawai Budaya 1 kali berbudaya 100%

Administrasi PKK Kelurahan RT & 

RW

12 bln Kegiatan lancar 100%

Oprasional JBM Kotabaru peningkatan prestasi 100%

ANGKUT RASKIN 12 bln Kelancaran distribusi 

raskin

100%

Sosialisasi/Penyuluhan Napza 50 orang

Kegiatan Segoro Amarto 12 bulan

Peningkatan Kapasitas Karang 

Taruna

50 orang Lapangan kerja / peluang 

usaha

Sosialisasi/bintek pengelola UED-SP 50 orang semangat bekerja, SDM

4,7 GK 329.780.500                 362.758.550            

Peningkatan Kapasitas PKK 40 orang Pemanfaatan lahan sempit 100%

Administrasi PKK Kelurahan, RT, 

RW

100%

Oprasional JBM Kotabaru 16 rw peningkatan prestasi 100%

Operasional Kelurahan Siaga 12 bln Siaga Kesehatan 100%

Tim Fasilitasi PKK 100%

Sosialisasi tentang kesehatan 80 orang Meningkatkan derajat 

kesehatan

100%

Pelatihan karawitan/gamelan 25 orang Pelestarian budaya 100%

Pemanfaatan lahan sempit 16 orang Memberikan pengetahuan 

pemanfaatan lahan

100%

Pembinaan ekonomi sosial dan 

budaya Masyarakat Kelurahan 

Kota Baru

sedang 

berjalan

Kec. GK

Pembinaan ekonomi sosial dan 

budaya Masyarakat Kelurahan 

Klitren

sedang 

berjalan

Terlaksananya : Kec. GK
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

Pelatihan bimb. konseling mitra 

keluarga

40 orang Meningkatkan ketrampilan 

menghadapi klien

100%

Pembentukan pokja DB 32 orang Kelancaran koordinasi 

kesehatan

100%

Penyuluhan deteksi tumbuh 

kembang anak

63 orang Peningkatan kemampuan 

kader

100%

Pelatihan Vocal 30 orang Peningkatan skill 100%

Sarasehan FPUB 50 orang melestarikan budaya Jawa 100%

Pelatihan pranata adicara bahasa 

Jawa

40 orang Pengembangan potensi 100%

Penguatan Kapasitas PKK 60 orang Pengembangan kreatifitas 

anak

100%

Gebyar PAUD 200 anak Menjaga kesehatan 100%

Gebyar LANSIA 100 orang Tumbuh kembang anak 100%

Pendidikan Keorangtuaan ( 

Parenting )

50 orang Menambah wawasan 

hukum

100%

Penyuluhan kadarkum  50 orang Tersedianya kelengkapan 

data

100%

Pembentukan PIKK 50 Orang Peningkatan kemampuan 

kader

100%

Pembinaan Dasawisma 63 orang Meningkatkan 

pengetahuan kesehatan 

remaja

100%

Pelatihan PikR 50 orang Meningkatkan keakraban 100%

Pelatihan perawatan jenasah 32 orang Pelestarian budaya 100%

Pelatihan tari tradisional ( 5 

Paguyuban Seni )

40 orang Pelestarian budaya 100%

Pawai Budaya 1 kali Pelestarian budaya 100%

Pentas Budaya 1 kali Pelestarian budaya 100%

KESI 12 bln 100%

Kegiatan Segoro Amarto 100%

Pelatihan pembuatan jamu 

tradisional

40 orang Meningkatkan ekonomi 

keluarga

100%

Pelatihan dekorasi/janur 40 orang Mengurangi pengangguran 100%

Tim Kordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)

Terdatanya kebutuhan 

peningkatan kesejahteraan 

masrakat guna 

penanggulangan 

kemiskinan

100%

ANGKUT RASKIN Kelancaran distribusi 

raskin

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

4,8 GK 345.618.500                 380.180.350            

Terlaksananya : Terlaksananya : 

Penyuluhan HIV AIDS 30 orang

Tim Fasilitasi PKK

Pawai Budaya 1 kali Pelestarian budaya

Pentas Budaya 1 kali Pelestarian budaya

Pembinaan Sanggar Tari Anak-anak 1 kegiatan Pelestarian Budaya

Peningkatan kapasitas Hadroh 1 set Pelestarian Kesenian

Gebyar PAUD 200 anak Tumbuh kembang anak

Parenting 40 orang Keluarga sejahtera

Lomba kebersihan lingkungan 21 RW terciptanya lingkungan 

yang bersih

Penyuluhan Kader Bumil Mengenal, mengetahui 

tugas dan ketugasan Kader 

Bumil secara profesional

Penyuluhan Gizi Buruk Peningkatan pemahaman, 

pengetahuan dan 

pengalaman

Pembinaan Yandu Peningkatan pemahaman, 

pengetahuan dan 

pengalaman

Administrasi PKK Kelurahan RW RT

Operasional JBM

KESI

Pelatihan Kewirausahaan 42 orang Penciptaan lapangan kerja

Pelatihan pengelolaan koperasi dan 

UMKM

1 paket Peningkatan potensi 

ekonomi kerakyatan

Membuat Makanan Olahan 42 orang Menambah ketrampilan 

dan pengetahuan

Tim Kordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)

Terdatanya kebutuhan 

peningkatan kesejahteraan 

masrakat guna 

penanggulangan 

kemiskinan

ANGKUT RASKIN Kelancaran distribusi 

raskin

Kegiatan Segoro Amarto

4,9 GK 237.834.000                 261.617.400            

Terlaksananya : 

Administrasi PKK Kelurahan RW RT 12 paket BOP Lembaga

Kec. GKsedang 

berjalan

sedang 

berjalan

Pembinaan ekonomi sosial dan 

budaya Masyarakat Kelurahan 

Terban

Pembinaan ekonomi sosial dan 

budaya Masyarakat Kelurahan 

Baciro

Kec. GK
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Prakiraan Maju 

(Rp)

SKPD 

Penanggung 

Jawab

Indokator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Jenis Kegiatan

Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat 12 paket BOP Lembaga

Kelurahan Siaga

Tim Fasilitasi PKK

Pembinaan POKMAIR 50 orang

Pentas Budaya 100 org Pelestarian Budaya

Pawai Budaya 1 paket Pelestarian Budaya

Gebyar PAUD 200 anak Kreativitas anak

Gebyar Lansia 200 org Kesehatan lansia

Pembinaan Lansia

Pembinaan WKSBM 100 orang

Pembinaan LKT (Lembaga 

Kebudayaan Terban)

50 orang Kesehatan lingkungan

Peningkatan Kapasitas PKK 40 orang Pelestarian Budaya Jawa

Festival Kali Belik 1 kali Kebersamaan

Tim Kordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)

Terdatanya kebutuhan 

peningkatan kesejahteraan 

masrakat guna 

penanggulangan 

kemiskinan

ANGKUT RASKIN Kelancaran distribusi 

raskin

Kegiatan Segoro Amarto

4.10 GK 5 

kelurahan

1.148.326.600              1.263.159.260         

Perbaikan Jalan 5 Kelurahan

Pemeliharaan Fasilitas Umum 5 Kelurahan

PJU Lingkungan 40 titik x 5 kelurahan

Biaya Pengadaan dan honorarium 

pelaksana kegiatan

2 orang x 2 bulan

Konsultan perencana dan 

pengawas

2  kegiatan

Musrenbang,   1 Kec. 5 Kel Terlaksananya 

Musrenbang,   

100%

Penyusunan Profil Kecamatan 15 dok  tersedianya Informasi ttg 

Wilayah

100%

Laporan Profil 1 dok  tersedianya Informasi ttg 

Wilayah

100%

Pembuatan Inmen 100%

Terlaksananya Lomba Kampung 

Bersih dan Sehat

100%

4.813.718.843             5.295.090.727        
JUMLAH TOTAL

Penyelenggaraan Pembangunan  

Wilayah Kecamatan

sedang 

berjalan

Kec. GKTertingkatnya kenyamanan 

lingkungan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran 

administrasi, keuangan dan 

operasional perkantoran

100% 765.215.559 841.737.115

1.1  Danurejan 100% 404.652.400 445.117.640 Kec. 

Danurejan
2.970.000 3.267.000

materai 3000 tersedia 990 lembar 2.970.000 3.267.000

STNK roda 4 terbayar 1 unit 700.000 770.000

STNK roda 3  terbayar 3 unit 450.000 495.000

STNK roda 2  terbayar 13 unit 2.605.000 2.865.500

Bahan dan peralatan kebersihan 

yang tersedia

10 jenis 8.562.400 9.418.640

Jasa kebersihan kantor 4 paket 60.500.000 66.550.000

Alat tulis kantor yang tersedia 31 jenis 19.453.200 21.398.520

Jasa percetakan 100 buku 5.707.000 6.277.700

Jasa penggandaan 69222 

lembar

10.383.300 11.421.630

Komponen instalasi 

listrik/penerangaan bangunan kantor 

yang tersedia

18 jenis 10.654.000 11.719.400

Pembayaran listrik 4 rekening 62.400.000 68.640.000

bahan bacaan/surat kabar yang 

tersedia

2 jenis 1.440.000 1.584.000

peraturan perundang undangan yang 

tersedia

3 jenis 3.660.000 4.026.000

Jasa perbaikan peralatan kerja 13 jenis 13.250.000 14.575.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Danurejan

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

sedang 

berjalan

materai 600 tersedia,                        495 lembar                   Dukungan terhadap 

administrasi keuangan dan 

operasional perkantoran

Penyediaan jasa , peralatan dan 

perlengkapan kantor
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Komponen peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia

8 jenis, 14 

buah

28.650.000 31.515.000

Jasa pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

isi tabung 

APAR 53 

buah, sewa 

kursi 100, 

sewa meja 

40, sewa 

tenda 10 

sewa sound 

sistem 1 unit

160.297.500 176.327.250

10.000.000 11.000.000

116.301.159 127.931.275

                   72.000.000 79.200.000

Dokumen  administrasi kepagawaian 

yang terkelola

50 dokumen 

ASN

                     2.400.000 2.640.000

                   41.901.159 46.091.275

1.3 Penyediaan rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasI

Danurejan                  244.262.000            299.479.400 sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

Makan dan minum yang tersedia 

untuk :

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran 

100%                  155.944.000 171.538.400

sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

Peralatan rumah tangga yang 

tersedia

9 jenis

Jasa Tenaga Bantuan 3 orang

Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan : 

SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntasi 

yang tersusun

4 jenis Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran 

Danurejan 100%1,2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

a. Koordinasi 255 kali

b. Pegawai 60 orang

Laporan hasil koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

12 laporan                    88.318.000 127.941.000

2 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana  Aparatur

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya sarana dan 

prasarana aparatur yang 

memadai

100% 202.550.000 222.805.000

2,1 Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung  bangunan kantor 

Danurejan Jasa pemeliharaan gedung/bangunan 

kantor/tempat

5 unit Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100% 116.310.000 127.941.000 sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

2.2 Penyediaan dan pemeliharan 

rutin/ berkala kendaraan dinas/ 

operasional

Danurejan Jas  pemeliharan rutin/ berkala 

kendaraan dinas/ operasional :

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100% 86.240.000 94.864.000 sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

a. Roda 4 (empat) 1 unit sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

b. Roda 3 (tiga) 3 unit sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejanc. Roda 2 (dua) 13 unit sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan 

capaian kinerja dan 

keuangan

100% 60.044.000 66.048.400

3.1  Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

60.044.000 66.048.400 sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

22.882.000 25.170.200

Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan 

Keuangan, dan Fisik, SKM, SPIP, 

Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas kinerja 

SKPD

100% 20.482.000 22.530.200

Frekuensi diklat formal yang diikuti 2 kali Meningkatnya kapasitas 

sumber daya aparatur

100% 16.680.000 18.348.000

4. Program Peningkatan Pelayanan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Kewilayahan 

Kecamatan Danurejan

Hukum dan 

Aparatur

Terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat 

berbasis kewilayahan 

kecamatan 

100% 2.528.950.441 2.781.845.485

4,1 100% 305.340.108 335.874.119 sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

13.010.000 14.311.000

PKL yang dibina dan ditata 80 orang 37.298.000 41.027.800

Penyelenggaraan Pemerintahan,  

Ketentraman dan Ketertiban 

Kecamatan Danurejan

Dukungan terhadap 

kelancaran peningkatan 

pelayanan masyarakat 

berbasis kewilayahan kec. 

Danurejan meningkat

Dokumen  monografi  yang tersusun 8 dokumen

Dokumen perencanaan, 

pengendalian dan penganggaran 

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya Dokumen 

perencanaan, pengendalian 

dan penganggaran tepat 

waktu

100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Koordinasi Forum Komunikasi 

Pimpinan Kecamatan

12 kali 16.742.000 18.416.200

 Pembinaan Linmas 90 orang 32.618.750 35.880.625

Penegakan Perda 5 kali 23.471.000 25.818.100

Pengurangan Risiko Bencana 17 kali 35.327.358 38.860.094

 Jogobaran 60 orang 9.080.000 9.988.000

 Pembinaan forum relawan 5 forum 25.380.000 27.918.000

Pengamanan wilayah 24 kali 13.120.000 14.432.000

Sambang Kampung 120 orang 5.400.000 5.940.000

 Operasi Vandalisme 660 orang 19.992.000 21.991.200

Operasi Ketertiban 264 orang 38.805.000 42.685.500

Penguatan kapasitas RT 3 kelurahan 35.096.000 38.605.600

4.2 167.963.500 184.759.850

76.333.500 83.966.850

2. Sistem Inovasi Pelayanan 1 paket 91.630.000 100.793.000

Danurejan 56.760.000 62.436.000

50.540.000 55.594.000

2.Pengembangan usaha wanita 80 orang 2.890.000 3.179.000

3. Sentra berbasis kewilayahan 50 orang 3.330.000 3.663.000

sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

100%1. PATEN 12 bulan Dukungan terhadap 

kelancaran peningkatan 

pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat 

berbasis kewilayahan 

kecamatan Danurejan 

1. Danurejan Expo 60 UMKM Dukungan terhadap 

kelancaran peningkatan 

pelayanan masyarakat 

berbasis kewilayahan kec. 

Danurejan meningkat

4.3

100%

Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan 

Danurejan                                 

Penyelenggaraan Pelayanan, 

Informasi dan Pengaduan 

Masyarakat Kecamatan 

Danurejan

Danurejan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4,4 Pembinaan Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kecamatan 

Danurejan Dukungan terhadap 

kelancaran peningkatan 

100% 626.016.000 688.617.600

56.640.858 62.304.944

3. Pembinaan Kesenian 1 paket 32.060.142 35.266.156

4. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak 

Kos

150 orang 9.970.000 10.967.000

5. Lomba Balita Sehat 1 paket 14.200.000 15.620.000

6. Danurejan Expo 60 UMKM 30.540.000 33.594.000

7. Pembinaan PAUD 200 orang 22.076.000 24.283.600

8. Pokjanal Posyandu 10.000.000 11.000.000

9. Penguatan Kapasitas Kader PKK 60 orang 10.000.000 11.000.000

10. Penguatan Kader Kesehatan 50 orang 8.300.000 9.130.000

11. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat 

Kecamatan

1 paket 5.710.000 6.281.000

12. Monev Pemberdayaan 1 paket 16.310.000 17.941.000

13. Penanganan KDRT 40 orang 5.000.000 5.500.000

14. Distribusi Raskin 43 RW 45.916.000 50.507.600

15.  Lomba-lomba Masyarakat 1 paket 10.000.000 11.000.000

16. Penyusunan Profil Kecamatan & 

Kelurahan

4 paket 6.550.000 7.205.000

17. Pembinaan pemuda dan OR 100 orang 15.875.000 17.462.500

18. Fasilitasi PKK 1 paket 265.610.000 292.171.000

19. Jumlah kelurahan yang dievaluasi 3 kelurahan 8.103.000 8.913.300

sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

1. TKPK 4 paket
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

20.Kegiatan Lansia 50 orang 11.000.000 12.100.000

21. Paguyuban/Forum kecamatan 50 orang 10.000.000 11.000.000

22. Sentra berbasis kewilayahan 50 orang 3.330.000 3.663.000

23. Forum kecamatan sehat 40 orang 4.655.000 5.120.500

24. Fasilitasi kesehatan 100 orang 7.120.000 7.832.000

25. Laskar berlian 320 orang 13.370.000 14.707.000

28. Bergodo 100 oirang 3.680.000 4.048.000

4,5 Danurejan 100% 257.370.000 283.107.000

5.050.000 5.555.000
2. Pelatihan Kader PAUD 80 orang 9.890.000 10.879.000

3. Pelatihan Daur Ulang Sampah 80 orang 10.320.000 11.352.000

4. Penyuluhan Pendampingan 

Psikologi Rumah Tangga

205 orang 5.505.000 6.055.500

5. Pelatihan Kader Lansia 80 orang 5.920.000 6.512.000

6. Pelatihan Pertanian 

Perkotaan/Hidroponik

55 orang 7.905.000 8.695.500

7. Pelatihan Kader Yandu 80 orang 7.670.000 8.437.000

8. Pelatihan Memakai Kerudung 30 orang 2.510.000 2.761.000

1. pemberdayaan kelurahan 10 orang

sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

Pembinaan  ekonomi, sosial, 

budaya kelurahan Suryatmajan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

9. Pelatihan Merajut 60 orang 6.402.500 7.042.750

10. Pentas Seni 470 orang 33.045.000 36.349.500

11. Pelatihan PKK 50 orang 7.490.000 8.239.000

12. Pelatihan Rias Kecantikan 40 orang 4.742.000 5.216.200

13. Pelatihan Membuat Hantaran 60 orang 8.756.000 9.631.600

14. Pelatihan Linmas 100 orang 3.275.000 3.602.500

15. Kesi 60 orang 6.060.000 6.666.000

16. JBM 60 orang 43.374.500 47.711.950

17. PKK 480 orang 76.020.000 83.622.000

18. Pelatihan Senam 360 orang 5.610.000 6.171.000

19. Kursus Bahasa Inggris 50 orang 1.520.000 1.672.000

20. Pelatihan Memasak Olahan 

Nusantara

60 orang 6.305.000 6.935.500

4,6 Danurejan 100% 289.421.000 318.363.100

1. Pemberdayaan kelurahan 10 orang 4.650.000 5.115.000

2. Pelatihan Public Speaking 70 orang 8.865.000 9.751.500

3. Pelatihan Ketrampilan Untuk 

Remaja

60 orang 5.540.000 6.094.000

4. Pelatihan Kader Kesehatan 60 orang 5.860.000 6.446.000

5. Pelatihan Merawat Jenazah 60 orang 11.380.000 12.518.000

6. Pelatihan Senam Lansia 380 orang 10.009.550 11.010.505

7. Pelatihan Kegawatdaruratan 50 orang 4.490.000 4.939.000

8. Pelatihan Pemasaran Produk 

Kuliner

60 orang 4.910.000 5.401.000

sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

Pembinaan ekonomi, sosial dan 

budaya  Kelurahan 

Tegalpanggung
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

9. Sosialisasi KSA 58 orang 5.336.000 5.869.600

10. Sosialisasi PKDRT, Narkoba, & 

PEKAT

50 orang 5.890.000 6.479.000

11. Sosialisasi Penyakit TB 58 orang 7.200.000 7.920.000

12. Kesi 70 orang 7.200.000 7.920.000

13. JBM 60 orang 47.665.450 52.431.995

14. Pelatihan Kader PKK 60 orang 7.225.000 7.947.500

15. Pelatihan Kader Pendidik PAUD 80 orang 9.690.000 10.659.000

16. Pentas seni 470 orang 37.675.000 41.442.500

17. Pelatihan Linmas 70 orang 3.895.000 4.284.500

18. PKK 480 orang 101.940.000 112.134.000

4,7 Danurejan 100% 278.330.000 306.163.000

1. Pemberdayaan kelurahan 10 orang 4.650.000 5.115.000

2. Pelatihan SIM PKK 60 orang 5.260.000 5.786.000

3. Pelatihan Kader PAUD 61 orang 5.591.000 6.150.100

4. Gebyar PAUD 110 orang 8.010.000 8.811.000

5. Pelatihan Bergodo Bausasran 50 orang 19.965.000 21.961.500

6. Pelatihan Tari Tradisional/Modern 50 orang 1.815.000 1.996.500

7. Pelatihan Memasak Makanan 

Sehat Untuk Bayi

60 orang 5.710.000 6.281.000

8. Kejuaraan Tenis Meja 55 orang 7.915.000 8.706.500

9. Pentas Seni 600 orang 37.196.000 40.915.600

sedang 

berjalan

Kec. 

Danurejan

Pembinaan ekonomi, sosial dan 

budaya  Kelurahan Bausasran
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

10. Pelatihan Merawat Jenazah 60 orang 4.460.000 4.906.000

11. Sosialisasi Bahaya Narkoba 60 orang 4.660.000 5.126.000

12. Sosialisasi PKDRT 60 orang 5.003.000 5.503.300

13. Pelatihan Pengolahan Ikan 50 orang 4.850.000 5.335.000

14. Pelatihan Ketoprak 50 orang 10.745.000 11.819.500

15. Pelatihan Kader PKK 110 orang 7.435.000 8.178.500

16. Pelatihan RT/RW 60 orang 4.385.000 4.823.500

17. Sapa Anak Kos 110 orang 8.235.000 9.058.500

18. Sosialisasi KP Ibu ASI 60 orang 4.685.000 5.153.500

19. Pelatihan Linmas 70 orang 3.975.000 4.372.500

20. Kesi 60 orang 7.325.000 8.057.500

21. JBM 60 orang 39.360.000 43.296.000

22. PKK 480 orang 77.100.000 84.810.000

4,8 Danurejan 100% 547.749.833 602.524.816

1. dokumen musrenbang yang 

tersusun

4 dokumen 90.280.000 99.308.000

5. Jumlah buku informasi 

pembangunan yang dihasilkan

5 eksemplar 4.345.000 4.779.500

1. Perbaikan pos ronda 1 paket 26.000.000 28.600.000

3. Perbaikan MCK Umum 1 paket 21.000.000 23.100.000

4. PJU lingkungan 100 titik 10.000.000 11.000.000

Peningkatan debit air sumur 1 paket 15.000.000 16.500.000

Penyelenggaraan Pembangunan 

Wilayah Kecamatan Danurejan 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SAH 1 paket 52.200.000 57.420.000

7. Sosialisasi dan monev 

pembangunan

110 orang 10.800.000 11.880.000

8. Konsultasi 1 paket 20.000.000 22.000.000

Petugas pemantau PJU 198 orang 11.088.000 12.196.800

Taman vertikal 1 paket 22.400.000 24.640.000

Perbaikan coblok, corblok, paving 

blok

1 paket 240.336.833 264.370.516

Honor 124 orang 24.300.000 26.730.000

3.556.760.000 3.912.436.000
JUMLAH TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN GEDONGTENGEN

Tolak Ukur Target Target Target

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran 

administrasi,keuangan 

dan operasional 

perkantoran

100% 610.763.403 696.530.000

1.1 GEDONGTENGEN - Materai 6000 yang tersedia 240 lembar 100% 3.390.000 Gedongtengen

- Materai 3000 yang tersedia 650 lembar

- Jumlah STNK kendaraan dinas roda 4 

yang terbayar

1 unit 2.355.000

Jumlah STNK kendaraan dinas roda 3 

yang terbayar

1 unit

- Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 

yang terbayar

11 unit

- Bahan  dan  Perlengkapan Kebersihan 

Kantor yang tersedia

15 jenis 3.856.525

- Jasa Kebersihan kantor 12 bulan

- Alat tulis kantor yang tersedia 44 jenis 22.597.400

- Jumlah Penggandaan 104.000 lembar 9.909.550

- Jumlah Penjilidan 40 buku

- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor yang 

tersedia

3 paket 2.730.410

- 1.  12 bulan 83.100.000

2.  12 bulan

3.  12 bulan

- Bahan bacaan/ surat kabar yang 

tersedia

12 bulan 2.340.000

- Jasa perbaikan peralatan kerja 3 paket  16.000.000

- Komponen peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia 

3 jenis 6.995.000

- Peralatan rumah tangga yang tersedia 3 paket 7.255.000

- Jasa Sewa Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor Yang Tersedia

4 jenis 5.580.000

- Jasa piket gedung kantor 12 bulan 131.400.000

1.2 GEDONGTENGEN 13 - Dokumen administrasi penatauahaan 

keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan 

Laporan Akutansi yang tersusun

4 dokumen 100% 58.200.000 Gedongtengen

- Dokumen administrasi kepegawaian 

yang terkelola

29 ASN

- Jumlah Jasa Tenaga Bantuan 4 orang 83.802.318

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KOTA YOGYAKARTA

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

Penyediaan Jasa, peralatan 

dan perlengkapan kantor

sedang 

berjalan

Jumlah rekening pembayaran 

Telepon, air dan listrik

Penyediaan Jasa pengelola 

Pelayanan Perkantoran

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

sedang 

berjalan

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

1.3 GEDONGTENGEN 14 - Jumlah Kebutuhan  Minuman Harian 

untuk Pegawai

12 bulan 100% 102.186.200 Gedongtengen

- Jumlah Kebutuhan  Makanan dan 

Minuman untuk rapat

12 bulan

- Jumlah Kebutuhan  Makanan dan 

Minuman Tamu

12 bulan

- Jumlah  Kebutuhan  Makanan dan 

Minuman Umum

11 bulan

15 - Laporan Monitoring dan Koordinasi 

konsultasi keluar daerah

8 laporan 69.066.000

2 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan 

Prasarana Aparatur yang 

memadai

100% 118.340.000

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala 

Gedung/ Bangunan Kantor

GEDONGTENGEN 100% 55.757.000 sedang 

berjalan

Gedongtengen

1. Rumah Dinas Camat 1 unit

2. Gedung Kantor Kecamatan 1 unit

3.Gedung Kantor  Kel. 

Sosromenduran

1 unit

3.Gedung Kantor  Kel. 

Pringgokusuman

1 unit

2.2 GEDONGTENGEN 100% 62.583.000 sedang 

berjalan

GEDONGTENG

EN

1. Roda empat 1 unit

2. Roda Tiga 1 unit

3. Roda Dua 11 unit

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya 

peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan

100% 80.716.850

3.1 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

GEDONGTENGEN - Dokumen perencanaan , 

pengendalian dan  penganggaran 

(Rensta, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen - Tersedianya dokumen 

perencanaan, pengendalian 

dan penganggaran

100% 80.716.850 sedang 

berjalan

GEDONGTENG

EN

- Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan 

Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen - Nilai Akuntabilitas Kinerja 

SKPD

- Dokumen Kepegawaian 6 Dokumen - Tersedianya dokumen 

kepegawaian

- Peningkatan Kapasitas PNS 4 kali - Meningkatnyta kapasitas 

sumber daya aparatur

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

Jasa pemeliharaan gedung/  bangunan 

kantor/ tempat kerja

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

Penyediaan Rapat Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

sedang 

berjalan
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

4 Program Peningkatan 

Pelayanan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan 

Gedongtengen

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Terwujudnya 

pelayanan 

administrasi 

publik yang baik

1.748.896.753

4.1 GEDONGTENGEN - Jumlah E-KTP 4 orang - Dokumen  E-KTP yang 

berhasil  terdistribusikan ke  

masyarakat

100% 171.220.103 Seksi 

Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Masyarakat

- Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan(PATEN)

1 kegiatan - Meningkatanya Pelayanan 

PATEN  kepada Masyarakat

100%

- Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan 

Administrasi Kependudukan

2 kegiatan - Meningkatnya pemahaman 

masyarakat mengenai 

pelayanan perizinan dan 

administrasi 

kependududkan

100%

- Kegiatan Retribusi HO & IMBB 

Kecamatan

3 kegiatan - Meningkatnya pendapatan  

retribusi HO dan IMBB 

Kecamatan

100%

4.2 Penyelenggaraan 

Pemerintahan  

Ketentraman dan 

Ketertiban Kecamatan 

Gedongtengen

GEDONGTENGEN - Monitoring, Pembinaan  dan 

Penataan PKL

5 bulan - Meningkatnya Ketertiban 

PKL

100% 244.827.500 Seksi Trantib 

Masyarakat

- Pengawasan Perijinan 8 bulan - Meningkatkan Ketertiban 

dan Ketentraman dalam 

lingkungan masyarakat 

100%

- PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut 

Kota , Kegiatan Keagamaan dan 

Tanggap Bencana

12 bulan - Adanya suasana tertib dan  

aman dalam kegiatan   

kegiatan Sosial, Hari Besar, 

Hut Kota, Kegiatan 

Keagamaan dan Tanggap 

Bencana

100%

- Kegiatan Monitoring Trantibum 11 bulan - Sinergitas aparat wilayah 

Kecamatan Gedongtengen 

terjalin dengan baik

100%

- Monitoring  dan Pemberdayaan 

LINMAS

6 bulan - Meningkatnya  SDM dan 

kedisiplinan anggota Linmas

100%

- Sosialisasi dan Simulasi  Tanggap 

Bencana (Kebakaran dan SAR )

1 kegiatan - Terwujudnya Masyarakat  

Kelurahan Tangguh 

menghadapi bencana yang  

terarah, terencana, 

terpadu,dan terkoordinasi

100%

Penyelenggaraan 

Pelayanan Masyarakat 

Kecamatan Gedongtengen
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

- Pengamanan Umum 28 kali - Terciptanya suasana i aman 

dan tertib di lingkungan 

masyarakata Gedongtengen

100%

- Sambang Kampung 12 kali - Terjalinnya komunikasi 

aparat keamanan  dengan 

masyarakat untuk memberi 

rasa aman

100%

- Operasi Ketertiban 72 kali - Terwujudnya budaya tertib 

di tengah- tengah 

lingkungan masyarakat 

Gedongtengen

100%

- Operasi Vandal 24 kali - Terjaganya kebersihan, 

keamanan  fasilitas umum 

dari tindakan vandalisme

100%

- Jumlah dokumen Monografi 

Kecamatan & Kelurahan

3 dokumen - Tersedianya data 

kependudukan dan 

monografi kecamatan 

gedongtengen

100%

- Jumlah dokumen hasil evaluasi 

Kelurahan Tingkat Kecamatan

2 dokumen - Menjadikan dasar bagi 

kelurahan  dalam upaya 

meningkatkan kualitas 

perencanaan 

pembangunan.

100%

-  Kegiatan Sinergitas antar Lembaga 

Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen

2 kegiatan - Meningkatnya koordinasi 

dan komunikasi untuk 

memenuhi kewajiban peran 

masing-masing lembaga 

sosial dalam pembangunan 

wilayah

100%

4,3 GEDONGTENGEN - GT Expo 1 kegiatan - Meningkatnya partisipasi 

masyarakat untuk 

mengekspos potensi 

perekonomian wilayah.

100% 74.604.000

- Pelatihan Penyandang Disabilitas 1 kegiatan Meningkatnya ketrampilan 

penyandang Disabilitas agar 

mandiri dan produktif

100%

- Pelatihan Kerajinan Daur Ulang Bagi 

Anggota PKH

1 kegiatan Meningkatnya ketrampilan 

kerajinan daur ulang  dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

- Pelatihan Pembuatan Kue Kering 1 kegiatan Meningkatnya ketrampilan 

membuat kue kering dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

Seksi 

Pembinaan 

Perekonomian 

Masyarakat

Pembinaan Ekonomi 

Masyarakat Kecamatan 

Gedongtengen
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

- Pelatihan Hantaran 1 kegiatan Meningkatnya ketrampilan 

membuat hantaran dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

- Pelatihan Olahan dari Ikan 1 kegiatan Meningkatnya ketrampilan 

olahan ikan dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

- Pelatihan Makanan  Olahan Berprestasi1 kegiatan Meningkatnya ketrampilan 

olahan makanan 

berprestasi  dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

4,4 GEDONGTENGEN - TKPK se Kecamatan 4 kegiatan - Forum TKPK 100% 259.677.500

- TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 2 kegiatan - Fasilitasi Kegiatan TP PKK 

Kecamatan, TP PKK 

Kelurahan, RW dan  RT

100%

- Raskin se Kecamatan 13 kali - Pendistribusian RASKIN  se 

Kecamatan

100%

- Kegiatan Unsur Kelembagaan Sosial 12 kali - Falisitasi kegiatan sosial se 

kecamatan Gedongtengen

100%

- Gebyar Lansia 1 kegiatan - Fasilitasi terhadap aktivitas 

lansia diberbagai kegiatan

100%

- Gebyar Paud 1 kegiatan - Meningkatkan aktivitas 

anak usia dini  untuk 

mengembangkan 

kreativitasnya 

100%

- Monitoring Hibah /Bansos RT dan 

stimulan RW

1 kegiatan - Tersedianya data penerima 

Hibah/Bansos RT dan 

Stimulan RW dan 

termonitornya 

penggunaannya.

100%

- Paguyuban Rumongso 2 kegiatan - Tersedianya data / 

informasi potensi 

perekonomian dan 

pariwisata wilayah 

Kecamatan Gedongtengen

100%

- LBSI 1 kegiatan - Terpilihnya Bayi Sehat 

Tingkat Kecamatan.

100%

- Pembinaan Kader PKK se Kecamatan 

Gedongtengen

3 kegiatan - Menigkatnya partisipasi 

perempuan dalam  

mewujudkan 

pemberdayaan dan 

kesejahteraan keluarga.

100%

Pembinaan Sosial dan 

Budaya Masyarakat 

Kecamatan Gedongtengen

Seksi 

Pemberdayaa

n Sosial dan 

Budaya 

Masyarakat
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

- Pembinaan Pondokan 2 kegiatan - Meningkatkan kesadaran 

induk semang mematuhi 

peraturan pondokan dan 

menjaga lingkungan yang 

tertib dan aman

100%

- Pembinaan Anggota  Karang Taruna 

se Kecamatan Gedongtengen

2 kegiatan - Meningkatanya peran serta 

anggota karang taruna 

dalam proses 

pembangunan

di wilayahnya

100%

- GT Sehat 1 kegiatan - Meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk hidup 

sehat

100%

- Pembinaan  Kader Pos Yandu 1 kegiatan - Meningkatnya Peran Kader 

Pos Yandu di wilayah 

kecamatan

100%

- GT  Award 1 kegiatan - Partisipasi Masyarakat 

dalam menciptakan 

lingkungan bersih aman dan 

tertib.

100%

4,5 GEDONGTENGEN - Gelar Potensi Seni Budaya dan 

Kerajinan

1 Kegiatan - Meningkatnya Partisipasi 

warga Kelurahan 

Sosromenduran dalam 

melestarikan kebudayaan 

100% 314.706.750

- Festival Kesenian HUT Kota 

Yogyakarta

1 Kegiatan - Partisipasi warga Kelurahan 

Sosromenduran 100%

100%

- KESI 1 Kegiatan - Meningkatnya kualitas 

pelayanan  dan kinerja 

kader KESI

100%

- Operasional JBM 1 Kegiatan - Meningkatnya kesadaran 

belajar menjadi budaya 

masyarakat Yogyakarta

100%

- Pawai Budaya 1 Kegiatan - Partisipasi warga Kelurahan 

Sosromenduran 100%

100%

- Pembinaan Wawasan TP PKK dan 

Kegiatan Operasional PKK RT dan RW

2 Kegiatan - Menigkatnya partisipasi 

perempuan dalam  

mewujudkan 

pemberdayaan dan 

kesejahteraan keluarga.

100%

Pembinaan Ekonomi, Sosial 

dan Budaya Masyarakat 

Kelurahan 

Pringgokususman
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

- Operasional  Posyandu 1 Kegiatan - Mantapnya kesinambungan 

Posyandu

100%

- Pembinaan dan Penyegaran 

Kelembagaan SATGAS Anti Narkoba 

Kelurahan

1 Kegiatan - Meningkatkan Kualitas 

Satgas Anti Narkoba

100%

- Pembinaan  Lansia 1 Kegiatan - Mewujudkan partisipasi 

lansia yang sehat dalam  

melaksanakan perannya di 

tengah-tengah  keluarga 

serta masyarakat.

100%

- Pelatihan  Kesenian Karawitan 1 Kegiatan - Meningkatnya upaya 

pelestarian kesenian dan 

tradisi lokal

100%

- Pembinaan GSI 1 Kegiatan - Meningkatkan Motivasi GSI 

dalam mewujudkan 

kesejahteraan keluarga

100%

- Pembinaan  Mitra Keluarga 1 Kegiatan - Meningkatnya kualitas 

kesehatan ibu dan anak

100%

- Pembinaan  Karang Taruna 2 Kegiatan - Meningkatanya peran serta 

anggota karang taruna 

dalam proses 

pembangunan

di wilayahnya

100%

- Pembinaan Lembagaan PAUD 1 Kegiatan - Meningkatnya kualitas 

pelayanan  dan pendidikan 

PAUD

100%

- Pelatihan Batik Sablon dan Jumputan 1 Kegiatan - Meningkatnya ketrampilan 

membuat batik sablon dan 

jumputan serta  

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

- Pembinaan dan Penyegaran  

Kelompok Seni Budaya (KSB)

1 Kegiatan - Meningkatnya upaya 

pelestarian kesenian dan 

tradisi lokal

100%
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

- Pelatihan MC 1 Kegiatan - Meningkatnya ketrampilan 

sebagai MC dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

4,6 GEDONGTENGEN - Pembinaan Mitra Keluarga 1 Kegiatan - Meningkatnya kualitas 

kesehatan ibu dan anak

100% 288.791.500

- Gebyar PAUD dan Pelatihan 

Pendidikan PAUD

2 Kegiatan - Meningkatkan aktivitas 

anak usia dini  untuk 

mengembangkan 

kreativitasnya 

100%

- Gebyar Lansia 1 Kegiatan - Mewujudkan partisipasi 

lansia yang sehat dan 

melaksanakan perannya 

dalam keluarga serta 

masyarakat.

100%

- Workshop Karang Taruna 1 Kegiatan - Meningkatanya peran serta 

anggota karang taruna 

dalam proses 

pembangunan

di wilayahnya

100%

- Pembinaan Kader PIK-R 2 Kegiatan - Meningkatnya  

pengetahuan remaja 

tentang kesehatan 

reproduksi untuk mencetak 

remaja yang aktif, sehat dan 

berkualitas serta jauh dari 

risiko kenakalan remaja, 

seksualitas, HIV/AIDS, dan 

NAPZA 

100%

- Pelatihan  Kesenian Karawitan 5 Kegiatan - Meningkatnya ketrampilan 

karawitan  warga dan 

pelestarian seni budaya

100%

- Pembinaan  Kelurahan Pariwisata 

Berbasis Gelar Potensi /Apeman

1 Kegiatan - Meningkatnya upaya 

pelestarian kesenian dan 

tradisi lokal

100%

- Kegiatan Jambore dan Operasional 

PKK RT RW

2 Kegiatan - Menigkatnya partisipasi 

perempuan dalam  

mewujudkan 

pemberdayaan dan 

kesejahteraan keluarga.

100%

- Festival Kesenian HUT Kota 

Yogyakarta

1 Kegiatan - Partisipasi warga Kelurahan 

Sosromenduran 100%

100%

- Pembinaan dan Operasional KESI 2 Kegiatan - Meningkatnya kualitas 

pelayanan  dan kinerja 

kader KESI

100%

- Pembinaan Kelembagaan PSM 1 Kegiatan - Meningkatnya kualitas 

kader PSM

100%

Pembinaan Ekonomi, Sosial 

dan Budaya Masyarakat 

Kelurahan Sosromenduran
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

- Pawai Budaya 1 Kegiatan - Partisipasi warga Kelurahan 

Sosromenduran 100%

100%

- Operasional JBM 1 Kegiatan - Meningkatnya kesadaran 

belajar menjadi budaya 

masyarakat Yogyakarta

100%

- Pembinaan Manajemen Pariwisata 1 Kegiatan - Meningkatnya kualitas 

pengelolaan usaha 

pariwisata di wilayah 

Kelurahan Sosormenduran

100%

- Pelatihan Olahraga 2 Kegiatan - Meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk hidup 

sehat

100%

- Pelatihan Olahan Tanaman Obat 1 Kegiatan - Meningkatkan pengetahuan 

masyarakat manfaat 

tanaman yang berfungsi 

sebagai obat

100%

- Pembinaan Kader dan Operasional 

Posyandu

1 Kegiatan - Meningkatnya kemampuan 

dan partisipasi aktif peran 

kader  dan mantapnya 

kesinambungan Posyandu.

100%

- Pelatihan Tambulampot dan 

Vertikulur

1 Kegiatan - Meningkatnya ketrampilan 

membuat tambulampot dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

- Pelatihan Kerajinan 1 Kegiatan - Meningkatnya ketrampilan 

membuat kerajinan  dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

- Pelatihan Kecantikan 1 Kegiatan - Meningkatnya ketrampilan 

kecantikan dan 

meningkatkan 

kesejahteraan warga 

masyarakat

100%

4,7 Penyelenggaraan 

Pembangunan  Wilayah 

Kecamatan Gedongtengen

GEDONGTENGEN - Jumlah dokumen perencanaan 

kegiatan  hasil Musrenbang  tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan

3 dokumen - Satu rujukan penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah 

Kota Pada Umumnya dan 

Kecamatan Gedongtengen 

pada khususnya  yang 

selanjutnya menjadi APBD 

Pemerintah Kota 

Yogyakarta.

100% 395.069.400
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Tolak Ukur Target Target Target

No.

Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju 
Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Tolak Ukur Tolak Ukur 

- Dokumen Informasi Program dan 

Kegiatan pada APBD Murni dan 

Perubahan

2 dokumen - Tersedianya informasi 

Program dan kegiatan 

Kecamatan Gedongtengen 

Kota Yogyakarta

100%

- Profil Kecamatan 1 dokumen - Tersajinya Profil Kecamatan 

Gedongtengen Kota 

Yogyakarta

100%

-

Pemeliharaan Jalan Umum se-

Kelurahan Sosromenduran

166 m
2 - Dukungan terhadap 

terwujudnya sarana dan 

prasarana jalan umum,  

fasilitas umum penerangan 

jalan umun  yang lebih 

100%

-

Pemeliharaan Jalan Umum se-

Kelurahan Pringgokusuman

200  m
2

- Pemeliharaan SAH se-Kelurahan 

Sosromenduran
35  m

2

- Pemeliharaan SAH se-Kelurahan 

Pringgokusuman
55  m

2

- Pemeliharaan Gapura dan Pintu In se-

Kelurahan Sosromenduran

5 unit

- Pemeliharaan Gapura dan Pintu In se-

Kelurahan Pringgokusuman

5 unit

- Pemeliharaan Pos Ronda se-

Kelurahan Sosromenduran

2 unit

- Pemeliharaan Pos Ronda se-

Kelurahan Pringgokusuman

2 unit

- Pemeliharaan MCK se-Kelurahan 

Pringgokusuman

2 unit

2.558.717.006JUMLAH TOTAL
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran 

administrasi, keuangan dan 

operasional perkantoran

100%             526.599.605             507.812.652 

Materai Rp 6.000,- yang 

tersedia

300 buah dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

100%             271.041.865             298.146.052  Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 

Materai Rp 3.000,- yang 

tersedia 

600 buah

Sumber daya Listrik, telepon 

dan air yang tersedia

12 bulan

Tenaga piket kantor yang 

tersedia

365 hari

Tabung APAR yang terpelihara 19 buah

Jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor

Sewa meja 10 

buah, Sewa kursi 

100 buah, Sewa 

Tenda 3 unit, 

Sewa Sound 

System 1 unit

STNK roda 4 yang diperpanjang 

izinnya

1 unit

STNK roda 3 yang diperpanjang 

izinnya

1 unit

STNK roda 2 yang diperpanjang 

izinnya

11 unit

bahan dan peralatan 

kebersihan yang tersedia

24 jenis

Jasa retribusi kebersihan kantor 12 bulan

Jasa  perbaikan peralatan kerja 6 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 45 jenis

Jasa Penggandaan 86.400 lbr

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan  Pakualaman

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan 

perlengkapan kantor

Kec. PA

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

Komponen 

instalasi/penerangan bangunan 

kantor yang tersedia

10 jenis

Komponen peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

tersedia

10 jenis

Peralatan rumah tangga yang 

tersedia

17 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang 

tersedia

12 bulan

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran

Kec. PA Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan  : 

SPP, SPM,SPJ dan Laporan 

Akuntansi yang tersusun

4 jenis dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

100%             117.751.740                58.080.000  Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 

dokumen administrasi 

kepegawaian yang terkelola

50 dokumen ASN

Jasa Tenaga Bantuan 3 orang

1.3 Penyediaan Rapat Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Kec.PA Makan minum rapat yang 

tersedia untuk

dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran

100%             137.806.000             151.586.600  Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 

-pegawai 46 orang

-koordinasi 108 kali

- tamu 2 keg

-harian umum 11 bulan

Laporan hasil koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

2 laporan

2 Program Peningkatan Sarana 

Prasarana dan Aparatur

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan 

Prasarana Aparatur yang 

memadai

100%             120.187.000             129.935.700 

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 

dinas

Kec.PA Rumah dinas kecamatan yang 

terpelihara dengan baik

1 unit dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

100%                53.225.000                56.277.500  Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung/bangunan kantor

Kec.PA Gedung kantor yang terpelihara 

dengan baik

3 unit dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

               30.525.000                33.577.500  Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 

Kendaraan Roda 4 yang terawat 1 unit                66.962.000                73.658.200 

Kendaraan Roda 3 yang terawat 1 unit

Kendaraan Roda 2 yang terawat 11 unit

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan 

capaian kinerja dan keuangan

100%                32.881.500                36.169.650 

3.1 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Pengendalian, dan 

Laporan Capaian Kinerja SKPD 

Kec.PA 1. Dokumen perencanaan dan 

penganggaran; Renstra, Review 

Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, 

TAPKIN yang tersusun

7 dokumen Tersedianya dokumen 

perencanaan, pengendalian 

dan pengganggaran tepat 

waktu

100%                32.881.500                36.169.650  Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 

2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, 

Laporan Keuangan dan fisik, 

SPM, IKM, SPIP yang tersusun

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja 

SKPD

4 Program Peningkatan Pelayanan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Kewilayahan Kecamatan 

Pakualaman

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Terwujudnya 

pelayanan 

administrasi 

publik yang baik

Jumlah Pelimpahan 

Kewenangan yang 

dilaksanakan dengan baik dan 

Meningkatnya peran serta 

masyarakat melalui swadaya 

masyarakat

100%          1.322.717.995          1.454.989.795 

4.1 Kec.PA 100%                86.607.500                95.268.250  Sedang 

Berjalan 

Dokumen Monografi yang 

tersusun

3 dokumen Tersusunnya Monografi 

Kelurahan dan Kecamatan

Penguatan Kapasitas 

Kelembagaan RT/RW

1 kegiatan Terselenggaranya pembinaan 

administrasi RT/RW

Jumlah RT yang terverifikasi dan 

termonitoring hibahnya

83 RT Terverifikasi dan 

termonitoringnya proposal 

Hibah dan pelaksanaan Hibah

Jumlah Kelurahan yang 

dievaluasi

1 Kelurahan Terselenggaranya Evaluasi 

Pemberdayaan Kelurahan 

(Lomba Kelurahan )

2.3 Penyediaan dan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Kec.PA dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

 Kecamatan 

Pakualaman 

 Sedang 

Berjalan 

Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Ketentraman & Ketertiban 

Masyarakat Kecamatan 

Pakualaman

 Kecamatan 

Pakualaman 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

Koordinasi Forum 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

12 bulan Terselenggaranya Forum 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan

Pembinaan LINMAS 3 kali Terselenggaranya 

peningkatan Kemampuan 

SDM LinmasPedagang kaki lima yang dibina 

dan diawasi

80 pedagang Terselenggaranya 

peningkatan jumlah PKL yang 

tertib dan teraturPAM hari Besar Keagamaan dan 

PAM Sosial

12 kali Terselenggaranya 

pengamanan Hari Besar 

Keagamaan dan Kegiatan 

Sosial

Pengamanan Lebaran 10 hari Terselenggaranya 

Pengamanan Lingkungan saat 

Lebaran

Pengamanan Umum 7 kali Terselenggaranya 

peningkatan Keamanan 

Sambang Kampung 2 kali Terselenggaranya 

peningkatan Kemanan 

Operasi Ketertiban 24 kali Terselenggaranya 

peningkatan keamanan dan 

Operasi Vandalisme 4 kali Terlaksananya pengurangan 

aksi vandalisme dan 

4.2 Kec.PA 100%                92.524.395             101.776.835 

Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN)

12 bulan Terselenggaranya pelayanan 

administrasi Terpadu 

Kecamatan

Pelayanan Perizinan & 

Adminduk

12 bulan Tertibnya administrasi 

perizinan dan kependudukan

Verifikasi dan distribusi e-ktp 

dan KK

12 bulan Terlaksananya Kelancaran 

perekaman dan pengambilan 

Pendataan Pelaku Usaha di 

Kecamatan

4 bulan Tersedianya database pelaku 

usaha di kecamatan 

Sosialisasi Standar Pelayanan 

Publik

1 kali Tersosialisasinya standar dan 

aturan kegiatan kewenangan 

4.3 Kec.PA 100%             364.994.650             401.494.115  Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 

Dokumen Musrenbang yang 

tersusun

3 dokumen Tersusunnya Dokumen 

perencanaan kelurahan dan 

kecamatan

Dokumen Informasi Program 

dan Kegiatan Pembangunan 

yang tersusun

2 Dokumen Tersusunnya Informasi 

Program dan Kegiatan 

Pembangunan

Penyelenggaraan Pembangunan 

Wilayah dan Pembinaan 

Perekonomian Masyarakat 

Kecamatan Pakualaman

Pelayanan, Informasi dan 

Pengaduan  Masyarakat 

Kecamatan Pakualaman

 Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

Penyusunan Profil Kecamatan 

Dan Kelurahan

1 kegiatan Tersusunnya Profil Kelurahan 

dan Kecamatan

Pemeliharaan Penerangan Jalan 

Umum (PJU) 

95 titik Terpeliharanya PJU

Pemeliharaan jalan di wilayah 

kecamatan Pakualaman

2 paket Terpeliharanya akses jalan 

yang baik

Pemeliharaan SAH di wilayah 

Kecamatan Pakualaman

1 paket Terpeliharanya Kelancaran 

SAH

Pendampingan Pengembangan 

Dan Pembinaan Ekonomi 

Keluarga Dan Klp Masyarakat Tk 

Kec.

6 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi 

Keluarga dan Kelompok 

Masyarakat Tk Kecamatan

Gelar Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM)

1 kali Terselenggaranya 

peningkatan kesejahteraan 

Pelatihan Merangkai Bunga 1 kali Terselenggaranya 

penambahan pengetahuan & 

Pelatihan Olahan Ikan 1 kali Terselenggaranya 

penambahan pengetahuan & 

Pakualaman Expo 1 kali Terselenggaranya ajang 

promosi & pengenalan 

Pembinaan Teknis Perencanaan 

Pembangunan

2 kali Terselenggaranya 

peningkatan kemampuan 

4.4 Pembinaan Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kecamatan 

Pakualaman

Kec.PA 100%             242.879.350             267.167.285 

Pendistribusian Raskin 12 bulan Terselenggaranya distribusi 

raskin dengan lancar dan 

tepat waktu
Pembinaan Seni Budaya Di 

Kecamatan

6 kegiatan Terselenggaranya penguatan 

dan peningkatan Kesenian 

Tradisional
Pembinaan Kesehatan Di 

Kecamatan

6 kegiatan Terselenggaranya Penguatan 

dan Peningkatan Kesehatan 

Masyarakat
Sosialisasi Pencegahan Dan 

Pemberantasan 

Penyalahgunaan Dan Peredaran 

1 kali Terlaksananya antisipasi 

bahaya Narkoba

Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga 

1 TP PKK Kec, 2 

TP PKK Kel.

Terselenggaranya 

peningkatan kelembagaan 

PKK dan pemberdayaan 

 Sedang 

Berjalan 

 Kecamatan 

Pakualaman 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

Pelaksanaan Gebyar Paud 1 kali Terselenggaranya penggalian 

kreativitas anak

Penyuluhan Kesehatan Ibu dan 

Anak

1 kali Terselenggaranya 

peningkatan pengetahuan ibu 

& anak
Pelaksanaan Kesatuan Gerak 

PKK

1 kali Terselenggaranya Evaluasi 

dan pembinaan PKK

Penguatan Kelembagaan 

Masyarakat Tk Kecamatan

1 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan Masyarakat  Tk 

Kecamatan

Rakor Pemberdayaan 

Kecamatan

12 bulan Terselenggaranya rapat 

koordinasi pemberdayaan 

kecamatan

Koordinasi TKPK 5 kali Terlaksananya Penurunan 

Angka Kemiskinan

Pembinaan Keagamaan 4 kegiatan Terselenggaranya 

Peningkatan keimanan 

masyarakat

Pelatihan Pola Asuh Anak 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan pengetahuan ibu 

balita

Penyuluhan Wawasan 

Kebangsaan

1 kali Tercapainya kebangkitan rasa 

nasionalisme

Pelatihan Ngadi Saliro Ngadi 

Busana

2 kali Terselenggaranya 

Peningkatan pengetahuan 

penampilan

Pelatihan Penanggulangan 

Kegawat Daruratan

1 kali Terselenggaranya 

penambahan pengetahuan 

tentang PPGD

Penguatan Kelembagaan TKPK 1 kali Terselenggaranya 

peningkatan pengetahuan 

dalam penanggulangan 

kemiskinanPembinaan Antar Umat 

Beragama

1 kali Terjalinnya kerukunan antar 

umat beragama

Pembinaan Pondokan 1 kali Terselenggaranya 

peningkatan pengetahuan 

tentang aturan 

penyelenggaraan pondokanPeningkatan Kapasitas Lembaga 

PKK

1 kali Terselenggaranya 

peningkatan pemahaman 

tentang program pemerintah 

kota
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

4.5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Purwokinanti

Kec.PA 100%             287.223.550             315.945.905 

Pentas Seni Kewilayahan 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Potensi Seni 

Budaya

Pawai Budaya 1 kali Terselenggaranya Pelestarian 

Budaya

Kelompok PKK RW yang terbina 10 kelompok Terselenggaranya 

Peningkatan Adm. PKK

Kelompok PKK RT yang terbina 47 kelompok Terselenggaranya 

Peningkatan Adm. PKK

Operasional Jam Belajar 

Masyarakat (JBM)

10 RW Terciptanya suasana belajar 

mengajar yg kondusif

Kelembagaan Kelurahan Siaga 

yang terbina

10 RW Terselenggaranya 

Peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat

Pemberantasan Sarang Nyamuk 10 kali Terselenggaranya 

Pemberantasan Sarang 

Nyamuk

Pemberdayaan Kelompok 

Lansia

10 Kelompok Terselenggaranya 

Peningkatan derajat 

Kesehatan lansia

Pemberdayaan Kelompok 

Belajar Masyarakat

10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Lansia Potensial 10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Paguyuban 

Paud

10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Apsari 10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Mitra Keluarga 8 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Kelompok PEW 10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Paguyuban MC 10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan IPSM 10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Paguyuban 

Kesenian Mocopat

10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Senam PKK 10 kali Terselenggaranya 

Peningkatan derajat 

Kesehatan

Pemberdayaan Kesenian 

Karawitan

10 kali Terselenggaranya Pelestarian 

Budaya

 Kecamatan 

Pakualaman 

 Sedang 

Berjalan 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

Pemberdayaan Gamelan Religi 10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Kelompok 

Rontek Bambu Nada

6 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Kelompok 

Gebyok Purwomanunggal

6 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Komisi Lansia 12 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pembinaan Administrasi 

Dasawisma

3 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Usep Km Purwo 

Makaryo

11 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Gerakan Sayang 

Ibu (GSI)

12 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Pemberdayaan 

Wanita

Pemberdayaan Kelompok Seni 

Kroncong

10 kali Terselenggaranya Penguatan 

Lembaga

Pemberdayaan Yandu Balita 6 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Gizi Balita

Pemberdayaan Yandu Lansia 6 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Kesehatan Lansia

Pembinaan Keamanan 

Lingkungan

10 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Keamanan 

Lingkungan

Pembinaan Administrasi Pkk Rw 2 Kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Kelompok Tari 

Anak -Anak

10 kali Terselenggaranya Pelestarian 

Seni Budaya

Pemberdayaan Kelompok Batik 

Purwotaruntum

5 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pemberdayaan Panca Tertib 6 kali Teciptanya Ketertiban 

Lingkungan

Pemberdayaan Jaga Warga 6 kali Terciptanya Kesiap siagaan 

masyarakat

Pembinaan Yandu Balita 1 Kali Terselenggaranya 

peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat

Pelatihan Kewirausahaan 1 kali Terselenggaranya 

peningkatan Pengelolaan 

Usaha

Pelatihan Rajut Sulam 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Jumputan Lanjutan 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

Kursus Membuat Abon Ayam 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Budidaya Toga 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Pembuatan Tanaman 

Hidroponik

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Sablon 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Membuat Kue 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Pembuatan Peyek 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Budi Daya Sayuran 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Kuliner Ayam Bebek 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ketrampilan

4.6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Gunungketur

Kec.PA 100%             248.488.550             273.337.405 

Pentas Seni Kewilayahan 1 kali Terselenggaranya Gelar 

Potensi Seni

Monitoring Kamling 15 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Kamling

Pembinaan Kepemudaan 4 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Kelembagaan

Gerakan Jum'at Bersih 9 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Kesehatan 

LingkunganPembinaan Kader Kesehatan 4 kali Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

Penguatan Kelembagaan Rt/Rw 2 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Kapasitas RT/RW

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Sosial Masyarakat 

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Kapasitas Orsos

Peningkatan Kapasitas Linmas 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Kapasitas Linmas

Workshop Kerukunan Antar 

Umat Beragama

1 kali Terselenggaranya Penguatan 

Kelembagaan

Pelatihan Adm. Pkk Kelurahan, 

Rt, Rw Dan Dasawisma

2 kali Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

Workshop Mitra Keluarga 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

Workshop Kader Paud 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

 Kecamatan 

Pakualaman 

 Sedang 

Berjalan 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No

Urusan/Bisang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator  Kinerja Program/Kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
 Pagu Indikatif  Prakiraan Maju 

 Jenis 

Kegiatan 

 SKPD 

Penanggung 

jawab 

Sosialisasi P4GN 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

Sosialisasi Kesehatan 

Lingkungan

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

Pawai Budaya 1 kali Terselenggaranya Gelar 

Potensi Seni

Kelompok PKK RW yang terbina 36 kelompok Terselenggaranya 

Peningkatan Adm. PKK

Kelompok PKK RT yang terbina 9 kelompok Terselenggaranya 

Peningkatan Adm. PKK

Kelembagaan Kelurahan Siaga 

yang terbina

9 RW Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

Operasional Jam Belajar 

Masyarakat (JBM)

9 RW Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

Pelatihan Budidaya Lele 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi  

MasyarakatPelatihan Tata Boga 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi  

MasyarakatPelatihan Pembuatan Bedcover, 

Bantal Guling

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi  

MasyarakatPelatihan Kerajinan Tas  Dan 

Sandal Batik

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi  

MasyarakatPelatihan Memasak Ayam 

Presto

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi  

MasyarakatPelatihan Budidaya Toga Dan 

Tanaman Kebun Keluarga

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi  

MasyarakatPelatihan Pembuatan Aneka 

Keripik

1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan Ekonomi  

MasyarakatSosialisasi PIRT 1 kali Terselenggaranya 

Peningkatan SDM

2.002.386.100        2.128.907.796        JUMLAH TOTAL
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Pemberdayaan Masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

meningkat

Terwujudnya kelancaran 

administrasi, keuangan dan 

operasional perkantoran

100%            680.022.240         748.024.464 

1.1 Materai  6000 yang tersedia 135 bh

Materai  3000 yang tersedia 750 bh

STNK Roda 4 yang terbayar 1 unit

STNK Roda 3 yang terbayar 1 unit

STNK Roda 2 yang terbayar 11 unit

1. Retribusi kebersihan 12 bulan

2. Kebersihan kantor 

kecamatan & kelurahan

1 paket

Alat tulis kantor yang tersedia 34 jenis 100%              25.290.500           27.819.550 sedang 

berjalan

Kec. NG

Jasa Pencetakan 2 jenis                 7.340.000             8.074.000 sedang 

berjalan

Kec. NG

Jasa Penggandaan 73.610 lbr              19.909.000           21.899.900 

Komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor yang tersedia

16 jenis 100%                 6.389.000             7.027.900 sedang 

berjalan

Kec. NG

Sumber daya Listrik, telepon 

dan air yang tersedia

12 bulan 100%              55.680.000           61.248.000 sedang 

berjalan

Kec NG

Bahan bacaan surat kabar yang 

tersedia

2 jenis                 3.960.000             4.356.000 sedang 

berjalan

Kec NG

Jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis              17.400.000           19.140.000 sedang 

berjalan

Kec. NG

Komponen peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

tersedia

10 jenis 100%              24.252.000           26.677.200 

Jasa Pemeliharaan peralatan 

dan perlengkapan  kantor

12 bulan            116.800.000         128.480.000 

Peralatan Rumah Tangga yang 

tersedia

21 jenis 100%              12.487.000           13.735.700 sedang 

berjalan

Kec NG

Jasa Pemeliharaan Taman 14 Jenis 100%                 6.355.000             6.990.500 

Kota Yogyakarta

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja

Nama Perangkat Daerah :  Kecamatan Ngampilan

Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

Kec NG           399.120.500 

100%

             96.398.000         106.037.800 

            4.180.000 sedang 

berjalan

100%

100%

100%

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

Kec NG

Kec NG                3.800.000 

        439.032.550 Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan 

operasional perkantoran

100%

sedang 

berjalan

Kec. NG

Penyediaan jasa, peralatan dan 

perlengkapan kantor

Kec. 

Ngampilan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan: 

SPP,SPM,SPJ dan laporan 

Akuntansi yang tersusun

5 jenis 100%            115.351.740         126.886.914 sedang 

berjalan

Kec. NG

Dokumen Administrasi 

Kepegawaian yang terkelola

30 

dokumen 

ASN

100%

Jasa Tenaga Bantuan 3 orang                             100%                              - sedang 

berjalan

Kec NG

Makanan dan  minuman yang 

tersedia untuk :

sedang 

berjalan

Kec NG

a. Koordinasi 85 kali

b. pegawai 50 org

Laporan hasil koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

5 laporan sedang 

berjalan

Kec NG

2 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Kinerja 

aparatur dan 

birokrasi

Akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

meningkat

Terwujudnya sarana dan 

prasarana aparatur yang 

memadai

100%            280.475.000         308.522.500 

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung/bangunan kantor

Jasa pemeliharaan 

gedung/bangunan 

kantor/tempat

4 gedung 

kantor

100%            222.600.000         244.860.000 sedang 

berjalan

Kec. NG

Jasa pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional

Kendaraan Roda 4 1 unit

Kendaraan Roda 3 1 unit

Kendaraan Roda 2 11 unit

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja 

aparatur dan 

birokrasi

Akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

meningkat

Terwujudnya peningkatan 

Capaian Kinerja dan 

keuangan 

100%              60.401.500           66.441.650 

2.2

1.3

          63.662.500 

Penyediaan jasa pengelola 

Pelayanan Perkantoran

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan 

operasional perkantoran

100%Penyediaan Rapat-Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Penyediaan dan pemeliharaan 

Rutin/berkala Kendaraan Dinas / 

Operasional 

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan 

operasional perkantoran

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD
100%              57.875.000 

        182.105.000 

1.2 Kec. 

Ngampilan

sedang 

berjalan

Kec. NG

           165.550.000 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

3.1 Penyusunan Laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD

Kec. 

Ngampilan

1. Dokumen perencanaan dan 

penganggaran; Renstra, Review 

Renstra, Target Fisik, Target 

Keunangan, Renja RKT, RKA, 

DPA, TAPKIN yang tersusun

7 dokumen Dukungan terhadap 

penatausahaan 

keuangan dan 

manajemen pencapaian 

kinerja program yang 

mendukung   kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100%              60.401.500           66.441.650 sedang 

berjalan

Kec. NG

2. Laporan kinerja SKPD ; IKM,  

LKIP, Laporan keuangan dan 

fisik, SPM, SPIP yang tersususn

5 jenis 

laporan

Pegawai yang mengikuti 

pendidikan peningkatan 

sumber daya aparatur

4 keg Dukungan terhadap 

peningkatan manajemen 

program, SDM aparatur 

untuk mendukung  

kelancaran tugas dan 

fungsi SKPD

100% sedang 

berjalan

Kec. NG

4 Program Peningkatan Pelayanan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Kewilayahan

Jumlah Pelimpahan 

Kewenangan yg 

dilaksanakan dengan baik

100%         1.637.721.515     1.801.493.667 

4.1 Kec. 

Ngampilan

100%            247.007.500         271.708.250 Kec. NG

Penyusunan Monografi 

Kecamatan dan Kelurahan

4 dokumen Tersusunnya Monografi 

Kelurahan dan 

Kecamatan

Evaluasi Kelurahan 1 kegiatan Terselenggaranya 

Evaluasi Pemberdayaan 

Kelurahan  (Lomba 

Kelurahan )

Pembinaan Administrasi 

Pengurus RT/RW

1 kegiatan Terselenggaranya 

pembinaan administrasi 

RT/RW

Rakoordinasi bidang 

Pemerintahan

12 bulan Terselenggaranya rapat 

koord pemerintahan 

kecamatan & Kelurahan

Pengamanan Wilayah 12 bulan Keamanan dan 

ketertiban wilayah

Pembinaan Trantib Kec & Kel 8 kegiatan Terselenggaranya 

pembinaan Trantib

Pelatihan Penanggulangan 

Bencana

1 kegiatan Terselenggaranya 

pelatihan 

Penanggulangan 

BencanaPelatihan Penanggulangan 

Napza

1 kegiatan Terselenggaranya 

pelatihan 

Penanggulangan Napza

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Keamanan & Ketertiban 

Masyarakat Kecamatan Ngampilan

Pelayanan pemerintahan, 

ketentraman dan 

ketertiban  Kecamatan 

Ngampilan yang 

terselenggara dengan baik   

sedang 

berjalan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

Rapat Kordinasi Trantib 12 bulan Terselenggaranya 

pelatihan 

Penanggulangan 

Bencana

Pengamanan Umum 16 keg Keamanan dan 

ketertiban wilayah

Operasi Trantib 384 keg Keamanan dan 

ketertiban wilayah

Operasi Vandal 96 keg Keamanan dan 

ketertiban wilayah

Sambang Kampung 48 keg Keamanan dan 

ketertiban wilayah

Lomba Ketertiban 1 kegiatan Terselenggaranya Lomba 

Trantib

Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN)

5 jenis izin Terselenggaranya 

pelayanan administrasi 

Terpadu Kecamatan

100%

Pendataan Potensi Perijinan 1 keg Tercapainya pelayanan 

masyarakat yang lebih 

baik

100%

Sosialisasi Standar  Pelayanan 

Publik

1 keg Terselenggaranya 

sosialisasi SPP

100%

Penyusunan Profil Wilayah 1 keg Tersusunnya profil 

wilayah

100%

Sosialisasi Review SPP 1 keg Terselenggaranya 

sosialisasi review SPP

100%

Sosialisasi Perijinan & 

Adminduk

1 keg Terselenggaranya 

sosialisasi adminduk & 

perijinan

100%

4.3            232.512.750         255.764.025 sedang 

berjalan

Kec. NG

Pendampingan Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat

10 bulan Terciptanya Peningkatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

100%

Monitoring & Evaluasi kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat

10 bulan Terwujudnya tingkat 

pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan 

Ngampilan yang semakin 

100%

Festival Olahraga Rekreasi dan 

Tradisional

1 kegiatan Terselenggarannya 

kegiatan festival 

Olahraga Rekreasi dan 

100%

Koordinasi TKPK 11 bulan Terselenggarakannya 

TKPK

100%

Gebyar PAUD 1 kegiatan Terselenggaranya gebyar 

Paud

100%

Gebyar Lansia 1 kegiatan Terselenggaranya gebyar 

Lansia

100%

Pembinaan Sosial dan  Budaya 

Masyarakat Kecamatan Ngampilan

             99.967.865         109.964.652 Kec. NG4.2 Pelayanan Informasi dan 

pengaduan  Masyarakat Kecamatan 

Ngampilan

Kec. 

Ngampilan

sedang 

berjalan

Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dan 

Perizinan yang 

terselenggara dengan baik
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

Sarasehan Kelembagaan Komisi 

Lansia

1 kegiatan Terciptanya 

Kelembagaan Komisi 

Lansia yang Kuat

100%

Rapat Koordinasi 

Pemberdayaan Kec

12 bulan Terselenggaranya Rapat 

Koordinasi 

Pemberdayaan Kec

100%

Pendistribusian Raskin 12 kali Terwujudnya 

pendistribusian raskin 

100%

Lomba Senam antar TK 1 kegiatan Terselenggaranya Lomba 

Senam antar TK

100%

Sosialisasi Wawasan 

Kebangsaan

1 kegiatan Terselenggaranya 

sosialisasi wawasan 

100%

Sosialisasi Pembinaan Keluarga 

Penderita Kejiwaaan

1 kegiatan Terselenggaranya 

pembinaan Keluarga 

Penderita Kejiwaan

100%

Sarasehan  Kelembagaan 

Rumangsa

1 kegiatan Terciptanya 

kelembagaan Rumangsa 

100%

Pelatihan Tari Kreasi Anak 1 kegiatan Terselenggaranya 

pelatihan Tari Kreasi 

100%

Pelatihan Mendongeng untuk 

guru TK

1 kegiatan Terselenggaranya 

pelatihan mendongeng 

guru TK

100%

Sarasehan Kelembagaan 

Himpunan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Anak Usia Dini 

Indonesia (HIMPAUDI)

1 kegiatan Terselenggaranya 

kegiatan peningkatan 

kapasitas 

kelemb.HIMPAUDI

100%

Workshop keterpaduan 

BKB,PAUD, SDIDTK di Posyandu

1 kegiatan Terselenggaranya 

workshop keterpaduan 

kegiatan di posyandu

100%

Pawai Budaya Kecamatan 1 Kegiatan Terselenggaranya keg 

Pawai Budaya

100%

Pembinaan Administrasi PKK 1 kegiatan Terselenggaranya 

administrasi  PKK  yang 

100%

Pembinaan Penggerak PKK 

Kecamatan

1 kegiatan Terciptanya kelompok   

PKK  yang berkualitas

100%

             77.121.800           84.833.980 

Pembinaan Pondokan 1 keg Terciptanya Peningkatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat kel. 

Ngampilan

Sarasehan  Kelembagaan 

UMKM

1 kegiatan Terselenggaranya 

keg.penguatan 

kelembagaan UMKM

100%

Pembinaan &Penataan PKL 4 kegiatan Terselenggaranya 

pembinaan & penataan 

PKL

Gelar Potensi UMKM 1 kegiatan Terselenggaranya gelar 

Potensi UMKM

100%

Pembinaan Perekonomian 

Masyarakatan Kecamatan 

Ngampilan

Peningkatan perekonomian 

masyarakat

4.4
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

4.5            317.556.750         349.312.425 

Pendampingan Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat

10 bulan Terciptanya Peningkatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat kel. 

Ngampilan

100%                              - 

Pembinaan Administrasi PKK  83 Klmpk Meningkatkan 

kemampuan PKK

100%

Pemasyarakatan Jam Belajar 

Masyarakat

13 RW Terwujudnya 

Gerbangmas

100%

Sosialisasi RW Siaga 1 keg Menambah wawasan 

bagi terciptanya RW 

Siaga 

100%

Pelatihan Batik Jumputan 30 warga meningkatkan 

ketrampilan warga

100%

Pelatihan Budidaya Tanaman 

Organik, Toga dan Pengelolaan 

Bank Sampah 

45 0rang Meningkatkan 

pengetahuan warga 

dalam bidang 

penghijuan dan 

pemanfaatan lahan 

sempit

100%

Pelatihan Kader PHBS, LBS dan 

Kader Yandu Lansia Balita

75 orang Meningkatkan 

pengetahuan Kader 

lansia, balita, menjaga 

kebersihan lingkungan & 

100%

Pembinaan Administrasi RT/RW 110 orang Meningkatkan  

pengetahuan dan 

menambah keakraban 

100%

Pelatihan Kader Lansia, 

penggunaan Alat Medis dan 

Pemeriksaan Kesehatan Lansia

50 orang Meningkatkan 

kesehatan lansia

100%

Sosialisasi  penanggulangan 

Bencana

1 keg Menambah 

pengetahuan ttg cara 

penanggulangan 

Bencana

100%

Sosialisasi  Mitra Keluarga dan 

Kelompok Pendukung Ibu (KPI)

50 orang Pemahaman ttg perwal 

KDRT dan terbentuknya 

Kader BUMIL 

100%

Pelatihan Pembuatan Bakpia 50 orang Menambah 

pengetahuan ttg cara 

pembuatan Bakpia 

100%

Pelatihan MC Bahasa Jawa 1 keg Menambah 

pengetahuan ttg budaya 

Jawa

100%

Pelatihan membuat souvenir dr 

sampah plastik dan Bahan 

Planel

50 orang meningkatkan 

ketrampilan warga

100%

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Ngampilan

Kel. 

Ngampilan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

Pelatihan Pendidik dan 

Pengelola PAUD

30 orang Meningkatkan Kualitas 

kemampuan Pendidik 

dan pengelola PAUD

100%

Pawai Budaya 150 orang Pengembangan Potensi 

Budaya

100%

Gelar Pentas Seni dan Budaya 200 orang Promosi Potensi Wilayah 100%

Sosialisasi dan Sarasehan 

Budaya

50 orang Peningkatan Wawasan 

Kebudayaan

100%

Karnaval Potensi Kesenian Kel. 

Ngampilan 

250 orang Unjuk Potensi Kesenian 

Wilayah

100%

Pelatihan Tari 20 orang Pengembangan Potensi 

Seni Tari

100%

Pembinaan Olahraga Kelurahan 60 orang Meningkatkan 

Kemampuan

100%

Pelatihan Karawitan 40 orang Peningkatan 

Kemampuan Masyarakat

100%

Rapat Koordinasi 

Pemberdayaan Kel

11 bulan Terselengaranya 

koordinasi dengan baik

100%

4.6            297.495.100         327.244.610 

Pendampingan Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat

10 bulan Terciptanya Peningkatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

100%

Pelatihan SIM PKK 8 RW tertib administrasi 100%

Pembinaan Olahraga Senam 4 kegiatan Meningkatnya 

kesadaran masyarakat 

untuk berolahraga

100%

Sosialisasi Perlindungan 

Perempuan dan anak korban 

kekerasan

60 orang menambah wawasan 100%

Pelatihan Ngrukti Jenazah 

Muslim

1 kegiatan Menambah Wawasan 100%

Pelatihan Ngrukti Jenazah non 

Muslim

1 kegiatan Menambah Wawasan 100%

Pelatihan Memdongeng bagi 

pendidik PAUD

1 kegiatan Menambah wawasan 

para pendidik PAUD

100%

Kegiatan Belajar Mengajar 

Bersama untuk anak PAUD

1 kegiatan menambah 

pengetahuan

100%

Pembinaan Ekonomi, Sosial,  dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Ngampilan Kel. 

Notoprajan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

Pelatihan Public Speaking dan 

kepribadian

50 orang menambah ketrampilan 100%

Pelatihan Tanaman Hidroponik 40 orang menambah ketrampilan 100%

Sosialisasi tentang Anemia bagi 

PUS dan WUS

1 kegiatan menambah 

pengetahuan

100%

Pelatihan Administrasi PHBS 1 kegiatan tertib administrasi 100%

Sosialisasi kesehatan 

Reproduksi Remaja

1 kegiatan Menambah Wawasan 100%

Pelatihan seni budaya bregada 

Wiragending

2 kegiatan menambah ketrampilan 100%

Sosialisasi Pola Asuh Anak 

dalam Keluarga

1 kegiatan Menambah Wawasan 100%

Pentas Budaya 1 kegiatan mengembangkan 

potensi budaya

100%

Pelatihan Managemen 

Pemasaran Online

30 orang peningkatan 

kesejahteraan

100%

Pelatihan membuat sandal 

batik

30 orang peningkatan 

kesejahteraan

100%

Pelatihan pemanfaatan limbah 

konveksi

30 orang peningkatan 

kesejahteraan

100%

Pelatihan Pembuatan Souvenir  

Hiasan Dinding Tehnik Sodet

30 orang peningkatan 

kesejahteraan

100%

Pembinaan Administrasi PKK 70 

kelompok

tertib administrasi 100%

Rapat Koordinasi kewilayahan 11 bulan Terselengaranya 

koordinasi dengan baik

100%

4.7 Penyelenggaraan Pembangunan  

Wilayah Kecamatan Ngampilan

Kec. 

Ngampilan

Lingkungan yang 

mendukung terlaksananya 

kegiatan Masyarakat 

100% Lingkungan yang 

terpelihara dengan baik

           366.059.750         402.665.725 

Musyawarah perencanaan 

Pembangunan

3 dokumen Tersusunnya Dokumen 

perencanaan kelurahan 

dan kecamatan

100%

Penyusunan Informasi Program 

dan Kegiatan Pembangunan

1 keg Tersususnnya informasi 

kegiatan pembangunan

100%

Bimtek Musrenbang 1 keg Terselenggarakannya 

Bimtek Musrenbang

100%

Profil  Kelurahan 2 dokumen Tersusunnya Dokumen 

Profil Kelurahan

Pendampingan Keg Fisik 

Wilayah

6 bulan Terlaksananya Kegiatan 

fisik wilayah dg lancar

100%

Kecamata

n 

Ngampila

n
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No. Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif 

2017

Indikator kinerja Jenis 

Kegiatan

SKPD 

Penanggu

ng jawab

Prakiraan Maju 

2018Hasil Program Keluaran kegiatan Hasil Kegiatan

Pemeliharaan conblock kel. 

Ngampilan

1 paket Terciptanya akses jalan 

yang lancar

100%

Pemeliharaan conblock kel. 

Notoprajan

1 paket Terciptanya akses jalan 

yang lancar

100%

Pemeliharaan SAH Kel. 

Notoprajan

1 paket Terciptanya sarpras yang 

baik

100%

Pemeliharaan PJU 100 titik Perpeliharanya PJU 100%

        2.658.620.255 JUMLAH TOTAL
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Nama SKPD : Kec. Wirobrajan

Jenis Keg.

1/2/3

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah meningkat

Kec. WB

Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan 

operasional 

perkantoran

100% 765.607.318              765.607.318                  

1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. WB Materai 6000 yang tersedia 1500 bh 100% 304.935.500              304.935.500                   sedang berjalan Kec. WB

Meterai 3000 yang tersedia 900 bh

STNK Roda 4 yang terbayar 1 unit

STNK roda 2 yang terbayar 13 unit

Bahan dan peralatan kebersihan 

yang tersedia
7 jenis

Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Jasa Percetakan 1 jenis

Jasa Penggandaan 107.000 lbr

Komponen Instalasi Listrik / 

penerangan bangunan kantor yang 

tersedia

9 jenis

Pembayaran Listrik 12 bulan

Bahan Bacaaan / surat kabar yang 

tersedia
4 jenis

Peraturan peundang-undangan 

yang tersedia
5 jenis

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3 jenis

Komponen peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia
6 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan kantor
20 kali

Peralatan rumah tangga yang 

tersedia Jasa Pemeliharaan taman
5 jenis

Jasa Pemeliharaan Taman 12 bulan

Jasa Piket Pengamanan Kantor 12 bulan

1.2 Penyediaaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kec. 

Wirobrajan

Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan : SPP, 

SPM, SPJ dan laporan Akuntansi 

yang tersusun

4 jenis 153.752.318              153.752.318                   sedang berjalan Kec. WB

Dokumen administrasi 

kepegawaian yang dikelola

50 

dokumen 

ASN

Jasa Tenaga Bantuan 4 orang Kec. WB

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Kota Yogyakarta

Sasaran Daerah Hasil Program

Dukungan 

terhadap 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran

Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah

Urusan 

Wajib

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

Dukungan 

terhadap 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 312



Jenis Keg.

1/2/3

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

1.3 Penyediaan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Kec. 

Wirobrajan

Makan dan minum yang tersedia 

untuk :
306.919.500              306.919.500                   sedang berjalan Kec. WB

a. Koordinasi 24 kali Kec. WB

b. Pegawai 40 orang Kec. WB

Laporan hasil koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah
48 laporan Kec. WB

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur yang 

memadai

100% 84.028.000                84.028.000                     Kec. WB

2.1 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Kec. 

Wirobrajan

Jasa pemeliharaan gedung / 

bangunan kantor / tempat
4 jenis

Dukungan 

terhadap 

peningkatan 

Sarana dan 

prasana 

aparatur yang 

mendukung 

kelancaran 

tugas dan fungsi 

SKPD

100% 12.200.000                12.200.000                     sedang berjalan Kec. WB

Kec. 

Wirobrajan

Jasa pemeliharaan rutin / berkala 

kendaraan dinas / operasional
100% Sedang berjalan

a. Roda 4 (empat) 1 unit

b. Roda  3 (tiga) 1 unit

b. Roda 2 (dua) 13 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah meningkat

Terwujudnya 

peningkatan 

capaian kinerja 

dan keuangan

100% 34.860.900                34.860.900                     Sedang berjalan Kec. WB

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 

Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kec. 

Wirobrajan

1. Dokumen perencanaan, 

pengendalian dan penganggaran ( 

Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen

Tersedianya 

dokumen 

perencanaa , 

pengendalian 

dan 

penganggaran

34.860.900                34.860.900                     Sedang berjalan Kec. WB

2. Laporan kinerja SKPD; LAKIP, 

Laporan keuangan dan fisik, SPM, 

IKM, SPIP, Profil yang tersusun

5 dokumen

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja SKPD

Frekuensi diklat formal yang diikuti 2 kali

Meningkatnya 

kapasitas 

sumber daya 

aparatur

Meningkatnya kepuasan layanan 

masyarakat dari 81,5% menjadi 

82,5 %

100% 2.745.504.024          2.745.504.024               Kec. WB

Kec. WB71.828.000                

4

Dukungan 

terhadap 

peningkatan 

Sarana dan 

prasaran 

aparatur yang 

mendukung 

kelancaran 

tugas dan fungsi 

SKPD

2.2
Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional
71.828.000                     

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaaan 

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
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Jenis Keg.

1/2/3

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

4.1
Penyelenggaraaan Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertiban Kec. Wirobrajan
Musrenbang Kec dan kelurahan 4 dokumen 100% 348.205.000              348.205.000                   Sedang berjalan Kec. WB

Data Monografi 8 buku

Penyuluhan Penguatan Kapasitas 165 RT 34 RW

Sosialisasi E-KTP 3 kel

Evaluasi kelurahan 1 kel

Penyusunan Informasi Program & 

Kegiatan
3 buku

Verifikasi dan distribusi E-KTP 3 kel

Forum Komunikasi  

Penyelenggaraan Pemerintahan Tk. 
15 orang

Pembinaan Kesiapsiagaan Bencana 

(KTB)

3 kel

Pembinaan PK5 90 orang

Pembinaan Pondokan 90 orang

Pembinaan Linmas 90 orang

Pembinaan Penyakit Masyarakat 

(PEKAT) Generasi Muda

150 orang

Pengamanan Umum, Sambang 

Kampung, Operasi ketertiban, & 

Operasi Vandal

130 keg

PAM hari raya dan Insidentil 8 keg

4.2
Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan 

Wirobrajan
Pemeliharaan jalan

1 paket
1.024.775.500          1.024.775.500               Kec. WB

Pemeliharaan Saluran Air Hujan
1 paket

Pemleiharaan Gapura
1 paket

Pemeliharaan Gedung Fasilitas 

Umum 1 paket

Pemasangan papan petunjuk
1 paket

Pemeliharaan MCK, pos kampling 

dan revitalisasi Lap olah raga 1 paket

Pemeliharaan makam umum
1 paket

Pemeliharaan PJU Kampung
99 titik

4.3
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec. 

Wirobrajan
Sosialisasi Ijin Usaha Mikro

50 orang
100% 166.756.924              166.756.924                   Kec. WB

Sosialisasi IMB dan HO
40 orang

Pengolahan berkas IMB
40 orang

Pelayanan Paten
4 orang

Meningkatnya 

kepuasan 

layanan 

masyarakat
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Jenis Keg.

1/2/3

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

Pelayanan Terpadu
10 orang

Sosialisasi masalah makam 

Pracimalaya

30 orang

Monitoring IMB & HO
40 orang

4.4 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kec. Wirobrajan Pembinaan Pendidikan 

Kewirausahaan (1 keg, 50 org)

50 org
100% 49.925.000                49.925.000                     Kec. WB

Sosialisasi gemar makan ikan (50 

org x 1keg)

50 org

Sosialisasi menu gizi seimbang (50 

org x 1 keg)

50 org

Pembinaan administrasi UP2K se 

kecamatan (30 org x 1 keg)

30 org

Pelatihan hantaran nikah Kec. WB 

(30 org x 1 keg)

30 org

Pelatihan Perpajakan bagi UMKM 

(30 org x 1 keg)

30 org

Rapat FORKOM UMKM
30 org

Pelatihan manajemen 

kewirausahaan (50 org x 1 keg)

50 org

Pengenalan komputer dan 

pelatihan mengenai hardware dan 

shoftwere (30 orgx2hr)

40 org

Pelatihan budidaya dan 

pengolahan ikan

50 org

Terlaksananya Pasar Rakyat
90 org

Rapt Raskin
40 org

Rapat Forkom UMKM
120 org

4.5 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kec. Wirobrajan Penyusunan Profil
28 org

100% 327.059.250              327.059.250                   Kec. WB

TKPK Tingkat Kecamatan
15 org

Pembinaan Mitra Keluarga (1 keg 

, 50 org)

50 org

Sosialisasi Gerakan Perlindungan 

anak & Perempuan (1 keg, 50 

org)

50 org

Rapat FPKK Kecamatan WB (50 

org x 12 )

50 org

Pembinaan sapaan anak kost (40 

org x 3keg)

120 org

Sosialisasi Anti Traficing (30 

orgx1keg)

30 org

Sosialisasi Kegiatan PKBN 

(simulasi) (1 keg, 50 org)

50 org

Rakor FP PAUD  (45 orgx 4)
180 org

Meningkatnya 

swadaya 

Masyarakat Kec. 

WB

Meningkatnya 

swadaya 

Masyarakat Kec. 

WB
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

Sosialisasi HATINYA (Halaman 

asri, teratur,indah & nyaman) 

PKK (50org x 1 keg)

50 org

Pembinaan Administrasi khusus 

Pokja IV (40 oragx1keg)

40 org

Pelaksanaan HKG dan KB KES Kec. 

WB (200 orgx1keg)

200 org

Sosialisasi update data PMKS & 

PSKS Kec. WB (40 orgx1keg)

40 org

Rapat PMI se Kec. Kota Yk (30 org 

x 4 keg)

30 org

Rakor komisi Lansia se Kec. WB 

(30 org x 4 keg)

30 org

Rapat kecamatan sehat (30 org x 

4 keg)

30 org

Sosialisasi kelompok KB Pria (30 

org x 1 keg)

30 org

Sosialisasi Posyandu remaja (30 

org x 1 keg)

30 org

Sosialisasi Kampung KB (50 org x 

1 keg)

50 org

Pelatihan Petugas Pemantau 

jentik Kec. WB

165 org

Sosialisasi STBM (40 org x1 keg)
40 org

Pelatihan STBM (40 org x 1 keg)
40 org

Pemicuan STBM (60 ORG X 1 keg) 60 org

Lomba bayi sehat, ibu cerdas tk. 

Kec

135 org

Senam masal hari ibu (300 org x 1 

keg)

300 org

Sosialisasi kesehatan reproduksi 

remaja (40 org x 1 keg)

40 org

Pelatihan Pranata Adicara (40 org 

x 1 keg)

40 org

Pelatihan Gamelan (20 org x 24 

keg)

20 org

Pembinaan Pranikah (40orgx 1kg)
40 org

Pembinaan kerukunan antar 

umat beragama (40 org x 1 keg)

40 org

Festival anak sholeh 

(300orgx1keg)

300 org

Sosialisasi sadar bela negara utk 

pemuda (30orgx1 keg)

30 org

Sosialisasi Perijinan di kampung  

Panca Tertib (50 org x 1 keg)

50 org

Jambore PAUD Wirobrajan 

(520orgx1keg)
520 org
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

Pelatihan publik speaking (50 org 

x 1 keg)

50 org

Gebyar anak difabel (100 org x 1 

keg)

100 org

Sosialisasi kawasan bebas asap 

rokok (40 org x 3 kel)

120 org

Deklarasi kawasan bebas asap 

rokok (40 orgx 3 kel)

120 org

Gerakan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk serentak (Gertak PSN) 

(120 orgx1keg)

120 org

Gebyar PHBS tk. Kecamatan (300 

org x 1 keg)

300 org

Pelatihan kepemimpinan dan 

manajemen organisasi  (50 

orgx1keg)

50 org

Pembinaan keluarga sakinah (50 

orgx1keg)

50 org

Pelatihan karawitan
25 org

Lomba Balita Sehat Tingkat 

Kecamatan
135 orang

4.6
Pembinaan ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. 

Pakuncen
TKPK 15 orang 100% 300.090.000              300.090.000                   Kec. WB

Pelatihan sesorah jowo Kel. Pkc 

(40orgx2hr)
40 org

Peningkatan kapasitas pengurus 

PKK Kel. Pkc (40orgx1hr)
40 org

Pentas Seni dlm rangka 

Peringatan hari ibu (250 

orgx1keg)

250 org

Pentas Seni dlm rangka 

Peringatan Hari Kartini Kel. Pkc 

(250 orgx1keg)

250 org

Pelatihan tehnik vokal paduan 

suara Kel. Pkc (40orgx2hr)
40 org

Sosialisasi dan penegakan jam 

belajar masyarakat (70orgx1keg)
70 org

Pembinaan kelurahan siaga (40 

orgx1keg)
40 org

Pelatihan hantaran pengantin (40orgx1hr)
40 org

Pelatihan Bergodo Pakuncen 

Budaya (40orgx2hr)
40 org

Gebyar PAUD (200orgx1) 200 org

Gebyar Lansia (200 orgx1keg)
200 org

Pelatihan Instruktur senam 

(40orgx1hr)
40 org

Pelatihan Pengolahan makanan 

bahan jamur (40orgx1hr)
40 org

Pelatihan busana hijab 

(40orgx1hr)
40 org

Meningkatnya 

swadaya 

Masyarakat Kel. 

Pakuncen
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Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

Pentas Seni HUT Kota 1 kali

PKK 1 kel

Rapat koord Raskin 80 org

Rapat koord Kesenian 120 org

Rapat IK-PSM 100 org

Rapat Bimbingan Sosial PSM 100 org

Rapat koord. Dengan tokoh 

agama dan tokoh masyarakat
150 org

Rapat koordinasi Lansia 160 org

Rapat koordinasi jagawarga 120 org

Rapat koordinasi kelompok 

kesenian
120 org

Pawai Budaya 75 org

Operasional JBM (Jam Belajar 

Masyarakat)
34 RW

Operasional Kelurahan Siaga 50 org

4.7
Pembinaan Ekonomi,  Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. 

Wirobrajan
TKPK 15 orang 100% 272.178.500              272.178.500                   Kec. WB

Pelatihan manajemen Wirausaha 

(30orgx1hr)
30 orang

Pelatihan MC Bahasa Indonesia 

(30orgx4hr)
30 orang

Sosialisasi jam belajar 

Masyarakat (70orgx1keg)
70 orang

Pembinaan kader Posyandu 

(36orgx1keg)
36 orang

Pembinaan BKL dan BKR 

(40orgx1keg)
40 orang

Sosialisasi kesehatan lingkungan 

(40orgx1keg)
40 orang

Pelatihan tanggap bencana 

(30orgx1hr)
30 orang

Pembinaan Gerakan Kampung 

Panca Panca Tertib (40orgx1keg)
40 orang

Pembinaan kampung ramah anak 

RW. 03 dan RW.11 (30orgx1keg)
30 orang

Pembinaan pedagang kaki lima 

(30orgx1hr)
30 orang

Pembinaan ketahanan pangan 

perkotaan (30orgx1keg)
30 orang

Pembinaan wawasan kebangsaan 

(60orgx1keg)
60 orang

Meningkatnya 

swadaya 

Masyarakat Kel. 

Wirobrajan
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Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

Sosialisasi Penanggulangan 

HIV/AIDS (40orgx1keg)
40 orang

Pembinaan Seni Budaya Jawa (40 

orgx1keg)
40 orang

Pelatihan Administrasi SIM PKK 

(40 org x 2 hr)
40 orang

Gebyar PAUD kelurahan 

(200orgx1keg)
200 orang

Pentas Seni HUT Kota 725 orang

Pembinaan Karang Taruna 30 orang

PKK 12 RW 58 RT

Rapat kesenian 80 orang

Rapat  Bimbingan IKPSM 50 orang

Rapat  PSM 50 orang

Rapat  Raskin 40 orang

Rapat  Lansia 40 orang

Pawai Budaya 75 orang

Operasional JBM (Jam Belajar 

Masyarakat)
34 RW

Operasional Kelurahan Siaga 50 orang

4.8
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kel. 

Patangpuluhan
TKPK 15 orang 100% 256.513.850              256.513.850                   Kec. WB

Pelatihan membuat Bakso  

(30orgx1keg)

30 orang

Pelatihan sablon (30orgx1keg)
30 orang

Penyelenggaraan pasar sore pada 

setiap Ramadhan, HUT Kota dan 

akhir tahun (25orgx3keg)

25 orang

Pelatihan SDIDTK bagi kader Posyandu (40orgx1keg)
40 orang

Pembinaan kader posyandu balita 

(30 orngx1keg)

30 orang

Pelatihan penyusunan kurikulum 

PAUD berbasis Budaya 

(30orgx1keg)

65 orang

Pelatihan administrasi Dasa Wisma 

PKK RT, PKK RW (65 orgx1keg)

40 orang

Sosialisasi dan cara pengisian SIM 

PKK (40 orgx2hr)

40 orang

Sosialisasi ngadibusana Gagrak 

Jogja (30orgx1keg)

30 orang

Meningkatnya 

Swadaya 

Masyarakat Kel. 

Patangpuluhan
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Sasaran Daerah Hasil Program Hasil Kegiatan SKPD Penanggung jawabPrakiraan Maju Pagu Indikatif Keluaran KegiatanPrioritas Daerah
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / 

Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi
Kode 

Kegiatan

Pelatihan BSL bagi PSM kelurahan 

(30orgx1keg)

30 orang

Sosialisasi Hatinya PKK 

(30orgx1keg)

30 orang

Sosialisasi membuat menu B2SA 

(30orgx1keg)

30 orang

Sosialisasi warga Peduli AIDs 

(40orgx1keg)

40 orang

Pembinaan Administrasi UP2K 

(40orgx1keg)

40 orang

Workshop dan Pelatihan bagi 

Pendidik PAUD (30orgx1keg)

30 orang

Pembinaan anak usia dini dalam 

kegiatan parenting (40orgx1keg)

40 orang

Gebyar PAUD kelurahan 

(200orgx1keg)

200 orang

Sosialisasi jam belajar Masyarakat 

(70x1keg)

70 orang

Pentas Seni HUT Kota
725 orang

Pembinaan Karang Taruna
30 orang

PKK
10 RW 51 RT

Rapat Raskin
40 orang

Rapat Kesenian
40 orang

Rapat koordinasi Lansia
40 orang

Pawai Budaya
75 orang

Operasional JBM (Jam Belajar 

Masyarakat)

10 RW

Operasional Kelurahan Siaga
50 orang

Jumlah 3.630.000.242          3.630.000.242               
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Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mantrijeron

Pemberdayaan 

Masyarakat

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran

100% 626.427.480 642.584.787

1.1 1 Materai 6000 & 3000 yang tersedia 1060 lembar Dukungan 

terhadap 

100% 316.000.900 325.480.927 sedang 

berjalan
2 Pembayaran telpon 12 bulan

3 Pembayaran listrik 12 bulan

4 Jasa Piket Harian 360 oh

5 Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 event

6 Pemeliharaan APAR 4 jenis

7 STNK roda 4, 2 & 3 yang terbayar 1 unit, 13 unit, 1 

unit
8 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 20 macam

9 pembayaran retribusi 3 jenis

10 Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja 6 jenis

11 Alat tulis kantor yang tersedia 33 jenis

12 Jasa penggandaan & penjilidan 106.000 lbr & 77 

buah

13 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor yang tersedia

12 jenis

14 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor 

yang tersedia

2 jenis

Penyediaan jasa, 

peralatan, dan 

perlengkapan kantor

Kec. 

Mantrijeron

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

No. Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah

Sasaran Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Kec. 

Mantrijeron
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No. Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah

Sasaran Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

15 Peralatan rumah tangga yang tersedia 10 macam

16 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis

17 Jasa pemeliharaan taman 4 paket

18

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran

Kec. 

Mantrijeron

1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 

SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100% 87.850.580 87.850.580 sedang 

berjalan

Kec. 

Mantrijeron

2 dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 40 dokumen ASN

3 Jasa Tenaga Bantuan 1 orang

1.3 Penyediaan Rapat Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Kec. 

Mantrijeron

1 Makan dan minum yang tersedia untuk: a. 

Koordinasi; b. Pegawai; c. Tamu; d. Harian umum

4 jenis 100% 222.576.000 229.253.280 sedang 

berjalan

Kec. 

Mantrijeron

2 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam 

dan luar daerah

2 jenis laporan

2 Program Peningkatan 

sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur yang 

memadai

100% 225.114.400 247.625.840

2.1 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kec. 

Mantrijeron

Jasa pemeliharaan rumah dinas 1 paket Dukungan 

terhadap 

peningkatan

100% 40.875.000                     44.962.500 sedang 

berjalan

Kec. 

Mantrijeron

2.2 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung/Bangunan Kantor

Kec. 

Mantrijeron

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan 

kantor/tempat

4 paket  sarana dan 

prasarana 

aparatur yang 

mendukung 

kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

100% 111.214.400                   122.335.840 sedang 

berjalan

Kec. 

Mantrijeron

2.3 Penyediaan dan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

Kec. 

Mantrijeron

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional: a.roda 4 (empat); b.roda 2 

(dua); c. Roda 3 (tiga)

1 unit, 13 unit, 1 

unit

100% 73.025.000                     80.327.500 sedang 

berjalan

Kec. 

Mantrijeron

Dukungan 

terhadap 

kelancaran 

administrasi , 

keuangan dan 

operasional 

Dukungan 

terhadap 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 
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No. Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah

Sasaran Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya 

peningkatan 

capaian kinerja 

dan keuangan

100% 29.445.000 32.389.500

3.1 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, 

Pengendalian, dan Laporan 

Capaian Kinerja SKPD 

Kec. 

Mantrijeron

1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan 

penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya 

dokumen 

perencanaan, 

pengendalian 

dan 

pengganggaran 

tepat waktu

100% 29.445.000 32.389.500 sedang 

berjalan

Kec. 

Mantrijeron

2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan 

Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja SKPD

4 Program Peningkatan 

Pelayanan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan 

Mantrijeron

                2.488.261.725            2.737.087.898 

2 Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan 

RT/ RW

55 RW

3 Koordinasi Pemerintahan 1 Dokumen

4 Kegiatan Forum Pemerintahan Umum Kecamatan 

Mantrijeron

12 bulan

5 Pembinaan PK5 40 orang

6 PAM hari raya dan Insidentil 5 hari raya

7 Pembinaan Penyakit Masyarakat 4 sub keg

8 Peningkatan kapasitas KTB 30 org

Penyelenggaraan 

Pemerintahan, 

Ketentraman dan 

Ketertiban Kecamatan 

Mantrijeron

Kec. 

Mantrijeron
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No. Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah

Sasaran Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

9 Pembinaan Pondokan 24 kali

4.2 1 Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron 1 dokumen
100%

                    144.542.325               158.996.558 

2 Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron 1 dokumen

3 Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan 2 kali, 3 kelurahan

4 Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan 2 kali, 3 kelurahan

4.3 1 Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk 21 RW
100%

                    184.885.500               203.374.050 

2 peningkatan kapasitas PKK 8 sub keg

3 pembinaan kepemudaan dan Kesenian 5 sub keg

4 kapasitas forum mocopat 125 org

5 evaluasi kelurahan 3 kel

6 Pengembangan PAUD 2 sub keg

7 Jam Belajar Masyarakat 3 kel

4.3 1 TKPK 3 Kel
100%

                    192.406.500               211.647.150 

2 kegiatan raskin 3 kel

3 Pelatihan peningkatan ketrampilan 30 org

4 Gelar UMKM 1 event

4.5 1 Penyuluhan Gizi Lansia 90 org 100%                     360.740.600               396.814.660 

2 Pelatihan Senam Sehat 100 orang

3 Penyul Kesehatan Reproduksi 50 org

4 Lomba Balita Sehat 150 org

5 Penyuluhan HIV/Aids&Narkoba 60 org

6 Sosialisasi Bebas Asap Rokok 70 org

7 Pembinaan Paguyuban Seni 50 org

8 Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan 50 org

9 Pembinaan Kader BKS 90 org

10 Pelatihan/Bimbingan Sosial Dasar PSM 30 org

Pembinaan Sosial dan 

Budaya Masyarakat 

Kecamatan Mantrijeron

Pembinaan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan 

Gedongkiwo

Pelayanan, Informasi dan 

Pengaduan  Masyarakat 

Kecamatan Mantrijeron

Pembinaan Ekonomi 

Masyarakat Kecamatan 

Mantrijeron
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No. Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah

Sasaran Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

11 Pelat Pemahaman Organisasi Kelembagaan 40 org

12 Administrasi PKK 18 RW & 86 RT PKK

13 Pembinaan Administrasi bagi Pengurus RW dan RT 110 org

14 Pelatihan Kader PAUD 52 org

15 Lomba Kolase Batik Anak 100 org

16 Penyuluhan Perlindungan Anak 60 org

17 Penyuluhan Perundang2an 110 org

18 Gelar Potensi Seni dan UMKM (Festival Kesenian) 350 org

19 Pelatihan Wayang Bocah 60 org

20 Pelatihan Pedalangan 20 org

21 Pelatihan Panembromo 60 org

22 Pelatihan Jathilan 30 org

23 Karnaval Pawai Budaya 1 kegiatan

24 Pelatihan Batik Jumput 40 orang

25 Pelatihan Membuat Kue Kering 40 orang

26 Pelatihan membuat Masakan Siomay,Bakso, 

Galantin

50 orang

27 Pelatihan Hantaran Manten 40 orang

28 Pelatihan  Tanaman Organik 40 orang

29 Pelatihan rajut 40 orang

30 Pelatihan Olahan Aneka Kripik 60 orang

31 Pelatihan Daur Ulang Sampah 3 lingkungan

32 Pelatihan membuat kue tradisional 60 orang

4.6 1 Pelat Pengelolaan Data SIP Posyandu & SIM PKK 17 RW 100%                     293.513.000               322.864.300 

2 Pembinaan PSM dalam penanganan PMKS 25 org.

3 Sosialisasi Penanganan Masalah Kesejahteraan 

Sosial

40org.

4 Penyuluhan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dan Perlindungan Anak

40 org.

5 Lomba Bidang Kesehatan Antar RW 17 RW

6 Penyuluhan Pengurangan Resiko Penyakit 

Degeneratif

40 org

7 Pembinaan dan Monitoring Kelompok Siskamling 

(sambang kamling)

17 RW

8 Pelatihan Linmas Kel. SYD 50 org.

9 Gebyar Lansia 150 org.

10 Festival Kesenian Kelurahan 1 paket

11 Penyuluhan Estetika Berbusana 40 org.

12 Pembinaan Kader Lansia 40 org.

13 Pembinaan Kampung Ramah Anak 40 org.

Pembinaan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan 

Suryodiningratan
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No. Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah

Sasaran Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

14 Pembinaan Group Kesenian 5 grup

15 Administrasi PKK 17 RW & 70 RT PKK

16 pelat penguatan kapasitas pamong paud 1 paket

17 pawai budaya 1 kegiatan

18 Pelatihan Batik 30 org 

19 Pelatihan Packing dan Branding Produk Makanan 25 org.

20 Gelar Potensi Ekonomi Wilayah (SURYA EXPO 2017) 25 org.

21 Pelatihan memasak keaneka ragaman olahan ayam 

dan bebek 

34  org.

22 Pelatihan Pembuatan Kue 10 org.

23 Pelatihan Budidaya Pertanian Terpadu 40 org.

24 Pelatihan Pertanian Hidroponik 35 org.

4.7 1 Festival 45 Kelurahan 2 Kelompok 

Kesenian
100%

                    288.975.000               317.872.500 

2 Pembinaan Kesenian 2 Kelompok 

Kesenian

3 Senam Lansia 5 Kelompok Senam

4 Pembinaan PKK 6 Kegiatan

5 Pembinaan PSM 40 orang

6 Pelatihan MC dan berbusana Jawa 30 orang

7 Administrasi PKK 20 RW & 86 RT PKK

8 Karnaval pawai budaya 1 kegiatan

9 Pelatihan Hantaran 25 orang

10 Pelatihan Budidaya Tanaman Buah 25 orang

11 Pelatihan Potong Rambut 25 orang

12 Pelatihan Website 25 orang

13 Pelatihan Jumputan dan batik 25 orang

14 Pelatihan Tata Boga 25 orang

15 Pelatihan Pengelolaan Sampah 25 orang

16 Pelatihan Pijat Reflexi 25 orang

4.8 1 Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 1 paket 100%                     814.462.800               895.909.080 

2 Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) 1 paket

3 Pemeliharaan Fasilitas Umum 1 paket

4 Pemeliharaan Makam Sarilaya 1 paket

5 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 

Kampung

1 paket

Perbaikan Sarana 

Prasarana Lingkungan 

Kecamatan Mantrijeron

Pembinaan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan 

Mantrijeron
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No. Urusan/Bidang urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah

Sasaran Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

6 Penyelenggaraan kegiatan pembangunan 1 keg

7 Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 4 Dokumen

8 Buku Informasi Program dan Kegiatan 

Pembangunan Kecamatan Mantrijeron

130 exp.

9 Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan 3 kel

10 Pelatihan Kader Pembangunan 55 Kader

JUMLAH 3.369.248.605 3.659.688.025
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Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kraton

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

Pemberdayaan Masyarakat 3.501.906.750 3.501.906.750

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Terwujudnya Kelancaran 

administrasi keuangan dan 

operasional perkantoran

100% 831.336.600 831.336.600

1,1 422.947.700 422.947.700

Materai 6000 yang tersedia 505 buah 100% 6.900.000 6.900.000

Materai 3000 yang tersedia 1290 buah

Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan bangunan 

kantor yang tersedia

13 jenis 8.398.000 8.398.000

Pembayaran Listrik 12 bulan

Sumber daya air yang tersedia 7000 m3 93.600.000 93.600.000

Komponen peralatanan dan 

perlengkapan kantor yang 

tersedia

16 unit, 12 bulan 205.890.000 205.890.000

Jasa pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan kantor

12 orang 365 hari

STNK Roda 4 yang terbayar 1 unit 4.150.000 4.150.000

STNK Roda 3 yang terbayar 1 unit

STNK Roda 2 yang terbayar 14 unit

Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12.680.800 12.680.800

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 jenis 12.050.000 12.050.000

Alat tulis kantor yang tersedia 43 jenis 26396400 26.396.400

Jasa Pencetakan dan 

Penggandaan

145.000 lbr 24.000.000 24.000.000

Kec. KTsedang 

berjala

n

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

Penyediaan jasa, peralatan dan 

perlengkapan kantor Dukungan terhadap 

administrasi keuangan dan 

operasional perkantoran

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
Peralatan rumah tangga yang 

tersedia

42 btg, 3 jenis, 3 

jenis, 8 jenis, 12 

bulan

23.482.500 23.482.500

Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan yang tersedia

3 jenis, 12 bulan 5.400.000 5.400.000

KT Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan : SPP, 

SPM, SPJ dan Laporan Akutansi 

yang tersusun

4 jenis 100% 350.157.650 195.014.400 sedang 

berjala

n

Kec. KT

Dokumen administrasi 

kepegawaian yang terkelola

39 orang 

Jasa Tenaga Bantuan 6 orang

1,3 KT 100% 213.374.500 213.374.500

Makan dan minum yang tersedia 12 bulan 127.392.500 127.392.500

a. Koordinasi

b. Pegawai

Laporan hasil Koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

12 bulan, 10 org, 3 

hr

85.982.000 85.982.000

2 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Terwujudnya Sarana dan 

prasarana Aparatur yang 

memadai

100% 124.190.000 124.190.000

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung/bangunan kantor

KT Jasa Pemeliharaan 

gedung/bangunan Kantor/tempat

5 unit Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

SKPD

100% 44.500.000 8.000.000 sedang 

berjala

n

Dukungan terhadap 

administrasi keuangan dan 

operasional perkantoran

sedang 

berjala

n

Kec. KT

1,2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran

Dukungan terhadap 

administrasi keuangan dan 

operasional perkantoran

Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
KT Jasa Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional :

1 unit roda 4, 13 

unit roda 2, 1 unit 

roda 3, 12 bulan

79.690.000 79.690.000 sedang 

berjala

n

a. roda 4 (empat) 1 unit

b. roda 3 (tiga) 1 unit

c. roda 2 (dua) 13 unit

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

KT 103.173.000 73.158.000

3,1 Penyusunan Dokumen Perencanaa, 

Pengendalian, dan Laporan Capaian 

Kinerja SKPD

KT Dokumen perencanaan, 

pengendalian dan penganggaran 

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen 

perencanaan, pengendalian, 

dan penganggaran

100% 103.173.000 73.158.000 sedang 

berjala

n

Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, 

Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, 

SPIP, Profil ) yang tersusun

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal KT Karyawan dan karyawati yang 

terbina

48 orang Dukungan terhadap 

peningkatan manajemen 

program, SDM aparatur untuk 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

100% 30.015.000 30.015.000 sedang 

berjala

n

4 Program Peningkatan  Pelayanan 

dan Pemberdayaan  Masyarakat 

Berbasis Kewilayahan Kecamatan 

Kraton

Terwujudnya Pelayanan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan 

Kraton 

2.258.048.900 2.258.048.900

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

SKPD

100%2,2 Penyediaan dan Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
4,1 Penyelenggaraan Pemerintahan,  

Ketentraman dan Ketertiban

KT 246.679.250 77.182.000

1. Evaluasi Kelurahan, 3 kelurahan Terlaksananya Kegiatan 

Evaluasi Kelurahan, 

100%

2. Pembinaan Administrasi LPMK, 

PKK, RT/RW dan Organisasi 

Masyarakat,  

256 orang Terlaksananya Pembinaan 

Administrasi LPMK, PKK, 

RT/RW dan Organisasi 

Masyarakat,  

100%

3. Sosialisasi Kelembagaan  LPMK, 

PKK, RT/RW dan Organisasi 

Masyarakat.

 225 orang Terlaksananya Penguatan 

Kelembagaan  LPMK, PKK, 

RT/RW dan Organisasi 

Masyarakat.

100%

4. Penyusunan Data Monografi 

Kecamatan dan Kelurahan 

Kec dan 3 

kelurahan

Terlaksananya Penyusunan 

Data Monografi Kecamatan dan 

Kelurahan 

100%

5. Monitoring Kampung Hijau 10 kali  Terlaksananya Monitoring 

Kampung Hijau 

100%

6. Penyusunan Informasi Program 

dan Kegiatan pada APBD Murni 

dan Perubahan 

7 eksemplar  Terlaksananya Penyusunan 

Informasi Program dan 

Kegiatan pada APBD Murni dan 

Perubahan 

100%

7. Rakorpem  3 Kelurahan  Terlaksananya Rakorpem 100%

8. Pemantauan Pembinaan dan 

Penataan Pedagang Kaki Lima 

(PKL)

50 orang Terklaksananya Pemantauan 

Pembinaan dan Penataan 

Pedagang Kaki Lima (PKL)

100%

9. Forum Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum  Kecamatan 

(Muspika)

10 orang, 11 bulan Terlaksanannya Forum 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Umum  Kecamatan (Muspika)

100%

 10.  Pelayanan Masyarakat 

(Sekaten)

45 kegiatan Terlaksananya Pelayanan 

Masyarakat (Sekaten)

100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
11. Pembinaan Anggota Satlinmas 65 orang Terlaksananya Pembinaan 

Anggota Satlinmas

100%

12. Pengamanan Umum; 4 kali Terlaksananya Pengamanan 

Umum;

100%

13. Sambang Kampung 6 kali Terlaksananya Sambang 

Kampung

100%

14. Pendataan Izin Pondokan 6 kali Data Izin Pondokan 100%

15. Pendataan Izin HO 6 kali Data Izin HO 100%

16. Operasi Ketertiban 96 kali Terlaksananya Operasi 

Ketertiban

100%

17. Operasi Vandal 24 kali Terlaksananya Operasi Vandal 100%

18. Operasi Gabungan 9 kali Terlaksananya Operasi 

Gabungan 

100%

19. PAM (Keagamaan, Sosial, 

Jogobaran)

PAM 61 kali Terlaksananya PAM 

(Keagamaan, Sosial, Jogobaran)

100%

4,2 Penyelenggaraan Pelayanan 

Informasi  dan Pengaduan

KT 179.377.300 179.377.300

1. Verifikasi dan distribusi E-KTP Kecamatan dan 3 

Kelurahan

Terlaksananya Verifikasi dan 

distribusi E-KTP

100%

2. Pembinaan, Pemantauan HO, 

IMBB, Pondokan dan Reklame

Kecamatan dan 3 

Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan, 

Pemantauan HO, IMBB, 

Pondokan dan Reklame

100%

3. Verifikasi dan Penerbitan IMB, Kecamatan dan 3 

Kelurahan

Terlaksananya Verifikasi dan 

Penerbitan IMB,

100%

4.  Verifikasi  dan Penerbitan  HO Kecamatan dan 3 

Kelurahan

Terlaksananya  Verifikasi  dan 

Penerbitan  HO

100%

 5. Verifikasi dan Penerbitan Ijin 

Pondokan

Kecamatan dan 3 

Kelurahan

 Terlaksananya Verifikasi dan 

Penerbitan Ijin Pondokan

100%

6. Penetapan 4 kali Terlaksananya  Penetapan 100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
7.Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan  (PATEN)

4 org, 11 bulan Terlaksananya Pelayanan 

Administrasi Terpadu 

Kecamatan  (PATEN)

100%

4,3 KT 69.577.250 69.577.250

1. Distribusi Raskin Kecamatan dan  3 

kelurahan

Terlaksananya Distribusi Raskin 100%

2. Gelar Potensi Ekonomi Wilayah Kecamatan dan  3 

kelurahan

Terlaksananya Gelar Potensi 

Ekonomi Wilayah 

100%

3. Pembinaan UMKM Kewilayahan Kecamatan dan  3 

kelurahan

Terlaksananya Pembinaan 

UMKM Kewilayahan

100%

4. Pembinaan dan koordinasi 

raskin

10 kali Terlaksananya Pembinaan dan 

koordinasi raskin

100%

5.Pertemuan Pokja 3 Kec dan Kel 25 orang Terlaksananya Pertemuan 

Pokja 3 Kec dan Kel

100%

6. Sosialisasi Motif Batik khas 

Kraton Yogyakarta 

75 orang Terlaksananya Sosialisasi Motif 

Batik khas Kraton Yogyakarta 

100%

7. Lomba Kudapan berbahan 

dasar sayur berbasis B2SA

6 kelompok Terlaksananya Lomba Kudapan 

berbahan dasar sayur berbasis 

B2SA

100%

8. Pelatihan Pengelolaan Sampah 

Mandiri 

30 orang Terlaksananya Pelatihan 

Pengelolaan Sampah Mandiri 

100%

4,4 465.582.500 465.582.500

1.  TKPK Kecamatan Kraton 8 kali TKPK Kecamatan Kraton 100%

2. Pembinaan TP PKK se Kec. 

Kraton;

Kecamatan dan 3 

Kelurahan;

Terlaksananya Pembinaan TP 

PKK se Kec. Kraton;

100%

3. Pembinaan Pendidikan Politik Kecamatan dan  3 

kelurahan

Terlaksananya Pembinaan 

Pendidikan Politik 

100%

4. Pembinaan Kecamatan Sehat 50 orang Terlaksananya Pembinaan 

Kecamatan Sehat

100%

Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan Kraton

Pembinaan Sosial dan Budaya 

Masyarakat  Kecamatan Kraton
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
5. Kegiatan Kepemudaan Olahraga 

dan Kesenian 

Kecamatan dan  3 

kelurahan

Terlaksananya Kegiatan 

Kepemudaan Olahraga dan 

Kesenian 

100%

6. Pembinaan Keagamaan 

bersama KUA Kec Kraton;

Kecamatan dan  3 

kelurahan

Terlaksananya Pembinaan 

Keagamaan bersama KUA Kec 

Kraton;

100%

7.  Kegiatan Kepemudaan 

Olahraga dan Kesenian (Festival 

Kelurahan)

Kecamatan dan  3 

kelurahan

Terlaksananya Kegiatan 

Kepemudaan Olahraga dan 

Kesenian (Festival Kelurahan)

100%

8. Senam dan Kerja Bakti Massal  300 orang  Terlaksananya Senam dan 

Kerja Bakti Massal 

100%

9. Pembinaan Kepemudaan, 

Olahraga dan Kesenian 

Kecamatan

60 orang Terlaksananya Pembinaan 

Kepemudaan, Olahraga dan 

Kesenian Kecamatan

100%

10. Pembinaan Kethoprak 60 orang Terlaksananya Pembinaan 

Kethoprak

100%

11. Pembinaan Keluarga Harapan 60 orang Terlaksananya Pembinaan 

Keluarga Harapan 

100%

12. Pembinaan  dan Penyegaran 

Data PKK

550 orang Terlaksananya Pembinaan  dan 

Penyegaran Data PKK

100%

13 Studi Wawasan  Anggota TP 

PKK  Kec

30 orang Terlaksananya Pengembangan 

Wawasan  Anggota TP PKK  Kec

100%

14. Pertemuan Pengurus TP PKK  

Kec

30 orang Terlaksananya Pertemuan 

Pengurus TP PKK  Kec

100%

15. Pembinaan  Kader MK 60 orang Terlaksananya Pembinaan 

Penguatan Kader MK

100%

16. Pembinaan  Kader Lansia 60 orang Terlaksananya Pembinaan 

Penguatan Kader Lansia

100%

17. Senam Lansia 100 orang Terlaksananya Senam Lansia 100%

18. Pertemuan POKJA I Kec dan 

Kel

12 kali Teralaksananya Pertemuan 

POKJA I Kec dan Kel

100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
19.  Studi Wawasan 100 orang Terlaksananya Studi 

Pengembangan Wawasan 

100%

20. Rakordasi/Pertemuan Pokja II 

se Kec. Kraton

30 orang Terlaksananya 

Rakordasi/Pertemuan Pokja II 

se Kec. Kraton

100%

21.  Gebyar PAUD 5 kali Terlaksananya Gebyar PAUD 100%

22.Pembinaan & Rakordasi PAUD 30 orang Terlaksananya Pembinaan & 

Rakordasi PAUD

100%

23. Pembinaan PHBS 40 orang Terlaksananya Pembinaan 

PHBS 

100%

24. Pembinaan LBS 40 orang Terlaksananya Pembinaan LBS 100%

25 Pembinaan Posyandu 40 orang Terlaksananya Pembinaan 

Posyandu 

100%

26. Lomba KKG dari PKK Kota ke 

Kecamatan

150 orang Terlaksananya Lomba KKG dari 

PKK Kota ke Kecamatan

100%

27. Lomba Bayi Sehat (LBSI) 150 orang Terlaksananya Lomba Bayi 

Sehat (LBSI)

100%

4,5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Patehan 

        202.610.000         202.610.000 

1. Pelatihan Tritik Jumputan 40 org Terlaksananya Pelatihan Tritik 

Jumputan

100%

2. Pelatihan Pemandu Wisata 50 org Terlaksananya Pelatihan 

Pemandu Wisata

100%

3. Pelatihan Pemanfaatan Sampah 

Organik

40 org Terlaksananya Pelatihan 

Pemanfaatan Sampah Organik

100%

4. PelatihanKader ttg KDRT & 

Kekerasan pd Anak

25 org Terlaksananya PelatihanKader 

ttg KDRT & Kekerasan pd Anak

100%

5. Sosialisasi GSI 50 org Terlaksananya Sosialisasi GSI 100%

6. Pelatihan Keserasian Busana & 

Makeup

40 org Terlaksananya Pelatihan 

Keserasian Busana & Makeup

100%

7. Pelatihan Kader PAUD 50 org Terlaksananya Pelatihan Kader 

PAUD

100%
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No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah
Sasaran 

Daerah
Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
8. Pelatihan Pembuatan Proposal 

& Laporan Tahunan PKK

50 org Terlaksananya Pelatihan 

Pembuatan Proposal & Laporan 

Tahunan PKK

100%

9. Pelatihan KP Ibu & 1000 hari 

pertama Kehidupan pada Balita

30 org Terlaksananya Pelatihan KP Ibu 

& 1000 hari pertama 

Kehidupan pada Balita

100%

10. Pelatihan SIP Mendagri 20 org Terlaksananya Pelatihan SIP 

Mendagri

100%

11. Pelatihan Administrasi PHBS & 

LBS

30 org Terlaksananya Pelatihan 

Administrasi PHBS & LBS

100%

12. Sosialisasi B2SA 30 org Terlaksananya Sosialisasi B2SA 100%

13. Sosialisasi Paugeran Jeron 

Bateng

60 org Terlaksananya Sosialisasi 

Paugeran Jeron Bateng

100%

14. Sarasehan Kebudayaan 30 org Terlaksananya Sarasehan 

Kebudayaan 

100%

15, Sosialisasi Pedagang sekitar 

obyek Wisata

30 org TerlaksananyaSosialisasi 

Pedagang sekitar obyek Wisata

100%

16. Sosialisasi Sejarah Tamansari 40 org Terlaksananya Sosialisasi 

Sejarah Tamansari

100%

17, Gelar Budaya 50 org Terlaksananya Gelar Budaya 100%

18. Sarasehan Sadar Wisata 30 org Terlaksananya Sarasehan Sadar 

Wisata

100%

19. Pengembangan Wawasan 

LPMK,RT,RW,Lembaga

100 org Terlaksananya Pengembangan 

Wawasan 

LPMK,RT,RW,Lembaga

100%

20. Kordinasi Komisi Lansia 30 org Terlaksananya Kordinasi Komisi 

Lansia

100%

21. Sarasehan Lansia 100 org Terlaksananya Sarasehan 

Lansia

100%

22. Refreshing Pengurus Komisi 

Lansia

50 org Terlaksananya Refreshing 

Pengurus Komisi Lansia

100%

23. Kordinasi Kesi 30 org Terlaksananya Kordinasi Kesi 100%

24. Sosialisasi Pos Bindu 40 org Terlaksananya Sosialisasi Pos 

Bindu

100%
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Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/Daerah dan 
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Daerah
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Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jenis 

Keg

SKPD 

Penangg

ung 

jawab
25. Refreshing bagi Pengurus TP 

PKK+Kelompok PKK RW

50 org Terlaksananya Refreshing bagi 

Pengurus TP PKK+Kelompok 

PKK RW

100%

26. Sosialisasi Kaderkes+Tomas 

dlm Pembangunan Kesi

 40 org Terlaksananya Sosialisasi 

Kaderkes+Tomas dlm 

Pembangunan Kesi

100%

27. Kordinasi Paguyuban PAUD  30 org Terlaksananya Kordinasi 

Paguyuban PAUD

100%

28. Pelatihan Origami bg Guru 

PAUD

30 org Terlaksananya Pelatihan 

Origami bg Guru PAUD

100%

29. Kordinasi Mitra Keluarga 30 org Terlaksananya Kordinasi Mitra 

Keluarga

100%

30. Kordinasi Karang Taruna 30 org Terlaksananya Kordinasi Karang 

Taruna

100%

31. Kordinasi TKPK 30 org Terlaksananya Kordinasi TKPK 100%

32. Administrasi PKK RT/RW Kader PKK Terlaksananya Administrasi PKK 

RT/RW

100%

33. Pawai Budaya Masyarakat Terlaksananya Pawai Budaya 100%

34. Operasional JBM 10 RW Terlaksananya Operasional JBM 100%

35.  Kelurahan Siaga Masyarakat Kelurahan Siaga 100%

5.6 290.572.000 290.572.000

1. Pelatihan Rajut 40 org Terlaksananya Pelatihan Rajut 100%

2. Pelatihan MC 25 org Terlaksananya Pelatihan MC 100%

3. Penyuluhan Petugas Pos Bindu 50 org Terlaksananya Penyuluhan 

Petugas Pos Bindu

100%

4. Penyuluhan Kesehatan Ibu 

Hamil

25 org Terlaksananya Penyuluhan 

Kesehatan Ibu Hamil

100%

5. Studi  Wawasan TP PKK 70 org Terlaksananya Studi  Wawasan 

TP PKK

100%

6. Studi  Wawasan UP2K 50 org Terlaksananya Studi  Wawasan 

UP2K

100%

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Panembahan
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Keg

SKPD 
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ung 

jawab
7. Studi Wawasan Gapoktan 50 org Terlaksananya Studi Wawasan 

Gapoktan

100%

8. Studi Wawasan Lansia 60 org Terlaksananya Studi Wawasan 

Lansia

100%

9. Sos. Raport Keluarga 50 org Terlaksananya Sos. Raport 

Keluarga

100%

10. Sos. Data KMS 50 org Terlaksananya Sos. Data KMS 100%

11. Ev. Data Kemiskinan 50 org Terlaksananya Ev. Data 

Kemiskinan

100%

12. Studi Kelemb.PSM 25 org Terlaksananya Studi 

Kelemb.PSM

100%

13. Penguatan Kelemb.Surveyor 40 org Terlaksananya Penguatan 

Kelemb.Surveyor

100%

14. Pemb.Adm. Pengurus PAUD 40 org Terlaksananya Pemb.Adm. 

Pengurus PAUD

100%

15. Pemb.Adm. Pengurus Pos 

Yandu

40 org Terlaksananya Pemb.Adm. 

Pengurus Pos Yandu

100%

16. Sosialisasi Parenting 40 org Terlaksananya Sosialisasi 

Parenting

100%

17. Peny. Toponomi Kamp. Jeron 

Beteng

30 org Terlaksananya Peny. Toponomi 

Kamp. Jeron Beteng

100%

18. Sarasehan Budaya tnt Lingk. 

Jeron Beteng

100 org Terlaksananya Sarasehan 

Budaya tnt Lingk. Jeron Beteng

100%

19. Pembinaan & Pengembangan 200 org Terlaksananya Pembinaan & 

Pengembangan

100%

20. Sos. Prodok Makanan Asal 

Hewan

120 org Terlaksananya Sos. Prodok 

Makanan Asal Hewan

100%

21. Pembinaan Bela Negara 50 org Terlaksananya Pembinaan Bela 

Negara

100%

22. Pelatihan Aneka Olahraga dari 

Pisang

30 org TerlaksananyaPelatihan Aneka 

Olahraga dari Pisang

100%

23. Administrasi PKK RT/RW Kader PKK Data Administrasi PKK RT/RW 100%
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24. Pawai Budaya Masyarakat Terlaksananya Pawai Budaya 100%

25. Operasional JBM 18 RW Terlaksananya Operasional JBM 100%

26.  Kelurahan Siaga Masyarakat Kelurahan Siaga 100%

5.7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Kadipaten

281.933.000 281.933.000

1. Bazar Potensi Wilayah Bidang 

Ekonomi

Warga Masyarakat Terlaksananya Bazar Potensi 

Wilayah Bidang Ekonomi

100%

2. Pelatihan Sanggul & Hijab Warga Masyarakat Terlaksananya Pelatihan 

Sanggul & Hijab

100%

3. Pelatiha SPA Warga Masyarakat Terlaksananya Pelatiha SPA 100%

4. Pelatihan Baby Care Warga Masyarakat Terlaksananya Pelatihan Baby 

Care

100%

5. Pelatihan Memasak Gudeg Warga Masyarakat Terlaksananya Pelatihan 

Memasak Gudeg

100%

6. Pelatihan 

Hidroponik/Aquaponik/Tabulamp

ot

Warga Masyarakat Terlaksananya Pelatihan 

Hidroponik/Aquaponik/Tabula

mpot

100%

7. Kursus Penanganan 

Permasalahan Sosial

PSM Terlaksananya Kursus 

Penanganan Permasalahan 

Sosial

100%

8. Penyegaran Survaylans RT Survaylans RT Terlaksananya Penyegaran 

Survaylans RT

100%

9. Kursus ESQ Pengurus Lembaga 

Kemasarakatan 

Kelurahan

Terlaksananya Kursus ESQ 100%

10. Pelatihan SIM PKK, Dasa 

Wisma

Ketua Dasa Wisma Terlaksananya Pelatihan SIM 

PKK, Dasa Wisma

100%

11. Penyegaran Kader Lansia Kader Lansia RT Terlaksananya Penyegaran 

Kader Lansia

100%

12. Gebyar Potensi Budaya Warga Masyarakat Terlaksananya Gebyar Potensi 

Budaya

100%

13. Kursus Panatacara Warga Masyarakat Terlaksananya Kursus 

Panatacara

100%

14. Kursus Karawitan Warga Masyarakat Terlaksananya Kursus 

Karawitan

100%
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15. Pengadaan Koesum Bergada 

Kampung Wisata

Warga Masyarakat Terlaksananya Pengadaan 

Koesum Bergada Kampung 

Wisata

100%

16. Pembinaan Administrasi Pos 

Yandu

Kader Yandu Terlaksananya Pembinaan 

Administrasi Pos Yandu

100%

17. Sosialisasi dan  Sarasehan 

Budaya

Warga Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi dan  

Sarasehan Budaya

100%

18. Administrasi PKK RT/RW Kader PKK Data Administrasi PKK RT/RW 100%

19. Pawai Budaya Masyarakat Terlaksananya Pawai Budaya 100%

20. Operasional JBM 15  RW Terlaksananya Operasional JBM 100%

21.  Kelurahan Siaga Masyarakat Kelurahan Siaga 100%

5.8 Penyelenggaraan Pembangunan 

Wilayah Kecamatan Kraton

521.717.600 521.717.600

1. Musrenbang Kecamatan dan 

Kelurahan, 

15 kal Terlaksananya Musrenbang 

Kecamatan dan Kelurahan, 

100%

2. Penyusunan Informasi Program 

dan Kegiatan pada APBD Murni 

dan Perubahan 

7 eksemplar  Data Informasi Program dan 

Kegiatan pada APBD Murni dan 

Perubahan 

100%

3. Penyusunan Profil Kelurahan 4 buku; Data Profil Kelurahan 100%

4. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 70 m Terpeliharanya Jalan 

Lingkungan

100%

5. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 60 m Terpeliharanya Jalan 

Lingkungan

100%

6. Pemeliharaan  Jalan Conblok 135 m Terpeliharanya  Jalan Conblok 100%

7.Pemeliharaan Paving Blok 190 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

8.Pemeliharaan Paving Blok 120 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

9.Pemeliharaan Paving Blok 75 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

10.Pemeliharaan Paving Blok 250 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%
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11.Pemeliharaan Paving Blok 150 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

12.Pemeliharaan Paving Blok 180 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

13.Pemeliharaan Paving Blok 208 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

14.Pemeliharaan Paving Blok 119 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

15.Pemeliharaan Paving Blok 134 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

16.Pemeliharaan Paving Blok 70 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

17.Pemeliharaan Paving Blok 100 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

18.Pemeliharaan Paving Blok 60 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

19.Pemeliharaan Paving Blok 150 m2 Terpeliharanya Paving Blok 100%

Normalisasi SAH 600 m Normalisasi SAH 100%

Perbaikan Penutup SAH 100 m Perbaikan Penutup SAH 100%

Perbaikan SAH Nagan Kidul & 

Nagan Tengah

250 m Perbaikan SAH Nagan Kidul & 

Nagan Tengah

100%

Perbaikan SAH Nagan Kulon & 

Nagan Lor

500 m Perbaikan SAH Nagan Kulon & 

Nagan Lor

100%

Papan Nama/Toponim Lokasi 

Obyek Wisata

6 unit Papan Nama/Toponim Lokasi 

Obyek Wisata

100%

Papan Penunjuk arah Obyek 

Wisata Budaya 

10 unit Papan Penunjuk arah Obyek 

Wisata Budaya 

100%

Water Torn 3 unit Water Torn 100%

Kelurahan Patehan ( 20 titik) 20 titik Kelurahan Patehan ( 20 titik) 100%

Survey (2 or x 20 titik) 40 oh Survey (2 or x 20 titik) 100%

Kelurahan Panembahan (85 titik) 85 titik Kelurahan Panembahan (85 

titik)

100%

Survey (2 or x 85 titik) 170 oh Survey (2 or x 85 titik) 100%
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Kelurahan Kadipaten (27 titik) 27 titik Kelurahan Kadipaten (27 titik) 100%

Survey (2 or x 27 titik) 54 oh Survey (2 or x 27 titik) 100%

3.607.317.750    3.607.317.750    JUMLAH TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Gondomanan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Pemberdayaan Masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya kelancaran 

administrasi, keuangan 

dan operasional 

perkantoran

100%               662.958.831,04 729.254.714

Materai 6000 yang tersedia 500 buah 380.585.400

Materai 3000 yang tersedia 750 buah

4 rekening 

listrik

                       67.200.000 

1 rekening air  

kel. 

4 rekening telp

Terlaksananya pengamanan 

kantor dan sewa peralatan

12 bulan 140.720.000

Sewa peralatan dan perlengkapan 

kantor

12 bulan 9.000.000

roda 4 ,1 unit                          3.100.000 

roda 2, 11 unit

roda 3, 1 unit

Retribusi kebersihan 12 bulan 480.000

Jasa kebersihan kantor 1 paket 12 

bulan

50.000.000

Jasa perbaikan peralatan kerja 14 jenis 21.500.000

Alat tulis kantor yang tersedia 34 jenis 15.676.800

Jasa percetakan 1 jenis 1.500.000

Jasa Penggandaan 132.000 lembar                        26.600.000 

Komponen instalasi listrik / 

penerangan bangunan kantor 

yang tersedia

3 paket 5.258.600

Jenis peralatan dan perlengkapan 

kantor

12 unit 9.808.000

Peralatan rumah tangga 23 jenis 22.530.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan 

perlengkapan kantor

GONDOMA

NAN 

Penyediaan jasa komunikasi 

sumber daya air  dan listrik

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi 

, keuangan dan 

operasional 

perkantoran

100% 392.002.962

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional
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No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Bahan bacaan/surat kabar yang 

tersedia

3 jenis 3.780.000

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 

Perkantoran

GONDOMA

NAN

Dokumen administrasi 

penatausahaan keuangan: 

SPP,SPM,SPJ,dan Laporan 

Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100% 93.955.431 93.955.431

dokumen administrasi 

kepegawaian yang terkelola

28 ASN 2.400.000

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang                  40.855.431,04 

Makan dan minum yang tersedia 

untuk

-

a.pegawai 35 orang

b.koordinasi 14 jenis rapat

c. Tamu

d. Harian umum untuk pelayanan 14 jenis rapat

Frekuensi Koordinasi 

(pemantauan pengamanan)

19 kali

Frekuensi perjalanan dinas 3 laporan

2 Program Peningkatan sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya Sarana dan 

Prasarana Aparatur yang 

memadai

100% 240.674.000 264.741.400

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung/Bangunan Kantor

GONDOMA

NAN

Jasa pemeliharaan gedung / 

bangunan kantor/tempat

3 gedung Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100% 168.220.000 90.046.000

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi 

, keuangan dan 

operasional 

perkantoran

                       60.000.000 

Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran

1.3 Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi

GONDOMA

NAN

194.070.540100% 188.418.000
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No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

GONDOMA

NAN

Jasa pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional,

- Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

100% 72.454.000 127.494.400

a.roda 4 (empat), 1 unit

b.roda 2 (dua) 11 unit

c. Roda 3 1 unit

3 Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

Terwujudnya 

peningkatan capaian 

kinerja dan keuangan

100% 40.350.000 44.385.000

3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, 

Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja 

SKPD 

GONDOMA

NAN

Dokumen perencanaan, 

pengendalian dan penganggaran 

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

6 dokumen Tersedianya dokumen 

perencanaan, 

pengendalian dan 

pengganggaran tepat 

waktu

100% 24.215.000 55.000.000

Jumlah pegawai yang 

mendapatkan pendidikan dan 

pelatihan

37 orang Meningkatnya kapasitas 

sumber daya aparatur

100% 16.135.000

4 Program Peningkatan Pelayanan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

Terwujudnya 

peningkatan pelayanan 

dan pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan kecamatan 

100% 1.739.542.354

4,1 Peyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 

Pengaduan Kecamatan Gondomanan

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

                 87.819.929,12 96.601.922,03

PATEN (Tenaga Teknis, BBM 

Genset, Jemput Bola KIA, 

IMBB,HO)

11 bulan Terselenggaranya 

PATEN

100%

Penyusunan SOP 4 bulan Tersusunya SOP 

Kecamatan

100%

Penyusunan Buletin 320 eks Buletin Gondoarum 100%

Sosialisasi Perundangan 2 kali Terselenggaranya 

Sosialisasi Perundangan

100%

Jemput Bola KIA 4 bulan Terselenggaranya 

Jemput Bola KIA

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

4,2 Peyelenggaraan Pemertintahan, 

Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat 

Kecamatan Gondomanan

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

GONDOMA

NAN 

Terwujudnya 

Ketrentaman dan 

Ketertiban Masyarakat 

Kecamatan Gondomanan

100%               342.198.000,00 376.417.800

Forum Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum Kecamatan

50 0rang Terselenggaranya 

Forum Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 

Kecamatan

100%

Pembinaan Kelembagaan 50 orang Terselenggaranya 

Pembinaan 

Kelembagaan 

Masyarakat

100%

Monografi Kelurahan

10 buku

Buku Monografi 

Kelurahan

100%

Evlauasi Kelurahan Tingkat 

Kecamatan

2 kelurahan Terselenggaranya 

Evaluasi Kelurahan

100%

Pembinaan Parkir 20 orang Pengelolaan Parkir yang 

Baik

100%

Pemantauan Wilayah se 

Kecamatan Gondomanan

2 kelurahan Terpantaunya Wilayah 

Kec. Gondomanan

100%

Jogobaran

1 kec

Terciptanya kondisi 

lebaran yang tertib dan 

aman

100%

Pengamanan Hari Besar dan 

Insidentil

12 bulan Penyelenggaraan 

Kegiatan hari besar yang 

aman

100%

Piket Siaga Bencana 15 orang Terantisipasinya 

Bencana

100%

Pembinaan Satuan Linmas 65 orang Terbinanya Satlinmas 

Kecamatan

100%

Pengamanan Umum 2o kali Terciptanya Keamanan 

wilayah Kec. GM

100%

Sambang Kampung 6 kali Terpantaunya 

keamanan kampung

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Operasi Ketertiban 80 kali Terpantaunya 

pelaksanaan perda

100%

Operasi Vandal 12 kali Terwujudnya 

kebersihan dinding

100%

4,3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat 

Kecamatan Gondomanan

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

GONDOMA

NAN 

Terwujudnya pembinaan 

perekonomian 

masyarakat Kec.GM

100%                  58.970.000,00 64.867.000

GONDOMA

NAN 
Pelatihan batik kaos

30 orang
Terselenggaranya 

pelatihan
100%

Pelatihan membuat kripik jamur 

bagi penerima PKH
22 orang

Terselenggaranya 

pelatihan
100%

Pengamanan Hari Besar dan 

Insidentil

12 bulan Penyelenggaraan 

Kegiatan hari besar yang 

100%

Pembinaan PKL 50 PKL
Pembinaan dan 

Penertiban PKL
100%

Pembinaan Satuan Linmas 65 orang Terbinanya Satlinmas 

Kecamatan

100%

Pembinaan UMKM 50 orang Terselenggaranya 

Pembinaan UMKM

100%

4,4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 

Kecamatan Gondomanan

Pembinaan Seni Budaya dan 

Olahraga
176 kali Terbinanya Kelompok Kesenian dan Olahraga100%

262.115.000

Sapaan Anak Kos
6 bulan

Anak Kos yang tertib
100%

Pendistribusian Beras Sejahtera
15 kali

Terdistribusinya Raskin 

ke RTS
100%

TKPK
10 bulan

Terkoordinasinya TKPK
100%

Pembinaan GOPTKI 6 TK
Terbinanya Kegiatan TK

100%

Pembinaan Kerukunan Antar 

Umat Beragama
250 orang

Terbinanya kerukunan 

antar umat beragama
100%

Kegiatan Kesatuan Gerak PKK
1 kali

Terselenggaranya KKG 

PKK
100%

Forum Penanganan Korban 

Kekerasan (FPKK)
1 kali

preventif tentang 

kekerasan dalam rumah 
100%

Monitoring Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat
10 bulan

Termonitornya Kegiatan 

Pemberdayaan 
100%

Pembinaan Lansia Kecamatan 

Gondomanan
60 orang

lansia yang sehat
100%

Gebyar PAUD
24 SPS

pemenang lomba paud 
100%

Administrasi PKK
6 kali

Terfasilitasinya 

Administrasi PKK 
100%

4,5 GONDOMA

NAN TKPK Kelurahan 10 bulan
Terselenggaranya 

kegiatan TKPK
100%

240.932.000

Pembinaan PKK 4 keg

Terlaksanaya sosialisasi 

SIM PKK, Penyuluhan 

HATInya PKK dan KIA

100%

Muda Kreatif 0,0 Gondomanan 70 orang Terselenggaranya bazar 100%

GONDOMA

NAN 

248.159.960Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan Ngupasan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Pendampingan forum anak 

kelurahan
40 orang

Terselenggaranya 

pendampingan forum 

anak kelurahan

100%

Pembinaan Seni Budaya dan 

Olahraga Kelurahan
70 orang

Terselengganya 

Pembinaan seni budaya 

dan olahraga

100%

Administrasi PKK 1 kel
Terfasilitasinya 

administrasi PKK
100%

Pembinaan Wawasan 

Kepemudaan
2 kali

Terselenggaranya 

pembinaan wawasan 

kepemudaan

100%

Gerakan bersih lingkungan 

menuju kampung sehat
4 kampung

Terselenggaranya 

gerakan bersih 

lingkungan

100%

Pembinaan Organisasi 

Kemasyarakatan
86 orang

Terlaksananya 

Pembinaan organisasi 

kemasyarakatan

100%

Pentas Budaya Kelurahan 250 orang
Terlaksananya pentas 

budaya kelurahan
100%

Gebyar Potensi Generasi Muda 

Kelurahan Ngupasan
100 orang

Terlaksananya gebyar 

potensi generasi muda 

kelurahan

100%

Pawai Budaya Kelurahan 1 kali
Terselenggaranya pawai 

budaya kelurahan
100%

Jam Belajar Masyarakat 13 RW Terselenggaranya JBM 100%

Pembinaan Kelurahan Siaga 50 orang

Terselenggaranya 

Pembinaan Kelurahan 

Siaga

100%

Pelatihan membuat makanan dan 

kue cina
20 orang

Terselenggaranya 

Pelatihan membuata 

kue cina

100%

4,6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

GONDOMA

NAN Pelatihan Dekorasi Janur 30 orang
Terselenggaranya 

Pelatihan Dekorasi Janur
100%

303.645.250

Peningkatan Kapasitas Toga, 

Tomas tentang KB Pria
85 orang

Terselenggaranya 

sarasehan tentang KB 

Pria bagi Toga dan 

100%

Evaluasi SPS Paud 16 SPS
Terselenggaranya 

evaluasi SPS PAUD
100%

Pelatihan Membuat Mainan Anak 36 orang

Terselenggaranya 

Pelatihan Membuat 

Mainan Anak

100%

Pelatihan Tari Aruming Prawiro 45 orang

Terselenggaranya 

Pelatihan Tari Aruming 

Prawiro

100%
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Administrasi PKK Kelurahan 18 RW 61 RT
Tertatanya Administrasi 

PKK kel,  RW dan RT
100%

JBM 18 RW Terselenggaranya JBM 100%

Pembinaan Kelurahan Siaga 1 keg Terciptanya Kesi 100%

Pawai Budaya Kelurahan 1 keg
Terlaksanaya Pawai 

Budaya Keluarahan
100%

TKPK Kelurahan 18 RW
Data Kewilayahan TKPK 

yang Uptodate
100%

Pembinaan Kelembagaan RT RW 61 RT 18 RW

Bertambahnya wawasan 

tentang Kelmbagaan RT 

RW

100%

Pembinaan Karanag Taruna 1 keg

Peningkatan Peran 

Karang Taruna dalam 

pembangunan

100%

Evaluasi Adm PKK RW 18 RW
Terlaksanaya evaluasi 

adm PKK RW
100%

Pentas Budaya Kelurahan (PAF #7) 

Prawirodirjan Arts Festival ke-7 

Tahun 2017

61/18 RT/RW
Terfasilitasinya Kegiatan 

Budaya Kelurahan
100%

Pelatihan Batik Jumputan 20 orang
Terlaksanaya Pelatihan  

Batik Jumputan
100%

Pelatihan Membuat Lampion 30 orang
Terlaksanaya Pelatihan 

Membuat Lampion
100%

Gerhana Sehat 1 keg

Terlakanaya gerakan 

sederhana untuk 

kesehatan

100%

Pelatihan Membuat Kue 

Tradisional
32 orang

Terlaksanaya Pelatihan 

Membuat Kue 

Tradisional

100%

Pelatihan Batik Tulis Lanjutan 10 orang
Terlaksanya Pelatihan 

Batik Tulis Lanjutan
100%

4,7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah 

Kecamatan Gondomanan

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

GONDOMA

NAN 

100%                443.862.175,00 488.248.393

GONDOMA

NAN 
Musrenbang 3Bulan Terselenggaranya 

Musrenbang

Informasi Program Pembangunan 6 Bulan Tersusunnya buku 

inmen

Pembangunan fisik 4 Bulan Pembangunan Wilayah 

yg terlaksana dg baik

Terwujudnya 

Pembangunan 

Kewilayahan Kecamatan 

Gondomanan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

No.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas 

daerah
Sasaran Lokasi

Indikator Kinerja 

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 

Profil Kelurahan 3 Bulan Tersusunyya Buku Profil 

Kel

Evaluasi Pembangunan dan 

Lingkungan

2 Kel Terlaksananya Evaluasi 

Pembangunan dan 

lingkungan

100%

Monev Pembangunan Fisik 9 Bulan Termonitornya 

Pembangunan dan 

lingkungan Wilayah

100%

Perbaikan Konblok se Kel. 

Ngupasan

1 Paket Jl Konblok yg baik se Kel 

Ngupasan

100%

Perbaikan Konblok se Kel. 

Prawirodirjan

1 Paket Jl Konblok yg baik se Kel 

Prawirodirjan

100%

Pemeliharaan Sarpras, Fasum se 

Kec Gondomanan

1 Paket Terpeliharaanya Fasum 

se Kec. Gondomanan

100%

Pemeliharaan SAH se Kec. 

Gondomanan

1 Paket Terpeliharanya SAH se 

Kec. Gondomanan

100%

Konsultan Perencana 

Pembangunan Fisik

1 Paket Jasa Konsultan 

Perencana Pemb Fisik

100%

Pemeliharaan Lampu 22 Titik Terpeliharanyan PJU se 

Kec. Gondomanan

100%

           2.683.525.185,16 JUMLAH TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mergangsan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya kelancaran 

administrasi, keuangan dan 

operasional perkantoran

100% 611.826.639        673.009.303        

1.1 MG Meterai 6000 yang tersedia 120 buah 100% 297.703.000        327.473.300        sedang 

berjalan

Kec. 

Mergangsan

Penyediaan jasa, peralatan, dan 

perlengkapan kantor

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2017

Kota Yogyakarta

No.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

Penanggung 

jawab

berjalan

Meterai 3000 yang tersedia 370 buah

pembayaran rekening listrik 4 rek listrik                               - 

pembayaran rekening air 1 air

pembayaran rekening telpon 4 telpon

                              - 

Jasa pemeliharaan dan peralatan dan 

perlengkapan kantor yang tersedia

1 kali

STNK  roda 4 yang terbayar 1 unit                               - 

STNK  roda 3 yang terbayar 2 unit

STNK  roda 2 yang terbayar 13 unit

Bahan dan Alat kebersihan tersedia   3  jenis                               - 

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Mergangsan

Komponen peralatan dan perlengkapan 

kantor yang tersedia

5 jenis

perlengkapan kantor peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 11 jenis                               - 

Jasa pemeliharaan laptop/ 

komputer/printer

3 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 47 jenis                               - 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

Penanggung 

jawab

Jasa pencetakan 1 jenis                               - 

Jasa penggandaan 66.388 lbr

Komponen instalasi listrik /penerangan 

bangunan kantor yang tersedia

19 jenis                               - 

Peralatan rumah tangga yang tersedia 17 jenis                               - 

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis                               - 

Jasa pemeliharaan rutin / berkala 

mebelair (meja, kursi, almari)

4 kali

                              - 

1.2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran

MG Dokumen administrasi penatausahaan 

keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan 

Akuntansi yang tersusun

4 jenis 100%          110.144.639          121.159.103 sedang 

berjalan

dokumen administrasi kepegawaian yang 

terkelola

36 ASN

Jasa tenaga bantuan 3 orang

1.3 MG Makan dan minum yang tersedia untuk: 100%          203.979.000          224.376.900 sedang 

berjalan

a. Koordinasi 70 kali

b. Pegawai 52 orang

c. Tamu 440 org

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah

3 laporan

Kec. 

Mergangsan

Kec. 

Mergangsan

Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi

2 Program Peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya pemeliharaan 

sarana dan Prasarana 

Aparatur yang memadai

100%         307.413.500         338.154.850 
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

Penanggung 

jawab

2.1 MG Jasa pemeliharaan Rumah Dinas 1 jenis 100%          241.038.500          265.142.350 sedang 

berjalan

Jasa pemeliharaan bangunan gedung 

kantor

3 jenis

2,2 Penyediaan dan Pemeliharaan 

rutin / berkala kendaraan 

MG Jasa pemeliharaan rutin / berkala 

kendaraan dinas / operasional

100%            66.375.000            73.012.500 sedang 

berjalan

Sekretariat

Kec. 

Mergangsan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung 

/ bangunan kantor

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan rutin / berkala kendaraan 

dinas/operasional

kendaraan dinas / operasional berjalan

a. Roda 4 1 unit

b. Roda 3 2 unit

c. Roda 2 13 unit

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

meningkat

Terwujudnya peningkatan  

capaian kinerja dan 

keuangan

100%            44.892.900            49.382.190 

1. Dokumen perencanaan dan 

penganggaran: Review Renstra, Renja, 

RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun

6 dok. 100%            44.892.900            49.382.190 sedang 

berjalan

2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan 

keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang 

6 jenis laporan

Kec. 

Mergangsan

3,1 Penyusunan dokumen 

perencanaan, pengendalian dan 

laporan capaian kinerja SKPD

MG Dukungan terhadap 

terwujudnya penatausahaan 

keuangan dan manajemen 

pencapaian kinerja program 

yang mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang 

tersusun

Pegawai yang telah mengikuti pelatihan  / 

workshop/IHT

36 orang
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

Penanggung 

jawab

4 Program Peningkatan Pelayanan 

dan Pemberayaan Masyarakat 

Berbasis Kewilayahan Kecamatan 

Mergangsan

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi 

serta Sosial 

Budaya

Terwujudnya 

pelayanan 

administrasi 

publik yang 

baik dan 

peningkatan 

kualitas sosial 

masyarakat

Jumlah pelimpahan 

kewenangan yang 

dilaksanakan dengan baik 

dan meningkatnya swadaya 

masyarakat

100%      2.439.533.215      2.683.486.537 

4.1 MG 1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan 

/ Kecamatan

8 buku 100%          144.035.750          158.439.325 sedang 

berjalan

Kec. 

Mergangsan

Penyelenggaraan pemerintahan, 

keamanan  dan ketertiban 

masyarakat Kecamatan 

Mergangsan

Dukungan terhadap 

terwujudnya partisipasi 

masyarakat dalam bidang 

pemerintahan, keamanan dan 
2. Penguatan Kelembagaan dan 

pembinaan adm  RT RW

278 org

3. Evaluasi Pembangunan Kelurahan 3 kel

4. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kecamatan

12 kali

5. Operasi Ketertiban 48 kali

6. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar 14 hari

7. Pengamanan Umum 3 kali

8. Pembinaan Linmas 1 kali

9. Pembinaan PKL 1 kali

10. Operasi Vandal 20 kali

11. Sambang Kampung 6 kali

12. Pembinaan pengurangan risiko 

bencana

1 kali

Mergangsan pemerintahan, keamanan dan 

ketertiban

bencana

4,2 MG 1. Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan

5 jenis            82.920.965            91.213.062 

2. Pengelolaan Retribusi:

a. TPU Sasanalaya           26.000.000 

b. Retribusi IMB = 3 ijin             1.206.000 

c. Retribusi HO = 54 ijin           10.152.000 

3. Distribusi KTP-el 3 kel

Kec. 

Mergangsan

Dukungan terhadap 

terwujudnya penjaringan 

aspirasi dan partisipasi 

masyarakat dalam bidang 

pelayanan

Pelayanan, Informasi, dan 

pengaduan masyarakat Kecamatan 

Mergangsan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

Penanggung 

jawab

4,3 MG Penguatan kelembagaan Forkom UMKM 

dan Gelar produk UMKM

1 100%            57.085.000            62.793.500 

Pelatihan ekonomi  masyarakat tk 

kecamatan

3

4,4 MG Pembinaan Administrasi dan penguatan 

kelembagaan PKK

2          322.425.000          354.667.500 

Distribusi Raskin 1

Pembinaan dan pengarahan ketugasan 1

Kec. 

Mergangsan

Kec. 

Mergangsan

Pembinaan Sosial Budaya 

Masyarakat Kecamatan 

Mergangsan

Dukungan terhadap 

terwujudnya partisipasi 

masyarakat dalam bidang 

perekonomian

Dukungan terhadap 

terwujudnya partisipasi 

masyarakat dalam bidang sosial 

budaya

Pembinaan perekonomian 

masyarakat Kecamatan 

Mergangsan

Pembinaan dan pengarahan ketugasan 

TKPK

1

Pengembangan wawasan pendidik PAUD 1

Pembinaan Kelurahan peserta lomba 

bidang kesehatan

1

Pembinaan pemuda, Olah raga dan 

kesenian

1

Pendampingan peningkatan 

pemberdayaan masyarakat

1

Penguatan kelembagaan lembaga 

kemasyarakatan tk kecamatan

5

Penyuluhan/sosialisasi kepada masy tk 

kecamatan

3

4,5 MG Pelatihan kelompok masyarakat 13 100%          426.551.000          469.206.100 Kel  BR

Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan 

pembinaan masyarakat

9

Gebyar Lansia 1

Gebyar PAUD dan  pendidik PAUD 2

Pembinaan ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat Kelurahan 

Brontokusuman

Gebyar PAUD dan  pendidik PAUD 2

Pentas seni Kelurahan 2

Pendampingan peningkatan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan

7
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

Penanggung 

jawab

4,6 MG Pelatihan kelompok masyarakat 12 100%          460.210.000          506.231.000 Kel. WG

sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan 

pembinaan masyarakat.

17

Gebyar PAUD 2

Pentas seni Kelurahan 2

Gebyar Lansia 1

Pembinaan ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat Kelurahan 

Wirogunan

Pendampingan peningkatan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan

7

4,7 MG Pelatihan kelompok masyarakat 14 100%          351.232.000          386.355.200 Kel. KP

Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan  dan 

pembinaan masyarakat

9

Gebyar PAUD dan monitoring PAUD 1

Pentas seni Kelurahan 1

Pendampingan peningkatan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan

7

Gebyar Lansia 1

4,8 Penyelenggaraan pembangunan 

wilayah Kecamatan Mergangsan

MG 1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan 8 dok Dukungan terhadap 

terwujudnya partisipasi 

100%          595.073.500          654.580.850 Kec. 

Mergangsan

Pembinaan ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat Kelurahan 

Keparakan

wilayah Kecamatan Mergangsan terwujudnya partisipasi 

masyarakat dalam jalan 

kampung, PJU dan Makam yang 2. Informasi program dan kegiatan 

pembangunan kecamatan

70 buku perencanaan pembangunan 

serta terwujudnya  fasilitas 

3. Penyusunan Profil Kelurahan Dan 

Kecamatan

6 buku

4. Pemeliharaan Jalan 1 paket

5. Pemeliharaan PJU 1 paket

7. Pemeliharaan Makam 1 makam

Mergangsan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Prioritas 

Daerah
Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Perkiraan Maju
Jenis 

Kegiatan

Penanggung 

jawab

8. Jasa Konsultansi perencanaan 1 dok

9. Jasa konsultan pengawas 1 dok

     3.403.666.254      3.744.032.879 JUMLAH TOTAL
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Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Umbulharjo

Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Terwujudnya 

Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan 

pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Terwujudnya 

Kelancaran 

Administrasi 

Keuangan dan 

Operasional 

Perkantoran

100% 1.855.491.307      2.041.040.438       

1,1 Kec. UH Materai 6000 370 lembar 100% 1.116.133.250 1.227.746.575        sedang

materai 3000 2050 lembar berjalan Kec. UH

Pembayaran Telepon 12 Bulan

Pembayaran Air 12 Bulan

Pembayaran Listrik 12 Bulan

Piket Kantor 12 bulan

Kursi 1900 buah

Meja 215 buah

Tenda 24 buah

Sound System 7 buah

STNK Roda 4 1 unit

STNK Roda 2 22 unit

STNK Roda 3 4 unit

Retribusi kebersihan 12 bln

Bahan dan alat kebersihan 28 jenis

Pemeliharaan Peralatan kerja 12 bulan 

Alat Tulis Kantor 93 macam

barang cetakan 3250

Penggandaan 345421 lembar

Jilid 238 bendel

Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan bangunan Kantor

16 macam, 12 bulan

Sasaran Daerah

PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KOTA YOGYAKARTA

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Dukungan terhadap Kelancaran 

Adminstrasi Keuangan & 

Operasional Perkantoran

Hasil Program

Pemberdayaan Masyarakat

NO Prioritas Daerah

Penyediaaan Jasa , Peralatan, 

dan Perlengkapan Kantor

LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Jasa Penyediaan & Pemeliharaan 

Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

Surat Kabar 12 bln

Buku Bacaan 8 paket

Jasa Pemeliharaan Peralatan & 

Perlengkapan Kantor

12 Bulan

Jasa Pemeliharaan Taman 12 Bulan

1,2 Penyediaan Jasa Pengelola 

Pelayanan Perkantoran

Kec. UH 100% Dokumen Administrasi Penatausahaan 

Keuangan : SPP, SPM, SPJ & Laporan 

Akuntansi

4 Jenis Dokumen 100% 246.254.057 270.879.463           Sedang 

Berjalan

Dokumen Administrasi Kepegawaian 

Yang Terkelola

71 dokumen

Jumlah Jasa Tenaga Bantuan 7 Orang, 14 Bulan

1,3 Penyediaan Rapat - Rapat 

Koordinasi & Konsultasi

Kec. UH 100% Jumlah Penyediaan Makan & Minum : Dukungan terhadap 100% 493.104.000 542.414.400           

a. Minum harian Pegawai 11 bln kelancaran administrasi, sedang

b. Makan minum rapat 12 bln keuangan dan berjalan

c. Makan minum tamu 11 bln Operasional

d. Makan minum harian umum 11 bln perkantoran

Jumlah Perjalanan Dinas :

Perjalanan Dinas dalam Daerah 12 bln

Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bln

2,1 Kec. UH 100% Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 12 Bulan 100% 245.967.675 270.564.443           sedang 

Berjalan

Tenaga Teknis 12 Bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Terwujudnya 

Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan 

pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

2 Kinerja Aparatur 

dan birokrasi

Terwujudnya 

Kelancaran 

Administrasi 

Keuangan dan 

Operasional 

Perkantoran

100%

Dukungan terhadap Kelancaran 

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Perkantoran

384.849.175 423.334.093           PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA & PRASARANA 

APARATUR
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Bahan Banguna

Kec. UH 100% Pemeliharaan Rumah Dinas 12 Bulan sedang 

Berjalan

Kec. UH

Pemeliharaan Rutin/ sedang

Kec. UH Berkala Mebelair berjalan

Pemeliharaan 12 bln

2,2 Pemeliharaan Rutin / Berkala 

Kendaraan Dinas/ Operasional

 Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala 

Kendaraan Dinas/ Operasional

100% 138.881.500 152.769.650           sedang

Kec. UH a. Roda 4 12 bulan berjalan

b. Roda 2 12 Bulan, 22 unit

c. Roda 3 12 Bulan , 4 unit

100% 130.936.250         

144.029.875           

3,1 Kegiatan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja Ikhtisar 

Realisasi SKPD

Kec. UH 1. Jumlah Dokumen Perencanaan, 

pengendalian, dan penganggaran 

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

4 dokumen 100% 130.936.250         144.029.875           sedang Kec. UH

2. Jumlah Dokumen Evaluasi; RKT 2 dokumen

dan LAKIP

3. Jumlah Dokumen IKM, SPIP dan 2 dokumen

PMPRB ON LINE

43.585.000            47.943.500             sedang Kec. UH

berjalan

Terwujudnya 

Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan 

pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Terwujudnya 

Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan 

pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Kec. UH4

3 Kinerja Aparatur 

dan Birokrasi

Kec. UH Terwujudnya 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan

Meningkatnya 

Pelayanan Masyakat 

dan Swadaya Murni

100%

70 orangJumlah Pegawai Yang Mengikuti 

Pelatihan & Pendidikan

Dukungan terhadap 

peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

Dukungan terhadap 

penatausahaan keuangan dan 

menejemen pencapaian kinerja 

Program yang mendukung 

kelancaran tugas dan Fungsi 

SKPD

5.198.201.540      5.718.021.694       

PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

& KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN 

PELAYANAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BERBASIS 

KEWILAYAHAN KECAMATAN 

UMBULHARJO
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

4,1 100% 553.838.175           

100% sedang

berjalan

100% sedang

berjalan

340 RT 100% sedang

87 RW berjalan

100% sedang

Sinergitas Kelembagaan Kecamatan 200 orang 100% baru

Pengawasan dan Pembinaan 

Pelanggaran Perda

12 bulan 100% sedang 

Berjalan

Penataan dan Penertiban PKL 12 bulan 100% Sedang 

Berjalan Pembinaan PKL 400 orang 100% Sedang 

Berjalan 100% sedang

100% sedang

100% sedang

100% sedang

100% sedang

100% sedang

berjalan

Operasi Gepeng 12 bulan 100% baru

100% sedang

berjalan

Pembinaan KTB 40 orang 100% baru

Pelatihan Penanggulangan Kegawat 

Daruratan

50 orang 100% baru

4,2 Kec. UH 100% 197.377.265         217.114.992           

5 jenis 100% sedang

perijinan berjalan

100% sedang Kec. UH

berjalan

Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan

11 bln 100% sedang

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Ketentraman 

dan Ketertiban Masyarakat 

Kecamatan Umbulharjo

Musrenbang Kecamatan & Kelurahan

Dokumen Monografi Kecamatan & 

Kelurahan

Pembinaan Masyarakat oleh MUSPIKA

Pelayanan Perijinan Kecamatan

Penyusunan Dokumen Kepuasan 

Masyarakat

Operasi Ketertiban

Penguatan Kelembagaan RT & RW

Pembinaan LINMAS

Kec. UH

Penyelenggaraan Pelayanan 

Informasi dan Pengaduan 

Kecamatan Umbulharjo

Pembinaan Pemilik Pondokan

1 kali

14 kali

12 bulan

7 Kelurahan

12 bulan

2 dok

Pengamanan Hari Besar Agama, Hari 

Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM 

Bencana

8 dokumen

16 dok

7 kel

4 kali/640 orang

200 orang

Penilaian Evaluasi Kelurahan

Upacara bendera 17 Agustus

Sambang Kampung

Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

fasilitasi pelayanan kecamatan 

yang mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD

503.489.250         
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

100% sedang

berjalan

100% sedang

Inovasi Kecamatan 2 bulan 100% baru

4,3 Kec. UH 100%

3 hari 100%

7 kelurahan

Koordinasi forum UMKM 6 bulan 100%

Pelatihan Packing Bagi UPPKS 30 orang 100% baru

4,4 Kec. UH 100%

8 dok 100% sedang Kec. UH

4 bulan berjalan

Asisstensi Profil 2 bulan 100% baru

Pelatihan Pemandu Wisata Lokal 30 orang 100% baru

Pelaksanaan Distribusi raskin 12 bulan

Tim Ketahanan Pangan 4 bln

Evaluasi Keterisian Data PKK 4 bulan 100% sedang 

berjalanPelaksanaan TKPK 8 bulan 100% sedang 

berjalanFestival Kesenian 2 bln 100% sedang 

berjalan100%

Gebyar Balita 200 orang 100% baru

Sarasehan Mocopat Kecamatan 7 kelurahan 100% baru

Gelar Mocopat 100 orang 100% baru

Asisstensi Profil 2 bulan 100% baru

Evaluasi Keterisian Data PKK 4 bulan 100% Baru

100%

Gerakan sapaan Anak Kos 4 bln 100% baru

100%

100%

Gebyar Lansia 225 orang 100% baru

Gelar Potensi PKH 250 orang 100% baru

250 orgLomba Kegiatan Kesatuan Gerak ( KKG 

),PKK, KB & Kesehatan

Lomba Bidang Kesehatan

Pemberdayaan PKK

Sosialisasi Peraturan Kependudukan

Penyusunan Profil Kecamatan & 

Kelurahan

Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan 

Umbulharjo

Pembinaan Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kecamatan 

Umbulharjo

Jasa Tenaga Tekhnis

Gelar Expo Industri Rumahan

5 kali

15 forumRapat Koordinasi Forum

435 orang

11 bulan

1 kelurahan

42.190.000            

369.237.700         

46.409.000             

406.161.470           

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalansedang 

berjalan
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Sosialisasi Perda ASI Eklusif 430 orang 100% baru

FGD Potensi Seni Budaya dan Adat 

Tradisi

60 orang 100% baru

Pelatihan Simulasi Trafiking & KDRT 50 orang 100% baru

Workshop Program TP PKK Kecamatan 100 orang 100% baru

Profil Potensi Seni Budaya 1 dokumen 4 bln 100% baru

4,5 100%

Pelatihan Perencanaan 102 orang 100%

Informasi Program kegiatan Wilayah

Kelurahan Paving Blok yang di pasang 1pkt 100% Lanjutan

Semaki SAH yang dipelihara 1 pkt Kec. UH

Kelurahan Paving blok yang dipasang 1 paket 100% Lanjutan

Pemasangan Paving Block Muja-muju SAH yang diperbaiki dan SAH yang

Pemeliharaan SAH ditutup

Kelurahan Paving Blok yang dipasang 1 paket 100% Lanjutan

Tahunan SAH yang diperbaiki dan SAH yang 

ditutup

1 paket

Kelurahan Paving blok yang dipasang 1 paket 100% Lanjutan

Warungboto SAH yang diperbaiki 1 paket

Balai RW dan Septi Tank yang di 

perbaiki

1 paket

Pos Ronda yang diperbaiki 1 paket

Taman Toga ynag dibuat 1 paket baru

Kelurahan Paving Blok yang di buat 1 paket% 100% Lanjutan

Pandeyan Griil SAH 1 paket

Portal Yang dipasang 2 paket baru

Kelurahan Paving Blok yang dipasang 1 paket 100% Lanjutan

Sorosutan SAH yang ditutup 1 paket

Balai RT yang diperbaiki 1 paket

RTHP yang dipelihara 1 paket

Penyelenggaraan 

Pembangunan Wilayah 

Kecamatan Umbulharjo

1 paket

1.777.677.625      1.955.445.388       Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pembangunan Wilayah 

Kecamatan Umbulharjo yang 

mendukung Pemberdayaan 

masyarakat untuk kesejahteraan 

masyarakat dan peningkatan 

kualitas sosial. 
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Kelurahan Paving blok yang dipasang 1 paket 100% Lanjutan

Giwangan Normalisasi SAH dan Tutup SAH 1 paket

Balai RW yang diperbaiki 1 paket

Kec UH PJU Lingkungan yang dipelihara 7 kelurahan 100% Lanjutan

4,6 100% 340.433.500         374.476.850           

Kelurahan 100% Kec. UH

Giwangan

Kelurahan Mengembangkan budaya 100%

Giwangan daerah

Kelurahan Mengembangkan Kreativitas 100% baru

Giwangan budaya Masyarakat

Kelurahan 100%

Giwangan

Kelurahan 11 bln 100%

Giwangan 14 kali

Kelurahan  8 koordinasi 100% baru

Giwangan  1 kali 

 Sosialisasi 

Kelurahan  Meningkatkan Potensi Anak 100% baru

Giwangan  didik PAUD 

Kelurahan Meningkatkan minat belajar 100% baru

Giwangan usia sekolah

Kelurahan Peningkatan PKK Kelurahan 100%

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Giwangan PKK RW

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Giwangan PKK RT

Kelurahan Menjaga Potensi Lansia 100% baru

Kelurahan Peserta Pelatihan Pengecatan 10 orang Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

TKPK

Penguatan Kapasitas Kesi

RASTRA

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Giwangan

8 bulan

Menanggulangi Penyebaran 

Wabah Demam Berdarah di 

Wilayah

 Menanggulangi Permasalahan 

Kemiskinan di Wilayah 

Karnaval Budaya

Menanggulangi permasalahan 

RASKIN di Wilayah

 Meningkatkan Kapasitas Kesi 

Pemberdayaan PKK RW

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

Festival Kesenian Kelurahan

Gebyar PAUD

 Roadshow Sosialisasi JBM tingkat RW 

 1 kali 

Pemberdayaan PKK RT

Gebyar Lansia

 1 kali 

 13 RW 

5 kali

13RW

42 RT

 Pemberdayaan PKK Kelurahan 

1 kali

12 bln

1 kali

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalansedang 

berjalan

sedang 

berjalan
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Giwangan Mobil Masyarakat

Kelurahan 100% baru

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Giwangan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Giwangan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan 100% baru

Giwangan masyarakat

4,7 100% 464.920.000         511.412.000           

Kelurahan 100% Kec. UH

Sorosutan

Kelurahan Mengembangkan budaya 100%

Sorosutan daerah

Kelurahan Mengembangkan Kreativitas 100% baru

Sorosutan budaya Masyarakat

Kelurahan 100%

Sorosutan

Kelurahan 11 bln 100%

Sorosutan 14 kali

Kelurahan  8 koordinasi 100% baru

Sorosutan  1 kali 

 Sosialisasi 

Kelurahan  Meningkatkan Potensi Anak 100% baru

Sorosutan  didik PAUD 

Kelurahan Peningkatan PKK Kelurahan 100%

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Sorosutan PKK RW

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Sorosutan PKK RT

Kelurahan Meningkatkan minat belajar 100% baru

Sorosutan usia sekolah

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Sorosutan

Lomba Takbir 

Peserta Pelatihan Pranata Adicoro dan 

Ngadi Busono

Peserta Pelatihan Tata Rias Karakter

Sosialisasi UP2K

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

Festival Kesenian Kelurahan

Karnaval Budaya

TKPK

RASTRA

Pemberdayaan PKK RW

Pemberdayaan PKK RT

 Roadshow Sosialisasi JBM tingkat RW 

 Pemberdayaan PKK Kelurahan 

Penguatan Kapasitas Kesi

Gebyar PAUD

1 kali

30 orang

20 orang

50 orang

12 bln

1 kali

 1 kali 

8 bulan

 1 kali 

5 kali

18 RW

70 RT

 18 RW 

Menjaga Toleransi umat 

bergama

Menanggulangi Penyebaran 

Wabah Demam Berdarah di 

Wilayah

 Menanggulangi Permasalahan 

Kemiskinan di Wilayah 

Menanggulangi permasalahan 

RASKIN di Wilayah

 Meningkatkan Kapasitas Kesi 

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalansedang 

berjalan

sedang 

berjalan
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% lanjutan

Sorosutan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Sorosutan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Sorosutan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Sorosutan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Sorosutan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Pelayanan 100% baru

Sorosutan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan 100% baru

Sorosutan bagi Kader BKB

4,8 100% 334.608.000         368.068.800           

Kelurahan 100% Kec. UH

Kelurahan Mengembangkan budaya 100%

Pandeyan daerah

Kelurahan Mengembangkan Kreativitas 100% baru

Pandeyan budaya Masyarakat

Kelurahan 100%

Pandeyan

Kelurahan 11 bln 100%

Pandeyan 14 kali

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Pandeyan dan Ekonomi masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

Pandeyan dan Ekonomi masyarakat

Peserta pembuatan batik Tulis

Peserta Pembuatan Kue Kering & 

Makanan Tradisional

Peserta Pembuatan Sangkat Burung

Peserta pembuatan Pelet Kelinci

Peserta Pelatihan Pembenihan Lele & 

Gurameh

Sapaan Anak Kos

Peserta Pembuatan Yogurt

BKB Holistik yang dibina

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

Festival Kesenian Kelurahan

Karnaval Budaya

TKPK

RASTRA

Peserta Pembuatan Bakpia

20 orang

20 org

20 orang

20 orang

20 org

11 bln

56 orang

12 bln

1 kali

 1 kali 

8 bulan

26 orang

20 orang

Menanggulangi Penyebaran 

Wabah Demam Berdarah di 

Wilayah

 Menanggulangi Permasalahan 

Kemiskinan di Wilayah 

Menanggulangi permasalahan 

RASKIN di Wilayah

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Pandeyan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Kelurahan Meningkatkan Pelayanan 100% baru

Pandeyan masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Pelayanan 100% baru

Pandeyan Masyarakat

Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan 100% baru

Pandeyan Personil Lembaga Kelurahan

Kelurahan  8 koordinasi 100% baru

Pandeyan  1 kali 

 Sosialisasi 

Kelurahan  Meningkatkan Potensi Anak 100% baru

Pandeyan  didik PAUD 

Kelurahan Peningkatan PKK Kelurahan 100%

Pandeyan

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Pandeyan PKK RW

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Pandeyan PKK RT

Kelurahan Meningkatkan minat belajar 100% baru

Pandeyan usia sekolah

Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan 100% baru

Pandeyan Anggota Karang Taruna

4,9 100% 289.586.000         318.544.600           

 Kelurahan 100% Kec. UH

 

Warungbot

 Kelurahan Mengembangkan budaya 100%

 

Warungbot

daerah

 Kelurahan Mengembangkan Kreativitas 100% baru

 

Warungbot

budaya Masyarakat

 Kelurahan 100%

 

Warungbot

o  Kelurahan RASTRA 11 bln Menanggulangi permasalahan 100%

Inovasi Sapaan Anak Kos

Festival Kesenian Kelurahan

Karnaval Budaya

TKPK

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

Peningkatan kapasitas Kelembagaan 

Kelurahan

Penguatan Kapasitas Kesi

Pemberdayaan PKK RT

 Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW 

Roadshow Karang Taruna

Inovasi Sistem Buku Tamu

Gebyar PAUD

 Pemberdayaan PKK Kelurahan 

Pemberdayaan PKK RW

11 bulan

11 bulan

70 orang

 1 kali 

5 kali

13 RW

52 RT

 13 RW 

1 kali

12 bln

1 kali

 1 kali 

8 bulan

 Meningkatkan Kapasitas Kesi 

Menanggulangi Penyebaran 

Wabah Demam Berdarah di 

Wilayah

 Menanggulangi Permasalahan 

Kemiskinan di Wilayah 

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Warungboto

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 367



Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

 

Warungbot

14 kali Raskin di wilayah

 Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

 

Warungbot

masyarakat

 Kelurahan Meningkatkan Ketrampilan 100% baru

 

Warungbot

masyarakat

 Kelurahan Meningkatkan Panghijauan 100% baru

 

Warungbot

Lingkungan

 Kelurahan 100% baru

 

Warungbot Kelurahan 100%

 

Warungbot Kelurahan Peningkatan PKK Kelurahan 100%

 Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

 

Warungbot

PKK RW

 Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

 

Warungbot

PKK RT

 Kelurahan Meningkatkan minat belajar 100% baru

 

Warungbot

usia sekolah

 Kelurahan  8 koordinasi 100% baru

 

Warungbot

 1 kali 

 Sosialisasi 

 Kelurahan  Meningkatkan Potensi Anak 100% baru

 

Warungbot

 didik PAUD 

Kelurahan 100% baru

 

Warungbot4.10 100% 303.239.000         333.562.900           

Kelurahan 100% Kec. UH

Tahunan

Kelurahan Mengembangkan budaya 100%

Tahunan daerah

Kelurahan Karnaval Budaya 1 kali Mengembangkan Kreativitas 100% baru

Festival Kesenian Kelurahan

Pelatihan Bisnis On Line

Pelatihan Bakpia dan Lauk Pauk

Peserta Pelatihan Hidroponik

Peserta Pelatihan Budidaya Ikan & 

Pembuatan Pelet

Pesrta Pelatihan Pembuatan Pupuk & 

TOGA

 Pemberdayaan PKK Kelurahan 

Pemberdayaan PKK RW

Pemberdayaan PKK RT

 Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW 

Penguatan Kapasitas Kesi

Gebyar PAUD

Motivasi Belajar Akibat Game & 

Kenakalan Remaja

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

20 orang

20 orang

40 orang

20 orang

20 orang

5 kali

9 RW

38 RT

 9 RW 

 1 kali 

 70 orang 

12 bln

1 kali

 Meningkatkan Kapasitas Kesi 

 Menanggulangi Kecanduan 

Game & Kenakalan Remaja 

Menanggulangi Penyebaran 

Wabah Demam Berdarah di 

Wilayah

Meningkatkan Ketrampilan dan 

Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan Ketrampilan dan 

Ekonomi Masyarakat

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalansedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Tahunan
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Tahunan budaya Masyarakat

Kelurahan 100% baru

Tahunan

Kelurahan RASTRA 14 bulan 100%

Tahunan

Kelurahan Meningkatkan Ekonomi 100% baru

Tahunan Masyarakat

Kelurahan Peningkatan PKK Kelurahan 100%

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Tahunan PKK RW

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100%

Tahunan PKK RT

Kelurahan Meningkatkan minat belajar 100% baru

Tahunan usia sekolah

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100% baru

Tahunan tentang Pewarnaan kain

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100% baru

Tahunan masyarakat

Kelurahan  8 koordinasi 100% baru

Tahunan  1 kali 

 Sosialisasi 

Kelurahan  Meningkatkan Potensi Anak 100% baru

Tahunan  didik PAUD 

Kelurahan  Meningkatkan Pengetahuan 100% baru

Tahunan  keteriasian data PKK 

Kelurahan  Data Pondokan 100% baru

Tahunan

Kelurahan 100% baru

Tahunan

Kelurahan 100% baru

Tahunan

Peserta Pembuatan Kripik Wortel & 

Waluh

 Pemberdayaan PKK Kelurahan 

Pemberdayaan PKK RW

Pemberdayaan PKK RT

TKPK

 Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW 

Peserta Pembuatan Batik Tulis & 

Jumputan dengan Pewarna Alam

Peserta Kewirausahaan & Manajemen 

Kuliner

Penguatan Kapasitas Kesi

Gebyar PAUD

Pelatihan Keterisian data PKK

Pendataan Pondokan

Peningkatan dan Penguatan Kapasitas 

Kader PKK & Kader Posyandu

Pelatihan Komputer Bagi PKK

8 bulan

30 orang

5 kali

12 RW

50 RT

 12 RW 

24 orang

20 orang

 1 kali 

 50 orang 

 2 bulan 

 50 orang 

 24 orang 

 Meningkatkan Kapasitas Kesi 

 Meningkatkan dan Menguatkan 

Kader PKK & Posyandu 

 Meningkatkan Ketrampilan bagi 

Kader PKK 

Menanggulangi permasalahan 

RASKIN di Wilayah

 Menanggulangi Permasalahan 

Kemiskinan di Wilayah 

sedang 

berjalan

sedang 

berjalansedang 

berjalan

sedang 

berjalan
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

4.11 100% 310.547.500         341.602.250           

Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan 100% baru Kec. UH

Muja-muju Peserta UMKM Kerajinan

Kelurahan Meningkatkan Pengetahuan 100% baru

Muja-muju Kader BKS

Kelurahan Menaggulangi Peningkatan 100% baru

Muja-muju WRSE

Kelurahan 100%

Muja-muju

Kelurahan 100%

Muja-muju

Kelurahan Mengembangkan budaya 100%

Muja-muju daerah

Kelurahan Peningkatan PKK Kelurahan 100%

Muja-muju

Kelurahan  Peningkatan PKK RW 100%

Muja-muju

Kelurahan  Peningkatan PKK RT 100%

Muja-muju

Kelurahan  Menjaga Kesehatan Lansia 100% baru

Muja-muju

Kelurahan  Meningkatkan Potensi Anak 100% baru

Muja-muju  didik PAUD 

Kelurahan  Meningkatkan Pengetahuan 100% baru

Muja-muju  Anggota PIK R 

Kelurahan  8 koordinasi 100% baru

Muja-muju  1 kali 

 Sosialisasi 

Kelurahan Mengembangkan Kreativitas 100% baru

Muja-muju budaya Masyarakat

Kelurahan  Peningkatan Potensi  100%

Muja-muju  Kampung Ramah Anak 

Kelurahan  Gelar hari AID Sedunia  125 orang  Meningkatkan Kesadaran 100% baru

 Pemberdayaan PKK RT 

Festival Kesenian

 Pemberdayaan PKK Kelurahan 

Pemberdayaan PKK RW

UKM Kerajinan yang dibina

Kader BKS yang dibina Bina Keluarga 

Sejahtera

WRSE ( Wanita Rawan Sosial Ekonomi ) 

yang dibina

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

RASTRA 14 bulan Menanggulangi permasalahan 

RASKIN di Wilayah

 Senam Lansia 

 Gebyar PAUD 

Penguatan Kapasitas PIK R

 Penguatan Kapasitasi Kesi 

Karnaval Budaya

Festival Kampung Ramah Anak

30 orang

50 orang

20 orang

12 bulan

1 kali

5 kali

 12 RW 

 50 RT 

 4 kali 

 1 kali 

 50 orang 

 1 kali 

 1 kali 

 Meningkatkan Kapasitas Kesi 

Antisipasi Peningkatan Demam 

Berdarah

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan 

Muja-muju
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Muja-muju  Masyarakat tentang AID 

Kelurahan 100%

Muja-muju

Kelurahan Meningkatkan minat belajar 100% baru

Muja-muju usia sekolah

Kelurahan  Mengembangkan Koordinasi 100% baru

Muja-muju  Forum berbasis Kampung 

4.12 100% 264.895.700         291.385.270           

Kelurahan 100%

Semaki Kec. UH

Kelurahan Mengembangkan budaya 100%

Semaki daerah

Kelurahan Mengembangkan Kreativitas 100% baru

Semaki Budaya Masyarakat

Kelurahan 100%

Semaki

Kelurahan 100%

Semaki

Kelurahan Peningkatan PKK Kelurahan 100%

Semaki

Kelurahan Peningkatan PKK RW 100%

Semaki

Kelurahan Peningkatan PKK RT 100%

Semaki

Kelurahan 8 Koordinasi 100% baru

Semaki 1 kali

Sosialisasi

Kelurahan 10 RW Meningkatkan minat belajar 100% baru

Semaki 4 kali Koord usia sekolah

Kelurahan Meningkatkan ketrampilan 100% baru

Semaki bertanam masyarakat

Kelurahan Gebyar PAUD 1 kali Meningkatkan Potensi anak 100% baru

1 kali

1 kali

RASTRA

Pemberdayaan PKK Kelurahan

Pemberdayaan PKK RW

Peserta Pelatihan Veltikulture dan 

Hortikultura

Karnaval Budaya

TKPK Kelurahan

 TKPK 

Pemberdayaan PKK RT

 Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW 

 Pendampingan Pembentukan Forum 

RT/ RW berbasis Kampung 

Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT

Festival Kesenian Kelurahan

34 RT

 12 RW 

12 bulan

34 orang

 8 bulan 

 12 RW 

10 RW

Menanggulangi permasalahan 

RASKIN di wilayah

8 bln

14 bln

5 kali

 Menanggulangi Permasalahan 

Kemiskinan di Wilayah 

Antisipasi Peningkatan Demam 

Berdarah

Menanggulangi permasalahan 

Kemiskinan di wilayah

Peningkatan Kapasitas Kesi

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

sedang 

berjalan

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya Masyarakat Semaki

Penguatan Kapasitas Kesi

Roadshow Sosialisasi JBM Tingkat RW
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Jenis

Kegiatan SKPD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Sasaran Daerah Indikator Kinerja Program /Kegiatan Prakiraan Maju

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pagu Indukatif

Hasil Program

NO Prioritas Daerah LokasiBidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program Kegiatan 

Prioritas Pembangunan

Semaki didk PAUD

Kelurahan Meningkatkan Kepedulian 100% baru

Semaki masyarakat akan KDRT

Kelurahan Peningkatan Pengetahuan 100% baru

Semaki tentang BKB

Kelurahan Menjaga Kesehatan Lansia 100% baru

Semaki

7.569.478.272      

Peserta Simulasi Penanggulangan 

KDRT

80 orang

4 kali

JUMLAH TOTAL

50 orang

BKB Holistik yang dibina

Senam Lansia
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Pagu Prakiraan SKPD

 Indikatif Maju Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 jawab

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Terwujudnya 

kelembagaan 

dan 

ketatalaksanaa

n pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi, 

keuangan dan 

operasional 

perkantoran

100%                793.188.245         872.507.070 

1.1 Kotagede 1 Materai 6.000 yang tersedia 390 buah 100% 394.909.925               434.400.918

2 Materai 3.000 yang tersedia 600 buah

3 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 1 unit

4 STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 1 unit

5 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 14 unit

6 Bahan dan peralatan kebersihan yang 

tersedia

27 jenis

7 Retribusi kebersihan yang terbayar 12 bln

8 Alat tulis kantor yang tersedia 45 jenis

9 Jasa Penggandaan 180.000 lbr

10 Jasa penjilidan 70 exp

11 Komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang tersedia

14 jenis

12 Pembayaran Telephone 12 kali

13 Pembayaran Air 12 kali

14 Pembayaran Listrik 12 kali

15 Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia 12 kali

16 Jasa perbaikan mesin ketik 12 kali

17 Jasa perbaikan mebelair 8 kali

18 Bahan Komputer/printer yang tersedia 5 jenis

19 Piket kantor 8 org x 365 hr

20 Pengisian tabung pemadam 45 buah

21 Pemeliharaan komputer 34 kali

22 sewa tenda 4 kali

23 sewa sound sistem 2 kali

24 Peralatan rumah tangga yang tersedia 19 jenis

25 Jasa Pemeliharaan Taman 5 unit

1.2 Penyediaan Jasa 

Pengelola Pelayanan 

Perkantoran

Kotagede 1 Dokumen administrasi penatausahaan 

keuangan, SPP, SPM, SPJ dan laporan 

akuntansi yang tersusun

4 jenis 158.202.320               174.022.552

2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang 

terkelola

46 dokumen 

ASN3 Jasa tenaga bantuan 4 orang

Jenis 

Kegiatan

Kec. Kotagede

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kotagede

Indikator KinerjaNo.

Keluaran Kegiatan

LOKASIUrusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

PRIORITAS 

DAERAH

Pemberdayaan Masyarakat

Hasil kegiatan

SASARAN 

DAERAH Hasil Program

Penyediaan Jasa, 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

 Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran 

 Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran 

sedang 

berjalan
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Pagu Prakiraan SKPD

 Indikatif Maju Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 jawab

Jenis 

Kegiatan

Indikator KinerjaNo.

Keluaran Kegiatan

LOKASIUrusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

PRIORITAS 

DAERAH Hasil kegiatan

SASARAN 

DAERAH Hasil Program

1.3 Kotagede 1 Makan dan minum yang tersedia untuk 

pegawai

65 org 240.076.000               264.083.600

2 Makan dan minum yang tersedia untuk 

koordinasi

231 kali

3 Makan dan minum yang tersedia untuk 

Tamu pelayanan

4 jenis

4 Monitoring Wilayah 12 kali

5 Konsultasi ke luar daerah 4 kali

2 Program Peningkatan 

Sarana dan Aparatur

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Terwujudnya 

kelembagaan 

dan 

ketatalaksanaa

n pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Terwujudnya 

Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

100% 130.327.500               143.360.250       

2.1 Kotagede 1 Jasa pemeliharaan rumah dinas dan gedung 

kantor 

1 paket 100% 69.010.000                 75.911.000

2 Jasa Pemeliharaan rutin /berkala 

perlengakapan Gedung kantor

27kali

2.2 Kotagede 1 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional roda 4

1 unit  Dukungan terhadap 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur yang 

100% 61.317.500                 67.449.250

2 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional roda 3

1 unit

3 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional roda 2

14 unit

3 Program peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian 

kinerja  dan keuangan

Kinerja 

Aparatur dan 

Birokrasi

Terwujudnya 

kelembagaan 

dan 

ketatalaksanaa

n pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Terwujudnya 

peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian 

kinerja  dan keuangan

100% 64.750.000                 71.225.000         

3.1 1 Dokumen Perencanaan Pengendalian dan 

Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 

yang tersusun

5dokumen  Tersedianya dokumen 

perencanaan, pengendalian 

dan penganggaran 

100% 64.750.000                 71.225.000

2 Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan 

Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang 

tersusun

5 dokumen  Nilai Akuntabilitas Kinerja 

SKPD 

BB

Penyediaan Rapat - Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional

 Dukungan terhadap 

kelancaran administrasi, 

keuangan dan operasional 

perkantoran 

sedang 

berjalan

Kec. Kotagede

Kec. KotagedePemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung/bangunan kantor

 Dukungan terhadap 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, 

Pengendalian, dan 

Laporan Capaian kinerja 

SKPD

sedang 

berjalan

Kec. Kotagedesedang 

berjalan
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Pagu Prakiraan SKPD

 Indikatif Maju Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 jawab

Jenis 

Kegiatan

Indikator KinerjaNo.

Keluaran Kegiatan

LOKASIUrusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

PRIORITAS 

DAERAH Hasil kegiatan

SASARAN 

DAERAH Hasil Program

4 Program peningkatan 

Pelayanan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Kewilayahan Kecamatan 

Kotagede

Pembanguna

n Wilayah 

dan 

Peningkatan 

Infrastruktur

Terwujudnya 

kelembagaan 

dan 

ketatalaksanaa

n pemerintah 

daerah yang 

berkualitas

Terwujudnya 

Peningkatan 

Pelayanan Masyarakat 

Berbasis Kewilayahan

100% 2.514.134.255           1.936.862.681    

4.1 Kotagede 1 Linmas yang terbina 10 kali 100% 218.685.500               240.554.050

2 PKL yang tertib dan tertata 50 orang

3 Operasi Ketertiban yang terlaksana 84 kali

4 Operasi Vandalisme yang terlaksana 36 kali

5 Pengamanan Umum yang terlaksana 12 kali

6 Sambang Kampung yang terlaksana 12 kali

7 Koordinasi Forkompika yang terlaksana 11 kali

8 Pelaksanaan Hari Raya yang lancar 8 kegiatan

9 Lomba Poskamling yang terlaksana 3 kali

10 BMR yang terlatih untuk situasi darurat 2 kali

11 Relawan yang terlatih untuk mengatasi 

kebakaran

2 kali

12 Pelaporan buku monografi kelurahan 1 buku
13 Kelurahan yang terpilih 1 kelurahan

14 Kelembagaan masyarakat yang bersinergi 2 kali

15 Koordinasi RT RW yang terselenggara 14 kali

4.2 Kotagede 1 HO IMBB yang diterbitkan 47 izin 100% 162.416.255               178.657.881

2 Operasional PATEN yang terlaksana 12 bulan

3 Buletin Warta Kotagede yang terbit 6 kali

4.3 Kotagede 1 PKH yang terlatih dalam membuat kue 30 orang 100% 65.990.000                 72.589.000

2 PKH yang terbina untuk melakukan 

wirausaha

100 orang

3 Warga yang terlatih berkreasi dengan daur 

ulang sampah

100 orang

sedang 

berjalan

Pembinaan Perekonomian 

Masyarakat Kecamatan 

Kotagede

sedang 

berjalan

Kec. Kotagede

Kec. Kotagede Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan Kecamatan 

Kotagede 

 Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan Kecamatan 

Kotagede 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan, 

Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat 

Kecamatan Kotagede

 Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan Kecamatan 

Kotagede 

sedang 

berjalan

Penyelenggaraan 

Pelayanan, Informasi dan 

Pengaduan Kecamatan 

Kotagede

Kec. Kotagede

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V - 375



Pagu Prakiraan SKPD

 Indikatif Maju Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 jawab

Jenis 

Kegiatan

Indikator KinerjaNo.

Keluaran Kegiatan

LOKASIUrusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

PRIORITAS 

DAERAH Hasil kegiatan

SASARAN 

DAERAH Hasil Program

4,4 1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali 100% 383.539.350               421.893.285

2 Kader P4K yang terlatih 165 orang

3 TP PKK Kecamatan yang ter koordinasi 11 kali

4 Raskin yang terdistribusi dengan lancar 12 kali

5 Gelar Potensi Wil. Kotagede yang 

terselenggara

1 kali

6 Hatinya PKK yang terbina 95 orang

7 Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang 

bersinergi

10 Kelompok

8 Kader PHBS dan LBS yang terbina 175 orang

9 KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana 1 kali

10 Lomba Permainan Tradisional yang 

terlaksana

1 kali

11 Atlit OR prestasi yang terlatih 3 cabang

12 Kader PKK yang tertib administrasi 150 orang

13 TP PKK yang termonitoring 55 orang

14 Kader PKBN yang terbina 70 orang

15 Gebyar PAUD yang terlaksana 1 kali

16 Kader SDIDTK yang terbina 100 orang

17 Kader MK yang tertib administrasi 60 orang

18 Kader BKS yang tertib administrasi 150 orang

19 Kader IMP yang dibina 210 orang

20 Kader PKADD yang dibina 165 orang

21 Paduan Suara yang terlatih 6 kali

4.5 Kotagede 1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali 100% 303.178.050               333.495.855

2 TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi 13 RW, 49 RT

3 Kampung Wisata yang terbina 2 kali

4 Siskamling yang dibina 2 kali

5 Kampung Agro yang terbentuk 6 kali

6 Kampung Kuliner yang terbentuk 6 kali

7 Kampung Kerajinan yang terbentuk 6 kali

8 Kampung Herbal yang terbentuk 6 kali

9 Kampung Budaya yang terbentuk 6 kali

10 Kelurahan Siaga yang terbina 20 orang

11 Komisi Lansia yang terbina 20 orang

12 warga yang dibina tentang wirausaha 50 orang

13 Bangmahat yang dibina 100 orang

14 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 13 RW

15 Kampung KB yang terbina 50 orang

16 Gelar Potensi UMKM yang terselenggara 1 kali

17 Gelar Potensi Wilayah Rejowinangun yang 

terselenggara

1 kali

Pembinaan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan 

Rejowinangun

sedang 

berjalan

 Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan Kelurahan 

Rejowinangun 

 Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan Kecamatan 

Kotagede 

Pembinaan Sosial dan 

Budaya Masyarakat 

Kecamatan Kotagede

Kec. Kotagede

sedang 

berjalan

Kec. Kotagede
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Pagu Prakiraan SKPD

 Indikatif Maju Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 jawab

Jenis 

Kegiatan

Indikator KinerjaNo.

Keluaran Kegiatan

LOKASIUrusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

PRIORITAS 

DAERAH Hasil kegiatan

SASARAN 

DAERAH Hasil Program

18 Pawai Budaya yang terselenggara 1 kali

19 Warga yang terlatih kesenian Kulintang 6 kali

4.6 Kotagede 1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali 100% 361.628.950               397.791.845

2 TP PKK Prenggan yang terkoordinasi 13 RW, 57 RT

3 Instruktur Senam yang terlatih 5 kali

4 kampung ramah anak yang terbina 100 kali

5 Paguyuban Kesenian Kethoprak yang terbina 50 orang

6 Pawai Budaya yang terselenggara 1 kali

7 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 13 RW

8 Kelurahan Siaga yang terbina 20 orang

9 Gelar Potensi Wilayah Prenggan yang terselenggara1 kali

10 PKK RT yang tertib administrasi 70 orang

11 Warga yang paham Bahaya Narkoba dan 

HIV/AIDS

40 orang

12 Warga yang paham Penanggulangan 

KDRT/MK

40 orang

13 Lomba Peningkatan Tumbuh Kembang Anak 

yang terlaksana

2 kali

14 Gebyar Lansia yang terlaksana 1 kali

15 Rintisan Kebun Hydroponik yang terlatih 40 orang

16 Pengrajin Perak yang terlatih 20 orang

17 Warga yang terlatih Patiseri 40 orang

18 Warga yang terlatih membuat Jamu/Obat Tradisional30 orang

19 Warga yang terlatih mengemas Produk 30 orang

20 Warga yang terlatih Budidaya Jamur 30 orang

21 Warga yang terlatih Budidaya Cacing 20 orang

22 Warga yang terlatih Membuat Olahan Jamur 20 orang

23 Kader PAUD dan Posyandu yang terbina 85 orang

24 Gelar Potensi UMKM yang terlaksana 1 kali

4.7 Kotagede 1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali 100% 265.346.150               291.880.765

2 TP PKK Purbayan yang terkoordinasi 14 RW, 58 RT

3 Warga yang terlatih Budidaya Jamur Tiram 20 orang

4 Kelompok Karawitan yang terlatih 20 orang

5 Warga yang terlatih membuat seserahan 20 orang

6 Kelompok Keroncong Timpasko yang terlatih 20 orang

7 Kampung Hijau yang terbina 20 orang

8 Kelompok Karawitan Anak yang terlatih 20 orang

9 Kampung Sayur yang terbina 20 orang

10 Kelompok Tari Anak yang terbina 20 orang

11 Kelompok Budidaya Kelinci yang terlatih 20 orang

12 Warga yang terlatih memotong Rambut 20 orang

13 Warga yang terlatih membuat Tas Rajut 20 orang

Pembinaan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan 

Prenggan

Pembinaan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya 

Masyarakat Kelurahan 

Purbayan

 Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan Kelurahan 

Purbayan 

 Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayanan dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan Kelurahan 

sedang 

berjalan

Kec. Kotagede

sedang 

berjalan

Kec. Kotagede
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Pagu Prakiraan SKPD

 Indikatif Maju Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2017 2018 jawab

Jenis 

Kegiatan

Indikator KinerjaNo.

Keluaran Kegiatan

LOKASIUrusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan

PRIORITAS 

DAERAH Hasil kegiatan

SASARAN 

DAERAH Hasil Program

14 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 14 RW

15 Gelar Potensi Wilayah Purbayan yang 

terselenggara

1 kali

16 Gelar Potensi UMKM yang terlaksana 1 kali

17 Pawai Budaya yang terlaksana 1 kali

18 Kelurahan Siaga yang terbina 14 RW

4.8 Kotagede 1 Dokumen Inmen yang tersusun 1 buku 100% 753.350.000               828.685.000

2 Dokumen perencanaan yang tersusun 4 dokumen

3 Petugas input profil yang terlatih 40 orang

4 Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah 3 Kelurahan

5 Renovasi Konstruksi Jalan tersebar di 

wilayah

1 Kecamatan

 6 Renovasi Konstruksi Jaringan air tersebar di 

wilayah

1 Kecamatan

7 Renovasi Konstruksi bangunan tersebar di 

wilayah

1 Kecamatan

3.502.400.000           3.023.955.000    

 Dukungan terhadap 

terwujudnya peningkatan 

pelayananKecamatan 

  dan Pemberdayaan 

masyarakat berbasis 

kewilayahan  

JUMLAH TOTAL

Penyelenggaraan 

Pembangunan Wilayah 

Kecamatan Kotagede

Kec. Kotagedesedang 

berjalan
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Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Urusan Kesatuan Bangsa
1 Program Pelayanan

Administrasi
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

meingkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100%

310,271,670 341,298,837

Kantor
Kesatuan

Bangsa

1.1. Umbulharjo Materei 6000 yang tersedia 75 buah
Materei 3000 yang tersedia 250 buah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Penyediaan jasa,
peralatan dan
perlengkapan kantor

Hasil kegiatan

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100% 168,591,670 185,450,837 Sedang
berjalan

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

kegiatan
SKPD

Indikator Kinerja

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Materei 3000 yang tersedia 250 buah
STNK roda 4 yang terbayar 2 buah
STNK roda 2 yang terbayar 9 buah
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 12 jenis
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Alat tulis kantor yang tersedia 48 jenis
Jasa percetakan 1 jenis
Jasa penggandaan 125.000 lembar

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia

9 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis
Peraturan penrundang-undangan yang tersedia 5 buah

Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia

6 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor

11 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 10 jenis
Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 25 dokumen
ASN

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang

1.2. Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

Umbulharjo

Penyediaan jasa,
peralatan dan
perlengkapan kantor

91,224,640

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100% 168,591,670 185,450,837 Sedang
berjalan

100,347,104 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan :
SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun

4 jenis Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%

1.3. Penyediaan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi

Umbulharjo Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100% 125,688,000 138,256,800 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang
Makan dan minum yang tersedia untuk
a. Koordinasi 50 kali
b. Pegawai 40 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultai ke luar
daerah

15 laporan

1.2. Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran

Umbulharjo 91,224,640 100,347,104 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100%

1.3. Penyediaan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi

Umbulharjo Dukungan terhadap
kelancaran administrasi,
keuangan dan operasional
perkantoran

100% 125,688,000 138,256,800 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil kegiatanSasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

kegiatan
SKPD

Indikator Kinerja

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kinerja Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

meingkat

Terwujudnya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai

100% 108,280,000 119,108,000 Kantor
Kesatuan

Bangsa

2.1. Pemeliharaan rutin /
berkala gedung /
bangunan kantor

Umbulharjo Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor /
tempat

1 jenis Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 20,000,000 22,000,000 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa

2.2. Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas / operasional

Umbulharjo Kantor
Kesatuan
Bangsa

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/ops

97,108,000 Sedang
berjalan

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 88,280,000

a. Roda 4 (empat) 2 unit
b. Roda 2 (dua) 9 unit

3 Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Kinerja Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

meingkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja dan
keuangan

100% 33,400,000 36,740,000 Kantor
Kesatuan

Bangsa

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan
Fisik, SKM, SPIP, Profil)

100% Nilai akuntabilitas kinerja
SKPD

100%

4 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Sosial Budaya Meningkatnya
nasionalisme

Terwujudnya
masyarakat yang
memiliki tingkat

nasionalisme yang
tinggi

100% 1,484,930,860 1,633,423,946 Kantor
Kesatuan

Bangsa

2.2. Penyediaan dan
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas / operasional

Umbulharjo Kantor
Kesatuan
Bangsa

3.1. Penyusunan dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
laporan capaian
kinerja SKPD

Umbulharjo

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/ops

97,108,000 Sedang
berjalan

Dukungan terhadap
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 88,280,000

100%Dokumen perencanaan, pengendalian dan
penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
penganggaran

100% 33,400,000 36,740,000

2 kali Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur

100%

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Frekuensi diklat formal yang diikuti

Sedang
berjalan

4 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Sosial Budaya Meningkatnya
nasionalisme

Terwujudnya
masyarakat yang
memiliki tingkat

nasionalisme yang
tinggi

100% 1,484,930,860 1,633,423,946 Kantor
Kesatuan

Bangsa
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Hasil kegiatanSasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis

kegiatan
SKPD

Indikator Kinerja

Hasil Program Keluaran KegiatanNo
Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan
Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

4.1. Pemantapan ideologi
dan kewaspadaan
nasional

Umbulharjo Sosialisasi cinta tanah air bagi pelajar dan
masyarakat

4 kali Rasa cinta tanah air dan
wawasan kebangsaan di
masyarakat sebagai
pengendali konflik sesuai
standar

100% 685,562,500

Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi tokoh
masyarakat

2 kali

Pemantapan rasa nasionalisme bagi pemuda dan
mahasiswa asrama daerah

6 kali

Pemantapan rasa nasionalisme bagi ormas/LSM 2 kali

Peningkatan cinta tanah air bagi kelompok pelajar
luar sekolah se-Kota Yogyakarta

1 kali

Peringatan SO 1 Maret 2 kali
Penguatan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)
Kota Yogyakarta

24 kali

Kantor
Kesatuan
Bangsa

754,118,750 Sedang
berjalan

Penguatan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)
Kota Yogyakarta

24 kali

Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)  Kota Yogyakarta

10 kali

Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Di Kota Yogyakarta

5 kali

Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di
wilayah

5 kali

4.2. Pemantapan Politik
Dalam Negeri dan
Organisasi
Kemasyarakatan

Umbulharjo Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan
administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik

8 kali

Monitoring pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta 3 bulan

Penelitian lapangan dan pengeluaran SKT bagi ormas
di Kota Yogyakarta

12 kali

4.3. Pemantapan
Ketahanan Seni,

Budaya, Agama dan
Ekonomi

Umbulharjo Pemantapan bagi Penghayat Kepercayaan
Masyarakat dan Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM)

1 kali

Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)

7 kali

Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 7 kali

Pemantapan Forum P4GN dan Pencegahan
Penyalahgunaan Napza

1 kali

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Politik yang kondusif di
daerah sesuai standar

100% 103,940,000 114,334,000 Sedang
berjalan

754,118,750 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Ketahanan nasional di
semua bidang sesuai

standar

100% 695,428,360 764,971,196 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa

Pemantapan Forum P4GN dan Pencegahan
Penyalahgunaan Napza

1 kali

Jumlah 1,936,882,530 2,130,570,783

Ketahanan nasional di
semua bidang sesuai

standar

100% 695,428,360 764,971,196 Sedang
berjalan

Kantor
Kesatuan
Bangsa
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SKPD: BPBD Kota Yogyakarta

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
URUSAN WAJIB
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
kelancaran
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran

100% 842,490,225 866,495,932

Materai 6000 yang tersedia 160 buah

Materai 3000 yang tersedia 500 buah
STNK roda 6 yang terbayar 7 unit
STNK roda 4 yang terbayar 7 unit
STNK roda 3 yang terbayar 1 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg
SKPD Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 548,930,225 565,398,132 Lanjutan1.1 Penyediaan jasa, peralatan, dan
perlengkapan kantor

UMBULHARJO

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi
Indikator Kinerja

STNK roda 4 yang terbayar 7 unit
STNK roda 3 yang terbayar 1 unit
STNK roda 2 yang terbayar 8 unit
Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 36 jenis
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
Alat tulis kantor yang tersedia 77 jenis
Jasa percetakan 3 jenis
Jasa Penggandaan 250.000 lembar

Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
yang tersedia

12 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis
Peraturan perundang-undangan yang tersedia 5 jenis
Jasa perbaikan peralatan kerja 14 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia

12 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 kali

Pengadaan pakaian dinas harian 60 buah
1.2 Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran
UMBULHARJO Dokumen administrasi penatausahaan keuangan:

SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun
4 jenis Dukungan terhadap kelancaran

administrasi , keuangan dan
operasional perkantoran

100% 42,300,000 42,300,000 Lanjutan

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 60 dokumen ASN

Makan dan minum yang tersedia untuk -

a.koordinasi, 27 kali

258,797,8001.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

UMBULHARJO Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 251,260,000

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Lanjutan

Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

a.koordinasi, 27 kali
b.pegawai 60 orang
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan

258,797,8001.3 Penyediaan Rapat Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

UMBULHARJO Dukungan terhadap kelancaran
administrasi, keuangan dan
operasional perkantoran

100% 251,260,000 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Lanjutan
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi
Indikator Kinerja

2 Program Peningkatan sarana
dan Prasarana Aparatur

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur yang
memadai

100% 490,440,000 505,153,200

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan Kantor

UMBULHARJO Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 2 Jenis Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 67,000,000 69,010,000 Lanjutan

2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

UMBULHARJO Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional,

87 unit Dukungan terhadap peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD

100% 423,440,000 436,143,200 Lanjutan

b. roda 6 1 unit
c. roda 4 2 unit
d. roda 3 76 unit
e. roda 2 8 unit

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

e. roda 2 8 unit
3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Terwujudnya
peningkatan
capaian kinerja
dan keuangan

100% 203,205,000 209,301,150

3.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Pengendalian,
dan Laporan Capaian Kinerja
SKPD

UMBULHARJO Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, pengendalian dan
pengganggaran tepat waktu

100% 203,205,000 209,301,150 Lanjutan

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik,
SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB

Frekuensi diklat formal yang diikuti 5 kali Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur

100%

4 Program Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan Bencana Alam

Kinerja
Aparatur dan
Birokrasi

Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat

Meningkatnya
kapasitas daerah
dalam
pengurangan
resiko bencana

80% 2,839,550,275 2,924,736,783

4.1 Pencegahan Bahaya Bencana
Alam

UMBULHARJO Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan
Bencana

12 bulan Kesiapsiagaan Pusat
Pengendalian dan Operasi
Penanggulangan Bencana

12 bulan 1,760,403,775 1,813,215,888 Lanjutan Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

4.1 Pencegahan Bahaya Bencana
Alam

UMBULHARJO Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan
Bencana

12 bulan Kesiapsiagaan Pusat
Pengendalian dan Operasi
Penanggulangan Bencana

12 bulan 1,760,403,775 1,813,215,888 Lanjutan

Kampung Tangguh Bencana (KTB) Lanjutan 15 kampung Review Kampung Tangguh
Bencana

15 kampung

Pelatihan Penanggulangan Bencana 10 Kali Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang
Penanggulangan Bencana

300 org

4.2 Penanganan Bencana Alam UMBULHARJO Tim Reaksi Cepat ( TRC ) 12 bulan Kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (
TRC )

12 bulan           702,957,500 724,046,225 Lanjutan

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
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Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Keg

SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode
Kegiatan

Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas
daerah

Sasaran Lokasi
Indikator Kinerja

Manajemen Logistik 12 bulan Terlaksananya Menejemen
Logistik

12 bulan

Pelatihan Kedaruratan Bencana 7 kali Meningkatnya Pengetahuan
tentang Tanggap Darurat
Bencana

175 org

Evakuasi Kedaruratan 50 kali Terlaksananya evakuasi
kedaruratan

50 kali

Pengadaan Perlengkapan TRC 41 paket Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan TRC

41 paket

Siaga Darurat 12 bulan Kesiapsiagaan kedaruratan 12 bulan

Apel Siaga Bencana 1 Kali Kesiapsiagaan seluruh
komponen penanggulangan
bencana

1000 org

4.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana

UMBULHARJO Pemeriksaan Kebakaran  12 bulan Pemeriksaan Kebakaran  12 bulan           376,189,000 387,474,670 Lanjutan

Monitoring Daerah Rawan Bencana  12 bulan Monitoring Daerah Rawan
Bencana

 12 bulan

Kerja Bhakti Bencana dan Pasca bencana  12 bulan Kerja Bhakti Bencana dan Pasca
bencana

 12 bulan

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Kerja Bhakti Bencana dan Pasca bencana  12 bulan Kerja Bhakti Bencana dan Pasca
bencana

 12 bulan

Penyediaan Bahan Bangunan  1 paket Penyediaan Bahan Bangunan  1 paket

4,375,685,500 4,505,687,065

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
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Nama SKPD : RSUD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Urusan Kesehatan

1 Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Rumah Sakit Jogja

Kesehatan Harapan hidup
masyarakat
meningkat

Indeks
Kepuasan
Layanan

75     65,000,000,000      71,500,000,000

1.1. Upaya Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Rumah Sakit Jogja

Umbulharjo Operasional
Pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit Rujukan

12 bln Pelayanan
kesehatan RS
Rujukan yang
sesuai standar

12 bln     61,920,000,000 Sedang
Berjalan

RSUD Kota YK

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kota Yogyakarta

Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan SKPD

Penanggungj
awab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang
Urusan

Pemerintahan
Daerah Dan

Prioritas
Daerah

Sasaran
Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif

1.1. Upaya Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Rumah Sakit Jogja

Umbulharjo Operasional
Pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit Rujukan

12 bln Pelayanan
kesehatan RS
Rujukan yang
sesuai standar

12 bln     61,920,000,000 Sedang
Berjalan

RSUD Kota YK

1.2. Pendukung Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Rumah Sakit Jogja

Umbulharjo Operasional
Pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit Rujukan

2 jenis 1
unit

Pelayanan
kesehatan RS
Rujukan yang
sesuai standar

100%        3,080,000,000 Sedang
Berjalan

RSUD Kota YK

    65,000,000,000      71,500,000,000TOTAL
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